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Perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia mengalami
perubahan yang sangat besar terutama berkaitan dengan gerakan
reformasi 1998. Oleh karena itu, mated perkuliahan Pendidikan
Kewarganegaraan tidak mungkin dilepaskan dari perkembangan
kenegaraan tersebut agar kadar keilmiahan serta obyektivitasnya
dapat dipertanggungjawabkan.

Banyak tuduhan dialamatan kepada sosok Pendidikan
Kewarganegaraan dan tuduhan itu barangkali juga ada benarnya.
Beberapa tuduhan itu antara lain (i) Pendidikan Kewarganegaraan
senng bersifat politis daripada akademis. lemah iandasan keilmuan-
nya, (_nj tidak tampak sosok keilmiahannya, dan (iii) sering dititipi
kepentinganpolitikpenguasa.

Berdasarkan kenyataan tersebut sudah merupakan keharus-
an untuk menata ulang materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
agar sesuai dengan perkembangan zaman, terutama tuntutan refor
masi. Dalam-proses penyusunan ulang materi Pendidikan
Kewarganegaraan penulis berupaya untuk mengumpulkan buku-
buku referensi yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.
D disusun dengan mengacu pada Keputusan MenteriPendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 yang menetapkan
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu Matakuliah
Pengembangan Kepribadian yang harus ada dalam kurikulum inti
bagi setiap program studi dan dirancang berbasis kompetensi. Selain
Itu juga berpedoman pada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
pnggi Nomor 38/Dikti/Kep/2002 tanggal 18 juli 2002 tentang
Rambu-Rambu Pelaksanaan Matakuliah Pengembangan Kepribadian
khususnya Pendidikan Kewarganegaraan.
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PENGANTAR

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

. Sesungguhnya bangsa itu jaya selama mereka masih
mempunyai akhlak ycing mulia dan apabila akhlak telah
hilang dari kehidupan suatu bangsa, hancur binasalah
bangsa itu (Syauqi Bek).

• Negara yang tidak mempunyai moral berarti keruntuhan
dan sebaliknya moral yang tidak sejalan dengan negara
adalah kelumpuhan (Al-Gazali).

o Yang saya dengar, saya lupa. Yang saya dengar dan
lihat, saya sedikit ingot. Yang saya dengar, lihat, dan
dishusikan dengan orang lain, mulai saya pahami. Dan
yang.saya dengar, lihat, bahas, dan terapkan, saya
dapatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang saya
ajarkan kepada orang lain, saya kuasai (Melvin L
Silberman).

A.' I>endahuluan
Pendidikan Kewarganegaraan [Civic Education) merup^an

salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui
koridor "value-based education". Konfigurasi atau kerangka
sistemik PKN dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut.

Pertamd, PKN secara kurikuler dirancang sebagai subjek
pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi
individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak
mulia, cerdas. partisipatif, dan bertanggung jawab.^iCedua,
PKN secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran
yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan

Pendidikan Kewarganegaraan I 1



psikomotorik-yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi
dan termtegrasi dalam konteks substansi ide, .xiilai, konsep
^an moraT Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis dan

subie"k ®n" ™ p-gramftik dirancangJ pembelajaran yang menekankan pada isi vane
mengusung nilai-nilai {content embedding vcdues] dan
pengalaman belajar (learning experiencesL dalai^ bentk

yang p.rlu di«a.judkan Jalam kehrdupSsehari-han dan merapakan tuntunan hidup bagi warga neeara
dalam kehidupan bermasyarakat. berbangsa, dan bernefara
raoifp 'iari ide, nilai, konsep. dan
Slg^a kewarganegaraan yang demokratis, dan bela

diiniplementasikan pada berbagai jenis dan ienianependidikan (persekolahan maupun perguruan tinegii PKN
ketXtSf keterb^Jasa:., SI danketerbatasan tersebut adalah (1) masukan instrumental
{^trumental input) terutama yang berkaitan dengan kualitas
g^/dosen serta keterbatasan fasUitas dan sumber belajar
dan (2) masukan Imgkungan (envirqnmentai input) terutama

Tegfra vlr V®"" keh.Uan^S
Ssanafn ®PKN demokratis. Dengan demikian,1 u mengarah pada misi sebagaimanaseharusnya. Beberapa indikasi empirik yang menuniukkan
salah arah tersebut antara lain adalah sebagai berikut.
lebivT pembelajaran dan penilaian dalam PKN

• -vanf? instn^ksional (instructional
^ terbatas pada penguasaan mated (contentmastery) atau dengan kata lain hanya ditekankan pada

(^lrtirda°®"'"v dimensi-dimensi lainnya
^ Pemerolehan dampak pengiri^(nui^rant effects) sebagai 'hidden curriculum" belum mendaoat

perhafan sebagaimana mestinya. Kedua. pengXl^ ke?a1
untuk ^^""Ptakan suasana kondusif dan produktifuntuk membenkan pengalaman belajar keoada

bilTl Pelibatannya secara proaktif d&n
P"""®®® pembelajaran di kelas maupun di

mSdnnva D^nJr" ,k"'̂ kuler) sehingga berakibat pada
teinSnof nnfnv u bermakna (meaningfulleammg) untuk mengembangkan kehidupan dan perilSku

2 I Pendidikan Kewarganegaraan



siswa/mahasiswa.- Ketiga, pelaksanaan kegiatan ekstra-
kurikuler sebagai wahana sisio-pedagogis untuk mendapatkan
"hands-on experienqp" juga belum memberikan kontri-bysi yang
signifikan untuk menyeimbangkan antara penguasaan teori
dan praktik pembiasaan perilaku dan keterampilan dalam
bcrkchidupan yang demokratis dan sadar hukum.

indikasi-indikasi tersebut melukiskan begitu banyaknya
kendala kurikuler dan sosial-kultural bagi <fePKN untuk
menghasilkan suatu totalitas hasil belajar yang mencerminkan
pencapaian secara komprehensif (menyeluruh) dimensi
kognitif, afektif, dan psikomotorik yang koheren dan konfluen.
Hasil belajar PKN yang belum mencapai keseluruhan dimensi
secara optimal seperti digagaskan itu berarti menunjukkan
bahwa tujuan kurikuler PKN belum dapat dicapai sepenuhnya.

Menyadari hal tersebut di atas, berbagai upaya telah
dilakukan oleh Pemerintah, khususnya Departemen
Pendidikan Nasional antara lain adalah sebagai berikut.
1) Penyelenggaraan pelatihan secara berkala untuk

meningkatkan kualitas kemampuan mengajar guru dan
dosen PKN. Sampai saat ini, pelatihan tersebut masih perlu
terus ditingkatkan kualitasnya agar tnampu menunjukkan
hasil yang optimal.

2) Penataan kembali materi PKN agar lebih sesuai dengan
tuntutan kebutuhan bagi kehidupan masyarakat yang
demokratis. Sampai saat ini, upaya penataan tersebut
dirasakan belum menghasilkan pembahan yang signifikan
dalam pembelajaran PKN seperti yang diharapkan.

3) Perubalian sistem belajar di sekolah, dari catur wulan ke
semester, dan di perguruan tinggi menjadi sistem kredit
semester (SKS), yang diyakini akan lebih memungkinkan
guru/dosen untuk dapat merancang alokasi waktu dan
strategi pembelajaran secara fleksibel dalam rangka upaya
peningkatan kualitas pembelajarannya, belum
memperlihatkan hasil yang memadai.

Selain menghadapi kendala internal sebagaimana diuraikan
di atas, PKN jugamenghadapi kendala eksternal, yaitu kritika^
dan tuntutan dari berbagai lapisan masyarakat yang berkaitan
dengan semangat demokratisasi yang semakin meningkat
dengan segala eksesnya. PKN yang secara paradigmatik sarat

Pendidikan Kewarganegaraan | 3



i.

- afektif dilaksanakan secara kognitif dan telah
•' (aannr^ 1 sebagai satu-satunya obat mujarab

Sfusu^nl "" "^engatasi persoai^, kehidupan para siswa
J '̂ "«kan dan

diakomnria 'v sudah seharusnya direspons dandiakomodasikan secara proporsional karena pendidikan secaraurnum dan PKN secara khusus bukan hanya "an^ng jawab
ma^waLt seluryh^o™™yarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Tangeung iawab

wS. """T ur.fy«l-®-akan pendidiS"® 'y:'g
am^i^asionat n,erupakan perwujudan dari

ekstemal lainnya. pendidikan di Indonesia
berkfm^^^" berbagai persoalan dan situasi global yang
maSSi Zrr berxnuftan pS
kepXdiJr h T!; bertentangan dengan

^ bangsa Indonesia. Ketidakmampuan bangsa
H program pendidikan yang dapat'̂ ^^-"de^ngan dan persoJan%iobStersebut berarti akan menghilangkan "kesempatan untuk

engejar ketertinggalan untuk secara bertahap dapat
enyqajarkan dinnya dengan bangsa-bangsa yang sudah

maju dalam bidang pendidikan 5 y g

SSSi™" ™" I"
alokasi waktu yang tercantum dalam Struktur

Kurikulum Pendidikan dijabarkan secara kaV., dan
konvensional sebagai jam pelajaran tatap muka terjadwal
m^di Sr P™ dLgan cam taT^menjadi sangat dominan. Hal itu

S^reatif^nl?. '̂ berimprovisasi
• melakukan aktivitas lainnya selain dari
•Ltat"'" '-j-dwal Tng"

™ lebil^^idc^ninasi oleh
SgTatan kognitif mengakibatkan porsiP nmgkatan dimensi lainnya menjadi terbengkelai. Di
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samping itu, pelaksanaah pembelajaran diperparah lagi
dengan keterbatasan fasilitas media pembelajaran.

3. PemlDelajaran yang terlalu menekaakan pada dimensi
kognitif itu berimplikasi pada penilaian yang juga
menekankan pada penguasaan kemampuan kognitif saja
sehingga mengakibatkan guru/dosen hams selalu mengejar
target pencapaian materi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan
pengkajian secara menyeluruh terhadap masalah-masalah
mendasar sehingga PKN dapat diberdayakan menjadi "subjek
pembelajaran yang kuat" [powerful learning area) yang secara
kurikuler ditandai oleh pengalaman belajar secara kontekstual
dengan ciri-ciri sebagai berikut: bermakna [meaningfu^,
terintegrasi {integrated), berbasis nilai (value-basea],
menantang {challenging), dan mengaktifkan {activa.tmg).
Melaiui pengalaman belajar semacam itu para siswa difasilitasi
untuk dapat membangun pengetahuan, sikap, dan
keterampilan kewarganegaraan yang demokratis dalam koridor "
psiko-pedagogis-konstruktif.

B. Alasan Perlunya Pendidikan Kewarganegaraan
,.Dalam sejarah panjang dunia ini, Civics dan Pendidikan

Kewarganegaraan di sekolah dan di perguruan tinggi
merupakan fenomena yang relatif baru. Ada dua faktor yang
mengarahkan hal ini, yaitu faktor pertumbuhan negara-
bangsa dan faktor diperkenalkannya pendidikan untuk massa.

Negara-bangsa muncul di seluruhdunia dalam jumlah yang
besar setelah akhir perang dunia kedua, pada peretengahan
abad dua puluh. Kekuasaan kolonial telah ditentang dan
pergerakan kemerdekaan dilakukan atau mencapai
kemerdekaan. Di Afrika, Amerika Latin, dan Asia ada
peningkatan di sejumlah negara merdeka. Sebagian terbesar
m^njalankan bentuk pemerintahan demokratis. Mereka
melaksanakan pemilu dan memiliki badan perwakilan.
Semuanya memperkenalkan beberapa bentuk persekolahan
bagi kebanyakan penduduk (Barbara Leigh, (Mam^ivics ana
Citizenship Education Historical and Comparative ^Reflections,
Jurnal Civics volume 1, Nomor 1, Juni 2004).

Pendidikan Kewarganegaraan I 5



4

- Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan
. peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen

ki>^t dan konsisten untuk mempeftahankan negara Kesatuan
Repubhk Indonesia. Hakikat negara kesatuan Republik
Indonesia adalah negara kebangsaan modern, negara
kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya
didasark^ pada semangat kebangsaan atau nasionalisme,
yaitu pada tekad suatu masyar^at untuk membangun masa
depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun
warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik

Sek'Neg'''RI^998)^ '̂̂ ^^^ Jakarta:
Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan

semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila
dan Konstitusi negara Indonesia perlu ditularkan secara terus-
menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam
tentang negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara histoi-is
negara Indonesia telah diciptakan sebagai negara kesatuan
dengan bentuk republik. negara Kesatuan Republik Indonesia
adal^ negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil
dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang
'dipimpm oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan

(PemLkatn UTO msf
perkembangannya, sejak proklamasi 17 Agustus

1945 sampai dengan penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia
peristiwa yang mengancampereatuannya. Untuk ,tulah pemahaman yang mendalL dan

konsisten terhadap prinsip dansemangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat,
Berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan
onstitusi negara Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh

komponen bangsa Indonesia, khususnya .generasi muda
sebagai penerus bangsa. ^ ^

Indonesia di masa depan diharapkan tidak akan mengulang
lagi sistem pemenntahan otoriter yang membungkam hak-hak
warga negara untuk menjalankan prinsip demokrasi dalam

6 I Pendidikan Kewarganegaraan



kehidupan masyarakat, bahgsa, dan negara. Kehidupan yang
demok^tis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan
keluarga, sekolah, masyarakat, pemerioiahan, dan organisasi-
organisasi non-pemerintahan perlu dikenal, dimulai,
diinternalisasi, dan diterapkan demi kejayaan bangsa dan
negara Indonesia.

Demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur
apabila dijaga oleh warga negara^^yang demokratis. Warga
negara yang demokratis bukan hanya dapat menikmati hak
kebebasan individu, tetapi juga harus memikul tanggung
jawab secara bersama-sama dengan orang lain untuk
membentuk masa depan yang cerah.

Sesungguhnya, kehidupan yang demokratis adalah cita-cita
yang dicerminkan dan diamanatkan oleh para pendiri bangsa
dan negara ketika mereka pertama kali membahas dan
merumuskan Pancasila dan UUD 1945.

Berkenaan dengan hal-hal yang diuraikan di atas,
pendidikan memiliki peranan dan tanggung jawab yang sarigat
penting dalam mempersiapkan warga negara yang memiliki
komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara
Kesatuan Republik Indoi^esia. Upaya yang dapat dilakukan
adalah menyelenggarakan program pendidikan yang
memberikan berbagai kemampuan sebagai seorang warga
negara melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
[Citizenship). Keluarga, tokoh-tokoh keagamaan dan
kemasyarakatan, media masa, dan lembaga-lembaga lainnya

• dapat bekerja sama dan memberikan kontribusi yang kondusif
terhadap tanggung jawab pendidikan tersebut. Pendidikan
Kewarganegaraan [Citizenship) merupakan mata kuliah yang
memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi
agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk
menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan
berkaraktcr yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945.

C. Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di
Indonesia

Paradigma pendidikan yang dianut pada masa ^rde Baru
adalah "pendidikan untuk pembangunan", sehingga
pendidikan telah diposisikan sedemikian rupa sebagai

Pendidikan Kewarganegaraan I 7



instrumen pembangunan ( Muchson, 2004). Pembangunan
- ^^donesia Seutuhnya yang menjadi jargon Orde Barudalam kebijakan dan operasioWnya ternyata lebih banyak

berpihak dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.
ronisnya pembangunan yang telah berlangsung selama lebih
30 tahun dan telah "dibayar dengan mahal", lebih-lebih
menyangkut socml cost yang sifatnya uncalculated, ternyata
^stru menghasilkan ketei^urukan dalam.berbagai bidang
Pengalaman pada masa Orde Baru itu telah memberikan
pelajaran "berharga" tentang betapa rapuhnya suatu
pemban^nan yang hanya menekankan pada aspek fisik-
matenil dan kepentingan-kepentingan ekonomi belaka.

Kewarganegaraan mempunyai misi yang lebih
pelajaran ini menonjol dengan misinya untuk

^erSan tenggang rasa, memeliharapersatuan dan kesatuan, tidak memaksakan pendapat dan
lam-lam yang dirasionalkan demi terciptanya stabilitas
nasional sebagai prasyarat bagi kelangsungan pembangunan
Di bahk semua itu, Pendidikan Kewarganegaraan
sesungguhnya telah berfungsi sebagai alat penguasa untuk
melanggengkan ^ kekuasaan. Sosok Pendidikan
Kewarganegaraan [Civic atau Citizenship) yang demikian
memang sermg muncul di sejumlah negara, khususnya
negara-negara berkembang. Hal itu sesuai dengan laporan
penehtian Cogan (1998) yang dikutip oleh Ace Suryadi dan
Somardi (200:1) yang mengatakan bahwa

Citizenship education has often reflected the interest of
those in power inparticular society and thus has been a
niatter of indoctrination and the establishment of
ideological hegemony rather than ofeducation".

kenyataan tersebut tidak aneh jika kemudian

Dolifit pelajaran ini lebih bersifat
u akademis, lemah landasak-keiljnuannya, Udakkeilmiahannya, dan Iain-lain. Akibat lebih

\ U kurang menantang dan kurangaiminati oleh siswa.
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Kepentingan politik penguasa terhadap Pendidikan
^Kewargancgaraan di Indonesia dapat dirunut dalam sejarah
perkembangan mata pelajaran sejak munculnya dalam
sistem pendidikan nasional. Mata pelajaran ini muncul
pertama kali tahun 1957 dengan nama "Kewarganegaraan",
yang isinya sebatas hak dan kewajiban warga negara serta
cara-cara memperoleh dan kehilangan status
kewarganegaraan. Sebagai tiiadak lanjut dari Dekrit Presiden 5
Juli 1959, Menteri PP dan K mengeluarkan Surat Keputusan
No. 122274/S tanggal 10 Desember 1959 tentang
pembentukan panitia penyusunan buku pedoman mengenai
kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negara Indonesia dan
hal-hal yang rnenginsyafl^an warga negara tentang sebab-
sebab sejarah dan tujuan revolusi Indonesia. Panitia tersebut
berhasil menyusun buku Manusia dan Masyarakat Baru
Indonesia pada tahun 1962 yang menjadi acuan mata
pelajaran civic yang telah muncul pada tahun 1961. Buku
tersebut berisi Sejarah Pergerakan Ralcyat Indonesia,
Pancasila, UUD 1945, Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin,
Konferensi Asia Afrika, Hak dan Kewajiban Warga negara,
Manifesto Politik, Laksana Malaikat dan lampiran-lampiran
Dekrit Presiden, Pidato Lahirnya Pancasila, Panca Wardana,
dan Declaration of Human Rights, serta pidato-pidato Presiden
lainnya yang dipaketkan dalam tujuh bahan pokok
indoktrinasi (Tubapi).

Sejak munculnya Orde Baru pada tahun 1966, isi mata
pelajaran civic versi Orde Lama, hampir seluruhnya dibuang
karena dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan yang
sedang berkembang. Pada Kurikulum 1968, mata pelajaran ini
muncul dengan nama "Kewargaan negara", yang isinya, di
samping Pancasila dan UUD 1945, adalah Ketetapan-Ketetapan
MPRS 1966, 1967, dan 1968, termasuk GBHN, Hak Asasi
Manusia, serta beberapa materi yang beraspek sejarah,
geografi, dan ekonomi. Sesuai dengan Ketetapan MPR No.
IV/MP/1973, mata pelajaran ini berubah nama menjadi
Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada Kurikulum 1975.
Dengan ditetapkannya Ketetapan MiBR P|o. II/MPR/1978
tentang P-4, terjadilah perkembangan yang cukup substantif
mengenai materi mata pelajaran ini, yakni sangat dominannya
materi P-4 dalam PMP. Dalam penjelasan ringkas tentang PMP

Pendidikan Kewarganegaraan \ 9
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Ti Depdikbud (1982) dinyatakan bahwa hakikat PMP tidak
melalyi jalur pendidikan formal,

berlangsung hingga beilakunya Kurikulum 1984

PancasUa" (PMpV "Pendidikan Moral
pScS a 1! ^ "Pendidikan
perkemLgan'Terakhr=®;-^n:cara'̂ ^^^^^^^
S^^Jo '̂̂ MPRngy^ KetetapanKetetap^MK^^IlVMPRTlIgS
sedanlT pendidikan kewarganegaraan jugag dalam proses reformasi ke arah pendidikan

^TrCwic Education). Reformasi itu mulai dari aspek vane

Sau per^Aar's" dan rnisi. revitalisasi fungs!
plmbefaTaran '•®®'™kturisasi isi kurikulum dan materipembelajaran. Seinng dengan itu, dalam sistem pendidikan
nasiona^ juga sedang disosialisasikan pembaruan kurikulum
dengan konsep yang disebut kurikulum berbasis kompetensi.
D. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

dikemukakan bahwa tujuanpendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah untuk
tet^n negara yang baik (a good .citizen). Akan
^^nria?ri!bih^^ masa-masa
masa Orde Lam Peng"asa. Pada
^n» h» - Lama warga negara yang baik adalah warga negara

koSl!^? revolusioner, anti imperialisme, kolonialisme, dan
blk idT»h yangn^h negara yang Pancasilais, manusiapembangunan, dan sebagainya.

Sejalan dengan visi pendidikan kewarganegaraan era
reformasi, misi mata kuliah ini adalah menWkatkan
kompetensi mahasiswa agar mampu menjadi warga®fegara
yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan

gara yang demokratis. Sehubungan dengan tfiii Ace Survadi
dan Somardi (2000:5) mengemJkakan bahwa tenSan
kewarganegaraan difokuskan pada tiga komnnn^n
pengembangan, yaitu (1) civic knowledge, (2) civic skiU, dan (3)
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civic disposition. Inilah pengertian warga negara .yang baik
yang diharapkan oleh pendidikan kewarganegaraan di era
reformasi. .

Pendidikan kewarganegaraan di era reformasi dituntut
merevitalisasi diri agar mampu melaksanakan misi sesuai
dengan visinya itu. Hingga saat ini mata pelajaran tersebut
seakan tidak memiliki vitalitas, tidak berdaya, dan tidak dapat
berfungsi secara baik dalam meningk&tkan kompetensi
kewarganegaraan.

Dalam penataannya di dalam struktur kurikulum, Belinda
Charles dalam Print (1999:133-135), merekomendasikan isi
pendidikan kewarganegaraan dapat ditata dalam tiga model,
yaitu formcil curriculuTn, inforw.CLl cuiticu.Iu.ttl, hidden. cumculuTn.
Dengan model formal curriculum, implementasi
pembelajarannya dapat menembus berbagai mata pelajaran
(cross-curriculum). Dengan model informal curriculum dapat
diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler,
seperti kepanduan, klub-klub remaja, PMR, kegiatan rekreasi,
dan olah raga. Model ini justru efektif dalam pembentukan
karakter remaja. Dengan mod^el hidden curriculum, seperti
misalnya etika, dapat dikembangkan dalam tingkah laku
sehari-hari.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan
kompetensi sebagai berikut.

Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam
^ menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan

bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk
membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat
Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa
lain.

4. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia
secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi (Pusat ^Kurikulum,
2003:3).
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E. Siibstansi Materi Pendidikan Kewarganegaraan
Berdasar hasil studi di berbaga^ negara, Print (1999:12)

berpendapat bahwa isi pendidikan ^kewarganegaraan yang
prinsip adalah (i) hak dan tanggung jawab warga negara, (ii)
pemerintahan dan lembaga-lembaga, (iii) sejarah dan
konstitusi, (iv) identitas nasional, (v) sistem hukum dan rule of
law, (vi) hak asasi manasia, h^-hak politik, ekonomi dan
sosial, (vii) proses dan prinsip-prinsip demokrasi, (viii)
partisipasi alctif warga negara dalam wacana kewarganegaraan,
(^) wawasan internasional, serta (x) nilai-nilai
kewarganegaraan yang demokratis. Waterwoth (1998:3)
mengemukakan butir-butir concept of citizenship dan warga
negara yang baik sebagai berikut: (i) menghargai warisan
budaya masyaralcatnya, (ii) menggunakan hak pilih, (iii)
menghormati hukum dan norma-norma masyarakat (iv)
memahami berbagai proses politik dan ekonomi! (v)
menggunakan hak berbicara, (vi) memberikan sumbangan bagi
kebaikan keluarga dan masyarakat, serta (vii) peduli terhadap
hngkungan lokalnya. Di samping itu, Abdul Azis Wahab
(2000.5) mengemukakaji sepuluh pilar demokrasi Indonesia
yang harus menjadi prinsip utama pengembangan pendidikan
kewarganegaraan, yaitu (i) konstitusionalisme, (ii) keimanan
.^an ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, (iii)
kewarganepraan cerdas, (iv) kedaulatan rakyat, (v) kekuasaan
, ^s^si manusia, (vii) pembagian kekuasaan,(vin) sistem peradilan yang bebas, (ix) pemerintahan daerah,'
aan (x) kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian dimuka diperoleh gambaran
keragaman luasnya cakupan materi dan penataan pendidikan
kewarganegaraan dalam kurikulum. Hal ini bukan sesuatu
yang harus dianggap aneh karena kurilculum pada dasarnya
merupakan suatu pilihan. Dilihat dari sudut keilmuan,
standar materi mata pelajaan ini tidak sedemikian ketat
cukup fleksibel, dan mudah berubah. Indonesia mempunyal
pengalaman mengenai sering diubahnya isi materi mata kuliah
mi seiring dengan pergantian rezim sebagaimana yang telah
dikemukakan sebelumnya. Dari sekian '̂ bai^^ak mata
kuliah/mata pelajaran, tidak ada yang perubahan materinya
sedinamis mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
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Meskipun demikian, pendidikan kewaganegaraan paradigma
baru hams didasarkan pada standar kelayakan materi dengan
tetap mengacu kepada Pancasila sebagai dasar negara
(Muchson, 2003).

Pusat kurikulum Diknas lewat konsep KBK
Kewarganegaraan di SD dan MI, SMP dan MTs., serta SMA dan
MA tahun 2003, mengajukan civic knowledge berupa aspek
berbangsa dan bernegara yang terdiri dar^ subaspek (i)
persatuan bangsa (ii) norma, hukum, dan peraturan, (iii) hak ^
asasi manusia, (iv) kebutuhan hidup warga negara, (v)
kekuasaan dan politik, (vi) masyarakat demokratis, (vii)
Pancasila dan konstitusi negara, serta (viii) globalisasi
(Cholisin, 2004:18). Aspek-aspek pengetahuan
kewarganegaraan itu pada dasarnya merupakan pengetahuan
yang berkaitan dengan peran warga negara dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara secara demokratis. Di pihak lain,
substansi kajian pendidikan kewarganegaraan, yang dikenal
juga dengan istilah Civic Education, Citizenship Education,
Democracy Education, yang dirancang oleh Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi adalah (i) filsafat Pancasila, (ii) identitas
nasional, (iii) hak dan kewajiban war^a negara, (iv) demokrasi
dan hak asasi manusia, (v) rule of law, (vi) geopolitik Indonesia
(wawasan nusantara), dan (vi) geostrategi Indonesia
(ketahanan nasional) (Petunjuk Pelatihan Dosen MPK, PKN,
Dikti. 2005).

F. Metodologi Pembelajaran PKN
1. Tendekatan; menempatkan mahasiswa sebagai subyek

serta mitra dalam PBM.

2. Proses Pembelajaran; pembahasan secara kritis analisis,
induktif, deduktif serta reflektif melalui dialog kreatif.

3. Bentuk Aktivitas Proses Pembelajaran; kuliah tatap
muka secara bervariasi, ceramah, dialog, inquiry, studi
kasus, penugasan mandiri, seminar kecil dan berbagai
kegiatan akademik lainnya yang lebih ditekankan pada
pemupukan pengalaman belajar perserta didik.

4. Motivasi; menumbuhkan kesadaran bahwa pembel^^an^
pengembangan kepribadian merupakan kebutuhan
hidup.
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G. Kompetensi yang Diharapkan dari Pendidikan
Kewarganegaraan

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh
tanggung jawab, yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai
sy^at untuk dapat dianggap mampu melakukan tugas-tugas
dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi yang diharapkan
setelah menempuh pendidikan kewarganegaraan adalah
dimihkinya seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung
jawab dari seorang warga negara dalam berhubungan dengan
negara serta mampu turut serta dalam memecahkan berbagai
persoala^ yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara
sesuai dengan profesi dan kapasitas masing-masing. Sifat
cerdas yang dimaksud tampak dalam kemahiran, ketepatan,
dan keberhasilan dalam bertindak, sedangkan sifat tanggung
jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan.ditinjau dari
nilai agama, moral, etika, dan budaya.

Dal^am Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (2) ditetapkan bahwa
kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat (i) pendidikan
agama, (ii) pendidikan kewarganegaraan, dan (iii) bahasa. Di
sampmg itu, pada Pasal 2 dinyatakan bahwa pendidikan
nasional berdasarkan Pancasila dan UUD negara Republik
Indonesia. Pada Pasal 3 dikemukakan bahwa pendidikan

•Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri». dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.

Pendidikan kewarganegaraan yang berha^ akan
menumbuhkan sikap mental yang bersifat cerdas dan pInuh
tanggungjawab pada perserta didik dengan perilaku yang (a)
benman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan
menghayati nilai-nilai falsafah bangsa, (b) berbudi pekerti
luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan
ernegara, (c) bersikap rasional, dinamis, dan sadar akan hak

dan kewajiban sebagai warga negara, (d) bersikap profesional
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yang dijiwai oleh kesadaran belanegara, serta (e) aktif
memanfaatkarL' ilmu dan teknologi serta seni untuk
kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara* ^ Melalui
pendidikan kewarganegaraan diharapkan warganegara mampu
memahami, menganalisis, serta menjawab berbagai masalah
yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara secara tepat,
rasional, konsisten, berkelanjutan, dan bertanggung jawab
dalam rangka mencapai tujuan nasional; rawsnjadi warga
negara yang tahu hak dan kewajibannya, menguasai ilmu dan
teknologi serta seni namun tidak kehilangan jati diri.

H. Tiga Aspek Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan harus memenuhi tiga aspek,
yaitu pengetahuan, keterampilan (skill), dan pembentukan
karakter. Menurut Center for Civic Education pada tahun 1994
dalarn National Standards for Civics and Government, ketiga
komponen pokok tersebut isilah civic knowledge, civic skills,
dan civic dispositions (Margaret S. Bronson, dkk., 1999:8-25).

Pengetahuan kewarganegaraan (pivic knowledge) merupakan
materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara.
Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga
negara berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga
negara, pengetahuan tentang struktur dan sistem poitik dan
penierintahan," nilai-nilai universal dalam masyarakat
demokratis, cara-cara kerja sama untuk mewujudkan
kemajuan bersama, serta hidup berdampingan secara damai
dalam _ masyarakat internasional. Keterampilan
kewarganegaraan (civic skills) merupakan keterampilan yang
dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar
pengetaJiuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakha
karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-
masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Civic skills
mencakup intellectual skills (keterampilan intelektual) dan
participation skills (keterampilan partisipasi). Karakter
kewarganegaraan (civic dispositions) merupakan sifet-sifat yang
harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung
efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik y^g
sehat, berkembangnya martabat dan harga diri serta
kepentingan umum.
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HAKIKAT BANGSA, NEGARA,
DAN WARGA NEGARA

A. Pengertian Bangsa

Menurut antropologi, pengertian bangsa adalah
pengelompokan manusia yang keterikatannya dikarenakan
adanya kesamaan fisik, bahasa, dan keyakinan. Jika ditiniau
secara politis, bangsa adalah pengelompokan manusia yang
keterika^nnya dikarenakan adanya kesamaan nasib dan
tujuan. Di sampmg itu, ada pula pendapat yang mengatakan
bahwa bangsa adalah orang-orang y^ng memiliki kesamaan
asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta
berpemermtahan sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia dik^mukakan bahwa bangsa adalah kumpulan
manusia yang'biasanya terikat karena kesatuan bahasa serta
wilayah tertentu di muka bumi.

Sejarah timbulnya bangsa-bangsa di dunia berawal dari
benua Eropa. Pada akhir abad XIX, di benua Eropa timbul
berbag '̂ gerakan kebangsaan. Gerakan tersebut
mengakibatkan kerajaan-kerajaan besar di Eropa seperti
Kerajaan Austna-Hongaria, Turki, dan Francis terpecah
menjadi negara-negara kecil. Banyaknya gerakan kebangsaan

keberhasilan mereka menjadi bangsayang merdeka, mempunyai pengaruh yang besar pada
kehidupan wilayah lain. Di Asia, banyak negara jajSian
memberontak untuk memerdekakan diri dari kekangan
penjajahnya. ^

Ernest Renan menyatakan bahwa bangsa adalah kesatuan
solidantas yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa
setia satu sama lam. Bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas
pintual, suatu kesatuan solidaritas yang besar yang tercipta
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oleh suatu perasaan pengorbanan yang telah dibuat di- masa
lampau dan oleh orang-orang yang bersedia berbuat untuk
masa depan. ' Bangsa memiliki masa lampau, tetapi ia
melanjutkan diri pada masa kini, melalui suatu kenyataan
yang jelas, yaitu kesepakatan dan keinginan yang
dikemukakan dengan nyata untuk terns hidup bersama . Oleh
karena itu, suatu bangsa tidak bergantung pada persamaan
asal ras, suku bangsa, agama, bahasa, geografi, %tau hal-hal
lain yang sejenis. Akan tetapi, kehadiran suatu bangsa seolah-
olah merupakan suatu kesepakatan bersama yang terjadi
setiap hari (Bachtiar, 1987: 23).

Benedict Anderson mendeflnisikan bangsa agak berbeda
jika dibandingkan dengan pendapat pakar yang lain. Menurut
Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan
[imagined political community) yang artinya tidak selalu sesuai
dengan kenyataan. Komunitas politik yang dibayangkan ini
terdapat dalam suatu wilayah yang jelas batasnya dan
berdaulat. Dikatakan sebagai komunitas politik yang
dibayangkan karena bsingsa yang paling kecil sekalipun para
anggotanya tidak saling mengenal. Dibayangkan secara
terbatas karena, bangsa yang paling iDesar sekalipun yang
penduduknya bisa lebih dari satu milyard seperti RRC, tetap
memiliki batas wilayah yang jelas. Dibayangkan berdaulat
karena bangsa irti berada di bawah kekuasaan suatu negara
yang memiliki kekuasaan atas suatu wilayah dan bangsa
tersebut. Akhirnya, bangsa tersebut sebagai komunitas yang
dibayangkan ' karena terlepas dari kesenjangan dan para
ariggota bfJigsa itu selalu memandang satu sama lain sebagai
saudara sebangsa dan setanah air. Perasaan sebangsa inilah
yang menyebabkan berjuta-juta orang bersedia mati bagi
komunitas yang dibayangkan itu (Surbakti, 1992:42).

Dalam pandangan Otto Bauer, bangsa adalah suatu
persatuan perangai yang timbul karena persamaan nasib.
Soekarno, dengan berbasis geopolitiknya, menekankan
persatuan antara orang dengan tanah airnya sebagai syarat
bangsa. Menurut Mohammad Hatta, bangsa adalah suatu^
persatuan yang ditentukan oleh keinsyafan sebagai suatu
persekutuan yang tersusun menjadi satu yang terbit karena
percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsyafan
bertambah besar karena seperuntungaji, malang sama
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diderita, mujur sama didapat, oleh karena jasa bersama,
kesengsaraan bersama, pendeknya oleh karena»> peringatan
l^pada riwayat bersama yang tertanam dalam hati'dan otak
(Sutrisno, 1983: 38).

Dari ur^an di atas dapat dipetik intisari bahwa pengertian
b^gsa lebih mengandung corak kerohanian dari pada corak
lahinah, yaitu sekelompok manusia yar^g mempunyai
emginan, kehendak, perasaan, pikiran, jiwa, semangat untuk

bersatu. Faktor yang mendorong mereka bersatu karena
adanya kesamaan yang di antaranya dalam hal cita-
cita/tujuan/kepentingan, fisik biologis (ras), wilayah (tanah
ai^, sejarah (masa lalu), nasib, agama, bahasa, budaya, dan
sebag^nya. Tiap-tiap bangsa tentunya mempunyai corak
^rsendiri yang melatar belakangi mereka untuk bersatu.
aerkaitan dengan faktor penyatu, Noor M. Bakiy (1994:109)
beipendapat bahwa bangsa dapat dikelompokan jadi dua,
yaitu (1) bangsa alami atau bangsa yang disatukan karena
laktor darah atau keturunan dan (ii) bangsa negara atau
bangsa yang disatukan karena kesamaan cita-cita atau
kepentmgan yangnatinya terwujud sebagai nasionalisme.

B. Pengertian Negara

^opuZer Politik Pembangunan Pancasila
224) dijelaskan secara etimologis bahwa istilah negara

berasal dan kata nagan atau nagara (Sansekerta) yang berarti
icota, desa, daerah, wilayah, atau tempat tinggal seorang
•p^ge^^'. negara dalam bahasa Inggris disebut state, atau
staat d^am bahasa Belanda, dan e"tat dalam bahasa Francis.
Kata state berasal dan bahasa Latin stato. Istilah stato
i^n^an pertama kali oleh Machiaveli untuk menyebut

wilayah negara atau pemerintahan yang dikuasai.
Seperti yang telah diungkapkan oleh beberapa tokoh ilmu

negara, terdapat pengertian negara yang beraneka ragam. Di
awah mi disajikan beberapa perumusan mengenai negara
ebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo (2007-39-40)

sebagai berikLit. %!
(1) JRoger H. Soltau menyatakan bahwa negara adalah alat

(agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau
mengendahkan persoalan bersama, atas nama masyarakat.
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(2) Harold J.Laski menyatakan bahwa negara adalah suatu
masyarakat yang diintegrasikan karena wewenang yang
bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari
pada individu atau kelompok yang merupakan bagian'dari
masyarakat itu. Masyarakat adalah kelompok yang hidup
dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan
mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau
cara hidup yang hams ditaati oleh individu ma^un oleh
asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang
bersifat memaksa dan mengikat.

(3) Max Weber mengemukakan bahwa negara adalah suatu
masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan
kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

(4) Robert M. Maclver berpendapat bahwa negara adalah
asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam
suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasar
sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu
pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberi
kekuasaan memaksa.

(5) Kranenburg menyebutkan bahwa negara pada hakikatnya-
adalah sebuah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh
sekelompok manusia yang disebut bangsa. Menurut
Kranenburg sebelum terbentuknya negara terlebih dahulu
hams ada sekelompok manusia yang mempunyai
kesad'aran untuk mendirikan suatu organisasi untuk
menjamin dan memelihara kepentingan mereka.

(6) Logemann juga menyatakan bahwa negara itu pada
hakikatnya/ adalah organisasi kekuasaan yang meliputi
atau merrcakup kelompok manusia yang disebut bangsa.
Pertama-tama negara adalah organisasi kekuasaan yang
memiliki kewibawaan yang terkandung pengertian dapat
memakseikan kehendaknya pada semua orang yang diliputi
oleh organisasi kekuasaan tersebut.

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik intisarinya bahwa
negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau
beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami
suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu
pemerintahan yang mengums tata tertib dan keselamatan
sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi. negara
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adalah organisasi yang memiliki wilayah, rakyat dan
pemerintahan yang berdaulat sert^ mempunyai hak istimewa
seperti hak memaksa, hak monopoli, hak mencakup semua'

menjamin perlindungan, keamanan!
keadilan, serta tercapainya tujuan bersama.

Tujuan, Sifat, dan Fungsi ^legara
Negara, sebagai wadah masyarakat, mempunyai tujuan

untuk mevmjudkan keamanan dan kebahagiaan bagi
r^atnya. Roger H. Saltou berpendapat bahwa negara

tujuan untuk memungkinkan rakyatnya

Sehubung^ dengan hal itu, cara negara yang satu dan negara
S-pfnf"" T tujuannya tidak sama. Hal itutergantung pada ideologi yang dianutnya

Republik Indonesia tercantum dalam
. " y^g mencakup tujuan umumtujuan khusus. Tujuan umum berkenaan dengan

pemenuhan kebutuhan bagi bangsa di dunia dan tujuan
khusus berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan bangsa
ndonesia yaitu «... untuk membentuk suatu pemerintahan

• h melindungi segenap bangsa dan
kes^^L^ar^ Indonesia dan untuk memajukan

I '"^ncerdaskan kehidpan bangsa, dan
berdasarkan kemerdekaan,

^ keadilan sosial dengan berdasarkepada KeTuhanan Yang Maha Esa. kemanusiaan yang adil
dan beradab persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang
ipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia".

Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang meruoakan
kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanyaterdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiii

bSi.a°'"Cton' "'""mnya tgydapat anggapan1 i P negara mempunyai sifat '̂meiAaksa, sifatmonopoh, dan sifat mencakup semua (Miriam Budiardjo, 2007:
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1. Sifat Memaksa

. 'Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan
demikian penertiban dalam masyarak^t tercapai serta
timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat
memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk
memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu
adalah polisi, tentara, dan sebagainya. Unsur memaksa
dapat dilihat misalnya pada ketentuan tentang pajalc.
Setiap warga negara hams membayar pajak dan orahg yang
menghindari kewajiban ini akan dikenakan denda atau
disita miliknya; bahkan beberapa negara menerapkan
hukuman kurungan.

2. Sifat Monopoli
Negara mempunyai hak monopoli atas penetapan tujuan

bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat
menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan, suatu
ideologi, ataupun aliran politik tertentu dilarang
berkembang atau . disebarluaskan karena dianggap
bertentangan dengan tujuan masyarakat.' ^Sifat monopoli
dari negar disebut hak 'superior, yaitu hak yang hanya
dimiliki oleh negara dan tidak boleh dimiliki oleh organisasi
atau asosiasi masyarakat dari suatu negara.

3. Sifat Mencakup Semua
Semua peraturan perundang-undangan, misalnya

kehanisan membayar pajak, berlaku untuk semua orang
tanpa kecuali. Keadaan demikian memang perlu sebab
kalau seseorang dibiarkan berada diluar ruang lingkup
aktivitas negara, usaha negara ke arah tercapainya
masyarakat yang dicita-citakan akan gagal.

Menurut Miriam Budiardjo (2007: 46), terlepas dan
ideologinya, negara menyelenggarakan beberapa minimum
fungsi yang mutlak perlu, yaitu (i) melaksanakan
penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah
bentrokan-bentrokan dalam masyaralcat, (ii) mengusahakan
kesejahteraan dan kemakmuran ral^atn}^, (iii)
menyelenggarakan pertahanan untuk menjaga
kemungkinan serangan dari luar dengan alat pertahanan,
serta (iv) menegakkan keadilan. Charles E.Mirriam (dalam
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- Miriam Budiardjo: 2007: 46) menyatakan bahwa fungsi
negara ada lima, yaitu (i) keamaj^an eksternai, yaitu untuk
mencegah ancaman dari luar. (ii) ketertiban internal, yaitu
untuk ketertiban dalam negeri, (iii) keadilan bagi seluruh
warga negara, dan (iv) menjamin kebebasan tiap warga
negara berdasar hak asasi manusia.

D. Bentuk dan Susunan Negara'^
Mengacu pada literatur hukum dan politik, pengertian

bentuk negara itu berkaitan dengan dua pilihan, yaitu bentuk
negara kerajaan (monarki) dan republik. Dalam negara
monarki pengangkatan kepala negara dilakukan melalui garis
ketumnan atau hubungan darah, sedangkan dalam negara
repubhk tidak didasarkan atas pertalian atau hubungan
darah. Di berbagal kerajaan, kepala negara disebut dengan
berbagai macam sebutan dan mekanisme pergantian kepala
negara berdasai-kan keturunan itu juga dapat dilakukan
dengan berbagai macam cara. Di Inggris dan di Belanda, yang
diangkat sebagai kepala negara adalah anak tertua Raja/Ratu

maupun.perempuan dapat menjadi pewarisahta kerajaan, sehingga jabatan kepala negara dapat dipegang
oleh raja (Ki^) atau ratu (Queen). Sekarang kepala LLr!

Ratu Elisabeth, sedangkan Putera Mahkotanya^alah Pangeran Charles, yang kelak akan menjadi raja
pen^anti Ratu Elisabeth. Kerajaan Belanda juga demikiai.
Kepala negaranya adalah raja, sedangkan kepala
pemermtahannya perdana menteri. Keduanya tunduk pada
aturan Undang-Undang Dasar. Di Jepang lain lagi. Kepala
negara biasanya disebut raja atau kaisar dan selalu laki-laki.
^g d^at diangkat menjadi kaisar adalah putera laki-laki

tertua Hal ini tegas diatur dalam UUD Jepang bahwa yang
berhak mewarisi tahta kaisar hanya putera laki-laki. Oleh
karena itu sekarang timbul masalah besar. Kaisar Akihito yang

anak laki-laki, sehinggi
n"!i mengadakan perubahan atasketentuan Undang-Undang Dasar untuk memufejgkii^an anak

perempuan dapat menerima warisan tahta kerajaan. Thailand
juga dipimpin oleh raja yang diangkat secara turun temurun.
Kepala negara Brunai Darussalam yang disebut sultan juga
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diarigkat secara turun temurun. Sementara itu, Kerajaan
Malaysia yang berbentuk federal menerapkan variasi yang
agak berbeda dalam cara pergantia-ft r̂aja. Kepala negara
disebut yang dipertuan agong yang berasal dari antara para
raja atau sultan dari negara-negara bagian yang membentuk
dewan raja-raja. Yang Dipertuan Agong ditentukan secara
bergiliran di antara anggota para raja atau sultan dalam
Dewan Raja-Raja itu. *

Berbeda dari negara kerajaan, kepala negara republik
biasanya disebut presiden, atau ketua seperti di Republik
Rakyat Cina, atau dengan istilah lain sesuai dengan bahasa
setempat yang berlaku. Kepala negara republik tidak
ditentukan berdasar keturunan; Di negara yang demokra.tis
pergantian kepala negara dilakukan secara demokratis, yaitu
melalui pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan
tidak langsung oleh wakil-wakil rakyat. Di negara-negara yang
tidalc demokratis, pengangkatan kepala negara dapat
dilakukan dengan cara lain, misalnya kudeta atau
penunjukkan langsung oleh kepala negara republik dan tidak
ditentukan berdasar garis keturunan darah atau pewarisan
(Jimly Assiddiqie,2007; 282)

Bangunan atau susunan negara dapat ditinjau dari
susunan unsur-unsur yang ada dalam negara yang mencakup
susunan masyarakatnya, susunan wilayahnya, dan susunan
pemerintahannya. Dengan demikian bangunan atau susunan
negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan
dan negara federal atau negara serikat (Krisni dkk. 2004: 12-
13).

1. Negara Kesatuan
Negara Kesatuan adalah negara yang berstatus tunggal,

baik dilihat dari segi penduduknya, wilayahnya, maupun
pemerintahannya. Kekuasaannya menunjukkan adanya

. kesatuan (unity). Hal itu dapat diartikan sebagai kesatuan
penduduk yang terdiri atas berbagai su^ yang berada
dalam satu wilayah dan berada di bawah
pemerintahan pusat. negara kesatuan ^mi^ki ciri-ciri
sebagai berikut; (i) adanya kesatuan wilayah yang utuh
meskipun terdiri atas berbagai pulau dan adanya
kekuasaan pemerintahan, (ii) adanya satu pemerintahan
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.-pusat yang dijalankan baik secara sentralisasi maupun
- desentralisasi dan (lu) adanya kedaulatan eksternal dan

pusS" k^eadali, yaitu pemerintah
kesah.»n dijalankan oleh negara
•sf-ntr r menjalankan pemerintahannya adalahsentra^isasi desentralisasi, dan dekonsentrasi. Sistem
sentrahsasi berarti terpusatnyjpsemua urusan negara pada
da^r^sSa^/kmemperkecil peran pemerintah. . ' angkan sistem desentralisasi berarti penyerahan
TaeSrpZ'n '''"SSa pemerintah puLtdaerah. Pemenntahan daerah diberi hak untuk men^tur
daerahnya, namun masih dalam ikatan satu kesatuan Hak
untuk mengatur daerah ini disebut otonomi daerah Sistem
dekonsentrasi terkait dengan pemberian hak kepada daerah
ntuk mengatur wilayahnya, namun tetap di bawah kontrol

fsenaSS*' T''. pemisahafwCh(separatis), yaitu dengan memberikan tugas pada daerah
sebagai pembantu pemerintah pusat.

2. Negara Serikat (Fedteral)

seh»!!f^ Wheare diartikan
/ederal atan kekuasaan negara antara pemerintah
"baeiln Kt dan pemerintah negara
dan menyangkut hubungan luar negeri
toeear. nf , uT? perjanjian intemasional

• °'P®8ang pemerintah federal, sedangkan hal-hal yang tidakmenyangkut urusan nasional, misalnya Tas^
kepadrnTearl®" kesehatan, pengurusannya diserahkankepada negara-negara bagian. Menurut Srong negara

bertentan^r ^nyesuaikan dua hal yang sebenamyabertentangan yaitu kedaulatan negara dalam arti
keseluruhan dengan kedaulatan negara tagian Di samntJ^^

kedaulatan ke luf^ pada nS
kedai^ kepada pemerintah federal, sebaliknyakedaulatan ke dalam dibatasi. <="<mKnya

fedlrll'®" dengan cara pembagian kekualkan,^ negarafederal yang merinci dan menyebut satu per fatu
kekuasaan pemenntah federal {enumerated powers] dan
menyerahkan sisa kekuasaannya kepada negara bagian
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{reserve of poLcerjdisebut negara federal sempurna, seperti
Aitierika Serikat dan Australia. Di sapping itu, ada pula
negara federal yang merinci kekuasaarf pada pemerintah
negara bagian dan menyerahkan sisa kekuasaannya kepada
pemerintah federal. Dengan kata lain, enumered powers
dipegang negara bagian sedangkan reserve of power
dipegang pleh pemerintah f^eral. negara yang
menggunakan bentuk ini ialah Canada dan India.

Terkait dengan susunan organisasi negara, disamping
negara kesatuan dan negara serikat atau federal, Jimly
Assiddiqie (2007: 282-284) menambah lagi adanya negara
konfederasi {statenbond) dan negara superstruktural
[Superstate), negara konfederasi merupakan persekutuan
antarnegara yang berdaulat dan independen yang karena
kebutuhan tertentu mempersekutukan diri dalam
organisasi kerja sama yang longgar. Sebagai contoh, negsira-
negara merdeka bekas Uni Soviet, setelah Uni Soviet bubar,
bersama-sama membentuk Confederasion of Independen
State (CIS). Sifat persekutuannya sangat longgar, sehingga
menyerupai organisasi l<;erja sama antarnegara yang
biasanya, seperti ASEAN, Arab League, dan sebagainya.
Lebih lanjut, negara superstate adalah fenomena baru sejak
terbentuk dan berkembangnya Uni Eropa yang tidak dapat
disdbut confederasion karena sifatnya sangat kuat dan di
d^amnya terdapat fungsi-fungsi kenegaraan yang lazim,
seperti fungsi legislasi, fungsi administrasi, dan bahkan
•peradilan Eropa. Untuk disebut sebagai negara yang
tersendiri, bentuk dan susunannya tidak dapat
dibandingksm dengan organisasi negara kesatuan ataupun
negara serikat; bahkan jika kelak konstitusi Eropa dapat
disepakati dan akhirnya diratifikasi oleh negara-negara
anggotanya, uni Eropa itu dapat dikatakan menjadi negara
tersendiri. Sekarang ini sudahi banyak orang yang menyebut
organisasi Uni Eropa sebagai superstate atau negara super
yang merupakan superstruktur dari negara-negara Eropa
yang menjadi anggotanya. ,
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E, Unsur-Unsur Negara
1. Wilayah

Setiap negara menduduki wilayah tertentu di muka bumi
dan memikki batas-batas wilayah yang jelas pula.

negara mencakup seluruh wilayah. tidal< hanya^nah, tetapi laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya
Karena adanya kemajuan teknologi dewasa ini, masalah
wlayah menjadi lebih rumit Sibandingkan masa lampau.

n U lampau wilayah laut cukupsejaun 3 mil dan pantai sesuai dengan jarak tembak

Tebab^larakt TV" l^^rang reUTL^sebab jarak tembak peluru kendali bisa ratusan mil. Oleh
beberapa negara termasuk Indonesia telah

gusulkan wilayah laut 12 mil diukur dari titik terluar
serta menuntut adanya zone ekonomi eksklusif 200 mil'
Kemajuan teknologi telah memungkinkan pengeboran
minyak dan gas di lepas pantai mendorong sejumlah negara
besar untuk menuntut penguasaan wilayah yang lebih luas".

Menurut hukum internasional, seiTxua negara sama
martabatnya, tetapi dalam kenyataannya sering negara

^kesulitan untuk mepertahankanedaulatannya, apalagi jika negara tetangganya adalah
negara besar Di lam pihak, negara yang memiliki wilayah

-yang sangat luas juga menghadapi berbagai permasalahan.
antara lain keanekaragaman suku. budaya, dan agama
serta masalah perbatasan dan sebagainya.

2. Penduduk

Setiap negara pasti memiliki penduduk dan kekuasaan
negara menjangkau seluruh penduduk di dalam
wilayahnya. Penduduk dalam suatu negara biasanya
menunjukkan beberapa ciri khas yang membedakannya

ini tampak, misalnya. dalam
identitas nasionalnya. Kesamaandalam sejarah, kesamaan bahasa, kesamaan kebudayaan

esamaan suku bangsa, dan kesamaan agai^ merupakan
faktor yang mendorong ke arah terbentuk^a i^rsatuan
nasional dan identitas nasional yang kuat. Persamaan dan
homogenitas tidak rnenjamin kokohnya persatuan.
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Sebaliknya, keanekaragaman juga tidak menutup
kerriungkinan untuk berkembangnya persatuan yang
kokoh. Sebagai contoh, negara Swiss "y^ng mempunyai
empat bahasa dan India yang mempunyai 16 bahasa resmi.
Walaupun demikian, kedua negara itu sampai sekarang
masih tetap bersatu. Indonesia dengan puluhan bahasa
daerah, suku bangsa, dan terdiri berbagai agama hingga
saat ini juga masih bersatu. Sebaliknya, Inggris^ dan
Amerika Serikat memiliki bahasa yang sama, tetapi
merupakan dua bangsa dan negara terpisah. Pakistan yang
didirikan dengan alasan untuk mempersatukan wilayah
India yang beragama Islam akhirnya pecah menjadi dua,
yaitu Pakistan dan Banglades. Oleh karena itu, bagus
untuk direnungkan apa yang dikatakan oleh fllsuf Prancis
Ernest Renan bahwa pemersatu bangsa bukanlah
kesamaan bahasa, kesamaan agama, kesamaan suku
ataupun kesamaan ras, akan tetapi tercapainya hasil
gemilang di masa lampau dan keinginan untuk mencapai
tujuan bersama di masa depan.

3. Pemerintahan

Setiap negara memdliki organisasi yang berwenang untuk
merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan
yang" mengikat seluruh penduduk di dalam wilayahnya.
Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-
undang dan berbagai peraturain lainnya. Dalam hal ini
organisasi yang dimakud iaJah pemerintah yang bertindak

•'atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari
negara. Dengan demikian, negara itu bersifat lebih
permanen, sedangkan pemerintah biasanya silih berganti.
Kekuasaan pemerintah biasanya dibagi menjadi tiga, yaitu
legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana
undang-undang), dan yudikatif (yang mengawasi
pelak?anaan undang-undang).

Sistem pemerintahan yang dikenal di dunia secara garis
besar dapat dibedakan menjadi tiga model, yaitu (i) sistem
pemerintahan presidensiil, misalnya Inggris, Malaysia,
Indonesia, Philipina, (ii) sistem pemerintahan parlementer,
seperti Inggris, Malaysia, Singapura, India, dan (iii) sistem
pemerintahan campuran, misalnya Prancis. Sistem
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pemerintahan presidensiil merupakan sistem pemerintahan
yahg terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala
pemerintahan sekaligus sebagai kep^lg. negara. Dalam
sistem parlementer jabatan kepala negara dan kepala
pemerintahan dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.
Jabatan kepala negara untuk negara republik dipegang oleh
presiden, untuk negara kerajaan dipegang raja atau ratu,
sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana
menteri.

4. Kedaulatan

Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk
membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan
semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. Negara
mempunyai kekuasaan tertinggi ini untuk memaksa semua
penduduknya agar menaati undang-undang serta
peraturan-peraturannya. Di samping itu, negara
mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-
serangan dari negara lain dan mempertahankan
kedaulatannya ke luar. Untuk itu, negara menuntut
loyalitas yang mutlak dari warga negaranya. Kedaulatan
merupakan suatu konsep yuridis yang tidak selalu sama
dengan komposisi dan letak kekuasaan politik, Kedaulatan
yaftg bersifat mutlak sebenarnya tidak ada sebab pimpinan
kenegaraan (raja atau diktator) selalu terpengaruh oleh
tekanan-tekanan dan faktor-faktor yang membatasi
penyelenggaraan kekuasaan mutlak; apalagi kalau
menghadapi masalah dalam hubungan internasional.
Perjanjian internasional pada dasarnya membatasi
kedaulatan suatu negara. Kedaulatan umumnya diangap
tidak dapat dibagi-bagi, tetapi di dalam negara federal
sebenarnya kekuasaan dibagi antara negara dan negara-
negara bagian.

F. Warga Negara

Pembicaraan tentang warga negara tidak dapat dilepaskan
dan pembicaraan tentang penduduk. Penduduk a&kahlorang
yang dengan sah bertempat tinggal dalam suatu negara. Sah
berarti tidak bertentangan dengan ketentuan dan tata cara
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masuk dan bertempat tinggal dalam wilayah suatu negara.
Istilah penduduk mencakup warga negara dan orang asing
(orang di luar warga negara). Orang asing yangjinggal di suatu
negara dilindungi oleh hukum internasional. Jadi, di mana
saja ia berada berhak mendapat perlindungan dari negara
yang bersangkutan; pada dasarnya mendapat perlakuan yang
sama dengan warga negara. Perbedaan keduanya terletak pada
beberapa hak seperti hak politik untuk giemilih dan dipilih
dalam pemilihan umum yang hanya dimiliki warga negara,
begitu juga hak untuk diangkat menjadi pejabat negara.

Warga negara adsilah pengertian joaridis yang menyangkut
keanggotaan dari suatu negara tertentu. Menurut Undang-
Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga
negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-
orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang
sebagai warga negara. Penduduk, sebagaimana diatur dalam

•pasal 26 ayat 2, ialah warga negara Indonesia dan orang asing
yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai wairga
negara dan penduduk diatur dengan undang-undang (ayat 3).

Lebih lanjut, status kewarganegaraan dalam suatu negara
biasanya terkait dengaji dua asas: (i) lus sanguinis, yaitu asas
yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan
keturunan dan lus Soli, yaitu asas yang menetukan
kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat
kelahiran. Lazimnya kedua asas itu dipakai bersama-sama
dalam penentuan kewarganegaraan suatu negara.

•^'1. UU Kewarganegaraan
Pasal 26 ayat (3) UUD 1945 berbunyi Hal-hal mengenai

warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
Saat ini undang-undaxig yang mengatur tentang
kewarganegaraan adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun
2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam
undarig-undang ini kata warga negara didefinisikan secara
sederliana sebagai Warga suatu negara yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
kemudian dirinci dalam pasal 4 sebagai berikut.

(1) Setiap orang yang berdasarkan perat\^?ran
perundang-undangan dan atau berdasarkan
perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan
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negara lain sebelum undang-undang ini berlaku
sudah menjadi warga negara Indonesia.

(2) Anak yang lahir dari perkawinan* yang sah dari
seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia

(3) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari
seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga
negara asing.

(4) Anak yang lahir dari perkawiftan yang sah dari
seorang ayah warga negara asing dan ibu warga
negara Indonesia.

(5) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari
seorang warga negara Indonesia, tetapi ayahnya
tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum
negara asal ayahnya tidak memberikan
kewarganegaraan kepada anak tersebut.

(6) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari
setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan
yang sah dan aphnya warga negara Indonesia.

(7) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari
seorang ibu warga negara Indonesia.

(8) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari
seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh
seorang ayah warga negara Indonesia sebagai
anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum
anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.

(9) Anak yang lahir di wilayah negara Republik
Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak jelas

- kewarganegaraan ayah dan ibunya.
(10) Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah negara

Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak
diketahui.

(11) Anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia
apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai
kewarganegaraan atau tidak " diketahui
keberadaannya.

(12) Anak yang dilahirkan di luar wilayah Renublik
Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga ^gar^
Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat
^ak tersebut dilahirkan memberikan
kewarganegaraan kepada anakyang bersangkutan.
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(13) dari seorang ayah atau ibu yang telah
dikabulkan permohonan kewarganegaraannya
kemudian ayah dan ibunya menin^gal dunia
sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia.

Sehubungan dengan hal di atas, asas yang dianut dalam
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 adalah sebagai
berikut. ^

(1) Asas ius sanguinis {law of the blood) adalah asas
yang menentukan kewarganegaraan ' seseorang
berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara
tempat lahir.

(2) Asas ius soli (law of the sofi) secara terbatas adalah
asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang
berdasar tempat lahir, yang diberlakukan terbatas
bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam undang-undang ini

(3) Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang
menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap
orang.

(4) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas
yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi
a];jak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam undang-undang ini.

Undang-undang ini tidak mengenal kewarganegaraan
g|^ida [bipatride) atau pun tanpa kewarganegaraan
[dpatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada
anak dalam undang-undang ini merupakan suatu
pengecualian. Kewarganegaran ganda dan tanpa
kewarganegaraan menurut Krisni (2004; 32) timbul sebagai
akibat penerapan asas kewarganegaraan yang tidak
seragam. Kewarganegaraan ganda timbul ketika sepasang
orang tua berasal dari negara yang berasas ius sanguinis
(berdasar keturunan) bertempat tinggal dan melahirkan di
negara yang menganut asas ius soli (berdasar kelahiran).
Akibatnya, anak yang dilahirkan akan diakui sebagai^ar^
negara dari negara orang tua yang berasas ius sanguirus
dan warga negara dari tempat lahir yang menganut asas ius
soli Karena kedua negara tersebut mengakui
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kewarganegaraan anak tersebut, anak yang bersangkutan
memihki- kewarganegaraan ganda (bipatride). Di sisi lain
tanpa kewarganegaraan [apatride] timbul karena sepasang
orang tua yang berasal dari negara yang menganut asas ins
soli tinggal dan melahirkan di negara yang berasas ius
sanguinis. Akibatnya, anak tidak memiliki kewarganegaraan
karena lahir di negara yang berasas keturunan sementara
orang tuanya berasal dari negara yang* berasas tempat
kelahiran. Untuk mengatasi terjadinya bipatride dan
apatnde mi Indonesia dengan undang-undang
kewarganegaraan yang baru menganut asas ius soli, namun
tanpa mengabaikan ius sanguinis.

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juRa
menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia:

. (1) Asas kepentingan nasional adalah asas yang
menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan
mengutamakan kepentingan nasional Indonesia
yang bertekad mempertahankan kedaulatannya
sebagai negara kesatuan yang memiHki cita-cita dan
tujuannya sendiri. '

(2) Asas perlmdungan maksimum adalah asas yang
me.nentukan bahwa pemerintah wajib memberikan
perlmdungan penuh kepada setiap warga negara
Indonesia dalam keadaan apa pun, baik di dalam
maupun di luar negeri.

(S) Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan
•t adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga

negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang
sama di dalam hukum dan pemerintahan.

(4) Asas kebenaran substantif adalah prosedur
kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat
administratif, tetapi juga disertai substansi dan
syarat-syarat permohonan yang dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.(5) Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak
membedakan perlakuan dalam segala hal ilAVall
yang berhubungan dengan warga negara atas dasar
suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan
gender.
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(6) Asas pen'gakuan dan penghormatan terhadap-hak
asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal
ikhwai yang berhubungan dengan warga^uegara
hams menjamin, melindungi, dan mempermuliakan
hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga
negara pada khususnya.

(7) Asas keterbukaah adalah asas yang menentukan
bahwa dalam segala hal ikhwai yang b^hubungan
dengan warga negara harus dilakukan secara
terbuka.

(8) Asas publisitas adalah asas yang menentukan
bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan
kewsirganegaraan Republik Indonesia diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia agar
masyarakat mengetahuinya.

Pdkok Materi yang diatur dalam Undang-Undang
Kewarganegaraan Tahun 2006 ini meliputi (i) siapa yang
menjadi warga negara, (ii) syarat dan tata cara memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia, (iii) kehilangan
kewarganegaraan Indonesia, (iv) syarat-syarat dan tata cara
memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia,
dan (v) ketentuaji pidana.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang
Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 l^un 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-
Undari^'Nbmor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Selain itu peraturan perundang-undangan sebelumnya
yang mengatur mengenai kewarganegaraan dengan
sendirinya dinyatakan tidak berlaku kai'ena tidak sesuai
dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar 1.945.

2. Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan
Pada mulanya hukum yang berkenaan dengan®

kewarganegaraan masih terkait dengan peraturan-
peraturan yang berlaku di zaman Hindia Belanda. Atas
dasar itu menurut Soepomo, orang yang bertempat tiriggal

Pendidikan Kewarganegaraan I 33



di Indonesia di bagi dalam golongan-golongan, yaitu (i)
kawulanegaFa Belanda dan orang asing, (ii) .penduduk
negara dan bukan penduduk negara, (iii) orang* Eropa,
bumiputera dan orang Timur Asing, serta (iv) orang
Belanda, kawoilanegara pribumi bukan orang Belanda dan
kawulanegara mancanegara bukan orang Belanda. Sebagai
ukuran untuk menentukan kewarganega]:g.an dipakai
Undang-Undang Tahun 28 Juni 1850 yang diubah dengan
Undang-Undang 3 Mei 1851 dan Pasal 5 BW Belanda tahun
1838. Asas yang dianut oleh kedua peraturan ini adalah
asas ius soli, yaitu kewarganegaraan berdasarkan tanah
kelahiran yang terns berlaku sampai ditetapkannya
Undang-Undang 12 Desember 1892 yang menerapkan
prinsip ius sanguinis, yaitu kewargenagaraan berdasarkan
garis keturunan darah. Pengaturan hukum
kewarganegaraan ini terus mengalami perubahan sesuai
dengan kebutuhan, yaitu dengan terbitnya Undang-Undang
10 Februari 1910 dan Undang-Undang 10 Juni 1927.
Berdasar Undang-Undang Kewarganegaraan Hindia
Belanda 10 Juni 1927, penduduk .Indonesia dibedakan
menjadi golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan
golongan Bumi Putera. Golongan Eropa meliputi bangsa
Belanda, bukan bangsa Belanda namun berasal dari Eropa,
orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum
kewarganegaraannya sama dengan hukum
kewarganegaraan Belanda (seperti Amerika, Australia,
Rusia, Affika Selatan), bangsa Jepang dan keturunan
bangsa^angsa tersebut di atas. Adapun golongan Timur
Asing meliputi orang-orang Cina dan orang-orang bukan
Cina seperti orang India, Pakistan, Arab atau Mesir.
Golongan yang ketiga adalah golongan Bumi Putera,
meliputi orang-orang Indonesia asli serta keturunannya
yang tidak memasuki golongan rakyat lain dan orang-orang
yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain, kemudian
hidup menyesuaikan diri dengan orang Indonesia (Krisni
2004; 29-30). ' ^

Di samping itu, banyak lagi peraturan lain yang terkait
secara langsung atau tidak langsung dengan persoalan
kewarganegaraan ini sampai menjelang kemerdekaan.
Namun, sejak kemerdekaan semua peraturan tersebut
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/^^berubah karena.'sejak Indonesia merdeka dan berdaulat
pengertian tentang warga negara dan kewarganegafaan
Indonesia hams disesuaikan dengan rezim huku^ baru
berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
konstitusi proklamasi.

a. Masa Berlakunya Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 1946
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 "Vdalah UU

yang mengatur kewarganegaraan Indonesia yang
diberlakukan setelah proklamasi kemerdekaan
Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun
1946 merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang
Dasar 1945 pasal 26. Menurut undang-undang ini, yang
dimaksud dengan warga negara adalah sebagai berikut.

(1) Penduduk asli dalam daerah Republik Indonesia
termasuk anak-anak dari penduduk itu

(2) Istri seorang warga negara Republik Indonesia
(3) Keturunan dari warga negara Republik Indonesia

yang kawin dengan warga negara asing
(4) Anak-anak yang lahir dajam daerah wilayah

Republik Indonesia yang tidak diketahui siapa
orang tuanya

(5) Anak-anak yang lahir dalam jangka waktu 300
hari, setelah ayahnya yang berkewarganegaraan
Republik Indonesia meninggal dunia

(6) Orang yang bukan penduduk asli yang telah
.i/' bertempat tinggal selama lima tahun berturut-

turut dan telah berumur 21 tahun atau telah
kawin. Apabila yang bersangkutan berkeberatan
menjadi warga negara Republik Indonesia, ia
boleh menolak dengan alasan ia adalah warga
negara lain.

Proses liiasuknya seseorang menjadi warga negara
Republik Indonesia dapat dilakukan dengan naturalisasi.

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) ^
Republik Indonesia Serikat merupakan hasil

keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949.
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Akibatny.a,-pengaturan tentang kewarganegaraan' belum
sempat diundangkan. Untuk mengatasinya, ^igunakan
pasal 194 Konstitusi Republik Indonesia Serilcfet, yang
dinyatakan bahwa mereka yang sudah warga negara
Indonesia Serikat ialah mereka yang mempunyai
kewarganegaraan menurut persetujuan penentuan
kewarganegaraan yang dilampirkan pada pemulihan
kedaulatan. Dengan berlakunya Konstitusi Republik
Indonesia Serikat, Undang-Undang yang mengatur
Kekaulanegaraan Belanda dalam Undang-Undang Nomor
3 tahun 1946 tidak berlaku lagi. Akibatnya, bagi
keturanan Cina dan Arab yang tinggal di dalam wilayah
Republik Indonesia, apabila dalam waktu dua tahun
sesudah tangal 27 Desember 1949 tidak menolak
kewarganegaraan Republik Indonesia, mereka dianggap
warga negara Indonesia. Demikian pula orang Belanda
yang dilahirkan di wilayah Republik Indonesia dan
bertempat tinggal di wilayah Indonesia" selama enam
bulan dan dalam waktu dua tahun setelah 27 Desember
1949 menyatakan memilih wa;;ga negara Republik
Indonesia, yang bersangkutan dianggap sebagai warga
negara Republik Indonesia. Orang-orang kaulanegara
bukan orang Belanda yang lahir di Indonesia yang dalam
"waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949
tidak menolak kewarganegaraan Republik Indonesia
menjadi warga negara Republik Indonesia.

c. Xihdang-Undang Dasar Sementara 1950
Sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959

berlakulah Undang-Undang Dasar Sementara Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu
dibutuhkan Undang-Undang yang mengatur
kewarganegaraan Indonesia, sehingga lahirlah Undang-
Undang Noirior 62 tahun 1958. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 62 tahun 1958, yang dimaksud dengan
warga negara Indonesia adalah

(1) mereka yang telah menjadi warga negara'
berdasarkan undang-undang, peraturan, atau
perjanjian yang pemah berlaku sebelumnya,
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(2) mereka yang memenuhi syarat tertentu yang
.ditetapkan dalam undang-undang yawn^ pernah
ada,

(3) mereka yang pada waktu lahir mempunyai
hubungan kekeluargaan dengan seorang warga
negara Republik Indonesia, tnisalnya ayah,

(4) mereka yang waktu lahir dalam 300 hari
setelah ayahnya meninggal dunia dan ayahnya
tersebut berkewarganegaraan Indonesia, serta

(5) mereka yang memperoleh kewarganegaraan
Republik Indonesia menurut Undang-Undang
Nomor 62 tahun 1958.

Kewarganegaraan Indonesia dapat hilang, menurut
Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958, kaiena hal-hal
sebagai berikut: (i) dengan sengaja atau sadar menolak
kewarganegaraan Indonesia, (ii) menolak
kewarganegaraan Indonesia dikarenakan khilaf atau
ikut-ikutan saja, serta (iii)' ditolak oleh orang lain,
misalnya, seorang anak yang mengikuti status
kewarganegaraan orang tuanya menolak sebagai warga
negara Indonesia.

Apabila. timbul keragu-raguan terhadap
kewarganegaraan Republik Indonesia dari seseorang,
dibutuhkan Surat Keterangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia yang diperoleh di pengadilan negeri
di ^wilayah tempat tinggal. Undang-Undang Nomor 62
ta6un 1958 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 1976 dengan perubahan yang terdapat pada
ketentuan pasal 18. Undang-Undang Nomor 62 tahun
1958 itu sendiri menurut Jimly Assidddiqie (2007: 666-
667) tidak sesuai secara filosofis, sosiologis, dan bahkan
yuridis-konstitusional; dapat dikatakan tidak sesuai
dengan perkembangan ketatanegaraan Republik
Indonesia sejak lama. Landasan pembentukan Undang-
Undang Nomor 62 tahun 1958 itu adalah UUDS tahim»
1950 yang tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli
1959. Apalagi setekah reformasi dengan perubahan UUD
1945 pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 telah pula
meng^ami perubahan paradigma hukum
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kewarganegaraan Indonesia secara mendasar. Oleh
rangka pelaksanaan pasalJ26 ayat 3

y®"g mengamanatkan agar hal-hal mengenaiwarga negara dan penduduk diatur dengan undano-

Unria"®' N^^ disahkan Undan?-Undang Nomor 12 tahun 2006 yang mengubah hukum
kewarganegaraan kita secara mendasar.

•'006"1«susun''̂ 'f® Kewarganeg^aan Tahun-006 disusun atas dasar pertimbangan-pertimbanean

dan^UUDTg^s'̂ ''"'̂ '''' Indonesia berdasarkan Pancasila
fetiaro?anrf ^an martabatsetiap orang sesuai dengan hak asasi manusia Warea
negara itu sendiri merupakan salah satu. unsur hakiki

dan "kew^i h memiUki liakdan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin
pelaksanaannya. Undang-Undang Nomo? 62 taliun 1958
tehun ?q^7fi , dengan Undang-Undang Nomor 3
sudah t H per^Jbalian pasal 18-nya, dipandangsudah tidak sesuai lagi .dengan perkembangan
ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga Inarus
dicabut dan diganti dengan yang baru. Atas dasar

dipandang perlu membentukndang-Undang tentang kewarganegaraan yang baru
Pasffai r ketentuan ketentuan pasal 20,Pasal 21, Pasal 26. Pasal 27, Pasal 28 Bayat 2 Pasal 28
Dayat 1dan ayat 4, Pasal 28 Eayat 1, pasV28 Layat 2
dan pasal 28 J UUD 1945.

G. Nasion^isme
1. Pengertian Nasionalisxne

ditinjau secara etimologis berasal dari
bahasa Latin nation (kata benda natio, dari kata keria nasci

dilahirkan) yang berarti bangsa yang
dipersatukan karena kelahiran. Namun, arti dan hakikat
yang melekat pada kata tersebut sudah berubah menurut
mang dan waktu serta disesuaikan deng^ ^deolS ^

f ^ fundamental nasionaHsme timbul daridanya national consciousness. Dengan istilah lain
nas.onal.sme adalah formalisasi dan dS
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kesadaran nasional. Kesadaran nasional inilah yang
membentuk nation dalam arli politik, yakni negara nasional
(Ismaun dalam Noor M.Bakry, 1994: 172). Nasiorfelisme
merupakan gejala sosio-politik yang berkembang secara
dialektik, berakar di masa silam serta tumbuh dan
berkembang yang akhirnya terwujud semangat persatuan
dengan dasar cita-cita hidup bersama dalam satu negara
nasional. Dengan demikian, nasionalisme yang'Merupakan
faham kebangsaan ini memiliki dua hal pokok sebagai
perwujudannya, yaitu kenangan masa lampau dalam hidup
berbangsa dan kehendak untuk bersatu dalam hidup
bernegara. Dengan dua dasar tersebut nasionalisme sebagai
gejala sosio-politik berhubungan erat dengan organisasi
negaira, sebagai organisasi politik, kekuasaan serta alat
perjuangan (Noor M Bakiy,1994: 172). Oleh karena itu,
pembahasan mengenai pemahaman tentang nasionalisme
selalu terkait dengan bangsa dan negara. Ketiga-tiganya
termasuk ke dalam gagasan hegemonik.

Dalam arti yang paling sederhana Gooch menegaskan
bahwa nasionalisme merupakan kesadaran diri suatu
bangsa. la telah menjadi doktrin utama sejak akhir abad
ke-18. Dalam arti yang umum dan netral, menurut
Greenfeld dan Chirot, istilah nasionalisme mengacu pada
seperangkat gigasan dan sentimen yang membentuk
kerangka konseptual tentang identitas nasional yang sering
hadir bersama dengan berbagai identitas lain seperti
okupasi, agama, suku, bahasa, wilayah, kelas, gender dan
Iain-lain^'(Rusli Karim,1996: 95). Nasionalisme adalah
semacam etnosentrisme atau pandangan yang berpusat
pada bangsanya, yaitu gejala seperti semangat nasional dan
kebanggaan nasional sebagai gejala umum untuk
mensolidarisasikan diri dengan suatu kelompok yang
senasib (ensiklopedi Politik dan Pembangunan, 1988: 219).

Nasionalisme dalam arti negatif adalah suatu sikap yang
keterlaluan, sempit, dan sombong terhadap bangsanya. Apa
yang menguntungkan bangsanya sendiri begitu saja
dianggap benar, sampai kepentingan dan hak bangsa lain
diinjak-injak. Nasionalisme semacam ini mencerai-beraikan
bangsa satu dengan bangsa yang lain.
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Positif adalah sikap" nasionaluntuk mempertahankan kemerdekaan dan harga diri
.bangsa dan sekaligus menghormati b^gsa lain
Na^onahsme dalam pengertian ini sangat berguna untuk
membina rasa persatuan antara penduduk negara yang
heterogen karena perbedaan suku, agama, ras dan
dan'̂ k^h' berfungsi untuk membina rasa identitasdan kebersamaan dalam negara dan sangat bermanfaat
unmk mengisi kemerdekaan yang sudah diperoleh

Nasionahsme merupakan ekspresi hubungan antaradarah dan tanah. Nasionalisme adalah sebuah ideologi

pada'̂ tinSlhlLI^ seperangkat keyakinan yang berorientafidinam kf perbuatan. Nasionalisme mengalamiainamika. Oleh karena itu, dalam setiap kurun waktu
p generasi muncul dalam dimensi yang khas Padamasa penjajahan. nasionalisme tampil "^sebagaf ideofod

untuk mengusir penjajah. Pada masa kemerdeka^
nasionalisme mewujudkan dirinya dalam usaha untuk

TncaZ^" "• ""gkeraman ekonomi koloS
^ut^ ekon'̂ r^ang TeSu

te'rmasSrindonfsra."^"''' berkembang
, Tudingan..yang sering terlontar ialah semalcin pudarnva

^mangat nasionalisme di kalangan generLf muda^dmgan itu belum tentu benar, tetapi sudah mulai
membentuk Sigma ditengah masyarakat. Bila ukurannva
kem^ek patnotisme dan peijuangan fisik seperti perangkemerdekaan dulu, tentu ada benarnya. Generasi sekarans
heroisml"" '̂''"t '̂ ® melakukan peijuangan fisik penuhhXTt, 'etapi, nasionSismeb^anlah sesuatu yang kaku. Ini tidak aneh karena sebagai
menpil»^°®' . muncul, berkembang, dan
bentS sTpertSarZI. ""^"Salami

Paham nasionalisme mengajarkan bahwa suatu banesa
bernegara dapat dibangun dari masyarakat yang majemS '̂
uttuk^ tersebut benar-benar bertekad kuaiuntuk membangun masa depan bersama, terleoas
perbedaan agama, ras, etnik atau ikatan primordial lainnya.
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Nasionalismeadalahsuatuvisiatausuatupersepsidan
bangsayangdibangun.berdasarkanvisiiniadalahsuatu
imaginedcommunity-atausebuahkomunitasyang^
dibayangkan.

2.SejarahNasionalisme
BermulapadamasaKekaisaranRomawisekitar400

tahunSebelumMasehiistilahnasionalismemunculdengan
maknanegatif.Bampadaabad18padamasarevolusi
Francisnasionalismememilikimaknapositif.Namundalam
perkembangannya,nasionalismeyangfanatikmenimbulkan
fasismesepertiyangterjadidisejumlahnegaraEropa,
sedangkandisisilainmenumbuhkansemangat
pembebasanbangsa-bangsaAsiaAfrikadaribelenggu
kolonialisme.Nasionalismeyangmunculpadaakhirabad
18dalamsuasanaliberalismediantarbangsa-bangsa
Eropayang•merasaperlumenekankanidentitasdan
kesamaanderajatnyadenganInggrisdanFrancisyangpada
waktuitupalingmaju.Walaupunbangsa-bangsalain,
sepertiJermandanItaliakhususnya,merasasamadalam
halbudaya,namunsecarapolitismerekakurangberarti
karenaterpecahbelah.Olehkarenaitu,rasanasionalisme
padawaktuituberkobar-kobarbahkansengajadikobarkan
sampainegara-negara«bersatudanmerdekadicapaipada
akhirabad19.Bangsa-bangsaEropaTimur,Asia,dan
Afrikapadaabad20dengangigihberjuanguntuk
membangunidentitasnasionalsebagaisuatuhalyangbaru
karenawarisaur'^anglamayaitukebudayaansukuyang
seringkalitanpadayatidakmemadaiuntukmembangun
suatunegaranasional,bahkankadang-kadang
menghalangi.

Dalamusahamenciptakanbasisideologisuntuk
perjuangannasionaltidakjarangperludikembangkan
bahasanasionaldandiambilide-idedancarahidupyang
barudaribangsayang'&udahmembentuknegaranasional.
Dalampraktiknya,banyakmengambilide-idedaribarat
yangkadang-kadangmenjadilawanutamadaripara
nasionalis.Olehkarenaitu,timbullahpahamyangsetengah
bamsetengahlamasebagaibangsa.Nasionalismebalk
yangadadiEropaTimur,Balkan,AsiamaupunAfrika

PendidikanKewarganegaraan41



sangat tertarik, tetapi juga sekaligus menolak apa yang
terpaksa dicobtoh dari barat tersebut. Tidaklah
mengherankan •jika banyak nasionalis abad ini^yang
merupakan tokoh-tokoh peralihan dari era tradisional dan
modern seperti Sun Yat Sen, Kemal Atratruk, Nehru
Soekarno, dan Nasser.

Sesudah nasionalis mehcapai tujuannya, yaitu negara
bersatu dan merdeka serta tidak perlu terancam l^gi, tidak
jarang nasionalisme menjadi melemah, berubah bentuknya.
jKadang-kadang daya yang menimbulkan nasionalisme
berhasil juga diubah untuk mewujudkan negara yang
dernokratis dan maju. Dalam kenyataannya bahwa
nasionalisme sejak lahir pada abad 18, telah berkembang
cepat ke seluruh Eropa sepanjang abad ke 19, dan dalam

• abad ke-20 menjadi suatu gerakan sedunia, yang bersifat
universal, Akan tetapi, kata nasionalisme memiliki arti
positif hanya di Amerika Latin, Afrika, Timur-Tengah, dan
Asia sebagai kata yang menyarankan pembebasan dari
tekanan kolonial. Sebaliknya, di Barat kata nasionalisme
jarang dipergunakan untuk menggambarkan masyarakat ^
barat sendiri. Mereka lebih cocok dengah istilah patriotist
karena nasionalisme secara umum di bayangkan sebagai
sesuatu yang jelek dan patriotisme sebagai sesuatu yang
baik. Orang Amerika yang baik disebut patriotis dan bukan
nasionalis. Hal mi dapat dipahami mengingat bagi negara-
negara penjajah rasa nasionalisme dianggap ganggLian,
tetapi di lihat dari kacamata negara-negara yang dijajah
nasionahsi^^ dijadikan modal untuk dapat mengusir
penjajah. ^

3. Nasionalisme Indonesia
Nasionalisme bagi bangsa Indonesia merupakan suatu

faham yang menyatukan pelbagai suku bangsa dan
pelbagai keturunan bangsa asing dalam wadah kesatuan
negara Republik Indonesia. Dalam konsep ini berarti
tinjauannya bersifat formal, yaitu kesatuan dalam arti
kesatuan rakyat yang menjadi warga negara Indonesia,
yang disebut dengan nasionalisme Indonesia. Karena rakyat
Indonesia ber-Pancasila, nasionalisme Indonesia disebut
juga dengan nasionalisme Pancasila, yaitu faham
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kebangsaan yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila (Noor
Ms Bakiy, 199'4-:' 173). Untuk memahami pengcrtian
nasionalisme Indonesia, Noor Ms. Bakiy (1994: 109) socara
sistemik menjelaskan dengan mengacu pada sila ketiga,
yaitu Persatuan Indonesia. Istilah persatuan berasal dari
kata satu, yang berarti utuh tidak terpecah belah.
Persatuan berarti sifat-sifat dan keadaan yang sesuai
dengan hakikat satu. Dalam hal itu, terkandung poiigertian
disatukannya bermacam-macam bentuk menjadi satu
kebulatan atau dengan kata lain diartikan juga usaha
untuk menjadikan keselumhan ke arah satu kesatuan yang
tidak terpisahkan. Dari dua pengertian itu dapat dikatakan
bahwa persatuan adalah proses ke arah bersatu.

Di dalam persatuan ini hams ada sesuatu hal sebagai
ciri pembeda yang dapat menghimpun bermacam-macam
hal menjadi satu kesatuan. Sebagai contoh, di dalam
persatuan sepak bola, sesuatu hal yang dapat
menghimpunnya adalah keahlian dalam hal bermain bola.
Karena adanya keahlian inilah, .mereka yang dari
bermacam-macam anggota dapat dihimpun menjadi satu ~
kesatuan yang erat hubungannya antara yang satu dan
yang lain. Demikian pula dalam hal kenegaraan. Yang dapat
menghimpunnya menjadi satu kesatuan adalah adanya
keinginan hidup bersama dalam satu negara. Persatuan
merupakan suatu proses atau usaha, sedangkan tujuannya
adalah kesatuan. Sila persatuan ini sering disebut juga
dengan kebangsaan sebagaimana termuat dalam
Mukadima^-' Konstitusi RIS 1949 maupun Mukadimah
UUDS 1950. Dua istilah ini berbeda walaupun dengan inti
yang sama. Istilah kebangsaan jika dianalisis mempunyai
dua pengertian, yaitu kebangsaan alami dan kebangsaan
negara. Kebangsaan alami ialah rasa solidaritas atau rasa
kesatuan atas dasar persamaan darah dan kesatuan asal
turunan. Kebangsaan negara ialah rasa solidaritas atau
rasa kesatuan atas dasar cita-cita bersama yang mendorong
untuk hidup bersama dalam satu negara.

Konsep kebangsaan apabila di bawa ke masalah
kenegaraan bukanlah kebangsaan atas dasar. asal
keturunan, yaitu kebangsaan yang didasarkan atas sejarah
yang sama, nasib yang sama, dan kehendak yang sama
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karena hal yang demikian ini tidak dapat diterapkan dalam
negara-negara • - sekarang. Negara-negara sekarang

^eSnv^din® ^^"8 tidal^amf
rawTt Ti^nr -? sama nasibnya. Sebagai contoh,ral^at Timor-Timur tidak sama sejarah dan sama nasibnya
Oleh' pernah bersatu sebagai bangsa Indonesia!
memr. ' • hanya diartikan sebagaiCita-cita yang sama untuk menjldi satukesatuan sebagai warga negara. Kesatuan dalam satu
negara mi tidak terjadi secara alami, tetapi satu kesatuan

Lbaneitfl"'" Ja^i. kebangsaannya secara buatan atau
Suah n^- "T"® P°P"ler dengan sebutan
ecara "fam, T'' ™embedakan kebangsaan

pS«uan Jadi yang dituju oleh
• fuTuannvaad^fih'̂ '' merupakan proses, sedangkantujuannya adalah nasionalisme (kesatuan dalam negara).

Bagaimana nasionalisme Indonesia? Noor M Bakrv

S d^rka"^""^ p'^
Hwfi, 1 sebagai bangsa Indonesia dan dapat juga ,diartikan rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia juga memimdua makna, yaitu bangsa alami dan bingsa dalam

sekelompormanusSyang bertabiat sama dan berketurunan sama yang berasal

negarliirh sek'̂ 1°"^ '̂t Indonesia dalam makna
hidi!^ sekelompok manusia yang mempunyai cita-citaidup bersama dalam satu ikatan politis kenegaraan

yanrmeniadf^®' sekelompok manusiayai^ menj.^1 warga negara Indonesia dan ada pertautan
hukum yang berlaku di Indonesia, balk yang berdYam d^
dalam maupun luar negeri. Jadi, hal itu ditinjau secara
formal atas dasar kewarganegaraan.

dibedakan antaradengan rakyat Indonesia. BangsaIndonesia dalam pengertian umum belum tentu rakyat
d" negS Bdrnda"t"^ °rang-orang Maluku yang berdiamai negara Belanda, bagaimana pun mereka tetap banesa
Indonesia yang lambat laun berdasarkan kelamaan waktu
kemungkinan keturunannya tidak memakai istilah bangsa
Indonesia, tetapi keturunan Indonesia, yaitu keturunan
bangsa yang berasal dari Indonesia. Contoh lain, orang-
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orang Jawa yang berada di Suriname disebut juga
keturunan Indonesia, • tetapi bukan rakyat Indonesia.
Demikian juga rakyat' Indonesia belum - tentu bangsa
Indonesia, sebagaimana warga negara Indonesia keturunan

" asing, misalnya orang-orang Cina yang menjadi warga
negara Indonesia, mereka bukan bangsa Indonesia asli,
tetapi bangsa Cina yang menjadi rakyat Indonesia.

Selanjutnya yang dimaksud dengan kata Indonesia dalam
rumusan Persatuan Indonesia adalah arti politik karena
yang menyesuaikan dengan hakikat satu atau yang dapat
menjadikan dirinya ke arah satu kesatuan adalah manusia,
yaitu rakyat Indonesia. Dengan demikian, dapat
dirumuskan secara jelas bahwa persatuan rakyat Indonesia
ialah persatuan sekelompok manusia yang menjadi warga
negara Indonesia. Kelompok rakyat Indonesia, balk yang
berkebangsaan Indonesia asli maupun yang keturunan
asing, dengari adanya peijalanan waktu, dapat juga
mempunyai cita-cita yang sama, sehingga akhimya
membentuk suatu kesatuan karena kesatuan dalam satu
negara merupakan dasar negara Indonesia. Jadi,
nasionalisme Indonesia berarti rasa kesatuan yajig tumbuh
dalam hati sekelompok manusia berdasarkan cita-cita yang
sama dalam satu ikatan organisasi kenegaraan Indonesia.
Dengan demikian jelaslah bahwa nasionalisme Indonesia
adalah kebangsaan Indonesia yang dibentuk, bukan secara
alami. Persatuan Indonesia dalam Pancasila dapat
diuraikan secara singkat sebagai usaha ke arah bersatu
dalam kebulatajtrsatu kesatuan rakyat untuk membina
nasionalisme dafe.m negara. Persatuan Indonesia adalah
proses untuk menuju terwujudnya nasionalisme Indonesia.

H. Partisipasi dalam Pembelaan Negara

Bila belajar dari sejarah, kita sering mendapatkan fakta
yang di luar dugaan. Tidak seorang pun menyangka super
power Uni Soviet yang demikian perkasa, memiliki senjata
super canggih yang ditakuti dunia, tiba-tiba ambruk sebagai
suatu negara dan hancur berantakan menjadi 15 negara
merdeka. Tidak seorang pun menduga Yugoslavia bubar dan
pecah menjadi 6 (enam) negara merdeka. Demikian pula, tidak
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seorang pun mengira iiegeri sekecil Cekoslovakia cerai berai
menjadi dua (dua) negara merdeka, yaitu Ceko dan Slovakia.
Sebagai negara yang berasal dari kumpulan etnis, kemampu^n
bertahan dalam satu bangsa rata-rata cuma selama 70 tahun.
tJangsa ndonesia mempakan negara yang memiliki kumpulan
suku palmg heterogen sedunia. Memiliki sekitar 300 suku 300
bahasa daerah, punya pulau sekitar 17.508 pulau. Jika sedikit
salah urus Indonesia akan pecah berkeping-keping. T^tunya
hal mi tidak kita kehendaki. Untuk itu perlu adanya usaha
yang serius dan sungguh-sungguh dengan memanfaatkan
seluruh Potensi yang ada untuk mempertahankan
kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Usaha
untuk menyelamatkan bangsa dan seluruh tumpah darah
Monesia merupakan bagian dari hak dan kewajiban selumh
masyarakat Indonesia yang dikenal dengan istilah bela negara.

1. Pengerjtian Bela Negara
UU nomor 20 tahun 1982 tentang Pokok-Pokok

Pertahanan Keamanan negara RI dalam. Bab I Pasal 1 Ayat
(2) mengatakan bahwa bela negara adalah tekad, sikap, dan
tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh. terpadu,
dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air
esad^ran berbangsa, dan bernegara Indonesia serta

keyalanai^ akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara
dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap
ancaman baik dan luar negeri maupun dari dalam negeri
yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara
kesatuan daa.persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan
^ndiksi nasibnal, serta nilai-nilai Pancasila dan Undans-
Undang Dasar 1945. Pengertian bela negara ini
mengandung arti bahwa ada empat hal esensial yang hams
dibela, yaitu (i) kemerdekaan dan kedaulatan negara, (ii)
kesatuan dan persatuan bangsa, (iii) keutuhan wilayah dan
^ndiksi nasional, dan (iv) nilai-nilai Pancasila dan UUD

UU RI nomor 56 tahun1999 tentang Rakyat Terlatih
mengatakan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku
warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara
Kesatuan Repubhk Indonesia yang berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup
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bangsa dan negara. Sikap dan tindakan warga negara yang
dimaksud di atas mengandung butir-butir menjalankan
pekerjaan sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-
masing. Kecintaan terhadap tanah air Indonesia
m'engandung butir-butir (i) sadar berbangsa dan bernegara
Indonesia, (ii) kerelaan berkorban untuk bangsa dan
negara, (iii) memahami akan hak dan kewajiban sebagai
warga negara yang hidup dalam kebhinekaan yang
berkesatuan. Menjamin kelangsungan hidup bangsa dan
negara mengandung butir-butir (i) mengenal segala
ancaman baik yang datang dari luar negeri maupun dari
dalam negeri, (ii) menjamin kelangsungan identitas (ciri
kehidupan nusantara yang berpancasila) dan integritas
(persatuan dan kesatuan) bangsa, (iii) terselenggaranya
perkembangan kehidupan/kesejahteraan seluruh rakyat,
bernuansa proaktif, aktif dan responsive serta (iv) menjamin
tetap tegaknya NKRI berdasar Pancasila dan UUD 1945.

Bela negara merupakan upaya penyadaran bahwa setiap
warga negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk
membela kepentingan nasional demi tetap menjaga
keutuhan negara. Sebagai upaya penyadaran maka cara
indoktrinasi penyampaian materi merupakan cara yang
tidak benar. Persoalan bela negara perlu dikaji secara
sistematis, metodis, dan obyektif agar masyarakat dapat
menerima dengan sepenuh hati. Bela negara tidak harus
diartikan semangat buta untuk memperjuangkan
kepentingan negara, tetapi dengan pemikiran yang jernih
dan pertimbangan r^ional yang matang untuk membela
negara dalam rangka mencapai tujuan negara.

2. Peraturan Perundang-Undangan RI tentang Hak dan
Kewajiban Bela Negara
a. UUD 1945

UUD 1945 hanya memuat dua pasal mengenai
angkatan perang dan p6mbelaan negara. Pasal 10
menetapkan bahwa presiden memegang kekuasaan
tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan
angkatan udara. Pasal 30 menentukan bahwa tiap-tiap
warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pembelaan negara. Syarat tentang pembelaan negara
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diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud dengan
warga negara, ialah orang-orang Indonesia baik asli
maupun keturunan yang tunduk pada hukum dasar
Indonesia dan hukum-hukum lain yang mengikutinya
baik tinggal di wilayah NKRI. maupun yang berada di
luar wilayah Indonesia. Dengan demikian, yang berhak
an wajib ikut serta dalam Q^embelaan negara itu, tidak

hanya terbatas pada kalangan angkatan ^bersenjata
melainkan seluruh warga negara, baik pedagang, petani
pegawai ka^awan perusahaan, abang becak, ibu rumah
angga, mahasiswa, pelajar semua wajib ikut membela

b. UUD 1945 Setelah Amandemen
(1) Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga

negara l^erhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara. •(2) Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap
warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam

(•i\ pertahanan dan keamanan negara.[i) Pasal 30 ayat 2 menyatakan bahwa usaha
pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui

Keamanan Rakyat Semestaoleh TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut,
Angkatan Udara) dan Polri sebagai kekuatan
utama serta rakyat sebagai pendukung.

(4) Pasal 30 ayat 3 menyatakan bahwa TNI terdiri
dan angkatan Darat, Angkatan Laut dan
Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas
mempertahankan dan memelihara keutuhan dan
kedaulatan negara.

(5) Pasal 30 ayat 4 menyatakan bahwa Polri sebagai
u yang menjaga keamanan danketertiban masyarakat dan bertugas melindungi
mengayomo, melayani masyarakat serta
menegakkan hukum. .

(6) Pasal 30 ^y^^ 5 menyatakan bahwa Susunan
Kedudukan TNI, Kepolisian negara RI, hubungan
kewenangan TNI dan Kepolisian negara RI
didalam menjalankan tugas, syarat-syarat
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keikutsertan warga negara didalam usaha
pertahanan dan keamanan serta hal-hal yang
tefkait dengan pertahanan dan keman^ negara
diatur dengan undang-undang.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia

Pasal 68 menyatakan bahwa setiap v^arga negara
wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara
(1) Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga

negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
bela negara yang diwujudkan dalam
penyelenggaraaji pertahanan negara.

(2) Pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa keikutsertaan
warga negara upaya bela negara, sebagaimana
dimaksudkan dalam ayat 1, diselenggarakan
melalui \

a) pendidikan kewarganegaraan,
b) pelatihan dasar kemiliteran wajib,
c) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional

Indonesia secara sukarela atau secara wajib,
serta

. • d) pengabdian sesuai profesi.
• Pasal 9 ayat 3 menyatakan bahwa ketentuan

mengenai Pendidikan Kewarganegaraan,
pelatihan dasar kemiliteran wajib, dan
pengabdian sesuai dengan profesi di atur dengan
undang-undang.

(4) Pasal 2 menyatakan bahwa hakikat pertahanan
negara adalah segala upaya pertahanan bersifat
semesta yang penyelenggaraannya didasarkan
pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara
serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

(5) Pasal 4 menyatakan bahwa pertahanan negara
bertujuan untuk menjaga dan melindungi
kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara
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Kesatuan Republilc Indonesia, dan keselamatan
segenap bangsa dari segala bentuk anc^man.

Dari peraturan perundangan-undangan tentang hak dan
kewjiban bela negara sebagaimana terurai di atas dapat
ditarik intisari bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku
warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara
Kesatuan Rebulik Indonesia berdasarkan ^ancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin
kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara,
selain sebagai kewajiban dasar manusia, merupakan
kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan
dengan penuh kesadaran, tanggung jwab, dan rela
berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.
Warga negara dapat mengambil peran dalam hal melakukan
usaha bela negara sesuai dengan profesinya masing-
masmg. Usaha pembelaan negara sesungguhnya sudah
menyatu dalam budaya dan sepanjang keberadaan bangsa
Indonesia. Sebagai bukti, perlawanan terhadap penjajah
dilakukan rakyat Indonesia sejak pertama kali datangnya
penjajah di bumi Nusantara ini, seperti Perang Bali (1814-
1849), Perang Padri (1821-1837), Perang Diponegoro (1825-
1830), Perang Batak (1870-1907), dan Perang Aceh (1870-
1904). Hal itu dibuktikan oleh adanya perlawanan ralcyat
mdonesia terhadap Belanda pada masa revolusi fisik.
Semua orang yang masih kuat, para pemuda serta pemudi,
baik pegawai negeri maupun pegawai swasta, para petani

•dan pedagang, bahkan tuna kaiya semua terjun dalam
kancah perlawanan terhadap Inggris dan Belanda. Ada yang.
berjuang di garis depan, ada yang bekerja di dapur umum,
para petani menyediakan beras dan lauk pauknya!
penduduk menyediakan rumah-rumah untuk pejuang. Para
pedagang menyediakan barang-barang untuk kebutuhan
prajunt. Tidalc jarang mereka juga mengusahakan
persenjataan untuk kepentingan perlawanan, yang
semuanya dilakukan atas dasar kesadaran tanpa pamrih fc
tanpa memikirkan balas jasa dan kedudukan. Bela negara
bukanlah semata-mata kita semua harus menyandang
senjata, melainkan mempunyai arti luas, yaitu pembelaan
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dalam segala segi kehidupan, baik perekonomian, politik,
ideologi, soslal budaya dan kemiliteran.

3. Sikap Apabila Ada Pihak yang Ingin Menghancurkan
Negara
a. Paham Bangsa Indonesia terhadap Perang

Berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945 baik
yang tersurat maupun yang ter^rat dalam
pembukaannya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang
cintai damai tetapi lebih cinta kemerdekaannya. Oleh
sebab itu, bangsa Indonesia ingin hidup bersahabat
dengan semua bangsa di dunia dan tidak menghendaki
peperangan. Bangsa Indonesia memahami sepenuhnya
bahwa penggunaan kekerasan senjata dalam usaha
menyelesaikan persengketaan akan menimbulkan
kesengsaraan bagi umat manusia, baik bagi si
•pemenang, apalagi yang kalah. Oleh sebab itu, dalam
usaha memelihara perdamaian dunia serta mewujudkan
aspirasi dan cita-cita kemerdekaannya, bangsa Indonesia
ingin menyelesaikan setiap persengketaan secara damai,
atas dasar saling menghormati ^dan saling pengertian
akan martabat kemerdekaan dan kedaulatan masing-
masing. Bagi bangsa Indonesia perang merupakan jalan

* terakhir " yang terpaksa ditempuh, setelah sejauh
mungkin ditempuh jalan damai, dalam usaha
mempertahankan falsafah Pancasila, kemerdekaan dan
kedaiilatan negara serta keutuhan martabat bangsa
Ii^lbnesia.

b. Perlunya Setiap Negara Memiliki Angkatan Perang
Mengapa setiap bangsa perlu membentuk angkatan

perang (Angkatan Bersenjata)? Sejarah menunjukkan
bahwa apabila negara ingin damai, negara itu harus
mempersiapkan diri untuk perang. Apabila suatu negara
hanya memperhatikan kesejahteraan saja tetapi
mengabaikan kepentingan pertahanan keamanannya,
negara tersebut mudah ditekan atau dikalahkan q^h
suatu negara kecil lainnya, yang sudah siap mengadakan
perang. Kesiapan untuk berperang dapat merupakan
faktor pencegah terhadap usaha perang dari musuh,
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yang berkeinginan untuk menyerang suatu negara.
Berakhirnya • perang dingin telah mengubah ,secara
dramatis kondisi lingkungan strategis regional* dan
global. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai
kecenderungan baru di berbagai belahan dunia,
termasuk dikawasan Asia Pasifik. Salah satu wujud
perubahan tersebut adalah terjadinya pergeseran
pertimbangan kekuatan berbagai kawasan di ^nia yang
dipacu oleh meningkatnya perlombaan persenjataan
serta melemahnya beberapa kekuatan negara sebagai
akibat dari arus globalisasi.

Salah satu karekteristik penting yang menyertai
perubahan tersebut adalah bahwa berakhirnya perang
dingin ternyata tidak serta merta diikuti oleh
berakhirnya ancaman bersenjata terhadap negara-negara
di dunia. Walaupun dalam skala yang kecil, di berbagai
kawasan dunia perang terus teijadi, dan bahkan
menunjukkan peningkatan yang cukup tajam. Dengan
demikian, mudah dipahami jika mayoritas negara-negara.
di kawasan ini terus berusaha untuk memiliki kekuatan
militer yang tangguh. Dalam pandangan negara-negara
tersebut, memiliki kekuatan militer yang tangguh
merupakan hal yang esensial karena kekuatan militer
sampai saat ini masih tetap merupakan faktor penting
dalam hubungan internasional. Mereka tetap percaya
bahwa kekuatan militer masih terus menjadi salah satu
faktor penting dalam usaha perwujudan kepentingan
nasion^, mereka di dunia. Realisasi politik internasional
menunjukkan bahwa ancaman kekuatan militer hanya
dapat diselesaikan dengan cepat melalui kekuatan
militer pula. Akibatnya, berbagai belahan dunia
perlombaan senjata juga terus berlangsung, termasuk di
kawasan Asia Pasifik.

Keseluruhan kecenderungan tersebut, langsung
maupun tidak ' langsung, pasti akan dan telah
mentransformasikan lingkungan strategis Indonesia
dalam beberapa tahun mendatang. Keamanan masa
depan Indonesia, sebagaimana kesejahteraan ekonomi,
ak^ sangat ditentukan oleh kondisi strategis kawasan
Asia Pasifik. Kawasan Asia Pasifik adalah kawasan yang
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paling dihamis, secaraekonomi maupun strategis. Dalam
dua atau tiga dekade ke depan diperkirakan kawasan ini
akan mengalami perubahan strategis yang esensial.
Kawasan ini merupakan salaJi satu kawasan perlombaan
senjata yang paling intens dan memiliki potensi konflik
yang terbesar di dunia. Misalnya, konflik antara Korea
Utara dengan Korea Selatan, RRC dengan Taiwan,
konflik beberapa negara di kepulauan %)rately, India dan
Pakistan, dan sebagainya. Cukup masuk akal jikk
banyak yang berpendapat bahwa berakhirnya perang
dingin ternyata telah menimbulkan ketidakmenentuan
baru dikawasan ini.

Dalam keadaan tidak menentu tersebut, untuk
menjaga keamanan Indonesia diperlukan antisipasi yang
memadai. Dalam hal ini, di samping hubungan ekonomi,
politik, dan kebudayaan dengan negara-negara di
kawasan, kemampuan rtiiliter yang efektif tetap penting
bagi keamanan Indonesia. Sebagaimana di sebut dalam
Pembukaan UUD 1945 bahwa pemerintah melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
salah satu bentuk kongkritisasi upaya tersebut adalah
jaminan bahwa pemerintah harus dapat mencegah atau
menghancurkan setiap ancaman militer terhadap
Indonesia. Untuk itu, Indonesia harus memiliki kekuatan
militer yang memadai serta kebijaksanaan yang
mendukung usaha pertahanan dan keamanan tersebut.
Untuk memiliki kekuatan yang tangguh sesuai deng^

-'tuntutan lingkungan strategis, Indonesia harus memiliki
^ dan memahami gambaran yang jelas, obyektif, dan

komprehensif mengenai peta kekuatan militer negara-
negara Asia Pasifik beserta kecenderungannya
pascaperang dingin. Gambaran tersebut selanjutnya
dapat menjadi bahan acuan untuk merumuskan
kebijaksanaan pertahanan dan keamanan nasional
Indonesia di masa yang akan datang.

c. Sejarah Singkat Pembentukan Angkatan Pera<|g RI
Pada Sidang PPKI ke-2 tanggal 19 Agustus 1945

diputuskan antara lain untuk membentuk tentara, tetapi
keputusan ini kemudian diubah dalam sidang PPKI ke-3
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tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini diputuskan
untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)
sebagai b'agian dari Badan Penolong Keluarga Korban
Perang (BPKKP). Penggunaan nama tentara dihindari
untuk menunjukkan politik damai Republik Indonesia
terhadap pihak sekutu yang menang parang. BKR
bertugas untuk memelihara keamanan dan ^etertiban di
daerah-daerah. BKR tumbuh secara spontan di daerah-
daerah didorong oleh panggilan jiwa para pemuda,
banyak di antaranya bekas Peta, Heiho, KNIL dan Iain-
lain. Mereka terdorong untuk mengabdi dan berbakti
pada bangsa dan negara yang kedaulatannya
mengahadapi ancaman pihak penjajah. BKR
mempersenjatai, melengkapi, dan membekali diri sendiri
serta disusun secara kedaerahan dan sedikit banyak
dikendalikan oleh Komite Nasional Indonesia (KNl) di
daerah.

Pada tanggal 5 Oktober dikeluarkan Maklumat
Pemerintah yang menyatakan bahwa untuk memperkuat
peranan keamanan umum, diadakan suatu Tentara
Keamanan Ral^yat (TKR). Bekas Mayor KNIL Urip
Sumohardjo diserahi tugas untuk membentuknya dan
diangkat sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan
pangkat Letn^n Jenderal. Pada tanggal 1 Januari 1946
nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara
Keselamatan Rakyat (TKR), yang dapat diartikan ^
memperluas dan memperdalam tugas tentara dari
keam^ran menjadi keselamatan dalam arti yang lebih
luas. Selanjutnya dalam rangka menjadikan Tentara
Keselamatan Rakyat sebagai alat negara yang patuh
kepada pemerintah, pada tanggal 25 Januari 1946
dikeluarkanlah maklumatyang mengubah nama Tentara
Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia
(TRI). Ditetapkan bahwa TRI adalah satu-satunya
organisasi militer di negara Kesatuan Republik Indonesia
dan akan disusun atas dasar militer internasional.

Adanya dua macam tentara, yaitu TRI sebagai tentara
resmi di bawah Panglima Besar dan brigade-brigade
kelaskaran di bawah Biro Perjuangan sangat merugikan
perjuangan bangsa Indonesia menghadapi ancaman
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Belanda. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Mei 1947
dikeluarkan Dekrit Presiden agar dalam waktu s'esingkat-
singkafnya mempersatukan TRI dan laskar-laskar
menjadi satu tentara. Selanjutnya pada tarigg&l 17 Juni
1947 dikeluarkan Penetapan Presiden yang antara lain
menetapkan bahwa mulai tanggal 3 Juni 1947 disahkan
secara resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia( TNI).
Dalam hal ini TNI ini tergabung TRI, kesatuan-kesatuan
dan Biro Perjuangan serta pasukain-pasu^an bersenjata. ^
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PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA
NEGARA DALAM BERBAGAI BIDANG

KEHIDUPAN

Standar Kompetensi:
•Menganalisis dan menunjukkan sikap positif terhadap
kehi^pM negara dalam berbagai bidang
Kompetensi Dasar:

1. Mendeskripsikan hakikat warga negara dan
pewarganegaraan di Indonesia.

2. Menganalisis persamaan kedudukan warga negara
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara.

3. Menerapkan prinsip persamaan kedudukan warga neqara
dalam berbagai bidang kehidupan.

A. Hakikat Warga Negara dan Pewarganegaraan di Indonesia
1. Penduduk dan Warga negara

Menurut pasal 26 ayat (2) UUD 1945. penduduk ialah
warga negara. Indonesia dan orang asing yang bertempat
tinggal di Indonesia. Menurut pasal 26 ayat (1) warga
negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-
orang bangsa lain yang disahkan dengaji undang-undang
sebagai w^ga negara. Menurut Undang-Undang No. 62
ahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia, Warga

negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak
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Warga negara dan suatu negara berarti anggota dari
negara itu yang merupakan pendukung dan penanggung
jawab terhadap kemajuan dan kemunduran suatu negara.
Oleh sebab itu, seseorang menjadi anggota atau
suatu negara haruslah ditentukan oleh undang-undang
yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara
menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara
terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang
berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat»^tinggal
di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak
kembali sebagaimana dinyatakan oleh pasal 28E ayat (1)
UUD 1945. Pernyataan ini mengandung makna bahwa
orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat
diklasifikasikan menjadi (i) penduduk, yaitu yang memiliki
domisili atau tempat tinggal tetap di wilayah negara itu,
yang dapat dibedakan warga negara dengan Warga negara
Asing (WNA) dan (ii) bukan penduduk, yaitu orang-orang
asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai
dengan visa yang diberikan oleh negara (Kantor Imigrasi)
yang bersangkutan, seperti turis.

2. Asas Kewarganegaraan
Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan

untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas
kewarganegaraan dikenal dua pedoman yaitu asas
kelahiran [ins solij dan asas keturunan {ius sanguinis).

a. Asfi^ kelahiran (Jus soli)
Asas kelahiran (Ius soli) adalah penentuan status

kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah
kelahiran seseorang. Pada awalnya asas
kewarganegaraan hanyalah ius soli saja. Hal itu
didasarkan pada suatu anggapan bahwa seseorang yang
lahir di suatu wilayah negara otomatis dan logis ia
menjadi warga negara tersebut. Lebih lanjut, dengan
tingginya mobilitas manusia, diperlukan asas lain yang
tidak hanya berpatokan pada kelahiran sebagai realitas
bahwa orang tua yang memiliki status kewsirganegaraan^
yang berbeda akan menjadi bermasalah jika kemudian
orang tua tersebut melahirkan di tempat salah satu
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orang tuanya (misalnya di tempat ibunya). Jika asas ius
soil mi tetap dipertahankan, si anak tidak berhak untujj
mendapatkan status kewarganegaraan bapaknya. Atas '
dasar itulah kemudian muncul asas ius sanguinis.

b. Asas keturunan (/us sanguinis)
Asas keturunan {Ius sanguinis) adalah pedornan

kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau
keturun^. Jika suatu negara menganut asas ius^
sanguinis, seorang anak yang lahir dari orang tua yang
memihki kewarganegaraan suatu negara seperti
Indonesia, anak tersebut berhak mendapat status
kewarganegaraan orang tuanya, yaitu warga negara
Indonesia.

c. Asas perkawinan
Status" kewarganegaraan dapat dilihat dari sisi

perkawinan yang memiliki asas kesatuan hukum, yaitu
paradigma suami isteri atau ikatan keluarga merupakan
iRti masyaralcat yang rnendambakan suasana sejahtera,
sehat, dan bersatu. Di samping itu, asas perkawinan
mengandung asas persamaan derajat karena suatu
perkawinan tidak .menyebabkan perubahan status
kewarganegaraan masing-masing pihak. Asas ini
menghmdari penyelundupan hukum, misalnya seorang
yang berkewarganegaraan asing ingin memperoleh status
kewarganegaraan suatu negara dengan cara berpura-
pura melak^kan pernikahan dengan perempuan di
negara tersebut, setelah mendapat kewarganegaraan itu
la menceraikan isterinya.

3. Pewarganegaraan (Naturalisasi)
Dalam naturalisasi ada yang bersifat aktif dan ada pula

yang bersifat pasif. Dalam naturalisasi aktif seseorang
dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau
mengajukan kehendak untuk menjadi warga negara dari
suatu negara, sedangkan dalam naturaJisasi pasif seseorang
yang tidak mau diwarganegaraJcan oleh suatu negara atau
tidak mau diberi status warga negara suatu negara dapat
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menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak
pemberian kewarganegaraan tersebut.

Sehubungan dengari. problem status kewarganegaraan
seseorang, apabila asas kewarganegaraan di atas ^
diterapkan secara tegas dalam sebuah negara, akan
mengakibatkan status kewarganegaraan seseorang
mengalami hal sebagai berikut.

(1) Apatride, yaitu seseorang tidak mendapat
kewarganegaraan disebabkan oleh orang tersebut
lahir di sebuah negara yang menganut asas ius
sanguinis.

(2) Bipatride, yaitu seseorang akan mendapatkan dua
kewarganegaraan apabila orang tersebut berasal
dari orang tua yang mana negaranya menganut ius
sanguinis sedangkan dia lahir di suatu negara yang
menganut asas ius soli.

(3) Multipatride, yaitu seseorang (penduduk) yang
tinggai" di perbatasan antara dua negara.

Dalam rangka memecahkan problem kewarganegaraan di
atas setiap negara memiliki peraturan sendiri-sendiri yang
prinsipnya bersifat universal sebagaimana vdinyatakan
dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (4) bahwa setiap orang
berhak atas status kewarganegaraan. Oleh sebab itu,
negara Indohesia melalui UU No.62 Tahun 1958 tentang
kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa cara
memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah sebagm
berikut; (i) karena kelahiran, (ii) karena pengangkatan, (iii)
karena dikajjulkan permohonan, (iv) karena
pewarganegaraan, (v) karena perkawinan, (vi) karena turut
ayah dan ibu, serta (vii) karena pernyataan.

Sebaiknya Anda Tahu Hakikat Warga Negara
Pembicaraan tentang warga negara tidak bisa

dilepaskan dari pembicaraan tentang penduduk.
Penduduk adalah orang yang dengan sah bertempat
tinggai dalam suatu negara. Sah berarti tidak
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan tata cara
masuk dan bertempat tinggai dalam suatu wilayah
negara yang bersangkutan.
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Di dalam suatu negara, biasanya dibedakan antara
orang asmg dan warga negara. Orang asing adalahdsranq
di luar warga negara. Orang asing yang berada di

dUindungi oleh hukum^masional. Jadi di mana pun ia berada berhak
mendapatkan perlindungan dan negara yang
bersangkutan. Pada dasamya orang asing nj^ndapat
perlakuan yang sama. Perbedaan keduanya terletak pada
perbedaan beberapa hak seperti. hakpolitik untuk memilih
dcm dipihh dalam pemilihan umum yang hanya dimiliki

hak untuk diangkat menjadi pejabat negara
Status kewarganegaraan dalam suatu negara

biasanya terkait dengan dua asas, yaitu "ius sanguinis"
(^as keturunan) dan asas "ius soli' (asas tempat
kelaluranj. Lazimnya kedua asas--tersebut sama-sama
dipakai dalam kewarganegaraan suatu negara. Secara
mus^ di Indonesia, menurut UU No. 62 tahun 1958
disebiukan bahwa: "warga negara Repuhlik Indonesia
°dalah orang yang berdasarkan perundang-undangan
da,I atau perjanjian atau peraturan yang berlaku sejak
proklam^i 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga
negara Republik Indonesia

4. Hakdan Kewajiban Warga Negara
Pemahaman tentang hak dan kewajiban terlebih dahulu

harus didasan ^eh pemahaman tentang pengertian hak
asasi manutra Hak asasi manusia adalah sesuatu yang
melekat pada din seseorang sebagai ciptaan Tuhan agar
mampu me^ap harkat. martabat, dan keharmonisan
imgkungan. Hak asasi merupakan hak dasar yang melekat
secara kodrati pada din manusia dengan sifatnya yang
hZr?, abadi. Oleh karena itu, hajc asasi manS
dihl 1, ."f?" dipertahankan, tidak boleh
siaD^^"'H w dikurangi dan du-ampas olehsiapapun. Hak asasi manusia perlu mendapat jaminan atas
perhndungannp oleh negara raelalui pemyataan tertulis
yang harus dimuat dalam UUD negara. Peranan negara
sesuai dengari pasal 1 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang
ham menyatakan bahwa negara, hukum, dan pemerintah®
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serta setiap orang wajib menghormati, menjunjung tinggi,
dan melindungi hak asasi manusia.

a. Hak Warga negara Menurut UUD 1945
Dalam UUD 1945 telah dinyatakan hak warga negara

yang meliputi lebih kurang 25 hak sebagai berikut.
(1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
(2) Berhak berserikat, berkumpul ser^a

mengeluarkan pikiran
(3) Berhak untuk hidup dan mempertahankan

kehidupan.
(4) Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan

keturunan melalui perkawinan.
(5) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

tumbuh dan berkembang serta perlindungan
kekerasan dan diskriminasi.

(6) Setiap orang berhak mengemban^kan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya.

(7) Berhak mendapatkan pendidikan, ilmu
pengetahuan dan teknologi, sehi dan budaya
demi meningkatkan kualitas hidupnya demi
kesejahteraan hidup manusia.

(8) Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

(9) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil
serta^erlakuan yang sama di depan hukum.

(10) Setiap orang berhak untuk bekerja serta
mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil
dan layak dalam hubungan kerja.

(11) Setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(12) Setiap orang berhak atas status
kewarganegaraan.

(13) Setiap orang bebas memeluk agama d^
beribadah menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,
memilih kewarganegaraan, memilih tempat
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tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya
serta berhak kembali.

(14) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap
sesuai dengan hati nuraninya.

(15) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

(16) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
mformasi dengan menggunakan- segala jenis
saluran yang tersedia.

(17) Setiap orang berhak atas perlindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatari> martabat, dan
harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta
berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
^caman ketakutan untuk berbuat atau tidak

sesuatu yang merupal<an hak.asasi.
(18) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan

atau perlaskuan yang merendahkan deraiat
m^tabat manusia dan berhak memperoleh suaka
polrtik negara Tain.

(19) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
dan mendapatkanhngkungan hidup yang baik dan sehat serta

nm ^®™^^®n^peroleh pelayanan kesehatan.(20) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai guna mencapai persamaan dan
keadilan.

(21) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara
^ . sebagai manusia yang bermartabat.(22) Setiap orang berhak mempunyai hak milik
pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh
diambil alih secara sewenang-wenang oleh
siapapun. ^
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(23) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan" pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak*> ^
untuk dialcui sebagai pribadi di hadapan hukum,
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut adalah hak asasi manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apapun.

(24) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang
bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan
berhak mendapatkan perlindungan terhadap
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(25) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional
dihormati selaras dengan perkembangan zaman
dan peradaban.

b. Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945
Menurut UUD 1945, setiap warga negara Indonesia

memiliki kewajiban untuk (i) menjunjung hukum dan
pemerinlah, (ii) ikut serta dalam upaya pembelaan
negara, (iii) ikut serta dalam pembelaan n̂egara, (iv)
menghormati hak asasi manusia orang lain, (v) tunduk
kepada pembatasan. yang ditetapkan dengan undang-
undang untuk menjtoin pengakuan serta penghormatan
atas hak dein kebebasan orang lain, (vi) ikut serta dalam
usaha pertahanan dan keamanan negara, serta (vii)
mengikuti pendidikan dasar.

5. Tugas dan Tanggung Jawab Negara
Dalam rangka terpeliharanya hak dan kewajiban warga

negara, negara memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai
berikut;

(1) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
memeluk agamanya.

(2) Negara atau pemerintah wajib membiayai
pendidikan khususnya pendidikan dasar.

(3) Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.
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(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidiltan
sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran belanja
negara dan belanja daerah.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan
teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai
agama dan persatuan bangsa untuk kimajuan
peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

(6) Negara memajukan kebudayaan manusia ditengah
peradaban dunia dengan menjamin kebebasan
masyarakat dengan memelihara dan
mengembangkan nilai-nilai budayanya.

(7) Negara menghormati dan memelihara bahasa
daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional.

(8) Negara menguasai cabaag-cabang produksi
terpenting bagi negara dan menguasai hidup orang
banyak.

(9) Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam
demi kemakmuran rakyat.

(10) Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan
anak-anak terlantar.

(11) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat
yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan.

(12) Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas
pelaj^ian kesehatan dan fasilitas pelayanan umum
yang layak.

6. Hubungan Negara dengan Warganegara
Hubui^an antara warga negara dengan negara, menurut

Kuncoro^rbopranoto (Cholisin, 1999:21) dapat dilihat dari
perspektif hukum, politik, kebudayaan, dan kesusilaan
Namun perspektif yang aktual dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara adalah perspektif hukum dan politik.

Pertama, pandangan dari perspektif hukum didasarkan
pada konsepsi bahwa warga negara adalah seluruh individu
yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara
(Isjwara, 1980:99). Hubungan hukum antara warga negara
dan negara dibedakan atas (i) hubungan sederajat dan tidak
sederajat dan (ii) hubungan timbal balik dan timbang
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timpang. Hubungan -hukum yang cocok,' antara warga
negara dengan negara yang berasaskan kekeluargaan
adalah sederajat dan timbal balik. Pendapat ini didasarkan
pada pendapat Kuncoro Purbopranoto (Cholisin, 1999:22)
tentang govemants dan govemies alau yang memerintah
dan yang diperintah. Dalam konteks pemerintahan seperti
ini, tidak lagi dikenal perbedaan sifat atau hakikat, tetapi
yang ada adalah perbedaan fungsi, yang pada hakikatnya
mempakan kesatuan. Govemants dan govemies merupakan
komponen yang hakikatnya sama-sama berwujud manusia.
Oleh karena itu, keduanya sudah seharusnya merupakan
satu kesatuan di dalam mewujudkan kehidupan negara
yang manusiawi atau berpihak pada manusia. Perbedaan
fungsi keduanya adalah perbedaan fungsi yang berimplikasi
pada perbedaan tugas. Dalam konteks hubungan yang
timbal balik, warga negara dan negara memiliki kedudukan
yang tidak sederajat, dapat berakibat pada sulitnya
penciptaan hubungan yang harmonis antara keduanya.
Pihak yang diletakkan pada kedudukan yang lebih tinggi
cenderung akan melakukan tindakan yang berbau dominasi
dan hegemoni terhadap pihak yang diietakkan pada
kedudukan yang lebih rendah. Hubungan hukum yang
sederajat dan timbal balik, sesuai dengan ciri negara
hukum Pancasila, m^liputi (a) keserasian hubungan antara
pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan, (b)
hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan
lembaga negara; (c) prinsip penyelesaian masalah secara
musyawarah^dan peradilan merupakan sarana terakhir, (d)
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sifat hubungan
hukum antara warga negara dengan pemerintah Indonesia
dapat diformulasikan sebagai hubungan hukum yang
bersifat sederajat dan timbal balik antara hak dan
kewajiban. Di dalam pelaksanaan hukum tersebut hams
disesuaikan juga dengan tujuan hukum di negara
Pancasila, yaitu memelihara dan mengembangkan budi
pekerti, kemanusiaan, serta cita-cita moral rakyat yang
luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedua, dari perspektif politik seorang warga negara
adalah seorang individu yang bebas serta merupakan
anggota suatu masyarakat politik jika bentuk pemerintahan
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menganut sistem demokrasi. Isjwara (1980:43) memberikan
batasan politik sebagai perjuangan .untuk memperoj^h
kekuasaan, teknik menjalankan kekuasaan, masalafi
pelaksanaan dan kontrol kekuasaan, serta pembentukan
dan penggunaan kekuasaan. Kekuasaan adalah
kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk
mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok Iain
sesuai dengan keinginannya (Miriam Budihardjo, 19^9:10).
Hakikat politik adalah kekuasaan atau power, tetapi tidak
semua kekuasaan adalah kekuasaan politik. Ossip K.
Flechteim membedakan kekuasaan politik menjadi dua
macam, yaitu: (a) kekuasaan sosial yang terwujud dalam
kekuasaan negara (state power) seperti lembaga
pemermtah, parlemen (DPR), presiden; dan (b) kekuasaan
s^ial yang ditujukan kepada negara. Berdasarkan
klasifikasi itu dinyatakan bahwa kekuasaan politik warga
negara tefmasuk jenis kekuasaan yang kedua dan
kekuasaan politik pemerintah merupakan kekuasaan yang
pertama. Kegiatan yang dilakukan oleh warga negara
terhadap pemerintah atau negara pada da^arnya adalah
dalam rangka mempengaruhi pemerintah agar kepentingan-
kepentingannya yang berupa nilai politik dapat
direalisasikan oleh pemerintah. Bentuk kegiatan politik
warga negara untuk memperoleh nilai-nilai politik tersebut
bisa dalam bentuk partisipasi (mempengaruhi pembuatan
kebijakan) dan dalam bentuk subyek (terlibat dalam
pelaksanaan kebijakan).

Bentuk hub^iigan politik antara warga negara dengan
pemerintah bisa berbentuk kooperaUf, yaitu kerja sama
sahng menguntungkan dan kedudukan mereka masing-
masmg adalah sejajar, bisa juga kooptatif ataupun dalam
bentuk patemalistik (negara sebagai patron dan kelompok
sosial tertentu sebagai klien). Bentuk hubungan politik yang
berasaskan kekeluarga^n yang paling baik adalah bentuk
kooperatif karena akan menunjang terciptanya hubungan
pohtik yang harmonis antara warga negara dengan
pemerintah. Konteks ini memberikan gambaran bahwa
hubungan antara pemimpin dengan rakyat atau lebih
khusus lagi antara pamong dan penduduk adalah
hubungan timbal balik yang bersifat konstruktif atau
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hubungan yang saling membantu dan mengawasi, atau
yang dapat diistilahk^ hubungan yang "mong-kinemong".

Berdasarkan beberapa pendapat tentang hubung^
warga negara dengan negara (pemerintah), dapat*
disimpulkan bahwa sifat hubungan politik kooperatif, saling
membantu dan mengawasi, adalah yang paling tepat.

Sebaiknya Anda Tahu ^
Tiga Bentuk Hubungan antara Negara dan Warga negara
(1) Bentuk hubungan dimana negara sangat kuat (dominan)

sementara warga negara sangat lemah menghasilkan
"negara yang otoriter".

(2) Bentuk hubungan dimana negara sangat lemah sementara
warga negara sangat kuat (dominan) menghasilkan "negara
yang anarkhis".

(3) Bentuk hubungan dimana negara dan warga negara dalam
posisi setara menghasilkan "negara yang madani", inilah
bentuk paling ideal yang dicita-citakan banyak bangsa.

Soal-Soal Latihan

A. Soal Uraian v

1. Jelaskan perbedaan pengertian penduduk dan
•warganegara!

2. Apa yang dimaksud dengan ius soli itu?
3. Apa pula yang dimaksud dengan ius sanguinis itu?
4. Jelaskan perbedaan naturalisasi aktif dengan

naturalisasi pasif!
5. Teran^an perbedaan antara apatride dan bipatridel
6. Sebutkan cara memperoleh kewarganegaraan

Indonesia menurut UU No.62 Tahun 1958 Tentang
Kewarganegaraan!

7. Sebutkan minimal 10 macEim hak warga negara
menurut UUD 1945!

8. Sebutkan minimal 5 macam kewajiban warga negara
menurut UUD 1945!

9. Sebutkan minimal 5 macam tugas dan kewajiban
negara!

10. Terangkan 3 bentuk hubungan negara dan warga
negara!
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B. Tugas Diskusi

Bentuklah 4 kelompok di kelasmu, masing-masing
kelompok membuat' makalah sederharia dengan topik (§ i.
bawah ini. Selanjutnya presentasikan makalah kelompok
tersebut di depan kelas untuk didiskusilvan.

(1) Pemenuhan hak- hak warga negara menumt UUD
1945 oleh negara

(2) Kesadaran warga negara untuk menunaikan
kewajibannya

negara terhadap rakyat setelah reformasi
(4) Hubungan negara dan warga negara setelah

reformasi

B. Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa, dan Berneg^ra

1. Persamaan Kedudukan Warga negara (Menurut
Pembukaan UUD 1945)
Hak-hak asasi yang terdapat dalam Pembukaan dan

Batang Tubuh UUD 1945 ini sangat dipengaruhi oleh hak-
hak asasi yang dimuat dalam Pembukaan Konstitusi
Prancis yang dikenal dengan nama "La Declaration des
Droits deVhomme et dti Citoyen" (Hak Asasi Manusia dan-
Warga negara). Atas dasar pemikiran ini pandangan bangsa
Indonesia tentang hak-hak asasi manusia berpangkal pada
titik keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pengakuan a^n hak asasi manusiadinyatakan di dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea 1 yang berbunyi
Kemerdekaan lalah hak segola bangsa Alinea ini
menunjukkan pengakuan hak asasi manusia berupa hak
kebebasan atau hak kemerdekaan dari segala bentuk
penjajahan atau penindasan oleh bangsa lain. Pandangan
mi menitikberatkan pa^a hak kemerdekaan bangsa dari
pada kebebasan individu. Kebebasan individu diakui
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa
dan negara. Selanjutnya, pada alinea 2 dinyatakan bahwa
....mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbanq
kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur. Hal ini menunjukkan adanya
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pengakuan atas hak asasi di bidang politik yang berupa
kedaulatan dan ekonomi. Pada alinea 3 dinyatakan bahwa
... atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta didorong
oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan
yang bebas Alinea ini menunjukkan adanya pengakuan
bahwa kemerdekaan itu berkat anugerah Tuhan Yang Maha
Kuasa. Pada alinea 4 dinyatakan bahwa ... melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, melaksanakan ketertiban dunia Alinea ini
merumuskan juga dasar filsafat negara (Pancasila) yang
maknanya mengandung pengakuan akan hak-hak asasi
manusia.

2. Persamaan Kedudukan Warga Negara (dalam Pasal-
Pasal UUD 1945)
Di dalam Batang Tubuh UUD 1945 termuat hak-hak

asasi manusia/warga negara. Hal ini diatur di dalam pasal-
pasalnya, di antaranya sebagai berikut.

Pasal 27 : Pasal ini berkenaan dengan hak jaminan
dalam bidang hukum dan ekonomi. ^

Pasal 28 : Pasal ini memberikan jaminan dalam
bidang politik berupa hak untuk
mengadakan perserikatan, berkumpul dan
menyatakan pendapat baik lisan maupun
tulisan.

Pasal 28 A : Pasal ini memberikan jaminan akan hak
hidu^'dan mempertahankan kehidupan.

Pasal 28 B : Pasal ini memberikan jaminan untuk
membentuk keluarga, melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah,
jaminan atas hak anak untuk hidup,
tumbuh dan berkembang serta
perlindungan anak dari kekerasan dan
diskriminasi.

Pasal 28 C : Pasal ini memberikan jaminan setiap
orang untuk mengembangkan diri,
mendapat pendidikein, memperoleh
manfaat dari iptek, seni dan budaya, hak
kolektif dalam bermasyarakat.
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Pasal 28 D

Pasal 28 G

Pasal 28H

Pasal 28 I

Pasal ini mengakui jaminan, perlindungan,
perlakuan dan kepastian hukum yang adil,
hak untuk bekerja dan mendapatkan
imbalan yang layak, kesempatan dalam
pemerintahan dan hafe atas
kewarganegaraan.

Pasal 28E : Pasal ini mengakui kebebasan memeluk
agama, memilih pendidikan, memilih
pekerjaan, memilih kewarganegaran,
memilih tempat tinggal. Juga mengakui
kebebasan untuk berkumpul dan
mengeluarkan pendapat.Pasal 28 F : Pasal ini n^ng^i hak untuk
berkomunikasi d^ memperoleh informasi
dengan melalui segala jenis saluran yang
ada.

: Pasal ini mengakui hak perlindungan diri,
keluarga, kehormatan, martabat dan harta
benda, rasa aman serta perlindungan dari
ancaman. Juga mengakui hak untuk
bebas dari penyiksaan atau perlakuan
yang merendahkan martabat manusia,
serta suaka politik dari negara lain.

: Pasal ini mengakui hak hidup sejahtera
lahir batin, hak bertempat tinggal dan hak
akan lingkungan hidup yang baik dan
sehat, hak pelayanan kesehatan, hak
jamman sosial, hak milik pribadi.
Pasal ini mengakui hak yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apa pun yaitu;
hak hidup, hak untuk tidak disiksa. hak
beragama, hak tidak diperbudak, hak
diakui sebagai pribadi di depan hukum,
hak tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut. Pasal ini juga mengkaui
hak masyarakat tradisional dan identitas
budaya.
Perlindungan, pemajuan dan penegakan
hak asasi adalah tanggung jawab negara,
terutama pemerintah.
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Pasal 28 J

Pasal 29

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal ini menegaskan perlunya setiap
orang menghormati hak asasi orang lain.
Juga' penegasan bahwa pelaksanaan hak^
asasi manusia hams tunduk pada
perabatasan-pembatasanya sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan dan ketertiban umum dalam
negara demokratis.
Pasal ini mengakui kebebasan daram
menjalankan perintah agama sesuai
kepercayaan masing-masing.
Pasal ini mengakui hak setiap warga
negara akan pengajaran.
Pasal ini mengakui adanya jaminan dan
perlindungan budaya.

: Pasal ini mengandung pengakuan hak-hak
ekonomi berupa hak memiliki dan
menikmati hasil kekayaan alam Indonesia.

; Pasal ini mengatur hak-hak asasi di
bidang kesejahteraan sosial. negara
berkewajiban mehjamin dayi melindungi
fakir miskin, anak-anak yatim, orang
telantar dan jompo untuk dapat hidup
secara manusiawi.

3. Persamaan Kedudukan Warga Negara (UUD 1945,
DHR, dan Covenant PBB)
Sebagai il®istrasi berikut ini akan diberikan contoh

sekaligus perfeandingan berbagai hak, menurut UUD 1945,
Declaration of Human Rights dan Covenant on Civil and
Political Rights.

a. Hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat
Di dalam UUD 1945 pasal 28 dinyatakan bahwa

kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya
ditetapkan dengan UU. Di dalam Declaration ofHuman
Rights (DHR), pasal 19, dinyatakan bahwa setiap orang
berhak kebebasan mempunyai dan mengeluarkan
pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan
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mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat
gangguan, . dan untuk mencari, menerima dan
menyampaikan keterangan-keterangan dan pQpdapat-
pendapat dengan cara apa pun juga dan "tidak
memandang batas-batas. Di samping itu, di dalam
Covenant on Civil and Political Rights (CCPR), pasal
19, dinyatakan bahwa (1) setiap orang berhak untuk
mempunyai pendapat tanpa mengalami gaggguan; (2)
setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat,
dalam hal ini termasuk kebebasan untuk mencari,
menerima dan menyampaikan segalamacam penerangan
dan gagasan tanpa menghiraukan pembatasan-
pembatasan, baik secara lisan, maupun tulisan atau
tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain
menurut pilihannya.

b. Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum
Di dalam UUD 1945, pasal 27(1), dinyatakan bahwa

segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
•hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Di
dalam DHR, pasal 7 dinyatakan bahwa sekalian orang
adalah sama terhadap UU dan berhak atas perlindungan
hukum yang sama dengan tidak ada perbedaan. Di
dalam CCPR, pasal 26 dinyatakan bahwa semua orang
adalah sama terhadap hukum dan berhak atas
perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.
Dal^ hubungan ini, hukum melarang setiap
diskriminasi serta menjamin semua orang akan
perlindungan yang sama dan efektif terhadap
diskriminasi atas dasar apa pun seperti ras, wama kulit,
kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat
lain, bangsa asal atau kedudukan sosial-asal,
milikjkelahiran atau kedudukan lainnya.

c. Hak atas kebebasan berkumpul
Di dalam UUD 1945, pasal 28 dinyatakan bahw^

kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya
ditetapkan dengan UU. Di dalam DHR, pasal 20
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dinyatakan bahwa' (1) setiap orang mempunyai hak atas
kebebasan berkumpul dan berapat; (-2) tiada seorang jua
pun dapat dipaksa memasuki salah satu perkump\^an.
Di dalam CCPR, pasal 21 dinyatakan bahwa l:^&k
berkumpul secara bebas diakui. Tiada satu pembatasan
pun dapat .dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini,
kecuali yang ditentukan oleh hukum dan yang
diperlukan dalam masyarakat demokratis, demi
kepentingan keamanan nasional atau keselamatan
umum, ketertiban umum, perlindungan terhadap
kesehatan dan moral umum atau perlindungan terhadap
hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain.

d. Hak atas kebebasan beragama
Di dalam UUD 1945, pasal 29, dinyatakan bahwa (1)

negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Mahaesa; (2)
negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Di dalam DHR, pasal 18, dinyatakan bahwa setiap orang,
berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin dan
agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti
agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk
menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara
mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan
menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama
dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun
yang tffsendiri. Di dalam CCPR, pasal 18, dinyatakan
bahwa (1) setiap orang berhak atas kebebasan pikiran,
keinsyafan batin dan agama. Hak ini mencakup
kebebasan untuk memeluk atau menerima agama atau
kepercayaan pilihannya, serta kebebasan untuk baik
secara pribadi atau pun bersama anggota masyarakat
lingkungannya serta secara terbuka ataupun tertutup,
menyatakan agama atau kepercayaannya melalui
ibadah, ketaatan, tindakan dan ajaran. Di samping itu
dinyatakan pula bahwa (2) tak seorangpun dapat
dikenakan paksaan sehingga mengakibatkan
terganggunya kebebasan untuk memeluk atau menerima
agama atau kepercayaan pilihannya. Selanjutnya
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dinyatakan pula bahwa (3) kebebasan untuk
menyatakan. agama atau kepercayaannya hanya^* dapat
dikenakan pembatasan menurut ketentuan ketentuan
hukum dan yang perlu untuk menjaga keselamatan
umum, ketertiban, kesehatan atau moral dan hak-hak
dasar serta kebebasan orang lain. Lebih lanjut
dinyatakan lagi bahwa (4) negara-negara peseta dalam
Perjanjian ini mengikat diri untuk menghormati
kebebasan orang tua dan di mana berlaku, wali hukum,
untuk menjamin pendidikan agama dan moral anaknya
menurut keyakinannya masing-msing.

e. Hak atas penghidupan yang layak
Di dalam 0UD 1945, pasal 27 (2) dinyatakan bahwa

tiap-tiap warga negara berhaK atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di dalam
DHR, pasal 25 dinyatakan bahwa (1) setiap orang berhak
atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan
keadaan baik untuk dirinya dan keluarganya, termasuk ^
soal makanan, pakaian, perumahan, dan perawatan
kesehatannya, serta usaha-usaha sosial yang
diperlukan, dan berhak atas jaminan di waktu
mengalami pengangguran, janda, lanjut usia atau
mengalami kektirangan naflcah Iain-lain karena keadaan
yang di luar kekuasaannya. (2) Ibu dan anak-anak
berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa.
Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam
maupun?' di luar perkawinan. harus mendapat
perhndungan sosial yang sama. Di samping itu, di dalam
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(CESCR), pasal 11 dinyatakan bahwa (1) negara-negara
peserta dalam perjanjian ini mengakui setiap orang atas
tmgkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta
keluarganya, t^rmasuk sandang, pangan, dan
perumahan yang layak, dan perbaikan secara terus
menerus dari lingkungan hidupnya. negara-negara
peserta akan mengambil langkah-langkah yang wajar
untuk menjamin terlaksananya hak tersebut, agar diakui
kejjentingan hakiki dari kerja sama internasionaJ yang
didasarkan atas persetujuan yang bebas.
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f. 'Hak atas kebebasan berserikat
Di dalam UUD 1945, pasal 28 dinyatakan bahwa

kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan^
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya
ditetapkan dengan UU. Di dalam DHR, pasal 23, (4)
dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendirikan dan
memasuki serikat-serikat sekerja untuk melindungi
kepentingannya. Di dalam CESCR, pasal 8 dmyatakan
bahwa (1)-negara-negara peserta perjanjian ini meng^at
diri untuk menjamin; (a) hak setiap oang untuk
membentuk serikat sekerja dan menjadi anggota serikat
sekerja pilihannya, sesuai dengan peraturan organisasi
yang bersangkutan, guna meningkatkan serta
melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi dan
sialnya. Tiada suatu pembatasan pun dapat dikenakan
terhadap.pelaksanaan hak ini, kecuali yang ditentukan
oleh hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat
demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau
ketetiban umum atau untuk melindungi hak-hak serta
kebebasan-kebebasan orang lain, (b) Hak bagi serikat
sekerja untuk mendirikan federasi atau konfederasi
nasional serta hak bagi yang tersebut belakangan untuk
membentuk atau menjadi anggota organisasi serikat
sekerja Internasion^L (c) Hak bagi serikat sekerja untuk
bertindak secara bebas dan hanya dibatasi oleh
ketentuan-ketentuan hukum dan yang diperlukan dalam
masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan
nasional a^u ketertiban umum atau untuk melindimgi
hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, (d) Hak
untuk melancarkan pemogokan, asalkan dijalankan
menurut ketentuan-ketntuan hukum negara yang
bersangkutan. Lebih lanjut, di dalam CCPR, pasal 22
dinyatakan bahwa (1) setiap orang berhak atas untuk
berserikat, termasuk hak untuk membentuk dan ikut
serta dalam serikat-serikat sekerja guna melindungi
kepentingan-kepentingannya.

g. Hak atas pengajaran
Di dalam XJUD 1945, pasal 31 dinyatakan bahwa (1)

tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Di
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sampmg itu dinyatakan pula bahwa (2) pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pengajaran nasional, yang diatur dengan UU. Di^d^lam
DHR pasal 26 dinyatakan bahwa (1) setiap orang berhak
mendapat pengajaran. Pengajaran harus dengan cuma-
cuma, setidak-tidaknya dalam tingkat sekolah dasar.
engajaran sekolah rendah harus diwajibkan.Pengajaran

teknik dan vak harus terbuka bagi semua ^rang dan
pel^aran tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang
sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan. Di

bahwa (2) pengajaran harus ditujukaii kearah
seluas-luasnya serta untukmemperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak

kebebasan asasi. Pengajaran harus
per inggi salmg pengertian, rasa saling menerima

serta rasa saling persahabatan antara semua bangsa
golongan-golongan kebangsaan atau penganut agama'
serta harus memajukan kegiatan-kegiatan PBB dalarrl
memehhara perdamaian. Selanjutnya dinyatakan bahwa ~
(3) ibu-bapak mempunyai hak utama untuk memilih
macam pengajaran yang akan diberikan kepada anak-

bahwa (1) negara-negara perserta dalam perjanjian ini
ata« pendidfkai, Merekasepakat bahwa pendidikan akan mengarah pada

pengem^gan penuh dari kepribadian orang serta
h r ""f? memperkuat rasahomat terhadap hak-hak manusia serta kebebasan-

kebebasan dasar. Di samping itu dinyatakan pula bahwa
2) negara-negara peserta dalam perjanjian ini mengakui
bahwa dalam usaha melaksanakan hak ini secara
penuh: (a) Pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka baai
semua orang. (b) Pendidikan menengah dalam seg^?
bentuknya termasuk pendidikan teknik dan kejurSan
menengah, akan diselenggarakan dan terbuka bagi
semua melalui cai-a-cara yang layak, serta khususnya

pendidikan cuma-cuma sertabertahap. (c) Pendidikan tinggi akan diusahakan terbuka
bagi semua berdasarkan kesanggupan, melalui cara-cara
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yang layak, serta khususnya dengan dimulainya
pendidikan cuma-cuma secara bertahap. (d)Pehdidikan
masyarakat dianjurkah atau ditingkatkan sejauh
mungkin bagi mereka yang belum pernah atau belum
menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh. (e)
Pengembangan sistem sekolah pada setiap tingkat
digiatkan secara kuat, sistem beasiswa yang layal^
diadakan dan syarat-syaat materiil dari staf pengajar
ditingkatkan secara terus menerus. th

4. Persamaan Kedudukan Umat Manusia (Menurut UDHR
pbb;
Secara garis besar macam-macam hak asasi manusia

yang disinggung di dalam UDHR, di dalam kurang lebih 30
pasal, dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu (i)
hak-hak politik dan yuridis, (ii) hak-hak atas martabat dan
integritas manusia, dan (iii) hak-hak sosial, ekonomi, dan
budaya.

Apa perbedaan antara hak politik dan hak sipil? Di satu
sisi, hak politik mempakan hak yang didapat oleh
seseorang dalam hubungan sebagai seorang anggota di
dalam lembaga politik, seperti hak memilih, hak dipilih, hak
mencalonkan diri untuk menduduki jabatan-jabatan politik,
hak memegang jabatan-jabatan umum dalam negara atau
hak yang menjadikan seseorang ikut serta di dalam
mengatur kepentingan negara atau pemerintahan. Dengan
kata lain lapangan hak-hak politik sangat luas, mencakup
asas-asas. masyar^at, dasar-dasar negara, tata hukum,
partisipasi rakyaf di dalamnya, pembagian kekuasaan, dan
batas-batas kewenangan penguasa terhadap warga
negaranya. Di sisi lain, hak-hak sipil dalam pengertian yang
luas mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan;
merupakan hak yang dinikmati oleh manusia dalam
hubungannya dengan warga negara yang lainnya dan tidak
ada hubungannya dengan penyelenggaraan kekuasaan
negara, salah satu jabatan, dan kegiatannya.

Menurut perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial,
dan budaya, yang termasuk hak-hak sipil dan politik antara
lain ialah (i) hak atas hidup, fii) hak atas kebebasan dan
keamanan dirinya, (iii) hak atas keamanan di muka badan-
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badan peradilan, -(iv) hak atas kebebasan berpik!!^,.
mempunyai keyakinan (conscience), beragama, (v) hak
untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan,
(yi) hak atas kebebasan berkumpul secara damai, dan (vii)
hak untuk berserikat. Lebih lanjut, yang termasuk hak
asasi manusia ialah (i) hak atas pekerjaan, (ii) hak \^tuk
membentuk serikat kerja, (iii) hak atas pensiun, (iv) hak
atas tmgkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta
keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan
yang layak, dan (v) hak atas pendidikan.

Pembagian hak asasi manusia yang agak mirip dengan
kedua covenant tersebut di atas, adalah yang mengikuti
pembedaan sebagai berikut.

(1) Hak-hak asasi pribadi atau "personal rights", yang
meliputi kebebasan menyatakan pendapat,
kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak,
dan sebagainya.

(2) Hak-hak asasi ekonomi atau "property rights", yaitu
hak untuk memiliki sesuatu, mfembeli, dan
menjualnya serta memanfaatkannya.

(3) Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang
sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang
biasa disebut- "rights oflegal equality".

(4) Hak-hak asasi politik atau "political rights", yaitu
hak untuk ikut serta.dalam pemerintahan, hak pilih
(memili^,,dan dipilih dalam pemilihan umum), hak
mendiriKan partai politik, dan sebagainya.

(5) Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau "social
and culture rights", misalnya hak untuk memilih
pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan
sebagainya.

(6) Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata
cara peradilan dan perlindungan atau "procedural
rights , misalnya peraturan dalam hal penangkapan,
pcnggeledahan, peradilan, dan sebagainya.

5. Persamaan Kedudukan Warga Negara (dalam XJU No.
39/1999 tentang HAM)
Dalam amandemen kedua UUD 1945, ada ketentuan

yang secara eksplisit menggunakan istilah hak asasi
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manusia, yaitu pada Bab XA yang berisikan pasal 28A s.d.
28 J (penyempurnaan pasal 28). Dalam UU No. 39 Tahi^
1999 jaminan hak asasi manusia tampak lebih rinci lagi."
Hal itu terlihat dari jumlah bab dan pasal-pasal yang
dikandungnya relatif banyak yaitu terdiri atas 11 bab dan
106 pasal. Apabila dicermati,. jaminan tentang hak-hak
asasi manusia dalam UUD 1945 dan penjabarannya c^lam
Undang-undang No. 39 Tahun 1999, secara garis besar
meliputi hal-hal berikut ini.

(1) Hak untuk hidup (misalnya hak mempertahankan
hidup, memperoleh kesejahteraan lahir batin, dan
memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat).

(2) Hak bcrkeluarga dan melanjutkan ketumnan.
•(3) Hak mengembangkan diri (misalnyahak pemenuhan

kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup,
memperoleh manfaat dari Iptek, memperoleh
informasi, dan melakukan pekerjaan sosial).

(4) Hak memperoleh keadilan (misalnya hak kepastian
hukum dan persamaan di depan hukum).

(5) Hak atas kebebasan pribadi (misalnya hak memeluk
agama, keyakinan politik, memilih status

•kewarganegaraan, berpendapat dan
menyebarluaskannya, mendirikan parpol, LSM dan
organisasi lain, bebas bergerak, dan bertempat
tinggal).

(6) Hak atas rasa aman (misalnya hak memperoleh
suak^ .-'politik, perlindungan terhadap ancaman
ketakutan, melakukan hubungan komunikasi,
perlindungan terhadap penyiksaan, dan
penghilangan nyawa).

(7) Hak atas kesejahteraan (misalnya hak milik pribadi
dan kolektif, memperoleh pekerjaan yang layak,
mendirikan serikat kerja, bertempat tinggal yang
layak, kehidupan yang layak, dan jaminan sosial).

(8) Hak turut serta dalam pemerintahan (misalnya hak
memilih dan dipilih dalam pemilu, partisipasi ^
langsung dan tidak langsung, diangkat dalam
jabatan pemerintah, dan mengajukan usulan
kepada pemerintah).
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(9) Hak wanita (hak yang sama/tidak ada diskrifninasi
antara wanita dan pria dalam bidang politik,
pekerjaan, status kewarganegaraan, dan
keluarga/perkawinan).(10) Hak anak (misalnya hak perlindungan oleh orang
tua, keluarga, masyarakat dan negara ^beribadah
menurut agamanya, berekspresi, perlakuan khusus
bagi anak cacat, perlindungan dari eksploitasi
ekonomi, pekerjaan, pelecehan seksual,
perdagangan anak, penyalahgunaan narkotika!

•psikotropika, dan zat aditif lainnya).

Soal-Soal Latihan
A. Soal Uraian

1. Jelaskan bahwa pembukaan UUD 1945 juga
mengamanatkan persamaan kedudukan manusia dan^
persamaan kedudukan warga negara!

2. Sebutkan beberapa pasal dalam'UUD 1945 yang
mengatur persamaan kedudukan setiap warga negara!

3. Jelaskan ketentuan dalam UUD 1945 dan UDHR yang
menyatakaiv persamaan kedudukan manusia dan
warga negara untuk menyatakan pendapat!

4. Jelaskan ketentuan dalam UUD 1945 dan UDHR yane
menyatakan persamaan kedudukan manusia dan
warga,negara dalam hukum!

5. Jelaskan ketentuan dalam UUD 1945 dan UDHR yang
menyatakan persamaan kedudukan manusia dan
warga negara untuk berserikat dan berkumpul!

6. Jelaskan ketentuan dalam UUD 1945 dan UDHR yang
menyatakan persamaan kedudukan manusia dan
warga negara untuk beragama!

7. Jelaskan ketehtuan dalam UUD 1945 dan UDHR yang
menyatakan persamaan kedudukan manusia dan

layS^ '̂ ^Sara untuk mendapatkan penghidupan yang
8. Jelaskan ketentuan dalam UUD 1945 dan UDHR yang

menyatakan persamaan kedudukan manusia dan
warga negara untuk mendapatkan pengajaran!
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B. Tugas Diskusi
Bentuklah' 6 kelompok di kelasmu, masing-masing

kelompok ihembuat makalah sederhana dengan^ topik di
bawah ini. Selanjutnya, presentasikan makalah kelompok
tersebut di depan kelas secara bergantian.

1. Persamaan kedudukan warga negara untuk
menyatakan pendapat!

2. Persamaan kedudukan warga negara dalam hukum!
3. Persamaan kedudukan warga negara untuk berserikat .

dan berkumpul!
4. Persamaan kedudukan warga negara untuk

beragama!
5. Persamaan kedudukan warga negara untuk

mendapatkan penghidupan yang layak!
6. Persamaan kedudukan warga negara untuk

mendapatkan pengajaran!

C. Menerapkan Prinsip Persamaan Warga Negara dalam
Berbagai Bidang Kehidupan

1. Persamaan Hak untuk Mengemukakan Pendapat
Reformasi telah memberikan perubahan hampir di

semua sektor. Perubahan itu tidak hanya di dunia politik
tetapi menyangkut kebebasan mengeluarkan
pendapat; Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers
(UU Pers) telah memberi warna baru bagi dunia pers yang
berbeda dari era orde baru. Pers lebih memiliki peluang
unt^lt berpendapat secara terbuka dan ini merup^an
suasana yang mendukung bagi industri pers nasional.
Kebebasan Pers telah ikut memberikan pencerahan dalam
perubahan-perubahan sosial yang penting di masyarakat.
Ini berarti Pers memiliki kebebasan dalam peranannya
sebagai jembatan informasi kepada khalayak. Pers
menyuguhkan berita disamping aktual juga faktual,
sementara masyarakat sendiri juga memiliki kebebasan
untuk mengemukakan pendapat dan menitipkan pesan,
pendangan, kritik, protes, tentang realitas persoalan mng
mereka hadapi baik yang terkait dengan kepentiriian $
bangsa dan negara tanpa keraguan kepada Pers.
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Untuk membuat pers Indonesia lebih profesional
bertariggung jawab, dan menghormati hak asasi manusia
sesuai dengan peranan pers sebagai media informasi, ada
beberapa ketentuan yang harus di taati. Sebagaimana
ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 UU, pers
diwajibkan untuk (i) memenuhi hak masyarakat untuk
mengetahui, (ii) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi
mendorong terwujudnya supremasi hukhm, dan hak asasi
manusia serta menghormati kebhinekaan, (iii)
mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi
yang tepat, akurat, dan benar, (iv) melakukan pengawasan,

. kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan
deng^ kepentingan umum, serta (v) memperjuangkan
keadilan dan kebenaran. Di sisi lain, penegasan
kemerdekaan pers yang tertuang dalam Pasal 4, UU No 40
Tahun 1999 berupa pernyatakan bahwa (i) kemerdekaan
pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, (ii) terhadap
pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan
atau peiarangan penyiaran, (iii) untuk rnenjamin
kemerdekaan pers, pers nasional mempunysu hak mencari,
memperoleh, dan menyebarluasl^an gagasan, dan informasi,'
serta (iv) dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di
depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Sebaiknya Anda Tahu
HakikatKemerdekaan Mengemukakan Pendapat
^^ecara kodrati setiap individu manusia memiliki
l^endak untuk menyampaikan atau tidak menyampaikan
dan menenma atau menolak suatu hal yang menjadi buah
pikirannya kepada orang lain. Jika kehendak ini tidak bisa
diwi '̂udkan, hak-hak orang untuk mengemukakan pendapat
telah dirampas dan dikekang. Mengkomunikasikan sesuatu
yang ada pada akal manusia merupakan kebutuhan
fundamental dalam nilai kehidupan manusia. Seiak
terben^kriya masyarakat dengan kehidupan ifang
sederhana sampai dengan kehidupan yang modern^ hak
kemerdekaan berpendapat sangat meneMkan^
perkembangan masyarakat tersebut.
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Jaminan perlindungan hak kemerdekaan mengemukakan
pendapdt' ini tertuang dalam peraturan nasional maupun
internasional sebagai berikut. ^ »

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 19 \
Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai

dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk
kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan
tidak mendapat gangguan, dan ^ntuk mencari^
menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan
dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan
tidak memandang batas-batasnya.

2. Kovenan hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 19
Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat

tanpa mengalami gangguan. Selain itu, setiap orang
berhak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan
segala macam penerangan dan gagasan tanpa
menghiraukan pembatasan-pembatasan, baik. secara
lisan maupun tulisan atau tercetak, dalam bentuk seni,
atau melalui media lain rnenurut pilihannya.

Pelaksanaan hak-hak yang tercantum dalam ayat-
ayat dari Pasal ini membawdkan kewajiban-kewajiban
dan tanggung jawab yang khusus. Oleh sebab itu,
dapat dikenakan pembatasan-pembatasan tertentu,
tetapi pembatasan-pembatasan ini terbatas pada yang
sesuai dengan ketentuan hukum dan yang perlu, yaitu
dalam hal untuk menghormati hak-hak atau nama baik
orang lain, dan untuk perlindungan keamanan

•?' nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan dan
moral umum.

3. Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945.
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisandan
sebagainya ditetapkan dengan Undang Undang.

Selanjutnya dalam Pasal 28 B ayat (3) disebutkan
bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat Lebih
lagi amandeman UUD 1945 dalam Pasal ^ F
menyatakan bahwa setiap orang yang berhaJz untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya, serta
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berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampq^kan informasi
dengan menggunakan segala jenia shluran uano
tersedia. ^ ^

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi faktor penting yang
selama perjalanan bangsa ini telah berhasil mengikat

Indonesia yang berbhinneka dafam suku bangsb.
„ bahasa, budaya, agama, adat istiadat. Oleh karena itu

penyempumaan dalam amandemen dirasakan perlu dan
keadaan di nvzsyarakat

®menerus menjadi konsitusi yang
hidonesta memberikan semangat bagi bangsa

untuk Berunjuk Rasa (UU No.9/1998)
Melalui Undang-Undang No 9 tahun 1998 tata cara

pendapat di muka umum diatur sebagai

(1) Unjuk rasa atau dempnstrasi sebagai bentuk
penyampaian pendapat di muka umum yang
dilakukan oleh seorang atau lebih untuk
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan
sebagainya secara demonstratif. Demonstrasi
diartikan sebagai unjuk rasa; tindakan bersama
untuk menyatakan protes. Pendapat yang

^ disampaikan dalam unjuk rasa bisa juga berupa
t' kritik konstruktif atas kebijalcan-kebijakan

pemerintah. Dalam berdemontrasi para demonstran
harus tetap menjaga ketertiban, kedamaian,
keamanan, dan tidak bertindak anarkis dengan
secara sewenang-wenang merusak fasilitas umum
seperti rambu-rambu lalu lintas. telpon umum, dan
sebagainya. Demontrasi yang dilakukan secara
anarkis hanya akan menimbulkan kerusuhan dan
kerugian. Berunjuk rasa bisa menggunakan m;edia
seperti poster, spanduk-spanduk yang bertuliskan ^
pesari, pendapat, protes, atau kritik.

(2) Pawai sebagai cara penyampaian pendapat di muka
umum dengan arak-arakan di jalan umum.
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(3) Rapat umum sebagai carai mengemukakan pendapat
dengan pertemuan terbuka yang dilakukan untuk
'menyampaikan pendapat dengan tema>tertentu.

(4) Mimbar bebas sebagai cara penyampaian pendapat
di muka umum dengan. mengadakan pertemuan

. yang dilakukan secara bebas tanpa tema tertentu.

Cara mengemukakan pendapat apapur^yang digunakan,
setiap orang harus menjunjung tinggi keutuhan, persatuah,
dan kesatuan bangsa, menjauhkan diri dari permusuhan,
kebencian dengan sesama, dan jangan sampai melakukan
penghinaan, pelecehan terhadap suku, agama, ras,
antargolongan dalam kehidupan bermasyarakat

Sebaiknya Anda Tahu
Unjuk Rasa Tuntut Pendidikan Murah

Samarinda, Kompas - Puluhan aktivis mahasiswa dari
organisasi massa yang mengatasnamakan Forum Solidaritas
Mahasiswa dan Rakyat Peduli Pendidikan Kalimantan Timur
melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Gubemur
Kalimantan Timur, Selasa (4/5)) Pengunjuk rasa menuntut
agar Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan pendidikan
yang murah bagi rakyat

Pengunjuk rasa juga meminta kesejahteraan guru lebih
diperhatikan dan guru diperlakukan secara adil seperti
pegawai di sektor lain. Elemen mahasiswa yang berunjuk
rasa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas

•J^lawarman, BEM Politeknik Negeri Samarinda, Kesatuan
Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kaltim, Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI) Samarinda, Gempar Samarinda, dan
HMI Kaltim.

"Anggaran pendidikan masih sangat kurang, kami
menuntut adanya pendidikan murah dan kesejahteraan
para teriaga pendidik ditingkatkan," ujar Adi Supriyadi,
aktivis dari BEM Universitas Mulawarman.

Diungkapkan Adi, Kaltim. merupakan daerah yang kaya
terbukti dengan jumlah APBD sangat besar, yakni seh^p.r Rp
3 triliun. Akan tetapi, anggaran untuk sektor pendidikcm
hanya sekitar Rp 85 miliar. Angka itu mencerminkan
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Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak peduli pada
pendidikan.

Ditambahkan, kondisi yang lebih mempri&dnkan, dari
jumlah penduduk Kalimantan Timur sebanyak 2,7 juta 40

uana""&fjnk^W'°h mendapatkan pendidikan
• u dirasakan adalahmasyarakat Kaltim kembali terbelakang

At
\

(dikutip dari Kompas, Rabu, 5 Mei 2004)

kemerdekaan tanggal 17 Agustus
sendiri h« d'bentuk tentara kebangsaan. UUD 1945sendiri hanya memuat dua pasal mengenai angkatan

ditetapkan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi
pl?a ®"8katan laut, dan angkatan udara.
hJ^if if j ditentukan bahwa tiap-tiap warga negararhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan
neg^a. Syarat-syarat tentang pembelaan negara diatur
dengan undang-undang. Dengan demikian, tidak

dllam perkembangan tentara Indonesia
ri.i T Republik Indonesia lebih banyakditentukan oleh dmamika jalannya revolusi perjuangan
bangsa daripada oleh ketentuan UUD.

warga negara ialah orang-orang

hukTm^'ash maupun keturunan yang tunduk kepadadasar Indonesia dan hukum-hukum lain yang
Kes^?«"n hru "nggal dalam wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia, maupun yang berada di luar

demikian. yang berhak dan wajib ikut
pembelaan negara itu tidak terbatas pada

^ angkatan bersenjata tetapi seluruh warga negara
aban/blcfr®' ^aryawan perusahaan
oelaifr^ ' raahasiswa sett«pelajar semua wajib ikut membela negaranya

bahw j®"'' sebelum Indonesia merdeka
ada. Sebagai bukti, perlawanan terhadap penjajah
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dilakukan oleh rakyat bangsa ini sejak pertama kali
datangnya penjajah di burni Nusantara ini. Sebagai contoh,
di antaranya iaiah Perang Bali (1814-1849^, ^Perang Padri
(1821-1837), Perang Diponegoro atau disebut juga Perang
Jawa (1825-1830), Perang Batak (1870-1907), dan Perang
Aceh (1870-1904). Di samping itu, perlawanan rakyat
Indonesia terhadap Belanda pada masa revolusi fisik dapat
ditunjukkan pula sebagai bukti. Semu^orang yang masih
kuat, para pemuda serta pemudi, baik pegawai negeri
maupun swasta, para petani dan pedagang, bahkan tuna
karya semua terjun dalam kancah perlawanan terhadap
Inggris dan Belanda. Dalam mendukung perlawanan itu,
ada yang berjuang di garis depan, ada yang bekerja di
dapur umum, para petani menyediakan beras dan lauk
pauknya, penduduk menyediakan rumah-rumahnya untuk
para pejuang, para pedagang menyediakan barang-barang
kebutuhan untuk para prajurit serta rakyat umum yang
sedang ikut revolusi. Tidak jarang mereka juga
mengusahakan persenjataan untuk kepentingan
perlawanan, yang semuanya dilakukan atas dasar
kesadaran tanpa pamrih, tanpk memikirkan balas jasa dan
kedudukan.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa pembelaan
negara'" bukanlah hanya berarti kita sernua harus
menyandang senjata, melainkan mempunyai arti luas, yaitu
pembelaan dalam segala bidang kehidupan, baik
perekonoman, politik, ideologi, sosial, budaya dan

•$kemiliteran.

4. Persamaan Hak Bela Negara (UUD 1945 Setelah
Amandemen)
Sehubungan dengan hak bela negara, sesuai derigan

UUD 1945 setelah Amandemen, perlu diperhatikan
ketentuan yang tercantum di dalam beberapa pasal berikut
ini.

Pasal27Ayat3 : Setiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam up|ya
pembelaan negara.
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Pasal 30 Ayatl : Tiap-tiap warga negara berhak dan
ikut serta ^dalam usaha

pertahanan dan keamafian negara.
Pasal30Ayat2 : Usaha pertahanan dan keamanan

dilaksanakan melalui . Sistem
Pertahanan Keamanan Rakyat
Semesta oleh TNI (Angkatan Darat,
Angkatan Laut, IVngkatan Udark),
dan Polri sebagai kekuatan utama
serta rakyat sebagai kekuatan
pendukung.

: TNI terdiri atas Angkatan Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
sebagai alat negara bertugas
mempertahankan dan memelihara
keutuhan dan kedaulatan negara.

: Polri sebagai alat negara yang
menjaga keamanan dan ketertiban
masya.rakat dan bertugas
melindungi, mengayomi, melayani
masyarakat serta menegakkan
hukum.

: Susunan dan kedudukan TNI,
Kepolisian negara Republik
Indonesia, hubungan kewenangan
TNI dan Kepolisian negara Republik
Indonesia didalam menjalankan

• tugas, syarat-syarat keikut sertaan
warga negara dalam usaha
pertahanan dan keamanan, serta
hal-hal yang terkait dengan
pertahanan dan keamanan negara
diatur dengan undang-undang.

5. Pereamdan Hak Bela Negara (UU No. 3/ 2002 tentang
Pertahanan Negara)

dengan^LJUNo 3/2002 tentang pertahanan negara, perlu diperhatikan
ketentuan yang tercantum di dalam beberapa pasal berikut

Pasal 30 Ayat 3

Pasal 30 Ayat 4

Pasal 30 Ayat 5

$
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Pasal 9 ayat (1)

Pasal 9 ayat (2)

Pasal 9 ayat (3)

Pasal 2

Pasal 4

Setiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam upaya bela
negara yang diwujudkan d^ann
penyelenggaraan pertahanan negara.
Keikutsertaan warga negara dalam
upaya bela negara, sebagaimana
dimaksudkan dalam ayat (1),
diselenggarakan melaiui pen^idikan
kewargangaraan, pelatihan dasar
kemiliteran secara wajib, pengabdian
sebagai prajurit Tentara Nasioal
Indonesia secara sukarela atau

secara wajib, serta pengabdian
sesuai profesi .
Ketentuan mengenai pendidikan
kewarganegaraan, pelatihan dasar
kemiliteran secara wajib, dan
pengabdian sesuai dengan profesi
diatur dengan uridang-undang.
Hakikat pertahanan negara adalah
segala upaya pertahanan bersifat
semesta yang penyelenggaraannya
didasarkan pada kesadaran hak dan
kewajiban warga negara serta
keyakinan pada kekuatan sendiri.
Pertahanan negara bertujan untuk
menjaga dan melindungi kedaulatan^
negara, keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan
keselamatan segenap bangsa dari
segala bentuk ancaman.

6. Persamaan Hak Warga Negara dalaxn Hukum
a. Hak-hak Tersa^gka, Terdakwa, dan Saksi

Sebagaimana telah dirumuskan dalam KUHAP Pasal 1
butir ke 14, tersangka adalah seorang yang karena
perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti
permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Terhadap tersangka harus tetap diberlakukan asas
praduga tak bersalah. Seorang tersangka memang bisa
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ditangkap dafi ditahan, tetapi tata cara penangkapan
dan penahanannya harus sesuai dengan jj^indang-
undang. Di dalam KUHAP Pasal 1 butir ke 5 diselDutkan
bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang
dituntut, diperiksa, dan diadili di "sidang pengadilan.
Begitu juga terhadap terdakwa, dia harus tetap
diperlakukan secara adil, hak-haknya harus tetap
dihormati sesuai ketentuan undang-undang.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan,
dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang
didengamya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri. Setiap
warga negara seharusnya mau menjadi saksi apabila ia
mengetahui sebuah perkara pidana. Fungsi saksi ini
sangat penting dalam menegakkan kebenaran. Indonesia
sudah waktunya untuk memiliki undang-undang tentang
perlindungan saksi mengingat banyak saksi yang
terancam ketenteraman dan keselamatan hidupnya
karena dituduh mencemarkan nama baik tersangka atau-
terdakwa. Akibatnya, banyak orang menghindar untuk
menjadi saksi.

Sebaiknya Anda Tahu
Setiap Warga negara Harus Diperlakukan Adil di
Depart Peradilan,
• Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa".
• Peradila^'dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaua

ringan.
• Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak

lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali
dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-
Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

• Pengadilan men^adili menurut hukum dengan tidak
Tnembeda-bedakdn orang.

• Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaua
ringan.
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b. Menghormati.Asas Praduga Tak Bersalah
Dalam pasal" 8 UU No. 14 tahun 1970 dinyatal^&n

bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan,
dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan,
wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan
pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan
memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Berda^rkan
asas ini, bagi seseorang sejak disangka melakukan
tindak pidana tertentu sampai mendapat putusan yang
mempunyai kekuatan hukum pasti dari hakim
pengadilan, masih memiliki hak-hak individunya sebagai
warga negara. Dengan hak-hak individu tersebut,
seseorang dapat mengajukan dirinya kepada yang
berwenang untuk segera mendapat permohonan oleh
penyidik (tidak dibiarkan sampai berlarut-larut dengan
alasan TDanyak tugas), hak segera mendapat pemeriksa^
oleh pengadilan dan mendapat putusan yang seadil-
adilnya, hak untuk memperoleh pemberitahuan tentang
hal "yang disangkakan dan didakwakan, hak untuk
mempersiapkan pembela, hak untuk memperoleh juru
baiiasa kalau dirinya kurang paham menggunakan
bahasa Indonesia, hak untuk mendapat bantuan hukum
dan s^lama berstda di tahanan berhak untuk mendapat
kunjungan dari keluarga.

Sebaiknya Anda Tahu
Setiap Wa^ga negara Harus Diperlakukan Santa di
Depan Hukum
• tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan

pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-
undang.

• Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana., kecuali apabila
pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut
undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang
yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah
atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

® Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan,
penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas
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penntah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

• Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, d^utitut,
dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib
dianggap tidak hersalah sebelum adaputusan pengadilan
yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
Seftap orang yang ditangkap, ditahan, ditimtut, atau
diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau
ko.rena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang
ditetapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan
rehabilitasi.

• Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud di atas dipidana. Ketentuan
mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian,
rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam
undang-undang.

c. Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan dan
Pemeriksaan ^
Sebagaimana disebutkan dalam pasal 50 KUHAP,

tersangka .jaerhak segera mendapat pemeriksaan oleh
penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut
umum serta segera diajukan ke pengadilan oleh
penuntut umum, hal mana mencegah terkatung-
ka^ngnya suatu perkara sehingga tidak bisa segera
mengetahui bagaimana nasibnya. Dalam pemeriksaan,
polisi dapat melakukan penangkapan seseorang yang
dicurigai melakukan suatu tindak pidana. Penangkapan
dilakukan untuk kepentingan penyelidikan oleh penyidik
atas perintah pen3ddik dan pen3ddik (penuntut umum)
pembantu. Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang
dapat ditangkap atau bahkan dapat dilakukan
penahanan kalau diperlukan. Suatu penahanan dapat
dilakukan berdasarkan dugaan dan bukti yang cukup
bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana
tertentu dan dikhawatirkan melarikan diri yang da^t
menghilangkan bukti-bukti atau mengulang tindak
pidana lagi.
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Sebaiknya Anda Tahu
Hak Warga negara untuk Banding
• Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat

dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oteh pihak-
pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang
menentukan lain.

• Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, yang
tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau
putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat
dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-
pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang
menentukan lain.

• Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding
dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh
pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang
menentukan lain.

• Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan
dapat mengajukan peninjauan kembali kepada
Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan
tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

• Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh
mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan

• Ungkungarx peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali
dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua
Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili
ol^fipengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

• Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan
dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu
dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan
atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar
untuk mengadiU.

• Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta
hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta
bersidang.
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d. Hak-Hak Tersangka untuk Mendapatkan Bantuan
. Hukum ^

Menurut ketentuan hukum, seorang yang menjadi
tersangka berhak untuk rnendapatkan bantuan hukum.
Bantuan hukum tersebut diberikan agar tersangka tetap
terlindungi hak asasinya. Sejak proves pemeriksaan^oleh
penyidik polisi/jaksa, seorang tersangka sudah berhak
didampingi oleh penasihat hukum (advokat). Kehadiran
penasihat hukum dalam penyidikan ini akan sangat
bermanfaat bagi tersangka agar ia tidak diperlakukan
sewenang-wenang. Tersangka pun akan lebih berani
untuk mengemukakan kebenaran sesuai dengan
kenyataan.

Dalam tahap pemeriksaan peranan penasihat hukum
iebih bersifat pasif, yaitu melihat dan mendengar saja,
tetapi dalam proses persidangan peranan penasihat
hukum akan lebih aktif. Sejak persidangan dimulai
penasihat hukum dap.at terus mengikuti ~jalannya
persidangan, mendampingi, memberi nasihat, bertanj'a,
menyanggah, melakukan pembelaan, dan melakukan
upaya hukum seperti banding. Semua itu dimaksudkan
untuk melindungi hak-hak tersangka.

Halrhal yang berkaitan dengan bantuan hukum ini
dalam HIR diatur melalui pasal-pasal berikut.
(i) Pasal 83h ayat (1), yang menyatakan bahwa jika

seseorang dituduh bersalah melakukan suatu
_ . kejahatan yang diancam dengan hukuman mati,

•1 maka jaksa hendaklah menanyakan kepadanya
apakah ia mau dibantu di pengadilan oleh seorang
penasihat hukum/sarjana hukum

(ii) Pasal 25A ayat (1), yang menyatakan bahwa dalam
persidangan tiap-tiap orang yang dituduh berhak
dibantu oleh pembela untuk mempertahankan
dirinya.

Sebaiknya Anda tahu
Ketentuan Tentang Pemberian Bantuan Hukum

Berkaitan dengan pemberian bantuan hukum, ada
beberapa peraturan yang mengaturnya. Peraturan-peraturan
tersebut adalah sebagai berikut.
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(1) UU-No.. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan
ppkok kekuasaan kehakiman. Di dalam UU tersebut
diatur suatu ketentuan mengenai 'bempj.an hukum.
Dalam ketentuan tersebut diatur secara tegas adanya
suatu jaminan bagi seseorang untuk memperoleh

. bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan
perkara pidana. Beberapa pasal yang secara khusus
mengatur bantuan hukum adalah
Pasal 35 yang menyatakan bahwa setiap orang yang

tersangkut perkara berhak memperoleh
bantuan hukum,

Pasal 36 yang menyatakan bahwa dalam perkara
pidana seorang tersangka terutama sejak
saat dilakukan penangkapan dan/atau
penahanan berhak menghubungi dan
meminta bantuan penasihat hukum,

Pasal 37 yang menyatakan bahwa dalam memberi
bantuan hukum tersebut pada pasal 36 di
atas penasihat hukum membantu
melancarkari penyelesaian perkara dengan
menjunjung tinggi Pancasila, hukum, dan
keadilan, serta

Pasal 38 yang menyatakan bahwa ketentuan-
ketentuan dalam pasal 35, 36, dan 37
tersebut diatur lebih lanjut dengan Undang-
undang.

(2) Pemyataan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri
Kehakimam, Jaksa Agung, Wakil Pangab,
Pangkokamtib, Kepala Staf Kopkamtib, dan Kapolri
pada tanggal 10 November 1978. Salah satu isi
pemyataan bersama tersebut adalah bahwa pada
tingkat pemeriksaan pendahuluan rruxka seorang
tersangka terutama sejak saat dilakukan
penangkapan dan atau penahanan dapat memperoleh
bantuan hukum dan mengadakan hubungan dengan
keluarga atau penasihat hukum.

(3) Instruksi Pangkopkamtib tanggal 27 Novembek^ 197^
No. Ins. 03/Kopkam/XI/178 tentang pedoman
sementara untuk melaksanakan bersama sebagai
pokok-pokok petunjuk berkenaan dengan bantuan
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hukum. Dalam instruksi ini ^isebutkan bahwa bantuan
hukum pada tingkat pemenk^aan pendahuluan maka
seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan
penangkapan dan atau penahanan dapat memperoleh
bantuan hukum dan mengadakan hub'ungan dengan
keluarga atau penasihat hukum.

(4) Keputusan Menteri Kehtikiman No. M. 02. UM. 0908
tahun 1980. Dalam pasal 1 disebutkan tentang
pemberian bantuan hukum sebagai berikut.
• Pemberian bantuan hukum dalam pasal ini

diselenggarakan melalui badan peradilan umum.
• Bantuan hukum diberikan kepada tersangka yang

kurang mampu dalam perkara pidana yang
diancam dengan pidana lima tahun penjara atau
lebih, seumur hidup atau pidana mati atau yang
diancam dengan pidana kurang dari lima tahun
tetapi perkara tersebut menarik perhatian
masyarakat.

7. Persamaan Hak-Haik Warga Negara Menurut PBB
Pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum PBB

mengesahkan Universal Declaration of Human Rights
,: (UDHR), yang memungkinkan HAM bersifat universal, yang

tidak lagi lokal atau merupakan kepentingan suatu negara
melainkan hak asasi untuk seluruh umat manusia di
dunia. Sebenarnya UDHR tersebut disebut sebagai tonggak
perjuangan HAM yang kedua setelah Bill of Rights. UDHR
terdin dari 30 pasal dengan satu pembukaan (Mukadimah)
yang terdiri dari 6 alinea. Dilihat dari isinya UDHR terdiri
dari tiga kategori. Pertama, hal-hal yang berhubungan
dengan hak-hak sipil dan politik yang menjadi hak semua
orang diatur dalam Pasal 3-21. Kedua. hal-hal yang
berhubungan dengan hak-hak ekonomi. sosial. dan
kebudayaan yang menjadi hak semua orang diatur dalam

PaS 28 30 pasal-pasal ig,Qnut|̂ p, yaitu
Lebih rinci, substansi yang diatur sebagai hak-hak sipil

dan politik meliputi hak untuk bebas dari diskriminasi,
untuk memiliki kehidupan, kebebasan, dan keamanan,'
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untuk bebas •.beragama, untuk bebas berpikir dan
berekspresi, untuk bebas berkumpul dan berserikat, untuk
bebas dari penganiayaan dan hukuman kejam.^untuk
menikmati kesamaan dihadapan hukum, untuk bebaS dan
penangkapan secara sewenang-wenang, untuk memperolen
peradilan yang adil, untuk mendapat perlindungan
terhadap kehidupan pribadi (privasi), dan untuk bebas
bergerak. Hak sosial dan ekonomi di dalam d^arasi itu
mencakup hak untuk menikah dan membentuk keiuarga,
untuk bebas dari perkawinan paksa, untuk memperoleh
pendidikan, untuk mendapat pekerjaan, untuk menikmati
standar kehidupan yang layak, untuk istirahat dan
bersenang-senang, serta untuk memperoleh jamman
selama sakit, cacat atau tua. . , , . i

HAM sebagaimana yang dipahami di dalam dokumen-
dokumen HAM yang muncul pada abad ke-20 seperti
UDHR, mempunyai beberapa ciri yang menonjol. Pertama,
HAM adalah hak, yang menunjuk pada norma-norma yang
pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya
bersifat wajib. Kedua, hak-hak ini dianggap bersifat
universal, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena
ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan secara
tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis
kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan
tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang
memiliki-atau tidak memiliki HAM. Hal ini juga menyiratkan
bahwa'hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia.
Salah satu ciri HAM yang berlaku sekarang adalah HAM itu
merupakan isu internasional. Ketiga, HAM dianggap ada
dengan sendirinya, tidak bergantung pada pengakuan d^
penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum di
negara-negara tertentu. Hak ini boleh jadi memang belum
merupakan hak yang efektif sampai ia dijalankan meniirut
hukum, nanlun hak itu eksis dan sebagai standar argumen
dan kritik yang tidak bergantung pada penerapan
hukumnya. Keempat, HAM dipandang sebagai norma-
norma yang penting. Meski tidak seluruhnya ber^at
mutlak dan tanpa perkecualian, HAM cukup ku^
kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk
diberlakukan di dalam benturan dengan norma-norma
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nasional yang bertentangan, dan untuk maii^benarkan aksi
internasional yang dilakukan demi HAM. Kelima, hak-hak
ini mengimplikasikan kewajib^an bagi individu maupun
pemerintah. Adanya kewajiban ini, sebagaimana hal-nya
hak-hak yang berkaitan dengannya, dianggap tidak
bergantung pada penerimaan, pengaku^, atau penerapan
terhadapnya. Pemerintah dan orang-orang yang berada di

. mana pun diwajibkan untuk tidak nielanggar hak
seseorang, kendati pemerintah dari orang tersebut mungkin
sekaligus memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil

. larigkah-langkah positif guna melindungi dan menegakkan
hak-hak orang lain.

8. Beberapa Peraturan Lain yang Menunjukkan
Persamaan Kedudukan Warga Negara
a. Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (Kepres N. 36

Tahun 1990)
Majelis Umum PBB dalam sidangnya yang ke-44 pada

bulan Desember 1989 telah b^rhasil menyepakati sebuah
resolusi, yaitu Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5
Desember 1989 tentang Convention on the Rights of the
Child. Sehubungan dengan pengertian anak, konvensi
menekankan pada falctor umur, yakni setiap orang yang
masih berumur di bawah 18 tahun, kecuali jika
berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak ketentuan
batas umur lebih rendah dari 18 tahun. Situasi dan

•gkondisi anak-anak di berbagai belahan bumi yang
digambarkan oleh resolusi tersebut sangat
memprihatinkan, seperti karena kondisi sosial yang di
bawah standar, kelaparan, bencana alam, eksploitasi,
konflik bersenjata, buta huruf, dan lain sebagainya yang
mengakibatkan anak-anak tidak hidup dan berkembang
dengan layak. Konvensi ini sebenarnya merupakan
lanjutan atau salah satu mata rantai dari usaha-usaha
masyarakat internasional yang telah dilakukan ^h ^
sebelumnya. Konvensi itu sudah ada sejak Deklarasi
PBB mengenai Hak-hak Anak tahun 1959 (Declaration on
the Rights of the Child of 1959) dan Deklarasi PBB Tahun
1979 tentang Anak-Anak Internasional (Declaration on
the International Year of the Child of 1979). Jauh
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sebeluihnya, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) juga telah
meiiamh perhatian yang serius tentang masalah anak-
anak, yang terbukti dengan dikeluark^nya Deklarasi
Jenewa 1924 (Geneve Declaration of f924) tentang
pembentukan Uni Internasional Dana dan Keselamatan
Anak-Anak {Save the Children Fund International Union).
Demikian pula PBB secara khusus memiliki salah satu
organ khusus yang berkenaan denga^ anak-anak, yaitu
UNICEF [United Nations Children's Fund/Dana. PBB
untuk Anak-Anak).

b. Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan
Perlakuan yang Kejam (UU No. 8 Tahun 1998)
Ketentuan pokok konvensi ini mengatur tentang

pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan
perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak
manusiawi atau merendahkan martabat manusia yang
dilakukan atau atas hasutan dari atau dengan
persetujuan/sepengetahuan pejabat publik dan orang
lain yang bertindak dalam jabatannya. Ini berarti negara
Republik Indonesia yangv telah meratifikasi wajib
mengambil langkah-langkah legislatif, administratif,
hukum, dan langkah-langkah efektiflain guna mencegah
tind-akan penyiksaan (tindak pidana) di dalam wilayah
yuridiksinya. Misalnya, langkah yang dilakukan dengan
memperbaiki cara introgasi dan pelatihan bagi setiap
•aparatur penegak hukum dan pejabat publik lain yang
bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dirampas
kemerdekaannya.

c. Pembentukan Komisi Nasional HAM di Indonesia
Komisi Nasional (Komnas) HAM pada awalnya

dibentuk dengan Keppres No. 50 Tahun 1993 sebagai
respon (jawaban) terhadap tuntutan masyarakat maupun
tekafian dunia internasional mengenai perlunya
penegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia.
Kemudian dengan lahimya Undang-undang ^o. 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM
yang terbentuk dengan Keppres tersebut harus
menyesuaikan dengan Undang-undang No.39 Tahun
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1999. Komnas HAM bertujuan untuk (i) membantu
pengelpbangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan
h^-h^ asasi manusia dan (ii) i!{^ingkatkan
perlindungan dan penegakan hak-hak asasi manusia
guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia

TerSg^danrkehXT"""
Pe«™p„ Kekerasan terhadap~

Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
ibentuk berdasarkan Keppres No. 181 Tahun 1998

pembentukan Komisi Nasional ini
sebagai upaya mencegah terjadinya dan

menghapus segala bentuk kekerasan terhadap
perempuan. Komisi Nasional ini bersifat independen dan

. bertujuan untuk (i) menyebarluaskan pemahaman
en ang bentuk kekerasan terhadap perempuan, (ii)

mengembangkan kondisi. yang kondusif. bagi
penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan
an (ill) meningkatkan upaya pencegahan dan

penanggulan^gan segala bentuk kekerasan terhadap
perempuan dan hak asasi perempuan.

• Nas^on?r mewujudkan tujuan di atas, KomisiNasional mi memihki kegiatan sebagai berikut: (i)
penyebarluasan pemahaman, pencegahan

Penghapusan segala bentuk
perempuan, (ii) pengkajian danpenehtian terhadap berbagai instrumen PBB mengenai

perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan
(ui) pemantauan dan penelitian segala bentuk kekerasan
terhadap pjempuan dan memberikan pendapat, saran.
nenv H ^ ^epada pemerintah. (iv)

pemantauan dan penelitian atasteriadinya kekerasan terhadap perempuan kepada
masyarakat, dan (v) pelaksanaan kerja sama regionaldan internasional dalam upaya pencegahan^ dl!
penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.

loo I Pendidikan Kewarganegaraan



Soal-Soal Latihan

A. Soal Uraiah

1. Diskripsikan dengan singkat persamaan h^k warga
negara untuk berunjuk rasa berdasar UU
No.9/1998!

2. Jelaskan Persamaan hak warga negara untuk bela
negara berdasar UUD 1945 sebelum amandeman!

3. Terangkan secara singkat hak warga negara untuk
bela negara berdasar UUD 1945 setelah'^mandemen!

4. Uraikan secara singkat hak warga negara untuk bela
negara menurut UU No. 3 Tahun 2002 Tentang
Pertahanan!

5. Jelaskan hak-hak warga negara yang sedang menjadi
tersangka, terdakwa, dan saksi!

6. Uraikan hak-hak warga negara yang tengah diadili di
depan peradilan!

•7. Apa yang dimaksud setiap warga negara hams
diperlakukan sama di depan hokum?

8. Jelaskan hak warga negara untuk banding !
9. Terangkan yang dimaksud hak tersangka untuk

mendapatkan bantuan hukui]^!
10. Uraikan ketentuan tentang pemberian bantuan

hukum bagi warga negara yang sedang menjadi
terdakwa.

11. Jelaskan garis besar isi Konvensi Hak-Hak Anak
(Kepres No. 36 Tahun 1990)!

12. Jelaskan garis besar isi Konvensi Menentang
.A:''Penyiksaan dan Perlakuan yang Kejam (UU No. 8

Tahun 1998)!

B. Tugas Diskusi
Bentuklah 4 kelompok di kelasmu, masing-masing

kelompok membuat makalsih sederhana dengan topik di
bawah ini. Selainjutnya presentasikan makalah kelompok
tersebut di depan kelas secara bergantian.

1. Persamaan hak warga negara untuk berunjuk rasa
berdasar UU No.9/1998. ^

2. Konvensi Hak-Hak Anak (Kepres No. 36 Tahun 1990).
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3. Kon-vensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan yang
Kejam (UU No. 8 Tahun 1998).

4. Persamaan hak warga negara untiilc "bela negara
menurut UU No. 3Tahun 2002 Tentang Pertahanan.
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BUDAYA DEMOKRASI ^

MENUJU MASYARAKAT MADANI

Standa'r Kompetensi
Kemampuan mengsinalisis dan mengaplikasikan budaya
demokrasi menuju masyarakat madani (civil society).

Kompetensi Dasar
1. Mendiskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya

demokrasi

2. Mengidentifikasikan ciri masyarakat madani [civil society)
3. Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak

orde lama, orde bam, dan orde reformasi
4. Menunjukkan sikap positif terhadap pengembangan

demokrasi di Indonesia melalui pelaksanaan pemilihan
umum

5. Menerapkan budaya demokrasi dalam berbagai bidang
kehidupan.

A. Pen^rtian dan Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi
1. Pengertian Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos
yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan.
Secara sederhana demokrasi berarti pemerintsihan oleh
rakyat. Demokrasi telah dikenal sejak abad 5 sebelum
Masehi, awMnya sebagai reaksi terhadap pengalaman
buruk yang diakibatkan oleh monarki dan kediktatoran di
Yunani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indones^,
demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasasGti
tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung
oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dalam
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sistem "pemilihan yang bebas. Demokrasi adalah suatu
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan^untuk rakyat
(Abraham Lincoln). " .

Demokrasi sebetulnya telah. diterima hampir semua
pemerintahan di dunia. Pemerintah-pemerintah otoriter
sekalipun ikut-ikutan menggunakan atribut demokrasi
untuk menggambarkan rezim mereka.,^ Demokrasi pada
dasamya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang
kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan
prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan
kadang berliku-liku.

Literatur ilmu politik, pada umumnya, memberikan label
demokrasi dengan merujuk pada pemerintahan oleh rakyat.
Implementasi konsep demokrasi pada tingkat nasional di
dalam negara kebangsaan yang berskala besar pada
umumnya tidak dilakukan secara langsung oleh warga
negara, tetapi secara tidak langsung melalui wakil-wakil
rakyat yang dipilih berdasarkan prinsip kebebasan dan
kesamaan. Dalam telaah ufnum politik, praktik demokrasi
semacam ini tergolong dalam demokrsi tidak langsung.

Ada dua tataran berpikir mengenai demokrasi yang
harus dipisahkan antara satu dengan lainnya, yaitu
demokrasi sebagai ide atau konsep dan demokrasi sebagai
praksis. Sebagai ide atau konsep, siapapun akan dapat
menyusun suatu daftar sangat panjang mengenai arti,
m^kna, sikap, dan perilaku yang tergolong demokratis.

.|4edaulatan tertinggi di tangan rakyat. Kedaulatan itu
berkenaan dengan (i) kebebasan berbicara, berkumpul, dan
berserikat serta (ii) kebebasan memilih. Keduanya
merupakan contoh ide demokrasi yang dapat diberikan.
Sebagai praksis, demokrasi sesungguhnya sudah menjelma
menjadi sistem. Sebagai sebuah sistem, kinerja demokrasi
terikat oleh seperangkat aturan main tertentu. Apabila
dalam sistem demokrasi ini ada orang yang tidak menaati
aturan main yang berlaku, aktivitas itu akan merusak
demokrasi. Dengan kata lain, aktivitas ini dalam konteks
sistem demokrasi yang berlaku menjadi tidak der^krais
3^tau antidemokrasi. Demokrasi tidak cukup hanya
diwujudkan dengan penyelenggaraan pemilu setiap periode
tertentu serta adanya lembaga perwakilan rakyat. Sebab
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selain hal-hal tersebut negara yang demokratis memerlukan
perlindungan hak asasi manusia serta adanya supremasi
hukum.

Demokrasi terbagi menjadi dua kategori dasar, yaitu
demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi
langsung, memungkinkan semua warga tanpa melalui
pejabat yang dipilih atau diangkat dapat ikut dalam
penjbuatan keputusan negara, sedangkan dalam demokrasi
tidak langsung digunakan sistem perwakilan. Setiap partai
politik yang memenuhi syarat. untuk mendapat kursi,
menempatkan wakilnya dalam b^dan legislatif yang
jumlahnya bergantung pada persentase perolehan suara
tingkat nasional. Pejabat pemerintahan dalam sistem
.demokrasi perwakilan memangku jabatan atas nama rakyat
dan tetap bertanggungjawab kepada rakyat, atas semua
tindakan yang mereka lakukan.

Menurut Meriam Budiharjo, ada banyak jenis demokrasi
yang dipraktikkan oleh berbagai negara. Di antaranya ialah
.demok^6i konstitusional, demokrasi parlementer,
demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi
rakyat, demokrasi Soviet, dan demokrasi nasional. Semua
jenis yang disebutkan itu memakai istilah demokrasi yang
menurut asal katanya berarti rakyatlah yang berkuasa atau
government or rule by the people.

Sesudah perang dunia ke-2 kita melihat gejala bahwa
secara formal deinokrasi merupakan dasar dari kebanyakan
negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang dilakukan -
oleh UNESCO pada tahun 1949 disimpulkan bahwa untuk
pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai
nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem
organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh
pendukung-pendukung yang berpengaruh. Di antara sekian
banyak aliran pikiran yang disebut demokrasi ada dua
kelompok aliran yang paling penting, yaitu (i) demokrasi
konstitusional dan (ii) satu kelompok aliran yang
menamakan dirinya demokrasi akan tetapi mendasarkan
dirinya atas komunisme. Kedua kelompok aliran tersebut
mula-mula berasal dari Eropa, tetapi sesudah Perang Dunia
II nampaknya juga didukung oleh beberapa negara baru di
Asia. India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia mencita-
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citakan demokrasi- konstitusional, sekalipun menggunakan
bermacam-macam bentuk pemerintahan dan gaya hidup. Di
lain pihak ada negara-negara bam di Asia yang
mendasarkan diri atas komunisme, yaitu RRC, Korea Utara,
dan sebagainya:

Sebaiknya Anda Tahu
Beberapa Nilai Positif daH Demokrasi
(1) Keputusan diambil berdasarkan suara rakyat atau

kehendak rakyat.
(2) Kebebasan individu dibatasi oleh kepentingan bersama

l^pentmgan bersama lebih penting daripada
kepentingan individu tau golongan.

(3) Kekuasaan merupakan amanat rakyat, segala sesuatu
yang dijalankan pemerintah adalah untuk kepentingan
rakyat

(4) Kedaukitan ada ditangan rakyat, lembaga perwakilan
rakyat mempunyai kedudukan penting dalam sistem
kekuasaan negara.

Setelah Anda menyimak ciri demokrasi dan nilai-nilai
demokrasi sebagaimma telah diuraikan, coba bandinqkan
dengan bentuk pemenntahan berikut.
(1) Oligarki adalah sistem pemerintahan yang dijalankan

oleh segelintir orang untuk kepentingan orang banyak.
Fanisipasi rakyat dalam pemerintahan dibatasi atau
bahkan •'̂ ditiadakan dengan dihapusnya lembaga
perwakilan rakyat dan keputusan tertinggi ada pada
tangan segelintir orang tersebut.

(2) Anarki adalah pemerintahan yang kekuasaannya tidak
jelas dan tidak ada peraturan yang benar-benar dapat
dV>atuhi Setiap individu bebas menentukan

/3. sendiri-sendiri tanpa aturan yangjelas.(3) Mobokrasi adalah pemerintahan yang dikuasai oleh
kelompok orang untuk kepentingan kelompok yang
berkuasa, bukan untuk kepentingan rakyat. Biasanya
mobokrasi dipimpin oleh sekelompok orang yang
mempunyai motivasi yang sama.

(4) Diktator ialah kekuasaan yang terpusat pada seseorang
yang berkuasa mutlak (otoriter).
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2. Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi '
Seorang ilmuan politik terkenal yang secara mendalam

mengkaji demokrasi, Robert A. Dahl, mengemukakan
bahwa dalam budaya demokrasi terdapat tiga prinsip
utama.

It

a. kompetisi
Budaya demokrasi memberikan peluang yang sama

untuk bersaing bagi setiap individu, kelompok, dan
orgahisasi (khususnya partai politik) untuk menduduki
posisi kekuasaan dalam pemerintah. Kompetisi tentunya
berlangsung dalam jangka waktu yang teratur yang tertib
dan damai. Dengan kata lain, kompetisi itu berlangsung
melalui pemilihan umum (untuk Indonesia 5 tahun
sekali, di Amerika Serikat 4 tahun sekali) dan dilakukan
tanpa adanya tindakan kekerasan.

b. Partisipasi x
Budaya demokrasi memberikan kesempatan yang

sama bagi semua orang untuk terlibat dalam pemilihan
pemimpin mjslalui pemilihan yang bebas secara teratur
dan terlibat dalam pembuatan dan pelaksanakan
kebijakan publik.

c. K^ebasan
Bu^daya demokrasi memberikan jaminan kebebasan

berpendapat, kebebasan pers, kebebasan mendirikan
dan menjadi anggota organisasi yang dijamin dapat
menjadi saluran partisipasi dan berkompetisi. Demokrasi
yang digambarkan oleh Robert A. Dahl tersebut tampak
terbatas sebagai sistem politik. Bapak pendiri negara kita
atau proklarnator Bung Karno dan Bung Hatta tidak
membatasi makna demokrasi terbatas sebagai sistem
politik, tetapi juga sebagai sistem ekonomi dan sistem ^
sosial. Bung Karno memberikan istilah demokrasi yang
demikian sebagai socio democratie, sedangkan Bung
Hatta menamakannya sebagai demokrasi sosial.

Dengan demiki£in, .di Indonesia demokrasi tidak hanya
diterapkan dalam bidang politik, tetapi juga dalam
bidang ekonomi dan sosial. Dalam demokrasi ekonomi
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atau ekonoihi kerakyatan semua anggota masyar^akat
tidak hanya turut serta dalam proses produksi dan
dalam menikmati hasil-hasil produksi, tetapi juga dalam.
mengawasi berlangsungnya proses produksi dan
distribusi tersebut. Kemudian, demokrasi sebagai sistem
sosial berarti dalam kehidupan bermasyarakat diakui
adanya persamaan kedudukan. Persamaan kedudukan
antara laki-laki dan perempuan, antara kelompok
mayoritas dan minoritas. Ini berarti dalam masyarakat
perlu dihindari sikap dan perilaku yang dapat
membentuk hubungan yang berpola tuan-hamba
\Jeodalisme), maupun sikap dan perilaku yang membeda-
bedakan {disknminatif) atas dasar perbedaan status
sosial, jenis kelamin, suku, ras, dan agama.

Di-samping itu, perlu diingat bahwa negara Indonesia
tercinta memiliki dasar negara Pancasila. Pancasila yang
telah dikembangkan dalam aturan dasar kehidupan
bemegara, yaitu UUD 1945. Oleh • karena itu,
pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Yang termasuk pelaksanaan
demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,
misalnya, dasar Ketuhanan Yang- Maha Esa/relegius!
kemanusiaan/hak asasi manusia, persatuan/
pluralisme, perwakilan/langsung, keadilan dan
kesejahteraan, dan negara hukum. Ini berarti dalam
pelaksarman demokrasi di Indonesia tidak boleh
bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut di atas.
Contohnya, ketika melakukan kompetisi, partisipasi dsm
aktivitas yang mengekspresikan kebebasan tidak
dibenarkan apabila menimbulkan perpecahan atau
disintegrasi bangsa karena hal itu bertentangan dengan
dasar persatuan; tidak dibenarkan pula apabila
melanggar peraturan yang berlaku karena bertentangan
dengan dasar negara hukum.

Sebaiknya Anda Tahu
^enis-Jenis Demokrasi
CL Berdasarkan cara menyampaikan pendapat, demokrasi

terbagi atas tiga jenis berikut ini.
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CO Demokrasi langsung. Dalam demokrasi langsung
rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan
keputusan ' untuk menjalankan kehijakant>
pemerintahan.

(2) Demokrasi tidak langsung atau >demokrasi
perwakilan. - Dalam demokrasi ini dijalankan oleh
rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui
Pemilu. Rakyat memilih wakilnya untuk memb^at
keputusan politik Aspirasi rakyat disaiurkan melalui
wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga
perwakilan rakyat

(3) Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan
langsung dari rakyat Demokrasi ini merupakan
campuran anatara demokrasi langsung dengan
demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya
untuk duduk didalam lembaga perwakilan rakyat,
tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya
diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif
rakyat Demokrasi ini antara lain dijalankan di
Sijjiss. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan
referendumPReferendum adalah pemungutan suara
untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung.
Referendum dibagi menjadi tiga macam Pertama,
disebut referendum wajib, yang dilakukan ketika ada
perubahan dtau pembentukan norma penting dan
mendasar dalam UUD (Konstitusi) atau UU yang
sangat pplitis. UUD atau UU tersebut yang telah
dibuatVoleh lembaga perwakilan rakyat dapat
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan rakyat
melalui pemungutan suara terbanyak. Jadi,
referendum ini dilaksanakan untuk meminta
persetujuan rakyat terhadap hal yang dianggap
sangat penting atau mendasar. Kedua, disebut
referendum tidak wajib. Referendum ini
dilaksanakan jika dalam waktu tertentu setelah
rancangan undang-undang diumumkan, sejumlah
rakyat mengusulkan diadakan referendum- Jika
dalam waktu tertentu tidak ada permintaan dari
rakyat, Rancangan Undang-undang itu dapat
menjadi undang-undang yang bersifat tetap. Ketiga,

Pendidikan Kewarganegaraan I 109



disebut . referendum konsultatif. Referendum ini
hanya $ebatas meminta persetujuan saja karena
rakyat tidak mengerti permasalahannya, pem^ntah
meminta pertimbangan pada ahli bidang tertentu
yang berkaitan dengan permasalahan tersebut

b. Berdasarkun titik perhatian atau prioritasnya, demokrasi
dibedakan sebagai berikut
(1) Demokrasi formal. Demokrasi ini secar^ hukum

•menempatkan semua orang dalam kedudukan yang
sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi
kesenjangan ekonomi. Individu diberi kebebasan
yang luas, sehingga demokrasi ini disebut juga
demokrasi liberal.

(2) Demokrasi Material. Demokrasi material memandang
manusia. mempunyai kesamaan dalam bidang sosial-

. ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak
menjadi prioritas. Demokrasi semacam ini
dikembangkan di negara sosialis-komunis.

(3) Demokrasi Campuran. Demokrasi ini merupakan
campuran dari kedua demokrasi tersebut di dtas. Di
dalam sistem demokrasi ini ^iupayakan untuk
menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan
menempatkan persamaan derajat dan hak setiap
orang.

c. Berdasarkan prinsip idiologi, demokrasi dibedakan
sebagai berikut.
(1) Dei^krasi liberal. Demokrasi ini memberikan

k^ebasan yang luas pada individu. Campur tangan
pemerintah diminimalkan bahkan ditolak. Tindakan
sewenang-wenang pemerintah terhadap warganya
dihindari. Pemerintah bertindak atas dasar konstitusi
(hukum dasar).

(2) Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar.
Demokrasi ini bertujuan menyejahterakan rakyat.
Negara yang dibentuk tidak mengenal perebedaan
kelas. Semua warga negara mempunyai persamaan
dalam hukum dan politik.

d. Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat
kelengkapan negara, demokrasi dibedakan sebaqai
berikut -
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(1) Demokrasi Parlementer. Sistem demokrasi ' ini
memiliki ciri sebagai berikut: (a) DPR lebih kuat dari
pemerintah, (b) menteri bertanggung jawab pada
DPR, (c) program kebijaksanaan kabinet disesuaikan
dengan tujuan politik anggota parlemen, dan (d)
kedudukan kepala negara sebagai simbol tidak
dapat diganggu gugat

(2) Demokrasi •Presidensial. Sistem demokrasi ini
memiliki ciri sebagai berikut: (a) negara dikepalai
presiden, (b) kekuasaan eksekutif presiden
dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari
dan oleh rakyat melalui badan perwakilan, (c)
presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan
memberhentikan menteri, (d) menteri tidak
bertanggung jawab kepada DPR melainkan kepada
presiden, ' (e) presiden dan DPR mempunyai
kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan
tidak dapat saling membubarkan.

3. Prinsip-Prinsip Demokrasi Konstitusional
Ciri khas demokrasi konstitusional ditunjukkan oleh

adanya pemerintah yang demokratis, yang terbatas
kei^uasaannya, " dan tidak bertindak sewenang-wenang
terhadap warga negarartya. Pembatasan-pembatasan atas
kekuasaan pemerintah itu tercantum dalam konstitusi
(pemerintahan berdasarkan konstitusi). Gagasan bahwa
kekuasaan itu pe^la dibatasi dicetuskan oleh Lord Acton
(ahli sejarah Inggris) dengan menyatakan bahwa
pemerintahan yang diselenggarakan manusia itu penuh
kelemahan. Dalilnya, yang kemudian menjadi terkenal,
adalah Power tends to corrupt, but absolute power corrupts
absolutely. Artinya, manusia yang mempunyai kekuasaan
cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi
manusia yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas, pasti
akan menyalahgunakannya.

Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai
suatu sisem politik yang konkrit, pada akhir abad 19,
muncul pula anggapan bahwa pembatasan terhadap
kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatu
konstitusi tertulis yang dengan tegas menjamin hak-hak
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asasi warga negaranya. Kekuasaan han^ dibagi sedemikian
mpa sehingga kesempatan penyal^gunaan dapat
diperkecil. Pembagian itu dilaksanakan dengan cara

*menyerahkan kepada beberapa orang atau badan dan tidak
memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam tangan satu
orang atau satu badan. Pemmusan ioiridis yang terkait
dengan prinsip-prinsip ini dikenal dengan istilah rule oflaw
atau rechtestaat (negara hukum).

Sebaiknya Anda Tahu
Perkembangan Demokrasi Sejak Abad 15 Sampai Abad
20

Ueskipun baru pada akhir abad ke-19 mencapai wujud
konkrit, demokrasi sebenamya sudah mulai

berkembang di Eropa Barat dalam abad ke-15 dan ke-16.
Wajah demokrasi abad ke-19 menonjolkan beberapa asas
yang dengan susah payah telah dimenangkannya, seperti
kebebasan dari segala bentuk kesewenang-wenangan baik

I agama, politik maupun pemikiran. Jaminan hak
asasi manusia dianggap sangat penting. Dalam rangka ini
neyara hanya dapat dilihat manfaatnya sebagai penjaga
malam, yang hanya dibenarkan campur tangan dalam
kehidupan rakyatnya dalam batas-batas yana sanaat
sempit ^ ^

Dalam perkembangannya, pada abad ke-20, terutama
setelah Perang Dunia II, banyak negara demokratis telah
melepaskan pandangan bahwa peranan negara hanya
terbatas pada mengurus kepentingan bersama. Sekarang
dianggap bahwa negara turut bertanggungjawab atas
kesejahteraan rakyat dan oleh karena itu hams aktif
berusaha menaikkan taraf hidup warga negaranya.
Gagasan ini dituangkan dalam konsep Welfare State (Negara
Kesejahteraan) atau Social Service State. Demokrasi dalam
abad ke-20 tidak lagi membatasi diri pada aspek politik saja
seperti dalam abad ke-19, tetapi meluas mencak^pjuga segi-
segi ekonomi sehingga muncul konsep demokrc&i ek(£nomi.

112 I Pendidikan Kewarganegaraan



4. Prihsip-Prinsip DemokrasiKonstitusional Klasik (Abad
19) «
Cita-cita untuk menyelenggarakan hak-hak politik

secara efektif, mengakibatkan munculnya gagasan untuk
membatasi kekuasaan pemerintahan dengan suatu
konstitusi, baik dengan naskah konstitusi yang tertulis
(written constitution) maupun dengaft konstitusi tidak
tertulis (unwritten constitution). Di dalam konstitusi
biasanya ditulis hak-hak warga negara dan pembagian
kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan
e/csefcutijdiimbangi oleh kekuasaan parlemen (legislatif) dan
lembaga-lembaga hukum lain, sehingga terjadi
keseimbangan kekuasaan.

Demokrasi konstitusional adalah sebuah gagasan bahwa
pemerintah merupakan aktivitas yang diselenggarakan atas
nama rakyat dan tunduk pada pembatasan konstitusi agar
kekuasaan tidak disalahgunakan oleh pemegang
kekuasaan. Konstitusi tidak hanya merupakan suatu
dokumen yang mencerminl^an pembagian kekuasaan di
antara lembaga-lembaga kenegaraan (legislatif, eksekutif
dan yudikatij), tetapi dipandang sebagai suatu lembaga
yang" memiliki fungsi khusus, yaitu menentukan dan
membatasi kekuasaan pemerintahan di satu pihak dan di
pihak lain menjamin hak-hak asasi dari warga negar^ya.
Konstitusi dianggap sebagai perwujudan hukum tertinggi
yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat
pemerintah sesuai dengan dalil government by laws, not by
men yang artinya 'pemerintahan berdasarkan hukum,
bukan berdasarkan kemauan penguasa'.

Pada abad 19 dan permulaan abad 20 gagasan mengenai
perlunya pembatasan kekuasaan mendapat landasan
yuridis sejak ahli hukum Eropa Barat Kontinental, seperti
Imrrianuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl,
memakai istilah rechsstaat dan ahli Anglo Saxon seperti AV
Dicey memakai istilah rule of law.

Sebaiknya Anda Tahu
Pilar-Pilar Demokrasi Menurut Rule ofLaw

Menurut rule of law klasik, pilar-pilar demokrasi meliputi
(1) hak-hak manusia,
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(2) .'pemisahan dan pembagian kekuasaop. yang populer
dengan "trias politica",

(3) pemeiintah berdasarkan undang-undang, dan
(4) peradilan (Miriam Budiardjo, 1983:57).

Pilar-pilar demokrasi yang didasarkan konsep rule oflaw
menurut AVDicey adalah
(1) tidak adanya kekuasaan yang sewenahg-wenang,
(2) kedudukan yang sama dalam hukum (dalil ini berlaku

baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat) dan,
(3) terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang.

Konsep demokrasi berdasarkan rule of law lahir dan
paham liberalisme yang menganut dalil bahwa negara
sebagai penjaga malam. Pemerintahan hendaknya tidak
terlalu banyak mencampuri urusan warga negaranya kecuali
dalam hal yang menyangkut kepentingan umum seperti
bencana alam, hubungan luar negeri, dan pertahdnan serta
keamanan.

\

Demokrasi Konstitusional Modern
(Abad 20)
Dalarh abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia II,

telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang
sangat besar. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh
beberapa faktor yang antara lain oleh banyaknya kecaman
tefhadap ekses-ekses dalam industrialisasi dan sistem
kapit^is dan oleh tersebarnya faham sosialisme yang
menginginkan pembagian kekayaan secara merata serta
kemenangan dari beberapa partai sosialis di Eropa.
Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam
umsan warga negara, baik di bidang sosial maupun di
bidang ekonomi, lambat laun berubah meniadi gagasan

bertanggung jawab atas kesejahteraan
r^at dan oleh karena itu harus aktif mengatur kehic^pan:
ekonomi dan sosial. Dewasa ini, muncul anggap bahwa
demokrasi harus mencakup dimensi ekonomi dengan suatu
sistem yang menguasai kekuatan-kekuatan ekoftomi dan
yang berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi,
terutama perbedaan-perbedaan yang timbul dari distribusi
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kekayaan yafig tidak merata. Negara semacam ini
dinamakan welfare state (negara kesejahteraan) ataii social
service state (negara yang memberi pelayanan kepada
masyarakat). '

Negara-negara modern dewasa ini pada umumnya giat
mengatur dan menangani berbagai hal seperti pajak, upah
minimum, pensiun, pendidikan umum, asuransi,
pengangguran, kemelaratan, timbulnya perusahaan-
perusahaan raksasa (anti trust), dan ekono^hi sedemikian
rupa sehingga tidak diganggu oleh depresi dan krisis
ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah dewasa ini
mempunyai kecendemngan untuk memperluas
aktivitasnya. Sesuai perkembangan zaman, konsep rale of
law (negara hukum) dirumuskan kembali, terutama setelah
Perang Dunia II, sehingga muncul konsep versi abad 20.
International Commission of Jurists, sebagai komisi hiikum
iriternasional, dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965
merumuskan pemerintah yang demokratis sebagai
pemerintahan yang diwarnai oleh hal-hal sebagai berikut.
(1) Sehubungan dengan perlindungan konstitusjonal,

selain menjamin halc-hak individu, pemerintah hams
menentukan pula prosedur untuk perlindungan hak-
hak yang dijamin.

(2) Badarbkiehakiman yang bebas dan tidak memihak.
(3) Pemilihan umum yang bebas.
(4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
(5) Kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan

. i-beroposisi.
(6) ^Pendidikan kewarganegaraan (Miriam Budiardjo,

1983:61).

Henri B. Mayo memberikan batasan terhadap sistem
politik demokratis sebagai kebijaksanaan umum yang
ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang
diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala
yang didasarkan atas kesamaan dan kebebasan politik.
Selanjutnya Mayo mengemukakan bahwa nilai-gjlai
demokrasi itu menyangkut hal-hal berikut;
(1) menyelesaikan perselisihan dengan damai dan

melembaga,
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(2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai
dalam masyarakat yang sedang berubah,

(3) menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur,
(4) membatasi pemakaian kekerasan sa^pai minimum, ^
(5) mengakui serta menganggap wajar adanya

keanekaragaman dalam masyarakat, dan
(6) menjamin tegaknya keadilan.

Sebaiknya Anda Tahu
Pilar^ilar Demokrasi Modem (menurut Amin Rais);

rakyat dalam pembuatan keputusan. Di
dalam demokrasi perwakilan partisipasi rakyat untuk
unmk membuat keputusan diwakili oleh wakil-wakil
rakyat Oleh karena itu diperlukan pemilu yang Luber
danJurdil, agar wakil-wakil rakyat representatif.

(2) Persamaan kedudukan di depart hukum. Hukum
diperlakukan sama bagi seluruh warga negara, baik
pejahat, rakyat dan penjahat terlepas dart kalihemya
masing-masing hams berada dibawah jangkauan
hukujn positif yang berlaku.

(3) Distribusi pendapatan secara adil. Keadilan
ekonomi yang diwujudkan dalam upaya pembagian
pendapatan secara adil.

^.^^^^fnpatan yang sama untuk memperoleh
- pendidikan. Pendidikan mempakan faktor penentu

bagi seseorang untuk memperoleh pelayanan dan
penghasilan yang layak. Kesempatan umtuk
memperoleh pendidikan secara sama antar sesama
warga riegara hams dijadikan salah satu perhatian
mama olehpenyelenggara negara.

(5) Kebebasan. Kebebasan yang sangat penting yang
dapat menunjukkan derajat demokrasi suatu negQ^a
ada empat yaitu kebebasan mengemukakan pendapat,
kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan
kebebasann beragama. Empat kebebasan tersebut
dianggap sebagai hak-hak terpenting dari hak asasi
manusia.

(6) Keterbukaan informasi. Informasi hams disediakan
seca.ra terbuka bagi rakyat agar selain mengetahui
kuahtas pemimpinnya, rakyat mengetahui
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perkembangan situasi gang mempengaruhi
kehidupannya, termasuk kebijakan-kebijakan gang
diambil pemerintahnya.

(7) Tata krama (etika) politik. Maksudnya adalah tata
krama politik yang mungkin tidak tertulis tetapi jelas
dirasakan baik buruknya oleh hati nurani. Kesediaan
mengundurkan diri hams dianggap sebagai hal ycmg
wajar oleh pejabat yang mengotori jabatannya dengan
tindakan-tindakan komp.

(8) Kebebasan individu. Setiap individu supaya diberi hak
untuk hidup secara bebas dan memiliki privacy seperti
diinginkan. Sejauh tidak merugikan orang lain, setiap
individu dapat menentukanpilihan hidupnya sendiri.

(9) Semangat kerja sama. Untuk mempertahankan
eksistensi . masyarakat berdasarkan jiwa
kemasyarakatan yang mendorong saling menghargai
antar sesama warga, maka semangat kerja sama perlu
ditumbuh kembangkan.

(10) Hak untuk protes. Demokrasi harus membuka pintu
bagi koreksi atas terjadinya penyelewengan yang untuk
keadaan tertentu, meskipun pendekatan institusional
dan legalistik tidak lagimemadai, tindakan protes harus
ditolerir agar jalannya pemerintahan yang menyimparig
dapat diluruskan lagi (dalam Udin Saparudin
Winataputra, 2002).

Dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan nilai-
nilai demokrasi perlu diselenggarakan berbagai lembaga
menurut ketentuan sebagai berikut:
(1) pemerintah yang bertanggungjawab,
(2) dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-

golongan dan kepentingan-kepentin|^ dalam
masyarakat dan dipilih dalam pemilu yang bebas,

(3) perlu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih
partai politik,

(4) pers yang bebas dalam menyatakan pendapat, dan
(5) sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak

asasi dan keadilan.
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6. Prinsip-Pririsip Demokrasi Pancasila
Menurut Prof. Dardji Darmodihardjo, demokrasi

Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber*kepada
kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang
perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan
pembukaan UUD 1945. Adapun prinsip-prinsipnya
menyangk-ut.
(1) persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia,
(2) keseimbangan antara hakdan kewajiban,
(3) pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab

secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri
sendiri, dan orang Iain,

(4) mewujudkan rasa keadilan sosial,
(5) pengambilan keputusan dengan musyawarah,
(6) mengutamakan persatuan nasional d^n kekeluareaan

dan

(7) menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Menurut Prof. S. Pamuji, demokrasi Pancasila
mengandung enam aspek berikut.
(1) Aspek formal, yang mempersoalkan proses dan cara

ralQ^at menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan
perwakflan dan pemerintahan serta bagaimana
mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara
bebas, terbuka, jujur untuk mencapai konsensus.

(2) Aspek material, untuk mengemukakan gambaran
manusia dan mengakui terwujudnya masyarakat
manusia Indonesia sesuai dengan gambaran, harkat
dan martabat tersebut.

(3) Aspek normatif, yang mengungkapkan seperangkat
norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi
kriteria pencapaian tujuan.

(4) Aspek optatif, yang mengetengahkan tujuan dan
keinginan yang hendak dicapai.

(5) Aspek organisasi, untuk mempersoalkan organisasi
sebagai wadah pelaksanaan Demokrasi Pancasila
dimana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan
yang hendak dicapai.
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(6) Aspek kejiwaan, yang menjadi semangat para
penyelenggara negara dan semangat para pemimpin
pemerihtahan. ^

A

Sebaiknya Anda Tahu
Pilar-Pilar Demokrasi Pancasila (menurut Uatn
Saripudin Winataputra)
(1) demokrasi yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa.
(2} demokrasi dengan kecerdasan.
(3) demokrasi yang berkedaulatan rakyat
(A) demokrasi dengan rule of law.
(5). demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara.
(6) demokrasi dengan hak asasi manusia.
(7) demokrasi denganpengadilanyang merdeka.
(8) demokrasi dengan otonomidaerah.
(9) demokrasi dengan kemakmuran.
(10) demokrasi yang berkeadilan sosidl (Udin Saparudin

Winataputra, 2002).

Bila dibandingkan sesurtgguhnya secara esensial
terdapat kesesuaian antara pilar-pilar demokrasi universal
dan demokrasi Pancasila yang berdasarkan UUD 1945.
Yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi universal tetapi
merupakari" salah satu pilar demokrasi Pancasila ialah
demokrasi berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa.
Inilah yang merupakan ciri khasnya demokrasi Indonesia
yang •sering disebut dengan istilah teodemokrasi, yakni
demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan Yang maha
Esa. Dengan kata lain, demokrasi universal adalah
demokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi
Indonesia adalah demokrasi yang berke-Tuhan-an Yang
Maha Esa (Udin Saripudin Winataputra, 2002:120).

Latihan

A. Soal Uraian
1. Jelaskan pengertian demokrasi menurut para ahli

(minimal 3 ahli)!
2. Jelaskan pengertian demokrasi dengan kalimatmu^

sendiri!

3. Sebutkan nilai-nilai positif dari demokrasi!
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. 4.

8.

9.

3.

4.

Jelaskan prin&ip-prinsip budaya demokrasi menurut
Robert Dahir ^

5. Apa yang dimaksud demokrasi langsung? '
6. Apa yang dimaksud demokrasi perwaldlan?
7. Jelaskan perbedaan antara demokrasi formal

material, dan campuran! '
Terangkan perbedaan antara demokrasi liber^ dan
demokrasi ralQ^at (proletar)!
Uraikan perbedaan demokrasi parlementer dengan
presidensial!

10. Apa yang dimaksud demokrasi konstitusional itu?

' antara Demokrasi KonstitusionalKlasik (abad 19) dengan Demokrasi Konstitusional
Modern (abad 20)?

12. Diskripsikan dengan singkat perkembangan
1 di dunia sejak abad 15 hingga saat ini!Jelaskan pnnsip-prinsip demokrasi menurut negara

y^ngberdasarruleoflawl14. Sebutkan pilar-pilar demokrasi menurut Amin Rais!
0. Jelaskan pilar-pilardemokrasi Pancasila!

B. Tugas Diskusi

• kelompok dan masing-raasingkelompok membuaf makalah sederhana untuk

ad^JTsXaTberikut'''" t°Pik-topiknya
1. Perbandingan Demokrasi Pancasila, Demokrasi

Liberal,.<|an Demokrasi Proletar.
2. Demokrasi Langsung dan Demokrasi Tidak

Langsung (ditinjau kelebihan dan kekurangannya).
Perkembangan demokrasi di dunia sejak
kelahirannya hingga saat ini.
Perkembangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

B. Masyarakat Madani {Civil Society)
1. Pengertian dan Ciri-Cirinya

diterjemahkan

mendTn^t J ^^J^rakat madani tampaknya semakinmendapat tempat di dalam wacana politik di Indonesia.
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Sebagai sebuah konsep, masyarakat madani berasal dari
proses sejarah Barat: Akar perkembangannya dapat dirunut
mulai Cicero dan- bahkan sejak zaman Aristoteles.
jelas, Cicero yang mulai menggunakan istilah societes cwRis
dalam filsafatnya. Dalam tradisi Eropa sampai abad ke-l8,
pengertian civil society dianggap sama dengan pengertian
negara, yakni suatu kelompok yang mendominasi seluruh
kelompok masyarakat lain. ^

Diskusi-diskusi mutakhir tentang civil society pada
umumnya berporos pada pemahaman de Tocqueville. Civil
society dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah
kehidupan sosial yang terorganisasi dan di antaranya
bercirikan-(i) kesukarelaan (voluntary), (ii) keswasembadaan
(self generating), (iii) keswadayaah (self supporting), (iv)
kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan (v)
keterkaiatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum
yang diikuti warganya. Dari pengertian tersebut civil society
berwujud" dalam berbagai organisasi yang dibuat oleh
masyarakat di luar pengaruh negara. Lembaga swadaya
masyarakat, organisasi sosial keagamaan, paguyuban, dan
juga kelompok-kelompok kepentingan merupakan wujud
dari kelembagaan civil society.

2. Perkembangan Masyarakat Madani [Civil Society) di
Indonesia

Secara historis civil society di Indonesia telah muncul
ketika proses transformasi akibat modernisasi terjadi yang
menghasilkan,pembentukan masyarakat baru yang berbeda
dengan masyarakat tradisional. Dengan demikian, akar civil
society di Indonesia bisa dirunut secara historis semenj^
terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial
Belanda. Hal tersebut mendorong teijadinya pembentukan
masyarakat baru lewat proses industrialisasi, urbanisasi,
dan pendidikan modern. Hasilnya antara lain adalah
munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elit priburni
yang kemudian mendorong terbentuknya organisasi-
organisasi sosial modern di awal abad 20.

Dalam perjalanannya, pertumbuhan civil society di
Indonesia pernah mengalami suatu masa yang cukup
menjanjikan bagi pertumbuhannya. Hal ini terjadi sejak
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-kemerdekaan sampai dengan 1950-an, yaitu pada saat
organisasi-organi'sasi sosial dan politik dibiarkan tumbuh
bebas dan memperoleh dukungan kuat dari t^arga
masyarakat yang baru saja merdeka. Oleh karena itu,
terciptalah kekuatan masyarakat yang mampu menjadi
penyeirabang lian pengawas terhadap kekuatan negara.
Sayang sekali iklim demikian itu tidak berlangsung lama
karena ormas-ormas dan lembaga-lembaga sosial feerubah
menjadi^ alat bagi merebaknya aliran politik dan
pertarungan berbagai ideologi. Padaawal 1960-an, akhirnya
mengalami kemunduran yang nyata. Demokrasi terpimpin
maupun orde baru membuat posisi negara semakin kuat
sedangkan posisi rakyat lemah. Pada masa itu terjadi
paradok, yaitu semakin berkembangnya kelas menengah

•pada masa orde baru ternyata tidak mampu mengontrol
hegemoni negara karena temyata kelas menengah di
Indonesia memilild ketergantungan yang sangat tinggi
terhadap negara dan penguasa. Kelas menengah di negeri
inijuga masih punya problem kultural dan primordial, yaitu .
ada kelas menengah pribumi dan nonpribumi, muslim dan
nonmuslim, Jawa dan non-Jawa. Hal Ini berpengaruh
terhadap munculnya solidaritas di kalangan para
anggotanya. Akibatnya, negara mudah melakukan tekanan
dan pencegahan ba^ timbulnya solidaritas kelas menengah
untuk memperluas kemandirinnya.

3. Asal Usul Istilah Masyarakat Madani (Civil Society)
Pada da^warsa terakhir abad ke-20, telah lahir kembali

dalam wacana dan gerakan politik global sebuah istilah
yang telah lama dilupakan, yaitu istilah civil society
(masyarakat madani/ Istilah tersebut secara konseptual
dikembangkan dari pengalaman era pencerahan Eropa

arat abad ke-1, yaitu pada masa munculnya kembali di
Eropa Timur pada dasawarsa 1980-an sebagai jawaban
terhadap negara dengan sistem partai sosialis (tunggal)
yang otoriter yang kemudian dapat dijatuhkan. Dari Eropa
Timur, gemanya kemudian menjalar dan menyebar hampir
ke seluruh penjuru dunia. Di Eropa Barat, gema tersebut
mengambil bentuk tumbuhnya kritik sayap kanan terhadap
negara kesejahteraan, sementara di Amerika Latin
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diartikulasikan dengan keinginan untuk bebas dari
pemerintahan militer. Di sisi lain, di Afrika, Asia Tirnur, dan
Timur Tcngah, civil society digunakan untuk
mengekpresikan keanekaragaman perjuangan ^ untuk
demokratisasi dan perubahan politik (Amin Abdullah,
2003:1).'

Gema civil society (masyarakat madani) pada
perkembangan berikutnya ternyata masuk ke dalam
wacana le'mbaga-lembaga multilateral. Sebagai contoh, The
Inter-American Development Bank (Bank Pembangunan
Antar-Amerika) merintis sebuah proyek penguatan civil
society di Amerika Latin pada dasawarsa 1990-an. Di
samping itu, IDB (Bank Pembangunan Internasional), Bank
Dunia, UNDP (Program Pembangunan PBB), Yayasan Soros,
dan Pemerintahan Denmark, semuanya mulai membiayai
program-program pengembangan civil society di Eropa
Timur, Afrika, dan Amerika Latin. Dari fakta ini, istilah civil
society telah berkembang dari sekedar konsep menjadi
sebuah gerakan (Armn Abdullah, 2003:3).

4. Runtuhnya Orde Baru dan Bangkitnya Masyarakat
Madani (Civil Society) di Indonesia
Wacana civil society telah menjadi salah satu cara untuk

melepaskai]t:,' kekecewaan atau ketidakpuasan sebagian
warga masyarakat terhadap praktik-praktilc politik Orde
Baru yang sangat hegemonik dalam pengelolaan sosial,
ekonomi, politik, dan kebudayaan. Dalam penataan politik,
misalnya, rezim Orde Baru melakukan hal-hal berikut ini.

(1) Reformasi pada tingkat elite dengan membentuk
korporasi negara di mana militer, teknokrat, dan
birokrat mehjadi sendi-sendi utamanya.

(2) Depolitisasi arus bawah melalui kebijakan massa
mengambang dan di kalangan mahasiswa melalui
kebijakan riormalisasi kehidupan kampus.

(3) Institusionalisasi politik dalam masyarakat dengan
berbagai cara: (i) penyederhanaan sistem kepartaian
dan penyatuan ideologi politik formal melalui asas
tunggal Pancasila, (ii) dalam penataan kebudayaan,
terutama yang terkait dengan ideologi bangsa, selain
pengasastunggalan ideologi organisasi politik (dan
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_ organisasi masyarakat), juga dilakukan program
penataran P4- (Pedoman Penghayatan dan,
Peng^malan Pancasila) dan mata pelajaran PMP
(Pendidikan Moral Pancasila) dengan memonopoli
interpretasi Pancasila oleh negara, " dan (iii)
penerapan pendekatan keamanan kepada para
pembangkang.

A

Dalam penataan ekonomi, rezim Orde Baru melakukan
stomulasi modal melalui (i) mobilisasi kekuatan kelas
borjuis nasional sebagai motornya, walaupun masih
dimonopoh kelompok non-pribumi dan (ii) pelibatan diri
duk^L^^ h w kapitalis duniasehingga diperoleh
H«n-finansial, teknik, keahlian maupun politikdan lembaga-lembaga internasional yang berkepentingan
deng^ ekspansi sistem kapitalisme global. Dalam penataan

melakukan proses produksi danpro "uksi sosial melalui (i) penguasaan wacana yang
menyangkut tema modemisasi, terutama pembanguman
ekonomi dan (n) penciptaan legalisme-konstitu^ionalisme
atau pembuatan sub-wacana dan sub-praksis politik
dengan acuan konstitusional.

hegemoni negara era Orde Bam yang
elakukan penibatasan dan penutupan ruang kebebasan

madani (ciml society) memperoleh
momentumnya sebagaj obyek wacana. Ketika bangsa
Indonesia memasuki era reformasi sebagai koreksi terliadap

masyarakat madani {civU society!
ideal untuk mewujudkan

b^ya^ semmar, diskusi, dan tcdkshow yang digelar dan
tentang membangun masyarakattadonesia baru yang terkait dengan wacana masyarakat

Lebth dan eksplisit maupun implisit,Lebih dan itu, di era Habibie yang sangat singkat

acu'" '̂'̂ 7 dijadikan pemerintahsebagai acuan reformasi dan pembentukan masyarakat
ndonesia baru melalui pendirian Tim Nasional Reformasi

memprihatinkanadalah bahwa sebagian besar dari fenomena komunalisme
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dan radikalisme massa itu menggunakan instrumen agama
{bahasa, organisasi, simbol, dan sentimen) dalam ideologi
dan gerakannya.

Dalam perkembangan selanjutnya terlihat ada
kesenjangan antara harapan membangun masyarakat
Indonesia baru yang menjadikan masyarakat madani [civil
society), baik sebagai basis maupun cita-cita idealnya, dan
kenyataan sosial yarig menampilkan radikalisme massa,
seperti terlihat pada amuk massa (main hakim sendiri)
terhadap pelanggaran tindak pidana (mencuri, mencopet,
menodong), tawuran dan/atau kerusuhan (baik antar dan
intra-etnis maupun antar dan intra-agama), atau sekedar
mobilisasi massa sebagai dampak dari konflik antarelite
politik; bahkan juga terjadi baku hantam di forum sidang
tahunan MPR November 2001. Contoh-contoh radikalisme
massa ini,.bagaimanapun, mengimplisitkan tampilan sifat
komunal masyarakat Indonesia ketika memasuki ruang
publik. Yang lebih memprihatinkan adalah bahwa sebagian
besar dari fenomena komunalisme dan radikalisme massa
itu menggunakan instrumen agama dalam ideologi dan
gerakannya.

Sebaiknya Anda Tahu
Negara Hukum (Kesenjangan Antara Harapan dan
Kenyataan)

Presiden. susilo Barr^dng Yuhoyono mengakui, dalam
memenuhi prinsip negtira hukum, jaminan hak asasi
manusia, dan hak warga negara sebagaimana dia^r dalam
UUD 1945, ada kesenjangan antara apa yang diharapkan
dan kenyataannya. Meskipun sejak dulu bangsa Indonesia
telah berjuang dan berusaha mengatasi kesenjangan yang
terjadi, tetapi hasilnya dirasakan belum memuaskan semua
pihak.

Demikian Presiden dalam sambutannya ketika membuka
acara Pertemuan Puncak Peranan Bantuan Hukum dalam
Memajukan Akses Keadilan Masyarakat Marjinal dalam
Konteks HAM, Senin 24 April 2006 di Jakarta. Acara dihadiri
Ketua Dewan Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia (YLBHI) Adnan Buyung Nasutwn dan sejumlah
menteri. Presiden Yudhoyono adalah presiden pertama yang
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tmdir d^am acara LBH sepanjang sejarah LBH. Hal itu juga
diakmKetua DewanPengums YLBHI Munarman. •

Dalam lanjutan sambutannya, Presiden mengatakan,
Saya berharap kenyataan ini tidak membuat kita

l^h^ngan energi, semangat. menyerah, dan berputus asa.
sesuatu yang ideal memang

mermrlukan waktu panjang. Simaklah pengalaman neSara
serikat, Jepang dan lainnya. betapa

mryangsebuah tatanan dan sistem nilai diwujudkan'.

sikap nwmbenkan perhatian lebih besar bagi penegak
PerZmdungan HAM. "Selain MPR merampungkan

f amandemen UUD 1945. saya mewarisi
diiadikan Mnrf Perundang-undangan yang dapat

veZrinZ /I"^ ' menambahkanpemenntah telah meratifikasi berbagai instrumen hokum
mtem^ional seperti Kovenan Hak sipU dan Politik, Kouenan
i^osial dan ekonomi, besertaprotokolnya

ho!^jTT' kehadiran Presiden 'setidaknyarnemenuhi dua hal yang menjadi keinginan
YLBHI, yaitu harus segera membentuk RUU Bantuan Hukum

d^ahn^u rf" LBH pemah mendapat
Mnrry, yoTig mlainya per perkara Rp 25.000.
mennnlnh'̂ "i^°'"' 5" t^rhenti. Kami meminta pemerintahmengalok^ikan Js:embali pada APBN 2007," katanuaMenuriit Munarmtin bUa bantuan itu dulu diberikan orde
baru untuk mengontrol LBH, sekarang merupakan
pemermhan hak warga negara. Ketua Komisi III DPR
Tnmedya Panjaitan, menilai langkah LBH kali ini bisa dibaca

'̂ ^senitan pohtik yang bisa mendegradasi LBH. Soal
bta£^T„"" mengingatkan politik dana
KeZn M pemen/itah mengontrol LBH. Secara teipisah,"^aung Bagir Manan meriyerukan agar

bantZ bersedia menyisihkan anggaran bagi posbantuan hukum Itu perlu dilakukan mer^ingat
kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran rakyat
merupakan tanggungjawab negara.

(Kompas 25 April 2006)
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a. Soal Uraian

(1). Jelaskan pengertian ifiasyarakat madani dengan
kalimatmu sendiri!

(2) Terangkan asal-usul istilah masyarakat madani!
"(3) Sebutkan ciri-ciri masyarakat madani!
(4) Mengapa selama pemerintahan , orde baru tidak

terwujud masyarakat madani di Indonesia?
(5) Sejak kapan'-masyarakat madani mulai tumbuh di

Indonesia?

(6) Apakah negara hukum di Indonesia telah berjalan
sebagaimana mestinya?

(7) Uraikan perkembangan masyarakat madani di
Indonesia!

(8) Apakah masyarakat madani telah terbentuk di
Indonesia saat ini, berikan alasnmu!

b. Tugas Diskusi
Bentuklah tiga kelompok, masing-masing kelompok

membuat makalah sederhana dan dipresentasikan di depan
kelas. Adapun topik-topiknya sebagai berikut.

(1) Pengertian, asal-usul serta ciri-ciri masyarakat
madani.

(2) Masyarakat madani-di Indonesia antara harapan
dan kenyataan.

(3) Masyarakat madani, masyaraat ideal yang
didambak^ banyak bangsa.

C. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia (Orde Lama, Orde
Baru, Orde Reformasi)

1. Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami

pasang surut. Dipandang dari sudut perkembangan
demokrasi, sejarah Indonesia dapat dibagi dalam tiga masa,
yaitu (i) masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi
konstitusional, yang menonjolkan peran parlemen, serta
partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan
Demokrasi Parlementer, (ii) masa Republik Indonesia II,
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yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek
telah menyimpang dari demokrasi konsfftHsional yang
secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan
beberapa aspek demokrasi rakyat, dan (iii) masa Republik
Indonesia III, yaitu masa Demokrasi Pancasila, yang
rnerupakan Demokrasi konstitusional yang menonjolkan
sistem presidensiil (lembaga kepresidenafi sangat domina^n,
parlemen dibuat tidak berdaya) kekuasaan presiden
menjadi tidak terkontrol.

Kebanyakan pakar menyatakan matinya demokrasi di
- Indonesia dimulai sejak diumumkannya Dekrit Presiden 5

Juli 1959 oleh Presiden Soekarno sampai dengan
runtuhnya Presiden Soeharto, 21 Mei 1998. Dengan kata
lam demokrasi terpimpin pada masa Soekarno dan

. demokrasi Pancasila pada masa Soeharto sesungguhnya
tidak ada demokrasi. Demokrasi baru mulai hidup kembali
sejak era reformasi setelah lengsernya Soeharto pada tahun
1998, akibat reformasi yang diprakarsai oleh mahasiswa.
Sejak itu, bangsa Indonesia mulai belajar demokrasi
kembali setelah tenggelam lebih'kurang 40 tahun.

Sistem Kenegaraan Indonesia adalah negara kesatuan
yang menganut demokrasi, kedaulatan berada di tangan
rakyat,'- berdasar UUD 1945 sebelum dilakukan
amandemen, dan kekuasaan negara dijalankan oleh
lembaga sebagai berikut.

Kekuasaan tertinggi diberikan oleh rakyat kepada
•: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang

berfungsi sebagai lembaga konstitutif
(2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pehibuat

UndangUndang, sebagai lembaga legislatif.
(3) Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan

disebut lembaga eksekutif.
(4) Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai pemberi

saran kepada penyelenggara pemerintahan disebut
lembaga konsultatif.

(5) Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga pefedil^
dan penguji aturan dibawah undang-undang disebut
lembaga yudikatif.
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(6) Badan Pemcriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga
• ' yang mengaudit keuangan negara, disiebut lembaga

auditatif. ^
'f

Setelah dilakukan amandemen UUD 1945, baik kesatu,
kedua, ketiga maupun keempat, teijadi pergeseran sebagai
berikut.

(1) MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi pemegang
kedaulatan rakyat. ^

(2) Komposisi MPR terdiri dari selumh aiiggota DPR
ditambah DPD (Dewan PenvaJkilan Daerah) yang
seluruhnya dipilih oleh rakyat.

(3) Terbentuknya Mahkamah Konstitusi yang berhak
menguji undang-undang terhadap UUD.

(4) I'erbentuknya Komisi Yudisial yang mengusulkan
pengangkatan hakim agung.

(5) Presiden dan Wakil Presideii dipilih langsung oleh
rakyat.

(6) Presiden tidak dapat membekukan dan atau
membubarkan DPR.

(7) Hak prerogatif presid,en banyak yang dipangkas.
(8) Kekuasaan legislatif semakin dominan.
(9) Dewan Pertimbangan Agi-ing (DPA) dilikuidasi.

Sebaiknya Anda Tahu
Prinsip-Prinsip Rule ofLaw di Indonesia

Di Indonesia, prinsip-prinsip Rule of Law secara formal
tertera dalam pembukaan UUD 1945 yang mertyatakan: (i)
bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa, karena tidak
sesuai dengan peri kemanusiaan dan ''peri keadilan", (ii)

kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu,
berdaulat, "adil" dan makmur; (Hi) untuk memajukan
"kesejahteraan umum", dan "keadilan sosial"; (iv)
disusunlah kemerdekaan kehangsaan Indonesia itu dalam
suatu "Undang-undang Dasar negara Indonesia"; (v)

"kemanusiaan yang adil dan beradab"; dan (ui)
serta dengan mewujudkan suatu "keadilan §psial" bagi
seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut^. pada
hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap
"rasa keadilan" bagi rakyat Indonesia dan juga "keadilan
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sosial", sehingga Pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan
instruktif bagi penyelenggaraan negara> Dengan demikian,
mti dan Rule ofLaw adalah jaminan adanya keadilan bagi
masyarakat, temtama keadilan sosial. Prinsip-prinsip diatas
merupakan dasar hukum pengambUan kebijakan bagi
penyelenggara negara/pemerintahan, baik di tingkat pusat
maupun daerah, yang berkaitan dengan Jaminan atas rasa
keadilan temtama keadilan sosial

Penjabaran prinsip-prinsip Rule of Law secara formal
termuat di dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu: (i) negara
Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3); (iij
kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1); (Hi)
segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum danpemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (pasal 27
ayat 1); (iu) dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia,
memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum (pasal 28 D ayat 1); (v) setiap orang berhak untuk
bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil
dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28Dayat2).

2. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Antara Tahun
1945-1950

Sebulan setelah Indonesia diproklamasikan, sistem
pemerintahan parlementer berlaku di Indonesia walaupun
UUD 1945 tidak menghendaki demikian. Hal ini ditunjang
dengan adanya pengumuman pemerintah yang memberikan
kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan partai
politik yang mendapat sambutan antusias dari rakyat
Secara politis lembaga legislatif sebagai pembawa aspirasi
rakyat adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Dilihat dari
segi historis, kehidupan partai-partai politik ini sebei-ferny^
bermula dari penjajahan Belanda dan Jepang. Namun pada
awal Indonesia mengenyam kemerdekaan, tampaknya
konsentrasi seluruh masyarakat dihadapkan sepenuhnya
terhadap aksi-aksi militer dan politik Belanda untuk
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menguasai kembali Indonesia, sehingga segenap potensi
rakyat dikerahkan untuk mensukseskan revolij^i bersenjata
ini. Sistem parlementer ini merupakan pr6duk dari
Maklumat Wakil Presiden No. X, 16 Oktober 1945.
Pengumuman Badan Pekerja, 11 November 1945 dan
Maklumat Pemerintah 14 November 1945 yang menyatakan

,bahwa tanggung jawab politik terletak di^tangan menteri.
Hal ini dipertahankan praktis sampai dikeluamya Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 yang mencabut UUDS 1950 dan
menetapkan kembali UUD 1945 sebagai UUD negara.

Pada saat bangsa Indonesia sedang menghadapi aksi-
aksi Belanda, PKI .melancarkan penikaman dari belakang
kepada pemerintah RI yang sah. Akibatnya, beribu-ribu
orang yang tidak berdosa menjadi korban keganasan politik
dan ambisi golongan yang tidak bertanggung jawab.
Untunglah hal itu dapat segera dikendalikan oleh kesigapan
pemimpin ABRI.

3. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Masa Demokrasi
Liberal (1950-1959)
Sejak tanggal 17 Agustus 1950, dengan kembalinya RI ke

dalam bentuk negara kesatuan, berlakulah UUD Sementara
1950 sebagai pengganti UUD RIS 1949. Negara menganut
sistem pemerintahan parlementer, di mana para menteri
bertanggung jawab kepada badan legislatif (parlemen). Pada

^liiasa ini terdapat kebebasan yang diberikan kepada rakyat
''tanpa pembatasan dan persyaratan yang tegas dan nyata
untuk melakukan kegiatan politik, sehingga berakibat
semakin banyak partai-partai politik yang bermunculan.
Persaingan secara terbuka antarpartai sangat kentara
dalam panggung politik nasional. Masing-masing partai
berusaha untuk mencapai cita-cita politiknya. Akibatnya,
pada penyelenggaraan pemilu yang pertama, sejak
Indonesia diproklamirkan, sangat banyak partai yang
menjadi kontestan pemilu. Sistem banyak partai ini
berakibat pada kabinet baru yang akan berjalan, y^^^tu akan
mantap apabila di dalamnya terdapat koalisi '(Uk^sah
Martadisastra, 1987:144). Adanya koalisi antara berbagai
partai yang besar ini dikarenakan tidak ada satu pun partai
yang menang secara mayoritas mutlak. Efek negatifnya
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terhadap kabinet adalah jatuh bangunnya kabinet dalam
tempo singkat karena partai yaiig berkuasa kehilangan
dukungan di parlemen. Akibat selanjutnya, program kerja
kabinet yang bersangkutan tidak dilaksanakan.

Menurut Prof. Usep Ranawidjaja dalam feukunya Hukum^
-Tata negara, dasar-dasamya, memang sudah menjadi
pandapat umum di dunia sampai sekarang ini bahwa
adanya partai politik dalam negara demokrasi merupakan
keharusan untuk mewujudkan hak rakyat dalam
menentukan nasibnya sendiri. Namun, dengan partai yang
begitu banyak, tanpa adanya mayoritas mutlak dalam
parlemen, sering berakibat instabilitas terhadap jalannya

.pemerintahan. Kenyataan itu mengakibatkan terjadinya
sistem pemerintahan yang sangat buruk, bahkan
menimbulkan perpecahan. Padahal UUDS itu sendiri
memberikan landasan yang cukup bagi terselenggaranya
pemerintahan yang baik, di mana di dalamnya rhemuat
pokok-pokok bagi pelaksanakn demokrasi politik,
demokrasi ekonomi, dan sosial serta hak-hak asasi
manusia. . Dalam kenyataannya Pancasila hanyalah
merupakdn pemanis pidato saja. Yang menonjol adalah
mdividualisme dengan latar belakang kepentingan golongan
atau partai.

pemokrasi politik dipakai sebagai alasan akan
tujfibuhnya oposisi yang destruktif. Demokrasi ekonomi
tidak lagi untuk membebaskan kemiskinan, tetapi malah
mengaburkan tujuan semula dengan tumbuh suburnya
persaingan bebas. Demokrasi sosial bukannya menciptakan
tata masyarakat yang bersih dari unsur-unsur feodalisme,
malah semakin menutup kemungkinan rakyat banyak

menikmati kemerdekaan. Inilah yang menyebabkan
macetnya tugas-tugas pemerintahan.

Secara politis kondisi demikian sungguh merupakan hal
yang merugikan. Salah satu buktinya adalah kdfetdak.
mampuan Konstituante untuk menetapkan UUD yang baru
sebagai pengganti UUDS 1950. Yang menonjol adalah
persaingan antarpartai politik dari golongannya, sehingga
kepentingan nasional yang lebih besar terabaikan. Dilihat
dari kepentingan nasional tentu hal ini tidak dapat
dibiarkan. Oleh karena itu, Presiden Soekarno selaku
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kepala negara pada/waktu itu mengeluarkan dekrit yang
menyatakan bahwa' Konstituante dibubarkan dan kembali
ke UUD 1945 yang kemudian menghendaki terbentul^ya
MPRS dan DPRS. Dekrit ini dikeluarkan pada tanggal 5 Jiili
1959. Sejak itu pula dimulainya babak baru pelaksanaan
demokrasi.

4. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Masa Denjokrasi
Terpimpin (Orde Lama)
Istilah demokrasi terpimpin telah dikemukakan oleh

Presiden Soekamo sewaktu membuka Konstituante pada
tanggal 10 November 1956. Hal ini. menunjukkan tata
kehidupan politik baru yang mengubah segi-segi negatif
demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal tidak cocok
diterapkan di Indonesia. Kesempatan yang sama pada
semua o.rang hams disertai pula dengan kemampuan yang
kuat. Apabila tidak, warganegara yang lemah akan tertindas
oleh yang kuat.

Kemudian Presiden Soekamo mengemukakan pokok-
pokok demokrasi terpimpin, antara lain bahwa

(1) Demokrasi terpimpin bukan diktator.
(2) Demokrasi terpimpin sesuai dengan kepribadian dan

dasar hidup bangsa Indonesia.
(3) "Dalam hal "kenegaraan dan kemasyarakatan meliputi

bidang politik dan kemasyarakatan.
(4) Inti pimpinan adalah permusyawaratan yang

dipirnpin oleh hikmat kebijaksanaan bukan oleh
pe^ebatan dan penyiasatan yang diakhiri dengan
pengaduan kekuatan dan perhitungan suara pro
dan kontra.

(5) Oposisi yang melahirkan pendapat yang sehat dan
membangun, diharuskan dalam demokrasi
terpimpin.

(6) Demokrasi.terpimpin adalah alat, bukan tujuan.
(7) Tujuan melaksanakan demokrasi terpimpin adal^

mencapai masyarakat adil dan makmur, material
dan spiritual.

(8) Sebagai alat maka demokrasi terpimpin mengenal
juga kebebasan berserikat dan berkumpul dan
berbicara dalam batas-batas tertentu y^tu batas
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keselamatan negara, batas kepentingan rakyat
bany'ak, batas kesusilaan dan « batas
pertanggungjawaban kepada Tuhan dan seterusnya
(Ukasah Martadisastra, 1987:147).

Atas dasar pernyataan tersebut jelaslah bahwa struktur
demokrasi terpimpin bertujuan untuk menstabflkan kondisi
negara baik kestabilan politik, ekonomi maupun bidang-
bidang lainnya. Walaupun demikian maksud Presiden
tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari konstituante.
Sementara itu konstituante tidak dapat menjalankan
fungsinya sebagaimana mestinya. Konstituante terlibat
dalam perdebatan yang berkepanjangan di mana di satu
pihak terdapat partai yang menghendaki sosial ekonomi.
Hal ini mengakibatkan golongan terbesar tidak mau lagi
merighadiri sidang-sidang konstitusional, sehingga
kegiatannya kemudian mengalami kevakuman.

Di berbagai wilayah timbul pemberontakan seperti
DI/TII, PRRI, Permesta dan sebagainya yang melancarkan
perlawanan bersenjata kepada pemertntah pusat. Kondisi
ini sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa,
sehingga pemerintah perlu menghadapi situasi politik dan
keamanan ini^-'tnelalui jalan tercepat yaitu dengan Dekrit
Presiden 5 Juli 1959. Dengan demikian lahirlah periode
demokrasi terpimpin di Indonesia.

Dalam • kenyataannya kebebasan mengeluarkan
•pendajMif, berserikat dan berpikir dibatasi dalam tingkat-
tingkat certentu. Beberapa ketentuan dan peraturan tentang
penyederhanaan partai, pengakuan dan pengawasan serta
pembubaran partai menunjukkan bahwa presiden
mempunyai peranan dan kekuasaan terhadap kehidupan
suatu partai. Hal ini berarti presiden mempunyai
kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk
melenyapkan kekuatan-kekuatan yang menghalanginya.
Dengan demikian, jelas sekali bahwa nasib partai politik
ditentukan presiden. 4

Gambaran kehidupan politik masa itu dapat
dikemukakan sebagai berikut.
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(1) Ditetapkfannya 10 partai politik yang masih diakm
yaitu.PNI, NU, PKI, Partindo PSII Arudji, dan Partai
Katolik, Murba, IPKI, Perti dan parkindo. ^

(2) Tanggal 17 Agustus 1960 Presiden membAbarkan
dua partai yaitu Masyumi d,an PSI, dan apabila
pemyataan ini tidak juga diacuhkan maka
pembubaran partai akan lebih luas lagi.

(3) Tanggal 30 Desember 1959 terbentuk IJ-ont Nasional
yang kemudian akhirnya membentuk kekuasaan
yang sangat besar dan bahkan secara riil bertindak
sebagai parpol.

(4) Dengan tidak adanya pemilu, maka kebebasan
mengeluarkan pendapat pada hakikatnya sudah
tidak ada lagi.

5. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru
Orde baru dibawah pimpinan Soeharto pada awalnya

dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan Indonesia
yang kacau balau setelah pemberontakan PKI September
1965. Orde baru lahir dengan tekad untuk melakukan
koreksi atas berbagai penyimpangan dan kebobrokan
demokrasi terpimpin pada masa orde lama. Pada awalnya,
orde baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa
dalam berbagai bidang. Dalam bidang politik dibuatlah UU
No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum, UU No. 16
Tahun 1969 Tentang Susunain dan Kedudukan MPR, DPR
dan DPRD. Atas dasar UU tersebut orde baru mengadakan
pem^han umum pertama. Pada awalnya rakyat memang
merasakan peningkatan kondisi di berbagai bidang
kehidupan, melalui serangkaisin program yang dituangkan
dalam GBHN dan Repelita. Setelah mengalami penderitaan
sejak penjajahan, awal kemerdekaan hingga berakhimya
orde lama. Namun demikian, lama-kelamaan program-
program pemerintah orde baru bukannya diperuntukkan
bagi kepentihgan penguasa. Ambisi penguasa orde baru
mulai merambah ke seluruh sendi kehidupan
ketatanegaraan Indonesia. Kekuasaan orde baru menjg^i
otoriter, namun seolah-olah dilaksanakan secafa
demokratis. Penafsiran pasal-pasal UUD 1945 tidak
dilaksanakan sesuai dengan isi yang tertuang dalam UUD
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Atersebut, melainkan dimanipulasi demi kepentingan
penguasa. Pancasila pun diperalat demi legitimasi
kekuasaan. Hal itu terbukti dengan adanya Ketetapan MPR
No. II/MPR/1978, tentang P4 yang dalam kenyataannya
sebagai media untuk propaganda kekuasaan ord^ baru
(Andriani Purwastuti, 2002:45).

Realisasi UUD 1945 praktis lebih banyak memberikan
porsi pada presiden, walaupun sesungguhnya UUD 1945
memang memberi wewenang yang amat besar pada lembaga
kepresidenan. Presiden hanyalah mandataris MPR serta
dalam menjalankan pemerintahan diawasi oleh OPR. Dalam
kenyataan di lapangan posisi legislatif berada di bawah
presiden. Seperti tampak dalam UU Tentang Susunan dan
Kedudukan MPR. DPR dan DPRD, UU Tentang Partai Politik
dan Golongan Karya, serta UU Tentang Pemilihan Umum,
posisi presiden terlihat sangat dominan. Dengan paket UU
politik tersebut praktis secara politis kekuasaan legislatif
berada dibawah presiden. Selanjutnya hak a'sasi rakyat juga
sangat dibatasi serta dikekang demi kelcuasaan, sehingga
amariat pasal 28 UyD 1945 jauh dari kenyataan. Akibat
kekuasaan yang n^^aris tanpa kontrol tersebut akhirnya
penguasa orde baru cenderung melakukan penyimpangan
hampir di semua sendi kehidupan bernegara. Korupsi,
kolusi, dan nepotisme (KKN) merajalela dan membudaya,'
pertumbuhao' ekonomi hanya dinikmati segelintir orang
yang dekat dengan penguasa, kesenjangan semakin
melebar, utang luar negeri menjadi menggunung. Akhirnya,
badai krisis ekonomi menjalar menjadi krisis multi dimensi.
Rakyat yang dipelopori mahasiswa menuntut dilakukannya
reformasi di segala bidang. Akhirnya, runtuhlah orde baru
bersamaan mundurnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998.

Pelaksanaan demokrasi Pancasila masih belum sesuai
dengan jiwa, semangat, dan ciri-ciri umumnya. Hal itu
terjadi karena presiden begitu dominan baik dalam
suprastruktur maupun dalam infrastuktur politik.
Akibatnya, banyak terjadi manipulasi politik dan KKN
menjadi membudaya, sehingga negara Indonesia terjerumus
dalam berbagai krisisyang berkepanjangan.
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Sebaiknya Anda Tahu
DPR di Mata - Publik, Masih Mengedepankan
Kepentingan Partai dan Pribadi ^

Sungguh besar harapan rakyat terhadap DPR hasU."
Pemilihan Umum 1999. Di samping terpilih melalui pemilu
yang dianggap paling demokratis sejak rezim orde bam
berkuasa, anggota DPR kali ini mempunyai latar belakang
kualitas yang dipandang lebih baik dari pada yang p^mah
ada sebelumnya. Dari segi pendidikan formal 83% adalah
lulusan perguruan tinggi. Proporsi mereka yang berusia
muda, berumur di bawah 50 tahun, juga cukup besar
mencapai 43% dari seluruh anggota.. Dengan kondisi
demikian, wajar Jika rakyat menggantungkan harapan besar
agar DPR lebih banyak berperan dan berpihak kepada
rakyat. Paling tidak, dengan fungsinya membuat undang-
undang, mengawasi pelaksanaan undang-undang dan
kebijakan • pemerintah, serta menampung dan
menindaklanjuti berbagai aspirasi dan pengaduan
masyarakat, seyogyanya lembaga ini lebih mengutamakan
kepentingan rakyat.

Menjelang tiga tahun masa jabatannya, pada 1 oktober
2002, DPR secara akumulatif telah menetapkan
sekurangnya 60 UU, tetapi jumlah tersebut masih jauh dari
target. Mengacu padd Repeta 2001, misalnya, DPR hanya
mampu memproduksi 22 UU, atau hanya 25% dari target
sebanyak 70 UUdi tahun itu. DPRjuga masih miskin inisiatif
dalam menjalankan fungsi legislatif sebab hanya sedikit
RUU yang lahif dari tangan lembaga ini; padahal mengacu
pada Perubafian Pertama UUD 1945 Pasal 20, kekuasaan
membuat UU sudah bergeser dari pemerintah kepada DPR.

Tugas yang termasuk cukup berhasil DPR periode ini
tampaknya adalah mengawasi jalannya roda pemerintahan.
Pada awal tugasnya, mereka aktif menyoroti sepak terjang
pemerintah dan tak segan mengunakan hak-haknya,
terutama hak interpelasi, hak angket, dan hak pemyataan
pendapat. Sepanjang pemerintahan Presiden Abdurrahman
Wahid, DPR menggunakan hak interpelasi sebanyak dua
kali, yaitu terhadap pembubaran Departemen Penerangan
dan Departemen Sosial, serta pencopotan Jusuf Kalla dan
Laksamana Sukardi dari jabatan menteri. Hak lain yang
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pemah difungsikan. adalah hak angket dalam kasus
pengucuran dana Yanatera Bulog sebesar Rp 35 milyar dan
dana pemberian Sultan Brunei Darussalam Hassariik»
Bolkiah sebesar 2 juta dollar AS. DPR juga menggunakan
hak pemyataan pendapat sebanyak dua kali, yaitu atas
jawaban Presiden Abdurrahman Wahid terhadap pemecatan
Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi yang dinilai tidak
memuaskan dan ketika Presiden Abdurrahman Wahid
dianggap telah melanggar Pasal 35 UUD 1945, empat
Ketetapan MPR, dan dua UU.

DPR terhitung rajin membentuk berbagai panitia khusus
di luar panitia kerja. Umumnya panitia yang dibentuk
berhubungan dengan pengungkapan kasus tertentu, seperti
pengucuran BLBI, penyaluran dana Bulog, dan yang
berkaitan dengan rekrutmen opada lembaga negara tertentu,
seperti rekrutmen hakim agung dan anggota KPKPN. Namun,
serangkaian prestasi yang telah dicapai DPR belum mampu
membuat kinerja lembaga ini mendapat pujian berarti,
setidaknya di mata sebagian publik. Hasil jajak pendapat
berseri menunjukkan semakin lama^ persentase
ketidakpuasan terhadap kinerja DPR berangsur meningkat
dari waktu ke waktu. Sehubungan dengan fungsi legislatif
DPR, misalnya, lebih dari separuh responden menyatakan
ketidakpuasan mereka terhadap kerja anggota dewan dalam
mernbuat undang-undang. Demikian pula dalam mengontrol
kerja pemerintah. Meskipun telah terjadi pergantianpresiden
dari Abdurrah^n Wahid kepada Megawati Soekamo Putri,
persentase k<Mdakpuasan responden dari waktu ke waktu
kian besar. DPR dinilai semakin tidak berdaya mengawasi
jalannya pemerintahan.

Sebenamya rasa ketidakpuasan sebagian masyarakat
terhadap kinerja DPR sudah dapat diprediksi sebelumnya.
Maskipun DPR periode 1999-2004 ini mempunyai beberapa
kelebihan dibandingkan dengan periode-periode
sebelumnya, lembaga ini tak pemah sepi dari berbagai
persoalan internal. Isu korupsi, kolusi, dan nepotisme serta
perpecahan internal partai~partai yang ada di dalamnya
turutpula mewarnai kinerja para wakil rakyat Puncaknya,
Ketua DPR Akbar Tandjung terkait dengan kasus pidana
pengucuran dana nonbujeter Bulog. Tak heran bila kinerja
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DPR selama ini masih helum memuaskan publik. Sepak
terjang para wakil rakyat ini diyakini oleh mayontas
responden lehih menitik beratkan kepentingan partai masmg-
masing dan pribadi daripada kepentingan rakyat banyak.

6. Pelaksanaan Demokrasi pada Era Reformasi
Penyelenggaraan negara yang menyimpang dari ideologi

Pancasila dan mekanisme UUD 1945 telah mengakibatkaa
ketidakseimbangan kekuasaan di antara lerabaga-lembaga
negara. Penyelenggaraan negara semakin jauh dari cita-cita
demokrasi dan -kemerdekaan. Semua itu ditandai dengan
berlangsungnya sistem kekuasaan yang bercorak absolut
karena wewenang dan kekuasaan presiden berlebihan yang
melahirkan budaya kurupsi, kolusi, dan nepotisme
sehingga terjadi krisis multi dimensional pada hampir
seluruh aspek kehidupan. Awal keberhasilan gerakan
reformasi ditandai dengan mundumya Presiden Soeharto
dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh wakil presiden
Prof. Dr. BJ. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.
Pemerintahan Habibie inilah yang ^merupakan
pemerintahan tran§isi yang akan membawa Indonesia
untuk melakukan reformasi secara menyeluruh serta
menata sistem ketat^egaraan yang lebih demokratis
dengan mengadakan perubahan UUD 1945 agar lebih
sesuai dengan tuntutan zaman.

Lemahnya pel^sanaan demokrasi pada masa orde baru
terjadi selain Scarena moral penguasanya juga memang
terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dalam pasal-
pasal UUD 1945. Oleh karena itu, selain melakukan
reformasi dalam bidang politik untuk tegaknya demokrasi
melalui perubahan perundang-undangan, juga diperlukan
amandemen UUD 1945. Lima paket UU politik telah
diperbarui pada tahun 1999, yaitu sebagai berikut.

(1) UU No. 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik, yang
kemudian diubah lagi menjadi UU No. 31 Tahun
2002.

(2) UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum,
yang kemudian juga diperbarui dengan UU No. 12
Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD dan DPRD. Selanjutnya juga keluar UU No. 23
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Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden.

(3) UU No.'4 Tahun 1999 Tentang Susunari^ dan
Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, yang akhirnya
diganti dengan UU No. 22 Tahiin 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan
DPRD.

(4) UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi'̂ 'Daerah,
yang akhirnya diganti dengan UU No. 32 Tahun
2004 yang di dalamnya mengatur tentang pemilihan
kepala daerah secara langsung.

(5) UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada era reformasi ini
telah banyak memberikan ruang gerak kepada partai politik
maupun lembaga negara (DPR) untuk mengawasi
pemerintahan secara kritis, pemberian peluang untuk
berunjuk rasa dan beroposisi, dan .optimalisasi hak-hak
DPR seperti hak bertanya, interpelasi, inisiatif, dan
amandemen.

Sebaiknya Anda Tahu
Konflik Internal Partai

Konflik internal partai bukan hal yang baru dalam
sejarah partai politik di Indonesia. Hal itu sudah terjadi
sejak zam^ pemerintahan Soekarno. Begitu rezim orde
baru runti®i, penyakit ini menular pada partai-partai yang
baru lahir. Partai-partai besar semacam Golkar, PDI
Peijuangan, dan PPP yang sudah malang melintang pada
rezim itu masih saja belum mampu membieikkan sistem
kekebalan tubuh terhadap penyakit ini. Partai-partai yang
pada kelahirannya menimbulkan harapan baru, seperti PKB
dan PAN, tak terhindar dari perseteruan internal. PBB dan
partai-partai kecil lainnya juga sama saja. Yang paling
menonjol adalah rebutan kedudukan atau kekuasaan di
dalam partai. Tak mengherankan bila konflik-konflik itu
berujung pada kepengurusan kembar. Penyebabnya antara
lain konsohdasi partai yang rapuh dan perbedaan
kepentingan antarkader yang amat beragam.
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a. Konflik Internal Partai Golkar
(1) Setelah pemilu 1997, terjadi perbedaan pendapat

di aritara dua kubu mengenai calon jwakil
presiden yang akan mendampingi Presiden
Soeharto (14 Januari 1998), yaitu antara Ketua
umum DPP Golkar Harmoko dan BJ Habibie.
Akhirnya, Harrnoko mengundurkan diri dan
Habibie yang menjadi wakil presiden.

(2) Setelah Soeharto lengser, konflik dal^ tubuh
partai semakin menguat, yaitu persaingan antara
kubu Akbar Tanjung dan kubu Edi Sudradjat
dalam pemilihan ketua umum. Terpilihnya Akbar

- Tanjung membuat Edi Sudradjat mendirikan
partai baru, yaitu Partai Keadilan dan Persatuan
(15 Januari 1999).

(3) Setelah beberapa kadernya masuk dalam jajaran
pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
konflik internal partai masih sering terjadi.
Antara kelompok yang tetap mendukung
pemerintah Presiden Wahid dan kelompok yang
menginginkan presiden mundur.

b. Konflik Internal Partai PDI Perjuangan
(1) Pada akhir pemerintahan Soeharto, PDI terpecah

menja^H dua kubu, yaitu kubu Megawati dan
kubu Soerjadi.

(2) Di kota Medan massa PDI kubu Megawati (9 Juli
1998) mengambil alih kantor DPD PDI dari

^.^angan PDI kubu Soerjadi. Menjelang Pemilu
^ 1999, kubu Megawati akhirnya mendeklarasikan

nama baru PDI Perjuangan, yang akhirnya
meraih suara terbanyak dalam pemilu.

(3) Pada 27 Maret 2000, muncul dua kelompok yang
bersaing untuk memperebutkan posisi ketua
umum. Kelompok pertama menginginkan
Megawati tetap memimpin partai, sedangkan
kelompok kedua menginginkan Megawati lebih
berkonsentrasi sebagai wakil presiden saja.

c. Konflik Internal Partai PPP
(1) Menjelang pemilu 1997 perebutan kursi calon

legislatif yang menjurus ke saling pecat di
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berbagai daerah terjadi di Riau dan Sulawesi -
Selatan.

(2) Semasa Habibie menjabat presiden banyak kadef^,
PPP yang keluar dan mendirikan partai bam
seperti PKB, PAN, Partai Keadilan, dan PBB

(3) Januari 2002 PPP, pecah, Zainuddin MZ
mendinkan Partai Persatuan Pembangunan
Reformasi.

d. Konflik Internal PKB
(1) Perseteruan antara Ketua Umum PKB Matori

Abdul Djalil dan Alwi Shihab mengenai sikap
partai berhubungan dengan akan
dilengserkannya Presiden Wahid, yang juga ketua
Dewan Syuro PKB. Akhimya Matori tetap hadir
dalam sidang istimewa MPR, padahal DPP sudah
mernutuskan untuk memboikot sidang itu.

Matori dipecat dari ketua umum PKB.
(2) Setelah Matori menjadi menteri, ia menyatakan

^JJ"^sebagai ketua umum PKB yang syah (30 juli
(3) Dalam muktamar luar biasa ya^g digelar di

Yo^akarta, 20 Januari 2002, akhimya Alwi
•Shihab terpilih sebagai ketua umum PKB

e. Konflik Internal PAN

Sebanyak 16 anggota PAN, antara lain Faisal Basri
dan Bara Hasibuan, pada 21 Januari 2001, mundur
dan p^.tai karena merasa PAN tidak lagi sesuai
dengan platform partai.

f. Konflik Internal Partai Keadilan
(1) Presiden PK Nurmahmudi Ismail 3 Mei 1999

mundur dari PK karena hendak bekeija
sepenuhnya sebagai pegawai negeri. Namun
Mahmudi menolak biladikatakan mundur karena
hendak bei^abung dengan PKB.

(2) Masa PK 10 November 2000 bemnjuk rasa
memmta pengembalian dana sebesar Rp 2 8
milyaryangdisimpandiBaitulMalwatTamwil. ' 4^

(Sumber: Litbang Komas, 2002)
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Latihan

a. Soal Uraian

(1) Uraikan periode perkembangan demokrasi di
Indonesia!

(2) Diskripsikan garis besar sistem tata negara RI
sebelum amandemen!

(3) Jelaskan garis besar sistem tata negara RI setelah
amandemen!

(4) Uraikan pelaksanaan demokrasi di Indonesia antsJi-a
tahun 1945-1950!

(5) Jelaskan pelaksanaan demokrasi liberal (1950-
1959)! -

(6) Jelaskan pelaksanaan demokrasi terpimpin (1959-
1966)!

(7) Diskripsikan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada
era Orde Baru!

(8) Diskripsikan pelaksanaan demokrasi pada era
reformasi!.

(9) Bagimana menurut kamu citra DPR di mata rakyat?
(10) Berikan beberapa contoh konflik" internal partai

politik di era reformasi ini! v

b. Tugas Diskusi
Bentuklah empat kelompok, masing-masing kelompok

membuat makalah sederhana dan dipresentasikan di depan
kelas. Adapun topik-topiknya sebagai berikut.

(1) Pelaks^aaxi demokrasi di Indonesia pada era orde
lama.

(2) Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada era orde
baru.

(3) Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada era orde
reformasi.

(4) Konflik internal partai politik di era orde reformasi.

D. Pengembangan Demokrasi di Indonesia Melalui
Pelaksanaan Pemilu

1. Pemilu di Indonesia dari Waktu ke Waktu

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejsik pemilu
nasional pertama pada tahun 1955 sampai dengan pemilu
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1999 telah menandai suatu tahapan penting dalam sejarah
demokratisasi di tanah air ini. Ada pasang surut pelibatan
warga negara dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilu 1955-
yang didasarkan pada UU No.7 Tahun 1953 berjalan
demokratis serta relatif aman dan dam^. Salah satu
kuncinya adalah diwakilinya semua partai di dalam badan
penyelenggara pemilu. Walaupun secara formal, UU No.
7yi953 sama sekali tidalc menyebut secara spesifik
keterlibatan warga negara dalam badan penyelenggara dan
pengawas pemilu, tetapi warga negara lewat partai politik
dapat mengimbangi pemaksaan kehendak oleh pejabat
lokal, dengan usaha partai-partai lain yang melaporkannya
kepada instansi yang lebih tinggi atau kepada wartawan
(Sunarso, 2003:3).

Pemilu selama rezim Soeharto, yang dikenal dengan
istilah Pemerintahan Orde Baru, jauh sekali dari sistem
politik yang dianggap demokratis.. Selama enam kali (1971,
1977, 1982, 1987, 1992, 1997) diselenggarakan pemilu oleh
rezim Soeharto, peluang untuk memberdayakan rakyat
terbelenggu oleh perangkat perundang-undangan bidang
politik. Lima paket UU bidang politik seperti UU Pemilu, UU
Partai Politik, • UU tentang Susunan dan Kedudukan
DPR/DPRD dan MPR, UU tentang Referendum serta UU
tentang Keormasan, semua disusun untuk mengendalikan
hak-hak politik rakyat. Secara eksplisit Penjelasan UU No. 1
Tahun ^9.85 tentang Pemilu menyebutkan bahwa, sampai
dengan-Q'ga kali perubahan UU No. 15 Tahun 1969 "....pada
hakikatnya tidak mengubah dasar pikiran, tujuan, asas,
dan sistem pemilihan umum dalam UU tersebut, tetapi
bertujuan untuk menyempurnakannya sesuai dengan
perkembangan keadaan" (Padmosugondo, 1988:27-28).
Menurut Indria Samego, keberhasilan Pemerintah Orde
Baru sebagian besar disebabkan oleh begitu efektifnya
ketentuan perundangan tersebut, sehingga baik kebebasan
sipil dan politik ral^at secara individual maupun partai
politik tidak memiliki kemerdekaan untuk mengembangkan
fungsinya. Pemilu selama periode 1971 hingga 1997 telah
menjadi sarana pelanggengan kekuasaan dan legitimasi
Pemerintah Orde Baru (Indria Samego: 1998:5).
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Pemilu 1999 yang diselenggarakan setelah mundurnya
Soeharto sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998
membawa sejumlah harapan baru demokratisasi politik.
Hanya dalam waktu kurang dari lima bulan sejak 21 Mei
1998, telah lahir lebih dari 80 partai politik besaf dan kecil.
Selain itu, rakyat pun seolah-olah mendapatkan kebebasan
untuk mengekpresikan kehendaknya yang selamalebih tiga
dasa warsa terjengkang di dalam rezim otoriter. Kare?ha
kebebasan tersebut, hampir setiap hari berbagai berita
unjuk rasa disuguhkan media massa. Tidak hanya di
Jakarta, masyarakat di daerah-daerah mulai menunjukkan
keberaniannya terhadap praktik politik aparat negara yang
menurut mereka diwarnai oleh fenomena kolusi, korupsi,
dan nepotisme. tttt tvt

Pemilu 1999 yang diselenggarakan berdasarkan UU inc.
3 Tahun 1999 telah menandai babak baru perubahan
dalam mesin pemilu di Indonesia, yang berbeda dengan
pemilu masa orde baru. Pemilu 1999 telah menggeser
dominasi pemerintah sebagai aparatur negara ke dalam
bentuk pemerataan partisipasi partai politik dan rakyat di
dalam penyelenggaraan pemilu. Berbeda dengan sistem
pemilu selama orde baru, di dalam sistem pemilu 1999
partai politik mempunyai hak terlibat secara intensif dalam
proses pemilu sejak Komisi Pemilihan Umum (KP )
dibentuk, sehingga diharapkan mampu berfungsi sebagai
otoritas pengatur pemilu yang independen. Sebagai
perbandingan-, '̂Lembaga Pemilihan Umum (LPU) adalah
sebuah tim y^g terdiri dari para menteri, yang selalu
terbentur hambatan etis saat berusaha memperlihatkan
prinsip-prinsip independensi dan keadilan. LPU tidak
pernah mampu sebagai sebuah otoritas pemilu yang
independen, mengingat anggotanya semua adalah pegawai
negeri yang selalu dibebani kewajiban untuk memenangkan
Golongan Karya (Golkdr).

Pemilu 2004, yang ditetapkan pelaksanaannya pada 5
April 2004, diselenggarakan untuk memilih anggota DPR,
DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota (Pasal 3). Partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemilu 2004 diberikan peluang amat
besar. Hal ini ditandai dengan semakin terbukanya
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masyarakat untuk menjadi penyelenggara pemilu di dalam
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Pasal^lS).
Cerminan bahwa KPU tidak boleh berasal dari un§ur
pemerintah atau partai politik antara lain tampak pada
persyaratan bahwa seorang anggota KPU adalah orang yang
tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik
dan tidak sedang menduduki jabatan politik, Jabatan
struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri
(Pasal 18 butir i dan k).

Jika dicermati dari pemilu 1955, pemilu 1999, dan
pemilu 2004 yang diselenggarakan 5 April 2004, tampak
ada pergeseran pembangunan politik dan proses
pelembagaan politik. Pada pemilu 1955 partai politik
bersama-sama pemerintah menjadi badan penyelengara
pemilu. Partai politik cukup kuat melakukan kontrol atas
penyelenggaraan pemilu. Pada pemilu sepanjang era orde
baru, keterlibatan masyarakat atau partai politik dalam
penyelenggaraan pemilu sangat terbatas, bahkan hampir
sama sekali tidak ada ruang untuk mengawasi jalannya
pemilu. Pemilu menjadi alat legitimasi kei^uasaan, melalui
Golkar. Barulah pada pemilu 1999, keterlibatan masyarakat
mel^ui partai politik dan organisasi pemantauan dan
pengawas independen pemilu diberikan porsi yang cukup
besar dalam aturan main pemilu tersebut. Meskipun ada
kendala di lapangan, ketika memantau kecurangan
perhitungan suara dan pelanggaran lainnya, Pemilu 1999
dianggap lebih baik daripada pemilu selama era orde baru.
Penyelengg^aan pemilu 2004 menjadi tantangan tersendiri
bagi masyarakat karena baik penyelenggara maupun
pengawas pemilu berasal dari masyarakat (bukan dari
partai politik maupun bukan dari birokrasi pemerintah).

2. Dasar Pemikiran Diadakannya Pemilu
Negara Republik Indonesia adsdah negara kesatuan yang

berdasarkan kedaulatan rakyat. Prinsip ini tercantum
dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan
prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu
dibentuk lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan
rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan
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umum yang dilaksan^an secara demokratis dan
transparan (keterbukaan). Pemilihan umum merupakan
sarana demokrasi guna mewLijudkan sistem pemerintahan ^
negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan negara ^
yang dibentuk melalui pemilihan umum itu adalah yang
berasal dari rakyat,- dijalankan sesuai dengan kehendak
rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Hanya
kekuasaan pemerintahan negara yang memancarkan
kedaulatan rakyatlah yang memiliki kewibawaan kiSat
sebagai pemerintah yang amanah. Pemerintahan yang
dibentuk melalui suatu pemilihan umum akan memiliki
ligitimasi yang-kuat.

3. Tujuan Pemilihan Umum
Untuk mewujudkan tata kehidupan negara sebagaimana

dimaksud oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
serta cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945,
periu diselenggarakan pemilihan umum. Pemilihan umum
bertujuan untuk memilih wakil ralQ^at untuk duduk di
dalam lembaga permusyawaratan /perwakilan rakyat,
membentuk pemerintahan, melanjutkan \ perjuangan
mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan
negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan umum
yang demokatis merilipakan sarana untuk menegakkan
kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara. Oleh
karena itu, pemilihan umum tidak boleh menyebabkan
rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara,

4. Asas Pemilihan Umum

Pemilihan umum diselenggarakan secara demokratis dan
transparan, berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum,
bebas, dan rahasia. Asas itu didasarkan pada Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XIV/MPR 1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas
Ketetapan Majelis Permusyaaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang pemilihan umum.
Masing-masing asas itu dapat dijelaskan sebagai berikut.
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a. Jujur *
Dalam penyelenggaraan pemilihan umum,

penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai
politik peserta pemilihan umum, pengawas" dan
pemantau pemilihan umum, tergiasuk pemilih, serta
semua pihak yang terlibat secara tidak langsung,
harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.

b. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap
pemilih dan partai politik peserta pemilihan umum
mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari
kecurangan pihak manapun.

c. Langsung
Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara

langsung memberikan suaranya sesuai dengan
kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

d. Umum %

Pada dasarnya semua warga negara yang
memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu

"sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau
telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam
pemilihan umum. Warga negara yang sudah berumur
21 (duapuluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi
pemilihan yang bersifat umum mengandung makna
menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi
semua warga negara yang telah memenuhi
persyaratan tertentu tanpa diskriminasi
(pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras,
golongan, jenis kelamin, kedaerahan-, dan status
sosial.

e. • Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas
menentukan pilihannya tanpa tekanan da^ paksaan
dari siapapun. Di dalam melaksanakan hakriya, Setiap
warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat
memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan
kepentingannya.
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f. Rahasia

. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin
bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihsik
manapun dan dengan jalan apstpun.pemilih
memberikan sarannya pada surat suara dengan tidak
dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa

"suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berla^
lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat
pemungutan suara dan secara su^a rela bersedia
mengungkapkan pilihannya kepada pihak mana pun.

5. Partisipasi dan Kualitas Pemilu Setelah Reformasi
Sebanyak apa pun kritik' yang diarahkan pada kurang

demokratis dan kurang berkualitasnya pemilu 1999, tidak
dapat memungkiri bahwa pemilu 1999 adalah salah satu
tonggak sejarah politik Indonesia. Terselenggaranya pemilu
1999 adalah sebuah bukti yang paling nyata atas penolakan
bangsa ini terhadap berlakunya sistem lama di bawah
kendali Soeharto. Sebab, dengan adanya pemilu 1999
berarti semua hasil proses politik pada tahun 1997, yang
seharusnya bam akan berakhir^ tahun 2002, sama sekali
tidak diakui keabsahannya, baik secara legal formal
maupun substansi demokrasi.

Dengan adanya percepatan pemilu ini berarti bukan
hanya ada pergantian total keanggotaan di MPR/DPR,
melainkan juga harus segera digantinya pejabat Presiden
yang. pada masa itu dipegang oleh BJ Habibie. Sebelum
niejiyelenggarakan pemilu yang dipercepat itu, pemerintah
mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang
Pemilu daji RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR,
DPR dan DPRD. Ketiga draf UU ini disiapkan oleh sebuah
tim Depdagri yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof.
Dr. M. Ryaas Rasyid.

Setelah disyahkannya UU No. 2 tahun 1999 tentang
Partai Politik, mulailah babak bam dalam dunia politik di
Indonesia. Pada waktu itu sebanyak 141 partai politik
terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM ^ang
akhirnya yang dilegalisasi sebanyak 48 partai. Persiapai^
pemilu ini relatif sangat singkat, yaitu selama 13 bulan.
Singkatnya persiapan ini bukan dilihat dari rent^g waktu
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yang ada melainkan dilihat dari berbagai gejolak sosial
politik yang terjadi yang juga menghabisk^n konsentrasi
seluruh elemen bangsa. '

Meskipun masa persiapannya tergolong singkat,
pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu 1999 ini bisa
dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 juni 1999. Tidak

- seperti yang diprediksikan dan dikhawafijrkan banyak pihak
sebelumnya, ternyata pemilu 1999 bisa beijalan damai,
tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa
daerah tingkat II di Sumatera Utara yang pelaksanaan
pemungutan suaranya terpaksa diundur satu pekan.
Itupun karena adanya keterlambatan atas datangnya
perlengkapan pemungutan suara (Fadillah Putra, 2003:88).

Tidak seperti pada proses pemungutan suara yang
berj^an lancar, tahap penghitungan suara dan pembagian
kursi pada pemilu kali ini sempat menghadapi hambatan.
Pada tahap penghitungan suara, 27 partai politik menolak
menandatangani berita acara perhitungan suara dengan
dalih pemilu belum jurdil (jujur dan adil). Sikap penolakan
tersebut ditunjukkan dalam ^ebuah rapat pleno KPU. Ke-27
partai tersebut adalah sebagai berikut: PK, PNU, PBI, PDI,
Masyumi, PNI Supeni, Krisna, Partai KAMI, PKD, PAY,
Partai MKGR, PIB, Partai SUNI, PNBI, PUDI, PBN, PKM,
PND, PADI, PRD, PPI, PID, Murba, SPI, PUMI, PSP, dan

, PARI (Fadillah Putra, 2003:88). Karena ada penolakan,
dokumen rapat KPU kemudian diserahkan pimpinan KPU
kepada presiden. Oleh presiden hasil rapat dari KPU
tersebut kemudian diserahkan kepada Panwaslu (Panitia
Pengawas Pemilu). Panwaslu diberi tugas untuk meneliti
keberatan-keberatan yang diajukan wakil-wakil partai di
KPU yang berkeberatan tadi. Hasilnya, Panwaslu
memberikan rekomendasi bahwa pemilu sudah sah.
Lagipula mayoritas partai tidak menyertakan data tertulis
menyangkut keberatan-keberatannya. Presiden kemudian
juga menyatakan bahwa hasil pemilu sah. Hasil fmal pemilu
baru diketahui masyarakat tanggal 26 Juli 1999,.

Setelah disahkan oleh presiden, PPI (Panit '̂ Pethilihan
Indonesia) langsung melakukan pembagian kursi. Pada
tahap ini juga muncul masalah. Rapat pembagian kursi di
PPI berjalan alot. Hasil pembagian kursi yang ditetapkan
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kelompok kerja PPI menunjukkan bahwa partai Islam yang
melakukan stembus accoord (penggabungan sisa hasil ^uara
dari beberapa partai yang platfomnya relatif samaj hanya
mendapatkan 40 kursi. Sementara kelompok stembus
accoord 8 partai Islam menyatakan bahwa mereka berhak
atas 53 dari 120 kursi sisa.

Perbedaan pendapat di PPI tersebut akhirnya di^rahkan
kepada KPU. Di KPU perbedaan pendapat itu akhirnya
diselesaikan melalui voting dengan dua opsi. Opsi pertama,
pembagian kursi sisa dihitung dengan memperhatikan
suara stembus accoord, sedangkan opsi kedua pembagian
tanpa stembus accoord. Hanya 12 suara yang mendukung
opsi pertama, sedangkan yang mendukung opsi kedua. 43

.suara. Lebih dari 8 partai walk out Ini berarti bahwa
pembagian kursi dilalmkan tanpa memperhitungkan lagi
stembus. accoord. Berbekal keputusan KPU tersebut, PPI
akhirnya dapat melakukan pembagian kursi hasil pemilu
pada tanggal 1 September 1999. Hasil pembagian kursi itu
menunjukkan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR
atau 90,26 persen dari 462 kursi yang diperebutkan.
Sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang meraih
35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153
kursi. Qolkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44
persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan
205 kursi dibanding pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982
suara atau 12,61 persen, mendapatkan 51 kursi. PPP
dengan ll.J2'9.905 suara atau 10,71 persen, mendapatkan
58 kursi atali kehilangan 31 kursi dibanding pemilu 1997.
PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen,
mendapatkan 34 kursi. Di luar lima besar, partai lama yang
masih ikut, yakni PDI merosot tajam dan hanya meraih 2
kursi dari pembagian kursi sisa, atau kehilangan 9 kursi
dibanding pemilu 1997 (Fadillah Putra, 2003:91).

Selengkapnya diliiar lima partai besar di atas PBB (13
kursi), Partai keadilan (7 kursi), PKP (4 kursi), PNU (5
kursi), PDKB (5 kursi), PBI (1 kursi), PDI (2 kursi), PP, PDR,
PSII, PNI Front Marhaenis, PNI Masssa Marhaen, IPKI, PKU,
Masyumi, PKD masing-masing satu kursi (Fadillah
Putra:91).
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Sebaikhya Anda Tahu
DPR dan Fungsi Legislasinya ^

Kebiasaan titip tanda tangan pertanda Hadir bukan
monopoli mahasiswa yang sedang malas, tapi juga anggota
DPR- Lihatlah daftar hadir rapat paripurna pengesahan UU
Ketenaganukliran pada 26 Februari 1997. Tak kurang dari
317 baris nama terbubuh tanda tangan. ^amun yang hadir

. secara fisik dalam rapat itu tak lebih dari 75 anggota.
Begitu pula saat UU Tindak Pidana Pencucian Uang
disahkan tanggal 25 maret 2002, Sebanyak 260 dari 309

.anggota menyatakan kehadirannya hanya dengan tinta.
Tindak kriminal atau perbuatan amoral telah berlangsung
di gedung parlemen, yaitu pemalsuan tanda tangan atau
berbohong. Perilaku buruk ini sempat menyerap perhatian
publik. Tak mengherankan bila DPR dicap tak pernah bisa

• optimal menyalurkan aspirasi rakyat. Jajak pendapat
Kompas 10 juni 2002 mengungkapkan tingkat
ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja DPR terus
menguat, Bila pada Agustus 2000 sekitar 52,5 persen dari
1569 responden menyatakan tidak puas, pada Mei 2002
tingkat ketidakpuasan naik menjadi 81,0 persen dengan
830 responden.

Begit'U kekuasaan Soeharto berakhir, aktualisasi fungsi
DPR bergeser. Bila pada masa orde baru lembaga ini tak
lebih dari tukang stempel pernerintah, kini DPR cenderung
berkonsentrasi pada fungsinya sebagai pengawas kebijakan

-|>emerintah. Hal ini dipertontonkan kepada rakyat, melalui
siaran televisi dalam masa pemerintahan Abdurrahman
Wahid. Rapat paripurna pengambilan keputusan untuk
membentuk Pansus Bulog I pada 5 September 2000,
misalnya, dijejali anggota yang antusias maupun yang
menentang. Konsentrasi pada fungsi pengawasan ini
mengendorkan fungsi lainnya. Salah satu adalah fungsi
legislasi; fungsi membuat UU. Fakta ini barangkali bisa
menjelaskan. Sejak tahun 1966 hingga 2001 terdapat 493
undang-undang yang dihasilkan pemerintah da^ DPR.
Rata-rata 13 sampai 14 undang-undang per tahun. Ku
masa lalu. Tahun 2001 ditargetkan penetapan 30 undang-
undang dan menyusun 40 RUU. Nyatanya hgmya 22 UU
yang ditetapkan sepanjang tahun 2001. Dalam hal
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penyiis^man RUU, hanya 9 RUU dari 58 buah prioritas yang
akhirnya menjadi UU. ^

Indikasi fungsi legislasi yang belum 'optimal ini
diperlihatkan pula oleh minimnya RUU inisiatif DPR. Dari
493 UU yang dihasilkan selama 35 tahun, hanya 8,1 persen
yang merupakan inisiatif DPR. Selang waktu 1966-1972
merupakan masa yang menghasilkan usulan terbanyak,
tapi 20 RUU inisiatif akhirnya kandas*^ di tengah jalan.
Hanya tujuh usulan yang berhasil disyahkan menjadi UU.

Fungsi legislasi untuk menciptakan UU yang benar-
benar dibutukan rakyat banyak tampaknya jauh dari
optimal. DPR hasil lima kali pemilu, sejak tahun 1971
sampai 1992, adalah DPR vakum mutlak dalam urusan ini.
Tak satupun usulan inisiatif dalam 25 tahun itu. Sepanjang
itu pula hak inisiatif hanya dikenal dalam buku-buku
pelajaran sekolah. la bam muncul lagi dalam tahun 1997-
1999. Lima dari delapan RUU inisiatif disahkan menjadi
UU. DPR hasil pemilu demokratis sejak tahun 1955, hingga
tahun 2001 telah menghasilkan lima RUU inisiatif. Namun
rupanya kepentingan politik s^ngat mendominasi usulan
inisiatif DPR itu. Tujuh dari sepuluh RUU usul inisiatif DPR
mengatur politik dan keamanan. Dua tentang ekonomi,
keuangg,n, dan industri. Hanya satu RUU yang menyangkut
kesejg.hteraan rakyat.

Dari substansinya, tak sedikit undang-undang yang
setelah disahkan justru menimbulkan koniroversi hingga
^^laksanaannya hams ditunda. UU Nomor 14 Tahun1992
fentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan UU Nomor 56
Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih mempakan undang-
undang yang menimbulkan polemik. Kewenangan eksekutif
mengusulkan RUU bisa jadi alasan mengapa RUU banyak
datang dari pemerintah. Namun, amandemen UUD 1945
yang memberi porsi besar pada dewan temyata juga bukan
jaminan membaiknya kinerja DPR dalam fungsi legislasi.

6. Mendukung Terselenggaranya Pemilu . . yang
Berkualitas ^
Penyelenggaraan pemilu yang baik adalah proses di

mana semua asas dalam kebijakan pemilu ditegakkan,
yakni jurdil dan luber.
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(1) Jujur, bila dalam penyelenggaraan pemilu, setiap
penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta
pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu,
pemilih, serta semua pihak yang terl^ait hams
bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Adil, bila dalam penyelenggaraan pemilu, setiap
•pemilih dan peserta pemilu mendapat perlalcuan
yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak
manapun.

(3) Langsung, bila rakyat sebagai pemilih mempunyai
hak untuk memberikan suaranya secara langsung
sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa
perantara.

(4) Umum, bila semua warga negara yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan undang-undang ini
berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat
umum mengandung makna menjamin kesempatan
yang be^laku menyeluruh bagi semua warga negara,
tanpa ""diskriminasi berdasarkan suku, agama,
golorigan, jenis kelamin, kedaerahan, pekeijaan, dan
status sosial.

bila didalam memberikan suara, pemilih
•^ijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh

pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih
memberikan suaranya pada surat suara. dengan
tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada
siapapun suaranya diberikan.

(6) Bebas, bila setiap warga negara yang berhak
memilih bebas menentukan pilihannya tanpa
tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dailam
melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin
keamanannya, sehingga dapat memilih sesua^
dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.^

Pengalaman pemilu 1999 yang dikenal sebagai pemilu
paling demokratis dalam kenyataannya tidak memberikan
jaminan bagi proses perbaikan keadaan. Proses pemilu yang
luber, tidak dengan sendirinya menghasilkan badan-badan
pemerintahan. yang baik, yang memiliki kepedulian
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mendalam dengan persoalan rakyat, bisa menerrMflkan jalan
keluar dan mampu merumuskan jalan keluar tersebut
dalam kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Maraknya masalah KKN, termasuk politik uang dalam
pengisian jabatan publik, masalah-masalah dalam
penyelesaian krisis ekonomi, dan laki-lain, telah
memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa tata baru "
yang dibentuk melalui pemilu 1999, dalam kenyataan tidak
bisa mengatasi krisis yang ada, dan malah sebaliknya ikut
memberikan sumbangan bunik pada kondisi yang ada.
Pemilu 1999 berkualitas dari sisi penyelenggaraan, namun
belum mencerminkan kualitas yang lebih menyeluruh dan
mendalam.

7. Tunit Serta Meningkatkan Kesadaran Politik bagi
Pemilih

Yang harus dilakukan oleh elemen gerakan pembaruan
tidak sekedar memastikan proses pemilu berjalan dengan
jujur dan adil, melainkan menyangkut hal-hal berikut ini.

(1) Memastikan bahwa yang bertarung memperebutkan
kuirsi parlemen dan kursi presiden adalah mereka
yang memiliki komitmen dengan pembaruan
(reformasi). Menjaga agar jangan sampai digunakan

' politik uang, merupakan salah satu cara agar tidak
'2' terjadi manipulasi, yang nantinya memberikan

peluang bagi yang tidak tepat masuk arena, bukan
satu-satunya cara. Oleh sebab itu, perlu ditemukan
strategi dan metode yang lebih baik, agar pintu bagi
parlemen hanya terbuka bagi mereka yang memiliki
integritas, komitmen dan kapasitas untuk
mendorong proses pembaruan.

(2) IViemastikan bahwa mereka yang sudah duduk di
parlemen dan kursi presiden, benar-benar bekeija
untuk kepentingan rakyat, dan bukan sebaliknya.

Secara umum kita hendak mengatakan bah4a
diperlukan dua langkah sekaligus, yakni memastikan
proses pemilu agar menghasilkan anggota parlemen dan
presiden yang benar-benar bisa diandalkan untuk
melanjutkan gerak reformasi dan memastikan mereka bisa
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bekerja dengan baik. Dilihat dari periode kerja, maka
pekerjaan dilakukan pada tiga tahap, yakni persiapan,
pelaksanaan dan paska pemilu. Bobot masing-masing sama
tirigginya, atau bisa dikatakan tidak ada satu bagian yang
bisa dianggap lebih penting dari bagian yang lain. Dalam
kerangka inilah kita melihat pentingnya usaha-usaha
berikut ini. •

(1) Mempersiapkan masyarakat, khususiiya yang ada di
lapis bawah, seperti masyarakat desa, agar bisa
hadir dalam- pemilu secara benar.

(2) Mempersiapkan keterlibatan rakyat dalam proses
penyelengraan pemilu, terutama untuk memastikan
bahwa pemilu berjalan dengan jujur dan adil.

(3) Mempersiapkan keterlibatan rakyat dalam proses
monitoring (pemantauan) kinerja dari parlemen
(khususnya parlemen daerah) yang terbentuk.

Untuk tercapinya ketiga hal tersebut dibutuhkan
kesadaran politik dan keterampilan politik baru, agar ral'cyat
dapat memastikan kualitas pemilu. Apa yang harus
dilakukan gerakan prodemokrasi, seperti pers, ormas-
ormas, dan organisasi non pemerintah, dalam ikut serta
mempersiapkan agar rakyat hadir dalam kualitas baru?

(1) Sejak dini kesadaran masyarakat harus benar-benar
ditingkatkai^j^.bahwa pemilu pada dasarnya adalah
arena perel^tan kekuasaan yang sah, demokratis
dan legitimit. Banyak cara untuk merebut
kekuasaan, namun yang diakui oleh konstitusi
adalah pemilu. Pemilu adalah cara untuk
menyelesaikan perbedaan dan membangun
komitmen masa depan secara demokratis.
Kesadaran ini penting agar ral^at sejak awal
mengerti bahwa pemilu, bukan sejenis arisan,
kumpul-kumpul tanpa konflik, tetapi sebuah arena
yang keras, penuh konflik, namun tertata dan
tunduk pada aturan main. Dengan kesadaran ini,
maka rakyat akan dengan jelas mengetahui, apa
implikasi dari dukungan yang diberikan pada
peserta pemilu. Sehingga tidak menyesal
dikemudian hari.
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(2) Dengan terbangunnya kesadaran baru, maka ral^at
tidak saja berkepentingan pada dirinya sendiri,
melainkan juga hams berkepentingan dengan
keselumhan 'proses pemilu. Oleh karena itu
kebersamaan masyarakat harus terbangun, ageir
kepentingan bersama rakyat tetap terlindungi. Oleh
karena itu yang dibutuhkan bukan saja kesadaraa,
melainkan juga keterampilan. Elemen-elemen
prodemokrasi, harus mampu mengembangkan
keterarripilan politik ban.i, terutama dalam
mengangkat kepentingan massa rakyat, agar rakyat
tidak hanya pandai dalam memmuskan keluhan,
melainkan juga dapat mengubah keluhan menjadi
gerakan demokrasi yang dapat mendorong
pembaman.

(3) Elemen-elemen pro demokrasi, tidak mungkin lagi
hanya menjadi penonton dan menjadikan pemilu
sebagai arena pertunjukan (pesta demokrasi), yang
kemudian dianalisis paska pemilu. Elemen-elemen
pro demokrasi hams memmuskan suatu bentuk
keterlibatan bam. Tanpa suatu keterlibatan, maka
elemen pro demokrasi, akan kembali menjadi
pengamat, yang tidak akan pernah memahami
secara persis proses pergulatan kepentingan dan
pros^S:-' perebutan kekuasaan melalui pemilu.
Dengan demikian, elemen pro demokrasi dapat
memikirkan suatu model bam pengelompokan, atau
mendorong proses pengorganisasian kepentingan
yang bam, seperti misalnya, membuat kontrak
politik dengan para calon anggota DPR, maupun
calon presiden. Kontrak politik hanyalsih salah satu
dari banyak. alternatif yang dapat dikembangkan,
yang pada intinya mempakan strategi bam untuk
terlibat, dan tidak sekedar menjadi penonton.

Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum dinyatakan beberapa hal berikut ini.

(1) Pemilihan umum mempakan sarana untuk
mewujudkain kedaulatan raikyat dalam
pemerintahan negara Kersatuan Republik Indonesia
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yang berdasarkan Pancasila, sebagairnana
diamanatkan dalam UUD 1945.

(2) "Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan
dinamika masyarakat sebagairnana dituangkan
dalam perubahan UUD 1945, pemelihan umum
diselenggarakan untuk memilih ajiggota Dewan
Pei-wakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Pervi'akilan Ral^at Daerali serta memilih
Presiden dan Wakil Presiden.

(3) Pemilihan umum perlu diselenggarakan secara lebih
berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya
dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(4) Pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga
perwakilan haras mampu menjamin prinsip
keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi (dil^utip
dari bagian menimbang huryf a sd d).

(5) Pada bagian lain disebutkan pula bahwa yang
dimaksud dengan pemilihan umum adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Pada dasarnya esensi pemilu adalah unasan kekuasaan
dan pembentukan suatu pemerintahan baru. Setiap pemilu
pada^,dasai*nya adalah proses untuk membentuk suatu
pemSrintahan baru. Perubahan yang terjadi dalam
pemerintah baru itu pada dasarnya berkenaan dengan
terjadinya suatu rekonfigurasi kekuatan-kekLiatan politik
atau penataan ulang kekuatan politik yang ada. Dalam
sistem demokrasi, pemilu akan membuka peluang bagi
kekuatan politik yang kecil untuk menjadi besar atau
sebaliknya. Dengan proses demikian, peluang bagi
perubahan konfigurasi kekuatan-kekuatan menjadi terbuka
lebar. ^

Sebaiknya Anda Tahu
Partai Politik dan Pemilihan Umum

Gerakan mahasiswa untuk menuntut adcinyci reformasi
yang diselenggarakan pada awal 1998 mencapai
klimaksnya pada bulan Mei, yaitu dengan lahimya babak
baru politik di Indonesia. Rezim Soeharto yang berkuasa 32
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tahun pada waktu itu tumbang. Pucuk pimpinan^^sekutif
dialihkan kepada BJ. Habibie, wakil presiden waktu itu,
pada tanggal 21 Mei 1998 dalam sebuah acara darurat di
istana negara. Kebijakan pemerintah bam ini adalah
penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam waktu secepat-
cepatnya, tetapi baru terlaksana pada tanggal %Juni 1999.

Angin segar reformasi melapangkan ruang gerak politik
yang berdampakpada kebebasan rakyat membentuk partai-
partai politik baru. Pemilihan 1999 diikuti oleh 48 partai
politik yang memenuhi syarat. Empat di antaranya adalah
partai lama, yaitu PPP, Golkar, PDI-Perjuangan, dan PDI. Dua
partai terakhir berasal dari PDI yang pecah setelah konggres
PDI di Medan pada Juni 1996. Meski masih diwamai
kecurangan di mana-mana, Pemilu 1999 dianggap sama
defnokratisnya dengan Pemilu 1955 sebagai pemilu pertama
di bumi Indonesia.

Pemilu 1999 yang bersifat multipartai ini merupakan yang
pertama setelah Pemilu 1977. Dalam lima kali pemilu
sebelumnya, 1977-1997, pesertanya''tak pemah lebih dari
tiga kontestan karena UU Pemilu No. 3 Tahun 1985 Tentang
Partai Politik dan Golongan Karya hanya mengakui dua
partai politik,'̂ ' PPP dan PDI, serta satu Golongan Karya.
Pembentukan partai di luar ketiga kontestan tidak
dibolehkan.

Baru.pada tahun 1996 sekumpulan anak muda yang
sudolvf.gerah melihat tabiat pemerintah Soeharto yang tidak
demoJzratis itu mencoba mengadakan perlawanan dengan
mendeklarasikan partai baru secara terbuka, yaitu Partai
Rakyat Demokratik yang lebih dikenal sebagai PRD. Partai
itu diketuai oleh Budiman Sudjatmiko yang masih berusia 26
tahun, yang gerakannya kurang terpapar di media massa
yang waktu itu dicekam ketakutan absolut oleh rezim
Soeharto.

Menghadapi PRD, pemerintah Soeharto memperlihatkan
tabiat konvensionalnya setiap kali menghadapi lawan, yait^
menuduh partai baru ini sebagai komunis. Berbagai muslihat
diupayakan untuk mengerdilkannya. Upaya itu menemukan
aktualitasnya pada peristiwa perebutan kantor PDI di Jalan
Diponegoroy Jakarta Pusat tanggal 27 Juli 1996. Budiman
dan kawan-kawan dituding sebagai dalang kejadian itu. la
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ditangkap •dan resmi dipenjara pada April 1997' dengan
tuduhan subversif. Dua tahun kemudian, atau setahun
setelah reformasi mulai berjalan, status Budin^n sebagai
tahanan politik dicabut. la dibebaskan dengan amnesti
Presiden Abdurrahman Wahid. Budiman Sudjatmiko dengo.n
PRD bukanlan satu-satunya kelompok yang mencoba
menentang kekuasaan Soeharto dalam membatasi pariai
politik. Sri Bintang Pamungkas dari PPP, dfkeluarkan dari
DPR pada bulan Februari 1995, mendirikan PUDI pada Mei
1996 dan mengakalinya sebagai partai oposist Seperti
Budiman Sudjatmiko, Sri Bintang juga dipenjarakan sejak
Mei 1997 dengan tuduhan subversif. la dibebaskan Presiden
BJHabibie empat hari setelah Soeharto lengser.

Riwayat pemenjaraan kedua deklarator partai ini sudah
cukup meredam keberanian lawan-lawan tangguh Soeharto
dalam melakukan eksperimen untuk membentukpartai baru.
Itu sebabnya, ketika pemerintah Habibie merencanakan
pemilu tanpa memhatasi jumlah partai politik, puluhan
organisasi, perkumpulan, dan kelompok masyarakat ramai-
ramai bermetamorfosis menjadi partpi dengan mendaftarkan
diri di Departemen Kehakiman. Tidak kurang dari 141 partai
tercatat di sana. Sebanyak 106 di antaranya kemudian
mendaftar .ke Panitia Persiapan Pembentukan Komisi
Peniilihan Umum, atau P3KPU, sebagai kontestan Pemilu
1999. Pada tahap berihutnya hanya 60 pai'tai yang
memenuhi syarat untuk uerifikasi Setelah proses ini usai

memutuskan 48 partai politik yang memenuhi syarat
seb^ai peserta pemilu 1999. Tidak semua calon kontestan
itu lolos sebab masih ada syarat yang sulit dipenuhi, seperti
keharusan merniliki sedikitnya sembilan DPD. Protes
bermunculan dan 12 partai politik yang tidak lolos, tetapi
keputusan itu tidak dapat diubah.

Pemenang Pemilu 1999 adalah PDI-Perjuangan, partai
yang waktu itu dikenal sebagai partainya orang kecil,
pimpinan Megawati Soekamopuiri. Partai Golkar, yang di
kemudian hari kesertaannya dalam Pemilu 1999 dikaitkan
dengan skandal dana nonbudjeter Bulog, berada ^di
peringkat kedua. Berikut ini 10 besar partai pemenang
pemilu 1999
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(1) Partai Dernokrasi Indonesia Perjuangan 33,7.3% (153 kursi).
(2) Partai Golongan Karya 22,43% (120 kursi).
(3) Paitai Kebangkitah Bangsa 12,60% (51 kursi).
(4) Partai Persatuan Pembangunan 10,70% (58 kur^)^
(5) Partai Amanat Nasional 7,11% (34 kursi).
(6) Partai Bulan Bmtang 1,94% (13 kursi).
(7) Partai Keadilah 1,36% (7 kursi).
(8) Partai Keadilan dan Persatuan 1,01% (4 kursi).
(9) Partai Nahdatul Umat 0,64% (5 k^rsi).
(10) Partai Dernokrasi Indonesia 0,62% (2 kursi).

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum, 2000)

Latihan

a. Soal Uraian

(1) Sebutkan tahun berapa saja pemilu di Indonesia
pernah dilaksanakan?

(2) Pemilu tahun berapa saja yang dianggap paling
demokratis?

(3) Bagaimana kualitas pemilu pada era orde baru?
(4) Bagaimana kualitas pemilu pada era reformasi?
(5) Apa yang dimaksud pemilu legislatif itu?
(6) Apa pula yang dimaksud dengan pemilu eksekutif

itu?

(7) Apa dasar pemikiran diadakannya pemilu?
(8) Jelaskan tujuan pemilu!
(9) Jelaskan asas-asas pemilu!
(10) Apa yang dimaksud pemilu berkuEilitas itu?
111) Bagaimana menurut pendapatmu kualitas pemilu

era^eformasi?
(12) Bagaimana menurut pendapatmu kesadaran politik

rakyat dan pemimpinnya saat ini?

b. Tugas Diskusi
Bentuklah lima kelompok kemudian masing-masing

kelompok membuat makalah sederhana dan
dipresentasikan di depan kelas. Adapun topik-topiknya
sebagai berikut.

(1) pemilu pada era orde lama
(2) pemilu pada era orde baru
(3) pemilu pada era reformasi
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(4) pemilihan presiden secara langsung oleh ml^at
(5) pemilihan kepala daerah secara langsung oleh

rakyat

E. Penerapan Budaya Demokrasi dalam Berbagai Bidang
Kehidupan

Seperti telah dikemukakan pada uraian sebelumnya,
ke^atan berdemokrasi terutama diterapkan dalam kehidupan
pohtik. Di samping itu, penerapan demola-asi dalam kehidupan
sosial dan ekonomi juga tidak kalah penting. Hal itu
disebabkan antara kehidupan politik, sosial, dan ekonomi
saling berpengaruh satu sama lain. Sebagai contoh, seseorang
yang telah terbiasa bersifat terbuka dalam keluarga dan dalam
bertetangga, kebiasaan itu bisa terbawa ketika yang
bersangkutan menjadi pemimpin politik/pemerintah atau
berdagang. Oleh karena itu, budaya demokrasi dalam
kehidupan sehari-hari bisa ditemukan dalam aktivitas
manusia dalam berbagai ruang lingkup kehidupan. Ruang
hngkup kehidupan manusia di mana kita dapat menemukan
budaya demokrasi ialah di dalam keluarga, sekolah,
masyarakat, dan pemerintahan. Dalam kehidupan keluarga
yang menerapkan budaya demokrasi antara lain tampak
adanya sikap dan perilaku sebagai berikut.

(1) .^ling percaya atau tidak saling curiga antara anggota
keluarga yang satu dan yang lain.

(2) Melibatkan anggota keluarga dalam pengambilan
keputusan bersama/keluarga.

(3) Mematuhi aturan dalam keluarga dan sebagai
pimpinan dalam keluarga, orang tua tetap bersikap
kritis.

(4) Perlakuarl yang tidak diskriminatif terhadap anak, baik
atas dasar jenis kelamin maupun atas dasar kondisi
anak, misalnya cacat fisik. Mereka diperlakukan seca^
adil.

(5) Toleransi terhadap perbedaan pendapat, sejauh tidak
merusakhubungan yangharmonis dalam keluarga.

(6) Menghargai kebebasan masing-masing, akan tetapi
tidak sampai merusak hubungan yang harmonis atau
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apa yang menjadi ^fujuan dalam membangun suatu
keluarga.

Penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan masyarakat ^
antara lain tampak adanya sikap dan perilaku sebagai berikut.

(1) Menghargai pluralisme dengan menyikapi
perbedaan/konflik sebagai sesuatu yang wajar dan
mengelolanya sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi
kehidupan bersama. a

(2) Menentukan pemimpin dengan cara pemilihan yang
melibatkan anggota masyarakat

(3) Ada kepercayaan akan persamaan hak yang tercermin
dengan . tidak adanya perlakuan diskriminatif atas
dasar kaya-miskin, pangkat-tidak berpangkat, laki-laki
dan perempuan.

(4) Melibatkan warga dalam pengambilan keputusan yang
menyangkut kehidupan bersama (termasuk anak-anak
pun sebagai bagian dari masyarakat diikut-
sertakan/didengarkan aspirasinya dalam pengambilan
keputusan yang menyangkut nasibnya).

(5) Menghargai kreativitas warga untuk mengembangkan
potensinya dalam berbagai bidang. ^

(6) Ada kebebasan warga untuk memperoleh informasi
yang menyangkut persoalan-persoalan
kemaSyarakatan

Penerapan budaya demokrasi dalam masyarakat di
antaranya juga dU^ukan di sekolah. Hal itu tampak pada
butir-butir dan liihdasan penjrusunan peraturan sekolah yang
di antaranya ialah sebagai berikut.

(1) Kepala sekolah dalam membuat peraturan sekolah
melibatkan/mendasarkan aspirasi dari kalangan
siswa/OSIS, guru, dan kaiyawan, serta orang tua
siswa, bahkan perwakilan masyarakat di lingkungan
sekolah/komite spkolah.

(2) Setelah peraturan diputuskan, semua pihak harus
mematuhi, namun tetap harus kritis

(3) Apabila peraturan sekolah tersebut dinilai tidak
aspiratif, para siswa atau yang lain bisa memberikan
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masukan- kepada Kepala Sekolah untuk dilakukan
perbaikan-perbaikan. '> ^

Penerapan budaya demokrasi di sekolah di antaranya dapat
dilihat pada kasus pembelajaran di kelas seperti dikemukakan
berikut ini.

(1) Gum terbuka untuk menerima kritikan attau bahkan
.protes yang membangun dari siswa, sehingga proses
belajar melahirkan partisipasi belajar yang tinggi dari
siswa.

(2) Siswa mematuhi tata tertib di kelas, namun juga tetap
kritis.

(3) Salingmenghargai perbedaan pendapat.
(4) Di kelas ada kebebasan menunjukkan identitas budaya

masing-masing, untuk mengembangkan saling
memahami bahwa kita hidup dalam kemajemukan
(misalnya biarkan siswa dari Suku Batak
menampakkan logat bicaranya, jangan mengejek
mereka apalagi memaksa mehyesuaikan dengan logat
Suku Jawa karena sekolah di J^wa atau sebaliknya.
Begitu pula dalam ekspresi identitas yang lain).

(5) Tidak ada perlakuan diskriminatif di kelas karena
.alasan pecbedaan jenis kelamin, kaya-miskin, maupun
agama.

(6) Ada saling percaya atau tidak saling curiga di antara
guru dan siswa atau siswa dan siswa, sehingga setiap
ter^di perbedaan atau konflik mudah diselesaikan
secara konsensus,

Penerapan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari
pemerintahan dapat dikemukakan sebagai berikut.

(1) Unjuk rasa yang dilakukan rakyat atau masyarakat
ditujukan kepada pemerintah. Sebagai contoh, setiap
ada keputusan pemerintah untuk menaikkan harga
BBM, akan disambut dengan unjuk rasa karena
kenaikan itu akan diikuti oleh kenaikan harga barang ^
yang lain yang berakibat semakin memberatkan beban
perekonomi masyarakat.

(2) Masyarakat mendatangi DPR/DPRD untuk
mengadukan berbagai masalali kebijakan yang
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merugikan mereka, seperti masalah PHK (Pemutusan
Hubungan Kerja), penggusuran, UMR (Upah Minimum
Regional) dibawah standar. ,»> ^

(3) Memberikan suara dalam pemilihan anggota BPD,
kepala desa; ketua RT/RW.

(4) Musyawarah untuk mufakat dalam melakukan kerja .
bakli, misalnya untuk membersihkan dan memelihara
kelestarian lingkungan hidup, menjaga kesehatan,
mengurangi bahaya banjir, dan mencegah kerusalcan

' alam.

Sebaiknya Anda Tahu
Konflik Eksekutif dan Legislatif

Kekuasaan cenderung korap, kekuasaan mutlak korup
seJcLdi-jadinya. Komentar Lord Acton (1834-1902), sejarawan
Inggris dalam sebuah surat ini memberi peringatan terhadap
kekuasaan yang mengatasnamakan negara. Oleh karena
itu, kekuasaan harus dikontrol supaya efekdf dan efisien.
Tentu saja hal itu demi kepentingan orang banyak. Salah
satu alat kontrolnya ialah aturan main yang transparan. -

Pemenntah atau eksekutif berfungsi membuat rencana
dan menjalankan pemerintahan. Parlemen atau legislatif
berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan, baik dengan
memantau langsung maupun dengan membuat rambu-rambu
lewat produk perundang-unddngan. Dalam praktiknya,
kedua lembaga ini kerap tergoda untuk gagah-gagahan
dengan sali?ig mengecilkan peran satu sama lain. Yang lebih
dahsycit lagi ialah memicu konflik antarlembaga. Akibatnya,
rakyck banyak yang seharusnya dilayani menjadi korban.
Berikut ini dikemukakan contoh terjadinya konflik antara
DPR dan Presiden Abdurrahman Wahid.

(1) Kasus pemberhentian Kapolri Jenderal Polisi
Roedihardjo dan melantik Jenderal Polisi Bimantoro
sebagai pelaksana harian Kapolri yang dilakukan oleh
presiden dianggap oleh DPR sebagai melangkahi hak
DPR karena tidak pemah meminta persetujuan.

(2) Upaya pemberhentian gubemur BI Syahril Sabirin yan^x
dilakukan oleh presiden dengan mengusulkan Anwar
Nasution sebagai penggantinya juga merupakan bentuk
konflik karena DPR dalam rapatnya 6 Juni 2000
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memutuskan buhiua Syajril Sabirin tetap dipercaya
menjalankan tugasnya sebagai gubernur B1 sampai
pGTigcidilcLn. TnemutLLskcLn. kesdlcihciTinycL secarcL yuvidis^ <

(3) Presiden mengusulkan Pencabutan Ketetapan MPRS
Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran PKl dan
Dinyatakan Terlarang serta Larangan kegiatan untuk
Menyebarkan Komunisme, Marxisme, dan Leninisme.
Sehubungan dengan hal itu, beberapa anggotaDP^ dari
partai -Islam menolak keras. Pada 29 Mei 2000, semua
fraksi MPR termasuk FKB, menolak usulan pencabutan
Tap. MPRS tersebut.

(4) Presiden mengusulkan calon Ketua MA, yakni Bagir
Manan dan Muladi (1 Januari 2001) untuk
mengundurkan diri Presiden meminta DPR untuk
mengajukan calon di luarkeduanya. Komisi IIDPR tetap
pada pendiriannya menetapkan Muladi dan Bagir
Manan sebagai calon Ketua MA. Akhimya presiden
mengalah pada 5 Mei 2001 memilih Bagir Manan
sebagai Ketua MA.

(5) Tanggal 24 April 2000, presiden memberhentikan Jusuf
Kalla dan Laksamana Sukardi dari jahatan menteri.
Tanggal 29 Juni 2000 DPR menyetujui hak interpelasi
berkaitan dengap. pemecatan tersebut Kepercayaan
DPR kepada presiden semakin runtuh. Sebanyak 151
o.nggota DPR mengajukan usul penggunaan hak
interpelasi dan menganggap presiden sungguh-sungguh
melanggar ;haluan negara yang telah ditetapkan oleh
UUD dan^etetapan MPR.

(Sumber Libang Kompas 2002)

Latihan

a. Soal Uraian

(1) Jelaskan kaitan antara pemilu dan budaya
demokrasi!

(2) Menurut kamu apakah. pemilu yang luber dan jurdil
dapat meningkatkan kualitas budaya demokrasi?

(3) Apakah demokrasi di Indonesia semakin baik, jika
ya apa alasannya? Jika tidak juga berikan
alasanmu?
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•(4) Apakah demoki-asi ekonomi, demokrasi dibidang
pendidikan semakin baik di Indonesia saat ini, jika.
ya apa alasannya? Jika tidak berikan juga
alasannya?" »

(5) Sebagai warga negara kita hams mampu
mengembangkan sikap hidup demokratis. Berilah
contoh sikap hidup demokratis dalam kehidupan
sehari-hari di sekitar kamu!

(6) Sebutkan prinsip-prinsip pokok Demokrasi
Pajncasila!

(7) Sebutkan tiga perbedaan antara Demokrasi
Pancasila dengan Demokrasi Liberal!

(8) Berikan contoh penerapan budaya demokrasi dalam
keluarga! .

(9) Berikan contoh penerapan budaya demokrasi di
sekolah! ,

(10) Berikan contoh penerapan budaya demokrasi di
masyarakat!

b. Tugas Diskusi
Bentuklah empat kelompok, masing-masing kelompok

membuat makalah sederhana dan dipresentasikan di depan
kelas. Adapun topik-topiknya sebagai berikut.

(1) budaya demokrasi dalam keluarga
(2) budaya dem€)krasi di kampus
(3) budaya demokrasi pada masyarakat
(4) budaya demokrasi dalam pemerintahan
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PERLINDUNGAN DAn PENEGAKKAN
HAK ASASI MANUSIA

Tujuan
Setelah mempelajari materi dalam bob ini, mahasiswa
diharapkan mampu menampilkan sikap positif terhadap
perhndungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Ruang Lingkup Pembahasan
(1). PengertianHAM dan kelembagaan HAM
(2) Kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM di

Indonesia
(3) Perlindungan HAM di Indonesia
(4) Penegakan HAM di Indonesia

A. Pengertian HAM dan- Kelembagaan HAM
1. Pengantar

Manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak bisa
hidup sending, manusia hidup di tengah-tengah
masyarakat. Mam kehidupan sehari-hari sering kali orang
meneriakkan pentingnya perlindungan terhadap HAM,
tetapi sering pula orang dalam melindungi haknya justru
melanggar hak asasi orang lain. Sebagai contoh, kita
mempunyai hak untuk memiliki sesuatu. Hak kepemilikan
ini penting karena dengan memiliki sesuatu kita dapat
memanfaatkan sesuatu tersebut sebagai sarana untuk
mewujudkan keinginari kita. Mewujudkan keinginan agar
kita dapat membeli makanan, pakaian, rumah, kendaraan,
dan sebagainya diperlukan uang. Untuk memperoleh uang
^rsebut kita tidak boleh melanggar kepentingan orang lain.
Setiap orang juga ingin dihormati haknya dalam
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melangsungkan kehidupan, hak untuk beragama, hak
untuk berpendapat, dan sebagainya. Selain memiliki liak,
kita juga memiliki kewajiban, yaitu kewajiban untuk
menghargai hak hidup orang lain, kewajiban untuk
menghargai agama orang lain, kewajiban untuk menghargai
kebebasan berpendapat orang lain.

Hak asasi merupakan hak yang paling dasar dan^okok.
Pemenuhan hak asasi manusia merupakan suatu
kehamsan agar wai'ga negara dapat hidup sesuai dengan
kemanusiaannya. Hak asasi manusia melingkupi antara
lain hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kecukupan
pangan, hak atas rasa aman, hak atas penghidupan dan
•pekerjaan, hak atas hidup yang sehat serta hak-hak lainnya
sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi
Manusia Tahun 1948.

Sebaiknya Kamu Tahu
Universal Declaration of Human •Rights menyatakan

bahwa setiap orang mempunyai hak-hak sebagai berikut.
(1) hak. untuk hidup
(2) kemerdekaan dan keamanan badan
(3) hak untuk jdiakui kepribadiannya menurut hukum
(4) hak untuk memperoleh perlakuan yang sama

dengan orang lain menurut hukum
(5) hak untuk mendapat jaminan hukum dalam

peri^stra pidana seperti diperiksa di muka umum,
dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah

(6) hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara
(7) hak untuk mendapat hak milik atas benda
(8) hak untuk bebas untuk mengutarakan pikiran dan

perasaan

(9) hak untuk bebas memeluk agama serta mempunyai
dan mengeluarkan pendapat

(10) hak untuk berapat dan berkumpul
(11) hak untuk mendapatkan jaminan sosial
(12) hak untuk mendapatkan pekerjaan
(13) hak untuk berdagang
(14) hak untuk mendapatkan pendidikan
(15) hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan

dalam masyarakat
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(16) hak untuk- ,menikmati kesenian dan turut serta
dalam kemajuan keilmuan •>

Penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia
merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan
dan pihak mana pun untuk mclaksanakannya.
Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya^ juga
ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negara
Hak asasi tidak sebatas pada kebebasan berpendapat atau

menyangloat pemenuhan hak atas

tZtuTZ' P^kerjaan, pendidikan,kesehatan, rasa araan, penghidupan yang layak, dan lain-
ntL merupakan tugaspemerintah tetapi juga seluruh warga negara untuk

kon'̂ Sifp T tersebut dapat dipenuhi secarakonsisten dan berkesinambungan.
Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat

mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai
an sej^tera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban

diwujudkan tenvujud pula kepastian, rasa arfian, tenteram
ataupun kehidupan yang rukun. '

2. Pengertian Hak As^si Manusia
Hak asdsi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki

manusia yang telah diperoleh dan dibawanya sejak lahir

femf ke'jf "'̂ "'b^dakan bangsa. ras. suku, agama, dant i?®. Helamm ,Hak itu bersifat universal. HAM padaakikatnya a<felah liak-hak yang dimiliki oleh setiap
manusia. Hak itu disebut asasi karena tanpa hak tersebut
seseorang tidak dapat hidup sebagaimana layaknya
^ntTn^ T u ^ manusia tidak lain adalah makhluk
Debedran ^ " • T"® ''ianugerahi penalaran. Inilah
l^nny^ manusia dengan makhluk
hamn!v mengalami dua perang yang melibatkan

t hak-hak asasi diinjak-injak,timbul keinginan untuk merumuskan hak asasi itu dalam
naskah mternasional, Usaha itu pada tahun 1948telah berhasil, yaitu dengan diterimanya Universal

Declaration of Human Rights (Pernyataan Sedunia tentang
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Hak-Hak Asasi Manusia) oleh negara-negara yang,^
tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Deklarasi HAM PBB itu merinci sejumlah cita-cita dan
harapan yang digandrungi oleh setiap manusia di muka
bumi, seperti hak urituk hidup, h^ untuk memeluk agama,
hak iDerserikat, hak untuk menyuarakan pendapat, h^
untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak untvik
bebas dari rasa takut serta hak-hak yang lain. Teori HAM •
versi barat mengatakan bahwa pemerintah di manapun
berkewajiban melindungi rakyatnya dari pelanggaran HAM.

Dalam Pembukaan UUD 1945, juga ditegaskan bahwa
Pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa
Indonesia, dan selunih tumpah darah Indonesia dan untuk
tneinajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan.... Oleh karena itu, HAM sering dikatakan
memiliki dimensi universal. Hal ini mengandung makna
pengakuan bahwa HAM harus dapat dinikmati oleh seluruh
umat manusia di muka bumi. Selain dari itu, pemerintah di
seluruh dunia memikul kewajiban moral untujc menjamin
terlaksananya HAM yang dapat dinikmati oleh rakyatnya
masing-rnasing.

Sebaiknya Kamu Ta^u
Hak Asasi dan Kewajiban Asasi

Hak-hak asasi manusia selalu berhubungan dengan
kewajiban asasi. rpanusia; bahkan kewajiban asasi tersebut
harus terlebih ci&iulu dilakukan agar hak-hak asasi dapat
terpenuhi. G. J. Wolhoff mengatakan hak-hak asasi adalah
sejumlah hak dasar yang tidak dapat dicabut oleh siapa
saja karena jika dicabut akan hilang kemanusiaannya.
Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa hak-hak asasi
manusia ini merupakan hak kodrat yang ada pada manusia
sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang
tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu
sendiri.

Adapun kewajiban-kewajiban asasi ialah kew^iban-
kewajiban dasar yang pokok yang harus dijalankan oleh
manusia dalam kehidupan bermasyarakat seperti kewajiban
taat pada peraturan perundang-undangan dan kew^'iban
untuk bekerja demi kelangsungan hidup manusia. Oleh

Pendidikan Kewarganegaraan 1 171



karena itu, apabila orang menuntut agar hak-hak asasinya
terpenuhi, pada saat yang sama terdapat keharusan agar
orang tersebut melaksanakan kewajiban-kewajiban
asasinya. Dengan kata lain, tuntutan atas hak-hak asasi
harus disertai pelaksanaan kewajiban-kewajiban asasi.

3. Sejarah Perkembangan Hukum yang Mengatur HAM
Sejarah membuktikan bahwa kesadaran manusia

terhadap hak-hak asasi akan mertingkat bila terjadi
pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan seperti adanya
perbudakan, penjajahan, dan ketidakadilan. Perjuangan
atas pengakuan dan usaha menegakkan hak-hak asasi
manusia dari berbagai bangsa banyalc dituangkan dalam
berbagai konvensi, konstitusi, perundang-undangan, teori,
dan hasil-hasil pemikiran yang pernah hadir di muka bumi
ini. Sejak zaman Socrates dan Plato, perjuangan terhadap
hak asasi manusia selalu dibicarakan. Kedua filsuf tersebut
merupakan pelopor dan peletak dasar diakuinya hak-hak
asasi manusia. Keduanya mengajarkan untuk melakukan
kntik kepada pemerintah yang tidak bijaksana dalam
menjalankan pemerintahan. Sejarah hak asasi manusia
secara khusus dapat ditelusuri sejak adanya Magna Charta
di Inggris (1215), Habeas Corpus Act (1679), Petition of
Rights (1689), dan BUI of Rights (1689), La Declaration des
Droits de I'homme et du Citoyen diFrancis (1789).

Setelah Perang Dunia II (1939-1945) ^g ^emakan
banyak korban dan banyak menimbulkan pelanggaran hak-
hak asasi manusia, Franklin D. Roosevelt (Presiden AS)
mencetuskan The FourFreedom, yakni (i) Freedom ofSpeech
and Expression (kebebasan untuk berbicara dan
menyatakan pendapat), (ii) Freedom of Religion (kebebasan
untuk beragama), (iii) Freedom from Fear /kebebasan dari
ketakutan), dan (iv) Freedom from Want (kebebasan dari
kemelaratan). Setelah Universal Declaration ofHuman Rights
Jlerima PBB pada 10 Desember 1948 di Paris, kemudian
diterima pula Covenants ofHuman Rights pada sidang PBB
tangal 16 Desember 1966, hingga sekarang masalah hak
asasi manusia telah diakui dalam hukum internasional.
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•

Sebaiknya Kama Tahu '
Hak dsasi manusia dapat diklasifikasikan sebagai

berikut: (a) hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi
hak akan kebebasan berpendapat, hak akan kebebasan
beragama, hak akan kebebasan bergerak, dar^ sebagainya,
(b) hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak
memiliki, hak manfaat, hak membeli, hak menjual, dan
sebagainya, (c) hak asasi sosial dan kebudayaan (social and
cultural rights) yang meliputi hak mendapatkan pendidikan,
hak mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya, (d) hak
asasi keadilan (procedural rights) yang meliputi hak
mendapatkan keadilan, hak mendapatkan peradilan, hak
mendapatkan perlindungan, dan sebagainya, serta (e) hak
asasi politik (political rights) yang meliputi hak untuk
rnemilih, hak untuk dipilih, hak untuk
berorganisasi/berserikat, dan sebagainya.

Dalam sejarah umat manusia telah tercatat banyak
kejadian^/.tentang seseorang atau segolongan manusia
mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan
lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap menjadi
haknya. Bering perjuangan itu menuntut pengorbanan jiwa
-dah raga. Di dunia barat telah berulang-ulang ada usaha
untuk merumuskan serta memperjuangkan beberapa hak
yang dianggap suci dan harus dijamin. Keinginan itu
muncul setiap kali terjadi hal-hal yang dianggap
menyinggung perasaan dan merendahkan martabat
manusia. Dalam proses ini telah lahir beberapa naskah
yang secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada
beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan
karena itu bersifat universal dan asasi.

Pengakuan dan penghargaan HAM tidak diperoleh secara
tiba-tiba, tetapi melalui sejarah yang panjang. Pertama,
pengakuan HAM dimulai dari Inggris dengan dikeluarkanya
Magna Charta pada tahun 1215, yaitu suatu dokumen :^ang
mencatat tentang beberapa hak yang diberikan Raja John
kepada para bangsawan bawahannya atas tuntutan
mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan raja.
Pada tahun 1689 keluarlah Bill of rights (Undang-Undang
Hak); yaitu suatu undang-undang yang diterima oleh
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Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya
mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam
suatu revolusi tak berdarah (The Glorius Revolution of 1988).
Kedua, di Francis pada tahun 1789 terjadi revolusi untuk
menurunkan kekuasaan Raja Louis XVI yai% sewenang-
wenang. Revolusi ini menghasilkan UUD Francis yang
memuat tentang La Declaration des droits de Vhomme et du
citoyen (pernyataan hak manusia dan warga negara). Ketiga,
di Amerika Serikat, pada 4 Juli 1776, lahirlah The
Declaration of American Independence atau naskah
pernyataan kemerdekaan rakyat Amerika Serikat dari koloni
Inggris. Keempat, di Rusia pada tahun 1937 mulai
me^cantumkan hak untuk mendapat pekerjaan, hak untuk
beristirahat, serta hak untuk memperoleh pendidikan dan
pengajaran bagi warga negara.

Hak-hak yang dirumuskan pada abad ke-17 dan ke-18
sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai Hukum Alam,
seperti yang dirumuskan oleh John Locke (1632-1714) dan
Jean Jaques Rousseau (1712-1778) dan hanya terbatas
pada hak-hak yang bersifat politik saja, seperti kesamaan
hak, hak af&s kebebasan, hak untuk memilih dan
sebagainya. Fada abad ke-20 hak-hak politik itu dianggap
kurang sempuma dan mulailah dicetuskan beberapa hak
lain yang lebih luas ruang lingkupnya. Yang sangat terkenal
adalah^'empat hak yang dirumuskan Fresiden Amerika
Franklin D. Roosevelt yang terkenal dengan The Four
Freedoms (empat kebebasan), yaitu (a) kebebasan untuk
berbicara dan menyatakan pendapat [fredom ofspeech) (b)
kebebasan beragama {freedom ofreligion), (c) kebebasan dari
ketakutan {freedom from fear), (d) kebebasan dari
kemelaratan {freedomfrom want).

Hak yang keempat, yaitu kebebasan dari kemelaratan,
secara khusus mencerminkan perubahan dalam alam
pikiran umat manusia yang menganggap bahwa hak-halT'
politik pada dirinya tidak cukup untuk menciptakan
kebahagiaan baginya. Dianggap bahwa hak politik seperti
misalnya hak untuk menyatakan pendapat atau hak untuk
memilih dalam pemilihan umum, tidak ada artinya jika
kebutuhan manusia yang paling pokok, yaitu kebutuhan
akan sandang. pangan dan papan tidak dapat dipenuhi.
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Menurut pendapat ini hak manusia juga hams mencakup
bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Komisi Hak-hak Asasi (Commission on Human Rights)
pada tahun 1946 didirikan oleh PBB dengan menetapkan
secara rinci beberapa hak ekonomi dan sosial, di samping
hak-hak-politik. Pada tahun 1948 hasil pekerjaan komisi
ini, Pernyataan Seduhia tentang Hak-hak Asasi Manusia
(Universal Declaration of Human Rights) diierima secara
ak4amasi oleh negara-negara yang tegabung dalam PBB.
Kenyataan menunjukkan bahwa tidak terlalu sulit untuk
mencapai kesepakatan mengenai pernyataan hak asasi,
yang memang sejak semula dianggap langkah pertama saja.
Ternyata jauh lebih sukar untuk melaksanakan tindak
lanjutnya, yaitu menyusun suatu perjanjian (covenant) yang
mengikat secara yuridis, sehingga diperlukan waktu 18
tahun sesudah diterimanya pernyataan. Baru pada tahun
19"66 Sidang Umum PBB menyetujui secara aklamasi
perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya
(Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) serta
Perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik [Covenant on
Civil and Political Rights). Selanjutnya diperlukan 10 tahun
lagi sebelum dua perjanjian itu dinyatakan berlaku.
Perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya
itiulai berlalcu 1976, setelah diratifikasi oleh 35 negara,
sedangkah perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik juga
telah diratifikasi. Hak -hak sipil dan politik agak mudah
dirumuskan. Sebaliknya hak-hak ekonomi jauh lebih sukar
dirir^i (misalnya konsep penghidupan yang layak akan
berbeda antara negara kaya dan miskin).

Sebaiknya Kamu Tahu
Hak Politik, Hak Ekonomi, dan Hak Sosial Budaya

Hak-hak politik pada hakikatnya memiliki sifat
melindungi individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan
oleh pihak penguasa. Untuk melaksanakan hak-hak politik
itu sebenamya cukup mengatur peranan pemerintah melalui
perundang-undangan agar campur tangannya dalj^m
kehidupan warga masyarakat tidak melampaui batas-batas
tertentu. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan hak-hak
ekonomi. Untuk melaksanakannya tidak cukup membuat
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undang-undang, akan tetapi pemerintah hams secara akt^
menggali semua sumber kekayaan masyardkat dan
mengatur kegiatan ekonomi sedemikian rupa sehingga

. tercipta iklim di mana hak-hak eJupnomi, seperti hak atas
pekeijaan, hak atas penghidupan yang layak. betul-betul
dapat dilaksandkan. Kegiatan yang menyeluruh itu akan
mendorong pemerintah untuk mengatur dan mengadakan
campur tangan yang luas dalam banyak aspek kehidupan
masyarakat dengan segala konsekuensinya.

Hams disadari bahwa pelaksanaan hak-hak ekonomi
bagi banyak negara mempakan tugas yang sukar
diselenggarakan secara sempuma, Oleh karena itu, dalam
perjanjian kak~hak ekonomi ditentukan bahwasetiap negara
yang mengikat diri cukup memberi laporan kepada PBB
mengenai kemajuan yang telah dicapai. Pada hakikatnya,
perjanjian ini hanya menetapkan kewajiban bagi negara-
negara yang bersangkutan urituk mengusahakan kemajuan
dalam bidang-bidang itu, tetapi tidak bermaksud untuk
mengadakan pengawasan secara efektif. Sebaliknya, hak-
hak politik hams dapat dilaksanakon secara efektif,
pemikiran ini tercermin dalam perjanjian tentang hak-hak
sipil dan politik. Sehubungan dengan hal itu, disepakati
berdirinya suatu panitia hak-hak asasi (Human Rights
Committee) yang berhak menerima serta menyelidiki
pengaduan dari suatu negara terhadap negara lain dalam

.^dl terjadinya pelanggaran terhadap sesuatu ketentuan
dalam perjanjian itu. Disamping perjanjian tentang hak-hak
sipil dan politik juga disusun Optional Protocol yang
menetapkan bahwa panitia hak-hak asasi juga dapat
menerima pengaduan dari perseorangan terhadap negara
yang telah menandatangani Optional Protocol itu jika terjadi
pelanggarczn terhadap ketentuan-ketentuan perianiian thak-
hak sipil dan politik.

Sebagai ilustrasi berikut ini akan disajikan beberapa
contoh hak a.sasi yang tercantum dalam perjanjian hak-hak
sipil dan politik dan perjanjian hak-hak ekonomi, sosial dan
budaya. Kedua naskah tersebut dimulai dengan pasal yang
sama bunyinya dan yang mungkin dianggap sebagai dasar
dari semua macam hak asasi, yakni ''Semua orang
mempunyai hak untuk menentukan nasib sendirL
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Berdasarkan hak itu mereka secara bebas menentukan
status politik mereka dan secara beba^ tmengejar
perkembangan mereka di bidang ekonomi, soskd, dan
budaya". Hak-haksipildan politik mencakup antara lain hak
atas hidup (pasal6), hak atas kebebasan dan keamanan -
dirinya (pasal 9), hak atas kesamaan di muka badan-badan
peradUan (pasal 14), hak atas kebebasa^ berpikir dan ,
beragama (pasal 18), hak untuk mempunyai pendapat tanpa
mengalami gangguan (pasal 19), hak atas kebebasan
berkumpul secara damai (pasal 21), dan hak untuk
berserikat (pasal 22). Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya
mencakup antara lain hak atas pekerjaan (pasal 6), hoA:
untuk membentuk serikat sekerja (pasal 8), hak atas pensiun
(pasal 9), hak atas tingkat kehidupan yang laydk bagi
dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, dan
p'erumahan yang layak (pasal 11), dan hak atas pendidikan
(pasal 13).

4. Kelembagaan Nasional HAM di Indonesia
Dalam upaya perlindungan HAM di Indonesia telah

dibentuk lembaga-lembaga resmi oleh pemerintah, seperti
Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan',' Peradilan HAM, dan lembaga-lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat, terutama dalam bentuk LSM
Prodemokrasi dan HAM.

Komnas HAM

Komisi Nasional (Komnas) HAM pada awalnya
dibentuk dengan Keppres No. 50 Tahun 1993 sebagai
respon (jawaban) terhadap tuntutan masyarakat maupun
tekanan dunia intemasional mengenai perlunya
penegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia.
Kemudiari dengan lahirnya Undang-undang No. 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM
yang terbentuk dengan Keppres tersebut
disesuaikan dengan Undang-undang No.39 Tahun 19%9.
Komnas HAM bertujuan untuk (a) membantu
pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan
hak-hak asasi manusia dan (b) meningkatk^
perlindungan dan penegakan hak-hak asasi manusia
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guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia
seutuhnya d'an kemampuan berpartisipasi dalam
berbagai bidang kehidupan. ^

Sebaiknya Kamu Tahu
Beberapa Fungsi dan Wewenang Komnas HAM

Pertama, fungsi pengkajian dan penelitian dengan
kewenangan (i) melakukan pengkajian dan j&enelitian
berbagai instrumen internasional dengan tujuan
memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi
dan atau ratifikasi, serta (ii) melakukan pengkajian dan
peneliti^ berbagai peraturan perundang-undangan untuk
memberikan rekomendasi mengenai pembentukan,
perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Kedua, fungsi penyuluhan dengan kewenangan (i)
menyebarluaskan wawasan mengenai hak-hak asasi
manusia kepada masyarakat Indonesia, (ii) meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi manusia
melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta ~
berbagai kalangan lainnya, dan (iii) keVja sama dengan
org^isasi, lembaga atau pihak lain baik tingkat nasional,
regional, maupun internasional dalam bidang hak-halc asasi
manusia.

Ketiga, fungsi pemantauan dengan kewenangan (i)
pengamatan pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan
penyusunan, laporan hasil pengamatan tersebut, (ii)
penyelidikati dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang
timbul dalam masyarakat yang patut diduga terdapat
pelanggaran hak-hak asasi manusia, (iii) pemanggilan
kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang
dladukan untuk dimintai atau didengar keterangannya, (iv)
peman^lan saksi untuk dimintai dan didengar
kesaksiannya, serta kepada saksi pengadu diminta
menyerahkan bulrti yang diperlukan, (v) peninjauan di
tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu,
(vi) pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan
keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen
yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan
ketua pengadilan, (vii) pemeriksaan setempat terhadap
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rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat lainnya yang
diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan
ketua pengadilan, serta (viii) pemberian pQjadapat
berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap
perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan,
bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaranhak-
hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara
pemeriksaan oleh pengadilan, yang kemudian^ pendapat
Komn^s HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim
kepada para pihak.

Keempat, fungsi mediasi dengan kewenangan
melakukan (i) perdamaian kedua belah pihak, (ii)
penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi,
konsiliasi, dan penilaian ahli, (iii) pemberian saran kepada
para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui
pengadilan, (iv) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus
pelanggaran hak-hak asasi manusia kepada pemerintah
untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya, serta (v)
penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran
hak-hak asasi manusia kepada DPR RI untuk
ditindaklanjuti. ' • i

Bagi setiap orang atau kelompok yang memiliki alasan
kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan
laporan dan pehgaduan lisan atau tertulis pada Komnas
HAM. Pengaduan hanya akan dilayani apabila disertai
dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau
bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.

b. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

dibentuk berdasarkan Keppres No. 181 Tahun 1998.
Dasar pertimbangan pembentukan komisi nasional ini
adalah sebagai upaya mencegah terjadinya dan
menghapus segala bentuk kekerasan terhadap
perempuan. Komisi nasional ini bersifat independen dan
bertujuan untuk (i) menyebarluaskan pemaham^^^
tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan, (ii)
mengembangkan kondisi yang kondusif bagi
penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan.
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serta (iii) meningkatkan upaya pencegahan dan
penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap
perempuan dan hak asasi perempuan.

Sebaiknya Kamu Tahu
Tugas dan Wewenang Komnas Anti Kekerasan terhadap
Perempuan

Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan memiliki
wewenang sebagai berikut; (i) penyebarluasan pemahaman,
pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan segala
bentuk kekerasan terhadap perempuan, (ii) pengkajian dan
penelitian terhadap berbagai instrumen PBB mengenai
perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan, (iii)
pemantauan . dan penelitian segala bentuk kekerasan
terhadap perempuan dan memberikan pendapat, saran, dan
pertimbangan kepada pemerintah, (iv) penyebarluasan hasil
pemantauan dan penelitian atas terjadinya kekerasan
terhadap perempuan kepada masyarakat,x serta (v)
pelaksanaan kerja sama regional dan internasional dalam
upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan
terhadap perempuan.

c. LSM Prodemokrasi dan HAM
Di samping. lembaga penegakan hak-hak asasi

manusia y^g dibentuk oleh pemerintah, ada juga
lembaga sejenis yang dibentuk oleh masyarakat,
misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non-
Gouemmental Organization (NGO) yang programnya
berfokus pada demokratisasi dan pengembangan HAM.
LSM seperti itu dikenal sebagai LSM Prodemokrasi dan
HAM. Yang termasuk dalam LSM ini antara lain ialah
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI ),
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak
Kekerasan (KONTRAS).

Rangkuman
Hak asasi merupakan hak yangpaling dasar dan pokok.

Pemenuhan hak asasi manusia rnerupakan suatu keharusan
agar warga negara dapat hidup sesuai dengan
kemanusiaannya. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak
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yang dimiliizi manusia yang. telah diperoleh dan dibawanya
sejak lahir, dengan tidak membedakan bangsa, ras, suku,
agama, maupun jenis kelamin serta bersifat universal.
Sejarah hak asasi manusia dapat ditelusuri sejak adanya
Magna Charta di Inggris (1215), Habeas Corpus Act (1679),
Petition of Rights (1689), dan Bill of Rights (1689), La
Declaration des Droits de Vhomme et du Citoyen di Prancis
(1789), Franklin D. Roosevelt mencetuskan The Four Freedom ^
(1939), dan Universal Declaration of Huraan Rights PBB (10
Desember 1948). Dalam upaya perlindungan HAM telah
dibentuk lembaga-lembaga resmi oleh pemerintah Indonesia
seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan
terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan lembaga-lembaga
yang dibentuk oleh masyarakat, terutama dalam bentuk LSM
Prodenwkrasi dan HAM.

Latihan

a. Tugas Individual:
(1) Sebutkan haJc-hak yang diatur dalam Universal

Declaration ofHuman Rights!
(2) Jelaskan pengertian HAM dengan kalimatmu

sendiri!

(3) Uraikan tonggak-^onggak sejarah yang mengatur
perkembangan HAM di dunia!

(4) Apa perbedaan hak asasi dan kewajiban asasi itu?
(5) Berikan contoh hak asasi pribadi!
(6) Berikan c.<mtoh hak asasi ekonomi!
(7) BerikacorAoh hak asasi sosial budaya!
(8) Berikan contoh hak asasi hukum/keadilan!
(9) Berikan contoh hak asasi politik!
(10) Sebutkan The Four Fredom yang dikemukakan oleh

Franklin D. Rosevelt!

(11) Jelaskan apa saja fungsi dan wewenang Komnas
HAM!

(12) Untuk apa dibentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan
terhadap Perempuan?

(13) Berikan contoh LSM di Indonesia yang peduli
terhadap HAM!

(14) Bagaimana perlindungan HAM ketika era orde baru?
(15) Bagaimana perlindungan HAM pada era reformasi?
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b. Tugas Kelonipok:
Bentuklah •5 kelompok diskusi dalam kelasmu*!* Setiap

kelompok membuat makalah serta mempresentasikannya di
depan kelas secara bergantian, dengan topik sebagai
berikut.

(1) sejarah perlindungan HAM di dunia sejak dulu
hingga sekarang

(2) perlindungan HAM di Indonesia
(3)" Komnas HAM
(4) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap

Perempuan
(5) LSM yang peduli HAM di Indonesia

B. Kasus Pelanggaran dan Upaya Penegakan HAM
1. Pelanggaran HAM yang Tergolong Berat

Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara
konstitusional dan telah dibentuk lembaga untuk
penegakannya, belum menjamin bahwa hak-hak asasr
rnanusia telah dilaksanakan dengan bailj dalam kenyataan
kehidupan sehari-hari. Dalam kenyataannya sering kita
jumpai pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia.
Pelanggaran itu dilakukan baik oleh negara atau
pemerintah maupun oleh masyarakat. Richard Falk, salah
seorang pemerhati HAM, mengembangkan suatu standar
guna mengukur derajat keseriusan pelanggaran hak-hak
asasi manusia. Hasilnya adalah disusunnya kategori-
kategori pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dianggap
kejam, yaitu sebagai berikut.

(1) pembunuhan besar-besaran/ge/iocide;
(2) rasialisme
(3) terorisme
(4) pemerintahan totaliter
(5) penolakan secara sadar untuk memenuhi

kebutuhan-kebutuhan dasar manusia
(6) perusakan kualitas lingkungan (esocide)
(7) kejahatan perang
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Akhir-akhir ini di dunia internasional maupui3> di
Indonesia dihadapkan banyak pelanggaran hak-hak asasi
manusia dalam wujud teror. Leiden dan Schmit
mengartikan teror sebagai tindakan yang berasal dari suatu
kekecewaan atau keputusasaan, biasanya disertai dengan
ancaman-ancaman tidak berkemanusiaan dai^^ tidak
mengenal belas kasihan terhadap kehidupan dan barang-
barang, yang dilakukan dengan cara-cara melanggar
hukum. Teror dapat dalam bentuk pembunuhan,
penculikan, sabotase, subversif, penyebaran desas-desus,
pelanggaran peraturan hukum, main hakim sendiri,
pembajakan, dan penyanderaan. Teror dapat dilakukan
oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Teror
merupakan bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia
yang berat karena menimbulkan ketakutan atau tidak lagi
dapat dirasakan rasa aman sebagai hak asasi setiap orang.

2. Beberapa Contoh Kasus Pelanggaran HAM di^
Indonesia

Banyak pelanggaran HAM di Indonesia, balk yang
dilakukan pemerintah, aparat keamanan, maupun oleh
masyarakat. Banyak korban akibat konflik sosial dan
kerusuhan yang terjadi di Indonesia. Misalnya, korban
hilang dalam berbagai kerusuhan di Jakarta, Aceh, Ambon,
dsm Papua yang diperkirakan ada 1.148 orang. Tampaknya
keprihatii^n kita belum berhenti sampai di situ. Peristiwa
peledakan bom oleh kelompok teroris di Legian Kuta Bali 12
November 2002 telah memakan korban meninggal dunia
sekitar 181 orang dan ratusan yang luka-luka. Apalagi yang
menjadi korban kebanyakan adalah para turis mancanegara
yang datang sebagai tamu di negara kita yang mestinya
harus dijamin keamanannya.

Fenomena lain yang juga mengundang keprihatinan kita
dalam kehidupan sehari-hari antara lain kita menyaksikan
anak-anak di bawah umur 18 tahun harus bekeija mencari
uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk
membantu keluarganya. Ada yang menjadi pengamen di
jalanan, menjadi buruh, bahkan ada pula yang dieksploitasi
untuk pekerjaan-pekerjaan yang tid^ patut. Mereka telah
kehilangan kebebasannya sebagai anak untuk menikmati
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masa kanak-kanak dan remaja. Demikian pula kesempatan
untuk men-gembangkan potensinya, karena terpaksa harus
meninggalkan bangku sekolah.

Berikut ini dipaparkan beberapa contoh ^elanggaran
HAM oleh pemerintah atau aparat keamanan. Pertama,
kasus Marsinah. Kasus ini berawal dari unjuk rasa dan
pemogokan yang dilakukan bumh FT CPS pada tanggal 3 -
4 Mei 1993. Aksi ini berbuntut- dengan di PHK-nya 13
buruh. Marsinah menuntut dicabutnya PHK yang menimpa
kawan-kawannya. Pada 5 Mei 1993 Marsinah "menghilang",
dan akhirnya pada 9 Mei 1993, ia ditemukan tewas dengan
kondisi yang mengenaskan di hutan Wilangan, Nganjuk.
Kedua, Kasus Universitas Muslim Indonesia (UMI), Ujung
Pandang, 26 April 1996. Awal dari kerusuhan tersebut
bermula pada aksi unjuk rasa mahasiswa UMI terhadap
kenaikan tarif angkutan kota yarig memberatkan kalangan
pelajar dan mahasiswa yang dikenai aturan lebih dari yang
ditetapkan Menteri Perhubungan sebesar Rp 100,00. Namun
sayangnya, ^parat keamanan bersikap berlebihan dan
represif dalani menghadapi pengunjuk rasa, sehingga pecah
insiden berdarah yang menimbulkan korban jiwa di pihak
mahasiswa yang menyerbu kampus UMI dan menembak

• deng^/peluru tajam sehingga jatuh korban. Ketiga, kasus
pembiinuhan Tengku Bantaqiah, 23 Juli 1999. Tengku
Bantaqiah adalah seorang tokoh ulama terkemuka di Aceh.
Kasus ini bermula dari informasi adanya sejumlah senjata
di salah seorang tokoh Dayah Bale. Untuk mendalami
mformasi tersebut pada tanggal 23 Juli 1999, Danrem
menugaskan Kasi Intelnya untuk melaksanakan
penyelidikan,. Operasi ini ternyata mengakibatkan pengikut
Tengku Bantaqiah ditembaki oleh aparat setempat.
Sebanyak 51 orang termasuk Tengku Bantaqiah tewas.
Berdasarkan penyelidikan, sebanyak 24 orang anggota TNI
dinyatakan sebagai tersangka, termasuk di dalamnya Letkol
Inf. Sudjono. Hilangnya Letkol Inf. Sudjono (Kasi Intel
Korem 011/Lilawangsa) tentu saja membuat penyelesaian
kasus ini menjadi terhambat, karena motivasi pembantaian
itu menjadi kabur. Apakah pembantaian itu merupakan
kebijakan yang diambil dalam satu kerangka kebijakan
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mengatasi masalah Aceh ataukah semata-mata karena
tindakan yang diambil atas pertimbangan kondisi lapangan.

Beberapa pelanggaran HAM yang lain yang sedang
dituntut oleh masyarakat untuk diselesaikan melalui
Pengadilan HAM antara lain Kasus Trisakti (12 Mei 1998)
yang menewaskan empat orang mahasiswa. Kemudian
Kasus Pasca Jejak Pendapat di Timor Timur yang ditandai
dengan praktik bumi hangus, pembunuhan massal nidi
Gereja Suai, pembunuhan di Los Palos, Maliana, Liquisa,
dan Dili. Kasus Pasca Jejak Pendapat di Timtim telah
disidangkan iewat Peradilan HAM ad hoc. Kemudian
contoh-contoh pelanggaran HAM yang dilakukan oleh
masyarakat terutama tampak pada berbagai kasus konflik
di berbagai daerah, seperti kasus Sanggauledo,
Tasikmalaya, Maluku, dan Ambon. Sedangkan jika diamati
dalam kehidupan sehari-hari kasus pelanggaran oleh
perorangan atau masyarakat terutama pada perbuatan
main hakim sendiri, seperti pengeroyokan, pembakaran
sampai tewas terhadap orang yang dituduh atau tertangkap
basah melakukan pencurian. Kebiasaan ^pengeroyokan
sebagai bentuk main hakim sendiri dalam menyelesaikan
pertikaian atau kqnflik juga tampak sangat kuat di
kalangan para . pelajar. Hal ini tentunya sangat
memprihatinkan karena mencerminkan suatu kehidupan
yang tidak beradab. Mestinya dalam menyelesaikan
persoalan gconflik) dilakukan dengan cara-cara yang
bermartabat seperti melakukan perdamaian, mengacu pada
aturan main yang berlaku, atau melalui lembaga-lembaga
yang ada.

Sebaiknya Kamu Tahu
Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh TNI

Yangdimaksud tentara sebagaimana selalu diamanatkan
sejarah kejuangan militer Indonesia adalah tentara rakyat.
Filosofi ini diambil dari fakta kipr^ TNI di seputar
kelahiran republik sekaligus kelahiran TNI. Semangat ini
senantisa ditularkan kepada segenap generasi TNI sejak ^
pendidikan sampai pengucapan janji prajurit. Sayangnya,
bulan madu hubungan tentara dan rakyat yang dahulu
menjadi kenyataan dan merupakan pemandangan sehari-
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hari makin tergerus usia. Semakin hari, kesan bahiwa
tentara berasal'dari rakyat semakin pudar. Lebih d^i itu,
antara tentara dan rakyat menganga jurang yang d^am.
Tentara dalam beberapa hal tidak lagi membantu rakyat,
malah mengorbankan rakyat. Lebih parah lagi, melukai
perasaan rakyat seperti sempat tertekan dalam beberapa
kasus pelanggaran hak asasi manusia berikut ini.

(1) Penculikan aktivis (dari April 1997-April 1999), 13
• aktivis hilang. Terjadi kesalahan prosedur, yang

bermula dari perintah Pemimpin Kopassus untuk
mengungkap sejumlah kegiatan radikal. Namun
dalam pelaksanaannya telah' terjadi tindakan yang
telah melanggar kepatutan dengan menyekap
korban.

(2) Terjadi penembakan mahasiswa Trisakti, Semanggi I
.dan II, Jakarta 13 November 1998, dan 24
September 1999. Tim Pencari fakta menyimpulkan,
ada dua kelompok prajurit yang melakukan
penembakan membabi buta di sekitar Jalan.
Sudirman Jakarta.

(3) Pelanggaran HAM Aceh 1996-1999: (a) Kasus
penahanan, penganiayaan, dan pembunuhan di
Rumah Geudong; (b) Pemerkosaan Sumiati di Pidie;
(c) Pembunuhan dan penculikan di Idi Cut; (d)
Penembakan di simpang KKA; (d) Pembunuhan
Teungku Bantaqiah. TNI menghapus status Daerah
Ogerasi Militer (DOM, 7 Agustus 1998). DPR
rriembentuk Tim Pencari Fakta (21 Juli 1998);
Komnas HAM mengirim Tim Penyidik (Agustus 1998)
dan kemudian Tim menemukan banyak kerangka
manusia korban DOM (Agustus 1998); Komnas HAM
membentuk KPP HAM Aceh (10 Januari 2001).

(4) Pelanggaran HAM Timtim Tahun 1999: (a) Serangan
ke kediaman Uskup Belo dengan korban 25 orang
tewas; (b) Serangan ke kediaman Manuel Carascalao
menewaskan 12 orang; (c) Bentrokan di Liquica
menewaskan 17 orang; (d) Serangan ke dua gereja di
Suai menewaskan 3 pastor, 1 wartawan asing, dan
sejumlah warga. Komnas HAM membentuk KPF (22
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September 1999), dan KPP HAM Timtim (31 Januari
2000).

(5) Pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua Thefs*
Hiyo Eluay (10 November 2001). Presiden
membentuk KPN (5 Februari 2002) yang diketuai
Koesparmono Irsan (Anggota Komnas HAM).
Presidium Dewan Papua, Kontras, YLBHI, dan
Elsam (30 April 2002) menolak hasil penyelMikan
KPN. Mereka menilai ada pembelokan kesimpulan
terhadap kasus ini dari pelanggaran HAM berat
menjadi kasus kriminal biasa.

(Sumber: Litbang Kompas, 2002 Herman Meming dan
F Harianto Santoso)

3. Penyebab Terjadinya Pelanggaran HAM di Indonesia
Pelanggaran HAM di Indonesia bila dicermati secara

saksama ternyata faktor penyebabnya cukup kompleks.
Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

(1) Masih belum adanya kesepaham^n pada tataran
konsep mengenai hak asasi manusia antara paham
yging memandang HAM bersifat universal
(universali^tne) dan paham yang memandang setiap
bangsa memiliki paham HAM tersendiri yang
berbeda dengan bangsa lain, terutama dalam
pela^sanaannya (partikularisme).

(2) Adanya pandangan bahwa HAM bersifat
individulistik yang akan mengancam kepentingan
umum (dikotomi antara individualisme dan
kolektivisme).

(3) Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak
hukum (polisi, jaksa, dan pengadilan).

(4) Pemahamg^n yang belum merata tentang HAM, baik
di kalangan sipil maupun militer.

4. Upaya Penegakkan HAM
Kasus-kasus pelanggaran atau kejahatan HAM di

Indonesia seperti telah dikemukakan di atas telah
membawa masyarakat dan bangsa Indonesia dalam
kehidupan yang sangat menderita. Pelanggaran HAM juga
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dapat meng^ncam integrasi nasional Indonesia. Untuk
mencegah b'anyaknya pelanggaran HAM di Indonesia dapat
diwujudkan dalam berbagai bentuk berikut ini.

(1) Mengutuk, misalnya dalam bentuk tulisan yang
dipublikasikan lewat majalah sekolah, surat kabar,
d^ dikirim ke lembaga pemerintab ^tau pihak-
pihak yang terkait dengan pelanggaran HAM. Bisa

. juga kecaman atau kutukan itu dalam bentuk
poster dan demonstrasi secara tertib.

(2) Mendukung upaya lembaga yang berwenang untuk
. menindak secara tegas p'elaku pelanggaran HAM

dengan menggelar peradilan HAM dan atau
mendukung upaya penyelesaian melalui lembaga
peradilan HAM internasional apabila peradilan HAM
yang dilakukan suatu negara mengalami jalan

• buntu.

(3) Mendukung dan berpartisipasi dalam setiap upaya
yang dilakukan pemerintab dan masyarakat untuk
memberikan bantuan kem£\nusiaan. Bantuan
kemanusiaan itu bisa berwujud makanan, pakaian,
obat-obatan atau tenaga medis. Partisipasi
masyarakat bisa berwujud usaha menggalang
pengumpulan dan penyaluran berbagai bantuan
kemanusiaan.

(4) Mendukung upaya terwujudnya jaminan restitusi,
kompensasi, dan rehabilitasi bagi para korban.
Ifestitusi merupakan ganti rugi yang dibebankan
pada para pelaku baik untuk korban maupun
keluarganya. Jika restitusi dianggap tidak
mencukupi, harus diberikan kompensasi, yaitu
kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi
pada korban atau keluarganya. Di samping restitusi
dan kompensasi, korban juga berhak mendapat
rehabilitasi. Rehabilitasi bisa bersifat psikologis,
medis, dan fisik. Rehabilitasi psikologis itu di
antaranya berupa pembinaan kesehatan mental
agar terbebas dari trauma, stres, dan gangguan
mental yang lain. Rehabilitasi medis di antaranya
berupa jaminan pelayanan kesehatan. Rehabilitasi
flsik di antaranya dapat berupa pembangunan
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kembali sarana dan prasarana seperti perumahan,
air minum,.perbaikan jalan, dan Iain-lain.

Sebaiknya Kamu Tahu
Program Penegakan Hukum dan HAM (PP No. 7 tahun
2005)

Program penegakan hukum dan HAM (PP No. 7 tahun
•2005) meliputi pemberantasan korupsi, antiterorisme dan
pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat
berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM
harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan tidak

. diskriminatif. Kegiatan-kegiatan pokok yang dapat
dilakukan meliputi hal-hal berikut ini.

(1) Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi
melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional
Pemberantasan Korupsi 2004-2009.

(2) Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia (RANHAM) dari 2004-2009 sebagai gerakan
nasional.

(3) Peningkatan penegakan hukum terhadap
pemberantasan tindak pidana terorisme dan

. penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya
lainnya.

(4) Peningkatan efektivitas dan penguatan
lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang
fungsi dan tugasnya mencegah dan memberantas
korupsi.

(5) Peningkatan efektivitas dan penguatan
lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang
fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi
manusia.

(6) Peningkatan upaya penghormatan persa^^aan
terhadap setiap warganegara di depan hukum
melalui keteladanan kepala negara dan pimpinan
lainnya untuk mematuhi dan menaati hukum dan
hak asasi manusia secara konsisten dan konsekuen.

(7) Penyelenggaraan audit reguler atas seluruh
kekayaan pejabat pemerintah dan pejabat negara.

(8) Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep
das'ar dsilam rangka mewujudkan proses hukum
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. yang lebih sederhana, cepat, tep^t, dan dengan
biaya yang terjangkau oleh semua lapisan
masyarakat.

(9) Peningkatan berbagai kegiatan operasional
penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam
rangka penyelenggaraaan ketgrtiban sosial agar
dinamika masyarakat dapat berjalan sewajamya.

(10) Pembenahan sistem manajemen penanganan
perkara yang menjamin akses publik,
pengembangan sistem pengawasan yang transparan
dan akuntabel.

(11) Pengembangan sistem manajemen kelembagaan
hukum yang transparan.

(12) Penyelamatan barang bukti akuntabilitas kinerja
yang berupa dokumen/arsip lembaga negara dan
badan pemerintahan untuk mendukung penegakan
hukum dan HAM.

(13) Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang
menjamin efektivitas pen^akan hukum dan HAM.

(14) Pembaharuan materi hukum yang terkait dengan
pemberantasan korupsi.

(15) Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas orang
yang melakukan perjalanan baik ke luar maupun
masuk ke wilayah Indonesia.

(16) Peningkatan fungsi intelejen agar aktivitas terorisme
dapat dicegah pada tahap yang sangat dini, serta

_ ; meningkatkan berbagai operasi keamanan dan
•1' ketertiban.
(17) Peningkatan penanganan dan tindakan hukum

terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat
berbahaya melalui identifikasi dan memutus
jaringan peredarannya, meningkatkan penyidikan,
penyelidikan, penuntutan serta menghukum para
pengedamya secara maksimal.

Rangkuman
Menurut Richard Falk, pelanggaran hak-hak asasi

manusia yang dianggap kejam adalah (i) pembunuhan
besar-besaran (genocide), (ii) rasialisme, (iii) terorisme, (iv)
pemerintahan totaliter, (v) penolakan secara sadar untuk
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memenuhi kebutuhan - kebutuhan dasar manusia,^ (vi)
perusakan kualitas lingkungan (esocide), dan (vii) kejahatan
perang. Banyak pelanggaran HAM di Indonesia, baik yang
dilakukan pemerintah, aparat keamanan, maupun oleh
masyarakat. Pelanggaran itu di antaranya berkaitan dengan
adanya korban hilang dalam berbagai ken^suhan di
Jakarta, Aceh, Ambon, dan Papua yang diperkirakan
seluruhnya berjumlah 1.148 orang. Beberapa faktor
penyebab pelanggaran HAM di Indonesia adalah (i) adanya
perbedaan konsep antara paham yang memandang HAM
bersifat universal dan paham yang memandang setiap
bangsa memiliki paham HAM tersendiri berbeda dengan
bangsa lain, (ii) adanya pandangan bahwa HAM bersifat
individulistik sehingga akan mengancam kepentingan
umum, (iii) kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak
hukum (polisi, jaksa, dan pengadilan), dan (iv) pemahaman
yang belum merata tentang HAM, baik di kalangan sipil
maupun militer. ^

Latihan

a. Tugas Individual
(1) Sebutkan dua contoh yang termasuk pelanggaran

HAM berat!

{21 .Berikan contoh kasus pelanggaran HAM berat di
"t" Indonesia!

(3) Sebutkan penyebab teijadinya pelanggaran HAM di
Indonesia!

(4) Perlindungan terhadap HAM itu sesungguhnya
kewajiban siapa?

(5) Mengapa negara hams menjadi pelindung HAM bagi
Warganya?

(6) Berikan contoh konkrit partisipasi warga negara
dalam menegakan HAM!

(7) Jelaskan tahap-tahap penegakan HAM melalui
Komnas HAM!

(8) Jelaskan tahap-tahap penegakan HAM melalui
Pengadilan HAM!

(9) Jelaskan tahap-tahap penegakan HAM melalui
Pengadilan HAM Ad Hod

(10) Apa yang dimaksud dengan genosida itu?

Pendidikan Kewarganegaraxin | 19X



(11) Apa yang dimaksud dengan kejahatan kemanusiaan
itu?

(12) Apa yang dimaksud dengan kejahatan perang? ^
(13) Apa pula yang dimaksud dengan kejahatan perang

agresif?
(14) Jelaskan yang dimaksud dengan peradilan HAM

internasional!
(15) Berikon contoh sangsi PBB yang pernah dijatuhkan

terhadap negara pelang^r HAM!

b. Tugas Kelompok
BentuWah 3 kelompok diskusi. Masing-masing kelompok

membuat makalah sederhana dan dipresentasikan di depan
kelas. Adapaun tema-temanya adalah sebagai berikut:

(1) Penegakan HAM melalui Komnas HAM, melalui
Pengadilan HAM, dan melalui Pengadilan HAM Ad
Hoc.

(2) Genosida, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan
perang.

(3) Peradilan HAM internasional.

C. Upaya Perlindungan HAM
1. Perlindungan HAM dalam Pembukaan UUD 1945

Hak-hak asasi'-yang terdapat dalam Pembukaan dan
Batang Tubuh UUD 1945 ini sangat dipengaruhi oleh hak-
hak asasi yang dimuat dalam Pembukaan Konstitusi
Prancis yang dikenal dengan nama La Declaration des Droits
del'homme jet du Citoyen (Hak Asasi Manusia dan Warga
negara). Atas dasar pemikiran ini pandangan bangsa
Indonesia tentang hak-hak asasi manusia berpangkal pada
titik keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pengakuan
akan hak asasi manusia dinyatakan di dalam Pembukaan
UUD 1945. di dalam alinea 1, yang menyatakan bahwa
....Kemerdekaan ialah hak segala bangsa...dst. Alinea ini
menunjukkan pengakuan hak asasi manusia berupa hak
kebebasan atau hak kemerdekaan dari segala bentuk
penjajahan atau penindasan oleh bangsa lain. Pandangan
ini dititikberatkan pada hak kemerdekaan bangsa dari pada
kebebasan individu. Kebebasan individu diakui sepanjang
tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara.
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Lebih lanjut, pada alinea II dinyatakan pula bahwa
....mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang
kemerdekaan- negara Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur. Hal ini menunjukkan sdanya
pengakuan atas hak asasi di bidang politik yang berupa
kedaulatan dan ekonomi. Pada alinea III dinyatakan bahwa
...atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta didorong
oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan
yang bebas ...dst Alinea ini menunjukkan adanya
pengakuan bahwa kemerdekaan itu berkat anugerah Tuhan
Yang Maha Kuasa. Pada alinea IV dinyatakan bahwa ...
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia ...dst
Alinea ini merumuskan juga dasar filsafat negara
(Pancasila) yang maknanya mengandung pengakuan akan
hak-hak asasi manusia.

2. Perlindungan HAM dalam Batang Tubuh UUD 1945
Di dalam Batang Tubuh UUD 1945 termuat hak-l\ak

asasi manusia/warga negara. Hal ini diatur di dalam
beberapa pasal-pasalnya, antara lain sebagai berikut.

a. Pasal 27 : Hak jaminan dalam bidang hukum dan
ekonomi

b. Pasal 28 : Pasal ini rnemberikan jaminan dalam
bidang politik berupa hak untuk
mengadakan perserikatan, berkumpul da.n
menyatakan pendapat baik lisan maupu'n

^ tulisan.
Pasal 28 A : Pasal ini rnemberikan jaminan akan

hak hidup dan mempertahankan
kehidupan.

Pasal 28 B : Pasal ini rnemberikan jaminan untuk
membentuk keluarga, melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang
sah, jaminan atas hak anak untuk
hidup, tumbuh dan berkembang serta^
perlindungan anak dari kekerassin dan'
diskriminasi.
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Pasal 28 C : Pasal ini memberikan jaminan setiap
orang untuk mengembangkah diri,
mendapat pendidikan, memperoleh
manfaat dari iptek, seni dan budaya,
hak kolektif dalam bermasyarakat.

Pasal 28 D : Pasal ini mengakui jaminan,
perlindungan, perlakuan dan kepastian
hukum yang adil, hak untuk bekerja
dan mendapatkan imbalan yang layak,
kesempatan dalam pemerintahan dan
hak atas kewarganegaraan.

; Pasal ini mengakui kebebasan memeluk
agama, memilih pendidikan, memilih
pekerjaan, memilih kewarganegaran,
memilih tempat tinggal. Juga mengakui
kebebasan untuk berkumpul dan
mengelu^-kan pendapat.

Pasal 28 F : Pasal ini mengakui hak untuk
berkomunikasi dan memperoleh

'• informasi dengan melalui segala jenis
saluran yang ada.

; Pasal ini mengakui hak perlindungan
diri, keluarga, kehormatan, martabat
dan harta benda, rasa aman serta
perlindungan dari ancaman. Juga
mengakui hak untuk bebas dari
penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan martabat rhanusia, serta
suaka politik dari negara lain.

; Pasal ini mengakui hak hidup sejahtera
lahir batin, hak bertempat tinggal dan
hak akan lingkungan hidup y^ng baik
dan sehat, hak pelayanan kesehatin,
hak jaminan sosial, hak milik pribadi.

: Pasal ini mengakui hak yang tidak
dapat dikurangi dalam keadaan apa
pun yaitu; hak hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak beragama, hak tidak
diperbudak, hak diakui sebagai pribadi
di depan hukum, hak tidak dituntut

Pasal 28 E

Pasal 28 G

Pasal 28 H

Pasal 28 I
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atas dasar hukum yang berlaku surut.
Pasal ini juga mengkaui hak
masyarakat tradisional dan identitas
budaya.
Perlindungan, pemajuan dan
penegakan hak asask adalah tanggung
jawab negara, terutama pemerintah. ^

Pasal 28 J : Pasal ini menegaskan perlunya setiap
orang menghormati hak asasi orang
lain. •Juga penegasan batiwa
pelaksanaan hak asasi manusia harus
tunduk pada pembatasan-
pembatasanya sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan dan ketertiban umum dalam

negara demokratis.
c. Pasal 29 : Pasal ini. mengakui kebebasan dalam

menjalankan perintah agama sesuai
kepercayaan masing-masing.

d. Pasal 31 ; Pasal ini mengakui hak setiap warga
negara akan pengajaran.

e. Pasal 32 : Pasal ini mengakui adanya jaminan daii
perlindungan budaya.

f. Pasal 33 : Pasal ini mengandung pengakuan hak-hak
ekonomi berupa haJ< memiliki dan

* menikmati hasil kekayaan alam Indonesia.
g. Pasal 34 : Pasal ini mengatur hak-hak asasi di

bidang kesejahteraan sosial. negara
berkewajiban menjamin dan melindungi
fakir miskin, anak-anak yatim, orang
telantar dan jompo untuk dapat hidup
secara manusiawi.

3. Perlindungan HAM dalam Universal Declaration of
Human Rights (UDHR) .
Pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum F%B

mengesahkan UDHR, yang memungkinkan HAM bersifat
universal, yang tidak lagi lokal atau merupakan
kepentingan suatu negara melainkan hak asasi untuk
seluruh umat manusia di dunia. Sebenarnya UDHR tersebut
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disebut sebagai tonggak perjuangan HAM yang kedua
setelah Bill of Rights. UDHR terdiri dari'̂ 3i) pasal dengan
satu pembukaan (Mukadimah) yang terdiri dari 6 alinea.
Dilihat dari isinya UDHR terdiri dari tiga kategori. Pertama,
hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak sipil dan politik
yang menjadi hak semua orang yang diatur dalam Pasal 3-
21. Kedua, hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak
ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang menjadi hak semua
orang yang diatur dalam Pasal 22-27. Ketiga, merupakan
pasal-pasal penutup, yaitu Pasal 28-30.

Sebaiknya Kamu Tahu
Universal Declaration ofHuman Rights (UDHR)

Lebih rinci, substansi yang diatur sebagai hak-hak sipil
dan politik meliputi (i) hak untuk bebas dari diskriminasi,
(ii) hak untuk memiliki kehidupan, kebebasan, dari
keamanan, (iii) hak untuk bebas beragama, (iv) hak untuk
bebas berpikir dan berekspresi, (v) hak untuk bebas
berkumpul dan berserikat, (vi) hak untuk bebas dari
penganiayaan dan hukum^n kejam, (vii) hak untuk
menikmati kesamaan dihadapan hukum, (viii) hak untuk
bebas dari penangkapan secara sewenang-wenang, (ix) hak
untuk' memperoleh peradilan yang adil, (x) hak untuk
mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi, dan
(xi) dan hak untuk bebas bergerak. Lebih lanjut, hak sosial
(Ian ekonomi di dalam deklarasi itu mencakup (i) hak untuk

.^.TOenikah dan membentuk keluarga, (ii) hak untuk bebas
dan perkawinan paksa, (iii) hak untuk memperoleh
pendidikan, (iv) hak untuk mendapat pekerjaan, (v) hak
untuk menikmati standar kehidupan yang layak, (vi) hak
untuk istirahat dan bersenang-senang, dan (vii) hak serta
untuk memperolehjaminan selama sakit, cacat atau tua

HAM sebagaimana yang dipahami di dalam dokumen-
dokumen HAM yang muncul pada abad ke-20 seperti
UDHR, mempunyai beberapa ciri yang menonjol.
Pertama, HAM adalah hak yang menunjuk pada^Viorma-
norma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi yang
penegakannya bersifat wajib. Kedua, hak-hak ini dianggap
bersifat universal yang dimiliki oleh manusia semata-mata
karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan

196 I Pendidikan Kewarganegaraan



secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis
kelamin, agama kedudukan sosial, dan kewarganegaraan
tidak-' relevan untuk dipersoaikan sehubungan dengan
seseorang memiliki atau tidak memiliki HaM. Hal ini juga
menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di
seluruh dunia. Salah satu ciri HAM yang berlaku sekarang
adalah HAM itu merupakan hak internasional. Ketiga, HAM
dianggap ada dengan sendirinya tidak bergantung pada
pengakuan dan penerapannya di dalafh sistem adat a,tau
sistem hukum di negara-negara tertentu. Hak ini boleh jadi
memang belum merupakan hak yang efektif sampai ia
dijalankan menurut hukum, namun hak itu eksis dan
sebagai standar argumen dan kritik yang tidak bergantung
pada penerapan hukumnya. Keempat, HAM dipandang
sebagai norma-norma yang penting. Meski tidak seluruhnya
bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, HAM cukup kuat
kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk
diberlakukan di dalam benturan dengan norma-norma.
nasional yang bertentangan dan untuk membenarkan aksi
internasional yang dilakukan demi HAM. Kelima, hak-hak
ini mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun
pemerintah. Adanya kewajiban ini, sebagaimana halnya
hak-hak yang berkaitan dengannya, dianggap tidak
bergantung pada penerimaan, pengakuan, atau penerapan
terhadapnya. Pemerintah dan orang-orang yang berada di
mana pun diwajibkan untuk tidak melanggar hak
seseorang, kendati pemerintah dari orang tersebut mungkin

-^^ekaligus memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil
" langkah-langkah positif guna melindungi dan menegakkan

hak-hak orang lain.

4. Perlindungan HAM dalam Konvensi Internasional
a. Perlindungan hak kebebasan untuk raengeluarkan

pendapat
Di dalam Universal Declaration of Human Rights

(UDHR) pada pasal 19 disebutkan bahwa setiap orang
berhak atau memiliki kebebasan untuk mempi^nyai dan
mengeluarkan pendapat. Di dalam hak ini termal^k pula
kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak
mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan
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menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-
pendapat dengan cara apa pun dan tidak memandang
batas-batas. Di dalam Covenant on Civil (gnd Political
Rights (CCPRj, pada pasaZ 19, disebutkan bahwa (1)
setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa
mengalami gangguan; (2) setiap orang berhak untuk
mengeiuarkan pendapat, dalam hal ini termasuk
kebebasan untuk mencari, mencrima, dan
menyampaikan segala macam penerangan dan gagasan
tanpa menghiraukan pembatasan-pembatasan, baik
secara lisan maupun tulisan atau tercetak, dalam bentuk
seni atau melalui media lain menurut pilihannya.

b. Perlindungan hak kedudukan yang sama dalam
hukum

Di dalam UDHR, pada pasal J disebutkan bahwa
sekalian orang adalah sama terhadap UU dan berhak
atas perlindungan hukum yang sama dengan tidak ada
perbedaan. •Di dalam CCPR, pada pasal 26 dinyatakan
bahwa semua orang adalah sama terhadap hukum dan
berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa
diskriminasi. Dalam hubungan ini, hukum melarang
setiap diskriminasi serta menjamin semua orang akan
perHndungan yang sama dan efektif terhadap
diskriminasi atas dasar apa pun seperti ras, warna kulit,
kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat
lam, bangsa asal atau kedudukan sosial-asal,
milik.kelahiran atau kedudukan lainnya.

c. Perlindungan hak kebebasan berkumpul
Di dalam UDHR, pada pasal 20 dinyatakan bahwa (U

setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpii
dan berapat serta (2) tiada seorang jua pun dap^'
dipaksa memasuki salah satu perkumpulan. Di dalam
CCPR, pada pasal 21 disebutkan bahwa hak berkumpul
secara bebas diakui. Tiada satu pembatasan pun dapat
dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang
ditentukan oleh hukum dan yang diperlukan dalam
masyarakat demokratis, demi kepentingan keamanan
nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum,
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perlindungart terhadap kesehatan dan moral umum atau
perlindungan terhadap hak-hak serta kebebasan-
kebebasan orang lain.

d. Perlindungan hak atas kebebasan beragama
Di dalam UDHR, pada pasal 18 dinyatakan bahwa

setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan
batin dan agama. Dalam hal ini termasuk kebebasan
berganti agama atau kepercayaan dan keb^asan untuk
menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara
mengajarkannya, melakukannya, beribadat, dan
menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama
dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun
yang tersendiri. Di dalam CCPR, pada pasal 18,
dinyatakan bahwa (1) setiap orang berhak atas
kebebasan pikiran, keinsyafan batin, dan agama. Hak ini
piencakup kebebasan untuk memeluk atau menerima
agama atau kepercayaan pilihannya, serta kebebasan
untuk baik secara pribadi atau pun bersama anggota
masyarakat lingkungannya serta secara terbuka ata,upun
tertutup, menyatakan agama atau kepercayaannya
melalui ibadah, ketaatan, tinda^an dan ajaran. Lebih
lanjut dinyatakan pula bahwa (2) tak seorangpun dapat
dikenakan paksaan sehingga mengakibatkan
terganggunya kebebasan untuk memeluk atau menerima
agama atau kepercayaan pilihannya, (3) kebebasan
untuk menyatakan agama atau kepercayaannya hanya
dMiat dikenakan pembatasan menurut ketentuan
kdientuan hukum dan yang perlu untuk menjaga
keselamatan umum, ketertiban, kesehatan atau moral
dan hak-hak dasar serta kebebasan orang lain, (4)
negara-negara peserta dalam perjanjian ini mengikat diri
untuk menghormati kebebasan orang tua dan di mana
berlaku, wali hukum, untuk menjamin pendidikan
agama dan moral anaknya menurut keyakinannya
masing-msing.

e. Perlindungan hakatas penghidupan yang layak ^
Di dalam UDHR, pada pasal 25, disebutkan bahwa (1)

setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin
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kesehatan dan keadaan baik untuk dirinya fnaupun
keluarganya, termasuk soal makanan,. pakaian,
perumahan dan perawatan kesehatannya, serta usaha-
usaha sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan
di waktu mengalami pengangguran, janda, lanjut usia
atau mengalami kekurangan nafkah Iain-lain karena
keadaan yang di luar kekuasaannya, (2) ibu dan anak-
anak berhak mendapat perawatan ''̂ dan bantuan
istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di
dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat
perlmdungan sosial yang sama. Di dalam Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), pada pasal
11, dinyatakan bahwa negara-negara peserta dalam
perjanjian ini mengakui setiap orang atas tingkat
kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya,
termasuk sandang, pangan, dan perumahan yang layak,
dan perbaikan secara terus menerus dari lingkungan
hidupnya. negara-negara peserta akan mengambil
langkah-langkah yang wajar untuk menjamin
terlaksananya hak tersebut, ^gar diakui kepentingan
hakiki dari kerja sama internasional yang didasarkan
atas persetujuan yang bebas.

f. Perlindungan hak atas kebebasan berserikat
Di dalam UDHR, pada pasal 23, dinyatakan bahwa

setiap orang berhak mendirikan dan memasuld serikat-
.§erikat sekerja untuk melindungi kepentingannya. Di
aalam CESCR, pada pasal 8, dinyatakan bahwa (1)
negara-negara peserta perjanjian ini mengikat diri untuk
menjamin (a) hak setiap orang untuk membentuk serikat
sekerja dan menjadi anggota serikat sekerja pilihannya,
sesuai dengan peraturan organisasi yang bersangkutan,
guna meningkatkan serta melindungi kepentingan-
kepentirigan ekonomi dan sosialnya; Tiada suatu
pembatasan pun dapat dikenakan terhadap pelaksanaan
hak ini kecuali yang ditentukan oleh hukum dan yang
diperlukan dalam masyarakat demokratis femi ^
kepentingan keamanan nasional atau ketetiban umum
atau untuk melindungi hak-hak serta kebebasan-
kebebasan orang lain, (b) hak bagi serikat sekerja untuk
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mendirikan federasi atau konfederasi nasional serta hak
bagi yang tersebut belakangan untuk membentuk atau
menjadi anggota organisasi serikat sekerja internasioii^l,
(c) hak bagi serikat sekerja untuk bertindak secara bebas
dan hanya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum
dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi
kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum
atau untuk melindungi hak-hak serta kebfebasan-
kebebasan orajig lain, (d) hak untuk melancarkan
pemogokan, asalkan dijalankan menurut ketentuan-
ketntuan hukum negara yang bersangkutan. Di dalam
CCPR,' pada pasal 22, dinyatakan" bahwa setiap orang
berhak atas untuk berserikat, termasuk hak untuk
membentuk dan ikut serta dalam serikat-serikat sekerja
guna melindungi kepentingan-kepentingannya.

g. Perlindungan hak atas pengajaran
Di dalam UDHR, pada pasal 26, dinyatakan bahwa (1)

setiap orang berhak mendapat pengajaran. Pengajaran
han.is dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya dalam ^
tingkat sekolah dasar. Pengajaran sekolah rendah hams
diwajibkan. Pengajaran teknik dan vak hams terbuka
bagi semua orang dan pelajaran tinggi hams dapat
dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang,
berdasarkan kecerdasan. Disebutkan pula bahwa (2)
pengajaran hams ditujukan kearah perkembangan

.pribadi^yiang seluas-luasnya serta untuk memperkokoh ,
rasa ^enghargaan terhadap hak-hak manusia dan
kebebasan asasi. Pengajaran hams mempertinggi saling
pengertian, rasa saling menerima serta rasa saling
persahabatan antara semua bangsa, golongan-golongan
kebangsaan atau penganut agama, serta hams
memajukan kegiatan-kegiatan PBB dalam memelihara
perdamaian. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa (3) ibu-
bapak mempunyai hak utama untuk memilih macam
pengajaran yang akan diberikan kepada anak-anak
mereka.

Di dalam CESCR, pada pasal 13, dinyatakan bahwa
(1) negara-negaraperserta dalam perjanjian ini mengakui
hak setiap orang atas pendidikan. Mereka sepakat bahwa
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. pendidikan akan mengarah pada gengembangaii penuh
dari kepribadian orang serta kesatlaran akan harga
dirinya, serta memperkuat rasa hormat terhadap hak-
hak manusia serta kebebasan-kebebasan dasar. Lebih
lanjut disebutkan pula bahwa (2) negara-negara peserta
dalam perjanjian ini mengakui bahwa dalam usaha
rnelaksanakan hak ini secara penuh (a) pendidikan dasar
diwajibkan dan terbuka bagi semua orang, (b)
pendidikan menengah dalam segala bentuknya termasuk
pendidikan teknik dan kejuruan menengah, akan
diselenggarakan dan terbuka bagi semua melalui cara-
cara yang layak, serta khususnya dengan dimuiainya
pendidikan cuma-cuma serta bertahap, (c) pendidikan
tinggi akan diusahal<an terbuka bagi semua berdasarkan
kesanggupan, melalui cara-cara yang layak, serta
khususnya dengan dimuiainya pendidikan cuma-cuma
secara bertahap, (d) pendidikan masyarakat dianjurkan
atau ditingkatkan .sejauh mungkin bagi mereka yang
belum pernah atau belum menyelesaikan pendidikan
dasar secara penuh, (e) pengembangan sistem sekolah
pada setiap tingkat digiatkan secara kuat, sistem
•beasiswa yang layak diadakan dan syarat-syaat materiil
dari staf pengajar ditingkatkan secara terus menerus.

5. Perlindungan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999
tentang HAM
Dalam amandemen kedua UUD 1945 ada ketentuan

yang secara eksplisit menggunakan istilah hak asasi
manusia, yaitu Bab XA yang berisikan pasal 28A s.d. 28 J
(penyempurnaan pasal 28). Dalam UU No.39 Tahun 1999
tampak jamin^ hak asasi manusia lebih terinci lagi. Hal
itu terlihat dari jumlah bab dan pasal-pasal yang
dik^dungnya yang relatif banyak, yaitu terdiri atas 11 bab
dan 106 pasal. Apabila dicermati, jaminan hak-hak asasi
manusia dalam UUD 1945 dan penjabaran^ya dalam
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 secara garish besar
meliputi hal-hal sebagai berikut.

(1) Hak untuk hidup (misalnya hak mempertahankan
hidup, memperoleh kesejahteraan lahir batin, dan
mefnperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat).

202 Pendidikan Kewarganegaraan



(2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
(3) Hak mengembangkan diri (misalnya hak pemenuhan

kebutuhan dasar, meningkatkan kajialitas hidup,
memperoleh manfaat dari Iptek, 'mcmperoleh
informasi, dan melakukan pekerjaan sosial).

(4) Hak memperoleh keadilan (misalnya hak kepastiari
hukum dan persamaan di depan hukum).

(5) Hak atas kebebasan pribadi (misalnya hak memeluk
agama, keyakinan politik, memilih status
kewarganegaraan, berpendapat dan
menyebarluaskannya, mendirikan parpol, LSM dan
organisasi lain, bebas bergerak, dan bertempat
tinggal).

(6) Hak atas rasa aman (misalnya hak memperoleh
suaka politik, perlindungan terhadap ancaman
ketakutan, melakukan hubungan komunikasi,
perlindungan terhadap penyiksaan, dan
penghilangan nyawa).

(7) Hak atas kesejahteraan (misalnya hak milik pribadi
dan kolektif, memperoleh pekerjaan yang layak,
mendirikan serikat kerja, bertempat tinggal yang
layak, kehidupan yang layak, dan jaminan sosial).

(Sf Hak turut serta dalam pemerintahan (misalnya hak
memilih dan dipilih dalam pemilu, partisipasi
langsung dan tidak langsung, diangkat dalam
jabatan pemerintah, dan mengajukan usulan
kepada pemerintah).

(9) Hak wanita (hak yang sama/tidak ada diskriminasi
antara wanita dan pria dalam bidang politik,
pekerjaan, status kewarganegaraan, dan keluarga
atau perkawinan).

(10) Hak anak (misalnya hak perlindungan oleh orang
tua, keluarga, masyarakat dan negara, beribadah
menurut agamanya, berekspresi, perlakuan khusus
bagi anak cacat, perlindungan deiri eksploitasi
ekonomi, pekerjaan, pelecehatn seksual,
perdagangan anak, penyalahgunaan 4,-narkotika,
psikotropika, dan zat aditif lainnya). ^
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6. Pe-rlindungan HAM dalam Keppres No. 36 Tahun 199.0
tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak
Majelis Umum PBB dalam sidangnya lyang ke-44 pada

- bulan Desember 1989 telah berhasil menyepakati sebuah
resolusi, yaitu Resolusi PBB No. 44/25 tanggal'5 Desember
1989 tentang Convention on the Rights of the Child. Tentang
pengertian anak, konvensi menekankan pada faktor umur,
yakni setiap orang yang masih berumur di bawah 18 tahun.'
Kecuali jika berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak
menentukan batas umur yang lebih rendah dari 18 tahun.

. Situasi dan kondisi anak-anak di berbagai belahan bumi
yang digambarkan oleh resolusi tersebut sangat
memprihatinkan, seperti karena kondisi sosial yang di
bawah standar, kelaparan, bencana alam, eksploitasi,
konflik bersenjata, buta huruf, dan lain sebagainya yang
mengakibatkan anak-anak tidak hidup dan berkembang
dengan layak.

Sebaiknya Kamu Tahu
Konvensi tentang Hak-hak Anak

Konvensi ini sebenarnya merupakan lanjutan atau salah
satu mata rantai dari usaha-usaha masyarakat
ii^ernasional yang telah dilakukan jauh sebelumnya. Mulai
dari Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Anak tahun 1959
(Declaration on the Rights of the Child of 1959)dan Deklarasi
PBB tentang Tahun Anak-Anak Intemasional (Declaration
on the International Year of the Child of 1979) Jauh
sebelumnya, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) juga telah menaruh
perhatian yang serius tentang masalah anak-anak, yang
terbukti dengan dikeluarkannya Deklarasi Jenewa 1924
(Geneve Declaration of 1924) tentang pembentukan Uni
Intemasional Dana dan Keselamatan Anak-Anak (Sai^ the.
Children Fund International Union). Demikian pula PBB
secara khusus memiliki salah satu organ khusus yang
berkenaan dengan anak-anak, yaitu UNICEF {United
Nations Children's Fund/Dana. PBB untuk Anak-Anak).
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7. Perlindungan HAM dalam UU No. 8 Tahun 1998
(Tentang Pengesahan Konvensi Me»entang
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang
Kejam)
Ketentuan pokok konvensi ini mengatur tentang

pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan
perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak
manusiawi atau merendahkan martabat manusia yang
dilakukan atau atas hasutan dari atau dengan
persetujuan/sepengetahuan pejabat publik dan orang lain
yang bertinxiak dalam jabatannya. Ini berarti negara
Republik Indonesia yang telah meratifikasi wajib mengambil
langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan
langkah-langkah efektif lain guna mencegah tindakan-
penyiksaan (tindak pidana) di dalam wilkyah yuridiksinya.
Misalnya, langkah yang dilakukan dengan memperbaiki
cara introgasi d^ pelatihan bagi setiap aparatur penegak
hukum dan pejabat publik lain yang bertanggung jawab
terhadap orang-orang yang dirampas kemerdekaannya.

Rangkum^h
Penga^an akan hak asasi manusia dinyatakan di dalam

Pembukaan UUD 1945. Pada alinea I dinyatakan bahwa
Kemerdekaan ialah hak segala bangsa...dst. Pada alinea

IV dinyatakan bahwa ... melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan
ketertiban dunia\...dst Alinea ini merumuskan juga dasar
filsafat negara (Pancasila) yang maknanya mengandung
pengakuan akan hak-hak asasi manusia. HAM dalam
Batang Tubuh UUD 1945 diatur dalam pasal 27, 28, 28a,
28b, 28c, 28d, 28e, 28f, 28g, 28h, 28i, 28J, 29, 31, 32 dan
33

Perlindungan HAM dalam Universal Declaration of
Human Rights (UDHR) dinyatakan dalam 30 pasal dengan
satu pembukaan (Mukadimah) yang terdiri dari 6 alinea.
Dilihat dari isinya UDHR terdiri dari tiga kategori. Pertarna,
hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak sipil dan politik
yang menjadi hak semua orang yang diatur dalam Pasal 3-
21. Kedua, hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak
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ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang menjadi hak semua
orang yang diatur dalam Pasal 22-27. Ketiga, merupakan
pasal-pasal penutup, yaitu Pasal 28-30. ^

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tampak jaminan hak asasi
manusia lebih terinci lagi. Hal itu terlihat dari jumlah bab
dan pasal-pasal yang dikandungnya relatif banyak, yaitu
terdiri atas 11 bab dan 106 pasal. •

Majelis Umum PBB dalam sidangnya yang ke-44 pada
bulan Desember 1989 telah berhasil menyepakati sebuah
resolusi, yaitu Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember
1989 tentang Convention on the Rights ofthe Child. Tentang
pengertian anak, konvensi menekankan pada faktor umur,
yakni setiap orangyang masih berumur di bawah 18.

UU No. 8 Tahun 1998 (Konvensi Anti Penyiksaan dan
Penghukuman yang Kejam) mengatur tentang pelarangan
penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau

. penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau
merendahkan^martabat manusia yang dilakukan atau atas
hasutan dan atau dengan persetujuan/sepengetahuan
pejabat publik dan orang lain yang bertindak dalam
jabatannya.

LatiK^:
a. Tugas Individual

(1) Tunjukkan bahwa Pembukaan UUD 1945
mengandung pesan HAM Universal!

(2) Tunjukkan pasal-pasal HAM dalam UUD 1945
setelah amandemen!

(3) Tunjukkan hak-hak asasiyang diatur dalam UDHR'
(4) Berikan contoh perlindungan HAM dalam Konvensi

Internasional PBB!
(5) Hak asasi apa saja yang diatur dalam UU No 3t9

Tahun 1999 tentang HAM? •
(6) Hak-hak apa saja yang diatur dalam Keppres No. 36

Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-hak Anak ?
(7) Jelaskan hak-hak apa saja yang diatur dalam UU

No. 8 Tahun 1998 !
(8) Selain UUD 1945 sebutkan peraturan lain yang

menjadi landasan hukum bagi penegakkan HAM di
Indonesia!
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(9) Jelaskan beberapa instrumen HAM di Indonesia!
(10) Sebutkan tujuan dibentuknya Komnas HAM!
(11) Bagaimana pendapatmu mengenai peilSindungan

HAM di Indonesia!

(12) Jelaskan hambatan dalam menegakkan HAM di
- Indonesia!

b. Tugas Kelompok
Bentuklah 5 kelompok diskusi dalam kelasmu. Setiap

kelompok membuat mal^alah serta mempresentasikannya di
depah kelas, dengan topik sebagai berikut.

(1) Sejarah perlindungan HAM di dunia sejak dulu
hingga sekarang

(2) Kepres No. 38 Tahun 1990 Tentang Perlindungan
Anak v

(3) UU No. 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan yang Kejam

(4) Penega;kan HAM melalui Komnas HAM
(5) Prosedur penegakan HAM melalui Pengadilan HAM

(UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM)

D. MengEargai Upaya Penegakkan HAM
1. Penegakan HAM melalui Peradilan HAM

Agar HAM benar-benar dapat ditegakkan atau
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, telah ditetapkan
Pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan peradilan
khusus di lingkungan peradilan umum, yaitu kedudukan
Pengadilan HAM di daerah Kabupaten/Kota yang daerah
hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri di
Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pengadilan HAM
dibentuk berdasarkan Undaing-Undang No. 26 Tahun 200P.
Peradilan HAM memiliki wewenang memeriksa d^
memutus perkara pelanggaran hak-hak asasi manusia yang
berat, termasuk yang dilakukan di luar teritorial wilayah
negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.
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Sebaiknya Kamu Tahu
Kejahata.n Genosida

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi
kejahatan genosida dan kejahatan terhada^ kemanusiaan.
Kejahatan genosida merupakan perbuatan yang dilakukan
dengan naaksud menghancurkan atau memusnahkan
seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok
etnis atau kelompok agama yang di antaranya dilakukan
dengan cara sebagai berikut.

(1) niembunuh anggota kelompok
(2) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang

berat terhadap anggota-anggota kelompok
(3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang

mengakibatkan kemusnahan fisik baik seluruh atau
sebagian

(4) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan
mencegah kelahiran di dalam kelompok

(5) memindahkan secara paksa anak-anak dari
kelompok tertentu ke kelompok lain

Kejahatan kemanusiaan merupakan perbuatan yang
dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau
sistematik yang diketahuinya. Serangan tersebut ditujukan
secara-'langsung terhadap penduduk sipil.

Sebaiknya Kamu Tahu
Kejahatan terhadap kemanusiaan berupa dapat berupa

pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau
pemindahan penduduk secara paksa, perampasan
kemerdekaan fisik lain secara sewenang-wenang yang
melanggar ketentuan pokok hukum internasional,
penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran
secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atJ^
sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan
seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu
kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari
persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya,
agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui
secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum
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internasional", penghilangan seseorang secara paksa, serta
kejahatan apartheid.

Kewenangan memeriksa dan memutus perkara
pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat tersebut di
atas oleh Pengadilan HAM tidak berlaku bagi gelaku yang
berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan
dilakukan. Terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang
berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26
Tahun 2000, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan
HAM .ad hoc. Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc
diusulkan oleh DPR berdasarkan pada dugaan telah
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berat yang
dibatasi pada locus dan tempos delicti tertentu yang terjadi
sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 26 Tahun
2000/ Agar pelaksanaan Pengadilan HAM bersifat jujur,
pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim
Pengadilan HAM yang berjumlah lima orang. Lima orang
tersebut terdiri atas dua orang hakim d^ari Pengadilan HAM
yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc (diangkat
di luar hakim karir).

2. Jaminan terhadap Para Korban dan Saksi
Dalam rangka memperoleh kebenaran faktual, para

korban dan saksi dijamin perlindungan fisik dan mental
dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak
manapu-if/ Untuk memenuhi rasa keadilan, setiap korban
pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat berhak
memperoleh ganti rugi oleh negara (kompensasi), ganti rugi
oleh pelaku atau pihak ketiga (restitusi), dan pemulihan
pada kedudukan semula seperti nama baik, jabatan,
kehormatan atau hak-hak lain (rehabilitasi). Sebagai upaya
penegakan HAM^ hingga dewasa ini telah dilakukan
peradilan HAM untuk kasus pelanggaran HAM di Timor
Timur, Aceh, dan Papua, serta kasus Tanjung Priok dan
kasus 27 Juli.

3. Diakuinya Pelanggaran HAM Era Orde Baru oleh
Pemerintah Reformasi
Terdapat bentuk umuni pelanggaran HAM pada era orde

baru seperti dikemukakan berikut ini. Pertama, masih
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cukup populernya praktik represi politik oleh aparat negara.
Kasus penanganan konflik-konflik politik baik demonstrasi,
protes, kerusuhan, serangan bersenjato, maupun
pembunuhan dengan alasan politik. Penanganan kasus
Tanjung Priok, Kedung Ombo, Santa Cruz, Sampang,
Peristiwa 27 Juii 1996, semua itu oleh Komnas HAM
dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat. Penggunaan
UU Anti Subversi secara amat longgar, serta tergantung
penafsiran penguasa, merupakan contoh dari pelanggaran
HAM dalam politik. Kedua, praktik pembatasan partisipasi
politik, juga merupakan bentuk pelanggaran HAM. Hal ini
mengingkari hak yang dimiliki warga negara untuk
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
sebagaimana diatur dalam pasal 28 UUD 1945. Ketiga,
praktik eksploitasi ekonomi juga merupakan salah satu
pelanggaran HAM. Eksploitasi ini^ bisa dilakukan oleh
negara, perusahaan nasional, perusahaan multi nasional.
Di sektor perburuhan dan ketenagakerjaan misalnya upah
buruh yng sahgat rendah, dilarangnya serikat pekerja.

4. HAM di Indonesia Setelah Reformasi
Sej^" bergulirnya reformasi telah terjadi kemajuan

pera^ran di bidang HAM. Kemajuan yang berkenaan
dengan peraturan di bidang HAM itu di antaranya ialah (i)
lahimya Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 Tentang Hak
Asasi Manusia, (ii) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Mnanusia, (iii) UU No. 26 Tahun 2000 Tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia, (iv) UUD 1945 hasil
amandemen pasal 28A s/d 28J semua memuat tentang
HAM, dan (v) Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun
2004-2009, penegakan HAM merupakan salah satu d4ri
sasaran strategis yang diatur. Munculnya berbagai
peraturan itu menunjukkan bahwa prospek perlindungan
HAM secara normatif di Indonesia cukup baik walaupun
belum tentu mencerminkan keberadaan HAM secara riil
dalam praktik penyelenggaraan negara. Kondisi Indonesia
saat ini bisa digambarkan memiliki peraturan HAM tetapi
tidak menikinati HAM karena lemahnya rasa hormat
terhadap HAM. Hal ini bisa dilihat masih banyaknya
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pelanggaran HAM dalam'penyeienggaraan negara pada era
reformasi, yaitu (i) perlindungan HAM di bidang penegakan
hukum masih diskriminatif, sehingga prinsip persamaam di
depan hukum tidak dipenuhi baik dalam penyidikan,
penuntutan, peradilan, maupn pembinaan di Lembaga
Pemasyarakatan, (ii) perlindungan HAM di bidang sosial
ekonomi belum sesuai dengan harapan masyar.akat karena
masih adanya korupsi yang dilalcukan aparat pemerintah
maupun anggota dewan, baik di pusat maupun di daerah,
dan adanya berbagai protes buruh dan petani atas
ketidakberpihakan kepada upaya perbaikan kesejahteraan
yang menunjukkan "belum terakomodasinya kepentingan
ekonomi mereka, serta (iii) praktik represi atau penyiksaan
oleh aparat negara, misalnya penyikapan dan perlakuan
terhadap berbagai unjuk rasa selama ini menunjukkan
belum dihormatinya hak kebebasan menyampaikan
pendapat yang diatur oleh UUD 1945.

5. Proses Penegakan HAM
Proses penegakan HAM di Indonesia dilakukan mel^ui

lembaga Komnas HAM, Pengadilan HAM, dan Pengadilan
HAM ad hoc. •fial-hal yang berkenaan dengan proses
penegakan HAM yang dilakukan oleh masing-masing
lembaga itu dapat dikemukakan sebagai berikut.

a. Proses penegakan HAM melalui Komnas HAM
Proses itu dimulai dari menerima pengaduan dari

setiap orang atau kelompok yang memiliki alasan kuat
bahwa hak asasinya telah dilanggar. Pengaduan dapat
dilakukan secara lisan ataupun tertulis. Selanjutnya,
Komnas HAM melakukan pemeriksaan dengan
memanggil pengadu, korban, saksi atau pihak lain yang
terkait. Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat ditentukan
apakah penuntutan bisa dilanjutkan atau dihentikan.
Dihentikan apabila tidak memiliki bukti awal yang kuat
sehingga tidak termasuk masalah pelanggran HAM.
Langkah berikutnya ialah menyelesaikan pengadu^
setelah melalui tahap pemeriksaan. Kewen^gan ini
bisa berupa (i) perdamaian kedua belah pihak, (ii)
penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi,
mediasi, konsiliasi, (iii) pemberian saran kepada para
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pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan,
(iv) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus
pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah
untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya, atau (v)
penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran
hak asasi manusia kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

b. Proses penegakan HAM melalui Pengadilan HAM
(UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM)
Proses ini berawal dengan penangkapan. Jaksa

Agung melakukan penangkapan untuk kepentingan
penyidikan, dengan memperlihatkan surat tugas. Surat
tugas atau surat periritah tidak diperlukan apabila yang
bersangkutan tertangkap tangan. Untuk itu culoip
dengan penyerahan barang bukti. Langkah berikutnya
ialah penahanan. Jaksa Agung berwenang melakukan
penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama
90 hari dan dapat diperpanjang paling lama 60 hari.
Penahanan untuk kepentingan penuntutan paling lama
30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 20 hari.

. Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang
_Pengadilan HAM paling lama 90 hari dan dapat

diperpanjang paling lama 30 hari. Penahanan untuk
banding di Pengadilan Tinggi paling lama 60 hari dan
dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Penahanan
untuk kepentingan kasasai di Mahkamah Agung
lamanya sama dengan untuk kepentingan banding di
Pengadilan Tinggi. Berikutnya ialah penyeUdika;p.
Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. ^ntlik
kepentingan penyelidikan Komnas HAM dapat
membentuk Tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM
dan unsur masyarakat. Proses selanjutnya ialah
penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh Jaksa agung.
Jaksa a^ng dapat mengangkat penyidik ad hoc. Apabila
tidak diperoleh bukti yang cukup, dikeluarkan surat
penghentian penyidikan oleh Jaksa agung. Tahap
berikutnya ialah penuntutan. Dalam hal ini, Jaksa
Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc. Tahap
selanjutnya ialah pemeriksaan di Sidang Pengadilan.
Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh 5
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orang hakim yang terdiri dari 2 orang hakim HAM dan 3
orang hakim ad hoc. Pemeriksaan lldang pengadilan
paling lama 180 hari. Untuk banding ke Pengadilan
Tinggi paling lama 90 hari, sedangkan untuk kasasi
paling lama 90 hari.

c. Proses Pengadilan HAM Ad Hoc
Proses pengadilam HAM ad hoc pada dasarnya sama

dengan pengadilan HAM. Perbedaannya pada kasus
pelanggaran HAM yang diperiksa, yakni khusus
menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum
diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul DPR
berdasarkan peristiwa tei,-tentu dengan Keputusan
Presiden. Jadi sifatnya tidak permanen, sedangkan
Pengadilan HAM bersifat permanen.

4. Hambatan dan Tantangan dalam Penegakan HAM di
Indonesia

. Penegakan HAM di Indonesia masih menemui berbagai
^hambatan dan tantangan. Adanya hambatan dapat dilihat
^masih banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia, terutama
pelanggaran HAM yang dilakukan pcmeritah, seperti
pelanggaran hukum oleh aparat, penculikan dan
penyiksaan, penyadapan telepon dan Iain-lain. Ataupun
pelanggaran HAM yang berupa demonstrasi illegal,
terorisme, subversi dan sebagainya. Penyalahgunaan
kekuasaan dengan melakukan penculikan terhadap aktivis
yang kristis yang tidak sejalan dengan kepentingan
pemerintah adalah juga merupakan pelanggar^ HAM.
Perlakukan diskriminatif terhadap kelompok lain ymg ti^ak
sejalan dengan penguasa adalah bentuk pelanggaran HAM
juga. Karena pemerintah seharusnya memberikan
perlakukan dan pelayanan yang sama terhadap semua
warga negara. Hukum yang dibuat oleh penguasa kadang-
kadang juga tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat
karena di dalam merumuskannya tidak melibatkan
masyarakat.

Indonesia dianggap telah banyak melakukan
pelanggaran HAM berat terhadap rakyatnya, seperti kasus
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Timor Timur, Aceh, Papua, Tanjung Priok dan sebagainya.
Sorotan dunia terjadi karena upaya penegakan HAM
melalui pengadilan HAM ad hoc dinilai belum mampu
mengadili penanggung jawab utama kasus-kSsus di atas,
sehingga ada kesan bahwa yang dikorbankan adalah
bawahan.

Sebaiknya Kamu Tahu
Potret Konflik dan Pelanggaran HAM di Indonesia

Konflik antaretnik dan antaragama di Indonesia sejak
tahun 1997 barangkali dapat dijelaskan dengan teori chaos
yang mulai dikenal di kalangan sains pada penghujung
abad 20. Secara sederhana fenomena chaos dapat
digambafkan dengan ungkapan terkenal Kepak sayap
seekor kupu-kupu. di pelabuhan Sydney sudah cukup
menimbulkan angin topan dua minggu kemudian di Jamaica.
Artinya, soal-soal kecil bisa menimbulkan kekacauan besar.
Dengan menelaah sifat-sifat variabel suatu sistem yang
mengalami kekacauan, ilmuwan yang meneliti fenomena ini
menemukan suatu kurva yang menghubungkan variable-
vanabel itu dengan bentuk khusus. Kurva itu kemudian
disebut sebagai atraktor aneh yang menjadi biang keladi
kekacauan.

K^i^antan Barat memang provinsi yang rentan dengan
konflik. Setidaknya sudah 11 konflik besar yang melibatkan
suku-suku tertentu di daerah itu sejak tahun 1950 sampai
tahun 1999. Penyebabnya hampir sama, yaitu soal-soal
kecil. Konflik yang terjadi di Sambas pada tahun 1999,
misalnya, dimulai dengan terbunuhnya seorang pencuri
d^ salah satu etnik yang bertikai. Kepak sayap kupu-kupu
mi kemudian berkembang dalam waktu relatif singkat
menjadi perseteruan antarsuku yang dahsyat. Tak kurang
dari 3.000 orang warga Desa Paritsetia yang tidak tahu- ^
menahu dengan persoalan itu terpaksa" mengungsi.
Manakala derajat konflik membesar, 68.000 orang dari
suku Madura terpaksa mengungsi.

Pola kepak sayap kupu-kupu itu pula yang terjadi di
Maluku dan Poso. Sama-sama dimulai dengan perkelahian
atau bentrok antarwarga. Bila faktor pemicu di Kalimantan
Barat adalah etnik, di Indonesia Timur ini faktor pemicunya
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adalah agama. Kerusuhan di Kabupaten Poso berawal dari
konflik antaragama di penghujung tahun 1998.
Berlangsung selama seminggu, lalu reda, tapi kambuh lagi
pada pertengahan April 1999. Bentrokan su^ul-menyusul
sampai membuat Poso lumpuh. Tidak hanya aktivitas
masyarakat yang terhenti, kantor-kantor pemerintah
terpaksa ditutup untuk sementara. Kerusuhan di Maluku
diawali dengan bentrokan antara seorang warga dan
seorang sopir angkutan di Ambon pada pertengahan
Januari 1999. Bentrok itu berkembang menjadi konflik
antaragama dan menjalar ke Maluku Tenggara dan Maluku
Utara. Konflik kian meruncing setelah aparat keamanan
mehentang keras warga Maluku yang tergabung dalam
Front Kedaulatan Maluku untuk mengibarkan bendera
RMS.

Upaya pemerintah meredam konflik sebenarnya cukup
signifikan. Berakhirnya konflik di Kalimantan Barat tak
lepas dari keseriusan pemerintah membentuk tim peneliti
beranggotakan pakar berbagai kajian. Pembentukan Forum
Komunikasi "Masyarakat Kalimantan Barat oleh keempat
etnik—Dayak, Melayu, Tionghoa, dan Madura—turut
menghentikan konflik dengan menempatkan perselisihan
antarwafga sebagai perselisihan perseorangan, bukan
seba^ peiiiikaian antaretnik. Pola yang mirip
diterapkan untuk meredam konflik Poso. Kedua kelompok
yang bertikai dipertemukan untuk rekonsiliasi. Keempat
gubernur yang terdapat di Sulawesi bersama-sama
membahas persoalan ini. Ketegasan dan keseriusan
pemerintah menghentikan konflik di sini diperlihatkan
dengan vonis mati tiga terdakwa utama yang meny^ilut
konflik Poso. Hasilnya setelah tiga tahun konflik berjalan,
konflik berhenti seiring dengan sosialisasi perjanjian damai.

4.-V .
(Dikutip dari Buku Indonesia dalam Krisis oleh Tweka

Triardianto)

6. Partisipasi dalam Penegakan HAM
Penegakam HAM pertama-tama merupakan

tanggungjawab negara dan pemerintah karena keberadaan
negara pada. hakikatnya adalah untuk melindungi warga
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negara. Hal itu sesuai dengan tujuaai negara seperti yang
dikemukakan oleh John Locke, yaitu untuk melindungi hak
asasi manusia. Apabila penegakkan HAM itu semata-mata
diberikan kepada pemerintah hampir dapat dipastikan sulit
untuk bisa beijaJan efektif. Oleh karena itu, partisipasi
secara individual, kelompok, ^dan kelembagaan dari
masyarakat mutlak diperlukan. Setiap orang, kelompok,
organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM dan lembaga
kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam
perjuangan dan perlindungan HAM. Sasaran partisipasi
dapat diarahkan pada kebijakan pemerintah sebagai
berikut.

(1) Mendukung pemerintah dalam menegakkan HAM
melalui pengadilan HAM.

(2) Mendukung pemerintah dalam menegakkan HAM
melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

(3) Memberikan masukan agar setiap kebijakan publik
selalu bernuansa HAM.

{4) Melakukan kontrol pada pemerintah agar berbagai
kebijakannya sejalan dengan HAM.

(5) Melaporkan setiap pelanggaran HAM kepada aparat
yang berwenang.

(6) Mendesak DPR untuk mencabut UU yang
praktiknya melanggar HAM.

(7) Mengkritisi kineija Komnas HAM.
(8) Memberdayakan masyarakat lemah, akan kesadaran

tentang HAM.

Rangkuman
Agar HAM benar-benar dapat ditegakkan atau

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, telah ditetapkan
adanya Pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan
^eradilan khusus di lingkungan peradilan umum.
Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.
26 Tahun 2000. Peradilan HAM memil^i wewenang
memeriksa dan memutus perkara pelanggaran^hak-hak
asasi manusia yang berat, termasuk yang dilakukan di luar
teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga
negara Indonesia. Terhadap pelanggaran hak asasi manusia
yang beratyang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26
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Tahun 2000, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan
HAM ad hoc. Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc
diusulkan oleh DPR berdasarkan pada dugaan telah
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berat, sebelum
diundangkannya Undang-Undang Nb. 26 Tahun 2000. Agar
pelaksanaan Pengadilan HAM bersifat jujur, pemeriksaan
perkara dilaJkukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang
berjumlah lima orang. Lima orang tersebut terdiri atas dua
orang hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan dan
tiga orang hakim ad hoc (diangkat di luarhakim karir).

Dalam rangka memperoleh kebenaran faktual, para
korban dan saksi dijamin perlindungan fisik dan mental
dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak
manapun. Untuk memenuhi rasa keadilan, setiap korban
pelanggaran hak-halc asasi manusia yang berat berhak
memperoleh ganti rugi oleh negara (kompensasi), ganti rugi
oleh pelaku atau oleh pihak ketiga.

Sejak reformasi sampai sekarang telah terjadi kemajuan
peraturan di bidang HAM. Kemajuan itu di antaranya
ditunjukkan (i) lahirnya Ketetapan MPR No^
XVIII/MPR/ 1998 Tentang Hak Asasi Manusia, (ii) UU No. 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (iii) UU No. 26
Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan
(iv) UUD 1945 hasil amandemen pasal 28A s/d 28J yang
semuanya memuat tentang HAM.

Indonesia dianggap telah banyak melakukan
pelanggaran HAM berat terhadap rakyatnya, seperti kasus
Timor Timur, Aceh, Papua, Tanjung Priok dan sebagainya.
Sorotan dunia terjadi karena upaya penegakan HAM
melalui pengadilan HAM ad hoc dinilai belum mampu
nlengadili penanggung jawab utama kasus-kasus di atas,
sehingga ada kesan yang dikorbankan adalah bawahan.

Beberapa bentuk partisipasi dalam penegakan HAM di
antaranya ialah sebagai berikut. ^ I

(1) Mendukung pemerintah dalam menegakkan HAM
melalui pengadilan HAM.

(2) Mendukung pemerintah dalam menegakkan HAM
melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

(3) Memberikan masukan agar setiap kebijakan pubUk
selalu bernuansa HAM.

Pendidikan Kewarganegaraan 1 217



(4) Melakukan kontrol pada pemerintah agar berbagai
kebijakannya sejalan dengan'^AM.

(5) Melaporkan setiap pelanggaran HAM kepada aparat
yang berwenang.

(6) Mendesak DPR untuk mencabut UU yang
praktiknya melanggar HAM.

(7) Mengkritisi kinerja Komnas HAM.

Latihan
a. Tugas Individual

(1) Uraikan prosedur penegakan HAM melalui Peradilan
HAM!

(2) Jelasan bentuk jaminan terhadap para korban dan
saksi!

(3) Diskripsikan proses penegakan HAM melalui
Komnas HAM!

(4) Jelaskan proses Pengadilan HAM Ad Hoc!
(5) Uraikan hambatan dan tantangan dalam penegakan

HAM di Indonesia!
(6) Jelaskan partisipasi warga negara dalam Penegakan

HAM di Indonesia!

b. Tugas Kelompok
Bentuklah 5 kelompok di kelasmu, masing-masing

kelompok membuat makalah untuk dipresentasikan di
depan kelas dengan topik sebagai berikut.

(1) Penegakan HAM melalui Peradilan HAM
(2) HAM di Indonesia Setelah Reformasi
(3) ' Jaminan terhadap Para Korban dan Saksi
(4) Hambatan danTantangan dalam Penegaka^ HAM di

Indonesia $
(5) Berpartisipasi dalam Penegakan HAM

Sebaiknya Kamu Tahu
Covenants ofHuman

: konvensi HAM PBB, disetujui
pada sidang PBB tangal 16
Desember 1966
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CCPR

Declaration on the Rights
of the Child of 1959

Declaration on the
International Year

of the Child of 1979

Freedom of Speech

Freedom ofReligion
Freedomfrom Fear
Freedomfrom Want •
Habeas Coipus Act
(1679)
Kpmpensasi

Kejahatan genosida

Covenant on Civil and Political
Rights (konvensi hak sipjl dan
politik PBB)

: Deklarasi PBB mengenai H3.k-h.ak
Anak tahun 1959

deklarasi PBB tentang Tahun
anak-Anak Internasional.
kebebasan untuk berbicara dan
menyatakan pendapat

: kebebasan untuk beragama
: kebebasan dari ketakutan
; kebebasan dari kemelaratan

: salah satu tonggak HAM
:ganti rugi atas pelanggaran HAM
yang berat oleh negara.

: perbuatan yang dilakukan dengan
maksud menghancurkan atau
memusnahkan seluruh atau
sebagian kelompok bangsa, ras,
kelompok etnis atau kelompok
agama tertentu.
de I'homme et du Citoyen

: empat hak asasi manusia menurut
Franklin D. Roosevelt ( mantan
Presiden AS)

: deklarasi HAM PBB pada 10
Desember 1948 di^ris^

; tonggak pertama HAM di Inggris
(1215)

: hak asasi pribadi meliputi (i)
akan kebebasan berpendapat, (ii)
hak akan kebebasan beragama,
(iii) hak akan kebebasan bergerak,
dan sebagainya.

La Declaration des Droits
di Francis (1789).
The Four Freedom

Universal Declaration
ofHuman Rights

Magna Charta

Personal rights
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Property rights

Procedural rights '

Political rights

Pengadilan HAM ad hoc

Restitusi

Rehabilitasi

: hak asasi ekonomi meliputi (i) hak
memiliki, (ii) hak manfaat, (iii) hak
membeli, (iv) hak menjual, dan
sebagainya

: hak asasi keadilan meliputi (i) hak
mendapatkan keadilan, (ii) hak
mendapatkan peradilan, (iii) hak
mendapatkan perlindungan, dan
sebagainya

: hak asasi politik meliputi (i) hak
untuk memilih dan (ii) hak untuk
dipilih,

: Pengadilan terhadap pelanggaran
hak asasi manusia yang berat
yang terjadi sebelum
diundangkannya UU No. 26
Tahun 2000.

: ganti rugi atas pelanggaran HAM
oleh pelaku atau pihak ketiga.

: pemulihan pada kedudukan
semula, seperti: nama baik,
jabatan, kehormatan atau hak-
hak lain.

Social and cultural rights :hak asasi sosial dan kebudayaan
meliputi (i) hak mendapatkan
pendidikan dan (ii) hak
mengembangkan kebudayaan,
dan sebagainya

Save the Children Fund
International Union

UNICEF

Uy No. 8 Tahun 1998

; Deklarasi Jenewa 1924 tentang
pembentukan Uni Internasional
Dana dan Keselamatan Anak-
Anak

: United Nations Children's
Fund/Dana PBB untuk Anak-
Anak.

: Tentang Pengesahan Konvensi
Menentang Penjdksaan dan
Perlakuan atau Penghukuman
yang Kejam
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KONSTITUSI NEGi«iA

A. Pengertian dan Konsep Dasar Konstitusi
Istilah dalam bahasa Inggris constitution atau dalam bahasa

Belanda constitatie secara harafiah sering diterjemahkan
dalam baiiasa Indonesia Undang-Undang Dasar.
Permasalahannya penggunaan istilah undang-undang dasar

' adalah bahwa kita langsung membayangkan sesuatu naskah
tertulis. Padahal istilah constitution bagi banyak saijana ilmu
politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan
peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun-yang tidak
tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagiraana
suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu
masyarakat. Kebiasaan menerjemahkan istilah constitution
menjadi" undang-undang dasar, hal ini sesuai dengan
kebiasaan orang Belanda dan Jerman, yang dalam percakapan
sehari-hari memakai kata Grondwet (grond = dasar; wet -
undang-undang) dan grundgesetz [grand = dasar; gesetz =
'Undang-undang ) yang keduanya menunjukkan naskah
tertulis (Miriam Budiardjo, 2007: 95). Pengertian konstitusi itu
dalam praktik ketatanegaraan pada umumnya dipahami
secara (i) lebih luas daripada undang-undang dasar atau (ii)
sama dengan pengertian undang-undang dasar.

Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas daripada
pengertian undang-undang dasar karena pengertian undang-
undang dasar hanya meliputi naskah tertulis saja dan di
samping itu masih terdapat konstitusi yang tidak tertulis, yang
tidak tercakup dalam undang-undang ^^sar (Kaelan,
2004:180). Psira penyusun Undang-Undang DaSar ^945
menganut arti konstitusi lebih luas daripada undang-undang
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dasar karena dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
dikatakan bahwa

Undang-Undang Das^r suatu negara ialah hanya
sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-
Undang Dasar adalah hukum yang tertulis, sedang di
sampingnya Undang-Undang Dasar herlakujuga Hukum
Dasaryang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang
timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan
negara, meskipun tidak tertulis.

Namun, dalam masa Republik Indonesia Serikat, yaitu
antara 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950,
penjoisun Konstitusi RIS menerjemahkan secara sempit istilah
konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Hal ini terbukti
dengan disebutnya istilah Konstitusi Republik Indonesia
Serikat bagi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat
(Totopandoyo, 19S1: 25-26). Menurut E.C.S Wade dalam
bukunya Constitutional Law (Miriam Budiardjo, 2007, 96)
undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan
rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan
pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok
cara kerja badan-badan tersebut.

Ditinjau dari segi kekuasaan undang-undang dasar dapat
dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas-asas yang
menetapkan bagaimana kekuasaan itu dibagi antara beberapa
lembaga kenegaraan. Mengacu konsep trias politika,
kekuasaan dibagi antara badan eksekutif, legislatif, dan
yudikatif. Undang-undang dasar menentukan bagaimana
pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan
din satu sama lain. Undang-undang dasar merekam
hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara.

Dalam negara yang menganut asas demokrasi
konstitusional undang-undang dasar ^empunyai fungsi yang
khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerirf'tahan sedemikian
rupa sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat
sewenang-wenang. Dengan demikian, hak-hak warga negara
diharapkan terlindungi. Pembatasan-pembatasan ini tercermin
dalam undang-undang dasar. Jadi. dalam anggapan ini
undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khusus dan
merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang
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tertinggi yang hams ditaati, tidak hanya oleh rakyat, tetapi
-oleh pemerintah serta penguasa sekalipun.

Setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan
mengenai soal-soal sebagai berikut: (i) organisaSi negara,
misalnya pembagian kekuasaan <%antara badan legislatif,
eksekutif dan yudikatif; dalam negara federal pembagian
kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah
negara bagian; prosedur penyelesaian masalah pelanggaran
yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya,
(ii) hak-hak asasi manusia, (iii) prosedur mengubah undang-
undang dasar, (iv) ada kalanya memuat larangan untuk
mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar untuk
menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja;
diatasi, dan (v) memuat cita-cita rakyat dan asas asas ideologi
negara (Miriam Budiardjo, 2007: 101).

Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat dan
merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang
terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan
terpadu. Di dalamnya, menurut Noor MS Bakry (1994. 120),
berisi materi yang pada dasarnya dapat dibedakan menjadi
empat hal, yaitu (i) pengaturan tentang fungsi sistem
pemerintahan negara, (ii) ketentuan fungsi dan kedudukan
lembaga negara, (iii) hubungan antara negara dengan warga
negaranya, dan (iv) ketentuan hal-hal lain sebagai pelengkap.

B. Konstitusi-Konstitusi yang Pernah Digunakan di
Indonesia

Suatu undang-undang dasar jika tidak lagi mencerminkan
konstelasi politik atau tidak memenuhi harapan aspirasi
rakyat dapat dibatalkan dan diganti dengan undang-undafig
dasar baru. Sebagai contoh, sesudah ^^^ibebaskan dari
pendudukan tentaraJerman, Francis mengangga|> perlu i^tuk
mengadakan undang-undang dasar baru yang mencerminkan
lahirnya negara Francis baru. Hal ini juga terjadi di Indonesia.
Miriam Budiardjo (2007: 104), sehubungan dengan undang-
undang dasar yang digunakan di Indonesia, mengemukakan
tahap-tahap sebagai berikut: (i) tahun 1945, Undang-Undang
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Dasar Republik Indonesia secara defacto hanya berlaku di
Jawa, Madura, dan Sumatra, (ii) tahun 1949, Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia secara defacto berlaku di seluruh
Indonesia, kecuali Irian Barat, dan (iii) fahun 1959, Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan demokrasi
terpimpin, disusul Demokrasi Pancasila, mulai 1963 berlaku di
seluruh Indonesia termasuk Irian Barat. Apabila ditinjau dari
sudut perkembangan sejarah demokrasi Republik Indonesia,
Miriam Budiardjo (2007:105) membagi dalam tiga tahap, yaitu
(i) masa 1945-1959 sebagai Republik Indonesia ke-I
(Demokrasi Parlementer) yang didasari tiga Undang-Undang
Dasar, yaitu UUD 1945, 1949 dan 1950, (ii) masa 1959-1965
sebagai Republik ke-II (demokrasi Terpimpin) yang didasari
Undang-Undang Dasar 1945, dan (iii) masa 1965 sampai
sekarang sebagai Republik Indonesia ke-III ^Demokrasi
Pancasila yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Pemikiran ini disampaikan pada tahun 1970-an jauh hari
sebelum jatuhnya rezim Suharto, sehingga jika kita tinjau saat
ini dapat ditambahkan masa Repubhk ke-III yaitu periode
antara tahun 1965 dan 1998. Kemudian tahun 1998 sampai
saat mi dapat ditambahkan masa Republik ke-IV dengan
menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 pascaamandemem
(DeijTokrasi masa transisi).
.^-Menurut Jimly Assidiqie (2007: 73), jika ditinjau dari sudut
perkembangan naskah undang-undang dasar, sejak
proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang tahap-tahap
sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati
enam tahap perkembangan, yaitu (i) periode tanggal 18
Agustus 1945 - 27 Desember 1949, (ii) periode tanggal 27
Desember. 1949 - 17 Agustus 1950, (iii) periode tanggal 17
Agustus 1950 - 5 Juli 1959, (iv) periode tanggal 5 Juli 1959 -
19 Oktober 1999, (v) periode tanggal 19 Oktober 19^$ - 10
Agustus 2002, dan (vi) periode tanggal 10 Agustus 2002
sampai dengan sekarang. Pada periode pertama berlaku UUD
1945, pada periode kedua berlaku Konstitusi RIS 1949, pada
periode ketiga beriaku Undang-Undang Dasar Sementara
1950, pada periode keempat berlaku kembali UUD 1945
beserta penjelasannya. Setelah itu UUD 1945 diubah berturut-
turut pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan
menggunakan naskah yang beriaku mulai 5 Juli 1959 sebagai
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standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang
kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari
naskah UUD 1945. Dengan demikian, menumt J^mly Assidiqie
(2007-: 74), kurun waktu selama terjadi perubahan UUD 1945
dalam satu rangkaian kegiatan itu, dapat disebut sebagai satu
kesatuan periode tersendiri, yaitu periode konstitusi
transisional.

Republik Pertama: UUD 1945
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang pertama

adalah UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus
1945', berlaku secara nasional sampai dengan tanggal 27
Desember 1949. Naskah undang undang dasar pertama
tersebut disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI). Penyusunan naskah Rancangan Undang-
Undang Dasar 1945 dimulai dari pembentukan BPUPKI yang
dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Pembentukan badan ini
merupakan realisasi janji Pemerintah Jepang akan
memberikan kemerdekaan kepada Indonesia kelak kemudian
hari. BPUPKI mengadakan sidang-sidang yang dapat
dikelompokkan menjadi dua masa persidangan, yaitu sidang
pertama ,rnulai dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni
1945 ian masa persidangan kedua mulai tanggal 10 Juli
sampai dengan 17 Juli 1945. Dari persidangan-persidangan
BPUPKI tersebut berhasil menyusun naskah komplit
Rancangan Undang-Undang Dasar yang meliputi (i)
pernyataan Indonesia merdeka, (ii) pembukaan Undang-
Undang Dasar, dan (iii) Undang-Undang Dasar yang terdiri
atas pasal-pas^ (Noor Ms Bakiy, 1994: 23). Dengan selesainya
tugas BPUPKI, pemerintah Jepang membentuk Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bertugas untuk
mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan deii^an
kemerdekaan Indonesia. Pada sidang tanggal 18 Agustus PPKI
berhasil mengesahkan naskah Undang-Undang Dasar 1945
dari naskah Ranceoigan Undang-Undang Dasar hasil kerja
BPUPKI dengan beberapa perubahan di sana sini. Perubahan
itu terutama tentang dasar negara yang semula berbunyi
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi
pemeluk-pemeluknya sebagai mana termuat dalam Piagam
Jakarta diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
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Dan 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949
berlakulah Undang-Undang Dasar 1945. Menurut ketentuan ^
undang-undang dasar ini sistem pemerintahan Indonesia
bersifat presidensiil. Artinya, para menteri tidak
bertanggungjawab kepada badan legislatif, tetapi hanya
bertindak sebagai pembantu presiden. Lebih lanjut, mulai
bulan November 1945, berdasarkan maklumat Wakil Presiden
No. X tanggal 16 Oktober 1945, Pengumuman Badan Pekeria
11 November 1945, dan Maklumat Pemerintah tanggal 14
November 1945, tanggung jawab politik terletak di tangan para
menteri. Keadaan ini merupakan awal dari suatu sistem
pemerintahan parlementer yang praktis dipertahankan sampai
tahun 1959 pada masa Undang-Undang Dasar 1945
dinyatakan berlaku kembali, melalui ^Dekrit Presiden. Jadi
mulai 14 November 1945 sampai 27 Desember 1949 sistem
pemerintahan yang diselenggarakan berlainan dengan sistem
pemerintahan sebagaimana diatur dalam naskah Undang-
Undang Dasar 1945 (Miriam Budiardjo, 2007: 115-116).

Republik Kedua: Konstitusi RIS (27 Desember 1945 - 17
Agustus 1950)
Dalai^.' kondisi Indonesia baru saja menyatakan

kemerdekaan, Belanda berkeinginan untuk berkuasa lagi di
Indonesia, yaitu melalui Agresi Ipada tahun 1947 dan Agresi II
pada tahun 1948. Karena mendapat perlawanan sengit bangsa

menguasai Indonesia. Pada tahun1949 diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag
Belanda. Salah satu hasil KMB itu ialah pendirian negara
Republik Indonesia Senkat. Rancangan naskah Konstitusi
Republik Indonesia Serikat juga diputuskan dalam KMB darfe,-
disepakati mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949

Dengan berdirinya negara Republik Indonesia Serikat (RIS),
negara Republik Indonesia (RI) secara hukum masih tetap ada!

egara RI berubah status menjadi salah satu negara bagian
dan negara RIS. Undang^-Undang Dasar 1945 yang semula
berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia mulai tanggal 27
Desember 1949 hanya berlaku dalam wilayah Negara Bagian
Republik Indonesia saja.

Negara RIS dengan Konstitusi RIS-nya berlangsung sangat
pendek karena memang tidak sesuai dengan jiwa proklamasi
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kemerdekaan yang menghendaki negara kesatua^, tidak
menginginkan negara dalam negara, sehingga beberapa negara
bagian meleburkan diri lagi dengan Republik Indonesia.
Semangat kebersamaan ini nampak dengan adanya ketetapan
Presiden RIS tentang penggabungan negara-negara bagian ke
dalam Republik Indonesia sebagai berikut.

(1) Tanggal 9 Maret negara bagian dan daerah Jawa
Timur, Jawa Tengah, Madura, Subang, dan Padang
masuk ke dalam Republik Indonesia.

(2) Tariggal. 11 Maret 1950, memasukkan negara
Pasundan menjadi daerah Republik Indonesia.

(3) Tanggal 24 Maret 1950, memasukkan Kalimantan
Timur dan Sumatera Selatan menjadi daerah Republik,
Indonesia.

(4) Tanggal 4 April 1950, Bangka , Belitung, Riau, Banjar,
Dayak Besar, Kota Waringin, Kalimantan Tenggara
masuk dalam'daerah Republik Indonesia.

Dengan demikian, hanya negara bagian Indonesia Timur
dan negara bagian Sumatera Timur saja yang belum masuk ke
dalam RepuSlik Indonesia yajig berpusat di Yogyakarta. Pada
tanggal 19 Mei 1950 disusunlah Piagam Persetujuan antara
Pemerintah RIS yang sekaligus mewakili negara bagian
Indonesia Timur menyatakan menyetujui membentuk negara
kesatuan. Tindak lanjut dari Piagam Persetujuan tersebut
terbentuklah negara Kesatuan dengan berdasar Undang-
Undang Dasar Sementara 1950 tanggal 17 Agustus 1950 (Noor
Ms Bakry, 2001: 34).

Republik IndonesiaKetiga: UUDS 1950 (17Agustus 1950
- 5 Juli 1959)
Negara kesatuan yang merupakan perubahan

ketatanegaraan dari negara serikat itu menggunakan Undang-
Undang Dasar Sementara 1950 yang di dalam pembukaannya
memuat dasar negara Pancasila, tetapi pelaksanaan sistem
pemerintahannya menggunakan sistem kabinet p^lementer.
Dengan demikian, sjstem kabinet parlementer itu tidak cocok
dengan jiwa Pancasila. Akibatnya, kabinet teijadi jatuh
bangun; bahkan rata-rata umur tiap-tiap kabinet itu kurang
dari satu tahun. Noor Ms Bakry (2001:36) memaparkan bahwa
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dari tahun 1950 sampai tahun 1959 telah terjadi pergantian
kabinet sebanyak 7 kali, sehingga stabilitas nasional menjadi
sangat terganggu. Pergantian kabinet itu^dapat dikemuka^kan

^ berikut ini.
(1) Kabinet Natsir (6 September 1950 sampai dengan 27

April 1951)
(2) Kabinet Sukiman (27 April 1951 sampai dengan 3 April

1952)
(3) Kabinet Wilopo (3 April 1952 sampai dengan 1Agustus

1953)
(4) Kabinet Alisastroamidjojo I (1 Agustus 1953 sampai

dengan 12 Agustus 1955)
(5) Kabinet Burhannudin Harahap (12 Agustus 1955

sampai dengan 24 Maret 1956)
(6) Kabinet Alisastroamidjojo II (24 Maret 1956 sampai

dengan 9 April 1957)

^959^^^ Djuanda (9 April 1957 sampai dengan 10 Juli
Seperti halnya dengan Konstitusi RIS tahun 1949, Undang

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
tahunl950 juga bersifat sementara. Sifat kesementaraan ini
di^butkan dalam Pasal 134, di mana diharuskan
Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah menjnasun
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan
menggantikan Undang-Undang Dasar yang berlaku saat itu
yaitu UUDS 1950. Berbeda dengan pada masa berlakunya
Konstitusi RIS tahun 1949 yang tidak sempat merealisasikan
pembentukan konstituante atau lembaga pembentuk undang-
und^g da:sar, di bawah UUDS 1950 sebagai realisasi dari
Pasal 134, pemilihan umum berhasil dilaksanakan.

Pemilihan umum pertama di Indonesia diadakall^ pada
^nggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, dan tanggal 15 Desember 1955 untuk
memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam Dewan
Konstituante yang akan membentuk Undang-Undang Dasar

sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara
1950. Konstituante sebagi Dewan Penjoisun Undang-Undang
dasar dalam sidangnya sejak tahun 1956 sampai tahun 1959
belum berhasil membuat undang-undang dasar baru karena
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selalu mengalami kesulitan, yaitu tidak pernah tercapai
kesepakatan. Pihak-pihak yang berbeda pendapat tidak
pernah mencapai suara dari jumlah anggota Konstituante.
Keadaan ini jika diteruskan akan menemui jalan buntu dan
membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh
karena itu, Presiden Soekarno mencari jalan keluarnya derigan
mengekuarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang berisikan
pernyataan sebagai berikut: (i) menetapkan pembubaran
Konstituante, (ii) menetapkan UUD 1945 berlaku lagi terhitung
mulai tanggal penetapan Dekrit, dari tidak berlakunya lagi
UUDS 1950, serta (iii) menetapkan dalam waktu sesingkat-
singkatnya pembentukan MPRS cian DPAS. Dekrit ini
mendapat dukungan sebagian besar rakyat Indonesia. Yang
lebih penting lagi, melalui Dekrit ini terjadi perubahan

•ketatanegaraan Indonesia, yaitu naskah Undang-Undang
Dasar 1945 menjadi berlaku kembali sebagai hukum tetinggi
dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.

Republik Indonesia Keempat: UUD 1945 Orde Lama
(195^-1965)
Ciri-ciri periode ini ialah adanya dominasi yang sangat kuat

dari presiden, terbatasnya peranan partai politik,
berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan
ABRI sebagai unsur sosial politik. Undang-Undaing Dasar 1945
memberi kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan
selsima sekurgng-kurangnya lima tahun. Akan tetapi
Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 yang mengangkat
Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalk^^
pembatasan waktu lima tahun ini. Tahun 1960 Presiden
Soekarno membubarkan Dewan Penvakilan Rakyat hasil
pemilihan umum, padahal dalam penjelasan Undang-Undang
Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak
mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang menggantikan Dewan
Penvakilan Rakyat hasil pemilihan umum ditonjolkan
perginannya sebagai pembantu presiden, sedangkan fungsi
kontrolnya ditiadakan. Pimpinein Dewan Perwakilan Rakyat
dijadikan menteri sehingga fungsi mereka lebih sebagai
pembantu presiden dari pada wakil rakyat. Kuatnya posisi
presiden juga merambah dalam bidang-bidang lain di luar
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bidang eksekutif. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun-
1964 presiden diberi wewenang untuk campur tangan di
bidang yudikatif. Di samping itu, masiF banyak lagi
penyimpangan-penyimpangan terhadap Undang-Undang
Dasar 1945 sebagaimana dibeberkan oleh Miriam Budiardjo
(2007: 71). Puncaknya pecahnya peristiwa G 30 S/PKI telah
mengakhiri periode demokrasi terpimpin dan membuka jalan
untuk di mulainya masa demokrasi Pancasila.

Republik Kelima: UUD 1945 Orde Baru (1966-1998)
Per^seran kekuasaan dari Soekarno ke Suharto

memmbulkan perubahan orde dari orde lama ke orde baru.
Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 mengalami
beberapa koreksi. Orde baru mempunyai tekad untuk
melakukan koreksi atas berbagai .penyimpangan terhadap

ndang-Undang Dasar 1945 pada masa orde lama. Pada
mulanya orde baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa
dalam berbagai bidang kehidupan. Rakyat pun dapat
merasakan adanya peningkatari kondisi di berbagai bidang
kehidup^ melalui serangkaian program yang dituangkan
alani GBHN dan repelita. Namun dalam perjalanannya, orde

baru-^^^berubah wajah menjadi kekuasaan yang ot6riter
Penafsiran pasal-pasal UUD 1945 dimanipulasi untuk
kepentingan mempertahankan kekuasaan. Undang-Undang
Dasar 1945 yang singkat dan fleksibel mudah disalahtafsirkan
aan menguntungkan penguasa, disakralkan untuk tidak
i^andemen bukan demi kebaikan rakyat, tetapi demi

kekuasaan itu sendiri. Pengalaman pada masa orde lama
dengan Undang-Undang Dasar 1945 posisi presiden yang
sangat kuat, terulang lagi pada masa orde baru. Posisi
legislatif berada di bawah presiden. Hak asasi rakyat Juga
dibatasi. Kekuasaan tanpa kontrol akibatnya pemerint^^

melakukan penyimpangan di berbagaiaspek kehidupan. Korupsi kolusi, dan nepotisme (KKN)
mer^alela. Akibatnya, teijadi ketidakmerataan hasil
pembangunan, melebamya kesenjangan antara kaya dan
miskin, utang semakin membengkak, dan akhimya
menumpuk menjadi krisis multidimensi. Dengan dipelopori
oleh mahasiswa, rakyat menuntut reformasi di segala bidang.
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Akhirnya rezim orde bam tumbang dengan mundurnya
Soeharto pada tahggal 21 Mei 1998.

RepubUk Keenam: UUD 1945 Diamandemen^ (1998-
sekarang)
Pengalaman sejarah pada masa lalu, baik masa orde lama

maupun masa orde bam, menunjukkan bahwa penerapan
pasal-pasaf Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki sifat
multiinterpretable atau dengan kata lain her-wayuh arti
mengakibatkan terjadinya sentralisasi kekuasaan di tangan
presiden. Hal ini yang melatarbelakangi perlunya dilakukan
amandem.en terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Amandemen mempakan kehamsan karena hal itu akan
mengantar bangsa Indonesia kearah tahapan bam penataan
terhadap ketatanegaraan (Kaelan, 2004: 177). Amandemen
terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh bangsa
Indonesia sejak tahun 1999, di mana^ amandemen yang
pertama dilakukan dengan memberikan tambahan dan
pembaban terhadap 9 pasal Undang-Undang Dasar 1945.
Selanjutnya, amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000,
amandemen ketiga dilakukan tahun 2001, dan amandemen
terakhir dilakukan tahun 2002 dan disahkan pada tanggal 10
Agustus 2Qj02. Oleh karena itu, naskah resmi Undang-Undang
Dasar negSra Republik Indonesia tahun 1945 menumt Jimly
Assiddiqie (2007: 98) terdiri atas lima naskah, yaitu (i) naskah
Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang diberlakukan oleh
Dekrit Presiden 5 Juli 1959, (ii) naskah Pembahan Pertama
UUD 1945 yang disahkan pada tahun 1999, (iii) naskah
Pembahan Kedua UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2000,
(iv) naskah Pembahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan pada
tahun 2001, dan (v) naskah Pembahan Keempat UUD 1945
yajig disahkan pada tahun 2002.

Kajian Hasil Amandemen UUD 1945
Meskipun tuntutan amandemen terhadap UUD 1945

semakin menguat, MPR sebagai lembaga yang memiliki
kewenangan untuk melakukan amandemen terhadap UUD
1945 tidak gegabah dalam melaksanakannya demi menjaga
kelangsungan hidup negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam melakukan amandemen ada kesepakatan bersama
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anggota MPR yang dituangkan dalam kesepakatan xiasar
3^i^ggota Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR dalam menyusun
rancangan naskah perubahan UUD 1*^45, yaitu (i) tidak
mengubah Pembukaan UUD 1945, (ii) tetap mempertahankan
negara Kesatuan Republik Indonesia, (iii) mempertegas Sistem

. Pemerintahan Presidensial, (iv) penjelasan UUD 1945
ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan
dimasukkan dalam pasal-pasal, dan (v) perubahan dilakukan
dengan cara adendum ( Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2003:
2 5).

.Proses amandemen UUD 1945 terjadi secara bertahap
selama empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan
2002. Amandemen pertama yang disahkan pada 19 Agustus
1999, berisi sembilan pasal. Ketentuan yang diubah dalam
kesembilan pasal tersebut berkenaan dengan 16 butir.

kedua UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus
2000 berkenaan dengan 59 butir ketentuan yang diatur dalam
25 pasal. Amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada 9
November 2001 nienyangkut 23 pasal yang berkaitan dengan
68 butir ketentuan. Amandemen keempat UUD 1945 yang
disahkan pada 10 Agustus 2002 menyangkut 18 pasal yang

^erkenaan dengan 31 butir ketentuan (Jimly Assidiqie, 2007:
101). Keseluruhan amandemen Undang-Undang Dasar 1945
itu pada dasarnya meliputi (i) ketentuan mengenai hak-hak
asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, serta
mekanisme hubungannya dengan negara dan prosedur untuk
mempertahankannya apabila hak-hak itu dilanggar, (ii)
prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi dan rule of law serta
mek^iSme perwujudannya dan pelaksanaannya, seperti
melalui pemilihan umum, dan Iain-lain, serta (iii) format
kelembagaan negara dan mekanisme hubungan arjtar organ
negara serta sistem pertanggungjawaban para p^jab^tnya.
Dengan perkataan lain, menurut Jimly Assidiqie (2007:115),
apa yang diatur dalam amandemen pertama sampai dengan
amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 mencakup
semua hal yang menjadi pokok materi semua undang-undang
dasar negara modern di dunia.

Dengan amandemen UUD 1945, lembaga MPR mengalami
transformasi kedudukan dari lembaga tertinggi negara menjadi
lembaga permusyawaratan rakyat yang lebih iemah
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kedudukannya. -iVIPR menjadi salah satu organ neg^a y^^iig
menjalankan tugas-tugas konstitusional yang kedudukannya
sederajat dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. MPR
secara sukarela mengurangi kekuasaannya sendiri
berdasarkan Undang-Undang Dasar, misalnya, Presiden dan
Wakil Presiden yang semula dipilih oleh MPR diubah menjadi
dipilih langsung oleh rakyat. MPR mengfirangi lagi
kewenangannya sendiri dengan menegaskan status hukum
dan materi ketetapan MPR/S yang pernah ditetapkan dan
sekaligus mengakhiri kewenangannya sendiri untuk
menetapkan ketetapan MPR yang bersifat mengatur di masa-
masa selanjutnya. Setelah amandemen MPR hanya memUiki
kekuasaan melakukan perubahan undang-undang dasar,
melantik presdien dan wakil presiden, dan memberhentikan
presiden/wakil presiden seusai masa jabatannya atau jikalau
melanggar konstitusi. Oleh karena itu, presiden bersifat Neben
bukan Untergeomet dengan MPR karena presiden dipilih
langsung oleh rakyat. Susunan keanggotaan MPR mengalami
perubahan dari yang semula terdiri^ atas anggota DPR
ditambah dengan utusan daerah dan utusan golongan,
menjadi anggota DPR ditambah dengan DPD. Pengurangan
wewenang MPR merupakan konsekuensi logis dari perubahan
pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa
Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-
Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat
disimpul][j3n bahwa dalam negara Republik Indonesia
pemegan^ kekuasaan tertinggi atau kedaulatan adalah
ditangan rakyat dan realisasinya diatur dalam undang-undang
dasar negara. Sebelum dilakukan amandemen kekuasaan
tertinggi dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pembagian kekuasaan sebagaimana diatur dalam UUD
1945 adalah sebagai berikut: (i) kekuasaan eksekutif
didelegasikan kepada presiden (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945), (ii)
kekuasaan legislatif didelegasikan kepada presiden, DPR dan
DPD (Pasal 5 ayat (1), pasal 19 dan pasal 22C UUD 1945), (iii)
kekuasaan yudikatif didelegasikan kepada Mahkamah Agui^
(pasal 24 ayat (1) UUD 1945), (iv) kekuasaan inspektif atau
pengawasan didelegasikan kepada Badan Pemeriksa Keuajigan
dan Dewan Perwakilan Rakyat (UUD 1945 pasal 20 A ayat (1)
yang menyatakan baliwa — DPR juga memiliki fungsi
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pengawasan, yang artinya DPR melakukan pengawasan
terhadap Presiden selaku eksekutif), serta (v)aUUD 1945 hasil
amandemen tidak ada kekuasaan konsultatif, yang sebelum
diamandemen didelegasikan kepada Dewan Pertimbangan
Agung karena berdasarkan kenyataan pelaksanaan kekuasaan
konsultatif tidak jelas fungsinya, Menurut Kaelan (2004:184)
mekanisme pendelegasian yang demikian ini dalam khasanah
ilmu hukum tatanegara dan jJmu politik dikenal dengan istilah
distribution ofpower yang merupakan salah satu unsur mutlak
dari negara demokrasi.

Dalam kaitan dengan kekuasaan kehakiman ada dua
lembaga. baru setelah amandemen UUD 1945, yaitu Komisi
Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Komisi Yudisial ialah
suatu komisi yang bersifat mandiri yang berwenang
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
Keanggotaan Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh
presiden dengan persetujuan DPR. Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap uhdang-undang dasar, memutus pembubaran partai
politik,-^an memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
Dibentuknya Mahkamah Konstitusi merupakan langkah maju
dalam lembaga peradilan di Indonesia (Kaelan, 2004; 205).

Kekurangcermatan para perumus amandemen UUD 1945
adalah mengenai Pasal 28 yang berbunyi Kemerdekaan
bersenkat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-
undang. Menurut latarbelakang perumusannva pada tahurv
1945 dulu, pasal ini dimaksudkan untuk melindungi hakasaS
manusia, tetapi dengan modifikasi sedemikian rupa sehingga
tidak langsung selesai dengan pemuatannya dalam UUD 1945
Menurut Jimly Assidiqie (2007: 135) jaminan hak asasi
manusia dimaksud masih digantungkan kepada
pengaturannya lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan
amandemen UUD 1945, substansi ketentuan pasal 28 dimuat
secara tegas dalam pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi Setiap
orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat Seharusnya rumusan Pasal 28"
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tersebut dihilangkan karena telah digantikan oleh Pas^ 28E
ayat (3). Kekurangan yang lain adaiah niengenai susunan^dan
sistematika UUD 1945 setelah diamandemen menjadi rancu
dan tidak proporsional (Jimly Assidiqie, 2007; 134). Bab III
berjudul Majelis'Permusyawaratan Rakyat, sedangkan tentang
Dewan Pervvakilan Rakyat diatur dalam Bab VII, dan untuk
Dewan Penvakilan Daera.h sebagai lembaga baru cftciptakan
bab baru.-yaitu Bab VIIA. Hal itu rancu dan tidak proposional
karena DPR, DPD dan MPR itu sama-sama rnerupakan
lembaga negara dalam ranah kekuasaan legislatif. Sementara
itu, Bab IV, yang sebelumnya berjudul Dewan Pertimbangan
Agung, dihapus sama sekali dari naskah UUD 1945, sehingga
susunan UUD 1945 meloncat dari Bab III tentang Kekuasaan
Pemerintahan Negara langsung ke Bab V tentang Kementerian
Negara. .

Adanya kekurangan dalam amandemen UUD 1945 adaiah
merupakan hal yang manusiawi karena banyaknya materi
yang diubah, dikurangi, atau ditambah d.engan amandemen
pertama sampai keempat. Bertolak dari kekurangan inilah,
kemudian dibcntuk Komisi Konstitusi yang akan membantu
melakukan koreksi dan mengatasi kekuarangan-kekurangan
itu untuk amandemen mendatang.
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SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
DAN BEBERAPA NEGARA TETANGGA

•Standar Kompetensi:
Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan

Kompetensi Dasar:
(1) Menganalisis sistem pemerintahan. di berbagai negara.
(2) Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara

Indonesia. "
(3) Mampu menunjukkan sikap kritis terhadap pelaksanaan

sistem pemerintahan yang beriaku di Indonesia.

A. Sistem Pemerintahan

1. Pengertian Sistem Pemerintahan
a. Tiga, Pengertian Sistem Pemerintahan (Menurut

HuEiim Tata Negara)
(1) Sistem pemerintcLhan dalam arti sempit, yakni

sebuah kajian yang melihat hubungan antara
legislatif dan eksekutif dalam sebuah negara.
Berdasar kajian ini dibedakan dua model
pemerintahan yakni, sistem parlementer dan
sistem presidensial.

(2) Sistem pemerintcLhcLn dalam arti luas, yakni suatu
kajian pemerintahan negara yang betolak dari
hubungan antara semua organ negara, termasuk
hubungan antara pemerintah pusat dengan
bagian-bagian yang ada di dalam negara. Bertitik
tolak dari pandangan ini sistem pemerintahan
negara dibedakan menjadi negara kesatuan,
negara serikat (federal), dan negara konfederasi.
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(3) Sistem pemerintahan dalam arti sangat luas,
yakni kajian yang menitik •beratkan hubungan
antara negara dan rakyat. Berdasar kajian ini
'dapat dibedakan sistem pemerintahan monarki,
pemerintahan aristokrasi dan pemerintahan
demokrasi.

b. Sistem Pemerintahan Menurut Para Ahli
(1) Aristoteles membagi . bentuk pemerintahan

menurut jumlah orang yang memerintah dan
sifat pemerintahannya menjadi enam, yakni
monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, republik
(politea), dan demokrasi.

(2) Polybius membagi bentuk pemerintahan menurut
•jumlah orang yang memerintah serta sifat
pemerintahannya. Berdasar sudut pandang ini
dapat dibedakan enam jenis pemerintahan, yakni
monarki, tirani, aristokrasi, ^oligarki, demokrasi,
dan anarki (oklokrasi).

(3) Kranenburg menyatakan adanya ketidakpastian
penggunaan istilah monarki dan republik untuk
menyebut bentuk negara atau bentuk
pemerintahan.

(4) Leon Duguit membagi bentuk pemerintahan
berdasarkan cara penunjukan kepala negaranya,

5'yakni sistem republik yang kepala negaranya
diangkat lewat pemilihan dan sistem monarki
yang kepala negaranya diangkat secara turun
temurun.

(5) Jellinec membagi bentuk pemerintahan menjadi
dua, yakni republik dan monarki. Pendapat ini
sejalan .dengan apa yang dikemukakan oleh Leon
Duguit.

2. Perbandingan Sistem Pemerintahan
a. Perbedaan Parlementer dan Presidensial

Sistem pemerintahan palementer adalah sistem
pemerintahan yang badan eksekutif dan legislatif
(pemerintah dan parlemen/DPR) memiliki hubungan
yang bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi.
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Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem
pemerintahan yang badan legislatif dan badan eksekutif
boleh dikatakan tidak terdapat hubungan seperti pada
sistem pemerintahan parlementer. Sistem Pemenirtahan
Presidensial pada umumnya memiliki ciri sebagai
berikut: (i) kekuasaan pemerintahan terpusat pada satu
orang, yaitu presiden, sehingga presiden berkedudukan
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, (ii)
presiden dibantu oleh menteri-menteri yarl^ diangkat
dah bertanggung jawab kepadanya, (iii) masa jabatan
presiden ditetapkan dalam jangka waktu tertentu, serta
(iv) presiden dan para menteri tidak bertanggung jawab
kepada parlemen atau DPR. Sistem pemerintahan
presidesial diterapkan di Amerika Serikat, Filipina, dan
Indonesia pada saat ini. Sistem Pemerintahan
Parlementer memiliki ciri sebagai berikut: (i) kedudukan
kepala negara tidak dapat diganggu gugat, (ii) kabinet
yang drpimpin oleh perdana menteri bertanggung jawab
kepada parlemen, (iii) susunan anggota dan program
kabinet didasarkan atas suara terbanyak dalam
parlemen, (iv) kabinet dapat dijatuhkan atau dibubarkan
setiap waktu oleh parlemen, dan (v) kedudukan kepala
negara dan kepala pemerintahan tidak terletak dalam
satu tangan. atau satu orang. Sistem pemerintahan
parlementer diterapkan di negara Inggris, Eropa Barat,
dan Indonesia ketika berlaku UUD RIS dan UUDS 1950. '

S.L. Witman, seperti dikutip Inu Kencana
SyafiiV(2001), terdapat empat ciri yang membedakah
sistem pemerintahan parlementer dan presidensial.
Sistem pemerintahan parlementer memiliki ciri sebagai
berikut: (i) didasarkan pada prinsip kekuasaan yang
menyebar (diffusion of power), (ii) terdapat saling
bertanggung jawab antara eksekutif dengan parlemen
atau legislatif, sehingga eksekutif (perdana menteri)
dapat membubarkan parlemen, begitu pula parlemen
dapat memberhentikan kabinet (dewan menteri) ketika
kebijakannya tidak diterima oleh mayoritas anggota,
parlemen, (iii) juga terdapat saling bertanggung jawab
secara terpisah antara eksekutif dengan parlemen dan
antara kabinet dengan parlemen, serta (iv) eksekutif
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(perdana menteri, kan;selir) dipilih oleh kepala nepra
(raja/ratu/presiden) ,yang telah memperoleh persetujuan
dan dukungan .'mayoritas di parlemen. Sistem^
pemerintahan presidensial memiliki ciri sebagai berikut:
(i) didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan
(separation of power), (ii) eksekutif tidak memiliki
kekuasaan untuTc membubarkan parlemen maupun ia
(eksekutif) harus berhenti ketika kehilangan dukungan
dari mayoritas anggota parlemen, (iii) tidak ada
hubungan'saling bertanggungjawab antara presiden dan
kabinetnya kepada parlemen; kabinet secara
keseluruhan bertanggung jawab kepada presiden (chief
executive), (iv) eksekutif dipilih oleh paira pemilih (para
pemilih dimaksudkan adalah rakyat yang melakukan
pemilihan secara langsung atau pemilihan secara tidak
langsung melalui dewan pemilih (electoral college).

Penyebaran kekuasaan (diffusion of power) sebagai
salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer tampak
pada pemerintahan koalisi multipartai. Apabila koaHsi
terjadi karena proses negoisasi yang intensif, hal itu
akan melahirkan konsensus yang kuat^ dan akan
memberikan sumbangan tei-wujudnya kehidupan politik
yang stabil. Di dalam sistem kekuasaan yang menyebar,
di samping memperlihatkan dinamika politik yang tinggi
karena berpotensi "untuk melahirkan veto, apabila
masing-masing kekuatan politik tidak bijaksana dapat
saja melahirkan jalan buntu yang menimbulkan
ketidakstabilsp' politik. Sebaliknya, pemisahan
kekuasaan (separation of power) pada sistem
pemerintahan presidensial cenderung meminimalkan
veto dan jalan buntu karena adanya check and balance
(saling kontrol dan saling imbang) antarlembaga tinggi
negara sehingga dapat dicegah diktatorisme.

Sebaiknya Anda Tahu .
Negara-Negara dengan Sistem Parlementer
1. Inggris

(1) Kepala negara dipegang oleh Ratu yang bersijat
simbolis dan tidak dapat diganggu gugat
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(2) Peranafi/penindang-undangan dalam penyelenggara-
an negdra lebih banyak bersifat konvensi (peraturan
tidak tertulis).

(3) Kekuasaan pemerintahan berada di tangan Perdana
Menteri yang memimpin menteri atau sering disebut
Cabinet Government (pemerintahan kabinet). Perdana
menteri mempunyai kekuasaan cukup be^ir, antara

. (a) memimpin kabinet yang anggotanya telah
dipilihnya sendiri; (b) membimbing Majelis Rendah; (c)
menjadi penghubung dengan Ratu; (d) memimpin
partai mayoritas.

(4) Kabinet yang tidak memperoleh kepercayaan dari
badan legislative harus segera meletakkan jabatan.

(5) Perdana Menteri sewaktu-waktu dapat mengadakan
pemilihan umum sebelum masa jabatan Parlemen
•yang lamanya lima tahun berakhir.

(6) Hanya ada dua partai besar (Partai konservatifdan
Partai Buruh), sehingga partai yang memenangkan,
pemilu di beri hak untuk memerintah, partai yang
kalah sebagai oposisi.

2. Francis

(1) •Kedudukctn presiden kuat, karena dipilih lanauna
oleh rakyat.

(2) Kepala negara dipegang Presiden dengan masa
jabatan selama tujuh tahun.

^ ^ '̂ ^"^den diben wewenang untuk bertindak pada
masa darurat dalam menyelesaikan krisis.

(4) Jika tep'adi pertentangan antara kabinet dengan
legislative, presiden boleh membubarkan legislative.

(5) Jika ada suatu UU yang telah disetujui legislative,
narnun tidak disetujui presiden, maka dapat
diajukan langsung kepada rakyat melalui
referendum ^atau diminta pertimbangan dari Majelis
Konstitusional.

(6) Penerimaan mosi dan interpelasi dipersukar,
misalnya sebelum sebuah mosi boleh dicy'ukan dalam
sidang badan legislative, harus didukung oleh 10%
darijumlah anggota badan itu.
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(7) Sistem pemerintahan Francis ini sebenamya bukan »
parlementer murnl Tetapi pemisahan jabatan kepala
negara dan kepala pemerintahan ' memang
menunjukkan cirri parlementer.

3. India
(1) Badan -eksekutif terdiri dart seorang presiden sebagai

kepala negara dan menteri-menteri yang dipimpin
oleh seorang perdana menterl

(2) Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh
anggota-anggota badan legislative baik di pusat
maupun di negara-negara bagian.

(3) Penyelenggaraan pemerintahannya sangat mirip
dengan Inggris dengan model Cabinet Government.

(4) Pemerintah dapat menyatakan keadaan darurat dan
pembatasan-pembatasan kegiatan bagi para pelaku
politik dan kegiatan media massa agar tidak
mengganggu usaha pembangunan. ^

b. Sistem Presidensial Menurut UUD 1945
Di dunia ini tidak ada sistem pemerintahan kembar.

Meskipun ' suatu ' negara menggunakan sistem
presidensial, antara negara yang satu dan yang lainnya
pasti terjadi variasi dan modifikasi sesuai kondisi
setempat serta Jconstitusinya. Jika kita perhatikan lebih
lanjut, terny^^ dalam sistem pemerintahan presidensial
yang dianut Indonesia juga sedikit berbeda dengan
sistem pemerintahan presidensial Filipina dan Amerika
Serikat misalnya. Sebagai contoh, Presiden Republik
Indonesia memiliki fungsi yang begitu banyak dan
penting. Fungsi Presiden menurut UUD 1945, meliputi (i)
sebagai kepala negara, presiden melakukan fungsi
simbolis dan seremonial mewakili bangsa dan negara, (ii)
sebagai kepala eksekutif, memimpin kabinet d^
birokrasi dalam melaksanakan kebijakan umum, (iii)
sebagai kepala eksekutif, menpjukan rancangan
undang-undang kepada legislatif, (iv) sebagai panglima
tertinggi angkatan darat, angkatan laut dan angkatan
udara, dan (v) sebagai pernimpin dalam perumusan
kebijakan luar negeri.
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Apabila kita cermati Presiden Megawati Soekarnoputri
dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selain sebagai presiden
dan wakil presiden beliau masih memiliki fungsi
tambahan, yakni sebagai pemimpin partai politik.
Megawati saat itu sebagai ketua umum PDIP dan Jusuf
Kalla sebagai ketua umum Partai Golkar. Meskipun tidak
dalam'konstitusi (UUD 1945) tidak ada diktum yang
melarang seorang presiden dan wapres sebagai
pemimpin partai politik, seharusnya dalam
kepemimpinannya lebih mengTitstmakan kepentingan
bangsa dan negara daripada kepentingan partainya.
D^gan kata lain, ketika seseorang telah menjabat
s.ebagai presiden atau jabatan publik yang lain, ia telah
menjadi pemimpin dan sekaligus menyediakan dirinya
untuk mengabdi kepada publik (rakyat). Karena
kekuasaan presiden sebagaimana tercermin dalarh
sistg^' pemerintahan presidensial begitu besar dan
menentukan, banyak pemikiran yang berkembang
sebaiknya jabatan sebagai pemimpin partai (ketua partai
politik) ditingg^kan agar dapat sepenuhnya mengabdi
kepada kepentingan bangsa dan negara. Jika seorang
presiden dan wapres masih tetap menjabat juga sebagai
ketua partai politik, dikhawatirkan akan memanipulasi
jabatannya uhtuk kepentingan partai politiknya. Contoh
negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial
tetapi presidennya tidak sekaligus menjadi ketua partai
politik adalah Amerika Serikat.

Menurut Maurice Duverger, dalam praktik
pemerintahan dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu
presiden kuat atau sebaliknya lemah. Sebagai contoh,
Presiden Austria, Islandia, dan Irlandia itu lemah
meskipun mereka dipilih oleh rakyat karena dalam
praktiknya pemerintahan-pemerintahan demokrasi ini
bersifat parlementer. Prancis dengan kedudukan
presidennya yang kuat memiliki pemerintahan -
presidensial (sebelum tahun 1980). Kemudian, Prancis
memasuki periode pemerintahan gabungan (1986 --
1988) ketika Presiden Francois Mitterand kehilangan
suara mayoritasnya di majelis nasional dan terpaksa
mengangkat lawan politiknya yang utama, Jacques
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Chirac untuk'jabatan perdana menteri. Chirac menjadi
kepala pemerintahan sehingga kekuasaan Mit^rand
berkurang dan hanya memegang peranan khusus dalam
politik lUar negeri. Dengan demikian, demokrasi Francis
telah bergeser ke pola parlementer; setidaknya untuk
sementara waktu. Dari kasus ini kemudian melahirkan
sistem pemerintahan semi presidensial.

c. Perbedaan Pemerintahan Monarki dan Republik
Bentuk pemerintahan modern menurut Jelinec dan

Leon Duguit dibagi menjadi dua, yakni kerajaan atau
monarki dan republik. Monarki adalah negara yang
dikepalai oleh seorang raja secara turun temurun dan
menjabat untuk seumur hidup. Selain raja, kepala
negara monarki dapat dipimpin oleh kaisar (Jepang),
syah (Iran), ratu (Inggris, Belanda), Emir (Kuwait), atau
Sultan (Brunai Darussalam). Contoh negara monarki
adalah Malaysia, prunai Darussalam, Thailand, Jepang,
Inggris,' Belanda, Swedia, Norwegia, Monako, Maroko,
Arab Saudi, Kuwait, Jordania, Belgia, Denmark dan
sebagainya. Pemerintahan monarki dapat dibedakan atas
tiga jenis,^. ,yaitu (i) monarki absolut, (ii) monarki
konstitusibnal, dan (iii) monarki parlementer. Monarki
absolut ialah sistem pemerintahan yang wewenang dan
kekuasaan raja tidak terbatas. Perintah raja merupakan
UU yang hams dilaksanakan. Sistem ini dilaksanakan di
Eropa sebelum Revolusi Francis, maupun kerajaan di
Nusantara pada masa lalu. Monarki konstitusional ialah
sistem pemerintahan yang kekuasaan rajanya dibatasi
oleh konstitusi (UUD). Tindakan raja harus sesuai dan
berdasar pada konstitusi, misalnya Saudi Arabia dan 4a
Denmark. Monarki parlementer ialah pemerintahan yang
dikepalai oleh raja dan disamping raja ada parlemen.
Kekuasaan raja sangat terbatas karena dibatasi oleh
konstitusi. Parlemen ini juga sebagai wadah para
menteri, baik sendiri maupun bersama-sama
bertanggungjawab. Raja hanya sebagai lambang
kesatuan negara. Contohnya adalah Inggris, Belanda,
Jepang dan Thailand.
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Istilah republik berasal dari bahasa LaXin -res publica
yang berarti 'kepentingan umum'. Negara republik ^ah
negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh
seorang presiden yang dipilih dari ral<yat, oleh rakyat,
untuk masa jabatan tertentu. Contoh negara yang
menerapkan sistem ini adalah Indonesia, Filipina,
Amerika 3erikat, dan Jerman. Sistem pemerintahan
republik dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu (i) republik
presidensial, (ii) republik parlementer, dan (iii) republik
absolut. Republik presidensial memiliki ciri utama
sebagai berikut. Kepala negara dan kepala
pemeriritahannya dipegang oleh satu orang, yakni
presiden. Para menteri bertanggung jawab kepada
presiden. Biasanya presiden dipilih langsung oleh rakyat
dengan masa jabatan tertentu dan menjalankan
pemermtahan berdasar UUD dan UU. Contohnya
Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina. Republik
parlementer memiliki ciri utama sebagai berikut.
Presiden 'sebagai kepala negara, sedangkan perdana
menteri sebagai kepala pemerintahan. Para menteri di
bawah komando perdana menteri dan bertanggungjawab
kepada parlemeri. Contohnya adalah Italia dan India
serta Pakists^i. Republik absolut merupakan sistem
pemerintahan yang sudah banyak ditinggalkan.
Contohnya adalah Republik Jerman semasa
pemerintahan Hitler ataupun Republik Italia dibawah
Musolini.

3. Parlementer dan Presidensial Model Pemerintahan
Paling Populer
Seperti telah diuraikan di muka, ada dua tipe sistem

pemerintahan yang berkembang dalam zaman modem,
yaitu parlementer dan presidensial Inggris dikenal paling
berpengalaman mengembangkan sistem pemerintahan
parlementer, sedangkan Amerika Serikat dikenal paling
berpengalaman dalam mengembangkan sistem
pemerintahan presidensial. Kedua negara tersebut sering
dijadikan acuan oleh berbagai negara berkembang dalam
mengemb^gkan kedua sistem pemerintahan tersebut.
Kedua sistem atau bentuk pemerintahan tersebut
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merupakan perwujudan trixis politica. Dalam trias politica
kekuasaan pemerintah dibagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan
legislatif, kekuasa'an eksekutif, dan kekuasaan yudikatiL
Masing-masing kekuasaan diserahkan kepada sebuah
badan yang terpisah satu sama lain sehingga dapat saling
mengawasi dan mengimbangi untuk mencegah
pemerintahan yang otoriter. Oleh karena itu, pemerintahan,
baik dengan sistem parlementer maupun sistem
presidensial, termasuk dalam kategori pemerintahan yang
menganut sistem politik demokrasi.

Dalam sistem parlementer di Inggris, yang memegang
kekuasaan eksekutif adalah perdana menteri. Perdana
menteri merupakan ketua partai mayoritas dalam parlernen
(badan legislatif). Partai minoritas menjadi partai oposisi.
Perdana menteri beserta para menteri, baik bersama-sama
maupun masing-masing, bertanggung jawab kepada
parlemen. Kalau terjadi konflik antara kabinet dan
parlemen, yang memutuskan adalah rakyat lewat pemilihan
umum yang dap^t diadakan sewaktu-waktu. Parlemen
Inggris terdiri atas perwakilan kaum bangsawan (House of
Lords) dan rakyat biasa (House of Commons). Karena fungsi
House of Lords dan House of Commons merupakan
pengejawantahan dari fungsi parlemen, parlemen seperti itu
dikenal sebagai parlemen yang menganut sistem dua
kamar. Di sisi lain, dalam tipe Amerika Serikat, kekuasaan
eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih oleh rakyat.
Para menteri diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada
presiden. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah kongres
(conggres). Kongres terdiri atas senat (perwakilan negara
bagian) dan perwakilan rakyat atau DPR (House of
Representatives). Senat dan House of Representatives
melakukan fungsi kongres. Oleh karena itu, Amerika
Serikat menganut sistem dua kamar, seperti Inggris. Di
Amerika, pemegang kekuasaan yudikatif adalah mahkamah
agung.

Ketiga lembaga negara tersebut di atas, memegang
kekuasaan yang berbeda-beda dan terpisah satu sama lain.
Conggres membuat undang-undang, presiden
melaksanakan undang-undang, mahkamah agLing
mengadili pelanggaran undang-undang. Masing-masmg
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lembaga merupakan- lembaga tertinggi di bidang .masine-
masing.

Dalam model sistem presidensial Amerika Serikat,
fungsi-fungsi kelembagaan negara mempergunakan sistem
salmg kontrol dan saling imbang (check and balance). Check
and balance dirancang untuk memperbolehkan tiap
lembaga negara-membatasi kekuasaan yang'lain. Misalnya,
presiden bisa memveto langkah-langkah kongres, baik pada
tatai-an konstitusional maupun kebijakan. Veto presiden
tidak dapat diruntuhkan oleh 2/3 tanpa suara di Dewan
Ferwakilan Ra^yat (House ofRepresentatives) dan senat. Hal
ini tidak hanya memberi kesempatan untuk mengawasi
kongres, namun juga memungkinkannya untuk lebih dulu
mengimbangi kepentingan legislatif; terutama jika kongres
dikuasai partai oposisi. Dengan begitu, kongres akan
memasukkan keberatan dalam pertimbangan sebelum
peraturan tersebut diloloskan, untuk menghindari veto
keluar Pengawasan presiden pada pengadilan federal
dil^ukan mMalui kekuasaannya untuk mengangkat
hakim-hakim federal baru dan hakim mahkamah agung.

e pengangkatan ini adalah untuk menyingkirkan
nntangan federal y^g ditujukan pada penafsirannya atas
undang-undang konstitusi saat hakim agung yang
diangkatnya makin banyak jumlahnya.

Penerapan sistem check and balance juga membatasi
prerogatif kepresidenan. Perintah eksekutif kepresidenan,
misalnya saja, harus sesuai dengan undang-undang atau ia
tidak akan bisa diperlakukan oleh pengadilan federal.
Fenunjukan yang dilakukan presiden untuk jabatan tinggi
harus disetujui mayoritas suara senat. Begitu pula ketika
presiden membuat traktat harus memperoleh persetujuan
2/3 anggota senat. Pengadilan federal jugabisa menyatakan
tid^ sah atas kesepakatan eksekutif dengan alasan
perintah itu tidak konstitusional.

Presiden juga bisa dipecat (impeachment) jika melakukan
kejahatan dan pelanggaran berat lainnya (high crimines and
misdemeanors;. Kejahatan berat yaitu kejahatan melawan
negara, seperti pengkhianatan, sedangkan perbuatan
tercela yang berat adalah korupsi besar dan pemerintahan
yang salah urus. Dalam pemerintahan Amerika Serikat,
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tidak ada pemecatan karena' mendapat mosi tak percaya
dari legislatif (seperti halnya yang tersirat dalam kehilangan
suara kepercayaan dalam seluruh sistem parlementer).
•Impeachment bukan forum pertanggungjawaban politik
mengenai kebijakan pemerintah, tetapi mempakan
pertanggungjawaban hukum, yakni pertanggungjawaban
atas pelanggaran hukum. Proses impeachment (pemecatan
dalam masa jabatan)- diawali dengan dakwaan oleh suara
mayoritas Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya
disidangkan di senat, dengan pimpinan sidang- kepala
Mahkamah Agung Amerika Serikat. Jika terbukti bersalah,
presiden dikenai hukuman berupa pemecatan dari
jabatannya.

Dalam sejarah Amerika Serikat hanya ada tiga presiden
yang menghadapi impeachment, yaitu Andrew Johnson pada
tahun 1968 yang dibebaskan atas tuduhan melanggar
Undang-Undang Masa Jabatan di Kantor Pemerintahan
(Tenure of Office Act) yang disusun untuk mencegah
presiden memecat sekretaris kabinet sampai sehat
menyetujui penggantinya. Richard Nixon mengundurkan
diri pada tahun 1974 setelah Dewan Komisi Pengadilan
menyetujui impeachment karena ^casus menutupi kejahatan
dan pencurian di Watergate. Bill Clinton dibebaskan dari
tuduhan oleh senat di tahun 1999 setelah di-impeach oleh
Dewan Perwakilan Rakyat .untuk sumpah palsu dan
penghalangan proses keadilan dalam kesaksiannya dalam
kasus gugatan di pengadil^ sipil.

Sistem pemerintahan parlementer dan presidensial
tersebar ke dunia ketiga setelah Perang Dunia II. Negara-
negara baru yang semula sebagai negara jajahan banyak
terpengaruh oleh tipe sistem pemerintahan Inggris atau
Amerika Serikat, meskipun bentuknya tidak selalu sama
karena telah dipengaruhi oleh unsur-unsur setempat.
Unsur setempat yang terutama adalah latar belakang
budaya suatu bangsa. Budaya melatarbelakangi dan
menentukan dominasi konstitusi, yaitu pada eksekutif
(presiden) atau legislatif (DPR). Jika menurut latar belakang
budaya, eksekutif yang dominan, negara yang bersangkutan
cenderung akan menganut sistem presidensial, misalnya
Filipina. Sebaliknya, jika legislatif yang dominan, cenderung
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akan mcngembangkan sistem parlementer seperti yang
berlaku di Australia, Srilanka, India, dan Selandia Baru.

Negara-negara di dunia yang menganift sistem
presidensial jumlahnya lebih kecil dibandingkan yang
menganut sistem parlementer. Hal ini dikarenakan sistem
parlementer lebih mampu menjamin stabilitas politik;
terutama di negara-negara yang tingkat partisipasi
pohtiknya tinggi, meskipun perkembangan ekonominya
masih belum begitu maju. Sistem presidensial tampak akan
lebih efektif ketika ada kekuatan mayoritas. Namun bagi
bangsa-bangsa yang terpecah oleh berbagai konflik dan
menganut sistem multipartai dengan perwakilan
proporsional- yang dapat memungkinkan pembentukan
koalisi-koalisi akan mengundang sistem presidensial yang
kurang efektif.

4. Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara
a. Sistem Pemerintahan Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah negara yang berbentuk
fedefasi dan pemerintahannya berbentuk repubUk.
Setiap warga negara Amerika Serikat memiliki hak yang
sama untuk menjadi presiden. Sebagai negara federasi,
Amerika ^^erikat terdiri dari lebih kurang 50 negara
bagian ^an masing-masing negara bagian dikepalai
seorang gubernur. Garis besar sistem pemerintahan
Amerika Serikat adalah sebagai berikut.

(1) Kekuasaan eksekutif di Amerika Serikat di
pegang oleh presiden. Amerika Serikat menganut
sistem presidensial, sehingga kedudukan
presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai
kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung
oleh rakyat dan menjalankan pemerintahan
berpedoman kepada UUD dan UU serta
bert^ggung jawab kepada rakyat. Dalam
menjalankan roda pemerintahan presiden
Amerika Serikat diawasi oleh Congress. Kabinet
(para menteri) ditunjuk oleh presiden dengan
persetujuan senat dan bertanggungjawab kepada
presiden.
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(2) Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh Congress
(parlemen) yang terdiri dari dua kamar
(bicameral), yaitu terdiri dari Senat (utusan
negara-negara bagian), dan dewan perwakilan
rakyat (House of Representative). Anggota dewan
perwaldlan rakyat dipilih setiap empat tahun dan
mewakili seluruh rakyat Amerika Serikat; bukan
mewakili rakyat negara bagian. Senat terdiri dari
100 orang sebagai utusan negara bagian. Setiap
negara bagian diwakili oleh 2 orang senator. Masa

•jabatan senator enam tahun.
(3) Kekuasaan yudikatif di Amerika serikat

dijalankan oleh Mahkamah Agung (Supreme of
Court) terhadap semua perkara kecuali seal
impeachment (proses pemecatan presiden). Asas
yang diterapkan adalah persamaan. Selama
berkelakuan baik, masa jabatan anggota Supreme
of Court adalah seumur hidup.

(4) Amerika Serikat adalah penganut asas
pemisajian kekuagaan antara legislatif ( congress)
yang menjalankan fungsi pembuatan undang-
undang dan eksekutif (presiden dan menterinya)
yang menjalankan fungsi pemerintahan serta
yudikatif ^$upreme of Court atau Mahkamah
Agung) yang menjalankan fungsi peradilan.
Masing-masing lembaga merupakan lembaga
tertinggi dalam bidangnya masing-masing.
Apabila terjadi konflik antara lembaga legislatif
dan lembaga eksekutif, yang harus menjadi
penengah adalah lembaga yudikatif.

(5) Ketiga lembaga tersebut di atas saling menguji
atau membatasi dan mengontrol (check and
balance), sehingga tidak ada yang lebih dominan
satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh,
legislatif mengawasi tindakan pemerintah dari
membuat public policy. Dua kamar yang ada di
congress memiliki kedudukan yang sama,
sehingga tidak ada putusan yang hanya disetujui
oleh salah satu kamar. Undang-undang yang
dibuat congress harus mendapat persetujuan
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presiden. Presiden dalam mengangkat jaksa
agung hams mendapat persetujuan 2/3 anggota
senat. Presiden dapat dipecat oleh "^cbngress.
Dalam mengangkat menteri, presiden harus
mendapat persetujuan 2/3 anggota senat.

b. Sistem Pemerintahan Inggris
Inggris dikenal sebagai Mother of Parlierr^knts. Setelah

runtuhnya Romawi, Inggris merupakan negara yang
pertama kali menciptakan parlemen, yaitu sebuah dewan
perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat dengan
kekuasaan untuk memecahkan problem sosial ekonomi
mel^ui perdebatan yang bebas dan mengarah pada
pembuatan undang-undang. Inggris adalah negara
kesatuan yang bentuk pemerintahannya monarki. Hanya
keturunan raja dan ratu yang dapat menjadi kepala
negara. Sistem pemerintahan yang diterapkan adalah
parlementer, sehingga di samping raja atau ratu, ada
perdana menteri. Ketua partai yang memenangkan
pemilu sekaligus ditunjuk sebagai perdana menteri dan
sekaligus sebagai formatur peyiyusun kabinet Kabinet
yang dibentuk lazim disebut kabinetparlementer karena
partai politik yang menguasai kabinet sama dengan
partai politik-yang memegang mayoritas parlemen YHowse
of Commons). Kedudukan kabinet kuat dan jarang
dijatuhkan oleh parlemen sampai dengan
dilaksariakannya pemilihan umum berikutnya. Adapun
cin-ckfpemerintahan Inggris adalah sebagai berikut.

(1) Konstitusi Inggris tidak tertulis dan terus
menerus bereuolusi.

(2) Bentuk negaranya kesatuan, dengan sebutan
United Kingdom, terdiri dari England, Irlandia,
Scotlandia, dan Wales.

(3) Parlemen terdiri atas dua kamar (bicameral),
terdiri dari House of Commons (House of
Representative) dan Hause of Lords.

(4) Tid^ ada yudikatif yang sejajar seperti Amerika
Serikat, karena badan peradilan ditunjuk oleh
kabinet, tetapi menjalankan tugas dengan bebas
dan tidak memihak. Bila terjadi sengketa antara
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kepala. negara -dan pemerintah harus diselesaikan
lewat parlemen yang terdiri dari dua kamar.

(5) Kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak terpisah.
Parlemen adalah badan legislatif, serta menjadi
bos dari eksekutif.

(6) Inggris sangat menghoi-mat prinsip siipremasi
hukum, dan lembaga oposisi (partai oposisi). ^

(7) Kabi-net terdiri dari sekelompok yang dikepalai
oleh perdana mentcri. Kabinet bertanggung jawab
kepada parlemen (House of Commons).

(8) Mahkota (kekuasaan raja/ratu) hanya sebagai
simbol persatuan dan kesatuan nasional, oleh
karena itu tidak memiliki kekuasaan politik,

(9) Hak-hak sipil yang sangat asasi sangat dilindungi
dan dihormati (Habeas Corpus Act).

(10) Perdana . menteri adalah ketua partai yang
memenangkan pemilu dan sekaligus sebagai
ketua House of Commons.

c. Sistem Pemerintahan Rusia
Pemerintahan Rusia sekarang ini mewarisi sistem

pemerintahan Uni Soviet yang telah runtuh pada tahun
1990-an. Pemerintaha'n Rusia saat ini lahir sebagai hasil
revolusi pada Oktober 1917: (1) revolusi itu
meruntuhkan dan mengganti kekaisaran yang berusia
lima abad, (2) revolusi tersebut menghancurkan suatu
sistem" klas sa^ial yang sangat pincang dan merombak
hubungan antara klas-klas sosial yang ada, (3) revolusi
membongkar dominasi gereja Khatolik Ortodok dan
menggantinya dengan fUosofi materialisms Karl Marx..
Beberapa ciri pemerintahan Rusia adalah sebagai
berikut.

(1) Diktator (Otorit^r). Pemerintah menciptakan
hukum dan melaksanakannya tanpa partisipasi
rakyat. Hanya mengenal satu partai, yakni partai
komunis, yang mendominasi semua kegiatan dan
keputusan, serta melarang adanya partai lain.

(2) Totaliter. Kekuasaan pemerintah meliputi semua
bidang kehidupan seperti ekonomi, budaya,
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sosial, pertahanan, keamanan, seni, dan sastra,
sehingga kebebasan individu sangat dibatasi.

(3)^ Sosialis sepenuhnya. Pemerintah m^guasai
hampir semua faktor produksi dan distribusi.

(4) Ideologi. Rusia memegang teguh ideoiogi
Marxisme dan Leninisme.

(5) Pemerintah partai komunis biasanya
mengumumkan keputusan-keputusannya, tetapi
merahasiakan langkah-langkah pengambilan
keputusan tersebut.

Konstitusi Rusia berasal dari tahun 1936 yang
menggantikan beberapa konstitusi semenjak tahun
1917. Konstitusi itu tidak dibentuk oleh rakyat Rusia
denpn pemungutan suara yang beba,s dan juga tidak
dimmtakan persetujuan ral^at untuk meratifikasinya,
tetapi disusun oleh sekelompok kecil pemimpin yang
melanggengkan.' kekuasaannya melalui angkatan
bersenjata. Sehubungan dengan hal itu, beberapa ciri
pemerintahan Rusia dapat dikemukakan sebagai
beeikut. •

(1) .^dpreme Rusia. Merupakan organ kekuasaan
negara tertinggi dan merupakan badan legislatif
negara Rusia yang terdiri dari dua kamar.

(2) Presidium. Supreme Rusia memilih sebuah
presidium yang merupakan sebuah lembaga
kepresidenan kolektif yang terdiri dari ketua,
wakil ketua, sekretaris dan anggota. Supreme
Rusia juga memilih dewan menteri yang
menjalankan kekuasaan eksekutif sehari-hari.
Presidium dan dewan menteri bekerja bersama-
sama. Baik presidium maupun dewan menteri
bertanggung jawab pada Rusia Tertinggi
(Supreme Rusia).

(3) Perdana menteri atau ketua dewan menteri
biasanya seorang tokoh partai komunis dan
lazimnya dirangkap oleh sekjen partai komunis.

(4) Badan kehakiman. Hakim-hakim dari badan
kehakiman tinggi (superior court) Rusia dipilih
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oleh" Supreme Rusia dan dapat pula diberlr^ntikan
dari'jabatannya setiap saat.

(5) Jaksa Agung diangkat oleh Supreme Rusia. Jaksa
agung sekaligus menjabat kepala penuntut
umum Rusia. Jabatan jaksa memiliki
kewenangan besar untuk membawahi^polisi dan
pegawai-pegawai peradilan serta menguasai

- prosedur dalam peradilan.
(6) Pemerintah didominasi partai komunis yang

merupakan otak dari negara. Pemerintah
merupakan tubuh dari negara, dengan demikian
kediktatoran proletariat yang dicita-citakan oleh
Marx diganti dengan kediktatoran partai.

d. Sistem Pemerintahan Francis
Francis adalah negara kesatuan dengan bentuk

negara republik. Negara Francis yang sekarang ini
merupakan kelanjutan dari negara yang lahir rnelalui -
Revolusi Francis pada tahun ^ 1789 dengan
semboyannya yang terkenal liberte (kemerdekaan),
egalite (kesetaraan), dan fraternite (persaudaraan).
Revolusi besar tersebut telah menumbangkan
kekuasaan mutlak raja sehingga pemerintahan negara
diserahkan kepada sebuah AssembLee Nationale yang
berkuasa penuh dan yang mula-mula tersusun secara
unicameral: Sistem parlementer di Francis menjadikan
pemerinctahan tidak stabil dan kabinet memiliki umur
yang pendek. Berbeda dengan di Inggris dan Belanda
yang juga menganut parlementer, tetapi konstitusinya
memungkinkan raja membubarkan parlemen jika
terjadi perselisihan pemerintah dan parlemen.

Francis memiliki aturan yang sama, tetapi
kemungkinan pembubaran parlemen sulit karena
harus meminta persetujuan senat. Akhirnya peraturan
tertulis itu tidak berlaku lagi dan yang berlaku adalah
hukum kebiasaan yang memaksa kabinet mundur bila
terjadi perselisihan pemerintah dan parlemen. Karena
Francis memiliki sistem administrasi yang baik serta
berpengalaman, pergantian kabinet tidak banyak
pengaruhnya bagi stabilitas pemerintahan, meskipun
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frekuensi perubahan kabinet cukup tinggi.
Pemerintahan Francis memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

(1) Francis adalah negara kesatuan dengan bentuk
pemerintahan republik.

(2) Sistem pemerintahan ^yang diterapkan
parlementer, tetapi tidak murni.

(3) Fresiden bertanggung jawab kepada parlemen
dan ia dipilih oleh rakyat; bukan oleh parlemen.
Masa jabatannya tujuh tahun dengan kekuasaan
yang sangat besar karena presiden dapat
membubarkan parlemen, tetapi parlemen tidak
dapat memecat presiden.

(4) Di bawah presiden ada dewan menteri yang
disebut kabinet yang berfungsi sebagai pelaksana
operasional pemerintahan. Menteri diangkat dan
berada di bawah pimpinan presiden, tetapi dapat
dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi.

(5) Ferdana menteri ^yang memimpin kabinet
diangkat oleh presiden dari partai yang
memperoleh suara terbanyak dalam pemilu.

(6) Adanya pemisahan kekuasaan {legislatif,
eksekutif, dan yudikatif).

(7) Farlemen dua kamar (bicameral), yang terdiri dari
sidang nasional dan senat. Farlemen dapat
menjatuhkan mosi terhadap menteri.

(8) Ketua Mahkamah Agung merupakan pemimpin
badan peradilan, sedangkan presiden sebagai
ketua kedua dan menteri kehakiman sebagai
wakil ketua.

(9) Terdapat dewan konstitusi yang beranggotakan
sembilan orang (tiga orang diangkat presiden, tiga

• orang diangkat ketua dewan nasional, tiga orang
lainnya diangkat senat). Tugas dewan konstitusi
adalah mengawasi ketertiban dalam fepros^s
pemilihan presiden dan parlemen, mengawasi
pelaksanaan referendum, serta mengawasi agar
tidak ada undang-undang yang bertentangan
dengan konstitusi.

(10) Femerintah daerah dilaksanakan dengan
desentralisasi dan dekonsentrasi.
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(1f) Kekuasaan kehakiman berada di tangan para
hakim yang diangkat oleh eksekutif.

e. Sistem Pemerintahan Thailand
Thailand adalah negara yang berbentuk kesatuan dan

pemerintahannya berbentuk monarki. Berdasar
'konstitusi 1974, Thailand menerapkan sistem
pemerintahan parlementer dengan ciri sebagai berikut.

(1) Kepala negara Thailand adalah raja, yang
merupakan lambang kesatuan identitas nasional.
Sedang kepala pemerintahan dipegang oleh
perdana menteri dengan kekuasaan yang cukup
besar. Perdana menteri diangkat oleh raja. Dewan
menteri hams mendapat dukungan dart
parlemen. Apabila parlemen . tidak
mempercayainya lagi ^ maka kabinet harus
meletakkan jabatan.

(2) Badan legislatif dipegang oleh "sidang nasionar
yang bersifat bicameral, terdiri dari senat dan
badan perwakilan. Masa jabatan enam tahun dan
separuh dari jumlah anggota senat diganti atau
diangkat kembali setiap tiga tahun. Parlemen
dipilih langsung dalam pemilihan umum untuk
masa jabatan empat tahun.

(3) Badan kehakiman dipegang oleh Mahkamah
Agung yang beranggotakan hakim-hakim yang
diangkat oleh raja. Mahkamah tersebut
merupakan mahkamah tertinggi baik untuk

..perkara perdata maupun pidana.

f. Sistem Pemerintahan Malaysia
Federasi Malaysia dibentuk 16 September 196:^^ang

terdiri dari federasi Malaya, Serawak, Sabah, ' da^
Singapura (Singapura berdiri sendiri Agustus 1965). Saat
ini federasi Malaysia terdiri dari 13 negara bagian.
Konstitusi Malaysia menetapkan sistem pemerintahan
federal di bawah monarki konstitusional. Kepala negara
Malaysia adalah raja yang dipilih di antara raja-raja yang
menjadi anggota federasi. Kepala negara Malaysia
disebut Yang di Pertuan Agung, yang dipilih oleh dan di
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antara majelis raja-raja yang terdiri dari sembilan raja
yang turun-temurun di Semenanjung 4>Malaya, yaitu
Sultan Johor, Kedah, Kelantan, Penang, Perak, Selangor,
Trengganu, Raja Perlis, dan Negeri Sembilan. Masa
jabatan Yang di Pertuan Agung adalah 5 tahun.
Kekuasaan eksekutif berada di tangan perdana menteri.
Kabinet bertanggung jawab kepada B^an Legislatif yang
bersifat biccLTnercd (terdiri dari dewan negara dan dewan
rakyat). Perdana menteri ditunjuk oleh Yang di Pertuan
Agung. Menteri ditunjuk oleh Yang di PertuanAgung atas
rekomendasi perdana menteri. Kekuasaan pemerintah
federal meliputi urusan luar negeri, pertahanan,
keamanan dalam negeri, kehakiman, keuangan, industri,
perdagangan, komunikasi, transportasi. Kekuasaan
kehakiman diserahkan kepada Mahkamah Federal yang
mempunyai ynrisdiksi memeriksa perkara banding. Di
bawah Mahkamah Federal terdapat Mahkamah tinggi. Di
bawah Mahkamah Tinggi terdapat Session Court dan
Magistrate.

g. Republik Singapura
Tahun 1959 dengan suatu konstitusi tersendiri

Singapura memperoleh status internal self rule dalam
ikatan persemakmuran. Tahun 1963 bergabung ke
dal^ federasi Malaysia. Tanggal 9 Agustus 1965 keluar

federasi Malaysia. Konstitusi Singapura yang
.^/sekarang berasal dari konstitusi 1959 dengan beberapa

kali amandemen. Badan legislatif Singapura adalah
parlemen yang monokameral yang dipilih langsung oleh
raJcyat untuk masa jabatan 5 tahun. Parlemen dapat
dibubarkan. Partai terbesar yang menguasai parlemen
adalah Partai Aksi Rakyat.

.Kepala negara Singapura adalah presiden yang dipilih
oleh parlemen untuk masa jabatan empat tahun.
Presiden memiliki fungsi sebagai lambang nasional dan
tugas-tugas seremonial. Presiden juga berhak me^njL^
dan mengangkat perdana menteri serta dapat juga
menolak memberikan persetujuan atas suatu
permohonan untuk membubarkan parlemen. Kekuasaan
pemerintahan ada ditangan perdana menteri yang
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ditunjuk oleh presiden. Perdana menteri merfAmpin para
menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen.
Perdana menteri diangkat dari ketua partai mayoritas
dalam parlemen. Jika ada mosi tidak percaya dari -
parlemen kepada kabinet (1) kabinet bubar atau
menyerahkan mandat kepada preside^ (2) perdana ,

- menteri dapat juga meminta presiden untuk
membubarkan parlemen dan memerintahkan
mengadakan pemilihan baru, dan (3) jika permohonan
.untuk membubarkan parlemen ditolaJc maka kabinet
harus menyerahkan mandat. Badan kehakiman
dijalankan oleh Mahkamah Tinggi yang mencakup
Pengadilan Banding, Magistrate Distrik, dan Pengadilan
Khusus.

Latihan

a. Soal Uraian ^
(1) Jelaskan pengertian sistem pemerintahan dalam arti

sempit, luas, dan sangat lua^!
(2) Uraikan pembagian bentuk pemerintahan menurut

Aristgteles, Polybius, dan Leon Duguit!
• (3) Tera'tiigkan perbedaan sistem pemerintahan

parlementer dengan sistem pemerintahan
presidensial!

(4) Diskripsikan sistem pemerintahan presidensial
menurut UUD 1945!

(5) Jelaskan perbedaan sistem pemerintahan republik
dan sistem pemerintahan kerajaan (monarki)!

(6) Uraikan sistem pemerintahan Amerika Serikat!
(7) Diskripsikan sistem pemerintahan Inggris!
(8) Jelaskan sistem pemerintahan Rusia!
(9) Terangkan sistem pemerintahan Prancis!
(10) Uraikan sistem pemerintahan Thailand!
(11) Diskripsikan sistem pemerintahan Malaysia!
(12) Jelaskan sistem pemerintahan Singapura!

b. Tugas Diskusi
(1) Diskusikan kelebihan dan kekurangan sistem

pemerintahan presidensial dan parlementer.
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(2) biskusikan kelebihan dan kekurdhgan sistem
pemerintahan republik dan monarki (kerajaaan ).

(3) Diskusikan kelebihan dan kekurangan sistem
. pemerintahan Rusia, Francis, Inggris dan Amerika

serikat.

B. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia
Garis Besar Isi Amandemen UUD 1945
(1) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan

menurut UUD (Pasall). '
(2) MPR merupakan lembaga bikameral yang terdiri dari

DPR dan DPD (Pasal 2)
(3) Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh

rakyat (Pasal 6A)
(4) Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun

dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk
satu kali masa jabatan (Pasal 7)

(5) Pencantuman hak asasi manusia ( Pasal 28 Asampai
28 J)

(6) Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara,
Presiden dapat membentuk suatu dewan pertimbangan
(Pasane) ^

(7) Presiden bukan mandataris MPR, dengan demikian
MPR tidak lagi menyusun GBHN

(8) Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi
•^'Yudisial (KY) tercantum dalam Pasal 24 B dan 24 C

(9) Anggaran Pendidikan minimal 20% (Pasal 31)
(10) Negara Kesatuan tidak boleh diubah (Pasal 37)
(11) Penjelasan UUD 1945 dihapus
(12) Pehegasan demokrasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional (Pasal 33)

k- ^
Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak kemerdekaannya

memilih sistem politik demokrasi. Hal ini terlihat dengan jelas
pada ideologi ketatanegaraan, yaitu Pancasila. Demokrasi
Pancasila memiliki watak demokrasi secara umum atau
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universal. Watak universEil demokrasi Pancasila sep^rti tampak
pada pengakuan atas prinsip kedaulatan di tangan rakyat,
kebebasan, persamaan, kemajemukan, dan pentingnya
kesejahteraan bagi rakyat. Karakteristik demokrasi Pancasila
terletak pada dianutnya prinsip harmoni atau keselarasa^; -
terutama keselarasan dengan Tuhan dan sesama manusia.
Keselarasan dengan Tuhan memberikan wama^religius dalam ^
demokrasi. Wama religius ini merupakan pembeda dengan
demokrasi Barat yang sekuler (memisahkan urusan agama
dengan negara). Keselarasan sesama manusia menghasilkan
prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan
kepentingan kolektif.

Di sini tampak ideologi Pancasila sebagai ideologi alternatif.
Dikatakan sebagai ideologi alternatif karena selama ini ada
dua-ideologi yang sangat berpengaruh di dunia, yaitu liberal
dan sosialis/komunis. Ideologi liberal mengutarnakan
kepentingan individu yang melahirkan demokrasi liberal
(western democracy). Ideologi sosialis mengutarnakan
kepentingan kolektif. Ideologi sosialis (komunis) kemudian
melahirkan demokrasi timur (eastern democracy), seperti
demokrasi sentralisme (di Uni Soviet) dan demokrasi rakyat (di
RRC). Negara- eastern democracy menganggap demokrasi
mereka lebih murni dari western democracy yang dipandang
semu karena ada unsur-unsur penindasan kapitalistik. D^am
kenyataan hidup sehari-hari kedua kepentingan itu (individu
dan kolektif) merupakan hal yang sama-sama penting dan
bersifat komplementer tidak perlu dipertentangkan, tetapi
perlu diakomodasi. Ideologi Pancasila mengakomodasi kedua
kepentingan tersebut.

Di samping itu, demokrasi yang berdasarkan pada ideologi
Pancasila mencakup demokrasi politik dan ekonomi. Bung
Karno memberikan istilah sebagai sociodemocratie dan Bung
Hatta menamakannya demokrasi sosial Dalam demokrasi
sosial, kesejahteraan rakyat menjadi prioritas. Dalam
demokrasi politik terdapat perpaduan kelembagaan i^litik
modern, seperti legislatif, eksekutif, jrudikatif, partai pcnSbk, |
pemilu dengan mekanisme pranata sosial budaya seperti
permusyawaratan dalam pengambilan keputusan. Ini berarti
perbedaan pendapat tetap dijamin, maka oposisi dialcui dalam
arti oposisi yang dinamis (berubah-berubah). Maksudnya,
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adalah oposisi yang tidak melembaga (permanen) yaitu
menentang kebijakan tertentu yang dipandang tidak sejalan,
tetapi pada sisi lain akan mendukung atau loyal ketika
kebijakan itu sejalan. it

Seharusnya dengan karakteristik demokrasi Pancasila yang
demikian, apabila diterjemahkan secara tepat dalam konstitusi
dan dioperasionalkan dalam sistem pemerintahan dan politik
^an menghasilkan sistem pemerintahan dan politik yang
demokratis dan stabil. Namun, dalam kenyataan masih jauh
dan harapan karena mengakomodasi suara rakyat pun masih
merupakan barang yang langka. Hal ini dapat disimak dari
perjalanan sistem pemerintahan dan politik di negara tercinta
dari era demokrasi parlementer sampai era transisi demokrasi
atau reformasi. Gambaran pelaksanaan pada masing-masing
periode itu adalah sebagai berikut.

Sebaiknya Anda Tahu '
Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik

United Nations Development Program mengemukakan
bahwa .karakteristik atau prinsip-prinsip yang haras dianut
dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, adalah sebagai berikut.

(1) Partisipasi
Setiap warga negara punya hak yang sama

dalam proses pengambilan keputusan, baik secara
langsung maupun melalui lembaga perwakilan,
sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-
masing.

(2) Penegakan hukum
Hukum dan perundang-undangan harus

berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh,
terutama aturan hukum tentang hak asasi maniisia.

(3) Trasparansi $
Transparansi harus dibangun dalam kerangka

kebebasan aliran informasi dan harus dapat juga
diakses secara bebas oleh mereka yang
membutuhkannya. Informasi harus disediakan
secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga
dapat digunakan sebagai alat pengawasan.

260 Pendidikan Kewarganegaraan



(4) Bersikap Melayani
Setiap instansi harus beusaha sebagai pelayan

publik yang baik.
(5) Konsensus

Pemerintah harus bertindak sebagai penengah
bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk
mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik
bagi kepentingan masing-masing pihak.

(6) Berkeadilan
Memberikan kesempatan yang sama baik

kepada semua orang untuk meningkatkan dan
memelihara kualitas hidupnya.

(7) ' Efektif dan Efisien
Semua instansi pemerintah harus menghasilkan

sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan
dengan memanfaatkan yang sebaik-baiknya
berbagai sumber yang tersedia. ^

(8) Akuntabel
Para pengambil kebijakan publik harus

bertanggung jawab atas keputusannya kepada
publik. Penggunaoxi dana sekecil apapun harus
dapat dipertanggung jawabkan pada publik.

(9) Memiliki Visi Strategis
Para pemimpin publik harus memiliki pandangan

yang luasL/ dan jangka panjang tentang
penyelenggixtaan pemerintahan yang baik. Mereka
harus paham aspek sejarah, budaya, kemajemukan,
dan sebagainya.

(10) Bersifat Sistemik
Keselunihan komponen atau unsur dalam

pemerintahan harus saling memperkuat dan saling
terkait; tidak berjalan sendiri-sendiri. Sebagai contoh,
informasi semakin mudah diakses berarti
transparansi semakin baik, tingkat parstisipasi akan
semakin luas, dan proses pengambilan keputusan
akan semakin efektif.
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1. Sistem Pemerintahan Indonesia Periode 18 Agustus
1945 sd 27 Desember 1949
Dasar hukum sistem pemerintahan pada periode itu

adalah UUD 1945, tetapi belum dapat dj^alankan secara
jnurni dan konsekuen karena bangsa Indonesia baru saja^
memproklamasikan kemerdekaannya. Walaupun UUD 1945
telah diberlakukan, yang dapat dibentuk baru presiden,
wakil presiden, serta menteri, dan para gubernur sebagai
perpanjangan tangan pemerintah pusat. Aturan peralihan
UUD 1945 menyatakan bahwa untuk pertama kalinya
presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Jadi, tidaklah
menyalahi apabila MPR/DPR RI belum dimanfaatkan
kerena pemilihan umum belum diselenggarakan. Lembaga-
lembaga tinggi negara lain yang disebutkan dalam UUD
1945 belum dapat diwujudkan sehubungan dengan
keadaan darurat tersebut di atas. Jadi sebelum MPR, DPR,
DPA, BPK, dan MA terbentuk segala kekuasaan dijal'ankan
oleh presiden dengan dibantu oleh Komite Nasional. Hanya
saja waktu itu aparat pemerintah penuh dengan jiwa

• pengabdiaii.
Pada 5 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah

yang menyatakan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat.
Sebag^ai pimpinan TKR ditunjuk Supriyadi, yaitu seorang
tolfoli tentara Pembela Tanah air. Karena Supriyadi gugur
dalam pertempuran melawan Jepang di Blitar, diadakan
musyawarah TKR yang dihadiri oleh para Panglima Divisi
dan Residen yang pada akhirnya terpilihlah Soedirman
menjadi Panglima Besar. Beliau dilantik oleh Presiden
Soekarno pada tanggal 18 Desember 1945 dan pada tanggal
3 Juni 1947, TKR resmi menjadi TNI.

Dalam I^onggres Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP),
16 Oktober 1945 di Malang, Wakil Presiden Mohammad
Hatta mengeluarkan apa yang disebut Maklumat X ^aca
eks). Sejak keluarnya maklumat ini KNIP diberi wewenang^
untuk turut membuat UU dan menetapkan GBHN. Jadi,
KNIP memegang sebagaian kekuasaan MPR, di samping
memiliki juga kekuasaan atas DPA dan DPR. Selanjutnya
dikeluarkan lagi Maklumat Pemerintah tanggal 14
November 1945, yakni dilaksanakan Sistem Pemerintahan
Parlementer dan dibentuk kabinet parlementer pertama di
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bawah pimpinan Sutan Syahrir sebagai perdana menteri.
Kabinet bertanggung jawab pada KNIP sebagai pengganti
MPR/DPR." .

Sejak saat itulah, sistem presidensial beralih menjadi
sistem parlementer walaupun tidak dikenal dalam UUD
1945. Selama system ini berjalan, sampai dengan 27
Desember 1949, UUD 1945 tidak mengalami perubahan
secara tekstual. Oleh karena itu, sefeagian orang
berpendapat bahwa perubahan dalam sistem pemerintahan
ini melanggar UUD 1945. Pada tanggal 3 November 1945,
dikeluarkan maklumat pemerintah tentang keinginan untuk
membentuk partai-partai pol-itik, sehingga berlakulah
sistem multi partai.

2. Sistem Pemerintahan Indonesia pada Saat Konstitusi
RIS

• Sejak 27 Desember 1949 sampai 17 aguastus 1950
berlaku Konstitusi RIS. Pada periode ini, Indonesia menjadi
negara serikat. Sebenarnya bukan kehendak seluruh rakyat
Indonesia untuk memakai bentuk negara serikat ini. itu
terjadi karena keadaan yang memaksa demikian. Sistem
pemerintahan yang dianut oleh Konstitusi RIS adalah
sistem parlementer. Dalam Konstitusi RIS dikenal adanya
senat. Sen^t tersebut mewakili negara-negara bagian dan
setiap negara bagian diwakili 2 orang anggota senat. Sistem
pemerintahan yang dianut Konstitusi RIS ialah sistem
Kabii>€t Parlementer Semu (Quasi Parlementer) dengan ciri-
ciil^ebagai berikut.

(1) Perdana menteri diangkat oleh presiden, bukan oleh
parlemen sebagaimana lazimnya.

(2) Kekuasaan perdana menteri masih dikendalikan
oleh presiden.

(3) Kabinet dibentuk oleh presiden bukan oleh
parlemen.

(4) Pertanggungjawaban kabinet pada parlemen.
(5) Parlemen tidak dapat menggunakan mosi tidak

percaya kepada kabinet.
(6) Presiden RIS menduduki jabatan rangkap sebagai^

kepala negara sekaligus sebagai kepala
pemerintahan.

Pendidikan Kewarganegaraan I 263



Sistem Pemerintahan Saat Demokrasi Parlementer
(UUDS 1950)
Pada masa itu, digunakan sistem'fiemokrasi parlementer

atau demokrasi liberal secara penuh., Artinya, berlaku
bukan hanya dalam praktik tetapi juga diberi landasan
konstitusionalnya. Menurut Wilopo, sejak berlakunya UUDS
1950. yakni 17 Agustus 1950, sistem demokrasi
parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer
ber aku dari tahun 1950-1959. Demokrasi liberal vans
berkembang ketika itu ditandai dengan pemerintahan oleh
partai-partai politik.

Pendapat lain dikemukakan Nugroho Notosoesanto vang
menyatakan bahwa dalam praktik ketatanegaraan, tanpa
perubahan UUD, demokrasi liberal sebenarnya sudah
dimulai sejak awal kemerdekaan yang didahului Maklumat
Pemermtah tanggal 14 November 1945. Sebelum maklumat
tersebut, kabinet yang pertama kali kita miliki adalah

Pemermtahan presidensial (19 Agustus-14 November
1945) yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Setelah itu
sistem pemerintahan parlementer yang dikembangkan
Perdana Menteri yang pertama adalah Sutan Sjahrir dari
F^tai Sosialis Indonesia (14 November 1945-27 Juni 1947).

i Alasan Sjahrir dengan memberlakukan sistem parlementer
untuk menghilangkan kesan presiden bertindak diktator,
tidak demokratis, dan menjadi boneka Jepang.

Sjahrir kemudian digulingkan oleh Amir Sjarifuddin
yang juga berhaluan kiri. Kabinet Amir Sjarifuddin I dan li
berusia tidak lama (3 Juli 1947-29 Januari 1948). Di bawah
H-T'i r '̂ ilayah RI makin menyempit dandikehlingi oleh daerah pendudukan Belanda, sebagai akibat
Pe^anjian Renville. Mohammad Hatta sebagai penggantinya
(29 Januan-20 Desember 1949) melakukan pe^ber^han
terhadap sayap km (aliran komunis) karena sayap kiri
ternyata telah "terbeli" oleh Belanda.

'"v 6 kabinet dengan sistemparlementer. Yang mengawali Natsir dari Masyumi dengan
program penyelenggaraan pemilu dan penyelesaian Irian

program ini juga yang mewamai program
abinet berikutnya. Dalam periode ini pertama kali

I Psndidikan Kewarganegaraan



terlaksananya pemilu sejak Indonesia merdeka. Itu terjadi
pada tahun 1955, saat terbentuk Kabinet Burhanuddin
Harahap. , , i o

Pemilu pertama 29 September 1955 dikuti oleh 118
kontestan, yang memperebutkan 272 kursi DPR. Warga
negara juga berbondong-bondong untuk memberikan suara
dalam pemilu untuk memilih anggota Konstituante (badan
pembentuk UUD) pada 15 Desember 1955. Peiftilu tahun
1955 di kenal dalam sejarah di Indonesia sebagai pemilu
yang paling demokratis karena kompetisi antara partai
berjalan sangat intensif. Kampanye dilakukan penuh
tanggung jawab dan setiap periiilih memberikan hak
pilihnya secara bebas tanpa rasa takut atau adanya
tekanan. Undang-undang Pemilu No. 7 Tahun 1953 tidak
memberikan peluang Panitia Pemilih Indonesia untuk
mengatur lebih lanjut. Dengan demikian, pemilu berjalan
sangat kompetitif dan menghasilkan pemerintahan
demokratis, sekalipun tidak menghasilkan partai politik
yang kuat yang mampu membentuk eksekutif. Meskipun
pada sistem pemerintahan parlementer atau demokrasi
parlementer dikenal gagal, demokrasi di Indonesia
dinyatakan mengalami kejayaan pada masa ini. Hampir
semua elemen- atau unsur demokrasi dapat ditemukan
perwujudannya dalam kehidupan politik Indonesia. Elemen
atau unsur demokrasi itu terwujud dalam bentuk sebagai
berikut. -

(1). i-Farlemen memainkan peranan sangat tinggi dalam
'̂ proses politik. Hal ini diperlihatkan dengan adanya
sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak
pemerintah yang mengakibatkan kabinet hams
meletakkan jabatannya.

(2) Pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemegang
jabatan dan politisi sangat tinggi. Hal ini
ditunjUkkan jatuhnya kabinet dalam periode ini
sebagai contoh konkrit akuntabilitas.

(3) Pemilu 1955 dilaksanakan sangat demokratis.

Mengapa demokrasi parlementer tidak dapat diperta-
hankan? Demokrasi parlementer tidak berumur panjang,
yaitu antara 1950-1959; ketika Presiden Soekarno
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mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959
Konstituante dan menyatakan kembali ke

UUp 1945. Pendapat tenta^g faktor penyebab demokrasi
parlementer tidak dapat dipertahankan banyak dilontarkan
yang di antaranya ialah sebagai berikut. Pertama, faktor
dommannya politik aliran; yaitu politik berdasarkan
pemilah^ sosial yang bersumber dari agama, etnisitas, dan
kedaerahM. Herbert Feith dan Lance Castles
mengg^barkan kepartaian di Indonesia pasca-
kemerdekaan dikelompokkan ke dalam lima aliran besar
yaitu Islam, Jawa Tradisional, Sosialis Demokrasi,"
Nasionahs Radikal. dan Komunis. Pemilahan itu sangat
ajam, sehingga menyulitkan dalam mengelola konflik

Koaxisi tidak mudah terbentuk karena hams memenuhi
syarat adanya kedekatan ideologi dan kompatibilitas antara
pemimpm partai. Kedua, falvtor basis sosial-ekonomi yang
sangat lemah. Ketlga, faktor struktur sosial yang masih

.• sangat hierarkhis, yang bersumber pada nilai-nilai feodal.Hal mi terlihat kehadiran elit pemecah masalah (problem
solver) yang mendominasi sistem pemerintahan parlementer
belum sepenuhnya diterima. Ada kecenderungan elit
pembentuk solidaritas (solidarity makers) seperti Presiden

oekarno yang pada awal kemerdekaan sangat dominan
merasa tersingkir karena posisi hanya sebatas sebagai
kepala negara tidak dapat menentukan kebijakan strategis
Begitu pula kepentingan politik dari kalangan Angkatan
Darat tidak memperoleh tempat yang sewajarnya.

4. Pelaksananaan Sistem Pemerintahan dalam
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin tampak memj^an alat untuk

mengatasi pertentangan parlementer di antara^artai-partai
pohtik ketika berlaku demokrasi Uberal. Cara yang
dU^ukan adalah dengan memberlakukan kembali UUD
1945. UUD 1945 dikenal cenderung menganut sistem

sistem quasipresidenUl Alasannya, karena sistem presidensial juga
memasukkan unsur parlementer, yakni berupa

- pertanggungjawaban presiden kepada MPR; tidak langsung
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kepada rakyat sebagaimana umumnya. pada sistem
presidensial.

Bagi Soekarno, demokrasi parlementer dinilai tidak
sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai
oleh semangat gotong royong dan kekeluargaan. Soekarno
juga menekankan pentingnya peran^i pemimpin dalam
proses politik dalam masyarakat Indonesia. Sebagai
presiden Soekarno membentuk kabinet yang erd^a
menterinya adalah presiden sendiri. Soekarno kemudian
juga membentuk DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong) sebagai lembaga perwakilan rakyat yang
menggantikan Dewan Konstituante. Bagaimana hubungan
presiden dengan DPR-GR? Meskipun DPR-GR periode
demokrasi terpimpin telah berhasil menghasilkan 124
produk undang-undang dan pernyataan pendapat namun
kedudukannya tetap lemah. Alasannya adalah seba.gai
berikut. Pertama, anggota DPR-GR dipilih dan ditunjuk
Soekarno dari mereka yang dipercaya loyal kepadanya.
Kedua, Presiden Soekarno masih suka membuat Penpres,
suatu produk peraturan yang sederajat dengan undang-
undang. Dengan perkataan lain telah terjadi pergeseran
hubungan parlemen dengan pemerintah. Jika pada
berlakunya demokrasi liberal parlemen menekan
pemerintah, ketika demokrasi terpimpin parlemen
memberikan kelonggaran begitu besar bagi pemerintah.

;?i^ada masa pemerintahan Soekarno ini dikenal dengari
"demokrasi terpimpin. Soekarno mengemukakan demokrasi

terpimpin sebagai demokrasi kekeluargaan yang tanpa
anarki liberalisme dan tanpa otokrasi diktator.

Demokrasi kekeluargaan yang dimaksud oleh Soekarno
adalah demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahan
kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan serta
kekuasaan sentral di tangan seorang 'sesepuh', seorang
tetua yang tidak mendiktatori, tetapi memimpin dan
mengayomi. Yang dimaksud dengan tema-tema 'S6sep^h'
atau 'tetua' pada waktu itu tidak lain adalah dirinya sendiri
sebagai penyambung lidah rakyatnya, sebagai seorang ayah
yang serba bijak dari keluarga besar bangsa Indonesia.

Seperti telah disinggung di atas, di bawah demokrasi
terpimpin yang kekuasaannya terhimpun pada Soekarno,
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ada dua kekuatan lain, yaitu Angkatan Darat dan PKI
(Partai Komunis Indonesia). Gambaran 6\±)ungan antara
ketiganya dapat dikemukakan sebagai berikut. Soekarno
dibutuhkan oleh PKI untuk menjadi pelindung melawan
Angkatan Darat, sedangkan Angkatan Darat membutuhkan
Soekarno untuk memberi legitimasi bagi keterlibatannya di
aalam politik. Soekarno sendiri menfeutuhkan PKI "dan
Angkatan Darat. Angkatan Darat dibutuhkan untuk
ihadapkan dengan PKI untuk menghambat agar tidak

menjadi terlalu kuat. PKI dibutuhkan untuk menggerakkan
dukungan rakyat dan mendapatkan massa yang besar
untuk mendengarkan pidato Soekarno.

Dalam pola hubungan yang demikian, Soekarno menjadi
penyeimbang antara PKI dan Angkatan Darat Atau
semacam pola hubungan "tarik tambang". Pola hubungan
A di^ihat seperti yang dipaparankan oleh ahli politikAfan Gaffar (2002) berikut ini. Perbedaan yang sangat
rnencolok antara Angkatan Darat dan Presiden^Soekarno
adalah menyangkut hubungan dengan PKI dan hal itu
sesungguhnya bersifat ideologis. Angkatan Darat yang
sangat banyak dipengaruhi oleh Hatta dan sejumlah partai
Masyumi merhiliki posisi antikomunis yang sangat kental
sementam Soekarno dapat menerima Lmunis^kare^Ta
menganggapnya bukan sebagai ancaman. Tambahan pula
Soekarno sangat membutuhkan kaum komunis agai^
agenda politiknya dapat diwujudkan. Sementara itu,

memiliki pengaruh yang kuat di lingkungan
^gkatan Darat dibandingkan dengan Angkatan Udara.
Oleh karena Itu, Soekarno tidak pernah merasa aman
terhadap Angkatan Darat.

K™® G-30 s/PKl tahun 1965 mengubah peijalananpohtik bangsa Indonesia dan menyingkirkan Soekarno dan
puncak kekuasaan, kemudian mengantar Soeharto menjadi
seseorang-yang sangat berkuasa dengan memanfaatkan

serma"2" kepentingan po.itgcnya^
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5. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan dalam
Pemerintaban Orde Baru
Dari 1.000' orang anggota MPR pada rekruitm^

1997, sebanyak 575 orang yang berasal dari partai politik,
utusan daerah, dan golongan diangkat oleh presiden.
Rekruitmen untuk ketua MA (Mahkamah A^ng), misalnya
DPR mengajukan dua calon. Calon yang diajukan terlebih
dulu mendapat isyarat persetujuan presiden dan kemudian
salah satu orang dari calon tersebut diangkat ofeh presiden.
Derriikian pula, untuk jabatan wakil ketua MA dan
sejumlah Hakim Agung. Hal yang sama terjadi pula pada
rekruitmen pimpinan dari BPK (Badan Pemeriksa
Keuangan) dan anggota DPA (Dewan Pertimbangan Agung).
Begitu pula dengan rekruitmen di luar lembaga
negara/pemerintah, seperti partai politik. Ketua partai
politik direkrut atas dasar prinsip akomodatif. Artinya,
mereka yang menunjukkan sikap kritis apalagi menentang
pemerintah tidak akan dapat memimpin partai politik.

Dalam hal APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja
negara) presiden sangat menentukan. Dalam hal ini DPR
tidak mampu mengubah secara substantif apapun yang
diajukan oleh Presiden. Anggaran tersebut kemudian

.didistribusikan ke daerah-daerah dalam bentuk DIP (Daftar
Isian Proyek)j; inpres, dan banpres. Mekanisme anggaran
seperti ini mempakan proses distribusi kekayaan negara
yang membawa implikasi mobilisasi politik bagi
kepentingan dukungan terhadap Presiden. Hal tersebut

. masih4itambah dengan atribut yang sifatnya personal yang
disandang oleh presiden, seperti pengemban supersemar,
mandataris MPR, dan bapak pembangunan. Dilihat dan
pembagian kekuasaan sebagai alternatif pemisahan
kekuasaan, tampak ketidakjelasan hubungan di antara
lembaga tinggi negara. Misalnya, kalau MPR sebagm
lembaga legislatif, seharusnya anggotanya tidak boleh
merangkap sebagai pejabat eksekutif. Kenyataannya,
sejumlah anggota MPR adalah para menteri. gubernur, dan
pangdam. Artiya, mereka adalah pejabat eksekutif, buka^
rakyat, sehingga makna perwakilan rakyat menjaai
dipertanyakan.
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Kemudian kalau kita memperhatikan birokrasi
pemerintahan orde baru memiliki karakteristkik umum
yakni ketatnya hierarkhi dan legalistik. Coba kamu simak
pendapat William Liddle (ahli politik tentang Indonesia dari
Amerika Serikat) dalam memb^kan gambaran
karakteristik khusus tentang birokrasi era orde baru. Liddle

^ menggambarkan sebagai berikut. Karakteristik khusus
birokrasi Indonesia memiliki citra diri yang baik hati
(benevolence). Dalam citra seperti ini, birokrasi di Indonesia
mempunyai persepsi diri sebagai pelindung atau pengayom
pemurah dan baik hati terhadap rakyatnya. Scmentara itu,'
mereka (birokrasi) juga mempunyai persepsi bahwa rakyat
itu tidak tahu apa-apa alias bodoh dan oleh karena itu

masih perlu dididik. Karena birokrasi
. sudah benevolence, seharusnya rakyat harus patuh, taat,

dan- setia (obidience) kepada pemerintahnya. Pola hubungan
yang bersifat beneuolence-obidience inilah yang m^ewarnai
secara dominan interaksi ^ntara pemerintah dan
masyarakat di Indonesia.

Untuk memperkuat pola hubungan yang bersifat baik
hati dan kepatuhan dalam interaksi pemerintah dengan

_rakyat diterapkan kebijakan depolitisasi (rakyat dijauhkan
dan pemahaman yang kritis dan dibatasi partisipasi dalam
bidang politik). Kebijakan depolitisasi dilakukan dengan
cara menerapkan konsep "massa mengambang" (floating

Konsep massa mengambang ini memudahkan
korrtrol pemerintah terhadap partai politik nonpemeriritah
dan memudahkan pemerintah mewujudkan prinsip
monoloyahtas bagi semua pegawai negeri. Begitu pula
memudahkan upaya pengebirian (emaskulasi) bagi partai
pohtik. Pengebirian ini dilakukan dengan dua cara.
ertama, dengan melakukan penyederhanaan sistem

kepartaian (regrouping) dari 10 partai politik dikelompokkan
menjadi 3 partai politik (Golkar, PPP dan PDI). iCedSz
dengan cara melakukan kontrol terhadap rekruitmeri
pimpman utama partai politik, sehingga dihasilkan
pimpman partai politik yang akomodatif terhadap
pemerintah. ^

Dengan perkataan lain interaksi pemerintah denean
rakyat yang bersifat baik hati dan kepatuhan,
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mengharuskan,DPR, partai politik, organisasi massa, dan
media pers hams menempatkan diri untuk menopang
pemerintah. Anggota DPR yang vokal terhadap peigerintah
dikenai recall Partai politik yang mengembangkan-sikap
sebagai oposisi ditekan. Begitu pula pers yang kritis
terhadap pemerintah dibredel. Pilar-pilar demokrasi seperti
DPR, partai politik, dan media pers dalam kondisi sangat
lemah. Namun angkatan bersenjata dalam^ kehidupan
politik orde bam, temtama Angkatan Darat sebagai alat
negara yang sehamsnya memfokuskan diri pada fungsi
pertahanan, justru memiliki peran politik sangat penting.
Peranan politik sangat penting itu, temtama sebagai
stabilisator dan dinamisator. Peranan politik Angkatan
Darat temtama tampak melalui keterlibatannya di MPR,
DPR, jabatan menteri, gubernur, dan bupati. Juga tampak
melalui keterlibatannya dalam organisasi sosial dan politik,
temtama di Golkar (Golongan Kaiya). Bahkan dari peranan
politik kemudian merambah ke bidang ekonomi, olahraga,
kesenian, dan bidang sosial kemasyarakatan yang lain.
Peran dalam berbagai bidang tersebut dikenal sebagai,"Dwi
Fungsi ABRI". ^

Dengan peran sebagai stabilisator dan dinamisator,
militer tampak sebagai pembentuk suasana agar semua
kebijakan pemerintah Orde Bam dapat diimplementasikan
dengan baik. Kemudian yang dirasakan dalam
pemerintahan Orde Bam lebih mengedepankan pendekatan
keamanan (security approach) daripada pendekatan
kesejahteraan (prosperity approach). Sehingga pemerintahan
Orde Bam dikenal mengembangkan sistem politik otoriter,
bukan sistem politik demokrasi. Meskipun pemerintahan
Orde Bam ketika itu menyebut dirinya mengembangkan
demokrasi Pancasila.

6. Pelaksatiaan Sistem Pemerintahan pada Era
Reformasi

Pelaksanaan sistem pemerintahan dan politik pada era
reformasi mempakan transisi dari sistem politik otoriter ke
demokrasi. Samuel Huntington mengajukan empat iftbdel^
transisi atau pembahan politik. Pertama, model
transformasi yaitu demokratisasi datang dari atas
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(pemerintah). Transisi ini terjadi ketika negara kuat dan
masyarakat sipil (civil society) lemah. negara yang
mengalami transisi melalui model ini gpntohnya adalah
Taiwan. Pemerintahan Kuomintang di Taiwan di awal 1990-
an menyelenggarakan pemilu demokratis untuk
menghadirkan demokrasi di negara tersebut. Kedua, model
P^^^ggantian (transplacement) yaitu pemerintah
menyerahkan kekuasaannya dan digantikan oleh kekuatan-
kekuataji oposisi. Demokratisasi muncul dari bawah.
Transisi model ini terjadi ketika negara lemah dan
masyarakat sipil kuat. Contoh transisi model ini adalah di
Fihpma ketika Presiden Marcos dipaksa meninggalkan

- negerinya dan digantikan Corry Aquino. Ketiga, model
campuran antara transformasi dan penggantian yang
disebut transplasi. Transisi terjadi sebagai hasil negoisasi
antara elit pemerintah dengan elit masyarakat sipil untuk
melakukan perubahan politik kearah yang lebih
demokratis. Transisi ini terjadi karena pemerintah masih
kuat dan kekuatan-kekuatan oposisi tidak cukup kuat
untuk mengguUngkan penguasa yang ada. -Contohnya
adalah Polandia, di mana S^rikat Buruh Solidaritas yang
dipimpin Lech Walesa berunding dengan militer untuk
mencapai demokrasi. Keempat, model intervensi. Transisi
menumt model ini terjadi karena dipaksalcan oleh kekuatan
luar. Contohnya, adalah Panama, di mana tentara Amerika
Serikat menahan presiden dari pem.erintahan militer
dengan tuduhan terlibat dalam perdagangan obat terlarang.

^^^elanjutnya sebuah pemilu demokratis diselenggarakan
C untuk memilih pemerintahan baru.

Setelah 32 tahun berkuasa, Presiden Soeharto yang kuat
tiba-tiba secara resmi menyatakan diri berhenti sebagai
Presiden RI pada 21 Mei 1998 di tengah krisis ekonomi
Asia. Soeharto sebagai mandataris MPR, meletakkan

tanpa melalui pertanggungjawaban kepada
MPR. .Mundurnya Soeharto diawali oleh serentetan
kerusuhan sosial sepekan sebelumnya dan gelombang
demonstrasi mahasiswa yang memuncak Adengan
menduduki gedung MPR/DPR. Soeharto kemudlan
digantikan oleh BJ. Habibie yang menjabat wakil presiden.
Habibie diambil sumpah sebagai presiden di Istana negara
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di hadapan Mahkamah Agung, dengan dihadiri oleh
pimpinan MPR.- Hal ini dikarenakan gedung DPR dan MPR
diduduki oleh para pendemo khususnya mahasiswa yang
menuntut Soeharto lengser. Hal ini sempat men^ndang
pro dan kontra mengenai sah tidaknya suksesi tersebut
secara konstitusional. Ketetapan MPR No. 3 Tahun
memperjelas bahwa BJ. Habibie dinyatakan telah menjabat
Presiden sejak mengucapkan sumpah jabatan ^da tanggal
21 Mei 1993. Namun melalui ketetapan tersetfut juga BJ.
Habibie ditolak pertanggungjawabannya, yang rtiengakhin
masa jabatannya sebagai presiden pada 19 Oktober 1999
atau menjabat presiden selama kurun waktu 17 bulan (21
Mei 1998- 19 Oktober 1999).

Pada tanggal 20 Oktober 1999 BJ. Habibie kemudian
digantikan oleh KH. Abdurrahman Wahid, sebagai presiden
terpilih melalui Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1999.
Presiden Abdurrahman Wahid dipilih melalui proses
pemungu'tan suara (voting). la memperoleh 373 suara dan
691 anggota MPR yang menggunakan hak pilih. Terpilihnya
Abdurrahman Wahid ini menunjukkan bahwa partai politik
yang memperoleh suara terhanyak da\am pemilu tidak serta
merta menduduki kursi presiden. Karena ^^tuk

•memilih presiden dan wakil presiden menurut UUD 194b
sebelum amandemen berada di tangan MPR. Sehingga yang
menentukan bagaimana melakukan upaya mendapat
dukungan partai lain untuk memperoleh suara mayoritas di
MPR. Melihat kelemahan ini, maka UUD 1945 setelah

• aman(iemen, menetapkan pemilihan presiden dan wakil
Dresiden merupakan paket dalam suatu pemilihan langsung
oleh rakyat. . .. ,

Pada masa Abdurrahman Wahid terjadi konflik yang
tajam antara presiden dengan DPR, MPR, dan Kepala
Konflik dengan DPR, tampak ketika Abdurrahman Wahid
menolak panggilan Pansus Bulog yang melaksanakan hak
angket atas kasus Bulog. Konflik dengan MPR diawah
ketika MPR menganggap Abdurrahman Wahid melalukan
pelanggaran dalam menetapkan Pejabat Kapolri dengan
mempercepat SI MPR. Abdurrahman Wahid menolak hadft"
dalam Sidang Istimewa MPR karena Sidang Istimewa
dianggap melanggar tata tertib. Dua hari kemudian
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presiden mengeluarkan Dekrit Makli^at Presiden antara
lain pembekuan MPR. MPR menolak dekrit dan mencabut
Ketetapan MPR No. VII/MPR/1999 tentang pengangkatan
Abdurrahman Wahid sebagai presiden.

Dengan Ketetapan MPR di atas, Abdurrahman Wahid
diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada
tanggal 21 Juli 2001 (menjabat selama 20 bulan).
Kemudian tanpa melalui pemungutan suara dalam Sidang
Istimewa MPR tahun 2001, Wakil Presiden Megawati
Soekarnoputri ditetapkan dan dilantik sebagai presiden
ketiga sejak masa transisi atau menipakan presiden kelima,
sejak Indonesia merdeka. Pengangkatan Megawati sebagai
presiden disahkan dengan Ketetapan MPR No. II-/MPR/2001
tanggal 23 Juli 2001.

Kemudian keesokan harinya Hamzah Haz terpilih
sebagai wakil presiden melalui pemungutan suara. Pada
Pemiiu 2004 pemilihan paket presiden dan wakil presiden
tidak la:gi oleh MPR tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Hal
ini merupakan perubahan yang akan memperkuat posisi
jabat^ presiden. Karena presiden akan bertanggung jawab

' kepada rakyat bukan kepada MPR. Amandemen UUD 1945
dan Undang-undang Susduk (MPR, DPR dan DPD), tampak
DPR posisinya semakin menguat.

Menguatnya posisi DPR, karena kewenangan membuat
undang-undang ada pada DPR. Sedangkan pihak
pemerintah (eksekutif) hanya memiliki hak untuk
mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU). Namun

juga dibarengi dengan penguatan partaipolitik dengan diberlakukan kembali kewenangan
penarikan (recalling) anggota DPR oleh part# politik.
Sedangkan anggota DPD yang proses pemilihannya Tebih
berat daripada anggota DPR, tampak hanya sebagai
pelengkap. Karena kewenangan DPD terbatas pada
pengajuan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah.
Dengan demikian tampak ada tiga lembaga perwakilan
rakyat yang fungsinya tampak lebih saling melengkapi
daripada pengejawantahan dari suatu badan perwakilan ke
yang lamnya. Oleh karena itu, pemerintahan di era
reformasi mi tampak tidak menganut sistem satu atau dua
kamar, tetapi tiga kamar.
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Pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial di
Amerika Serikat dan sistem pemerintahan parlementer di
Inggris telah menghasilkan pemerintahan yang demokratis
dan stabil. Di negara kita pemah menerapkan sistem
pemerintahan parlementer (1950 w 1959) yang
"menghasilkan pemerintahan yang tidak stabil. Begitu pulk
ketika kembali ke UUD 1945 yang menganut sistem
pemerintahan presidensial ketika penerapannya pada era
-Soekarno (demokrasi terpimpin) dan era Soeharto
(demokrasi Pancasila) menghasilkan pemerintahan yang
otoriter. . , .

Ketiga era tersebut juga memperlihatkan setiap terjadi
pergantian kekuasaan (suksesi) berjalan tidak normal.
Maksudnya peralihan dari sistem parlementer ke sistem
presidensial era Soekarno, melalui Dekrit Presiden 5 Juh
1959. Kemudian peralihan dari Presiden Soekarno ke
Presiden Soeharto, lewat peristiwa tragedi nasional G-30
S/PKI tahun 1965. Transisi demokrasi dari pemerintahan
Soeharto (Orde Baru) ke BJ. Habibie karena desakan massa
yang ku^t terpaksa Soeharto inenyatakan berhenti tanpa
mempertang-gungjawabkannya kepada MPR yang telah
memilih dan sebagai konsekuensi Presiden sebagai
mandataris MPR. Peralihan Soeharto ke Habibie dilakukan
di Ikana negara dan pelatikan dan sumpah jabatannya di
depan Mahkamah Agung, bukan di MPR. Penstiwa
peralihan ini menimbulkan permasalahan konstitusional
atau bersifat inkonstitusional.

Peralihan BJ. Habibie ke Abdurrahman WahM, juga
mengandung kontroversi, karena ternyata partm politik
yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu tidak
memperoleh dukungan mayoritas di MPR jadi partai
pemenang pemilu harus rela peluangnya diisi oleh koalisi
partai. Belum masa jabatannya habis Abdurrahman Wahid
diberhentikan oleh MPR, karena dianggap melangga^^eti^
mengangkat Kepala Polri juga karena menolak menghadliri
Sidang Tahunan MPR serta hendak membekukan parlemen
yang nyata-nyata telah bergeser dari sistem presidensial ke
parlementer.
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Latihan

a. Soal Uraian •

(1) Jelaskan sistem pemerintahan Indonesia pada
periode "awal kemerdekaan" (18 Agustus 1945
sampai dengan 12 Desember 1949)!

(2) Jelaskan sistem pemerintahan Indonesia pada
periode saat berlakunya Konstitusi Republik
Indonesia Serikat 19491

(3) Jelaskan sistem pemerintahan Indonesia pada
periode berlakunya UUD Sementara 1950!

(4) Jelaskan sistem pemerintahan Indonesia pada
periode "demokrasi terpimpin" (setelah dekrit
presiden 5 Juli 1959)1

(5) Jelaskan sistem pemerintahan Indonesia pada
• periode orde baru (1966-1998)!

(6) Jelaskan sistem pemerintahan Indonesia pada
periode Habibie dan Gus Dur!

(7) Jelaskan sistem pemerintahan Indonesia pada
periode setelah amandemen UUD 1945!

b. Tugas Diskusi
(1) Diskusikan perbedaan sistem pemerintahan

Indonesia pada periode "awal kemerdekaan" (18
Agustus 1945 sampai dengan 12 Desember 1949)

sistem pemerintahan Indonesia pada periode
.sacat berlakunya Konstitusi Republik Indonesia
Serikat 1949, serta sistem pemerintahan Indonesia
pada periode berlakunya UUD Sementara 1950!

(2) Diskusikan perbedaan sistem pemerintahan
Indonesia pada periode "demokrasi terpimpin" (orde
lama), dengan sistem pemerintahan Indonesia pada
periode orde baru (1966-1998)!

(3) Diskusikan perbedaan sistem pemerintahan
Indonesia pada era orde baru, dengan sistem
pemerintahan Indonesia pada era reformasi (setelah4^
amandemen UUD 1945) I
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C. Sikap Kritis terhadap Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
yang Berlaku di Indonesia
Sebaiknya Anda Tahu
Tiga Aktor Penting Penentu Pemerintahan yang Baik

Pertama, ialah negara. Pengertian neg^a atau
pemerintahan adalah keseluruhan lembaga politik dan
publik. Peranan negara meliputi (a) menyelenggarakan
pelayanan publik, (b) menyelenggarakan kekuasaan untuk
memerintah, (c) memhangun lingkungan yang kondusif bagi
tercapainya tujuan pembangunan baik pada tingkat local,
nasional, maupun internasional Kedua, ialah sSektor
swasta. Pelaku sektor swasta mencakup berbagai pihak
seperti industri pengolahan, perdagangan, perbankan, dan
kopefasi, termasuk juga kegiatan sektor informal. Sektor
swasta punya peran penting dalam meningkatkan
produktivitas, penyediaan lapangan kerja, memasukkan
penerimaan negara, investasi, pengembangan usaha,
pertumbuhan ekonomi. Ketiga, ialah civil cociety
(Masyarakat Madani). Kelompok mxxsyarakat madani pada
dasamya berada di tengah-tengah antara pemerintah dan
indiuidu. Kelompok masyarakal ini terlibat aktif berinteraksi
secara sosial, politik, dan ekonomi Peran nyatanya antara
lain terlibat dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang
berkekurangan, memberikan fasilitas untuk
mengembdngkan komunikasi dengan pihak lain, serta akses
untuk menyuarakan kepentingan. Bentuk konkrit dari
masyarakat madani ini adalah LSM (lembaga Swadaya
Masyarakat) yang bergerak di berbagai sektordan bidang.

1. Mengkritisi Perkembangan Pemerintahan di Indonesia
Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia, dapat

dibagi dalam empat masa, yaitu:
(a) Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi

konstitusional, yang menonjolkan peran parlemen, 4
serta partai-partai dan yang karena itu dapat
dinamakan Demokrasi Parlementer.

(b) Masa Republik Indonesia II, yaitu masa Demokrasi
Terpimpin yang dalam banyak aspek telah
menyimpang dari demokrasi konstitusional yang
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secara formal merupakan la^dasannya dan
menunjukkan beberapa aspek denibkrasi raLkyat.

(c) Masa Republik Indonesia III, yaitu masa Demokrasi
. Panca.sila, yang merupakan Demokrasi

konstitusional yang menonjolkan sistem presidensiil
(lem.baga kepresidenan sangat dominan, parlemen
dibuat tidak berdaya) kekuasaan presiden menjadi
tidak terkontrol.

(d) Masa Republik Indonesia IV, yaitu masa Demokrasi
Pancasila setelah reformasi (lembaga kepresidenan
dikurangi wewenangnya, DPR menjadi lebih
diberdayakan) semua itu dilakukan dengan
melakukan amandemen terhadap UUD" 1945.
Amandemen dilakukan oleh MPR sebanyak empat
kali dari tahun 1999 sampaa dengan tahun 2002.

Kebanyakan pakar menyatakan matinya sistem
pemenntah^n yang demokratis di Indonesia dimulai sejak
diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden
Soekarno sampai dengan runtuhnya Presiden Soeharto, 21
Mei 1998. Dengan kata lain Demokrasi terpimpin pada
masa .Soekarno dan Demokrasi Pancasila pada Soeharto
sesufegguhnya tidak ada demokrasi. Demokrasi baru mulai
hidup kembali sejak era reformasi setelah lengsernya
Soeharto pada tahun 1998, akibat reformasi yang
diprakarsai oleh mahasiswa. Sehingga sejak itulah, bangsa
Indonesia mulai belajar demokrasi kembali setelah
tenggelam lebih kurang 40 tahun.

Sistem Kenegaraan Indonesia adalah negara kesatuan
yang menganut demokrasi, kedaulatan berada di tanga^-
rakyat, berdasar UUD 1945 sebelum dilakukan
amandemen, kekuasaan negara dijalankan oleh lembaga
sebagai berikut:

(a) Kekuasaan tertinggi diberikan oleh rakyat kepada
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang
berfungsi sebagai lembaga konstitutif

(b) Dewan Perwakilan Rakj^at (DPR) sebagai pembuat
UndangUndang, sebagai lembaga legislatif.

(c) Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan.
disebut lembaga eksekutif.
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(d) Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai pemberi
saran kepada penyelenggara pemerintahan disebut
lembaga konsultatif.

(e) Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan
dan penguji aturan dibawah undang-un^ang disebut
lembaga y\idikatif.

(f) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga
yang mengaudit keuangan negara, disebut lembaga

. auditatif.

Setelah dilakukan amandemen UUD 1945 baik kesatu,
kedua, ketiga serta keempat terjadi pergeseran sebagai
berikut;

(a) MPR tidak lagi sebagai lembaga tertmggi pemegang
kedaulatan rakyat.

(b) Komposisi MPR terdiri dari seluruh anggota DPR
ditambah DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang
seluruhnya dipilih oleh rakyat.'

(c) Terbentuknya Mahkamah Konstitusi yang berhak
mengujiundang-undang terhadap UUD.

(d) Terbentuknya Komisi Yudisial yang mengusulkan
pengangkatan hakim agung.

(e) Presiden dan Wakil Presidcn dipilih langsung oleh
rakyat.

(f) iPresiden tidak dapat membekukan dan atau
membubarkan DPR.

(g) Hak prerogatif presiden banyak yang dipangkas.
(h) Kekuasaan legislatif semakin dominan.
(i) Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dilikuidasi.

Sebaiknya Anda Tahu
Tujuh Kunci Pohotc Pemerintahan Indonesia
(Berdasar UUD 1945 Setelah Amandemen)

UUD 1945 berdasarkan Pasal 11 Aturan Tambahan terdir^^
atas Pembukaan dan pasal-pasal Tentang sistem
pemerintahan negara Republik Indonesia dapat dilihat di
dalam pasalpasal sebagai berikut.

a. Negara Indonesia adalah negara hukum , Pasal I ayat
(3), tanpa penjelasan.
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b. Sistem Koiistitusional Seacara eksplisit tidak tertulis,
namun secara substantif dapat dilihat pada pasal-
pcLsal sebagai berikut, Pasal 2 aya^ (1); Pasal 3 ayat
(3); Pasal4 ayat (1); Pasal 5 ayat (1) dan (2).

c. Kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR.
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD. Sesuai dengan pasal 2
ayat (1) bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD.
MPR berdasarkan Pasal 3, mempunyai wewenang dan
tugas sebagai berikut: (a) Mengubah dan menetapkan
UUD; (b) Melantik Presiden dan Wakil Presiden; (c)
Dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

d. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara. yang
tertinggi menurut UUD: Pasal _3 ayat (2); Pasal 4 ayat
(I) dan ayat (2).

e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan
Perwakilan Rakyat. Dengan memperhatikan pasal-
pasal tentang kekuasaan pemerintahan negara
(Presiden) dari Pasal 4 sampai dengan 16, dan Dewan
Perwakilan Rakyat (Pasal 19 sampai dengan 22B),

- maka ketentuan bahwa Presiden tidak
• bertanggungjawab kepada DPR masih relevan. Sistem

pemerintahan negara republik Indonesia masih tetap
menempatkan sistem presidensial.

f. Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri
negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan
Perwakilan Rakyat. Presiden dibantu menteri-menteri
negara. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan
oleh presiden yang pembentukan, pengubahan dan
pembubarannya diatur dalam UU (Pasal 17).

S- Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Pr^iden
sebagai kepala negara, kekuasaannya dibatasi oleh
UUD. MPR berwenang memberhentikan Presiden dalam
masa jabatannya (Pasal 3 ayat3). Demikian juga DPR,
selain mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan
menyatakan pendapat, juga hak mengajukan
pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta
hak imunitas (Pasal 20 A ayat 2 dan 3). DPR juga
mempunyai wewenang mengajukan usul kepada MPR
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untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta
pertanggungjawaban Presiden, apabila presiden
dianggap sungguh-sungguh melanggar hukum berupa
pengkianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela.

2. Mengkritisi Pelaksanaan Pemerintahan di Indonesia
Antara Tahun 1945-1950
Sebulan setelah Indonesia diproklamasikan, sistem

pemerintahan parlementer berlaku di Indonesia, padahal
UUD 1945 tidak menghendaki demikian. Hal ini ditunjang
dengan adanya pengumuman pemerintah yang memberikan
kcbebasan kepada masyarakat untuk mendirikan partai
politik yang mendapat sambutan antusias dari rakyat.
Secara politis lembaga legislatif sebagai pembawa aspirasi
rakyat adalah-Komite Nasional Indonesia Pusat.

Dilihat dari segi historis, kehidupan partai-partai politik
ini sebenarnya bermula jiari penjajahan Belanda dan
Jepang. Namun pada awal Indonesia mengenyam
kemerdekaan, tampaknya konsentrasi seluruh masyarakat
dihadapkan sepenuhnya terhadap aksi-aksi militer dan
politik Belanda Bntuk menguasai kembali Indonesia,
sehingga segenap potensi raikyat dikerahkan untuk
mensukseskan revolusi bersenjata ini.

Sistem parlementer ini merupakan produk dari
Maklumat Wakil Presiden No. X, 16 Oktober 1945.
Pengumuman Badan Pekerja, 11 November 1945 dan
Maklumat Pemerintah 14 November 1945 menyatakan
bahwa tanggung jawab politik terletak ditangan menteri.
Hal ini dipertahankan praktis sampai dikeluarnya Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 yang mencabut UUDS 1950 dan
menetapkan kembali UUD 1945 sebagai UUD negara.

Pada saat bangsa Indonesia sedang menghadapi alcsi-
aksi Belanda, PKI melancarkan penikaman dari belakang
kepada pemerintah R1 yang sah. Akibatnya, beribu-ribu
orang yang tidak berdosa menjadi korban keganasan politik
dan ambisi golongan yang tidak bertanggung jawab.
Untunglah hal itu^ dapat segera dikendalikan dengan
kesigapan pemimpin ABRI.
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3. Mengkritisi Pelaksanaan Pemerintahan di Indonesia
Masa Demokrasi Liberal. (1950-1959)
Sejak tanggal 17 Agustus 1950, dengan kembalinya RI ke

•dalam bentuk negara kesatuan, berlakulah UUD Sementara
1950 sebagai pengganti UUD RIS 1©49. Negara mepganut
sistem pemerintahan parlementer, di mana para menteri
bertang^ng jawab kepada badan legislatif (parlemen). Pada
masa ini terdapat kebebasan yang diberikan kepada rakyat
tanpa pembatasan dan. persyaratan yang tegas dan nyata
untuk melakukan kegiatan politik, sehingga berakibat
semakm banyaknya bermunculan pa.rtai-partai politik.
Persaingan secara terbuka antarpartai sangat kentara
a am panggung poiitik nasional. Masing-masing partai

berusaha untuk mencapai cita-cita politiknya, sehingga
•dalam pemilu yang pertama sejak Indonesia diproklamirkan
sangat banyak partai yang menjadi kontestan pemilu
Sistem banyak partai ini berakibat kabinet bam yang akan
berjalan akan mantap bila> di dalamnya terdapat koalisi
(Ukasah Martadisastra, 1987:144).

Adanya koalisi antara berbagai partai yang besar ini
dikarenakan tidak ada satu pun pajtai yang menang secara
mayoritas atau mutlak. Efek negatifnya dalam kabinet
adalah jatuh bangunnya kabinet dalam tempo waktu
sesingkatnya karena partai yang berkuasa kehilangan

^. /dukungan di parlemen, sehingga bubarlah kabinet. Akiba.t
selanjutnya program kerja kabinet yang bersangkutan tidak
dilaksanakan.

Menurut Prof. Usep Ranawidjaja dalam bukunya Hukum
fata Negara, dasar-dasarnya, memang sudah menjadi
pandapat umum di dunia sampai sekarang ini bahwa
adanya partai politik dalam negara demokrasi merupakan
keharusan untuk mewujudkan hak rakyat dalam
menentukan nasibnya sendiri. Namun, dengan pajrtai yang
begitu banyak tanpa adanya mayoritas mutlak dalam
parlemen, sering berakibat instabilitas dalam jalannya
pemerintahan.

Kenyataan itu mengakibatkan terjadinya sistem
pemermtahan yang sangat buruk, bahkan menimbulkan
perpecahan. Padahal UUDS itu sendiri memberikan
landasan yang cukup bagi terselenggaranya pemerintahan
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yang baik, di mana di dalamnya memuat pokok-pokok bagi
pelaksanaan -demokrasi politik, demokrasi ekoncftiw dan
sosial, serta hak-hak asasi manusia. Dalam kenyataannya
Pancasila hanyalah merupakan pemanis pidato saja. Yang
menonjol adalah individualisme dengan latar belakang
kepentingan golongan atau partai.

Demokrasi politik dipakai sebagai alasan untuk
tumbuhnya oposisi yang destruktif. Demokrasi ekonomi
tidak lagi untuk membebaskan kemiskinan, tetapi malah
mengaburkan tujuan semula dengan tumbuh suburnya
persaingan bebas. Demokrasi sosial bukannya menciptakan
tata masyarakat yang bersih dari unsur-unsur feodalisme,
malah ' semakin menutup kemungkinan rakyat banyak
untuk menikmati kemerdekaan. Inilah yang menyebabkan
macetnya tugas-tugas pemerintahan.

Secara politis kondisi demikian sungguh merupakan hal
yang • memgikan. Salah satu buktinya adalah
ketidakmanipuan Konstituante untuk menetapkan UUD
yang baru sebagai pengganti UUDS- 1950. Yang menonjol
adalah persaingan antarpartai politik dari golongannya,
sehingga kepentingan nasional yang lebih besar terabaikan.

Dilihat dari kepentingan nasional tentu hal ini tidak
dapat dibiarkan. Presiden Soekarno selaku Kepala negara
pada waktu itu "mengeluarkan dekrit yang menyatakan
bahwa Konstituante dibubarkan, serta kembalinya ke UUD
1945, yang kemudian menghendaki terbentuknya MPRS
dan DPRS. Dekrit ini dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959.
Sejak itu-pula dimulainya babak baru pelaksanaan
demokrasi."

4. Mengkritisi Pelaksanaan Pemerintahan di Indonesia
Masa Demokrasi Terpimpin (Orde Lama)
Istilah demokrasi terpimpin telah dikemukakan oleh

Presiden Soekarno sewaktu membuka Konstituante pada
tanggal 10 November 1956. Hal ini menunjukkan tata
kehidupan politik baru yang mengubah segi-segi negatif
demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal tidak cocok
diterapkan di Indonesia. Kesempatan yang sama pada
semua orang hams disertai pula dengan kemampuan yang
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kuat. Apabila lidak, warganegara yang lemah akan tertindas
oleh yang kuat.

Atas dasar pernyataan tersebut jelaslah bahwa struktur
demokrasi terpimpin bertujuan untuk men^tabilkan kondisl
negara baik kestabilan politik, ekonomi maupun bidang-
bidang lainnya. Walaupun demikian maksud presiden
tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari konstituante.

Sementara itu konstituante tidak dapat menjalankan
fungsinya sebagaimana mestinya. Konstituante terlibat
dalam perdebatan yang berkepanjangan di mana di satu
pihak terdapat partai yang menghendaki sosial ekonomi.
Hal ini rnengakibatkan golongan terbesar tidak mau lagi
menghadiri sidang-sidang konstitusional, sehingga
kegiatannya kemudian mengalami kevakuman.

Di berbagai wilayah timbul pemberontakan, seperti
. DI/TII, PRRl, Permesta dan sebagainya yang melancarkan

perlawanan berscnjata kepada pemerintah pusat. Kondisi
mi sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa,
se ingga pernerintah perlu menghadapi situasi politik dan
keamanan ihi melalui jalan tercepat, yaitu dengan Dekrit
Presiden 5 Juli 1959. Dengan demikian, iahirlah periode
demokrasi terpimpin di Indonesia.

Dalam kenyataannya kebebasan mengeluarkan
penc^pat, berserikat, dan berpikir dibatasi dalam tingkat-
tingkat tertentu. Beberapa ketentuan dan peraturan tentang
penyederhanaan partai, pengakuan dan pengawasan serta
pembubaran partai menunjukkan bahwa Presiden
mempunyai peranan dan kekuasaan terhadap kehidupan
suatu partai. Hal ini berarti presiden mempunyai
kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk
melenyapkan kekuatan-kekuatan yang menghalanginya,
sehmgga jelas sekali bahwa nasib partai politik ditentuks®
presiden.

5. Mengkritisi Pelaksanaan Pemerintahan pada Era Orde
Baru

Orde baru dibawah pimpinan Soeharto pada awalnya
dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan Indonesia

setelah pemberontakan PKI September
lybb. Orde baru lahir dengan tekad untuk melakukan
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koreksi atas berbagai penyimpangan dan kebobrokan
.demokrasi terpimpin pada masa orde lama. Pada awalnya,
orde baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa
dalam berbagai bidang. Dalam bidang politik dibuatlah UU
No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum, UU No. 16
Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR
dan DPRD. Atas dasar UU tersebut orde baru mengadakan^
pemilihan umum pertama. Pada awalnya rakyat memang
merasakan penlngkatan kondisi di berbagai bidang
kehidupan, melalui serangkaian program yang dituangkan
dalam' GBHN dan repelita, setelah mengalami penderitaan
sejak penjajahan, awal kemerdekaan hingga berakhimya
orde lama. Namun demikian, lama-keiamaan program-
program pemerint-ah orde baru diperuntukkan bagi
kepentingan penguasa. Ambisi penguasa orde baru mulai
merambah ke seluruh sendi-sendi kehidupari
ketatanegaraan Indonesia. Kekuasaan orde baru menjadi
otoriter, namun seolah-olah dilaksanakan secara
demokratis. Penafsiran pasal-pasal UUD ^1945 tidak
dilaksanakan sesuai dengan isi yang tertuang dalam UUD
tersebut, melainkan dimanipulasi demi kepentingan sang
penguasa. Pancasila-pun diperalat demi legitimasi
kekuasaan. Hal itu terbukti dengan adanya Ketetapan MPR
No. ir/MPR/1.978, tentang P4 yang dalam kenyataannya
sebagai medfe untuk propaganda kekuasaan orde baru
(Andriani Purwastuti, 2002:45).

Realisasi UUD 1945 praktis lebih banyak memberikan
porsi pada presiden. Walaupun sesungguhnya UUD 1945
memang member! wewenang yang amat besar pada lembaga
kepresidenan, presiden hanyalah mandataris MPR serta
dalam menjalankan pemerintahan diawasi oleh DPR. Dalam
kenyataan di lapangan posisi legislatif berada di bawah
presiden. Seperti tampak dalam UU Tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, UU Tentang Partai Politik
dan Golongan Kaiya, serta UU Tentang Pemilihan Umum,
posisi presiden terlihat sangat dominan. Dengan paket UU
politik tersebut praktis secara politis kekuasaan legislatif
berada di bawah presiden. Selanjutnya hak asasi rakyat
juga sangat dibatasi serta dikekang demi kekuasaan,
sehingga amanat pasal 28 UUD 1945 jauh dari kenyataan.
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Akibat kekuasaan yang nyaris tanpa kontrol tersebut
akhirnya penguasa orde baru cenderung. melakukan
penyimpangan hampir. di semua sendi kehidupan
bernegara. Kompsi, kolusi, dar^nepotisme (KKN) merajalela
dan membudaya, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati
segelintir orang yang dekat dengan penguasa, kesenjangan
antara yang kaya dan miskin semakin melebar, utang luar
negeri menjadi menggunung, akhirnya badai krisis ekonomi
menjalar menjadi krisis multidimensi. Rakyat yang
dipelopori mahasiswa menuntut dilakukannya reformasi di
segala bidang. Akhirnya, runtuhlah orde baru bersamaan
mundurnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998.

Pelaksanaan demokrasi Pancasila masih belum sesuai
dengan jiwa, semangat, dan ciri-ciri umumnya. Hal itu
terjadi karena presiden begitu dominan baik dalam
suprastruktur maupun dalam infrastuktur politik.
Akibatnya, banyak xterjadi manipulasi politik dan
membudaya KKN, sehingga negara Indonesia terjerumus
dalam berbagai krisis yang berkepanjangan.

6. Mengkritisi Pelaksanaan Pemerintahan pada Era
Reformasi

Penyelenggaraan negara yang menyimpang dari ideologi
Pancasila dan mekanisme UUD 1945 telah mengakibatkan
ketidakseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga
negara. Penyelenggaraan negara semakin jauh dari cita-cita
dernokrasi dan kemerdekaan. Semua itu ditandai dengan
berlangsungnya sistem kekuasaan yang bercorak absolut
karena wewenang dan kekuasaan presiden berlebihan
sehm^a melahirkan budaya kurupsi, kolusi, dan
n^potisme. Akibatnya, terjadi krisis multidimensional pada
hampir seluruh aspek kehidupan.

Awal keberhasilan gerakan reformasi dit^dai^'dengan
mundurnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan dan '
digantikan oleh wakil presiden Prof. Dr. BJ. Habibie pada
tanggal 21 Mei 1998. Pemerintahan Habibie inilah yang
merupakan pemerintahan transisi yang akan membawa
Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh
serta menata sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis
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dengan' mengadakan perubahan UUD 1#4€ agar lebih
sesuai dengan tuntutan zajman.

Pelaksanaan demokrasi pada masa orde baru teijadi
selain karena moral penguasanya, juga memang terdapat
berbagai kelemahan yang terkandung dalam pasal-pasal
UUD 1945. Oleh karena itu, selain mefekukan reformasi
dalam bidang politik untuk tegaknya demokrasi melalui
perubahan perundang-undangan, juga diperlukan
amandemen UUD 1945. Sejumlah UU politik telah
diperbarui pada tahun 1999 dan dilanjutkan pada tahun-
tahun berikutnya untuk mengawal jalannya reformasi
yakni;

(1) UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, yang
kemudian diubah lagi menjadi UU No. 31 Tahun
2002.

(2,) UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum,
yang kemudian juga diperbarui dengan UU .No. 12
Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD dan DPRD. Selanjutnya juga hadir UU No. 23
Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden.

(3) UU .No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, selanjutnyadiganti
dengan UU No.22 Tahun 2003 tentang susunan dan
Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

(4) 'UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dan
- telah diperbarui dengan UU No. 32 tahun 2004 yang

didalamnya mengatur tentang pemilihan kepala
daerah secara langsung.

Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada era reformasi ini
telah banyak memberikan ruang gerak kepada partai politik
dan lembaga.negara (DPR) untuk mengawasi pemerintahan
secara kritis, serta dibenarkan untuk berunjuk ra^,
beroposisi maupun optimalisasi hak-hak DPR seperti hak
bertanya, interpelasi, inisiatif dan amandemen.
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Latihan
a. Soal Uraian ^
- (1) Jelaskan kelebihan dan kekurangan sistem

pemerintahan Indonesia pada periode "awal
kemerdekaan" (18 Agustus 1945 sampai dengan 12
Desember 1949)!

(2) Uraikan kelebihan dan kekuarangan sistem
pemerintahan Indonesia pada periode saat
beriakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat
1949!

(3)^ Terangkan kelebihan dan kekurangan sistem
pemerintahan Indonesia pada periode berlakunya
UUD Sementara 1950!

(4) Diskripsikan kelebihan dan kekurangan "sistem
pemerintahan Indonesia jjada periode "demokrasi

^ terpimpin" (setelah dekrit presiden 5 Juli 1959)!
(^) Jelaskan kelebihan dan kekurangan sistem

pemerintahan Indonesia pada periode orde baru
(1966-1998)!

(6) Uraikan kelebihan dan kekurangan sistem
, pemerintahan Indonesia pada periode Habibie dan

Gus Dur!

(^) Terangkan kelebihan dan kekurangan sistem
pemerintahan Indonesia pada periode Megawati dan
Susilo Bambang Yudhoyono (setelah amandemen
UUD 1945) !

(8) Diantara sistem pemerintahan yang pernah
diterapkan di Indonesia, menurut anda sistem mana
yang paling baik? Berikan alasannya?

b. Tugas Diskusi
(1) Diskusikan kelebihan dan kekurangan sistem

pemerintahan Indonesia pada periode "awal
kemerdekaan" (18 Agustus 1945 sampai dengan 12
Desember 1949) dengan sistem pemerintahan
Indonesia pada periode saat berlakunya Konstitusi
Republik Indonesia Serikat 1949, serta sistem
pemerintahan Indonesia pada periode berlakunya
UUD Sementara 1950!
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(2) Diskusikan kelebihan dan kekurangan sistem
pemerintahan Indonesia pada periode "demokrasi
terpimpin" (orde lama), serta sistem "pemerintahan
Indonesia pada periode orde baru (1966-1998)!

(3) Diskusikan kelebihan dan kekurangan sistem
pemerintahan Indonesia pada era orde baru, serta
sistem pemerintahan Indonesia pada era reformasi
(setelah aman'demen UUD 1945) !
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WAWASAN NUSANTARA
SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

A. Pengantar

Setiap bangsa mempunyi cita-cita baik tertulis atau tidak.
Cita-cita tersebut sangat penting perannya bagi sutu bangsa
karena dapat memberi gairah hidup serta memberi arah dalam
penentuan tujuan nasional. Cita-cita bangsa Indonesia
tercerntin dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke dua sebagai
dikutip berikut ini.

Danpepuangan pergerakan kemerdekaanIndonesia telah
sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat

•$'" sentaaosa menghantarkan rakyat Indonesia ke pintu
gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat adil dan makmur".

Bangsa Indonesia sadar bahwa kemerdekaan bukanlah
tujuan dalam perjuangan bangsa, melainkan merupakan alat
untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil, dan makmur. Berdasarkan cita-cita tersebut
ditentukan tujuan nasional bangsa Indonesia^; y^g
rumusannya tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke
empat yaitu

(1) mernbentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia,
untuk memdjukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamian abadi dan keadilan sosial.

(2)
(3)
(4)
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Dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional
tersebut, ada tiga faktor penentu yang harus diperhatikan,
yaitu faktor geografi, manusia, dan lingkfeingan. Tewujudnya
cita-cita dan tujuan nasional tersebut bergantung bagaimana
-bangsa Indonesia memanfaatkan lingkungan geografis,
sejarah, dan kondisi sosial budaya, serta bagaimana bangsa
Indonesia memandang diri •dan lingkungannya. Wawasan
Nusantaralah yang merupakan cara pandang bangsa
Indonesia tentang diri dan lingkungannya.

B. Pengertian Wawasan Nusantara
Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan atau

tangg-ap indrawi. Selain menunjukkan kegiatan untuk
mengetahui arti pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan
berbangsa dan bemegara, wawasan juga mempunyai
pengertian menggabarkan cara pandang, cara tinjau, cara
melihat atau cara tanggap indrawi. Kata nasional
menunjukkan kata sifat atau ruang lingkup. Bentuk kata yang
berasal dari istilah nation itu berarti bangsa yang telah
mengidentifikasikan diri ke dalam kehidupan bernegara atau
secara singkat dapat dikatakan sebagai bangsa yang telah
menegara. Nusantara adalah istilah yang digunakan untuk
menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan ^gusan
pula;ti-pulau yang terletak di atara Samudera. Pasifik dan
Samudera Indonesia, serta di antara Benua Asia Benua
AiUis t r £l113.

Wawasan nasional merupakan "cara pandang suatu
bangsa tentang diri dan lingkungannya. Wawasan merupakan
penjabaran dari falsafat bangsa Indonesia sesaui dengan
keadaan geografis suatu bangsa, serta sejarah yang pernah
dialaminya. Esensinya, ialah bagaimana bangsa itu|
memanfaatkan kondisi geografis, sejarahnya, serta kondisi
sosial budayanya dalam mencapai cita-cita d.an tujuan
nasionalnya.

Dengan demikian wawasan nusantara dapat diartikan
sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan
lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi
Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa
yang merdeka, berdaulat, bermartabat, serta menjiwai tata
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hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan
nasional. Wawasan nusantara adalah cara pandang, cara
memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara befpikir,
cara bertindak, cara bertingkah laku bangsa Indonesia sebagai
mteraksi proses psikologis, sosiokultural, dengan aspek
astagatra (kondisi geografis, kekayaan alam, dan kemampuan

. penduduk serta ipoleksosbud hankam).

C. Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Pembangunan
Nasional

Secara konstitusional, wawasan nusantara dikukuhkan
dengan Kepres MPR No. IV/MPR/1973, tentang Garis Besar
Haluan Negara Bab II Sub E-. Pokok-pokok wawasan nusantara
dmyatakan sebagai wawasan dalam mencapai tujuan
pembangunan nasional adalali wawasan nusantara mencakup
hal-hal berikut ini. ^

Pertaina, perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu
kesatuah politik memiliki arti bahwa (i) kebutuhan wilayah
nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu
kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra
^luruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama
®igsa, (ii) bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku
dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan
meyatoi berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang
bulat dalam arti seluas-luasnya, (iii) secara psikologis, bangsa
Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan,
sebangsa ..dan setanah air, serta mempunyai satu tekad di
dalam mencapai cita-cita bangsa, (iv) Pancasila adalah satu-
satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negai^, yang
melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju
tujuannya, dan (v) seluruh kepulauan nusantara merupakan
satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu
hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

Kedua, perwujudan kepulaun nusantara sebagai kesatuan
sosial dan budaya memiliki arti bahwa (i) masyarakat
Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus
merupakan kahidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat
kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang,
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serta adanya keselarasan kehidupan -yang sesuai dengan
kemajuan b'angsa dan (ii) budaya Indonesia pada hakikatnya
adalah satu, sedangkan corak ragam ' budaya yang ada
menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan
landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang
hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Ketiga, perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu
kesatuan ekonomi memiliki arti bahwa (i) kekayaan wilayah
nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dari
milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari
harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air serta (li)
tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di
seluruh daerah, tanpa meninggalkan cirri khas yang dimiliki
oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya.

Keempat, perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu
kesatuan pertahanan dan keamanan memiliki arti bahwa (i)
ancaman terhadap satu daerah pada liakikatnya merupakan
ancaman bagi seluruh bangsa dan negara serta (ii) tiap-tiap
warga negara ryiempunyai hak dan kewajiban yang sama di
dalam pembelaan negara.

Dengan ditetapkannya rumusan wawasan nusantara
sebagai ketetapan MPR, wawasan nusantara memiliki
kekuatan hukum yang mengikat semua penyelenggara negara,
semus fembaga kenegaraan dan kemasyarakatan, serta semua
warga negara Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap rumusan
kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan nasional harus
mencerminkan hakikat rumusan wawasasn nusantara.

D. Dasar Pemikiran Wawasan Nusantara

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pemikirari
wawasan nusantara. Beberapa hal yang digunakan sebagai
landasan pembenaran adanya konsep wawasan nusantara
antara lain sebagai berikut. ^ '

1. Faktor Geografis
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari

17.508 pulau besar dan kecil. Di antaranya, sejumlah 6.044
pulau sudah diberi nama. Hanya kurang lebih 3.000 pulau
yang dihuni penduduk. Indonesia dikenal subur dengan
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flora dan faunanya. Di bumi Indonesia terdapat kekayaan
alam yang melimpah terutama bahan-bahan vital dan
strategis seperti minyak J^umi, timah, besi, bauksit,
mangaan, batubara.

GBHN menggariskan bahwa jumlah penduduk Indonesia
sangat besar. Apabila dapat dibina dan dikembangkan
sebagai tenaga kerja yang efekstif akan merupakan modal
pembangunan yang besar. Sebaliknya, apabila tidak dibina
dengan baik akan menjadi beban negara. Indonesia sebagai
suatu negara yang terdiri dari ribuan pulau-pulau besar
dan kecil, dan mempunyai wilayah perairan yang dikelilingi
oleh samudera-samudera yang luas, yaitu Samudera
Indonesia dan Samudera Pasifik. Juga diapit dua benua,
yaitu Benua Asia dan Australia. Dengan demikian,
kedudukan negara Indonesia yang berada pada posisi silang
dunia dan oleh karen^i itu dinamakan nusantara,

Kepulauan Indonesia dengan seluruh perairannya
dipandang oleh bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan
utuh, tidak terpisah-pisah satu pulau dengan pulau
lainnya. Cara pandang bangsa tersebut telah lama
dipahami dan dihayati, sehingga dalam menyebut tempat
hidupnya atau tumpah dsirahnya pun digunakan istilah
tanah air. Istilah ini mempunyai pengertian bahwa bangsa
Indonesia tidak pernah memisahkan antara tanah dan air,
atau tidak memisahkan antara daratan dan lautan. Daratan
dan lautan merupakan satu kesatuan yang utuh. Laut
dianggap sebagai pemersatu bukan pemisah antara pulau
satu dengan lainnya.

2. Faktor Geopolitik
Istilah Geo memiliki arti 'bumi'. Jadi, geopolitik adalah

politik yang tidak terlepas dari penggaruh l^ndi^ geografis
dari burni yang menjadi wilayah hidupnya. Istilah Geopolitik
[geopolitics) adalah singkatan dari geographical politics, yang
dicetuskan oleh Rudolf Kjellen. Kjellen mencetuskan istilah
tersebut dalam rangka mengemukakan suatu sistem politk
yang menyeluruh, yang terdiri atas geopolitik, demopolitik
(penduduk untuk kepentingan politik), ekonomipolitik,
sosiopohtik dan kratopoliti (kekuasaan untuk kepentingan
politik). ^ ^
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Bermula seorang ahli geogiafi bernama Frederich Ratzel
mendalami biologi untuk memperluas ^ £akrawala
wawasannya, yang kemudian dia berpendapat bahwa
pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme
yang memerlukan ruang hidup sebagai tempat naungannya,.
sehingga organisme dapat tumbuh dengan subur. Teorinya
dikenal dengan teori organisme atau teoA biologis (teori
organisme biologis). Pendapat Ratzel mendapat perhatian'
Rudolf Kjellen yang menyatakan dengan tegas bahwa
riegara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip
pendapat Rastzel. Pandangan Ratzel dan Kjellen kemudian
dikembangkan oleh Karl Haushofer. Houshofer melihat
bahwa geopolitik-lah yang mencakup seluruh sistem politik

•Kjellen, Houshofer memberi arti geopolitik sebagai (i) doktrin
negara di bumi , (ii) doktrin perkembangan politik di
dasarkan pada hubungannya dengan bumi, dan (iii)
landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan
kelangsungan hidup suatu organisme negara untuk
mendapatkan ruang hidupnya. .

Karl Houshofer mengembangkan geopolitik tersebut dan
diwujudkannya dalam beberapa istilah dan pandangan
berikut ini.

(1) Lebensraum (ruang hidup), dengan mengambil
istilah dari Ratzel, yang berarti bahwa manusia

' sama dengan orgnasisme yang memerlukan ruang
^ hidup. Jika jumlah penduduk suatu negara lebih

banyak dibandingkan luas wilayahnya, negara
tersebut hams memperluas ruang hidupnya agar
segala kebutuhannya tercukupi. Oleh karena itu,
negara harus mengusahakan kebutuhan hidup bagi
penduduknya.

(2) Auatarki, yaitu cita-cita untuk memenuhi
kebutuhan negara sendiri tanpa menggantungkan
diri pada negara lain. Hal ini mungkin bisa
dilakukan jika wilayah negara itu cukup luas untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Ber^sarkan
pemikiran inilah lahirlah konsep Pan-region (suatu
wilayah) yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang
terkaridung dalam teori Lebensraum dan Autarki.
Dalam menyusun konsepsinya, Haushofer
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memandang dunia cukup dibagi menjadi 4 pan-
region, yaitu sebagai berikut. ^
(a) Pan-Amerika, yaitu "suatii perserikatan wilayah"

yang paling alami karena terpisah dengan
negara lain oleh samudera dan Amerika Serikat
"dianggap" sebagai pemimpinnya.

(b) Pan-Ero Afrika;, yaitu wilayah ya^ akan
' dikuasai"oleh Jerman. Wilayahnya bukan
hanya negara-negara kecil di Eropa, melainkan
negara-negara besar seperti Francis dan Italia
berada dalam jangkauan kekuasaanya. Rusia
disarankan untuk membuat pan-region sendiri,
sedang Inggris dibiarkan "mengambang".

(c) Pan-Rusia, yaitu suatu wilayah yang meliputi
Uni Soviet dan India yang dikuasai oleh Rusia.

(d) Pan-Asia, yaitu bagian timur Benua Asia,
Australia, dan kepulauan di antaranya
"dijDimpin" oleh Jepang. Pan region ini oleh
Jepang dinamakari "Lingkungan Kemakmuran
bersama Asia Timur Raya".

Tujuan Karl Houshofer mengemukakan teori geopolitik
mi ialah untuk menyiapkan upaya justifikasi atau landasan
pembenaran negara-clerman untuk mengembangkan politik
eskspansionisme dan rasialisme.

Mengenai teori geopolitik, bangsa Indonesia tidak
sependapat dengan cara berpikir Karl Hosuhofer yang
meng^rah ke-^kspasionisme dan rasialisme. Namun dalam
hal ini bangs^ Indonesia berdasarkan pada pertimbangan
kondisi dan konstalasi geografi wilayah Indonesia sebagai
satu kesatuan untuk mewujudkan cita-citanya dan tujuan
nasionalnya. Landasan pemikiran tentang geopolitik bangsa
Indonesia adalah falsafah Pancasila yang penerapannya
tidak mengandung ekspansionisme dan kekerasan yang
tercantum dalam tujuan nasional bangsa Indonesia dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yaitu dunia yang
tertib, dunia yang damai, dan berkeadilan social.

Selain teori geopolitik di atas masih ada beberapa teori
yang lain seperti dikemukakan berikut ini.
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(1) Wawasan Benua -
Teori ini dikemukakan oleh Sir Halford Me Kender. ^

Isi teorinya mengenai konsep kekuatan di darat atau
Wawasan Benua ialah bahwa barang siapa menguasai
"daerah jantung" (Eropa Timur dan Rusia atau daerah
-porosIpivot area), ia akan mengusai pulau dunia
(Eropa, Asia dan Afrika), yang pada akhirnya^
mengusai dunia.

(2) Wawasan Bahari
Teori ini dikemukakan oleh Sir Walther Releigh dan

A.T. Mahan, yang mengemukakan Wawasan Bahari
atau konsep kekuatan di laut. -Mereka mengemukakan
bahwa barang siapa mengusai lautan akan menguasai
perdagangan dan barang siapa menguasai
perdagangan akan menguasai kekayaan dunia,
sehingga dunia ^an dikuasainya.

(3) Wawasan Dirgantara
Teori Wawasan Dirgantara atau konsep kekuatan di

udara dikemukakan oleh W. Michael, A. Saversky, G.
Douchet dan J.F.C. Fuller. Mereka berpendapat
bahwa kekuatan di udara merupakan daya tangkal
yang paling ampuh tarhadap ancaman dan dapat
melumpuhkan musuh di kandangnya sendiri, agar
tidak mampu lagi bergerak untuk menyerang.

(4) Wawasan Kombinasi
Wawasan kombinasi dikemukakan oleh N.J.

Spijkfnan y^'g menghasilkan teori daerah batas
(rimland). Teori ini banyak dipakai oleh negarawan
ahli geopolitik dan strategi untuk menyusun kekuatan
bagi negaranya.

Sejauh mana pengaruh "Wawasan-wawasan Kekuatan"
terhadap bangsa Indonesia?. Dalam sejarah Indonesia,
Indonesia pernah terpengaruh "Wawasan-wawasan
kekuatan" tersebut di atas. Sebelum tahun 1966, zaman
orde lama angkatan perang RI terpengaruh oleh wawasan-
wawasan tersebut sehingga lahirlah (i) Angkatan Darat yang
menganut Wawasan Benua, yang dirumuskan dalam
doktrin Tri Ubaya Sakati, (ii) Angkatan Laut yang menganut
Wawasan Bahari, yang dirumuskan ke dalam doktrin Eka
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Gasana Jaya, (iii) Angkatan Udarayang menganut wawasan
Swa Buana Paksa, dan (iv) POLRI yang menganut doktrin
Tata Tehtrem Kartaraharja. «

Adanya wawasan yang berbeda-beda itu membawa
persaingan antarangkatan secara tidak sehat, sehingga
dapat diadu domba oleh G 30 S/PKl. Untuk mengatasinya
diadakan suatu upaya menyusun doktrin yang menyangkut
ke empat matra (POLRI termasuk ABRI). Upaya ini
dilakukan pada tahun 1966 dalam seminar Hankam yang

*berhasil menyusun doktrin Catur Dharma Eka Kharma.
Pada tahun 1966 pertama kali dikumandangkan istilah
wawasan nusantara sebagai wawasan hankamnas.
Kemudian wawasan nusantara ditingkatkan menjadi
wawasan nasional Indonesia, sehingga wawasan
hankamnas menjadi bagian dari wawasan nusantara.

.3. Faktor Geostrategi
Indonesia berada pada posisi silang dunia yang sangat

strategis. Posisi silang demikian membawa pengaruh
kehidupan terhadap bangsanya. Pengaruh tersebut dapat
merupakan pengaruh yang baik ^an buruk. Negara harus
lebih mempertimbangkan dan memperhatikan pengaruh-
pengaruh yang tidak menguntungkan, lebih-lebih jika posisi
silang Indonesia ini dikaitkan dengan sumber-sumber
kekayaan alamnya, maka bahaya/ancaman dari luar akan
lebih besar lagi. Posisi silang Indonesia jika kita kaji lebih
dalarn,- ternyata tidak hanya bersifat fisik-geografis belaka,

bersifat sosial-politik seperti berikut ini.
C1) Secara demografis, penduduk di sebelah selatan

jarang (Australia), sedang disebelah utara cukup
padat (RRC).

(2) Secara ideologis, terletak di antara liberalisme di
Selatan dan komunisme di utara; antara liberal di
Selatan dan sistem diktator proletariat di utara.

(3) Secar"a politis, sistem demokrasi liberal di selatan,
dan sistem diktator proletariat di utara.

(4) Secara ekonomis, terletak di antara sistem ekonomi
kapitalis di selatan dan sistem ekonomi sosialis
(terpusat) di utara.
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(5) Secara sosial, terletak di antara individualisme di
selatan dan sosialisme di utara.

(6) Secara budaya, terletak di antara kebu^ayaan barat
di selatan dan kebudayaan timur di utara.

(7) Secara hankam, terletak di antara pertahanan
" maritim di selatan dan pertahanan kontinental di

utara.

A

Keberadaan Indonesia pada posisi silang menimbulks^
proses gikulturasi yang menjadikan bangsa Indonesia
seperti sekarang ini, baik kehidupan sosial, religi, bahasa,
maupun budayanya. Di pihak lain pada posisi tersebut
memberikan dua alternatif yang harus diambil oleh bangsa
Indonesia yaitu (i) terns menerus menjadi obyek laluJintas
kekuatan dan (ii) ikut serta menptur "lalu-lintas' kekuatan
dalam arti berperan sebagai subyek. Hal ini bila
dihubungkan dalam bercaturan politik luar negeri yang
bebas aktif. Pengaruh-pengaruh buruk dari posisi silang
harus dihadapi dan diatasi, untuk itu diperlukan suatu
konsep ketahanan nasional yang dilandasi -wawasan
nusantara.

4. Historis dan Yuridis Formal Wawasan Nusantara
Untuk memahami proses pemikiran tentang wawasan

nusantara perlu diadakan pendekatan secara historis dan
yuridis. UUD 1945 tidak menentukan secara tegas
j:nengenai batas-batas wilayah Rl. Oleh karena itu, kita
toengacu pada pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang
menyatakan bahwa Segala badan negara dan Peraturan
yang ada masih berlangsung berlaku selama belum
diadakan yang baru menurut UUD ini.

Pada zaman Hindia Belanda, pada Tahun 1939,
keluarlah Ordenanzie (setingkat UU) tentang Tentoriale Zee
en Maritieme Krengen Ordenantie (Ordenansi tentang lautan
teritorial dan wilayah maritim). Dengan ordenansi itu
ditentukan bahwa setiap pulau mempunyai batas wilayah
sendiri-sendiri dengan lebar 3 mil laut. Hal ini^.tberarti
bahwa di antara pulau-pulau terdapat rongga pemisah oieh
"air lautan" sehingga air merupakan pemisah. Dengan
begitu di antara pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan,
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Sulawesi, Nusatenggara, Kepulauan Maluku dan Papua
terdapat lautan bebas yang dikenal dengan lautan
ihternasional, sehingga kapal-kapai aiijig dapat bergerak
bebas di lautan tersebut. Hal demikian tentu tidak
menguntungkan bagi negara kepulaun yang berdaulat

- seperti Indonesia. Berarti kapal-kapal perang asing
(termasuk Belanda) dapat berkalayar bebas dari Belanda
menuju Papua (Irian Jaya) yang'fepada waktu itu masih
dijajahnya, sehingga sangat merugikan dari' aspek
keamanan nasional.

a. Deklarasi Juanda

Pada- tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah RI
mengeluarkan "Deklarasi Juanda" yang digunakan
untuk menggantikan Ordenasi wilayah teritorial laut
produk Pemerintah Penjajahan Belanda. Pada hakikatya
Deklarasi Juanda menerapkan "asas kepulauan" yang
memandang kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan
utuh tidak terpisahkan, yang mengganti "asas pulau"
yang dianut pada zaman Hindia Belanda. Kemudian
deklarasi tersebut ditu^gkan ke dalam Undang-undang
Nomor 4/PRP/1960 yang isinya sebagai berikut.

(1) Perairan Indonesia adalah lautan wilayah beserta
perairan pedalaman (perairan Wilayah
Nusantara).

(2) Laut wilayah teritorial Indonesia selebar 12 mil
l3,ut dari pulau-pulau terluar yang dihubungkan
dengan garis lurus antara pulau satu dengan
pulau lainnya.

(3) Apabila ada selat yang lebarnya kurang dari 24
mil laut dan NKRI tidak merupakan satu-satunya
negara tepi (disebelah wilayah RI ada negara
tetangga), maka batas wilayah laut RI ditarik
pada tengah selat.

(4) Perairan pedalaman (perairan Nusantara) adalah
semua perairan yang terletak pada sisi dalam
garis dasar. ^

(5) Hak lintas laut damai kapal perang asing diakui
dan dijamin sepanjang tidak mengganggu
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' keamanan dan keselamatan negara/bangsa
Indonsia.

Implikasi positif (klaim) Wawasan'^usantara yang
tercantum dalam UU No. 4/PRP/ I960 ialah sesuai
dengan Ordenansi 1939 wilayah Hindia Belanda hanya
seluas 2.027.087 Km2 berdasarkan "asas pulau", m^a
berdasarkan "asas kepulauan" wilayah RI menjadi
bertambah 3.166.163 Km2 -^wilayah perairan
pedalaman/perairan wilayah nusantara, hingga
berdasarkan klaim tersebut luas wilayah RI menjadi
5.193.250 Km2 (terdiri dari lautan dan daratan).
Meskipun pertambahan wilayah berwujud perairan,
namun mengandung kekayaan alam.

Ketentuan yang ada pada undang-undang tersebut
merupakan perwujudan makna dari alinea 4 Pembukaan
UUD 1945 apabila dihubungkan dengan pasal 1 ayat (1)
UUD 1945 "Negara Indonesia adalah negara kesatuan
yang berbentuk Republik". Lebih penting dari itu adalah
bahwa Deklarasi Juanda 1957 merupakan titik pangkal
lahirnya klaim wawasan nusantara yang' merupakan
konsepsi kewilayahan.

Penentuan garis batas Indonesia dengan
naenggunakan jalan menghubungkan pulau-pulau
terluar dengan garis lurus antara pulau satu dengan
pulau lainnya adalah mengikuti jurisprodensi yang
dikeluarkan Mahkamah Intemasional di Den Haag tahun
1951, yaitu tentang putusan sengketa perairan antara
Norwegia dan Inggris tahun 1939 (Anglo-Norwegian
Fisheries Case), putusannya dikenal dengan istilah
(sebutan) "point to point theori'

Mengenal "lalu-lintas damai" diatur dalam PP Nomor
8.1962 dan dijabarkan dalam Kepres Nomor 16/1971
tentang izin berlayar bagi kapal asing sipil oleh Menteri
Perhubungan dan bagi kapal asing militer harus
mendapatkan izin dari Menteri Pertahanan Keamanan.

b. Konsep Landas Kontinen I
Indonesia dikenal dengan kekayaan sumber daya

alamnya, baik di daratan, di bawah tanah, maupun yang
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berada di lautan perairan Indonesia. Untuk merealisir
pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa
Bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan
digunakan sebesar-besamya untuk kemakmuran rakyat
telah dikeluarkan UU No. 44/1960 ' tentang
"Pertambangan Minyak dan Q^s Bumi" serta UU No.
11/1967 tentang "Ketentuan-ketentuan ^ Pokok
Pertambangan". Meskipun telah dikeluarkan perundang-
undangan tersebut di atas, untuk lebih memperluas
ruang lingkup dan lebih berhasil guna Pemerintah RI
pada tanggal 17 Februari 1969 mengeluarkan
pengumuman tentang "Deklarasi Landas Kontinen
Indonesia . Deklarasi tersebut kemudian dikukuhkan
dengan UU No. 1/1973 tentang "Landas Kontinen
Indonesia , yang merupakan penjabaran dari pasal 33
ayat (3) UUD 1945.

Sudah menjadi pendapat banyak negara bahwa
landas kontinen merupakan suatu kelanjutan dari
daratan, sehingga w^jar sumber kekayaan alam yang
terdapat di bawah landas kontinen tersebut merupakan
hak eksklusif negara yang bersangkutan. Deklarasi
tersebut sesuai dengan kebiasaan praktik negara yang
dibenarkan pula oleh Hukum Intemasional, yaitu bahwa
suatu negara pantai mempunyai penguasaan dan
yunsdiksi yang eksklusif atas kekayaan mineral dan
kekayaan lainnya dalam dasar laut dan tanah di
bawahnya pada landas kontinen sampai kedalaman 200
meter. Untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam
Deklarasi Juanda tersebut, Pemerintah RI telah
menyelesaikan soal-soal tentang garis landas kontinen
dengan negara-negara tetangga dan berdasarkan

. persetujuan batas kontinen tadi RI mempunyai
kedaulatan atas kekayaan alam di landas kontinen
seluas lebih kurang 800.000 mil persegi.

c. Konsepsi Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) 260 Mil
Didorong oleh kemajun ilmu pengetahuan dan

teknologi, terutama dalam bidang penambangan dan
kekayaan alam hayati, serta adanya peningkatan jumlah
penduduk dunia maka negara berusaha memenuhi
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kebutuh'sin manusia demi kelestarian hidup bangsa.
Tanpa mengadakan ekspansi kewilayahan terhadap
wilayah daratan negara lain, negara-negara pantai
memanfaatkan perairan/lautan seluas rjjungkin, yaitu
200 mil laut apabila tidak berhadapan dAigan negara
lain.

Saat ini telah ada lebih kurang 90 negara yang
mengeluarkan pernyaataan tentang ZEE, yang sering
disebut "Zone Perikanan". Indone^a adalah negara
kepulauan yang sebagian besar berbatasan dengan
lautan sering dihadapkan pada tindakan sepihak oleh
negara-negara asing yang kapal-kapalnya masuk
perairan wilayah Indonesia untuk "menguras" ikan. Oleh
karenanya, seperti negara-negara pantai lainnya yang
telah mengumumkan ZEE, Indonesia pada tanggal 21
Maret 1980 mengumumkan tentang "Deklarasi Zone
Ekonomi Eksklusif Indonesia", yang dikukuhkan dengan
UU No. 5 Tahun 1983. Di dalam ZEEI kebebasan
pelayaran dan penerbangan intemaional serta kebebasan
pemasangan kabel dan pipa di bawah permukaan laut
dijamin sesuai dengan hukum internasional. .

V

d. Ruang Angkasa
JCalau kita membagi secara horizontal maka kita akari

menghadapi batas wilayah di darat dan di laut, tetapi
kalau kita membagi secara vertikal kita akan

- menghadapi "batas" di ruang angkasa, di dasar laut, dan
tanah di bawahnya. Apabila kita sebelumnya telah
membicarakan tentang matra daratan dan matra lautan,
sekarang akan dibahas matra udaranya.

Membicarakan matra udara terasa penting terutama
setelah ditemukannya pesawat terbang dan ditambah
lagi dengan kemajuan IPTEK yang lain. Dalam
menerapkan Hukum Angkasa terdapat juga beberapa
aliran yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, ialah Teori Udara Bebas yang meliputi (i)
kebebasan ruang tanpa batas yang artinya dapat
dipergunakan oleh siapa pun, sehingga tidak ^a negara
yang mempunyai hak dan kedaulatan di ru^g iidara
dan (ii) kebebasan ruang terbatas yang terdiri atas dua
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ketentuan berikut: (a) negara kolong berhak mengambil
tindakan tertentu untuk memelihara keamanan dan
keselamatan dan (b) negara^kolong hanya mempunyai
hak terhadap wilayah tertentu.

Teori yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu
negara haruslah terbatas adalah sebagai berikut.

• Teori Keamanan

Fauchille menyatakan bahwa negara mempunyai
kedaulatan wilayah udara dibatasi dengan
kebutuhan untuk menjaga keamanan. Pada Tahun
1901 batas keamanan ditentukan dengan
ketinggian 1.500 m, tetapi pada tahun 1910 diubah
menjadi 500 m.

• Teori Penguasaan Cooper
Pada tahun 1950 Cooper menyatakan bahwa
kedaulatan udara detentukan oleh kemampuan
negara yang bersangkutan dalam menguasai ruang
udara di atas wilayahnya secara fisik dan ilmiah.
Teori ini menguntungkan bagi negara-negara yang
memiliki teknologi tinggi" (canggih), sebaliknya
merugik^ bagi negara-negara berkembang.

• Teori Udara Schachter

Schachter menyatakan bahwa wilayah udara
hendaknya sampai suatu ketinggian di mana udara
masih cukup mampu mengangkat atau
mengapungkan balon/pesawat udara. Pada saat ini
ketinggian tersebut lebih kurang 30 mil dari muka
bumi.

Kedua, ialah Teori Negara Berdaulat di Udara. Belum
ada kesepakatan di forum internasional mengenai teori
ini. Mengenai airspace (ruang angkasa) masih sering
menimbulkan salah pengertian batas jarak ketinggian di
ruang udara, yaitu dari mana awal mengukurnya;
apakah diukur dari permukaan laut atau titik tertinggi
(puncak gunung) negara tersebut. Bagi Indonesia wilayah
dirgantara (ruang angkasa dan antteks^ termasuk orbit
geostasioner adalah dengan jarak lebih kurang- 36.000
km diukur dari titik gunung tertinggi di Indonesia.
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E. Unsur Dasar Wawasan Nusantara ,

Wawasan nusantara sebagai cara pandang ""bangsa
Indonesia tentang diri dan lingkungannya merupakan
fenomena (g'ejala) sosial yang dinamis yang memiliki tiga unsur
dasar, yaitu wadah, isi, dan tata laku.

a. Wadah

Untuk memahami konsep wadah kita perlu meninjau
arti Asas Archipelago, yaitu kumpulan pulau-pulau dan
lautan sebagai kesatuan wilayah (kesatuan Archipelago).
Artinya, a;ntara kepulauan dan wilayah perairan merupakan

. kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang batas-batasnya
ditentukan oleh wilayah laut. Dalam lingkungan tersebut
terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau yang menjadi
satu kesatuan wilayah.

1) Bentuk Wujud
Bcntuk wujudnya berupa kepulauan nusantara

yang mempunyai kedudukan geografis yang khas,
yaitu yang berada diposisi silang dunia serta
mempunyai pengaruh besar dalam tata kehidupan
dan sif§t* perikehidupan nasional. Adapun pengaruh-
pengan3h tersebut di antaranya (i) menjadi lalu lintas
aspek-aspek kehidupan sosial dunia, (ii) hubungan
antarbangsa akan lancar apabila kepentingan
nasionalnya terpenuhi atau minimal tidak dirugikan,
(iii) wilayah nusantara mempunyai kekayaan alam
yang melimpah, sumber daya manusia yang melimpah
dan murah yang merupakan daya tarik tersendiri bagi
negara-negara yang tidak memilikinya, sehingga
merupakan sumber yang tidak menguntungkan bagi
nusantara.

Bentuk wujud nusantara memiliki sifat yang
manunggal, utuh, dan menyeluruh yang meliputi
manunggal dalam bidang (i) wilayah, (ii) bangsa, (iii)
ideologi, (iv) politik, (v) ekonomi, (vi) sosial budaya, (vii)
hankam, (viii) psikologi, dan (ix) kehidupan.
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2) Tatanan Susunan Pokok/Tata Inti Organisasi
Sarana untuk mengetahui organisasi suatu negara

ialah dengan mempelajari UU^-nya. Demikian halnya
untuk Indonesia harus dilihat i5ada UUD 1945. Tata
inti organisasi yang dimaksud menyangkut hal-hal
berikut ini. Pertama, bentuk kedaulatan (Bab I Pasal
1) yang meliputi (i) negara kesatuan yang berbentuk
Republik dan (ii) kedaulatan ada ditangan rakyat dan
dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR? Kedua,
kekuasaan pemerintah negara (Bab III Pasal 4 s/d 15)
yang berkenaan dengan ketentuan bahwa Persiden RI
memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD.
Ketiga, sistem pemerintah" negara (Penjelasan UUD
1945) yang berkenaan dengan ketentuan bahwa (i)
Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum
dan tidak berdasarkan kekuasan belaka, (ii)
pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi dan
tidak berdasarkan absolutisme (Kekuasaan tidak tak
terbatas), (iii) kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR,
(iv) Presiden ialah penyelenggara pemerintaJi negara
tertinggi di samping (di bawah) MPR, (v) Presiden tidak
bertanggung jawab kepada MPR, (vi) menteri negara
adalah pembatu presiden; menteri negara tidak
bertanggung jawab kepada DPR, dan (vii) kekuasaan
kepala negara tidak tak terbatas. Keempat, sistem
penvakilan (Bab VII pasal 19) yang berkenaan dengan
ketentuan bahwa (i) kedudukan DPR kuat, tidak
dapat dibubarkan oleh Presiden dan (ii) anggota DPR
semuanya merangkap menjadi anggota MPR, sehingga
dapat senantiasa mengawasi tindakan presiden
sebagai mandataris MPR.

3) Tata Susunan Pelengkap/Kelengkapan Organisasi
Agar tujuan nasional dapat tercapai dengan tertib

dan mantap diperlukan suatu tata kelengkapan
organisasi, antara lain (i) aparatur negara harus
mampu mendorong, menggeral^an, dan
mengerahkan usaha-usaha pembangunan ke^sasaran.
yang telah ditetapkan untuk kepentingan rakyat
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan (ii)
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kesadaran ' politik dan kesadaran bernegara dari
masyarakat, organisasi negara hams mamp\i untuk
meningkatkan kesadaran politik dan kesadaran
bernegara dari masyarakat, serta menampung
aspirasi politik masyarakat baik sebagai perorangan
atau orsospol/ormas dalam rangka meningkatkan
stabilitas politik. ^

b. Isi

Aspirasi bangsa Indonesia sebagai "isi" dan wawasan
nusantara dapat dirinci menjadi cita-cita proklamasi,
asas/sifat dan ciri-ciri, dan cara kerja. Cita-cita yang
terkandung dalam wawasan nusantara adalah sebagaimana
dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu
mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat, "adil dan iruxkmur". Cita-cita wawasan nusantara
itu ke dalam bertujuan untuk (i) melindungi segenap
bangsa dan seluruh tanah air, (ii) mewujudkan
kesejahteraan umum, dan (iii) mencerdaskan kehidupan
bangsa. v .

Aspirasi bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia
sebagai kesatuan yang utuh menyeluruh memiliki ciri-ciri
atau sifat sebagai berikut. ^

(1). Manungg^, yaitu keserasian dan keseimbangan
yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik
aspek alamiah maupun aspek sosial, sesuai makna
sesanti "Bhineka Tunggal Ika".

• (2) Ui^h-menyeluruh, ysdtu bahwa aspirasi bangsa
dalam mewujudkan Wawasan Nusantara yang utuh
menyeluruh (komprehensif dan integral) dalam
seluruh aspek kehidupan, sehingga akan
menghasilkan nusantara dan rakyyat Indonesia
yang utuh, bulat dan tidak terpecah-pecah oleh
kekuatan apapun, sesuai dengan Sumpah Pemuda
"Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa".

(3) Cara kerja bangsa Indonesia untuk mewujudkan
Wawasan Nusantara berpedoman kepada Pancasila
sebagai pandangan hidup bangsa dan UUD 1945
yang memberikan arah mengenai pengendalian
hidup bermasyarakat serta penetapan hak asasi dan
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kewajiban bangsa Indonesia. Untuk dapat mencapai
kebahagian lahir dan batin serta untuk dapat
mencapai tujuan dari Wawa^n Nusantara (identik
dengan wawasan nasional atau tujuan nasional),
maka dipersyaratkan agar semua WNI dapat
mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-
hari, baik secara obyektif dan subyektif. Secara
objektif, Pancasila yang berfungsi sebagai falsafah
negara dijadikan sumber hukum dan mendasari
segenap penyelenggara negara. Secara subjektif,
pengamalan Pancasila oleh individu bangsa
Indonesia sendiri dalam tindakan dan kegiatan
sehari-hari (hal ini dilakukan secara menyeluruh
dalam cipta, karsa, dan karya).

c. Tata Laku

Tata laku sebagai unsur dari wawasan nusantara adalah
tmd^an perilaku bangsa Indonesia dalam melaksanakan
aspirasinya guna mewujudkan Indonesia sebagai kesatuan
yang utuh menyeluruh dalam mencapai tujuan nasional.
Tata laku itu meliputi tata laku batiniah dan tata laku

. Minah. Tata laku batiniah berwujud pengamalan falsafah
Pancasila yang melahirkan sikap mental sesuai kondisi
lingkungan hidupnya dalam mewujudkan wawasan
nusantara. Tata laku batiniah terbentuk kareha kondisi
dalam proses pertumbuhan hidupnya yang merupakan
produk dari kebiasaan yang membudaya. Tata laku
batiniah dipergunanakan oleh keyakinan akan agama suatu
kepercayaan dan tuntutan budi pekerti. Tata laku lahiriah
dituangkan dalam suatu pola tata laku yang dapat dirinci
dalam (i) tata-perencanaan, (ii) tata-pelaksanaan. dan (iii)
tata-pengendalian atau pengawasan. ^

Berdasarkan uraian di atas, unsur wawasan nusantara
dapat disimpulkan sebagai berikut.

(1) Wadah dari wawasan nusantara adalah wilayah
negara kesatuan RI yang berupa nusantara dan
organisasi negara RI sebagai kesatuan utuh.
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(2) Isi wawasan nusantara adalah aspirasi Bangsa
Indonesia berupa cita-cita nasional berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.

(3) Tatalaku dari wawasan nusantara adalah kegiatan
atau tindakan/perilaku bangsa ftidonsesia untuk
melaksanakan falsafah Pancasila dan UUD 1945
yang apabila dilaksanakan berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945 dapat menghasilkan wawasan
nusantara.

F. Wawasan Nusantara dan Integrasi Wilayah
Wawasan nusantara sebagai "cara pandang" barigsa

Indonesia yang melihat Indonesia sebagai kesatuan politik,
ekonomi, sosial budaya dan hankam merupakan landasan dan
dasar bagi bangsa Indonesia dalam menyelesaikan segala
masalah dan hekikat ancaman yang timbul baik dari luar
maupun dari dalam segala aspek Jcehidupan bangsa. Sebagai
landasan kerja bagi penyelenggaraan dan pembinaaan hidup
kebangsaan serta hidup kenegaraan perlu didasari oleh GBHN
sebagai produk MPR (pasal 3 UUD 1945) dan APBN sebagai
produk legeslatif dan eksekutif (pasal 23 ayat 1 UUD 1945).
Salah satu manfaat yang paling nyata dari penerapari
wawasan nusantara adalah di bidang politik, khususnya di
bidarig wilayah. Dengan diterimanya konsepsi wawasan
nusantara (Konsepsi Deklarasi Juanda) di forum internasional
terjaminlah integrasi teritorial kita, yaitu "Laut Nusantara,
yang semula dianggap laut bebas" menjadi bagian integral
wilayah Indosia. Di samping itu pengakuan landas kontinen
Indonesia dan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE)
menghasilkan pertumbuhan wilayah Indonesia yang cukup
besar, sehmgga menghasilkan luas wilayah Indonesia yang
semula nomor 17 di dunia menjadi nomor 17 di dunia.

Pertambahan luas ruang hidup tersebut dl atas
menghasilkan sumber daya alam yang cukup bes^ bggi
kesejahteraan bangsa, mengingat bahwa minyak, gas bumi,
dan mineral lainnya banyakyang berada di dasar l^^ut, baik di
lepas pantai (off shore) maupun di laut dalam. Pertambahan
luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional,
termasuk tentangga dekat kita, yaitu Malaysia, Singapura,
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Thailand, Filipina, India, Australia, dan Papua Nugini yang
dinyatakan dengan persetujuan yang menyangkut laut
teritorial maupun landas kontinen. Persetujuan tersebut dapat
dicapai karena Indonesia dapat memberikan akomodasi
kepada kepentingan negara-negara titangga antara lainbidang
perikanan (traditionalfishing right) dan hak lintas dari Malaysia
Barat ke Malaysia Timur atau sebaliknya.

Penerapan wawasan nusantara di bidang komunikasi dan
transportasi dapat dilihat dengan adanya satelit Palapa dan
Microwave System serta adanya lapangan terbang perintis dan
pelayaran perintis. Dengan adanya proyek tersebut laut dan
hutan tidak lagi menjadi hambatan yang besar sehingga lalu
lintas perdagangan dan integrasi budaya dapat lancar
jalannya. Penerapan wawasan nusantara di bidang ekonomi

'juga lebih dapat dijamin mengingat kekayaan alam yang ada
lebih bisa dieksploitasi dan dinikmati sertapemerataannya
dapat dilakukan karena sarana dan prasarana menjadi lebih
baik. Penerapan di bidang sosial budaya terlihat dari
dilanjutkannya kebijakan menjadikan bangsa Indonesia yang
bhineka tunggal ika, sebangsa, setanah air, senasib
sepenanggung, dan berasaskan Pancasila. Tingkat kemajuan
yang sama merata dan seimbang terlihat dari tersedianya
sekolah di seluruh tanah air dan adanya universitas negeri di

^ setiap provinsi.

G. Wawasan Nusantara dan Integrasi Nasional
Dalam usaha mencapai tujuan nasional masih banyak yang

mempunyai pandangan berbeda atau persepsi berbeda. Untuk
itu pemerintah Indonesia telah mempunyai rumusan dalam
konsep pandangan nasional yang komprehensif dan integral
dalam bentuk wawasan nusantara. Wawasan ini akan
memberikan konsepsi yang sama pada peserta didik tentang
visi ke depan bangsa Indonesia untuk menciptal^ kesatuan
dan persatuan, sehingga akan menghasilkan integrasi
nasional.

Secara teoretis integrasi dapat dilukiskan sebagai pemilikan
perasaan keterikatan pada suatu pranata dalam suatu lingkup
teritorial guna memenuhi harapan-harapan yang bergantung
secara damai di antara penduduk. Secara etimologis,
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integrasi berasal dari kata integrate, yang artinya member'
tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan. Kat.
bendanya integritas berarti utuh. Oleh karena itu, pengertian
integrasi adalah membuat unsur-unsurnya menjadi satv
kes5:uan dan utuh. Integrasi berarti menggabungkan s^uruli
bagian menjadi sebuah keseluruhan dan tiap-tiap bagian
diberi tempat, sehingga membentuk kesatuan yang harmonis
dalam kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) yang
bersemboyankan "Bhineka Tunggal Ika". Integrasi nasiond
merupakan hal yang didambakan yang dapat ^n^ng^as
perbedaan. suku, antargolongan, ras dan agama (SA^
Kebhinekaan ini merupakan aset bangsa Indonesia jika
diterima secara ikhlas untuk saling menerima dan
menghormati dalam wadah NKRI.

Menurut Sartono Kartodirdjo, integrasi nasional berawal
dari integrasi teritorial dan merupakan integrasi geopoliti^c
yang. dibentuk oleh transportasi, navigasi, ,dan perdagangan,.
sehingga tercipta komunikasi ekonomi, sosial, politik, kulturai
yang sefnakin luas. dan intensif. Pada masa prasejarah telah
terbentuk jaringan navigasi yang kemudian berkembang
sampai puncaknya pada masa Sriwijaya dan Majapahit
yang pada -2aman Hindia Belanda diintesifkan melalui
ekspedisi -^liiter. Pada masa NKRI diperkokoh dengan adanya
sistem administrasi yang sentralistik melalui sistem idukasi,
militer, dan komunikasi (Sartono Kartodirdjo, 1993; 85).

Menurut Drake integrasi nasional adalah suatu konsep
yang multidimensional, kompleks, dan dinamis. Beberapa hal
yang perlu diperhatikan dalam integrasi nasional antara lam
sebagai berikut. Pertama, pengalaman histons yang tampil
sebagai kekuasaan yang kohesif, berawal dan pendentaa
yang menjadi bagian warisan bersama sebuah negara Keaua,
atribut sosio-kultural bersama seperti bahasa, bendera,
bangsa yang membedakan dengan bangsa lain dan yang
memungkinkan WNI memiliki rasa persatuan. Keti^,
interaksi berbagai pihak di dalam negara kebangsaan dan
adanya interdependensi ekonomi regional (Flip Litay, 199 ,

^Masyarakat Indonesia sangat heterogin dan pluralistis.
Oleh karena itu, bagi integrasi sosial budaya unsur-unsurnya
memerlukan nilai-nilai sebagai orientasi tujuan kolektif bagi
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Jnteraksi antarunsur. Dalam hubungan ini ideologi bangsa,
nilai nasionalisme, kebudayaan nasional"^^mempunyai fungsi
strategis. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat
menggantikan nilai-nilai tradisonal dan primodial yang tidak
releyan dengan masyarakat baru. Dengan demikian nilai
nasionalisme meriiiliki nilai ganda, yaitu selain meningkatkan
integrasi nasional, juga berfungsi menanggulangi dampak
kapitalisme dan globalisasi serta dapat mengatasi segala

• hambatan ikatan primordial.
Apabila dipikirkan antara integrasi dan nasionalisme saling

terkait. Integrasi memberi sumbangan terhadap nasionalisme
dan nasionalisme mendukung integrasi nasional. Oleh karena
itu, integrasi nasional harus terus dibina dan diperkuat dari
waktu ke waktu. Kelalaian tterhadap pembinaan integrasi
dapat menimbulkan konflik dan disintegrasi bangsa. Sebagai
contoh,,.: keinginan berpisah dari NKRl oleh sebagian
masyarakat Papua, Aceh, dan Maluku karena selama puluhan
tahun mereka hanya sebagai objek dan bukan subjek. Mereka
hanya mendapat janji-janji kesejahteraan tanpa bukti dan

iiilenentang ketidakadilan di segala bidang. Oleh karena itu,
diharapkan pemerintah pusat dapat mengakomodabikan setiap
isu yang timbul di daerah.

Integrasi nasional biasanya dikaitkan dengan pembangunan
nasional karena masyarakat Indonesia yang majemuk sangat
diperlukan untuk memupuk rasa kesatuan dan persatuan
agar pembangunan nasional tidak terkendala. Dalam hal ini
kata-kata kunci yang harus diperhatikan adalah
mempertahankan masyarakat dalam keadaan harmonis dan
saling membantu atau dalam koridor lintas SARA. Integrasi
mengingatkan adanya kekuatan yang menggeraJkkan setiap
individu untuk hidup bersama sebagai ban^k. ^engan
integrasi yang tangguh yang tercermin dari rasa cinta, bangga,
hormat, dan loyal kepada negara, cita-cita nasionalisme dapat
terwujud.

Dalam integrasi nasional masyarakat termotivasi untuk
loyal kepada negara dan bangsa. Dalam integrasi terkandung
cita-clta untuk menyatukan rakyat mengatasi SARA melalui
pembangunan integral. Integrasi nasional yang solid akan
memperlancar pembangunan nasional dan pembangunan yang
berhasil akan memberikan dampak positip terhadap negara
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dan -bangsa sebagai perwujudan nasionalisme. Dengan
berhasilnya pembangunan sebagai wuju^ nasionalisme^
konflik-konflik yang mengarah kepada perpecahan atau
disintegrasi dapat diatasi karena integrasi nasional
memerlukan kesadaran untuk hidup bersama dalam
mewujudkan masyarakat yang harmonis. Negara dan bangsa
sebagai institusi yang diakui, didukung, dan dibela oleh rakyat
diharapkan mampu mengakomodasikan seluruh kepentingan
masyarakat dan memperjuangkan nasip selumh warga
bangsa.

Dalam mengatasi isu-isu disintegrasi, pemerintah perlu
meiegalkan tuntutan mereka sejauh masih dalam koridor
NKRI. Selruh warga bangsa perlu berempati pada masyarakat
Papua, Aceh, dan Maluku. Perlu dimengerti bahwa masyarakat
Papua adalah Indonesia yang di dalamnya terdiri dari banyak
etnis, sebab tanpa Aceh dan Papua Indonesia bukan
"Indonesia Raya" lagi. Dengan menaruh rasa empati kepada
mereka, sertg- disertai tindakan nyata yang dilakukan oleh
pemerintah, masyarakat yang menginginkan untuk berpisah
tersebut dapat menyadari bahwa mereka dan "kita" adalah
satu untuk mewujudkan kepentingan bersama, kemakmuran
bersarri^a, rasa keadilan bersama, dalam wadah NKRI. Namun
bila iSu-isu tidak pernah ditanggapi dan justru dengan
pendekatan keamanan (militer), hal ini akan menimbulkan
kesulitan di masa yang akan datang. Tututan yang wajar perlu
diakomodasikan sehingga mungkin dapat meredakan
keinginan berpisah dari NKRI. Perlu dicatat bahwa pemerintah
RI hams meningkatkan kesejahteraan seluruh warga bangsa
karena hal ini rnerupakan kunci terciptanya integrasi nasional
demi terwujudnya cia-cita nasionalisme.

Dalam usaha mencapai tujuan nasional, masih ban^k
yang memiliki pandangan berbeda. Untuk itu pemerintah telah
merumuskan pandangan nasional yang komperhensif dan
integral yang dikenal dengan wawasan nusantara. Wawasan
ini akan memberikan, konsepsi yang sama kepada peserta
didik tentang visi ke depan bangsa Indonesia untuk
menciptakan kesatuan dan persatuan secara utuh, sehingga
dapat mewujudkan integrasi nasional. Adanya nilai-nilai
nasionalisme, khususnya nilai kesatuan, sangat mendukung
terwujudnya integrasi nasional. Dengan demikian nilai-nilai
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nusantara, kususnya nilai kesatuan, yaitu kesatuan
pOLEKSOSBUD-HANKAM sangat mendukung adanya
mtegrasi nasional.

H. Wawasan Nusantara dan Kerukunan Umat Beragama
meningkatkan integrasi nasional,

f menimbulkan konflik SARA, seperti
Kalimanf^"' D Sampit, PangkalanbunKalimantan Poso, Tantena di Sulawesi, Ambon, dan Papua.
Konflik berbau SARA bisa terjadi karena adanya monopoli
^eoenaran ajaran agama dan menganggap agama lain tidak
benar. Ujnat beragama sering bersifat konservatif, menganggap
agamanya secara dogmatik paling benar, sehingga tidak
membuka peluang untuk berdialog ^engan agama lain dan
tertutuplah toleransi antarumat beragama. Sikap semacam ini

beragama''"™''""''" hubungan antarumat
agama dalam kohesi sosial atau kajian

gsional atas agama sebagai penerapan wawasan nusantara
perlu kajian hubungan antara agama dan subsistem yane
lam. Ada. beberapa hal yang disebut oleh O'Dea mengenai
.fui^si.|gama (Kuntowijoyo, 1997: 7), yaitu sebagai berikut
^ertama, agama. merujuk suatu apa yang ada di luar. Agama
apat menjadi semangat atau suport, memberi hiburan

(pengharapan), dan rekonsiliasi. Manusia memerlukan suport
dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti, memberikan

berjalan dengan iman, atau hiburanketika menghadapi kekecewaan, dan rekonsiliasi dengan
masyarakat bila mengalami keterpencilan dari tujuan da4>
norma sosial. Kedua, agama memberikan hubungan'
tr^sendental melalui upacara-upacara persembayangan
sehingga memberikan rasa aman dan identitas yang kokoh
dalam rnenghadapi perubahan. Ketiga, agama mensakralkan

masyarakat, menjaga kelestariandominasi tujuan dan disiplin kelompok atas keinginan dan
individual (sebagai sosial kontrol).Kecmpat, agama sebagai kritik sosial, di mana norma-norma

Sb^n^«7 ciitinjau ulang sesuai dengan fungsikenabiannya {prophetic agama). Kelima, agama memberikan
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identitas dan menyadarkan tentang "siapa" mereka dan ^^ja
mereka. Keenam, agama berfungsi dalam hubungannya
dengan kematangan seseorang individu dalam masyarakat.
KetujuK agama berfungsi dalam membentuk social solidanty
(solidaritas sosial). Kedelapan, agama dapat berperan dalampemerataan pendapatan (Kuntowijoyo, 1997; 7). ^

Jadi kajian fungsi agama sangat berperan dalam
membentutc solidaritas sosial untuk mewujudkan kerukunan
antarumat beragama. Nilai-nilai agama ^isa memben
semangat bagi individu dan kelompok masyarakat dalam
menghadapi krisis multidimensional yang tidak kunjung
selesai dan' menghadapi disintegrasi bangsa seperti kasus
Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka
(OPM) serta korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang
mengiirita. Nilai agama dapat mendorong antarumat untuk
bersinergi dan kerja sama untuk membentuk kerukunan
antarumat beragama. Nilai-nilai agama memben penghiburan
dan harapan untuk menghadapi ketidakpastian dan meyakini
ada saatnya krisis total akan berakhir dan bangsa bisa bersatu
mewujudkan tujuan nasionalnya.

Para pakar agama, dalam konflik SARA menyerankan
mengendepankan dialog antaragama dengan mendatangkan
tokoh-tokoh agama de'ngan tujuan agar terjadi smergis kerja
sama antarpemimpin agama dan umatnya,
harmonisasi umat beragama (kompas, 27 Apnl 200^ ^
Namun yang terjadi di lapangan adalah sebaliknya. Hak hidup
dan kebebasan^eragama diwarnai konflik-konflik seperti y^g
teriadi di berbagai daerah. Hal ini bukan merupakan
kebijaksanaan pemerintah. seolah-olah peristiwa di atas
mempakan postulat P Huntington bahwa tantangan dunia
modern adalah benturan peradaban budaya barat dan timur
(Kompas, 27 April 2006: 13).

1. Pentingnya Kerukunan Umat , , , , .
Defmisi kerukunan umat beragama adalah keadaan

hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi,
saling pengertian, saling menghormati, mengh^gai
kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan keija
sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara di dalam negara Kesatuan Repblik Indonesia
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berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik
- Indonesia Tahun 1945 (Peraturan Bersama Mentri Agama

dan Mentri Dalam Negeri Nomor 9 'j^hun 2006, Nomot 8
Tahun 2006, Bab I pasal 1). Kerukunan antammat
beragama ini bisa terwujud jika ada toleransi saling
memahami, menghormati, menghargai, kesetaraan dalam
pengamalan ajaran agamanya masing-masing dan
membangun kerja sama yang positif dan produktif. Maria
Van Der Hoeven, Mentri Pendidikan Belanda, dalam
lawatannya ke Indonesia mengemukakan bahwa kerukunan
antarumat beragama merupakan kunci dalam mewujudkan
Civil Society. Pengembangan kehidupan agama, pendidikan,
dan pemerintahan yang demokratis adalah kunci
pengembangan masyarakat sipil. Agama perlu diajarkan di
lembaga pendidikan secara terbuka dan tidak dograatis
demi penanaman pemaha^man antarumat beragama.
Penguatan kehidupan keagamaan masyarakat dengan
memberi kebebasan penuh dalam hidup beragama justru
akan piensuport masyarakat yang lebih demokratis.

peran pendidikan agama diharapkan dapat menanamkan
nilai-nilai agama yang diyakini kebenarannya dan dapat
menjadi dasar bagi peserta didik agar hidup berguna dalam

, -,^^^engembangkan IPTEKS (ilmu pengetahuan teknologi dan
seni) dan mampu memgantisipasi perubahan zaman,
perubahan sosial, dan globalisasi. Nilai-nilai agama
dijadikan panduan, keyakinan yang membimbing,
mengarahkan bagi setiap individu dan kelompok
masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pendidikan agama juga diharapkan sebagaii moral force
(kekuatan moral) bagi bangsa untuk menghadapi segala
permasalahan yang a.da dan mewujudkan integrasi nasional
atau pun tujuan nasional. ^

Pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat
iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai
yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan
tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan
antarumat beragama dalam masyarakat dan mewujudkan
persatuan nasional (Sunarso, 2000: 12). Pendidikan
kerukunan antarumat beragama diharapkan dapat
terintegfasi seperti di Belanda yang terdapat agama Katolik,

316 I Pendidikan Kewarganegaraan



Kristen,-Yahudi, dan Islam. Untuk memban|un kehidupan
sipil yang baik pemerintah memfasilitasi pendidikan agama
yang diajarkan secara terbuka dan tidak dogmatik. Siswa
yang beragama Kristen (sebagai agama mayoritas)
mempelajari agama lain atau sebaliknya dan selain itu
diadakan dialog antaragama secara ilmfeh. Rektor UMY
Yogyakarta Dr. Khoimdin Bashori sependapat untuk

-mewujudkan kerukunan antarumat beragama perlu
diadakan pendidikan agama dengan pendekatan
demokratis, dengan sendirinya pengembangan kurikulum
bisa mengarah pada pengembangan masyarakat
demokratis. Pembelajaran pendidikan agama seharusnya
tidak dilakukan secara dogmatik dan eksklusif.

Pengembangan pendidikan, pemerintahan yang
demokratis, dan pendidikan agama seharusnya terintegrasi,
sehingga terjadi hubungan yang harmonis dalam upaya
pembangunan masyarakat sipil. Pendidikan agama harus
ditanamkan pemahaman tentang karakteristik dan kultur
agama yang berbeda-beda. Cara ini dapat meminimalkan
munculnya kesalahpahaman antarumat beragama.
Pendidikan agama yang terbuka di Belanda dapat ditiru dan
diterapkan •di Indonesia sehingga bisa meminimalkan
konflik SA^ dan tercapai kerukunan antarumat beragama
(Kompas, 6 Mei 2006, hal G). Kerukunan antarumat
beragama akan memberikan konstribusi terhadap
ketahanan nasional yang didasari wawasan nusantara.
Gagisan kerukunan umat beragama didasari kasus
kerusuhan Bondowoso, Rengasdenglok, Tasikmalaya, dan
Ketapang. Oleh karena itu, perlu pemecahan melalui dialog
antarumat beragama agar menghasilkan kerukunan
antarumat beragama. Dialog antarumat beragama pada
hakikatnya adalah percakapan terus terang dan
bertanggung jawab yang didasari saling pengertian dalam
menanggulangi kehidupan berbangsa. Oleh karena i^,
perlu adanya "agree in disagreemenf atau setuju dalam
perbedaan dan setiap peserta diharapkan berlapang dada
dalsun sikap dan perbuatan (Ajat Sudrajad, 2001; 2).

Agar pembinaan umat beragama dapat memperkokoh
integrasi nasional. maka perlu prinsip-prinsip,
meningkatkan kualitas iman bagi umat, dan
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mengimpHkasikan iman dalam kepekaan moral, kepekaan
sosial, sehingga menghasilkan sikap toleransi dan terbuka.
Kebebasan kehidupan beragama bfegi setiap warga^bangsa,
tanpa monopoli kehidupan beragama, dan setiap umat
diberi kebebasan beribadah dan menjalankan agamanya.
Pemerintah sangat berperan dalam kerukunan umat
beragama melalui dialog antarpemimpin umat untuk
menciptakan inter dan antarumat beragama. Pola
pembmaan pemerintah melalui tiga bentuk, yaitu
kerukunan intern umat, kertikunan antarumat, dan
kerukunan umat beragama dengan pemerintah atau "Tri
kerukunan umat".

Untuk menciptakan kondisi harmonis kerukunan
antarumat beragama, para pemimpin umat perlu
menanamkan nilai-nilai kemajemukan ~ agama dan
plurahsme agama sebagai kenyataan yang ada dalam diri
angsa Indonesia. Oleh karena itu, konsekwensinya setiap

umat harus mengakui dan menghormati agama lain.
Huralitas agama merupakan realitas sosial. Oleh karena
itu, perlu dibangun prinsip kebebasan dalam memeluk
agama, sikap toleran, dan menghormati agama lain.
Kerukunan antarumat adalah kondisi sosial di mana semua
agama dan kepercayaan bisa hidup berdampingan tanpa
men^rangi hak masing-masing untuk melaksanakan
Kewajibannya dan masing-masisng hidup rukun dan damai.
Kerukunan mi hanya bisa dicapai apabila masing-masing
pemeluk agama berlapang dada dalam kehidupan beragama
serta saling menyadari bahwa bangsa Indonesia memiliki
masyarakat yang plural.

2. Membentuk Kerukunan Umat
Menurut rohaniawan Hartoyo nilai-nil^^ si.^tansial

sebagai akar budaya dalam hidup bersama di Amerika dan
Eropa Barat adalah nilai kasih yang diimplementasikan
dalam segala aspek kehidupan manusia. Sebagai contoh
orang Barat sangat patuh sekali dalam tatatertib berlalu
Imtas karena pada prinsipnya jika melanggar berarti akan
menjoisahkan orang lain. Di negeri Barat juga dijunjung
tinggi nilai-nilai kehidupan orang lain atau sangat
menghargai perbedaan dan pendapat orang lain sebagai
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wujud dari masyarakat sipil (Wawandkra Jum'at 19 Agustus
2005). Menurut Sangadi Mulya, peran orang beragama
dalam kehidupan bersama adalah sebagai garam dan terang
yang menggarami dalam segenap hidup manusia. Prinsip
nilai keagamaan adalah ibadah yang holistik tidak hanya
ibadah ritual tetapi diterapkafi dalam segen^ap aspek
kehidupan manusia sehingga menghasilkan buah yang
nyata yang menjadi berkat bagi orang Iciin (Wawancara, 19
Agustus 2005). Contoh kongkrit, "Pelayanan keagamaan"
telah dilakukan oleh Almarhum Ibu Theresia dari India,
Almarhum Dr. Yohanes Lemena, Yos Sudarso, Romo YB
Mangun Wijoyo yang memiliki kepekaan sosial terhadap
lingkungannya dengan memberikan hidupnya untuk
masyarakat marginal (Indra Trenggono, Kedaulatan Rakyat,
29 Oktober 2005; hal 12). Menurut Prof. Dr. Usman
Abubakar kerukunan antarumat beragama akan terwujud-
jika bangsa Indonesia mengedepankan pendidikan formal
bagi seluruh warga bangsa. Jika terjadi kesenjangan
pendidikan dan kesenj^gan sosial-ekonomi maka bangsa
ini mudah terprovokasi untuk melakukan kekerasan
terhadap sesama warga bangsa

" Dalam sosialisasi pendidikan nilai agama secara
universal dan holistik, perlu dipahami pendidikan formal.
Oleh karena kesuksesan pendidikan formal dalam
mewujudkan kerukunan antarumat diukur dengan
penguasaan nilai-nilai IPTEKS dan soft skils. Nilai-nilai itu
ialah kemampuan untuk (i) bekerja antarkelompok
keagamaan, (ii) bekerja dalam tekanan, (iii) memimpin, (iy)
berkoordinasi, (v) berkomunikasi dalam bahasa Indonesia
dan asing, (vii) tabah dan gigih, (viii) percaya diri, (ix)
memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi informasi
yntuk mendapatkan dan memanfaatkan informasi, dan (x)
memiliki nasionalisme tinggi serta tidak banyak tuntutan
(Sofian, Kedaulatan Rakyat, 19 Agustus 200|: 5). Nilai-nilai
kebersamaan perlu dijunjung tinggi %fepe^i kosep
manunggaling kawulo gusti yang menekankan kebersamaari
dan keteladanan pemimpin terhadap rakyatnya seperti
Almarhum Sultan HB IX yang mengorbankan tahta untuk
rakyatnya (Riswanda, Radar Yogya, 29 Oktober 2005).
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Dalam mewujudkan peradaban yang baik perlu strategi
perjuangan kultural dan struktural secara bersama,
struktural dalam arti politik, perbaikan struktural ini
.sarana yang paling efektif adalah melalui parpol
Sementara kultural itu merupakan perjuangan panj^ng.
Perjuangan membangun mentalitas melalui nilai-nilai
keadilan dan demokrasi yang berorientasi pada nilai-nilai
apma (Kedaulatan Rakyat, 29 Oktober 2005; 5). Nilai-nilai
di atas dapat diwujudkan karena nilai-nilai agama yang

• •^ihayati dan diamalkan dapat memberi kekuatan,
memberikan keinampuan, kesanggupan, dan kedamaian
bagi penganutnya.

Dalam usaha untuk mengerti agama orang lain perlu
mencari informasi agama orang lain, memiliki perhatian
dan keterikatan empati, memiliki kemauaji untuk
melakukan yang konstsmktif. Hal penting bagi umat ialah
memperoleh informasi mengenai pluralitas agama yang
dapat menjangkau praktik ajarannya. Dengan demikian
umat menyadan keberadaanya, sehingga akan mendukung
mte^asi nasional. Model ini perlu dipahami dan
diaktualisasikan oleh seluruh umat beragama dan warga
bangsa, sehingga tercipta kerulcunan hidup beragama,
salmg menghormati dan mewujudkan keharmonisan.'
Dengan demikian fungsi agama dapat mewujudkan
perdamaian dan kerukunan agama dapat menjadi perekat
iil^grasi nasional melalui pandangan, visi ideal
sebagaimana yang terdapat dalam wawasan nusantara (Aiat
Sudrajad, 2001: 6).

3. Kerukunan dalam Perbedaan
Teijadinya konflik di Poso yang menelan banyak korban,

dan terakhir lebih dari 12 orang meninggal. Menurut Yusuf
Kaia Wakil Presiden RI, hal ini disebabkan karena
akumulasi peristiwa dengan motif dendam, ditafebah^
masuknya ajaran radikalisme dan belum efektifnya
penegakkan hukum, kepastian hukum, dan jaminan

200?)^^^" maksimal (Kompas Minggu. 28 Januari
Peristiwa di atas bisa terjadi karena setiap warga bangsa

kurang menyadari adanya keanekaragaman ras, suku, adat
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istiadat, gblongan dan agama yang telah disepakati dalam
'^Bhinelcdtunggalika". Atau sudah mengetahui bahwa
keberagaman SARA (suku, ras antar golongan dan agama),
namun adanya kelompok kepenting yang ingin mencari
keuntungan dalam bidang politik telah menutup nuraninya
melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM dengan
menggunakan isu agama, ajaran a^ma sebagai
k^ndaraanya politiknya.

Negara Indonesia adalah negara yajng bersifat plural
dalam berbagai hal baik ras, suku, bahasa daerah, adat
istiadat, dan agama. Keberagamaman ini bisa merupakan
kekayaan bagaikan mosaik yang sangat indah dan berharga
jika bisa dekelola dengan baik seperti yang terjadi di
Amerika Serikat. Namun kekayaan ini jika tidak dapat
dekelola dengan cerdas akan menjadi ancaman seperti yang
terjadi di Balkan, Irak, Srilangka, atau di Libanon. Oleh
karena itu kelangsungan hidup bangsa tergantung
bagaimana mengelola keberagaman SARA (suku antar
golongan ras dan agama) menjadi kekuatan sinergis untuk
mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa yang
majemuk. Dengan lain perkataan keberagamaan SARA
dapat berbanding terbalik, menjadi amunisi disintegrasi
atau sebaliknya perbedaan keragaman justru saling
melengkapi untuk bekerja sama mewujudkan integrasi
nasional demi kepentingan bersama.

Ap^bila dicermati peristiwa-peristiwa SARA yang terjadi
di •S'^'Indonesia sangat kompleks, namun dapat
diindentivikasikan biasanya bersumber pada permasalahan
perebutan sumber daya ekonomi, alam, perebutan
kekuasaan antara elit, ketidak adilan, kemiskinan, ketidak
berdayaan masyarakat bawah, tekanan ekonomi, kelompok
yang terpinggirkan, radikalisme agama, kepentingan
pemerintah pusat, yang semua saling terkait saling
berbenturari. Dalam terori sejarah terjadinya konflik diawali
oleh penyebab umum yang kondusif seperti masalah-
masalah di atas, maka jika terjadi terjadi peristiwa l^cil
dapat menyebabkan pemicu terjadinya konflik masal. Pada
umunya perbedaan agama paling mudah digunakan untuk
mencari simpati, empati dan menggalang masa demi
kepentingan kelompok tertentu.
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Negara Indonesai bukan negara agama, namun nirai-nilai
agama dijunjung tinggi, dalam arti ^ahwa negara Indosia
berdasarkan Pancasila yang menghargai norma-norma
keagamaan secara universal. Nilai-nilai kemanusiaan
sangat dihargai seperti rasa toleransi dalam "teposliro'',
berimpati dan "bergotong royong", bekerja sama dalam hai
kebaikan. Oleh karena itu segala bentuk kekerasan, tindak
kriminal, orogansi yang selama ini terjadi di wilayah
Indosnesia perlu dipertanyakan hal ini bertentangan
dengan budaya bangsa (Baskoro, 2005: 2).

Analisis kami peristiwa-peristiwa konflik di Indonesia ada
beberara kemungkinan penyebabnya; selain tekanan
ekonorni, perubahan sosial politik karena globalisasi, ada
indikasi ajaran radikalisme agama yang secara subtansial
mgin mengubah tatanan masyarakat yang sudah mapan
dengan ideologi agama dan bekerja sama dengan elit lokal
untuk kepentingan politiknya. Oleh karena itu salah satu
solcisi yang sangat diperlukan adalah mengaktifkan kembali
kerukunan antara umat beragama, baik rukun antar
agamanya sendiri-sendiri meskipun ini sulit di zaman

, demokrasi, rukun antar agama yang brbeda, dan rukun
dengan pemerintah melalui ajaran agama yang
mengedepankan nilai-nilai kebersamaan. Pentingnya
pengembangan sikap tolerasi antara umat beragama harus
dikedepankan, dan menghindari sikap eksklusif tetapi
mengembangkan sikap inklusif keagamaan dalam ajaran
masmg-masing, selain menghindari sikap fanatisme sempit
yan^ rnenganggap orang di luar agamanya menjadi musuh
yang harus disingkirkan.

Defmisi kerukunan umat beragama adalah keadaan
hubungan sesama umat beragama yang diland^i toleransi,
sa.mg pengertian, saling menghormati, menghargai
kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja
sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara di dalam negara Kesatuan Repblik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 (Peraturan Bersama Mentri Agama
daa Mentri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomot 8
Tahun 2006, Bab I pasal 1).
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Kenikunan antarumat beragama ini bi^nerwujud jika
ada toleransi saling memahami, menghormati, menghargai,
kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya masing-
masing dan membangun kerja sama yang positif dan
produktif. Menurut Maria Van Der Hoeven Mentri
Pendidikan Belanda " dalam lawataniSya ke Indonesia
mengemukakan kerukunan antarumat beragama
merupakan kunci dalam mewujudkan Civil Society.
Pengembangan kehidupan agama, pendidikan dan
pemerintahan yang demokratis . adalah kunci
pengembangan masyarakat sipil. Agama perlu diajarkan di
lembaga pendidikan secara terbuka dan tidak dogmatis
demi penanaman pemahaman antarumat beragama.
Penguatan kehidupan keagamaan masyarakat dengan
memberi kebebasan penuh dalam hidup beragama justru
akan mensuport masyarakat yang lebih demokratis.

Pendidikan kerukunan antarumat beragama diharapkan
dapat terintegrasi seperti di Belanda yang terdapat agama
Katolik. Kristen, Yahudi dan Islam. Untuk membangun
kehidupan sipil yang baik pemerintah memfasilitasi
pendidikan agama yang diajarkan secara terbuka dan tidak
dogmatik. Siswa yang beragama Kristen (sebapi agama
mayoritas) mempelajari agama lain atau sebaliknya dan
selain itu diadaican dialog antar agama secara ilmiah.
Rektor UMY Yogyakarta Dr. Khoirudin Bashori sependapat
Ijmtuk mewujudkan kerukunan antarumat beragama perlu
diadakan pendidikan agama dengan pendekatan
demokratis, dengan sendirinya pengembangan kurikulum
bisa mengarah pada pengembangan masyarakat
demokratis. Pembelajaran pendidikan agama seharusnya
tidak dilakukan secaira dogmatik dan eksklusif.

Pengembangan pendidikan, pemerintahan yang
demokratis, dan pendidikan agama seharusnya terintegrasi,
sehingga terjadi hubungan yang harmonis dalam upaya
pembangunan masyarakat sipil. Pendidikan agama narus^
ditanamkan pemahaman tentang karakteristik dan kultur
agama yang berbeda-beda. Cara ini dapat meminimalkan
munculnya kesalah pahaman antarumat beragama.
Pendidikan agama yang terbuka di Belanda dapat ditiru dan
diterapkan di Indonesia sehingga bisa meminimalkan
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konflikSARAdantercapaikemkunanantarumatberagama
(Kompas,6Mei2006,halG).

Masyarakatsipilyangdemokratis^akankiiatjika
terdapatsinergiantarumatberagamadalammembangun

.proyek-proyekyangdihadapibangsasecarabersama-sama.
Misalnyadalammengentaskankemiskinan,mengurangi
pengangguran,membrantaspornografi-porrioaksi,

.menanganikekurangangizibalitamasyarakatmarginal,'
menangaikasus"perburuhan,membrantasPekat,dan
memajukanpembangunandisegalabidang,Denganadanya
kerjasamayangsinergisbaikpemimpinagama,
persaudaraanantarumatdankerjasamadengan
pemerintahmakafreksi-freksi,kerusahandankekerasan
agamabisadiminimalisa.sikansehinggamasyarakatsipil
yangdiidam-idamkanbisaterwujud.

Dalamsuatuteorisistemsemakinbanyakjaringan-
jarmgandalammasyarakatmakakeadaanmasyarakatitu
akankuat.Olehkarenaelemen-elemenmasyarakatyang
adasalingberhubungandansalingmembutuhkan

•sekali^s"membentukjaringankuat.Tiap-tiapindividu
memilikikomunitas-komunitaslebihdarisatuorganisasi,
sehinggajikaterjadikonflikdimasyarakatakanm.emiliki
berbagaimediasiuntukmenyelesaikankonflikataufreksi-
fri^iyangterjadidenganmemberdayakanjaringanyang
ada.DalammasyarakatyangheteroginsepertiYogyakarta
mesl^punterdirilintasSARAtidakakanterjadikonflik-
konfliksepertidiPoso,Tantena,Ambon,Sanggoledoatau
sepertidiAceh.Olehkarenaselainmasyarakatnyacukup
terpelajar,banyakorganisasi-orangasasisosial
kemasyarakatanyangbaerwawawasanlintasSARAseperti
lembagakerukunanantaraumatYogyakartauntuk
memeliharakerukunanantarumatberagama,

4.RukunAgaweSantonso,CrahAgaweBubrah
Ungkapandiatassangattepatuntukmenibangun

persaudaraanantarumatberagamaditengah-tengah
masyarakatmajemuk.Sebagaimanadiungkapkanmantan
LurahDesaPuwomartanibahwamenyesihkanatau
meminggirkan(memarginalkan)kelompokagamayanglain
akanmemperlemahpersatuandankesatuanbangsa.Oleh
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karena itu persaudafaan antarumat beragama hams
dipupuk dan dibina dengan komitmen bersama
mewujudkan kehidupan yang lebih harmonis melalui dialog
antarumat beragama guna mewujudkan kerukunan anajj-a
umat beragama, Sebagaimana ungkapan jawa "rakun
agawe santosa dan crah agawe bubrah", artinya kerukunan
antarumat itu membuat masyarakat menjadi kuat. Namun
jika banyak terjadi konflik-konlik dan freksi yang tidak
sehat akan memperlemah bangsa dan negara (Sybardi,
wawancara, 2002).
• Menurut KH Husein Mohamad, Islam memilila ajaran
demokratis dan egalitarian dalam kehidupan masyarakat
"perbedaan tetap dihargai tetapi tidak boleh membeda-
mbedakan, misalnya hak asasi manusia, hak etnis maupun
pluarlisme" (Nunuk M. Pambudi, 2006: 12). Secara teologis
tidak boleh membedakan manusia dengan latar belakang
sosial budaya. Tuhan tempat menjastifikasi atas namaNya,
namun demikian Islam sangat membebaskan tidak boleh
ada pandangan bahwa dia lebih besar dan lebih benar dari
yang lain. Manusia yang memiliki kelebihan dan dekat
dengan Tuhan adalah siapa saja yang memiliki komitment ^
pada penegakkan kemanusiaan, yang ^melihat manusia
sebagai makhluk Tuhan yang hams dihormati sebab Tuhan
juga menghormati"manusia.

Islam sebagai agama perdamaian sangat mengecam
radikalisme dan iksklusifisme, justm yang ditekankan
Islam adalah-spirit pluralisme. Norkalis Masjid yang dikutip
Yusrianto^'mengatakan: bahwa dalam Islam hubungan
kemkun^ antammat beragama terletak pada semangat
humanitas dan universilatas. Wujud humaitas itu adalah
agama kemanusiaan (fitrah) yang sangat peduli terhadap
unsur-unsur sosial dan kemansyarakatan. Sedangkan
universalitas Islam yang dimaksud adalah secara teologis
perkataan Al-Islam adalah sikap pasrah pada Tuhan dan
hidup dalam perdamaian. (Yusrianto, 2006; 4). Dengan
demikian Islam juga mengakui agama-agama di bumi,
karena pada dasamya semua agama mengajarkan
kebaikan, perdamaian, persaudaraan dan kemkunan^
antara umat beragama.
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Kedudukan Islam sebagai bcrkat ba^ dunia merupakan
manifestasi dari rahmatan HI alamin untnk mengadakan
perdamaian, mengahruskan umat Islam menjadi penengah
dan saksi di antara umat manusia. Hal ini sudah diteladani
oleh Mohamad sebagai Nabi Umat Islam ketika di Madinah
telah mengeluarkan Piagam yari| isinya menghargai
keberadaan minoritas non-moslim. Oleh karena itu Islam
tidak membeda-mbedakan SARA, semua manusia sebagai
ciptaan Allah akan mendapatkan prinsi-prinsip rahmat
secara universal.

Dengan demikian mempelajari nilai-nilai agama hams
secara terbuka atau inklusif dan mengakui adanya
kemajemukan. Kemajemukan atau pluralisme merupakan
aturan Tuhan yang tidak mungkin berubah, sehingga tidak
bisa diingkari. Bahkan dalam Injil Tuhan menghendaki

*keberagaman umat manusia ketika manusia mendirikan
menara Babil dan ingin membuat "komunitas satu" maka
terjadilah bahasa yang berbeda-beda dan akhirnya manusia
menyebar keselumh dunia. Tuhan mencitakan manusia
beraneka ragam pasti punya maksud untuk saling
mengasihi dan bekerja sama sehingga namaNya
dipermuliakan. Oleh karena itu pluralisme perlu diterima
secara postif sehingga menghasilakan kerukunan uniat
beragama untuk mewujudkan modal dasar masyarakat sipil

^ - (masyarakat madani).
- Dalam kaitannj^^a dengan keberagaman dan perbedaan

pendapat setiap manusia harus mengakui bahwa
kebenaran mutlak adalah berada di tangan Tuhan.
hcndaknya manysia mengakui keniebian dan kerelatifan
manusia dalam menangkap kebenaran hakiki. Dengan
menyadari kesadax*an ini, maka klaim kebenaran oleh
kelompok tertentu diharapkan tidak terjadi lagi. Tindakan
pemaksaan kehendak kebenaran kelompok terhadap orang
lam atas nama Tuhan merupakan tirani dan ra^ngingkari
kenyataan yang telah diciptakan Tuhan sendiri. ^ i

Jadi kemanjemukan SARA tidak harus dijadika.n untuk
saling mencari menangnya sendiri melalui kekerasan, tetapi
justru sebaliknp perbedaan lintas SARA selalu
menanamkah titik temu dalam menilai kesamaan dari
semua kelompok yang ada untuk mewujudkan masyarakat
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sipil (masyarakat madani). Dalam Islam toleransi mendapat
posisi yang paling utama untuk menamkan kei^4<^unan
antarumat beragama, sebagaimana dikutip oleh Yusrianto
Elga:

"Suruhlah manusia ke jalan Tuhanmu dengan
hikmah dan pelajaran yang baik, sesunggunya Tuhan
yang mengetahui siapa yang tersesat dijalannya dan

. Dialah yang mengetahui orang-orang yang
mendapatkan petunjuk" dan bagimu agamaku dan
bagimu agamamu. (Yusrianato Elga, 2006: 4).

Jadi pada dasarnya scmua agama mengambil sikap
dalam koridor kerukunan antarumat beragama. Oleh
karena itu segala ajaran yang bersifat doktrin yang eklusuf
dan tidak mempunyai tujuan esensi untuk kehidupan
bersama hams dieleminir. Nilai agama atau the heart of
religion bersifat ilahi dan abadi yang hidup disetiap agama
yang diharapkan dapat menghasilkan kebersaamaan
antarumat agama untuk membanun masyarakat sipil.

\

5. Sosialisasi Nilai-nilai Agama
Dalam usaha mensosialisasikan nilai-nilai agama

peserta didik- sering mengalami kebingungan dalam
menentukan pilihan bagaimana hams berpikir,
berkeyakinan dan bertingkah laku sebab apa yang
dimengerti' belum tentu sama dengan apa yang terjadi

•dalam- ^asyarakat yang penuh konflik nilai. Televisi dan
koran memberikan informasi yang berbeda dengan apa
yang ada dalam keluarga maupun yang terjadi di
masyarakat, sehingga hal ini sangat membingungkan
peserta didik untuk menentukan pilihan nilai. Peserta didik
sulit menentukan pilihan nilai yang terbaik, akibat dari
tekanan dan propaganda teman sebaya. Dalam hal ini jika
pendidikan nilai agama ingin berhasil perlu mengajarkan
secara langsung kepada anak didik dengan memberi
keteladanan yang nyata. (Parjono, 2005: 1). ^

Transfer nilai kepada generasi muda juga dapat
digunakan dengan metode secara moderat karena didunia
ini tidak ada sistem yang sempurna, oleh karena itu peserta
didik hams mengolah dan memiliki normanya sendiri.

Pendidikan Kewarganegaraan I 327



Generasi tua hanya memberikan norma-norma yang sucfah
dibakukan dan mengajarkannya, sehingga peserta didik
tidak merasa disitir dan digurui, mereka dibiarkan untnk
bareksprime-n, berdialog dengan dirinya atau.merenungkan
ajaran agama, sehingga peserta didik menemukan apa
yang dikehendakinya dan tidak bertentangan dengan nilai
subtansial.

Cara lain untuk memindahkan nilai dengan cara
memodelkan, dengan asumsi bahwa guru (panutan)
menampilkan diri dengan nilai tertentu sebagai model yang
mengesankan, maka harapannya generasi muda akan
meniru model yang diideol^an. Namun demikian model-
model tingkah laku dan sikap yang berhubungan dengan
nilai seriiig ditampilkan oleh banyak orang yang berbeda-
beda sehingga anak bisa mengalami kebingungan dalam
menentukan rrilai. Oleh karena itu orang dewasa harus
mengajar nilai-nilai agama atau ajaran agama berulang-
ulang kepada anak-anak dan membicafakannya pada

-waktu dirumah, dalam perjalanan, waktu ditempat tidur
dan pada waktu bangun pagi. Firman Tuhan (ajaran agama)
harus diikatkan sebagai tanda pada tangan dan dahi, dan
meneuliskan pada tiang pintu dan pintu gerbang. Atau
seluruh kehidupan dan aktivitas serta lingkungan hidup
dijadikan media untuk sosialisasi nilai-nilai agama (LAI,
2003: 200.J[.. Dalam mengemplementasikannya pada
kehidupan Sthari-hari di bidang politik, ekonomi, budaya
kerja sebetulnya telah dibantu dengan Etika Agama
sehingga tidak perlu ragu-ragu untuk bertindak yang benar
(J. Verkulyl, 1985.: 23).

Dalam usaha transfer nilai juga diperlukan tidak
difokuskan pada isi nilai, tetapi lebih dipentingkan dalam
proses nilai, maksudnya proses bagaimana seseorang
sampai pada suatu pemilihan nilai (Parjono, 2005: 2).

Prinsip pembelajaran nilai merupakan pembelajaran
yang efektif yang harus menempatkan peserta didik sebagai
pelaku firman, mereka harus diberi kesempatan untuk
belajar secara aktif baik pisik maupun mental. Aktif secara
mental bila peserta didik aktif berpikir dengan
menggunakan pengetahuannya untuk mempersepsikan
pengalaman yang baru disamping secara fisik dapat diamati
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keterlibatannya dalam belajar sehingga norma agama
menjadi bagian dari hidupnya. .

Dalam pembelajaran nilai ada beberapa hal yang perl\A
diperhatikan agar pembelajaran nilai dapat efektif yaitu
perbuatan dan pembiasaan. Oleh karena dengan perbuatan
siswa dapat secara langsung melakukan pengulangan
perbuatan agar menjadi kebiasaan. Atau menjadi nilai
budaya mereka.

Interaksi antara panutan yang memben keteladanan
pada peserta didik dan kondisi lingkungan yang kondusif
untuk pembelajaran nilai sangat menguntungkan untuk
tranfer nilai melalui saling membagi dalam pengalaman.
Guru yangbaik juga dapat mengerti perasaan, pemahaman,
jalan pikiran peserta didik dan mereka diberi kesernpatan
untuk mengkomunikasikan sekaligus dapat memberi jalan
keluar dalam pergumulan pemilihan nilai yang ada tanpa
mengindoktrinasi.

Melalui pemahaman,.yang mendalam terhadap materi
pembelajaran nilai, peserta didik dapat memilih berbagai
alternatif nilai yang ada dan mengamalkan sebagai ujud
aktualisasi diri. Guru sebagai panutan yang meberi
hidupnya bagi.peserta didik diharapkan dapat merefleksi
diri melalui perasaan dan pikirannya setelah merenung dan
mendapat masukan sehingga dapat mngetahui sejauh
mana pemahaman dan pengamalan nilai yang telah
diterima dan dilakukan siswanya.

6. Aktualisasi Nilai Agama
Agama diharapkan mampu untuk mengatasi masalah

subtansial meluasnya kemiskinan, busung lapar,
pengangguran, wabah penyakit, meningkatnya angka
bunuh diri di kdalangan anak-anak, kekerasan terhadap
anak dan segala permasalahan yang dihadapi bangsa.

Agama juga diharapkan mampu memberikan kontribusi
untuk meredam kebringasan demonstrasi buruh pada
tanggal 3 Mei 2006 yang berakhir anarkhis dengan merusak
pagar jembatan tol dan pagar Gedung DPR RI yang
menyebabkan kerugian Jasa Marga dan Pemerintah lebih
dari satu mliyard empat ratus juta rupiah. Agama juga
diharapkan bisa meredam kebringasan demonstran yang
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anarkhis dengan membakar Pendopa Kabupaten Tuban
Namun kenyataannya agama (orang yang beragama) hanya
sebagai ageman (pakaian) yang tidak merubah nurani
manusia untuk bertingkah laku sesuai dengan nurani dan
budi pekem luhur sehingga manusia beragama tampil
arogan distruktif dan anarkhis.

Nilai-nilai agama diharapkan mampu memberikan
jaminan bagi hak-hak sipil dan seluruh warga bangsa
.namun kenyataannya hak untuk menjalankan agama dan
kepercayaan tanpa halangan terkendala. banyak tempat
ibadah ditutup dengan dikeluarkannya SKB 2 Mentri pada
tahun 2006 dengan alasan tidak memenuhi kuota
anggotanya dan meresahkan masyarakat. Menurut Dawan
Raharjo, negara seharusnya tidak membiarkan teror hidup

{"Cloiiesai dan sebaJiknya negara harus melindungi hak
sipil khususnya dalam menjaJankan ibadah agamanya.
Pelanggaran terhadap hak sipil yang bersumber pada hak
asasi manusia adalah kejahatan.

^ Jika negara membiarkan kelompok tertentu menerorkelompok lain, negara dalam konteks itu juga melaikukan
kejahatan, terjadinya kekerasan dalam kehidupan
beragama karena penyelenggara negara tidak memahami
hak-hak sipil. Berbagai kasus penyerangan terhadap
kelompok agama tertentu adalah bentuk pelanggaran
erhadap hak-hak sipil di Indonesia. Hal yang lebih

memprehatmkan lagi adalah penyelenggara negara
membiarkan aksi tersebut (Kompas, 1 Mei 2006; 5L

Ketidak mampuan pemerintah menyikapi berbagai kdfeus
teror terhadap kelompok agama lain, disebabkan karena
hegemoni mayoritas terhadap minoritas. Pada hal
seharusnya di Indonesia, adalah masyarakat yang
plurahstik, setiap golongan agama memiliki hak hidup yang
sama. Menurut Dawam tidak ada golongan agama minoritas
an mayoritas di Indonesia, pada dasarnya kelompok

mayoritas tidak memiliki hak lebih besar dari pada
minoritas. Sedang menurut Supomo negara Indonesia
menganut paham integralistik, menurut paham ini yang
terpenting adalah penghidupan bangsa seluruhnya. negara
tidak rnemihak golongan yang paling kuat atau mayoritas,
tidak juga memandang kepentingan seseorang sebagai
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pusat tetapi negara menjamin keslamatan hidup bangsa
seluruhnya sebagai suatu persatuan (Kaelan, 2002. 39).

7. Pengembangan Nilai-Nilai Egalitarian
Dalam mensosialisasikan Pendidikan agama di

masyarakat perlu dikembangkan nilai-nilai kebersamaan.
Hal yang sangat. penting dalam mengembangkan hidup
bersama sebagai warga bangsa adalah menanamkan nilai-
nilai toleransi antarumat beragama, bahwa bangsa
Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dan

•heterogin. Sikap saling menghormati dan menghargai
perbedaan yang ada hams senantiasa dikembangkan. Oleh
karena itu sikap eksklusif dan pemahaman terhadap agama
yang sempit harus dihindari, agama sering dijadikan alat
legitimasi untuk melakukan kekerasan terhadap pemeluk
agama lain. Tindakan antagonis ini sangat conter
producitive dengah hakikat kemanusiaan universal.

Pemahaman agama yang berada dalam tataran institusi,
hanya menghasilkan hal yang formalitas, dan belum
mengenai makna yang esensi. Sedang pemahaman makna
yang esensi, nilai-nilai agama akan dapatdijadikan motivasi
kfebersamaan, kesetaraan dalam berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu sangat penting artinya pendidikan agama
bagi generasi muda, nilai agama tidak hanya sebagai
ritualitas tetapi diharapkan dapat mengutamakan nilai-nilai
kemanusiaan.

Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama secara
baik akan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, dan dapat
dijadikan landasan spiritual, moral, etika bagi
pembangunan nasional, sehingga dapat memperkokoh
kesatuan dan persatuan bangsa.

Peringatan bagi para pakar ilmu agama sebagaimar^
dengan paradigma modem peradaban saat ini telah
mendorong rasionalisasi memasuki primordialistik, tradisi
keagamaan dan .dalam kehidupan bersama.

Sasaran yang semula menjadi akar peradaban mulai
bergeser ke arah bangun dasar negara yang menjaga
stabilitas bangsa. Kehidupan bersama saat ini bagi generasi
muda niempunyai makna berbeda, karena situasi dan
tantangan zaman berbeda. Perlu dimengerti bahwa
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kepribadian generasi muda terbentuk oleh jiwa zaman dan
untuk membentuk kepribadian global.

_Anak-anak zaman dimasa yang akan datang adalah
generasi yang memeliki kesadaran kemanusiaan, dan nilai-
nilai moral yang terkafidung secara intrensik di dalamnya.

. Oleh karena itu bagi generasi tua perlu mewariskan butir-
butir kemanusiaan secara universal dan eqalitarian, bukan
hanya. format struktur kebangsaan melainkan moralitas
dan roh yang dapat membangun hidup bersama.

Pentingnya bagi generasi penerus, pewaris cita-cita
bangsa agar menumbuhkembangkan komitment
kebangsaan dan kemanusiaan dalam sebuah masyarakat
modern suatu orde generasi dengan kemampuan kreatif

•dan tidak terbatas pada logika formal yang dangkal.

Kontribusi Nilai agama dalam membentuk kerukunan
antarumat

Menurut Rohaniawan Hartoyo nilai-nilai subtansial
sebagai akar budaya dalam hidup bersama di Amerika dan
Eropa Barat adalah nilai kasih yang diimplementasikan

•dalam segala aspek kehidupan manusia. Sebagai contoh
orang Barat sangat patuh sekali dalam tatatertib berlalu
Imtas, karena pada prinsipnya jika melanggar berarti akan
menyusahkan orang lain, di negeri Barat juga dijunjung
tm|gi nilai-nilai kehidupan orang lain atau sangat
merighargai perbedaan dan pendapat orang lain sebagai
onr»c " niasyarakat sipil (Wawancara Jum'at 19 Agustus2005). Sedang menurut Sangadi Mulya peran orang
beragama dalam kehidupan bersama adalah sebagai garam
dan terang yang menggarami dalam segenap hidup
m^usia. Prinsip nilai keagamaan adalah ibadah yane
hohstik tidak hanya ibadah ritual tetapi diterapkan dalam
segenap aspek kehidupan manusia sehingga menghasil^n
buah yang nyata menjadi berkat bagi orang lain ^
Wawancara, 19 Agustus 2005). Contoh kongkrit "Pelayanan
keagamaan" telah dilakukan oleh Almarhum Ibu Theresia
dan India, Almarhum Dr. Yohanes Lemena, Yos Sudarso
Romo YB Mangun Wijoyo yang memiliki kepekaan sosial
erhadap lingkungannya dengan memberikan hidupnya

untul< masayarakat marginal (Indra Trenggono, Kedaulatan

332 Pendidikan Kewarganegaraan



Rakyat, 29 Oktober 2005; hal 12). Menurut "^nof. Dr. Usman
Abubakar kerukunan antarumat beragama akan tei-wujud
jika bangsa Indonesia mengedepankan pendidikan formal
bagi seluruh warga bangsa, jika teijadi kesenjangan
pendidikan dan kesenjangan sosial-ekonomi maka bangsa
ini mudah terprovokasi untuk melaflcukan kekerasan
terhadap sesama warga bangsa (Wawancara, 21 Agustus
2005).

Dalam sosialisasi pendidikan nilai agama secara
univci-sai dan holistik, perlu dipahami.pendidikan formal.

' Oleh karena kesuksesan pendidikan formal dalam
mewujudkan kerukunan antarumat diukur dengan
penguasaari nilai-nilai IPTEKS dan soft skils yaitu
kemampuan untuk bekcrja antar kelompok keagamaan,
bekerja dalam tekanan, kemampuan memimpin,
kemampuan berkoordinasi, berkomunikasi dalam banasa
Indonesia dan asing, tabah dan gigih, percaya diri, memiliki
kemampuan memanfaatkan teknologi intormasi untuk
mendapaikan dan memanfaatkan informasi dan memiliki
nasionalisme tinggi tidak banyak tuntutan (Sofian,
Kedaulatan Rakyat, 19 Agustus 2005; 5). Nilai-nilai
kebersarciaan perlu dijunjung tinggi seperti kosep
**manuTiggaling hawulo gusti" yang menekankan
kebersamaan dan keteladanan pemimpin terhadap
rakyatnya seperti Almarhum Sultan HB TX mengorbankan
tahfa untuk rakyatnya (Riswanda, Radar Yogya, 29 Oktober
2605).

Dalam mewujudkan peradaban yang baik perlu strategi
perjuangan kultural dan struktural secara bersama,
struktural dalam arti politik, perbaikan struktural ini
sarana yang paling efektif adalah melalui parpol. Semantara
kultural itu merupakan perjuangan panjang. Perjuangan
membangun mentalitas melalui nilai-nilai keadilan dan
demokrasi yang berorientasi pada nilai-nilai a^ma
(Kedaulatan Rakyat, 29 Oktober 2005; 5). Sedang Nilai^ilaii
di atas dapat diujudkan karena nilai-nilai agama yang
dihayati dan diamalkan dapat memberi kekuatan,
memberikan kemampuan, kesanggupan dan kedamaian
bagi penganutnya..
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8. Konsep Masyarakat Spil [Civil Sosiety) atau
Masyarakat Madani ^
Civil Society ata.u masyarakat sipil dalam bahasan ilmu

sosial dimaknai sebagai konsep yang berkaitan dan
dipertentangkan dengan "masyarakt politik" yang secara
umum dipahami sebagai negara. Konsep ini pertama kali
timbul di Eropa pada zaman Enlightment. Konsep
masyarakat sipil dapat dilacak pemikiran tokoh humaniora
seperti Hobbes, Locke, IVIontesquie, Roousseau. Civil Society
dipahami sebagai kawasan privat yang dipertentangkan
dengan kawasan negara atau publik. Pemikiran ini
men^bah wacana civil society sebagai diskurs pemikiran
kristis terhadap kapitalisme (Andi Mallarangeng, 200: 14).
Sedang di Eropa Timur muncul da^awarsa 1980 an sebagai
jawaban terhadap negara dengan sistem partai tungggal,
dan kemudian menjalar ke Eropa Barat dengan konsep
.negara k^sejahteraan" (Welfare State). Amirika Latin,
Afrika, Asia dam Timur tengah konsep civil society
digunakan untuk mengekspresikan perjuangan untuk
demokratisasi dan pembahan politik.

Masyarakat sipil adalah masyarakat dimana hak dan
kew^jiban dihargai dan dijunjung tinggi, sehingga tercipta
masyarakat yang damai, adil, dan berbudaya dan teijadi
kerukunan antarumat beragama dengan ciri-cirinya adalah
(i) mengakaui keanekaragaman budaya yang merupakan
dasar pengembangan identitas bangsa, (ii) pentingnya saling
pengertian antar sesama anggota masyarakat dan memiliki
toleransi yang tinggi, (iii) perlunya lembaga sosialisasi nilai-
nilai demokrasi dan kepastian hukum (Istiqomah, 2003;

Dalam perkembangan politik di Indonesia pada iMsa §
razim Suharto, wacana civil society telah menjadi suatu cara
untuk melepaskan ketidak puasan terhadap pengelolaan
praktik-praktik Orba dalam pengelolaan sosial, politik dan
budaya. Di tengah hegemoni negara yang melakukan
pembatasan kebebasan, civil society memperoleh
mementum sebagai obyek wacana bertepatan dengan masa
reformasi Untuk mengoreksi terhadap era sebelumnya.
Akhimya civil society terakumulasi dijadikan cita-cita yang
ideal untuk mewujudkan Indonesia Baru. Pada masa- itu
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diadakan banyak seminar, talkshow, dan banyak artikel
yang mengkonscp Indonesia baru yang terkait dengan
masy^irakat sipil. Pada masa pemerintahan Habibie konsep
masyarakat sipil telah dijadikan acuan reformasi dan
pembentukan Indonesia' Baru melalui pendirian Tim
Nasional Reformasi menuju Masyarakat Sipil. Namun yang
terjadi justru kontra produktif telah terjadi fenomena
radikalisme masa menggunakan isntsrumen agama untuk
kepentingan kelompok, terlihat ada kesenjangan antara
harapan dan kenyataan sosial yang menanmpil amuk masa
yang distruktif. Hal yang lebih memprehatinkan lagi adalah
sebagian besar fenomena komunalisme dan radikalisme
masa menggunakan intrumen agama dalam menggunakan
ideologi dan gerakannya justru anti demokrasi dan tidak
sesuai dengan hakikat msyarkat sipil (Sunarso, 2004: 34).

Menurut Denny dalam "Terancamnya Konsolidosi
Demokrasi!' ada tiga ^^ariabel utan\a dalam mewujudkan
kehidupan demokrasi untuk mewujudkan masyarakat sipil
adalah (i) Pertumbuhan ekonomi, jika ekonomi suatu
negara tidak tumbuh maka negara itu tidak akan mencapai
demokrasi, "(ii) Variabel kedua yang mempengaruhi
konsolidasi adalah kultur liberal; nilai eqalitarian terlepas
dari isu SARA dan jender, (iii) Kesepakatan elit, tentang
kesepakatan aturan main politik (Denny, 2006: 16).

Ap|t' yang terjadi di Indonesia ketiga variabel tersebut
sangat buruk, ekonomi mengalami krisis, kultur libeial
tidak terjadi tetapi justsru kultur intoleran dan kekerasan.
Sementara itu tak ada aturan main bersama yang
disepakati. Melalui pendidikan demokrasi diharapkan
mengahasilkan fondasi politik yang kokoh dengan
menghasilkan ,ekonomi yang tumbuh, kultur liberal dan
kesepakatan elite dalam aturan main politik.

Dalam negara demokrasi untuk mewujudkan kerukuna%
umat beragama dan mewujudkan masarakat sipil
perumusannya disesuaikan dengan tuntutan zaman. Oleh
karena itu, konsep rule of low (negara hukum) yang direvisi
ahli hukum intemasional merumuskan pemerintah yang
demokratis memiliki kfiteria (i) perlindungan konstitusional,
(ii) badan kehakiman yang bebas, (iii) pemilu yang bebas,
(iv) kebebasan menyatakan pendapat, (v) kebebasan
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beroposisi, dan (vi) pendidikan kewarganegaraan. Nilai-nilai
demokrasi yang hams ada menurut Mayo ialah (i)
penyelesaian konflik secara damai dan melembaga; (ii)
menjamin perubahan secara damai, (iiD rnenyelenggarakan
pergantian pemimpin secara teratur, (iv) membatasi
pemakaian kekerasan, (v) menganggap wajar adanya
keanekaragaman dalam masyarakat, dan (vi) menjamin
tegaknya keadilan (Sunarso, 2004: 37).

Nilai-nilai tersebut di atas harus disossialisasikan
mel^ui pendidikan formal di sekolah dasar atau khususnya

generasi penerus, dan diimplemtasikan dalam
kehidupan nyata dalam berbangsa, bernegara. Pendidikan
demokrasi berfungsi membentuk watak bangsa, peradaban
bangsa yang bermartabat, dan mencerdasakan kehidupan
banpa. Menjadikan warga negara yang baik bertaqwa
terahadan Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandari, bertanggung jawab dan
demokratis sehingga tercapai masyarakat sipil (Dr. Udin
SW, 2006: 2).

Petididikan Agama diharapkan menghasilkan peserta
didik yang menjadi garam dan terang ditengah-tengah
masyarakat yang ditekankan dalam bentuk pendidikan nilai

^,'(budi pekerti atau value education), memeliki kesadaran
berani mengambil sikap positif demi masa depan bangsa
y^g bertujuan untuk mewujudkan warga negara yang baik
(Good Citizen) dengan kriteria bersedia memberikan
hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negara sesuai
engan profesinya masing-masing. Pendidikan nilai agama

yang diberikan, harus diintegrasikan dalam seluruh mata
pelajaran dan melekat pada setiap pendidik maupun
pengajar seperti nilai kebebasan, persamaan, persaudaraan,
kesatuan [liberty, eqality, frantemity, unity), demokrasi-
demokratisasi, kebangsaan, kebhinekaan, pluralisme.

Seorang pendidik diharapkan pembawa niim a^ama
tentang kehidupan dalam masyarakat pluralis, meneladani
murid-muridnya untuk mengasihi sesama umat, seperti
mengasihi dirnya sendiri. Melalui perumpamaan seperti
Orang Samaria yang baik hati , seorang guru telah
menjelaskan sikapnya bahwa sebagai warga masyrakat
pengikutnya harus mengasihi sesama dengan totalitas
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hidupnya, tidak memandang suku, antar golongan, r^s^dan
agama (lintas SARA). Oleh karena itu pendidikan agama
yang terintegratif mempakan tututan yang harus
ditindaklanjuti oleh setiap WNI dalam rangka untuk
mewujudkan kerukunan antarumat beragama.

Nilai-nilai agama diharapkan dapat m£ngajarkan
kepedulian terhadap manusia, pengikutnya menghayati dan
mengamalkan ajaran agamanya dengan mempraktikkan
dalam kehidupan nyata, bekerja sama, berdialog,
bersinergis antarumat beragama mengentaskan
kemiskinan, mengurangi pengangguran, menyantuni anak
terlantar dan orang-orang miskin, membangun Indonesia
Baru. Nilai-nili keagamaan secara universal pada dasarnya
monolak agama verbalistik, formalisme, tetapi
mengutarnakan keyakinan dan perbuatan terhadap sesama
manusia. Ajaran agama memerintahkan agar setiap
pemeluknya; mempu mengekspresikan keyakinannya dalam
kepedulian terhadap sesama manusia yang paling
membutuhkan Dengan demikian setiap pemeluk agama
terpanggil untuk mengahdirkan aktualisasi karya dalam
kehidupan m9.syarakat yang merupakan salah satu hakikat
keyakinan

Pendidikan Kewarganegaraan I 337



KETAHANAN NASIONAL
SEBAGAI GEOSTRATEGI INDONESIA

A. Pendahuluan

Setiap bangsa mempunyai cita-cita karena cita-cia
berfungsi sebagai penentu untuk mencapai tujuan. Tujuan
bangsa Indonesia telah dicantumkan dalam Pembukan UUD
1945. Dalam usaha mencapainya banyak mengalami
hambatan, tantangan, dan ancaman. Ol^h ksirena itu, perlu
kekuatan untuk mewujudkannya. Kekuatan untuk
menghadapi masalah tersebut dikenal dengan istilah
Ketahanan Nasiondl. Ketahanan Nasional perlu dibina terus-
menerus dan dikembangkan agar kelangsungan hidup bangsa
tersebut dapat dijamin.

Dalam sejarah perjuangan bangsa, Ketahanan bangsa
Indonesia .|elah teruji, bangsa Indonesia mampu mengusir
penjajahan Jepang, Belanda, menghadapi sparatis RMS, PRRI
Permesta, DI Til, PKI, GAM, Papua Merdeka. NKRI tetap tegak
berdiri karena memiliki daya tahan dalam menghadapi
ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG).
Bangsa Indonesia mengahadapi permasalahan KKN, Krisis
moneter, kemiskinan, pengangguran, konflik SARA
pelanggaran HAM, SDM yang rendah, globalisasi, namun
hanya dengan ketahanan bangsa saja kelangsungan hidup
bisa terjamin.

B. Pengertian Ketahanan Nasional

Ketahanan berasal dari asal kata "tahan" ; tahan menderita,
^bah kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah.
Ketahanan berarti berbicara tentang peri hal kuat, keteguhan
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hati, atau ketabahan. Jadi Ketahanan Nasional adalah peri hal
kuat, teguh, dalam rangka kesadaran, sedang pengertiail* «
nasional adalah penduduk yang tinggal disuatu wilayah dan
berdaulat. Dengan demikian istilah ketahanan nasional adalah
peri hal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan
nasional.Pengertian Ketahanan Nasional dalam bahasa Inggris
yang mendekati pengertian aslinya adalah national resili^ce
yang mengartdung pengertian dinamis, dibandingkan
pengertian resistence dan endurance,

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu
bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung
kemampuan untuk mengembahgkan kekuatan nasional,
dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman,
hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan
dalam yang secara langsung dan tidak langsung
membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup
bangsa dan negafa serta perjuangan mengejar Tujuan
Nasionalnya.

Keadaan atau kondisi selalu berkembang dan keadaan
berubah-ubah. Oleh karena itu, ketahanan nasional hams
dikembangkan dan dibina agar memadai sesuai dengan
perkembangan zaman. Jika kita mengkaji ketahanan nasional
secara luas kita akan niendapatkan tiga "wajah" ketahanan
nasional, walaupun ada persamaan tetapi ada perbedaan satu
sama lain:

(1) Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamis mengacu
keadaan "Ryata riil" yang ada dalam masyarakat, dapat
diamati dengan pancaindra manusia. Sebagai kondisi
dinamis maka yang menjadi perhatian adalah ATHG di
satu pihak dan adanya keuletsin, ketangguhan, untuk
mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi
ancaman.

(2) Ketahanan nasional sebagai konsepsi pengaturan dan
penyelenggaraan negara diperlukan penataan
hubungan antara aspek kesejahteraan
(IPOLEKSOSBUD) dan keamanan (Hankam). Dalam
konsepsi pengaturan ini dirumuskan ciri-ciri dan sifat-
sifat ketahanan nasional, serta tujuan ketahanan
nasional.

Pendidikan Kewarganegaraan I 339



.IW

(3) Ketahanan Nasional sebagai metode berpikir, ini' berarti
suatu pendekatankhas yang membedakan dengan
metode berpikir lainnya. Dalam ilmu pengetahuan
dikenal dengan metode induktif dan deduktif, hal ini
juga dalam ketahanan nasional, dengan suatu

. tambahanyaitu bahwa seluruh gatra dipandang
sebagai satu kesatuan utuh menyeluruh.

C. Metode Astagatra

Dalam usaha mencapai tujuan nasional senantiasa
menghadapi ATHG sehingga diperlukan suatu ketahanan yang
mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional
yang didasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut.

Sebagai makhluk Tuhan pertama-tama berusaha
mempertahanakan kelangsungan hidupnya. Secara
antropologis budaya manusia merupakan makhluk Tuhan
pahng sempuma karena mempunyai akal budi sehingga lahir
manusia berbudaya. Sebagai manusia berbudaj^a mengadakan
hubungan dengan alam sekitarnya dalam usaha
mempertahankan. eksistensinya dan kelangsungan hidupnya.

ubuhgan-hubuhgan itu adalah (i) hubungan manusia dengan
Tuhannya, dinamakan "agama", (ii) hubungan manusia
dengan cita-citanya, dinamakan "ideologi", (iii) hubungan
manusia ^^dengan kekuasaan, dinamakan "politik", (iv)
hubungail manusia dengan pemenuhan kebutuhan
dmamakan "ekonomi", (v) hubungan manusia dengan manusia
lamnya, dmamakan "sosial", (vi) hubungan manusia dengan
rasa kemdahan, dinamakan "seni/budaya", (vii) hubunggan
manusia dengan pemanfaatan alam, dinamakan "IFTEK', (viii)

u manusia dengan rasa aman, dinamakan "Hankam".Hubungan manusia dengan lingkungannya pada
h^ikatnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya, yaitu kesejahteraan dan keamanan. Untuk
menjamm kelangsungan hidup suatu bangsa diperlukan suatiF
konsep pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan
keamanan serasi dalam semua aspek kehidupan nasional.
Ketahanan Nasional pada hakikatnya merupakan konsepsi
dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan
keamanan dalam kehidupan nasional. Kehidupan nasional
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dapat dibagi dalam berbagai aspek sebagai berikut; aspek
alamiah yang meliputi posisi lokasi geografi, keadaan dan
kekayaan alam, serta kemampuan penduduk, (n) aspek
alamiah terdiri dari 3 aspek yang ^ikenal dengan istilah
"Trigatra",' (iii) aspek sosial yang meliputi- IPOLEKSOSBUD-
Hankam. yaitu ideologi. politik, sosial. budaya, ci^n hankarn
alau dikenal dengan istilah pancagatra. kehidupan nasional
merupa-kan gabungan antara trigatra dan pancagatra,
sehingga disebut juga dengan istilah astagatra Antara gatra
satu dan lainnya terdapai hubungan timbal bahk (korelasi)
dan saling ketergantungan (interdependensi). (Bandingkan
dengan konsep Hans Morgenthau dalam Politic among
Nations; unsur-unsur kehidupan nasional terdiri dari geografi,
sumber alam, kapasits industri, kesipaan militer, penduduk,
karakter nasional, semangat nasional, kualitas diplomasi, dan
kualitas pemerintah).

D. Aspek Trigatra
1. Posisi dan Lokasi Geografi Negara '

Secara geografis wujud negara dapat berupa (i) negara
yang dikelilingi daratan seperti Laos, Swis, Afganistan, (ii)
negara daratan^dengan sebagian perairan laut, seperti Irak,
Brunai Darusalam, (iii) negara pulau, seperti Australia dan
Malagasi, dan (iv) negara kepulauan [Archipelagic state),
misalnya Indonesia. Bentuk, keadaan, dan lokasi geografi
suatu ^gara sangat mempenganihi kehidupan bangsa
yang melidiaminya dalam penyelenggaraan dan pengaturan
kesejahteraan dan keamanan. Negara kepulauan dalam
membina ketahanan nasionalnya akan lebih banyak
memanfatkan potensi lautnya. Posisi atau letak geografis
suatu negara akan sangat menentukan peran negara
tersebut dalam percaturan lalu lintas dunia dan akan
menghadapi berituk-bentuk ancaman yang berbeda. Dapat
ditarik kesimpulan bahwa letakgeografis suatu negara akan
berpengaruh terhadap ketahanan nasional suatu bangsa.

Pengaruh letak geografis terhadap politik melahirkan
geopolitik dan geostrategi, sehingga dikenal dengan
wawasan nasional suatu bangsa yang tumbuh karena
pengaruh tersebut. Pengaruh tersebut dikenal dengan
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istilah wawasan benua, samudera, atau kombinasinya.
Bangsa Indonesia berpendapat bahwa wawasan-wawasan
tersebut di atas bersifat rawan dan tidak kekal. Namun,
justru pemanfaatan tanah, air^ dan ruang yang
diintegrasikan dengan unsur-unsur sosial^secara simultan
di dalam suasana yang serasi, seimbang, dan dinamis
dapat menunjang penyelenggaraan dan peningkatan
ketahanan nasional. Dengan demikian, setiap negara dapat
mengembangkan wawasan nasionalnya sendiri-sendiri
sesuai dengan kondisi geografisnya.

2. Keadaan dan Kekayaan Alam
Kekayaan alam suatu negara adalah segala sumber dan

potensi alam yang didapatkan di bumi, laut, dan udara
yang berada di wilayah suatu negara. Kekayaan alam itu
meliputi flora, fauna, dan tambang yang keberadaannya
bisa di atmosfir, di permuka^ bumi, dan di dalam bumi.
Kekayaan alam itu ada yang dapat diperbarui dan ada pula
yang tid^ dapat diperbarui. Kekayaan alam yang ada di
bumi didistribusikaii secara tidak merata atau tidak

. teratur, sehingga ada negara yang kaya sumber daya alam
dan ada pula negara yang miskin sumber daya alam. Hal
itu menyebabkan terjadinya ketergantungan antarnegara
yang - pada gilirannya dapat menimbulkan problem
hufenngan internasional yang kompleks. Suatu negara yang
keButuhan sumber daya alamnya tidak terpenuhi pasti
akan memenuhinya dengan berbagai upaya. Hal itu tentu
akan menimbulkan berbagai masalah, baik ekonomi,
pohtik, sosial, budaya maupun Hankam. Oleh karena itu,
kekayaan alam sebagai kekuatan nasional harus dapat
dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menunjang
pembangurian nasional. Agar dapat mengatasi kerawanan
dan ancaman yang mungkin timbul, diperlukan menejemen
peiigelolaan SDA yang berdasarkan asas maksimal, le^ri, .
dan berdaya saing. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa kekayaan alam apabila dikelola dengan baik dapat
meningkatkan ketahanan nasional. Sebaliknya, jika tidak
dapat dikelola dengan baik justru akan mengganggu
ketahanan nasional.
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3. Keadaan dan Kemampuan Penduduk
Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah

negara. Manusia, melalui tindakannya, merupakan faktor
penentu terciptanya kelahanan nasional yang baik. Artinya,
penyelenggaraan negara yang dapat menciptakan
kesejahteraan dan keamananan rakyatnya tergantung pada
faktor manusia. Hal-hal yang terkait dengan keadaan
penduduk suatu negara meliputi (i) jumlah penduduk dan
perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh adanya
fertiiitas, mortalitas dan migrasi, (ii) komposisi penduduk
atau susunan penduduk menurut umur dan jenis kelamin,
dan (iii) persebaran penduduk. Keadaan penduduk sangat
berpengarub terhadap penyediaan tenaga kerja pengelola
kekayaan alam dan berpengaruh pula terhadap personal
yang mampu mengelola hankam. Oleh karena itu, agar
dapat menyelenggarakan kesejateraau dan keamanan
diperlukan keadaan penduduk yang memadai, baik jumlah,
komposisi, maupun persebarannya.

Segi positifdari pertumbuhan penduduk adalah
pertambahan angkatan kerja (man power). Artinya,
bertambahnya tenaga kerja [labour force) merupakan
potensi terhadap peningkatan kapasitas produksi, tetapi hal
itu harus'disertai dengan pertambah kesempatan kerja agar
tidak timbul persoalan yang lain, yaitu banyaknya
pengangguran. Pada umumnya, penduduk Indonesia
merupakan tenaga kerja yang kurang berkualitas.
Berdasarkan Human Development Index (HDI) pada tahun
2002, Indonesia berada pada ranking 110 dan pada tahun
2003 berada pada posisi 112 di bawah Vietnam (109),
Filipina (85), Thailand (74), Brunai Darusalam (31), Korea
Selatan (30), dan Singapura (28). Menurut Ibrahim,
berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh
International Institute for Menegement Development (IMD)
yang berkedudukan di Lausanne Swiss, Indonesia
merupakan negara yang berdaya saing terendah dari 49
negara yang diteliti.

Mengingat posisi Indonesia yang seperti itu kita dituntut
untuk bekerja keras dalam pengembangan SDM agar
mampu bersaing (Noor Fitrihana, 2004: 21). Pengembangan
SDM merupakan kunci dalam menghadapi era globalisasi.
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Beny Sutrisno, Direktur PT. Apac Inti Corpora, menyatakan
bahwa SDM merupakan aset penting dalam upaya
peningkatan daya saing yang semakin ketat. Kenyataan ini
menuntut program pembinaan SDM yang komprehensif dan
holistik. Oleh karena itu, pengembangan SDM merupakan
priontas utama dalam menghadapi globalisasi. Dalam era
global, terutama sektor ekonomi, akan terjadi perang harga
^alitas, dan pelayanan tanpa batas negara; termasuk
1 ang tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja akan menjadi

taktor penentu nilai kompetitif dan nilai produktivitas.
Tenaga kerja yang berkualitas yang dapat menghasilkan
barang atau jasa yang berkualitas dan inovatif. Oleh karena
itu, SDM harus digarap secara serius agar memiliki dava
saing. ^

Pertumbuhan penduduk yang cepat bila tidak disertai
dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menimbulkan
banyaknya penggangguran. Sebagai contoh, peningkatan
angka pengangguran yang disebabkan oleh krisis moneter
ternyata menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan
n^kam. Deipikian pula, pertumbuhan penduduk yang
tioak disertai oleh peningkatan kualitas sumber daya
manusia akan mengakibatkan ketimpangan sosial ekonomi
dan al^irnya juga akan melemahkan ketahanan nasional.
Oleh k^ena itu, campur tangan pemerintah dalam
menm^atkan keseimbangan pertumbuhan dan'
penyebaran penduduk sangat diperlukan. Pertumbuhan
ekonomi yang seimbang dapat meningkatkan ketahanan
nasional.

E. Aspek Pancagatra
1. Aspek Ideologi

Ideologi suatu negara diartikan sebagai guiding of^
principles atau prinsip yang dijadikan dasar atau pemberi
arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam
melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan
nasional suatu bangsa (negara). Ideologi adalah
pengetahuan dasar atau cita-cita. Dengan kata lain, ideologi
merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan
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yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dal^m
kehidupan nyata (Endang Zaelani Sukaya, 200: 105).

Sesuai dengan kompleksitas kehidupan manusia,
ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan,
yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan
nierupakan kebulatan' ajaran dan doktrin. Faktoi yang
mempengaruhi ketahanan ideologi adalah nilai dan sistem
nilai. Ideologi yang baik hams mampa menampung aspirasi
masyarakat, baik secara individu maupun sosial. Agar
dapat mencapai ketahanan nasional di bidang ideologi
diperlukan penghayatan dan pengamalan ideologi secara
sungguh-sungguh.

Agar bangsa Indonesia memiliki ketahanan di bidang
ideologi, Pancasila harus dyadikan pandangan hidup
bangsa dan diperlukan pengamalan secara objektif dan"
subjektif. Semakin tinggi kesadaran suatu bangsa untuk
melaksanakan ideologi akan semakin tinggi ketahanan di
bidang ideologi. Dalam strategi pembinaan ideologi ada
beberapa prinsip yang harus diperhatil^an.

(1) Ideologi hams diaktualisasfkan dalam bidang
kenegaraan dan oleh WNI.

(2) Ideologi sebagai perekat pemersatu hams
ditanamkan pada selumh "^I.

(3) Ideologi hams dijadikan^anglima bukan sebaliknya
(Abdulkadir Besai", 1988).

(4) Akatualisasi ideologi dikembangkan ke arah
keterbukaan dan kedinamisan.

(5) Ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam
hidup berbangsa dan dijadikan alat untuk
menyejahterakan dan mempersatukan masyarakat.

(6) Kalangan elit eksekutif, legeslatif, dan yudikatif
hams mewujudkan cita-cita bangsa dengan
melaksanakan GBHN dengan mengedepankan
kepentingan bangsa.

(7) Mensosialisasikan idologi Pancasila sebagai ideologi
humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan
berkeadilan. Proses sosialisasi Pancasila dilakukan
secara objektif dan ilmiah (bukan doktriner) dengan
metode yang sesuai dengan perkembangan zaman.
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;*>(8) Tumbuhkan sikap positif terhadap warga negara
dengan meningkatkan motivasi untuk mewujukan
cita-cita bangsa. Perlunya perbaikan ekonomi untuk
mengakhiri krisis- moltidemesional (Endang Zaelani
Sukaya, 2000: 109). ^

2. Politik

a. Pengertian
Dalam hal ini politik diartikan sebagai asas, haluan,

atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai
tujuan dan kekuasaan. Oleh karena itu, masalah politik
sering dihubungkan dengan masalah kekuasaan dalam
suatu negara yang berada ditangan pemerintah.
Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor,
yaitu (i) sektor masyarakat yang berfungsi memberikan-
masukan {input) yang terwujud dalam pernyataan
keinginan dan tuntutan kebutuhan ^serta (ii) sektor
pemerintahan yang berfungsi sebagai keluaran (out-put)
yang berupa kebijaksanan yang melahirkan peraturan
perundang-undangan sebagai keputusan politik.

Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara
sangat menentukan kehidupan politik di negara yang
bersangkutan. Sistem politik yang dilaksanakan
biasanya merupakan pencerminan interaksi antara
masukan dan keluaran. Keseimbangan antara masukan
dan keluaran itu bersifat dinamis dan atau selalu
berubah-ubah sesuai dengan tingkat stabilitas nasional.
Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan
di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan
dan keserasian antara masukan dan keluaran
berdasarkan Pancasila dan merupakan pencerminan dari

-.demokrasi Pancasila. Dalam penyelenggaraannya diatur
sebagai berikut: (i) kebebasan individu tidak bersifat
mutlak, tetapi harus dilaksanakMi $ secara
bertanggungjawab, dan harus melekat pada kepentingan
bersama dan (ii) tidak akan terjadi dominasi mayoritas
sebab tidak selaras dengan semangat kekeluargaan yang
men^tamakan musyawarah untuk memperoleh
mufakat.
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b. Ketahanan Politik Dalam Negeri
Dalam rangka mewujudkan ketahanan politik,

diperlukan kehidupan politik bangsa yang sehat,
din amis, dan mampu memelihara stabilitas politik
berdasakan ideologi Pancasila dan yUD 1945. Ketahanan
politik dalam negeri menyangkut hal-hal berikut ini."

(1) Sistem pemerintahan berdasarkan hukum, tidak
berdasarkan kekuasaan yang bersifat absolut,
dan kedaulatan ditangan ral^yat.

(2) Dalam kehidupan politik dimungkinkan
terjadinya perbedaan pendapat, namun
perbedaan tersebut bukan menyangkut nilai
dasar, sehingga tidak antagonis yang menjurus
ke arah konflik.

(3) Kepemimpinan nasional diharapkan mampu
mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam
masyarakat de'ngan tetap memegang-teguh nilai-
nilai Pancasila. ^

(4) Terjalin komunikasi timbal balik antara
pemefintah dan masyarakat, antara kelompok

/.'• kepentingan dan golongan-golongan untuk
mewujudkan tujuan nasional.

- c. Ketahanan Aspek Politik Luar Negeri
xr Ketahanan aspek politik luar negeri berkenaan

dengan hal-hal berikut ini.
(1) Hubungan politik luar negeri ditujukan untuk

meningkatkan kerja sama intemasional di
berbagai bidang atas dasar saling
menguntungkan, dan meningkatkan citra politik
Indonesia dan memantapkan persatuan dan
kesatuan.

(2) Politik luar negeri dikembangkan berdasarkan
skala prioritas dalam rangka men^gke^kan
persahabatan dan kerja sama antarn^ara
berkembang dan negara maju sesuai dengan
kepentingan nasional. Keija sama antara negara
ASEAN dalam bidang sosial, ekonomi dan
budaya, Iptek dan kerja sama dengan negara
Non-Blok.
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(3) Citra positif bangsa Indonesia perlu ditingkatkan
melalui promosi, diplomas!, lobi^ internasional,
pertukaran pemuda, dan kegiatan olah raga.

(4) Perjuangan bangsa Indonesia untuk
meningkatkan kepentingan nasional seperti
melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan
diplomasi negatif negara lain dan hak WNI di luar
negeri perlu ditingkatkan (Sumarsono, 2000:
116).

3; Aspek Bkonomi
Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah

dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi (SDA,
tenaga kerja, modal, teknologi. dan menejemen> dan
distribusi barang serta jasa untuk kesejahteraan rakyat.
Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya
menmgkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang
dan jasa -secara merata ke seluruh wilayah negara.
Ketahanan di bidang ekonomi sangat erat sekali dengan
ketahanan nasional.

TeKat bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan
nasipiial yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945
dituangkan dalam pembangunan nasional. Karena
pembangunan itu tidak dapat dilakukan secara menyeluruh
dalam waktu yang bersamaan, diperlukan pembangunan
yang menitikberatkan di bidang ekonomi dengan tidak
mengabaikan bidang-bidang lainnya. Pembangunan
ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan
nasional. Namun demikian, pelaksanaannya harus dapat
menjamm aspek pemerataan dan keadilan. Hal ini berarti
harus mencegah semakin lebarnya jurang pemisah anl^a
aya dan miskin. Dampak pelaksanaan pembangunan

ekonomi diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan
perluasan lapangan kerja.

Dalam usaha mewujudkan ketahan ekonomi bangsa
diperlukan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis dan
mampu menciptakan kemandirian dengan daya saing tinggi
serta muaranya untuk kemakmuran rakyat yang adil dan
merata. Pembangunan diharapkan dapat memantabkan
ketahanan ekonomi, iklim usaha yang sehat,
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memanfaatkan Iptek, tersedianya barang dan jasa, serta
meningkatkan daya saing dalam lingkup perekonomian
global. Agar dapat tercipta ketahanan ekonomi
diinginkan perlu upaya pembinaan ternadap berbagai tial
yang menunjang yang antara lain sebagai berikut.

(1) Sistem ekonomi diarahkan untuk kemakmuran
rakyat melalui ekonomi kerakyatan untuk menjamin
kelangsungan hidup bangsa.

(2) Ekonomi kerakyatan hams menghindari (i) free
fight lieberalism yang menguntungkan pelaku
ekonomi kuat, (ii) sistem etatisme di mana negara
berserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan
serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit
ekonomi di luar sektor negara, (iii) tidak dibenarkan
adanya pemusatan.kekuatan ekonomi pada suatu
kelompok dalam bentuk monopoli yang
bertentangan dengan cita-cita keadilan.

(3) Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang
dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan
Tceterpaduan antarsektor pertanian, industri, dan
jasa. ,

(4) Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usana
bersama atas dasar asas kekeluargaan, serta

• mendorong peran masyarakat secara aktif. Perlu
diusahakan kemitraan antarpelaku ekonomi dalam
wadah kegiatan antara pemerintah, BUMN,
koperasi, badan usaha swasta, dan sektor informal
untuk mewujudkan pertumbuhan, pemerataan, dan
stabilitas ekonomi.

(5) P.emerataan pembangunan dan hasil-hasilnya harus
senantiasa dilaksanakan melalui keseimbangan dan
keselarasan pembangunan antarwilayah^^
antarsektor.

(6) Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan dalam
meningkatkan kemandirian ekonomi dengan
memanfaatkan sumber daya nasional dan memakai
sarana ipteks dalam menghadapi setiap
permasalahan, serta tetap memperhatikan
kesempatan kerja (Sumarsono, 2000: 120).
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Perlu disadari hubungan antara Utara dan Selatan yane
cenderung timpang. Utara diwakili oleh negara-negara maju
sedangkan Selatan diwakili oleh negara-negara
berkembang. Bahan-bahan baku milik negara Selatan atau
negara barkembang cenderung dibeli dengan harga murah
dan-sesudah diolah menjadi barang jadi dijual ke selatan
engan harga yang mahal. Jadi negara-negara Selatan

cendemng dieksploitasi oleh negara maju dan selalu
dipihak yang kalah dalam posisi tawar.

Perlu diwaspadai adanya New-Neokolonialisme seperti
yang diungkapkan oleh Presiden Sukarno dan dikutip oleh
Mubyarto berikut: Colonialism has also its modern dress in
me Jorm ofeconomic control, intellectual control, (and) actual
physical control by a small but alien community with a
nation. (Kolonialisme juga mempunyai pakaian yang baru

penguasaan ekonomi, penguasaan
intelektual, (dan) penguasaan fisik ol^h sekolompok kecil
masyarakat dalam lingkup bangsa (sendiri) tetapi terasing).
Lima puluh tahun kemudian, ramalan Bung Karno itu
temyata terbukti. Pada 26 Februari 2005, 3 hari menjelang
pemfenntah menaikan harga BBM, 36 cendekiawan yang
iginng Freedom Institute memasang iklan satu halaman

penuh untuk mendukung kenaikan harga BBM.
Cendekiayan itu menggunakan alasan ilmiah, yaitu hasii
penehti-^, yang segera dibantah oleh penelitian lain sebagai
hasil yang keliru. Hal ini berarti bahwa 36 cendekiawan .
Freedom Institute" telah mengorbankan kepentingan rakyat

demi kepentingan ekonomi asing yang tidak henti-hentinya
menguasai ekonomi Indonesia. Inilah kolonialisme dengan
baju baru yang justru diwakili oleh cendekiawan bangsa.
Dengan demikiaji, cendekiawan ini telah terasing dari
bangsanya sendiri. ^

Kondisi ekonomi dan poliltik sekarang, khususnya Asia t
dan Afnka. dikuasai oleh paham Corporatocracy, yaitu
paham penguasaan dunia melalui kegiatan-kegiatan
korporat (usaha-usaha korporat). Dr. Ruslan Abdulgani.
Sekjen Konferensi Asia Afrika (AA) waktu itu
mempertanyakan pentingnya peringatan 50 tahun
Konferensi AA karena tidak terlalu banyak dapat berharap
untuk memperbarui dan meningkatkan solidaritas negara-
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negara AA. Alasanya, kepentingan negara-negara itu sudah
menjadi sangat berbeda-beda, kekuatan negara kapitalis
neoliberal sangat kuat, negara AA -hampir semua terjebak
utang luar negeri yang "tidak dapat dilunasi".

Di dalam buku Confessions of an Economic Hit Man
(Penggakuan dosa seorang penembak ekonomi) John
Parkins menyatakan bahwa agar negara-negara kaya
sumber daya alam seperti Indonesdia diberi hutang
sebanyak-banyaknya, sampai negara itu tidak dapat
membayar utangnya. Negara pertama yang dijerat
ekonominya masuk Global empire Amerika yaitu Indonesia
pada awal pemerintahan orba 1971. Bahaya
neokolonialisme. ini tidalc diwaspadai bahkan dianggap
sebagai "penyelamat" ekonomi kita dari kemiskinan.

Tanda-tanda neokolonialisme di Indonesia amat jelas,
yaitu muncul ketika orba runtuh dan diganti, orde reformasi
yang berkembang tidak terkendali. Dalam konstitusi terlihat
jelas ketika pasal 33 UUD 1945 diangap perlu untuk diganti
karena berbau sosialisme; pada hal paham ini telah
bangkrut dengan kemenangan koloniaJisme yang dipimpin
Amerika. Asas ekonomi kekeluargaan yang jelas-jelas
merupakan ideologi nasional diancam digusur dan diganti
deng&n asss' pasar. Meskipun MPR memutuskan
mempertahankan asas kekeluargaan, Mahkamah Konstitusi
telah berhasil mengobrak-abrik lagi UUD 1945 dengan
amandemennya dan bersemangat untuk menghapus asas
kekeluargaan itu.

Peringatan 50 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) sangat
memilukan karena segala bahaya kolonialisme yang waktu
itu dianggap musuh telah "berbaju baru . Cendekiawan
dan pengusaha saat ini mendukung paham neokolonialisme
dan liberalisme dengan keserakahannya yang tidak berubah
tanpa disadari intelektual kita tidak membantu
menyejahterakan rakyat kecil, tetapi justru
menyengsarakannya (Mubyarto, Kedaulatan Rahyat, 20
April 2005: 1 dan 20).

Semangat baru dalam memberantas neokolonialisme
khusunya di bidang ekonomi dan perdagangan harus
degelorakan bagi peserta KAA meskipun mempunyai
kepentingan berbeda, tetapi dengan semangat untuk maju
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bersama dan membangunan networking yang kuat
- antarnegara peserta KAA. Indonesia sebagai tuan rumah

dapat mengambil keuntungan atas berlangsung KAA
tersebut dengan mengusung agenda kerja sama di bidang
ekonomi dan perdagangan yang saling menguntungkan
dengan negara maju dan peserta konferensi. Komoditas-
komoditas ungguilan seperti tekstil dan produk tekstil (TPT),
tembaga, aluminium, batubara, semen, kertas, produk
kimia, dan produk hewan dapat dijadikan unggulan untuk
rnasuk dalam perdagangan Asia dan Afrika. Di masa depan
ekspor komoditas tersebut seharusnya berkembang tidak
hanya di pasar tradisional ekspor ke AS tetapi menyebar ke
pasar potensial seperti Malaysia, thailand, Hongkong, dan
Taiwan. Apalagi mulai tahun ini untuk pasar AS, komoditas
TPT sudah dihapuskan kuota perdagangannya, sehingga
komoditas TPT Indonesia jika hanya mengandalkan pasar
AS akan semakin berat untuk diraih.

Kemandegan investasi infrastruktur di Indonesia yang
selama ini terjadi dan sangat mengganggu sektort riil kita
akar^ dapat dipecahkan jika KAA dapat dijadikan sarana
mert^al potensi investasi kepada negara investor sepert
Jepang, Arab Saudi, dan China. Beberapa sektor ekonomi,
khususnya untuk pelayanan publik, yaitu energi dan
transpotasi, dapat ditawarkan kepada negara-negara
potensial lainnya dalam pertemuan tersebut. Pemerintah
dapat mendorong peran swasta lebih tinggi dengan
mengajak mfereka masuk dalam aktivitas KAA untuk
langsung melakukan negosiasi bisnis dengan beberajigt
negara Asia dan Afrika potensial. Diharapkan pemerintah
tidak hanya memberikan kesempatan kepada perusahaan
swasta besar, tetapi juga memberi kesempatan bagi usaha
mikro kecil mengah (UMKM). UMKM harus dirangkul dan
dibantu untuk dapat menjual produk-produknya ke negara-
negara tersebut. Segmen pasar yang berbeda dan saling
melengkapi antara pedangan besar, menengah, dan kecil
akan menjadi potensi perdagangan yang semakin luas dan
besar.

Pemerintah juga harus mulai memperhatikan dan
menghentikan proses deindustrialisasi yang muncul di
negara ini. Majunya perdangangan seharusnya dapat
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menjadi ujung tombak majunya industri-industri unggulan,
bukan sebaliknya. Melalui perdagangan yang maju akan
meningkatkan permintaan terhadap produk, yjiug akhirnya
akan mendorong peningkatan volume p^-oduksi dan
penyerapan tenaga kerja. Jangan sampai. terjadi
perdagangan yang maju hanya memunculkan pedagang-
pedagang sebagai penjual produk import, sedang industri
dalam negeri justru mati karena produknya kalah bersaing
dengan produk import tersebut.

Grand design penataan industri Indonesia harus segera
dipikirkan, din.imuskan, dan diimplementasikan oleh
pemerintah untuk menyelamatkan industri kita. Industri
unggulan yang didukung dari hulu ke hilir harus
diprioritaskan agar kemandirian dan daya saing yang kuat
dapat tercipta. Melalui 50 tahun KAA tersebut, akses
perjanjian kerja sama antarnegara^ Asia Afrika semakin
terbuka dan dapat dimanfaatkan setiap negara peserta
untuk saling membangun network yang saling
menguntungkan. Bagi Indonesia yang lebih penting dari
kesuksesan pTenyelenggaraan 50 tahun KAA adalah realisasi
peningkatan ekonomi perdagangan setelah KAA berakhir
harus dapat dirasakan oleh semua stake holder negara kita.
Keberhasilan ini bukan hanya untuk kepentingan segelin^r
orangtatau. kelompok saja yang mengatasnamakan wakil
Indonesia (Nur P'eriyanto, Kedaulatan Rakyat, 23 April
2005: 1 dan 20).

Ketahanan di bidang ekonomi dapat ditingkatkan melalui
pembangunan nasional yang berhasil, namun tidak dapat
dilupakan faktor-faktor non-teknis dapat mempengaruhi
karena saling terkait dan berhubungan, misalnya stabilitas
ekonomi. Jadi faktor-faktor yang terkait dengan faktor-
faktor non-teknis harus diperhatikan. Dengan demikiar^,
ketahanan ekonomi diharapkan mampu memelihara'
stabilitas ekomomi melalui keberhasilan pembangunan,
sehinga menghasilkan kemandirian perekonomian nasional
dengan daya saing yang tinggi.

4. Aspek Sosial Budaya
Ketahan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik

budaya bangsa-yang berisi keuletan untuk mengembangkan
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kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi
ATHG, baik yang datang dari dalam maupun luar, baik
yang langsung maupun tidak langsung, yang
membahayakan kelangsungan hidup- sosial NKRI
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wujud ketahanan
sosial budaya tercermin dalam kondisi sosial budaya

•manusia yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan
Pancasila, yang mengandung kemampuan untuk
mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan
masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, rukun bersatu, berkualitas, maju
dan sejahtera, dalam kehidupan selaras, serasi, seimbang
serta kemampuan menangkal budaya asing yang tidak
sesuai bpdaya nasional. Esensi ketahanan budaya adalah
pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya.
Dengan demikian, ketahanan budaya merupakan
pengembangan sosial budaya di mana setiap warga

.|iasyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi
dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai
Pancasila (Sumarsono, 2000: 124). Nilai-nilai yang
tykandung dalam Pancasila akan diwujudkan sebagai
aturan tuntutan sikap dan tingkah laku bangsa dan akan
memberikan landasan, semangat, jiwa secara khas yang

Ind^^e^a ^ elemen-elemen sosial budaya bangsa
Dalam negara. berkembang, ada fenomena perubahan

sosial yang disebabkan adanya faktor-faktor fisik geografis,
biologis teknologis dan kultural, terutama faktor teknologis
Kultural memegang peranan penting untuk peSibahan

memegang peranan pentingadalah f^tor teknologi dan kebudayaan karena perubahan
di itu berjalan sangat cepat. Perlu diketahui bahwa
perubahan sosial budaya di antaranya disebabkan oleh
faktor yang datangnya dari luar dan dari dalam; dan faktor
d^ luar biasanya jauh lebih dominan. Oleh karena itu
TT mendapatkan perhatian khusus!Untuk dapat memahami perubahan sosial perlu dipelajari
bagaimana perubahan itu diterima oleh masyarakat.
pabila hal ini dihubungkan dengan ketahanan sosial

budaya, pengaruh budaya seperti budaya konsumtif,
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hedonisme, pornografi, sex bebas, kejahatan durSa maya,
dan sindikat narkoba dapat membahayakan kelangsungan
hidup d'alam bidang budaya nasional.

Disadari atau tidak, pengaruh budaya luar pasti sulit
ditolak, namun hal yang perlu diwaspadai adalah.pengaruh
dampak negatif yang mungkin akan terjadi yang dapat
membahayakan kepribadian bangsa. Tidak menutup
kemungkinan bahwa pihak luar sengaja menyebarkan
pengaruhnya melalui sarana teknologi komunikasi yang
akan menguntungkan bagi negaranya. Terhadap pengamh
semacamini tjangsa Indonesia harus waspada dan memiliki
daya tahan untuk menanggulanginya. Dengan demikian,.
persoalan yang harus dipecahkan adalah bagaimana
caranya mengarahkan perubahan sosial itu, mengingat
pengaruh kebudayaan asing tidak dapat dicegah, sehin^a
tidak merusak kehidupan masyarakat dan kepribadian
bangsa. Indonesia':' Mengenai perubahan sosial Lukman
Sutrisno pernah menawarkan adanya Sosial Bnggenerin,
yaitu konsep mesin sosial yang sangat berguna untuk
meminimalisasi akibat terjadinya perubahan sosial karena
perubahan^r/sosial pasti terjadi seperti akibat adanya
globalisasi.^pasar bebas, modemisasi, revolusi transpotasi,
revolusi komunikasi.

Dalam usaha meningkatkan ketahanan sosial budaya
perlu disosialisasikan pengembangan budaya lokal,
pengembangan kehidupan beragama yang serasi,
peningkatan pendidikan kepramukaan yang mencintai
budaya nusantara,' dan penolakan budaya asing yang
bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Di sisi lain,
budaya yang harus dipertahanakan adalah menjaga
harmoni dalam kehidupan sebagai nilai esensi manusia,
menjaga keseimbaingan dan keselarasan dengan alam,
sesama manusia (masyarakat), Tuhan, dan keseimbangan
lahir, batin (fisik dan mental spiritual).

Faktor di atas apabila dihubungkan dengan ketahanan
budaya dapat menunjukkan bahwa pengaruh budaya luar
yang negatif dapat membahayakan kelangsungan hidup
budaya nasional. Urituk mencegahnya diperlukan "filter" di
mana unsur-unsur tradisi bangsa, pendidikan nasional,
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dan kepribadian nasional memegang peran^n penting
dalam menepis ancaman tersebut.

Dalam pembaiigunan di bidang ekonomi faktor non-
ekonomis dapat mempercepat pembangunan yang hams
dikembarigkan. Menurut para ahli, faktor non-ekonomis itu
mencakup demografis, struktur masyarakat, dan mental.
Sehubungan dengan pembahasan sosial-budaya secara
sempit, faktor yang relevan adalah struktur masyarakat
dan mental. Masyarakat Indonesia dapat dibagi baik secara
vertikal maupun horisontal. Secara vertikal dapat
menghasilkan golongan sosial seperti golongan tani, buruh,
dan pegawai, sedang secara horisontal disebut stratifikasi
sosial yang menghasilkan lapisan bawah (pedesaan),
menengah, dan tinggi. Pada masyarakat Eropa Barat ketika
terjadi "revolusi Industri", yang diawali dengan "revolusi
hijau peranan kelas menengah sangat dominan untuk
melakukan modernisasi sehingga menghasilkan masyarakat
Eropa yang maju.

1 "^®^tal bangsa sangat mempengaruhikeberhasilan pembangunan. Menurut Koentjaraningrat, ciri
mental manusia Indonesia dapat dibagi dalam 3 golongan,
yaitu (i) ciri mental asli (ciri mental petani), (ii) ciri mental
yang berkembang sejak zaman penjajahan ( ciri mental
priyayi), dan (iii) ciri mental yang berkembang sejak Perang
Dunia 11. Menurut sarjana tersebut mentalitas bangsa
Indonesia belum memiliki mentalitas yang cocok untuk
pSmbangunan. Oleh karena itu, tiga ciri mentalitas di atas
harus ditinggalkan dan diganti ciri mental baru yang
dikemukakan oleh J. Tinbergen. Bangsa yang ingin maju
harus rnemiliki sifat (i) menaruh perhatian besar dan
menilai tinggi benda materi, (ii) menilai tinggi tekonologi
berusaha untuk menguasainya, (iii) berorientasi ke masa
depan yang lebih cerah, (iv) berani mengambil resiko, (v)
mempunyai jiwa yang tabah dalam usaha, dan (vi) mampu
bekerja sama dengan sesamanya secara berdisiplin dan
bertanggung jawab. Dengan memperhatikan pendapat
kedua saijana tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika
bangsa Indonesia ingin maju ciri mental yang lama harus
ditinggalkan dan diganti dengan ciri mental yang cocok
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namun tetap memiliki kepribadian bangsa (Lemhanas,
1988:101).

-Sehubungan dengan hakikat hidup, Koetjaraningrat
berpendapat bahwa nilai yang paling, cocok dalam
pembangunan adalah nilai yang memandang aktif terhadap
hidup. Sehubungan dengan hakikat karya ada yang
bertujuan bahwa karya untuk hidup, karya untuk
mencapai kehidupan, dan kaiya untuk menghasilkan kaiya
yang lebih banyak lagi. Menurut Magnis Suseno (1978)
bangsa Indonesia telah memiliki etos kerja yang baik; kerja
keras, efisien, mengembangkan prestasi, rajin, rapi,
sederhana, jujur, menggLinakan ^rasio dalam men^ambil
keputusan dan tindakan, bersedia melakukan perubahan,
dapat melakukan setiap kesempatan, bekerja mandiri,

•percaya p^da kekuatan sendiri, dan mau bekerja sama yang
saling menguntungkan. Namun etos kerja di atas hanya
dimiliki oleh kalangan elit saja. Kurang berkembangnya
potejisi yang sesuai dengan mental pembangunan yang
b'^muara pada etos kerja itu dikarenakan pekerjaan
mereka belum mendapatkan imbalan yang sepantasnya,
kurangnya penghargaan dan kesempatan untuk maju.
Apabila manusia dihargai semestinya, mereka akan bekerja
dengan rajin, teliti, setia, dan inovatif.

Dalam usaha mengadakan perombakan mental bangsa,
pendidikan memegang peran penting karena pendidikan
berfungsi untuk mengubah secara tertib ke arah tujuan
yang dikehendaki. Mendidik dalam arti luas adalah
mendewasakan manusia agar dapat berpartisipasi penuh
dan mengembangkan bakatnya serta menumb^kan
kehidupan sosial sesuai dengan tuntutan zaman. Olen
karena itu, diperlukan sistem pendidikan yang mampu
membawa masyarakat ke tujuan nasionalnya. Menurut
Ahmad Syafii Maarif, Guru Besar Filsafat Sejarah UNY
(2004), pendidikan yang diperlukan bangsa Indonesia
adalah . peningkatan moralitas bangsa. Hal ini
diungkapkan karena Indonesia mengalami bencana krisis
moral dalam bidang ekonomi yang mengancam kepentingan
hidup orang banyak. Krisis ini semakin dahsyat tidak hanya
akibat depresi ekonomi. Wabah korupsi yang sudah
demikian kronis akan berakibat kehancuran dan
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kebangkrutan negara. Dengan demikian \arus sesegera"
mungkin mengingatkan dan menyadarkan pa-ra pejabat
dari budaya korup. Akibat dari krisis moral adalah budaya
rakus, yaitu menggunakan dan menghalalkan segala cara
untuk mengikuti nafsu hewani, demi tujuan yang
diinginkan.

Dalam usaha untuk mengatasi budaya KKN diperlukan
kesabaran yang tinggi. Tanpa kesabaran tidak mungkin ada
penyembuhan. Kombinasi tiga unsur, yaitu ilmu, amal,
dan sabar, yang dapat menghapus sifat manusia. Tugas
untuk pencerahan dan pencerdasan moral adalah tanggung
jawab Depdiknas, Depag, elit palitik, dan setip WNI karena
pendidikanlah yang langsung ditatap, diserap, ditiru dan
selanjutnya kita tidali: boleh men3'erah pada kepengapan
dan keboborokan (A Syafii Maarif, 2004: 3).

Pembaruan di bidang pendidikan didasarkan atas
falsafah negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk
manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan untuk
membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan
rohani. -Dalam hal ini perlu dikembangkan sistem
pendid^an yang cocok untuk keperluan pembangunan.
Sisteni" pendidikan yang dimaksudkan harus dapat
menghasilkan tenaga pembangunan yang terampil,
menguasai ipteks, sekaligus memiliki pandangan hidup
berdasarkan Pancasila serta kuat jasmani dan rohani.

Dalam era reformasi, bangsa kita kurang memperhatikan
ketahanan di bidang sosial budaya. Hal ini dapat dilihat
adanya penafsif-an keliru terhadap kebebasan yang justru
mengakibatkan konflik yang berbau SARA yang dahulu^'
dikritik oleh orba dan LSM. Dalam ketahanan di bidang
budaya harus diingat bahwa demokrasi harus menyentuh
seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, tidak hanya di
bidang politik saja, melainkan bidang ekonomi, budaya, dan
agama. Oleh karena itu, sudah saatnya kalangan
intelektual kampus mengembangkan ketahanan nasional
bukan hanya untuk kepentingan kekuasaan sekelompok
pen^asa, namun untuk kepentingan keamanan dan
kesejahteraan seluruh bangsa agar dapat hidup aman dan •
damai dengan mengedepankan nHai-nilai ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
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5. Aspek Pertahanan dan Keamanan
a. Pengertian

Ketahanan pertahanan dan keamanan diartikan
sebagai .kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan
keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan
ketangguhan yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi
dan mengatasi ATHG yang datang dari luar dan dalam,

• yang langsung dan tidak langsung membahayakan
identitas, integritas, dan kelangsungan hidup banpa
dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wujud
ketahanan di bidang keamanan tercermin dalam kondisi
daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi bela
neg^'d seluruh rakyat yang mengandung kemampuan
memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara
yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-
hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan
negara dan menangkal segala bentuk ancaman
(Sumarsono, 2000: 125). Dengan demikian, ketahanan di
bidang keamanan adalah keuletan dan ketangguhan
bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya
bela negara atau suatu perjuangan rakyat semesta; di
mana seluruh kekuatan IPOLEKSOSBUD-HANKAM
disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegra^,
terkoordinasi, untuk menjamin penyelenggaraan Sisteiri
Ketahanan Nasional, menjamin kesinambungan
pembangunan nasional dan kelangsungan NKRI
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang ditandai
dengan prinsip-prinsip sebagai berikut.

(1) Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta
kemerdekaan; perang merupakan pilihan terakhir
untuk mempertahankan NKRI dan integrasi
nasional.

(2) Pertahanan keamanan dilandasi dengan landasan
ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD
1945, landasan visional wawasan nusantara.
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Pertahanan dan keamanan negara merupakan
hak dan kewajiban bangsa Indonesia untuk
mewujudkannya.

(3) Pertahanan keamanan negara merupakan upaya
terpadu yang melibatkan segenap potensi dan
kekuatan nasional. Setiap WNI wajib ikut bela
negara, dilakukan dengan kesadaran dan
tanggung jawab rela berkorban, mengabdi kepada
bangsa-negara, pantang menyerah. Upaya
pertahanan dan keamanan negara yang
melibatkan kekuatan nasional dirumuskan dalam
doktrin pertahanan dan keamanan NKRL

(4) Pertahanan dan keamanan diselenggarakan
dengan Sishankamnas (Sishankamrata). Hal ini
bersifat total, kerakyatan, kewilayahan.
Pendayagunaan dalam mengelola pertahanan dan
keamanan dilakukan secara optimal dan
terkoordinasi untuk mewujudkan kekuatan dan
kemampuan pertahanan dan keamanan negara
dalam keseimbangan, keserasian, antara

» kepentingan kesejahteraan dan keamanan.
(5) Segenap kekuatan dan kemampuan pertahanan

dan keamanan rakyat semesta, diorganisasikan
ke dalam TNI dan Polri. Pembangunan ABRl
dilandaskan pada jati dirinya sebagai tentara
rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, yang
perannya tetap diabdikan untuk kepentingan
bangsa Indonesia dan keutuhan NKRI
(Sumarsono, 2000: 127).

b. Postur Kekuatan Pertahanan dan Keamanan
Postur kekuatan hankam mencaikup struktur

kekuatan, tingkat kemampuan, dan gelar kekuatan.
Dalam membangun kekuatan hankam terdapat empat
pendekatan, yaitu pendekatan ancaman, misi,
kewilayahan, dan politik. Pada konteks ini perlu ada
jDembagian tugas dan fungsi yang jelas antara masalah
keamanan dan pertahanan. Pertahanan diserahkan
kepada TNI, sedang keamanan dalam negeri diserahkan
kepada POLRI. TNI dapat dilibatkan untuk menangani
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masalah dalam negeri jika POLRI tidak mampu karena
eskalasi dncaman yang meningkat ke keadaan darurat.

Pembangunan kekuatan hankam harus mengacu
kepada konsep wawasan nusantara, di mana Jiiankam
diarahkan untuk seluruh wilyah RI di samping kekuatan
hankam harus mampu mengantisipasi dan memprediksi
ancaman dari luar sejalan dengan kemajuan iptek
militer, yang menghasilkan daya gempur jarak jauh.
Rumusan hakikat ancaman akan mempengaruhi
kebijakan dan stategi kekuatan hankam. Kesalahan
dalam merumuskan hakikat ancaman akan
mengakibatkan postur kekuatan tidak efektif dalam
menghadapi gejolak dalam negeri. Dalam merumuskan
hakikat ancaman perlu pertimbangan konstelasi geografi
dan kemajuan iptek. Musuh (ancaman) yang datang dari
luar akan menggunakan sarana laiit, udara, karena^
Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena
itu, perlu adanya pembangunan hankam secara
proporsional dan seimbang antara AD, AL, dan AU serta
keamanan p6lRI. Pesatnya kemajuan iptek perlu
diantisipasi dan diwaspadai serangan langsung lewat
udara oleh kekuatan asing yang memiliki kepentingan

. terhadap Indonesia. Sebagai contoh, isu-isu yang akan
dilakuftan Australia akan membangun pangkalan
peluncuran satelit di Pulau Chrismas sebelah selatan
Pulau Jawa yang berjarak kurang 500 km, hal ini
merupakan serangan potensial untuk meluncurkan
rudal jarak menenggah untuk menghancurkan kota
Jakarta.

c. Gejolak Dalam Negeri
Dalam masa globalisasi saat ini kondisi dalam negeri

yang kacau dapat mengundang campur tngan asing.
Intervensi pihak asing dapat berdalih untuk menegakkan
nilai-nilai HAM, demokratisasi, Penegakaan Hukum, dan
Lingkunggan Hidup, namun semuanya itu dilakukan
untuk kepentingan nasional mereka. Situasi kacau dapat
terjadi jika unsur utama kekuatan Hankam dan
kompunen bangsa tidak mampu mengatasi
permasalahan dalam negeri. Oleh karena itu, perlu
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diwaspadai hubungan antara kekuatan dalam negeri dan
kemungkinan inten'erisi asing (Sumarsono, 2000: 129).

Dalam' era sekarang telahbterjadi pergeseran geopolitik
ke arah geoekonomi, hal ini akan terjad^ perubahan
dalam penerapan kebijaksanaan dan strategi negara
dalam mewujudkan kepentingan nasional. Penerapan
secara baru dalam penerapan kebijakan akan
mefiingkatkan eskalasi konflik regional dan konflik
dalam negeri j^ang akan mendorong keterlibatan super
power di dalamnya. Oleh karena itu perlu membangun
postur kekuatan Hankam 3'ang memiliki profesionalisme
untuk melaksanakan: 1) Kegiatan Intel strategis dalam
semua aspek kehidupan nasional. 2) Melaksanakan
pertahanan udara, darat dan laut. 3) Memelihara dan
menegakkan keamanan dalam negeri, 4) Membina
potensi kekuatan Wilayah dalam semua aspek kehidupan
untuk meningkatkan TANNAS. 5) Memelihara stabilititas
nasional menyeluruh dan berlanjut.

Dalam usaha untuk melindungi diri sendiri dari
ancaman luar dan dalam dengan anggaran sangat
terbatas maka perlu dikembangkan kekuatan Hankam
yang meliputi: 1) Perlawanan bersenjata terdiri dari bala
nyata merupakan kekuatan TNI yang selalu siap dan
dibma sebagai kekuatan cadangan dan bala potensial
yang terdiri atas POLRI dan RATIH sebagai fungsi
WANRA. 2) Perlawanan tidak bersenjata yang terdiri dari
RATIH dengan fungsi TIBUM, LINRA, KAMRA, dan
LINMAS. 3) Kompunen pendukung perlawanan
bersenjata dan tidak bersenjata sesuai dengan bidang
potensinya dengan pemanfaatan semua sumber daya
nasional, sarana dan prasaran serta perlindungan
masyarakat terhadap perang dan(ii^encana lainnya.

engan demikianketahan Pertahanan dan Reamnan yang
diinginkan adalah kondisi daya tangkal bangsa dilandasi
kesadaran bela negara oleh seluruh rakyat yang
mengandung kemampuan memelihara stabilitas
pertahanan dan ketahanan yang dinamis, mengamankan
pembangunan dan hasil-hasilnya, mengamankan
kedaulatan negara, menangkal segala bentuk ancaman.
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F. Kemanan Dalam Negeri
Kebijakan politik untuk mengamankan wilayah perbatasan

belum seperti diharapkan, hal ini terbutkti^^^nyak walayah
yang tidak dirurus oleh Jakarta sehingga diklaim oleh negara
tentangga seperti diungkapkan oleh Siswono (2005: 4) Tahun-
tahun ini kita dirisaukan oleh berita tentang rapuhnya ^tas-
batas wilayah NKRI. Setelah Pulau Pasir di Wilayah Timor
diakui milik Austsralia dan kita meneriwianya, Sipadan dan
Ligitan diputuskan Mahkamah Internasional menjadi mink
Malaysia, tapal batas di Kalimantan digeser hingp 800 meter,
pekerja pembuat Mercusuar di Ambalat diintimidasi polisi
•perairan Malaysia. Lalu lintas batas yang bebas. nelayan-
nelayan asing yang mcncuri ikan hinggga merapat ke pantai-
pantai Sumatra (pulau-pulau Rondo di Aceh dan Sekaitung di
Riau). Semua itu menunjukkan betapa lemahnya negara kita
dalam menjaga batas luar wilayah NKRI" (Kompas, 20 April
2005: 4).

Pada tahun 2002 terpampang di surat kabar kapal ikan
asing yang meledak terbakar ditembak oleh kapal perang kita.
Mengingat setiap hari ribuan kapal asing mencun ikan i
wilayah RI ada baiknya jika setiap bulan 10 kapal pencun ikan
ditembak meriam kapal patroli AL, agar jera. Jikalau yang
teriadi penyelesaian damai di laut, maka pencurian ikan akan
semakin hebat, dan penghormatan bangsa dan negara lain
akan merosot.

Potensi desharmoni dengan negara tetangga adalah
masalah perbatasan, tentu tidak nyaman jika diperbatasan

•lelalu tegang. Oleh karena itu perlu penegasan batas wilayah
agar saling menghormati wilayah masing-masing negara.
Suasanayang harmonis adaJah kebutuhan hidup bertetanngga
dengan bangsa lain.

Kondisi disepanjang perbatasan Kalimantan dengan
kehidupan seberang perbatasan yang lebih makmur dapat
mengur^ngi kebanggaan warga di perbatasan pada negara
kita. Pulau-pulau di Kepulauan Riau yang ekonominya lebih
berorientasi ke Singapura dengan menerima dolar Singapura
sebagai alat pembayaran juga dapat merapulQfian ^rasa
kebangsaan Indonesia pada para penghuni pulau tersebut
Perekonomian di Pulau Mianggas dan Pulau Marampit lebih
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beronentasi ke Filipina Selatan akan melemahkan seman&at
kebangsaan warganya.

Pengelolaan wilayah perbatasan perlu segera ditingkatkan
dengan membentuk "Kementriaan Perbatasan" yang mengelora
kehidupan masyarakat perbatasan agar lebih makmur dan
mendapat kemudahan agar dapat mengakses ke daerah lain di

dengan pene£.sar;
lurS menghadirkan penguasa local sepertiurah camat seperti polisi dan tentara sebagai simbul

tidtk Meh Meskipun memiliki ribuan pulau tetapitidak boleh meremehkan eksistensi salah satu pulau atau
f daratan, dan bila itu

reS-baSaSiT <^^8- j'- <1-
Masalah keamanan dalam negeri yang cukup pelik adalah

menangani Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tidak kunjung
selesai karena perbedaan pandangan seperti yang kami liitip
t?rmmologi ,,self government yang berbeda. Bagi Banesa
Indonesia selfgovernment adalah otonomi khusus yang cukup

kfba^,rf°""K kewenangan luas, termasuk lagu
Dela^ha^' " '"S™'l>ki kewenangan pendidikan,pelabuhan, panwisata, anggota DPR asal aceh yang memiliki
veto masalah Aceh" (Kompas, Minggu 17 April 2005).

sejak awal Menkoinfo

iLni^.!^ ! berundmg menyatakan ada proposal GAM yang
tidak ^ P®'''" '•'"it'ah dan ada yangditenma karena menyentuh konstitusi negara
men^Hi ™"Senai self government Inilah yangmenjadi fokus pembicaraan maraton antara delegasi RI denean
delagasi GAM di Helsinki. Belajar mengenai pfrunSngto^
kera^ s^tas memang hams bekeija^
proDosat mendekatkanproposal masing-masmg agar mendapatkan titik temu
sehingga tercipta perdamaian abadi di bumi Aceh

'«P®snya Timor Timur

Intema^on^ r diploraasi kita di Mahkamah
sehw™ Vw Sipadan dan Ligitan . 2002sehingga kedua pulau tersebut menjadi miliki Malaysia.
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Lepasnya kedua pulau Sipadan dan Ligitan dengan waktu reltif
singkat membuat rakyat Indonesia menjadi trauma akan
lepasnya blok Ambalat yang kaya minyak ke tangan Malaysia.
(Kompas, Kontmksi bangunan teritorial kita silihat dari
kepentingan nasional begitu rapauh dalam bebferapa tahun
terakhir ini. Sengketa dua blok wilayah Malaysia dan
Indonesia kembali memanas. Masing-masing mengklaim
sebagai wilayah mereka. Malaysia memberi nama Wilayah ND6
dan ND7 dan Indonesia memberi nama blok.Ambalat dan
Ambalat Timur (Rusman Ghazali, Kompas, 28 April 2005; 4).

Menurut Prof. Azmi Hasan, ahli strategi politik Malaysia,
bantahan Indonesia sudah diatisipasi bahkan pemerintah
Malaysia sudah menyiapkan segala bantahan sengketa
Ambalat. Pemerintahan Malaysia tidak meragukan lagi
kesahihan kepemilikan atas klaim ND6 dan ND7 sebagai
bagian meilikinya atas dasar peta pantas benua 1979.
Malaysia melakukan bantahan atas konsesei ekplorasi minyak
yang diberikan kepada perusahaan ^NI dan Unicoal yang
diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Bukan hanya itu, dalam
tulisannya ProL'Azmi membuat kalkulasi atas kekuatan militer
Indonesia jika harus berhadapan -dengan kekuatan militer
Malaysia. Bahwa TNI tidak berada dalam keadaan optimal
akibat embargo militer AS sejak beberapa tahun yang lalu.
Sebagai^eontoh hanya 40% Jet tempur yang dimiliki TNI AU
dapat lligunakan, karena ketiadaan suku cadang untuk
mengoperasikan kekuatan secara penuh. Jet Sukoiw yang
dimiliki Indonesia hanya mempunyai kemampuam radar,
tanpa dibantu kelengkapan persenjataan yang lebih canggih
lainnya. Pendek kata bahwa dalam sengketa ini kekuatan
militer TNI juga telah diperhitungkan kekuatannya oleh para
ahli strategi di" Malaysia sebagai refrensi pemerintah Malaysia
dalam menentukan sikap terhadap sengketa di wilayah
Ambalat (Rusman Gazali, 2005; 4).

G. Keberhasilan Ketahanan Nasional

Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan
Ketahanan nasional yang mencakup aspek ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga
ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam
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semua aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dan
bernegara dalam wadah NKRl yang dilandasi Pancasila, UUD
1945, dan landasan visional Wawasan Nusantara. Dalam
mewujudkan ketahanan nasionaJ diperli^an kesadaran setiap
warga Indonesia yaitu: >

(1) Memiliki semangat perjuangan non fisik berupa
keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal
menyerah yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka
menghadapi segala ATHG baik yang datang dari luar
dan dalam untuk menjamin identitas, integritas
kelangsungagn hidup bangsa dan negara serta
perjuangan mencapai tujuan nasional.

il) Sadar dan peduli terhadap pengaruh yang timbul pada
aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan
Hankam, sehingga Setiap WNI baik individu maupun
kelompok dapat mengeliminir pengaruh tersebut. Oleh
karena bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta
kemerdekaan. Hal tersebut tercermin dalam kesadaran
bela negara dan cinta tanah air.

Apabila setiap WNI memiliki semangat juang, sadar dan
peduli terhadap pemngaruh yang timbul dalam masyarakat
.|erbangsa dan bernegara serta mengeliminir pengaruh-
pengaruh tersebut maka akan tercermin keberhasilan
Ketahanan Nasional Indonesia. Untuk mewujudkan Ketahanan
Nasional diperlukan suatu kebijakan umum dan pengambil
Kebijakan yang disebut Polstranas (Sumarsono, 2000: 133)

H. Fungsi Ketahanan Nasional

1. Kedudukan Ketahanan Nasional
Konsepsi Ketahanan Nasional merupakan suatu ajaran

yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa ^donesia
serta merupakan cara terbaik yang t^rlu
dnmplementasikan dalam kehidupan nasional yang ingin
dnvujudkan. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
merupakan landasan konseptual yang didasari oleh
Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan ideal dan
konstitusional.
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2. Fungsi Ketahanan Nasional
Ketahanan Nasional berdasarkan tuntutmi

penggunaannya berfungsi sebagai Doktrin Dasar NasioriaL
atau sebagai Metode Pembinaan Kehidupan Nasional dan
sebagai pola dasar Pembangunan Nasional antara lain:

(1) Konsepsi Ketahan Nasional dalam fungsi sebagai
doktrin dasar nasional 'perlu dipahami untuk
memimpin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap
pola tindak dan pola keija dalam menyatukan
langkah bangsa, baik yang bersifat inter regional
(wilayah) inter sektoral maupun multi disiplin.
Konsep doktriner ini diperlukan supaya tidak ada
cara berpikir yang terkotak-kotak. Salah satu alasan
yang lain adalah apabila terjadi penyimpangan maka
akan terjadi pemborosan waktu, tenaga dan sarana
yang berpotensi menjadi hambatan. Hal ini apabila
dibiarkan akan dapat menyebabkan penyimpngan
dalam mencapai tujuari nasional.

(2) Konsepsi Ketahanan Nasional dalam fungsi sebagai
pola dasar pembangunan, pada hakikatnya
merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan
•Pembangunan Nasionsil di segala bidang secara
terpadu .dan dilakukan sesuai rencana program.

(3) Konsepsi Ketahan Nasional dalam fungsi sebagai
metode pembinaan kehidupan nasional pada
h^^katnya merupakan suatu mertode integral yang
m^ncakup seluruh aspek yang terdiri dari aspek
alamiah (Sikaya Mampu) dan aspek sosial
(IPOLEKSOSBUD-HANKAM) (Endang Zelani Sukaya,
2000; 74-75)

I. Hakikat Ketahanan Nasional

Pada hakikatnya- Ketahanan Nasional adalah kemampuan
dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin
kelangsungan hidupnya. Penyelenggaraan Ketahanan Nasional
dilakukan melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan
sebagai berikut.
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(1) Kesejahteraan digunakan untuk mewujudkan
Ketahanan yang berbentuk kemampuan 15&ngsa dalam

^menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai
nasionalnya menjadi kemakmuran yang adil dan
merata, baik rohsiniah dan jasmaniah.

(2) Keamanan .adalah kemampuan dalam melindungi
keberadaan bangsa, serta melindungi nilai-nilai luhur
bangsa terhadap segala ancaman dari dalam maupun
dan luar. ^
Kedua Pendekatan keamanan dan kesejateraan telah
.digunakan bersama-sama. Pendekatan mana yang
ditekankan tergantung pada kondisi dan situasi
nasional dan internasional. Penyelenggaraan
kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu,
demikian juga sebaliknya. Dengan demikian evaluasi
penyelenggaraan Ketahanan Nasional sekaligus
memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan

.dan keamanan suatu bangsa.
Konsep Ketahanan dikembangkan berdasarkan konsep
Wawasan Nusantara sehingga konsep Ketahanan
Nasional dapat dipahami dengan baik apabila telah
me^hami Wawasan Nusantara. Dengan memiUki
korftep Ketahanan Nasional, maka keluaran yang
hendak dicapai adalah sebagai berikut.
(a) Dari segi ideologi mampu menetralisir pengaruh

ideologi yang datang dari luar.
(b) Dari segi politik mampu memjabarkan nilai-nilai

Pancasila dan UUD 1945, sehingga mewujudkan
sistem politik yang mampu menetralisir pengaruh
negatif dari pengaruh lingkungan strategis yang /
dihadapi. *

(c) Dari segi ekonomi mampu mewujudkan segi
ekonomi yang tidak mudah goyah oieh
perkembangan-perkembangan lingkungan strategis
yang dihadapi.

(d) Dan segi sosial budaya, mampu mewujudkan
sosial budaya yang tidak mudah terpengaruh
budaya negatifyang datang dari luar.

(e) Dari segi Pertahanan, keamanan mampu
mewujudkan kekuatan pangkal dan penyangga

(3)

(4)
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sehingga mampu mecegah •keinginan pihak Jain
yang secara fisik berusasha menggganggu integrasi
nasional bangsa Indonesia.

•(f) Dengan demikian diharapkan kekuatan nasional
mampu melakukan tindakan-tindakan represip
terhadap gangguan-gangguan yang terjadi.

1. Ketahanan Nasional dalam Bidang Pendidikan
Dalam mengantisipasi kehidupan ke dapan akan terjadi

perubahan-perubahan, baik keadaan ruang dan waktu.
Oleh karena itu -bangsa Indonesia hams mempersiapkan
diri melalui dunia pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya
adalah sosial futuristik, karena itu sistem
penyelenggara pendidikan harus dapat ^mempredeksi
dengan tepat apa yang akan terjadi di masa yang akan
datang. dan sistem pendidikan harus dapat
mempersiapkannya. Sistem pendidikan formal harus dapat
menyesuaikan perubahan zaman meskipun terkesan
"berganti mentri, gasnti kurikulum". Dalam kunkulum
selalu ,ada yang ditambah atau dikurangi, siklus panjang
harus ada pefubahan-perubahan besar.

Ketahanan nasional merupakan sikap dan ciri ^"^uk
dapat bertahan hidup sebagai suatu satua populasi dalam
perjuangan hidup di dunia yang makin mterakstif dan
kompetitif. Perjuangan hidup terdiri atas persamgan d^
kerja sama, sedang Ketahanan nasional makin kompleks
karena batas-batas negara makin kabur, terkisis oleh kerja
sama ekonomi, informasi global dan kemajuan IPTEK.

Permasalahan di atas akan mempengaruhi kebijakan
pendidikan, dan kebijakan Ketahanan Nasional sehingga
bangsa Indonesia dapat aman dan bertahan
Globalisasi akan menyamakan persepsi penduduk di
berbagai negara disamping melemahnya peran negara.
Pembaharuan meluas dikuatirkan akan merugikan
ketahanan nasional suatu bangsa, disamping akan terjadi
percepatan arus barang, gagasan, uang, temiasuk
pendidikan, tenaga pendidikan, dan produk pendidikan
yang kometensinya tidak seimbang (T. Jacob, 1998: 221).
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Pendidikan mempuyai tugas pokok yaitu pertama:
mertgajar keterampilan bertahan hidup dengan pendidikan
pragmatis. Kedua, Mempersiapkan warganegara sesuai
dengan kepribadian kelompok, ketiga; Meningkatkan
martabat manusia (humanisasi).

Dalam aspek pertama, pendidikan mata pencaharian
telah berubah terjadi urbanisasi dan industrialiasi, dari
sektor agraris ke sektor jasa, hidup lambat diubah ke hidup
cepat. Hal ini menutut pengetahuan, keterampilan,
kecepatan serta komunikasi baru.

Dalam. aspek enkulturisasi telah terjadi assosiasi dan
dessosiasi baru dalam kelompok-kelompok di dunia dan
gangguan tcrhadap isolasi budaya. Adanya ikatan baru
dengan interaksi yang bertambah, mosaik etnik mulai lebur
dan pecah, enkulturasi mengalami peristiwa-peristiwa yang
kadang kurang nyaman. Pendidikan berperan mencoba
maenyesuaikan diri dengan proses ini.

Dalam aspek humanisasi; kemajuan teknologi sangat
cepat sedang dalam bidang moral, etika, agama lebih
lambat,;,,^Kedisiplinan tidak bisa ditatarkan, hal ini
mermerrnkan kondisi yang kondusif. Ketertinggalan tampak
jelas terjadinya kekerasan dimana-mana. Aspek-aspek di
atas terbengkelai karena secara ekonomis tidak
menghasilkan nilai ekonomis dan politis yang dapat
dimanfaatkan. Kompetisi dunia pendidikan dalam aspek
pertama, pada hal kekurangan aspek moral, etika dan
agama sangat mehyentuh ketahanan nasional.

Kegagalan dalam aspek teknologi membuat bangsa
tertm^al dalam hasil bumi dan pengetahuan, kita akan
terisolasi, tergusur ke penggiran, dan tidak berperan dalam
dunia global. Kontribusi kehidupan dunia hanya memberi
sumber daya alam, sumber daya manusia yang murah.
Kegagalan dalam aspek nilai kemanusiaan (humanisasi)
meyebabkan kehilangan diri sebagai penyumbang
Kebudayaan manusia, disamping kehilangan saluran
ekspresi Kegaplan dalam aspek moral menyebabkan
bangsa Indonesia tidak beranjak dari rasio beradab-biadab.

Tampak erat hubungan antara pendidikah dan
Ketahanan nasional. Oleh karena pendidikan memang
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institusi budaya yang menyentuh awal seorang manusia,
dan merupakan alat utama ketahanan nasional.

Dalam mewujudkan ketahanan nasional membangun
warga negara sesuai dcngan kepribadian kelompok perlu
disosialsiasikan beberapa pendidikan agar menghasi^^an
ketahanan riasional antara lain (i) pendidikan demokrasi
dan (ii) pendidikan multikultural.

a. Pendidikan Demokrasi untuk Mewujudkan Civil
Society
Secara esensial pendidikan demokrasi adalah untuk

melahirkan "budaya demokrasi baru " dalam kerangka
untuk mewujudkan tatanan demokrasi yang ideal.

. Demokrasi tidak sekedar dari ral^yat, oleh rakyat untuk
rakyat atau ' keterlibatan langsung rakyat dalam
mengambil keputusan politik, namun lebih dari itu.
Demokrasi di dalamnya menyangkut kondisi yang
kondusif untuk mensosialisasikan pendidrkan nilai-nilai
yang menjadi harapan dan dambaan. Oleh karena itu.
demokrasi tidak hanya merujuk pada kondisi realitas
tatanan atau sistem yang sudah ada, pendidikari
demokrasi harus mampu melakukan inovasi-inovasi
yang baru untuk kemajuan demokrasi. Pendidikan
demokrasi ^ dalam arti lebih spesifik dapat diartikan
sebagai li&aha secara sadar untuk mengubah proses
sosialisasi demokrasi dalam masyarakat sehingga
mereka betul-betul memahami sistem demokrasi yang
ideal dan hendak diwujudkan (Nasiwan, 24: 6).

Menurut Sosolog Universitas Erlangga, Hotman M
Siahaan kultur demokrasi bagi bangsa Indonesia belum
terbangun sehingga. pemerintah harus berani mengambil
trobosan melalui pendidikan demokrasi. Hal ini dapat
dibuktikan dengan maraknya aksi buruh atau protes
mahasiswa yang berakhir dengan bentrokan fisik. Sikap
dialogis yang diharapkan antara pemerintah dan rakyat
belum terjadi. Kekeliruaan dalam proses pembangunan
demokrasi memunculkan anomali yang kemudian
bermuara pada amuk masa.

Diskursus demokrasi tidak muncul, pada hal
semestinya demokrasi menciptakan konsensus dialog
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antara pemerintah dan rakyat. Namun wacana itu tidak
muncul meskipun . pemerintah telah berusaha-
mewujudkannya. Kondisi ini diperparah dengan berbagai

. -kebijakan yang tidak memihak pada kep%ntingan rakyat
seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, kasus
bantuan korban gempa yang tak kunjung terealisir.
Lemahnya. lembaga institusionai turut memunculkan
krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah
harus membuka ruang dialog antara pengusaha dan
rakyat seperti kasus Lapindo Brantas, pemerintah harus
memfasihtasi kepentingan rakyat dan berani

• mengorbankan prosedur konvensional dalam membuat
kebijakan yang populis dengan segera dan radikal.
Pemerintah harus berani bersikap tegas dan cepat untuk
menyelematkan krisis ekonomi serta membangun
kebijakan yang komperher^sif demi kepentingan
pengembangan demokrasi di Indonesia (Kompas, 3 Maret
2006).

Dengian lain perkataan bahwa sistem demokrasi yang
sudah ada belum sempurna sehingga diperlukan
perbaikan-perbaikan melalui pendidikan demokrasi
sebagai suatu rekayasa sosiai dengan tujuan agar

.,^asyarakat mempunyai pemahaman yang baru,
kesadaran, sikap dan penghayatan nilai-nilai demokrasi
untuk menuju kesempurnaan sebagai mana yang
diidealkan dalam kehidupan berdemokrasi.

Kebijakan pemerintah ttdak demokratis yang
beronentasi pada kepentingan penguasa sudah tentu
berdampak pada gejala terjadinya konflik, ketidak
jujuran, rendahnya budaya malu, KKN, bahkan pada
nasionalisme yang rendah. Kebijakan demokrasi harus
memihki nilai manfaat. keadilan dan kebebasan,
kemakmuran bagi masyarakat. Oleh karena '̂ itii^
diperlukan suatu rekayasa sosiai dalam bentuk
kebijakan dalam membentuk watak bangsa melalui
pendidikan demokrasi. Dalam usaha untuk
me^judkannya diperlukan pemikiran yang matang dan
melibatkan stake holders dan berdasarkan kenyataan
sosiai dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan
ebijaksanaan demokratis dengan menggunakan medel
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kebijakan partisipatif yang realisasinya melalui ^ *
pendidikan demokratis untuk mewujudkan Masyarakai
Sipil Indonesia (Sudiyono, 2005: 1).

Pengembangan budaya dernokrasi tidaklan
mcnghilangkan nilai-nilai dernokrasi yang sudah ada
sebagaimana dalam musyawarab untuk menemuk^n
mufakat dan telah mengakar dalam masyarakat, namun
kultur dernokrasi diharapakan tei~us dikembangkan agar
menghasilkan sistem dernokrasi yang lebih ideal.

Usaha-usaha yang sungguh-sungguh dalam
mewujudkan pendidikan dernokrasi havus dilakukan
oleh seluruh elemen masyarakat sehingga dapat
meiahirkan budaya dernokrasi yang semakin dinamis
dan mendapatkan porsi perhatian lebih besar. Oleh
karena pada masa rajim Sukarno, Suharto tidak
memberi tempat dan kesempatan untuk lahirnya kultur
dernokrasi melalui inovasi-inovasi pengembangan
dernokrasi sehingga meiahirkan sikap apatis. Kehidupan
demokrasi ke depan harus dapat dirahcang atau
direkayasa sedemikian rupa sehingga menghasilkan
budaya demokrasi yang ideal melalui pendidikan
demokrasi.

b. Demokrasi dan Pelaksanaannya
Dalam koB-teks kehidupan berbangsa dan bernegara,

demokrasi Serkaitan dengan pengelolaan kehidupan
bersama. Menurut asal usul katanya "demokrasi" berarti
rakyatlah yang berkuasa, dalam bahasa /unani demos
artinya rakyat dan kratein pengertiannya berkuasa.
Unsur demokrasi modern adalah warisan dari
kebudayaan Yunani kono, namun sejak saat itu
demokrasi dipersoalkan. Plato seorang filosof pada
zamannya menentang demokrasi, karena Pemeritah
Athena sangat jelek dalam mempraktikkan berdemokrasi
sehingga mengadili Sokrates sebagai gurunya. Dalam
demokrasi Athena semua warga negara bergantian
memegang kekuasaan, sehingga tidak mengherankan
jabatan pemerintahan dipegang oleh orang bodoh
(Bertens, 2006: 7).
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Definsi demokrasi menun.it kamus bahasa Indonesia
adalah permerintah oleh rakyat, keku^saan tertinggi
berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh
rakyat atau wakil-wakil mereka yang dipilih melalu

. pemilihan yang bebas. Demokrasi adalah suatu
pemermtah dari rakyat, oleh rakyat dan. untuk rakyat
Hampir seluruh negara di dunia mengadopsi istilah
demokrasi, bahkan penguasa otoriter tetap
meng^inakan lebel negara demokrasi untuk
melegitimasi rezim mereka. Demokrasi pada dasarnya
merupakan seperangkat gagasan dan prinsip-prinsip
tentang kebebasan, tetapi juga merupakan seperangkat
praktik dan presedur yang terbentuk melalui sejarah
yang panjang dan berliku-liku (Sunarso, 2004; 29).

Pada masa modern kehidupan xiemokrasi berfungsi
atas dasar perwakilan, wakil-wakil rakyat yang akan
memegang pucuk kepemimpinan negara dipilih melalui
pemdihan umum dengan menggunakan kendaraan prtai
pohtik. SebelUm Pemilu dilaksanakan, dipilih terlebih
dahulu calon wakil rakyat, supaya pemimpin yang ,
berkuasa nanti sungguh-sungguh melayani rakyat dan
mempunyai visi yang benar, namun hal ini belum
memb^ri jaminan menjadikan kehidupan demokratis.
Bahkan di Indonesia mengalami hal yang sama, delima
antara konstituensi (pemilih atau pendukung) partai
pohtik dan kompetensi wakil rakyat dalam berdemokrasi
tidak memberikan zamaninan kehidupan yang
demokratis (Ignas Kleden, 2003: 1). Personal yang
mengatur kehidupan negara dan masyarakat adalah
orang-orang yang didukung konstituensinya, atau orang
yang memihki kemampuan bekerja baik, dengan
dukungan integritas yang diandalkan. Kehidupan
demokrasi Indonesia pernah mencoba untuk
mendapatkan formula yang ideal dan diharapkan dapat
mendorong kehidupan demokrasi sehat. Kompunen
^ahfikasi demokrasi tersebut adalah (i) kemampuan
dan keahh^ dalam bekerja, yang dinamakan
kompetensi, (ii) jumlah orang-orang memilih seseorang
untuk mewakili mereka, yang dinamkan konstituensi
dan (111) kesadaran politikus tentang nilai-nilai dan
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norma yang tidak boleh dilanggar, karena jika dilanggar
ia akan berkhianat terhadap prinsip-prinsip •perjuangan
politiknya sendiri, hal terakhir dinamakan inte^ritas
(Ignas Kieden, 200f3: 1).

Kompetensi tanpa konstituensi melahirkan
teknokrasi, dimana seorang menduduki jabatan politik
karena -keahliannya tanpa dukungan orang yang
memilihnya. Hal ini terjadi pada masa Orde Baru yang
menjadikan ekonomi sebagai prioritas utama, karena itu
memberikan jabatan politik kepada ekonom-ekonom
sehingga melahirkan Mafia Berkeley. Atau pada niasa
Sukarno teknokrasi dikenal dengan Zakenkabinet,
teknokrasi ini masih bisa diterima masyarakat jika para
ahli yang menduduki jabatan politis memperlihatkan
integritas yang meyakinkan.

Praktik teknokrasi sangat merugikan partisipasi
ra^at, karena teknokrat mendapat jabatan politik
melalui kemampuannya secara teknik. Oleh karena itu
tidak'perlu koristituensi pendukungnya sebagai ujud
partisipasi masyarakat. Teknokrasi lebih percaya kepada
elitisme intelektual yang mengadaikan masalah
IPOLEKSOSBUD-Hankam merupkan hal yang kompleks
sehinga |)^ang-orang yang ekspert dan kompeten saja
yang mampu menanganinya. Partisipasi rakyat dalam
hal ini justru dianggap akan memperumit permasalahan
yang kompleks seperti kasus-kasus di Indosnesia.
Akibatnya kurang baik sering terjadi konflik para mentri
dengan anggota DPR tentang kebijakan yang
dilakukannya seperti pada masa rajim Suharto.

Ekstrim kedua tejadi sebaliknya partisipasi rakyat di
kedepankan, wakil-wakil rakyat yang dapat dianggap
menjadi personifikasi dari kelompok tertentu atau
mendapat dukungan dari konstituennya yang
memerintah menjadi mentri namun tidak ekspert di
bidangnya. Hal ini terjdi pada masa pemerintahan
Presiden Gus Dur (Abdulrahman Wahid), seorang mentri
yang tidak memiliki hegraund teknik justru dijadikan
Menristek kerana kedekatannya dengan elit politik dan
mewakili partai, untuk memerintah. Akibatnya sudah
dapat diduga segala perencanaan sebelumnya mengenai
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pengiriman Sarjana S-2, S-3 ke luar negeri pada masa
Presiden Habibi untuk meningkatkan sumber daya
manusia lulusannya diterlantarkan. Melihat pengalaman
masa lalu idealnya mengambungkan dua konsep di atas
sehingga bisa mengakumodasikan partisipasi rakyat dan
memilih mentri yang ekspert di bidangnya, sehingga
tujuan nasional bisa dicapai, namun tidak mengganngu
kehidupan berdemokrasi.

c. Masyarakat Sipil yang Demokratis
Dalam mewujudkan masyarakat sipil (civil society]

yang demokratis perlu langkah-langkah berdemensi
dekonstroksi yang memberikan harapan bagi
rekonstruksi dan revitalisasi kehidupan yang
demokratis. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan
untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih
demokratis antara lain:

Pertama dekonstruksi kepemimpinan. Pemimpin
selalu identik dengan ketokohan dan bersifat perosnal.
Dalam imajinasi kehidupan demokrasi, ada kepercayaan
bahwa ada seorang pemimpin yang akan muncul dalam
kondisi sesulit apapun dipersonifikasikan sebagai tokoh
pembebas semacam "afatar" yang akan mampu
mghgatasi segala keterpurukan bangsa ini, Namun
kenyataannya setelah Suharto tumbang terjadi
reformasi, Amin Rais dengan Partai Amanat Nasional
(PAN) sebagai lokomotif pembaharuan, Partai
Kesejahteraan Sosial (PKS) yang roformis, Golkar baru,
Partai Demokrat dengan Susilo Bambang Yudoyono
(SBY) t^ mampu membawa bangsa ini ke dalam
kehidupan demokratis yang ideal. Bahkan terjadi hal
sebaliknya pemerintah melalui aparat keamanan tidak
berani menegakkan kehidupan demokrasi membiarkan
ormas-ormas keagamaan Islam melakukan kekerasah,
dengan sendirinya kendali atas demokrasi hilang. Jafar
Umar sebgai pemimpin Fron Pembela Islam (FPI)
mengata^an orang murtad, dan orang kafir yang tidak
mentaati Syariat Islam halal darahnya ditumpahkan
(Kompas Rabu, 30 Agustus 2006: 6 dan Wawancara TVRI
dengan Jafar Umar, 2004).
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Namun kepemimpinan yang bersumber pada
ketokohan personal telah mengalami kegagalan sebagai
pemimpin alternatif. Oleh karena itu diperlukan
dekonstruksi kepemimpinan atas . paradigma
kepemimpinan yang telah ada. Bangsa ini ^harUs
merekonstruksi . ulang dengan menghadirkan
kepemimpinan kolektif, yaitu kepemimpinan yang
diusung'berdasarkan visi kebersamaan untuk kehidupan
bangsa yang lebih demokratis. Para pemimpin nasional
harus menanggalkan segala atribut ikatan primordial
seperti keormasan, keagamaan, kesukuan yang bersifat
SARA untuk kepentingan bersama.

Kedua, dekonstruksi kelembagaan demokrasi harus
•diwujudkan. Oleh karena kelembagaan masih
merupakan titik lemah dalam membangun masyarakat
adil dan makmur. Lembaga-lembaga yang ada belurn
mempunyai komitmen untuk mewujudkan demokrasi
yang sesungguhnya namun yang terjadi justru
sebaliknya untuk melayani diri sendiri dalam bentuk
KKN, bukan melayani kepentingan umum (Zuhairi
Misrawi, Kompas, 30 Agustus 2006: 7).

Ketiga, dekonstruksi kultur demokrasi. Dalam ranah
demokrasi budaya' yang berkembang masih berlaku
sistem feodalis. Elit politik sering bertindak sebagai raja
yang ingin dilayani, dihormat, disanjung, ingat imperium
Suharto yang ;menghendaki penguasa tunggal seperti
raja-raja JawS' Kultur semacam ini tidak kondusif untuk
kehidupan demokrasi karena kumunikasi hanya satu
arah antara atasan dan bawahan. Oleh karena itu ke
depan harus dekembangkan kultur demokrasi yang
memberi ruang lebih leluasa terutama dalam kultur
nilai-nilai egalitarian, demokratis, dan terbuka atau
transparan dalam pengelolaan untuk kepentingan
publik.

Keempat, dekonstruksi masyarakat sipil yang
demokratis. Membangun masyarakat sipil sangat penting
sekali, karenea meskipun pemerintah bangkrut masih
ada masyarakat sipil yang memiliki solid^itas sosial
yang kuat. Kedepan masyarakat. sipil harus diselamatkan
dari kontaminasi kepentingan negara, kooptasi
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pemerintah maupun ormas-ormas yang cenderung ke
arah politik praktis. Ormas agama sudah sehamsnya
meletakkan nilai-nilai agama sebagai sumber etika untuk

•mewujudkan civil society, bukan justru untuk
kepentingan kekuasaan. ^

Kelima, perlu dekonstruksi mental demokrasi. Mental
demokrasj hams dikembangan pada setiap individu
melalui diii sendiri dan disebarkan pada setiap pribadi
sebagai mana pendekar demokrasi Amerika (Google
Refrensi Demokrasi dalam internet), karena bangsa ini
telah kehilangan kepercayaan diri terutama tidak adanya
keteladanan dari para pemimpin bangsa. Jalan keluar
untuk membangun demokrasi harus ada langkah sinergi
seluruh elemen bangsa baik pemerintah, cendekiawan,
budayawan, rohaniawan, tokoh masyarakat, media masa
bersama-sama mempunyai tekad bulat untuk
mewujudkan kehidupan • demokrasi ideal ^ yang
menjunjung tinggi nilai keadilan, kedamaian, keragaman
budaya dan egalitarian.

d. Pen^idikan Multikultural
Bangsa Indonesia memiliki ciri multi etnis dan

multikultural namun sudah tidak memiliki lagi norma
fondamental dari nilai-nilai kehidupan bersama,
s^erhentara pengaruh global semakin kuat menerpa
bangsa, akibatnya integrasi antar etnis semakin pudar
dan runtuh. Terjadi konflik antar etnis seperti di Sampit
antara Suku Dayak dan Madura, Tantena dan Poso
antarta Islam dan Kristen, Konflik Ambon, sparatisme
Papua Merdeka, Republik Maluku Selatan (RMS) Baru,
dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang telah berdamai!
Konflik SARA seperti kasus Achmadiah, konflik anti
China dan perusakan, pembakaran dan penutupan
tempat-tempat ibadah. Hal ini disebabkan oleh lemahi^a
penerapan ideologi, nasionalisme, wawasan kebangsaan,
terlebih lagi perkembangan politik Indonesia yang
semakin jauh dari wawasan kebangsaan dan etika politik
sebagaimana terkandung dalam filsafat bangsa karena
akibat tekanan globalisasi (Kaelan, 2006: 1).

^*7^ I Pendidikan Kewarganegaraan



Pancasila secara yuridis formal dijadikan dasar negara
dan pandangan hidup, namun kenyataannya bangsa
Indonesia belum melaksanakan nilai-nilai Pancasila baik
secara obyektif dan sobyektif secara konsekwen.
Pancasila hanya sebagai wacaria; Pancasila meng^arkan
nilai persatuan dan kcsatuan, namun yang terjadi justru
perpecahan. Pancasila menghendaki keadilan dan
pemerataan hasil, namun yang terjadi justru
mementingkan diri sendiri dan KKN (korupsi kolusi dan
nepotisme) rrienggurita. Pancasila mengajarkan toleransi
antarumat beragama, namun yang terjadi adalah
eksklusifisme, dan menguatnya ikatan primordial.
Pancasila menghendaki sosialisasi demokrasi, namun
yang muncul adalah penindasan orang-orang lemah dan
proses marginalisasi. Pancasila menghendaki terjadinya
kemanusiaan universal, namun yang. terjadi sebaliknya
egoisme, vandalisme (Sujati, 2006; 2).

Disisi lain terjadinya konflik karena lemahnya atau
kurangnya pendidikan multikultural sehingga setiap
etnis, setiap kelompok merasa diri memiliki wewenang
untuk rnenghakimi-j menghukum kelompok yang berbeda
dengan dirinya atau menganggap kelompok lain sebagai
musuh yang harus dinihilkan. Keadaan semacam ini
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan demokrasi
untuk mewj^udkan Masyaxakat Sipil (Civil Society) atau
dalam Mas^rakat Terbuka ("Open Society") masyarakat
dikondisikan untuk membuka diri dengan perubahan
sesuai dengan jiwa zaman yang selalu berubah untuk
mencari kesempurnaan.

Dalam kondisi di atas untuk menghadapi konflik dan
perubahan sosial diperlukan pendidikan multikultural
agar setiap kelompok etnis, kelompok kepentingan tid^
melakukan tindakan distruktif terhadap kelompok lain
sehingga diharapkan dapat meredam konflik-konflik
yang berbau SARA (Suku antar Golongan Ras dan
Agama).

Istilah multikultural secara marak digunakan sekitar
tahun 1950 di Kanada. Menu-rut Longer Oxford Dictonary,
istilah multikultural diambil dari surat kabar yang terbit
di Kanada yang menggabarkan sebuah masyarakat
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Montreal Kanada sebagai masyarakat yang multikultural
dan multi bahasa. ^

Sedangkan Istilah "pendidikan multikultural secara
sederhana adalah pendidikan tentang keragaman
kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan
kultural lingkungan bahkan dunia secara keseluruhan.

Paulo Freire yang dikutip olehEndah Setiorini: "bahwa pendidikan bukan merupakan
menara gading, yang menjauhi realitas sosial-budaya
melainkan hams mampu meciptakan tatanan
masyarakat yang berpendidikan, berbudaya dan
mengedepankan nilai-nilai eqalitarian, demokrasi,
kebebasan dan persaudaraan." (Endah Setiarini, 2006:
2). -

Pendidikan multikultural mempakan respon dari
keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan
persamaan hak bagi setiap kelompok etnis. Pendidikan
rnultikultural merupakan pengembangan kurikulum dan

•aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai
pandangan. Sedangkan secara luas pendidikan
multicultural mencakup seluruh siswa tanpa
membedakan kelompok, baik gender, etnis, ras, budaya,
strata sosial dan agama.

Pend^ikan multikultural adalah suatu pendekatan
progresif untuk melakukan transformasi pendidikan
yang secara menyeluruh membongkar kekurangan dan
kegagalan dan praktik-praktik diskriminatif dalam

-1 P^^d^dikan. Pendidikan multikulturaldidefmisikan tentang pendidikan keragaman budaya
dalam perubahan•demografis dan budaya masyarakat
tertentu atau dunia secara keseluruhan.

Di Indonesia pendidikan multikultural relatif baru,
pendekatan pendidikan multikultural dianggap lebih
sesu^ ba^ masyarakat Indonesia yang heterogin dan
multi etnis. Apalagi pada masa era otonomi daerah
dimana konsep sentralisasi bergeser ke desentraUsasi
dalam kebijakan-kebijakan tertentu. Pendidikan
multikultural yang dikembangkan di Indonesia sejalan
dengan perkembagan demokrasi yang sedang dijalankan
sekahgus sebagai penyeimbang terhadap kebijaksanaan

380 I Pendidikan Kewarganegaraan



desentralisasi dan otonomi daerah. Apabila kebijakan
pendidikan multi kultural. dialaksanakan dengan
sembrono dan tidak hati-hati justru akan meny^toabkan
kedalam perecahan nasional dan disintegrasi bangsa
(Aprellina Setyawati, 2005; 12).

e. Pentingnya Pendidikan Multikultural
Pendidikan multikultural sangat penting di Sekolah

Dasar (SD) khususnya dalam pengajaran ilmu
pengetahuan sosial. Pendidikan multikultural adalah
proses penanaman cara hidup untuk menghormati
secara tulus, dan toleran dalam keberagaman budaya
yang hidup di tengah-tengah masyarakat majemuk.
Dengan diberikannya pendidikan multikultural
diharapkan adanya kelenturan mental bangsa dalam ^
menghadapi konflik-konflik yang berbau suku antar
golongan ras dan agama (SARA), sehingga persatuan
bangsa tidakmudah retak dan terjadi disintegrasi
bangsa.

Adapun tujuan pendididikan multikultural adalan:
Membantu anak didik dalam mengembangkan
pemahfetnan dan sikap secara memandai terhadap
mamasyarakat yang beraneka ragam budaya. Anak didik
memiliki budaya sendiri yang hakiki, namun tetap
memberi andil terhadap kesejahteraan masyarakat.
Mengembangkan pendidikan yang wajar, tanpa
memandang perbedaan, membantu peserta pendidik
untuk berpartisipasi dalam kultur berbeda. Membantu
anak didik dalam memberdayakan potensi yang optimal"
(Setyo Rahaijo, 2002: 27).

Oleh karena itu pendidikan multikultural hams
memperhatikan beberapa hal antara lain: Pengajaran
nilai yang mendukung keberagaman budaya dan
keunikan individu. Peningkatan perluasan kualitatif
keberadaan budaya etnis dan kerja sama dalam
kehidupan sosio ekonomis dan politik, mendukung
alternatif pemunculan gaya hidup dan peningkatan
pemahaman multikultural, multi bahasa dan multi
dialektika.

Pendidikan Kewarganegaraan I 381



Dalam konteks kehidupan berbangsa yang serat
dengan . kemajemukan borbagai bidang;. suku, ras,
golong^, agama, bahasa daerah dan kepentingan, maka
pendidikan multikultural menjadi sangat strategis untuk
dapat mengelola secara kreatif, sehingga konflik dapat
dikelola dengan cerdas. Dengan demikian pendidikan
multikultural dapat dijadikan pencerahan dalam
kehidupan berbangsa ke masa depan yang lebih baik.

Perkembangan sejarah Indonesia, serat diwarani
dengan konflik-konfllik sosial dan disertai dengan tindak
kekerasan sehingga mengancam kesatuan - persatuan
bangsa dan negara. Pengalaman masa lalu sering timbul
peperangan antar kerajaan dan setelah kemerdekaan
serta berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKR^ juga serirtg timbul konflik yang membawa
fanatisme kedaerahan. Konflik sosial sering bertendensi

^jung-ujungnya ingin melepaskan din dari
NKRI seperti yang teijadi saat ini di Papua. Oleh karena
itu dengan diberikannya pendidikan multikultural di
tmgkat SD diharapkan konflik sosial yang distruktif
dapat diredam atau diatasi sehingga di^integrasi bangsa
diharapkan tidak terjadi.

Pendidikan Pancasila dan pendidikan
Kewarganegaraan yang mempunyai tujuan untuk
membentuk warga negara yang baik (Good Cetezen)
dengan kriteria beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan
Yang Maha Esa belum memberi jaminan untuk
terwujudkanya masyarakat yang demokratis, dengan

• cara hidup yang multikultural (Kaelan, 2003: 15).
Pemben^ mata kuliah Pemebentuk Kepribadian (MPK)
dalam kenyataannya belum mampu^ melmjudkan
demensi rnultikultural, hal ini karena mata kuliah
tersebut di atas rentan interven?i penguasa pada
zamannya sehingga mahasiswa skeptis terhadap
matakuliah tersebut. Akibatnya mahasiswa kurang
berminat mempelajari mata kulaih pembentuk
kepribadian, bahkan telah kehilangan aktualitasnya

Pendidikan Kepramukaan yang diharapkan mampu
membawa misi kesederhanaan, kesamaan,
kegotongroyongan, tolong-menolong, kebersamaan dan
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kesatuan, sudah tidak populcr lagi bagi generasi jnuda
karena sudah terpinggirkan. Oleh karena tidak lagi
diaktualisasikan dalam falsafah hidup ditengah-tengah
realitas perubahan sosial yang kompleks sekaligus dalam
tekanan budaya global yang cenderung materialistik dan
hedonistik.

Peranan Pendidikan agama diharapkan memberikan
dasar untuk kesatuan masyarakat dalam pandangan
hidup dan sistem nilai yang seragam, memberikan
motivasi yang sama untuk kegiatan bersama dan
memberikan norma dalam hidup bersama (Haryono,
2004: 5). Namun kenyataannya Pendidikan agama yang
ada tidak memberikan nuansa mutltikultural tetapi
malah sebaliknya masih i^enyudutkan hak hidup agama
yang lain seakan-akan hanya agamanya sendiri yang
berhak hidup dan benar. Semangat pendidikan agama
yarig sempit tentu berlawanan depgan pendidikan
multikultural, dan hal ini akan memperlemah kesatuan
dan persatuan bangsa (Wilys Setyowati, 2005: 7)

Dengan melihat kelemahan dan pengalaman
pendidikan multikultural masa lalu makan pendidikari
tersebut harus direvisi, direvitalisasi, direaktualisasi
secara kratif sehingga tidak kehilangan jiwa dan
semangatnya. Keluaran yang diharapkan daUm
pendidikan multikultural ini adalah setiap peserta didik
memiliki sikap dapat menerima, menghargai dan
memandang agama lain sebagai agama yang baik dan
benar serta memiliki jalan keselamatan. Dalam prespekti
multikultural, setiap agama diharapkan terpanggil untuk
membina hubungan solidaritas, dialog dan kfetja «ama
dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih baik
dan lebih berpengaharapan (Daniel Nuhamera, 2004;
11).

f. Pendidikan Multikulurual untuk Pengembangan
Nilai Egalitarian
Melalui pendidikan multikultural perlu dikembangkan

nilai-nilai kebersamaan. Hal yang sangat penting dalam
mengembangkan hidup bersama sebagai warga bangsa
adalah menanamkan nilai-nilai toleransi lintas SARA
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(suku antar golongan ras dan agama), dan meyakinkan
bahwa bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang
majemuk dan heterogin. Sikap saling menghormati dan
mengharagai perbedaan yang ada hams senantiasa
dikembangkan. Oleh karena itu sikap eksklusif dan
pemahaman terhadap agam^, suku dan kelompok, etnis
sering dijadikan alat legitimasi untuk , melakukan
kekerasan terhadap kelompok lain. Tindakan antagonis
ini sangat conter producitive dengan hakikat
kemanusiaan universal.

Pemahaman lintas SARA yang berada dalam tataran
mstitusi, hanya menghasilkan hal yang formalitas, dan
belum mengenai makna yang esensi. Sedang
pemahaman makna yang esensi, nilai-nilai pluralitas
akan dapat dijadikan motivasi kebersamaan, kesetaraan
dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu sangat
penting artinya pendidikan multikultural bagi generasi
muda, nilai keragaman budaya tida^c hanya sebagai hal
normatif tetapi diharapkan dapat mengutamakan nilai-
nilai dasar keberagaman

Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai pluralitas
secara baik akan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan
dan kebersamaan, dan dapat dijadikan landasan
persatuan dan kesatuan bagi pembangunan nasional,
sehingga dapat memperkokoh negara Kestuan Republik
Indonesia (NKRI).

Peringatan bagi para pakar pluralisme sebagaimana
dengan paradigma modern peradaban saat ini telah
mendorong rasionalisasi memasuki primordialistik,
tradisi keagamaan, kesukuan dan dalam kehidupan
bersama.

Sasaran yang semula menjadi akar peradaban mulai
bergeser ke arah bangun dasar negara yang menjaga
stabilitas bangsa. Kehidupan bersama saat ini bagi
generasi muda mempunyai makna berbeda, karena
situasi dan tantangan zaman berbeda. P^lu dimengerti
bahwa kepribadian generasi muda terbentuk oleh jiwa
zaman dan untuk membentuk kepribadian global.

Anak-anak zaman dimasa yang akan datang adalah
generasi yang memeliki kesadaran kemanusiaan, dan
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nilai-nilai pluralistik yang terkandung secara intrensik di
dalamnya. Oleh karena itu bagi generasi tua** perlu
mewariskan butir-butir kemanusiaan secara universal
dan eqalitarian, bukan hanya format struktur
kebangsaan melainkan moralitas dan roh yang dapat
membangun hidup bersama. ^

Pentingnya bagi generasi penerus, pewaris cita-cita
bangsa agar menumbuhkembangkan komitment
pluralistik, nilai kebangsaan dan nilai kemanusiaan
dalam sebuah masyarakat modern suatu orde generasi
dengan kemampuan kreatif dan tidak terbatas pada
logika formal yang dangkal.

Kontribusi Pendikan Multikulural dalam membentuk
Masyarakat Sipil Dalam perkembangan akhir-akhir ini
yang sarat dengan konflik kepentingan, kelompok-
kelompok banyak berdemonstrasi baik buruh dengan isu
revisi UU Ketenaga kerjaan, petani dengan isu
kelangkaan pupupuk, di kelas menengah Kades berdemo
tentang nasibnya. Disisi lain muncul bentrok antar
kampung atau warga desa dan antara rakyat dengan
apafat sehingga ke depan diprediksi akan terjadi
kekacauan masal (Riswanda Himawan, Kedaulatan

.Rakyat, 6 April 2006: 12). Persoalan ini diakibatkan
'* karena gagalnya para elti politik dalam menciptakan dan

merekonstruksi political trust dan mengelola kehidupan
bersama dalam masyarakat majemuk. Oleh karena itu
solusi yang rasional adalah memasyarakatkan
pendidikan multi kultural

Menurut Prof. Dr. Usman Abubakar nilai-nilai
subtansial dalam pendidikan multikultural sebagai akar
buciaya masyarakat sipil (masyarakat madani) di
Indonesia adalah nilai kebersamaan yang
diimplementasikan dalam segala aspek kehidupan
manusia. Dalam kehidupan masyarakat Islam
senantiasa menerapkan konsep hablum minanas dan
hablum minanar sebagai aktualisasi diiii menjadi
menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia dan sejfuruh
isi dunia. Oleh karena itu ajaran Islam senantiasa
menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan orang lain atau
sangat menghargai perbedaan pendapat, menghargai
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suku, agama yang berbeda sebagai ujud dari masyarakat
sipil (Wawancara 12 April 2006). Sedang menurut Pdt.

. Sangadi Mulya peran Ajaran Agama Kristen dalam
pendidikan multikultural unftuk mewujudkan
masyarakat sipil adalah sebagai garam dan terang yang
menggarami dalam segenap hidup manusia. Prinsip
Kekristenan adalah ibadah yang holistik tidak hanya
ibadah ritual tetapi diterapkan dalam segenap aspek
kehidupan manusia sehingga menghasilkan buah yang
nyata menjadi berkat bagi orang lain {Wawancara, 19
Agustus 2005). Contoh kongkrit "Pelayanan Kristiani"
telah dilakukan oleh Almarhum Ibu Theresia dari India,
Almarhum Dr. Yohanes Lemena, Yos Sudarso, Romo YB
Mangun Wijoyo yang memiliki kepekaan sosial terhadap
lingkungannya dengan merhberikan hidupnya untuk
"masayarakat marginal lintas SARA (Indra Trenggono
Kedaulatan Rakyat, 29 OktoJ^er 2005; hal 12). Menurut
Prof. Dr. Usman Abubalcar dalam pendidikan
multikultural untuk mewujudkan masyarakat sipil akan
terwujud jika bangsa Indonesia mengedepankan
pendidikan formal bagi seluruh warga bangsa, jika
terjadi kesenjangan pendidikan dan kesenjangan sosial-
ekonomi maka bangsa ini mudah terprovokasi untuk
melakukan kekerasan terhadap sesama warga bangsa

^(Wawancara, 21 Agustus 2005).
Dalam sosialisasi pendidikan multikultural perlu

adanya komitmen para elite politik, tokoh masyrakat,
guru, sta/ce holder pendidikan multikultural dan selurluh
masyarakat. Dengan memperhatikan prinsi-prinsip
pendidikan multikultural yang antara lain sebagai
berikut.

Pendidikan multikultural adalah merupakan si^tu
proses, pendekatan yang digunakan hendaknya '
secara komperhensif, pendidikan multikultural
hendaknya dillakukan dalam lingkungan yang
kondusif, semua partisan dan komunitas hendaknya
terhbat di dalamnya, pealtihan bagi kepala sekolah,
piru-guru, murid dan orang tua murid dan
komunitas pimpinan merupakan hal yang esensial,
perhatian terhadap latar belakang murid yang terlibat
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dalam proses, pendidikan harus berlangsung cukup
lama, kompunen pembelajaran harus diintegrasikan
dalam kurikulum secara praktis di sekolah" (Setyo
Raharjo, 2002; 28).

Dengan demikian dalam pendidikan multi kultural
harus direncanakan secara matang oleh para steke
holder baik pakar pendidikan multikultural, keala
sekolah, guru-guru, dan murid-murid, orang tua murid
serta seluruh masyarakat luas. Pendikan multikultural
harus memperhatikan rlilai-nilai secara universal dan
holistik, perlu dipahami. Oleh karena kesuksesan
pendidikan multikultural dalam mewujudkan
masyarakat sipil yang modern diukur dengan
penguasaan nilai-nilai IPTEKS dan soft skils yaitu
kemampuan untuk bekerja dengan kelompok, bekerja
dalam tekanan, kemampuan memimpin, kemampuan
berkoordinasi, berkomunikasi dalam bahasa Indonesia
dan asing, tabah dan gigih, percaya diri, memiliki
kemampuan memanfaatkan teknologi informasi untuk
mendapatkan dan memanfaatkan informasi dan memiliki
nasionalisme tinggi tidak banyak tuntutan (Soflan,
Kedaulatan Rakyat, 19 Agustus 2005: 5). Nilai-nilai
kebersamaan perlu dijunjung tinggi seperti kosep
**manunggaling kawulo gusti" yang menekankan
kebersamaan dan keteladanan pemimpin terhadap
rakyatnya seperti Almarhum Sultan HB IX
mengorbankan tahta untuk rakyatnya (Riswanda,^ Radar
Yogya, 29 Oktober 2005)..

Dalam mewujudkan peradaban yang baik dalam
masyarakat majemuk perlu strategi perjuangan kultural
dan struktural secara bersama, struktural dalam arti
politik, perbaikan struktural ini sarana yang paling
efektif adalah melalui parpol. Melalui lembaiga partai
politik aspirasi masyarakat tentang pendidikan
multikultural akan diperjuangkan sebagai masukan dari
infra struktur politik kepada supra struktur politik.
Input dari supra struktur politik akan dijabarkan oleh
supra struktur politik dalam bentuk kebijaksanaan atau
undang-undang yang mewajibkan dilaksanakannya
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pendidikan multikultural bagi generasi penerus dan
. didukung dana dari pemerintah (Kaelan, 2002: 182)
Semantara secara kultural hal merupakan
perjuangan panjang. Perjuangan membangun mentalitas

,bangsa melalui nilai-nilai keadilan dan demokrasi yang
berorientasi pada hidup bersama dalam masyarakat
majemuk (Kedaulatan Rakyat, 29 Oktober 2005; 5).
Sedang Nilai-nilai di atas dapat diujudkan karena sejak
dahulu kala bangsa Indonesia telah mengenal hidup
bersama dan menghargai nilai-nilai perbedaan seperti
ungkapan Empu Tantular dalam bukunya "Sutasoma",
d^am buku tersebut dijumpai sloka "Bhineka Tunggal
Ika Tan Hana Dharma Mangrua" yang artinya walaupun
berbeda nanum tetap satii jua adanya sebab tidak ada
agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Hal ini
menunjukkan realitas keberagaman kehidupan
masyarakat yang multi agama pada waktu itu {Kaelan
2002: 32).

Dengan adanya benih-benih yang sudah ada tentang
kebaragaman budaya, etnis, agama dan setiap

•r komunitas bisa menerima satu dengan yang lain, modal
dasar ini sangat potensial dan merupakan lahan yang
subur bagi generasi penerus untuk mewujudkan
^hidupan bersama untuk membentuk masyarakat sipi]
(Civil Society). Terlebih lagi dalam pembelajaran dan
sosialsisai nilai-nilai pendidikan multikultural dapat
dimanfaatkan konsep learning to do, learning to he,
leranmg to now, dan learning to live to gether yang artinya
d^am pembelajaran nilai-nilai multikultural peserta
didik diajak melakukan bersama-sama, pendidikan
tersebut merupakan proses menjadi dewasa atau
sempurna sesuai dengan tujuannya, pe^idik^
dilakukan saat mi dan pendidikan multikultural
dil^kan bersama-sama dalam kehidupan masyarakat
sehmga antara pendidikan di sekolah dan di rumah, di
masyarakat saling mendukung untuk tujuan pendidikan
multi kultural. Apalagi jika para elit politik, para guru,
pemuka masyarakat, pemuka agama, pejabat negara
memihki komitment yang tinggi untuk mewLijudkan
pendidikan multikultural dengan konsep "Ing ngarso
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sung ' tolodo, ing madyo mangun karso, tut wuri
handayani. Artinya seorang pemimpin yang baik bisa
m?mberikan keteladanan' atau panutan J^agi yang
dipimpinnya, di tengah-tengah lingkungannya menjadi
penggerak atau motor untuk mencapai tujuannya dan
dibelakang memberi motivasi dan petunjuk agar
sasarannya dapat tercapai.

2. Ketahanan Nasional di Bidang Pangan
Harga pangan tiga tahun terakhir mengalami

peningkatan tiga kali lipat, tidak kecuali bagi bangsa
Indonesia. Tiga factor utama yang menyebabkan naiknya
harga pangan antara lain; 1. Gejala perubahan iklim yang
mengacaukan ramalan produksi pangan strategis. 2.
Peningkatan permintaan komoditas pangan karena konversi
terhadap biofuel, dan 3. Aksi para infistor (spekulan) tingkat
global karena kondisi pasar keuangan yang tidak menentu.

• Meski bqgitu, eskalasi harga tersebut juga menjadi
peluang (dan tantangan) baru untuk merumuskan strategi
pembangunan pertanian yang kompateble dengan
perubahan zaman.

Pembangunan pertanian di Indonesia sebenarnya telah
menunjukan kontribusi yang sukar terbantahkan, bahwa
peningkatan produktivitas tanaman pangan melalui varietas
unggul, lonjakan produksi petemakan dan perikanan telah
terbukti mampu mengatasi persoalan kelaparan pada empat
dasa warsa terakhir. Pembangunan perkebunan dan agro
Industri juga telah mampu mengntarkan pada kemajan
ekonomi bangsa, perbaikan kinerja ekspor, dan penyerapan
tenaga kerja.

Singkatnya, kinerja perjalanan pertanian Indonesia jauh
lebih komprehensif dibandingkan dengan angka 3^1%
pertahun rata-rata pertumbuhan pada pereode 1960 -®&06 ^
- dihitung dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Organisasi
Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), pada awal atau fase
konsolidasi 1967-1978 sektor pertanian hanya tumbuh
3,38%. Angka ini kemudian melonjak sangat tinggi
mencapai angka 5,72 persen pada pereode 1978-1986,
kemudian' kembali melambat menjadi 3,39 pada fase
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dekonstruksi 1986-1987 dan kemudian turun melambat
menjadi 1,57 % s'ampai pereode krisis ekonomi.

Pada masa krisis ekonomi, per^rma baik yang dicapai
sub sektor perkebunan dan peternakan hamper tidak
membawa dampak berarti karena daya beli terns menerun.
Pada era Refirnasu 2001-2006, pertanian Indonesia telah
tumbuh 3,45% per tahun belum dapat dikatakan telah
menuju ke arah yang benar (selengkapnya lihat Arifin

a. Tiga Prinsip Penting
Selama empat dasa warsa terakhir, strategi

pemgangunan pertanian mengikuti tiga prinsip; 1.
Broad- hosed dan terintegrasi dengan ekonomi makro, 2.
Pemerataan dan pembrantasa kemiskinan, dan 3.
Pelestarian lingkungan hidup. Dua prinsip utama telah
menunjukan kinerja yang baik, seperti diuraikan di atas
karena dukungan jaringan irigasi, jalan-jembatan,'
perubahan teknologi, kebijakan ekonomi makro, dsb
^Konsep Revitalisasipertanian yang dicanangkan
^esiden Susilo Yudhoyono sebenamya tidak dapat
dilepaskan dari pola pikir dari strategi besar di atas, Oleh
karena fenomena Revolusi Hijau serta perspektif
konsistensi tersebut, pencapaian swasembada di era
1980 an, juga telah diikuti oleh peningkatan
Kesejahteraan dan peningkatan kesejahteraan petani
Deras di Indonesia, pemerataan sektor pedesaan dan
perkotaan.

Pada waktu itu sentra produksi beras di Jawa
lampung, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Sumatra
Utara Sulawesi Selatan, Nusatenggara Barat. dll. Juga
identik dengan kesejahteraan ^ pemerataan
pendapatan. ^

Prinsip ketiga tentang pelestarian lingkungan hidup
memang belum banyak menunjukan hasil krena baru
dikembangkan secara serius paska KTT Bumi di Rio de
Jeneiro Brasil 1992.
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b. StrategiBaru
• Berikut ini adalah strategi barn yang coba ditawarkan
sehubungan dengan determinan pola baru
pembangunan pertanian dimasa mendatang. Strategi
yang telah terbukti dan telah teruji ^eelama ini tidak
harus ditinggalkan hanya perlu dilengkapi deng^
demensi berikut: Pertama, pembangunan pertanian wajib
mengedepankan riset dan pengembangan (R&D)
tertuama yang mampu menjawab tantangan adaptasi
perubahan iklim. Peneliti ditentang untuk menghasilkan
vareitas. padi yang mampu bersemi dipagi hari, ketika
temperatur udara tidak begitu panas. Kisah pada gogo-
rancah keetika era 80 an yang mampu beradaptasi di
"lahan kering dan tadah hujan, dan kini perlu
disempurnakan untuk menghasilkan produktivitas lebih
tinggi dari sekitar 2,5 ton per hektar. Bahwa pertanian
Indonesia tidak harus bei;tumpu di Jawa tampaknya
telah disepakati, hanya perlu diwujudkan secara
sistematis. Misalnya vareitas baru bisa diuji di multi
lokasi dan uji adaptasi di semua daerah kering dengan
memberdayakan selruh \iniversitas di daerah dan Balai

. Pengembangan Tekonologi Pertanian yang tersebar di
daerah.

Kedua, integrasi pembangunan ketahanan pangan
dengan strategi pengembangan energi, termasuk energi
alternative. Strategi ini baru berada pada tingkat awal
sehingga Indonesia tidak boleh salah melangkah,
Indonesia memang terlambat sekali dalani
menyandingkan ketahanan pangan dengan energi
alternafif. Maksudnya Indonesia perlu suatu yang lebih
besar dari sekedar kebijakan pada tingkat Instruksi
Presiden No.1.2006 tentang Bahan Baker Nabati dari
Peraturan Presiden Nomor 5/2006 tentang Deversifikasi
energi. .

Ketiga, Pembangunan pertanian perlu mheren® perlu
melindungi petani produsen (dan konsumen). Komoditas
pangan dan pertanian mengandung resiko usaha seperti
fakktor musim jeda waktu, perbedaan prodoktivitas dan
dan kualitas produk yang cukup mencolok. Mekanisme
Hndung nilai (hedging) , asuransi tanaman. pasar lelang
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dan resi ^dang adalah sedikdt saja dari contoh
instrument penting yang mampu mengurangi resiko
usaha dan ketidak pastian*^ pasar. Operasional dari
strategi ini, perumus dan administrator kebijakan
didtingkat daerah wajib mampu mewujudkannya
menjadi suatu langkah aksi yang memberi pencerahan
kepada petani, pemberdayakan masyarakat, dan
memperkuat organisasi kemasyarakatan untuk mampu
berperan dalam pasar berjangka komoditas yang lebih
menentang. Disinilah pertaniaui tangguh dan berdaya
saing akan dapat terwujud. Akhirnya ketahanan
panggan seperti yang diharapkan akan terjadi. (Disadur.
dari Kompas Senin, 9 April 2008 tulisan Bustanul Arifin)
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DAMPAK GLOBALISASI

DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

BERBANGSA DAN BERNEGARA

Standar Kompetensi ^
Mampu memahami dampak globalisasi dalam kehidupan
bermasyarakat/berbangsa, dan bernegara.

Ruang lingkup pembahasan
1. Peng^itian dan arti penting globalisasi bagi Indonesia
2. Huthangan internasional dan politik luar negeri Indonesia di

era global
3. Dampak globalisasi terhadap masyarakat, bangsa, dan

negara Indonesia
4. Sikap terhadap globalisasi

A. Pengertian dan Arti Penting Globalisasi bagi Indonesia
1. Pengertian Globalisasi

Istilah globlisasi berasal dari kata globe (peta dunia yang
berbentuk bola). Dari kata globe selanjutnya lahir istilah
global {yang artinya meliputi seluruh dunia). Dsiri kata global
lahirlah istilah globalisasi, yang bermakna sebuah proses
mendunia. Globalisasi adalah suatu proses diber^knya
suatu tatanan, aturan, dan sistem yang berlaku bagi
bangsa-bangsa di seluruh dunia. Globalisasi tidak
mengenal adanya batas-batas wilayah; bahkan tidak
mengenal aturan lokal, regional, kebijakan negara yang
dapat mengurangi ruang gerak masuknya nilai, ide, pikiran
atau gagasan yang dianggap sudah merupakan kemauan
masyarakat dunia harus dihilangkan. Globalisasi berlaku di
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semua bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial,
budaya dan sebagainya. ' a

2. Proses Globalisasi

tentang globalisasi di bidang hak asasi manusia
telah ada beberapa abad sebelum Masehi, yakni ketika Nabi
Musa membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir
Kuno yang kemudian diteruskan oleh orang-orang generasi
benkutnya, hingga akhimya berhasil melahirkan apa yang
disebut dengan Universal Declaration of Human Rights
(Deklarasi Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia Sedunia)
oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948.

Gagasan tentang globalisasi dalam bidang demokrasi
juga telah ada beberapa abad sebelum Masehi yakni ketika
para pemikir di Yunani Kuno, seperti Aristoteles ataupun
^olybius memperkenalkan teorinya dan dilaksanakannya
alam pemerintahan di polis-polis (negara kota) Yunani.

Uan setelah^-itu diperjuangkan terus menerus oleh umat
manusia hin^a sekarangmenjadi isu penting dunia.

Glqbalisasi digambarkan sebagai semua proses yang
merujizk kepada penyatuan seluruh warga dunia menjadi
sebu^ kelompok masyarakat global. Merupakan sesuatu
yang sangat ideal apabila penyatuan warga dunia menjadi
sebuah kelompok masyarakat global tersebut dapat
tercapai. Namun globalisasi pada kenyataannya merupakan
penyatuan yang bersifat semu, karena nilai-nilai sosial,
ekonomi dan budaya didominasi oleh nilai-nilai yang
sebenarnya asing bagi mayoritas warga dunia. Persoalan
Imn yang cukup mendasar apakah globalisasi
dimungkinkan, jika secara psikologis mayoritas warga
dunia terkucil dari pergaulan internasional dan keterlibat^
mt^eka hanya sebatas menjadi obyek dan bukan sebagai
subyek. ^

Dengan didukung teknologi komunikasi yang begitu
c^ggih, dampak globalisasi tentu akan sangat kompleks
Manusia begitu mudah berhubungan dengan manusia lain
di manapun di dunia ini. Berbagai barang dan informasi
dengan berbagai tingkatan kualitas tersedia untuk
dikonsurnsi. Akibatnya akan mengubah pola pikir, sikap
an tmgkah laku manusia. Hal seperti ini kemungkinan
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dapat mengakibatkan perubahan aSpek kehidupan yang
lain seperti' hubungan kekeluargaan, kemasyarakatan,
kebangsaan, atau secara umum berpengaruh pa^da sistem
budaya bangsa. Di sinilah kembali muncul pdrsoalan,
bagaimana lembaga pendidikan mampu membina wawasan
budaya sehingga bangsa Indonesia dapat berkembang
mengikuti tuntutan budaya zaman, namun tetap mampu •
menjaga nilai-nilai dasar dan nilai-nilai |uhur sebagai
kdpribadian bangsa.

3. Arti Penting Globalisasi bagi Indonesia
•Abad 21 dikenal sebagai era globalisasi. Era globalisasi

bukan hanya tantangan , tetapi juga sekaligus mempunyai
peluang. Tantangan merupakan fenomena yang semakin
ekstensif, yang mengakibatkan batas-batas politik, ekonomi
antarbangsa menjadi samar dan hubungan ant^bangsa
menjadi sangat transparan. Globalisasi memiliki implikasi
yang lUas tehadap penghidupan dan kehidupan berbangsa
dan bernegara, baik ideolo^, politik, ekonomi, sosial
budaya, maupun pertahanan k'eamanan • ^

Di bidang kebudayaan, bahasa Inggris akan menjadi
bahasa dunia yang universal. Tetapi, bersamaan dengan
itu, bahasa ibu (bahasa daerah) dan bahasa Indonesia
menjadi let)ih penting dan perlu dilestarikan sebagai jati diri
bangsa. Naisbitt (1994:20) dalam buku Global Paradox
menyatakan bahwa semakin kita menjadi universal,
sexii^in tumbuh pula sikap primordialisme (kesukuan).

'^itinjau dari perspektif kebangsaan, globalisasi
menumbuhkan kesadaran bahwa kita merupakan warga
dari suatu masyarakat global dan mengambil manfaat
darinya. Namun, di sisi lain, makin tumbuh pula dorongan
untuk lebih melestarikan dan memperkuat jati diri atau
identitas bangsa. Di era globalisasi, bangsa-bangsa bersatu
secara mengglobal, tetapi bersamaan dengan itu muncul
pula rasa kebangsaan yang berlebih-lebihan (chauvinisme)
pada masing-masing bangsa. Keadaan demikian menurut
Naisbitt sebagai global paradoks. ^

Pada abad 21 ini, suka atau tidak suka, mau tidak^au^
Indonesia akan terkena arus liberalisasi perdagangan
barang dan jasa. Jika tidak mau, Indonesia akan dikucilkan
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oleh negara-negara lain dan akan mendapat sanksi embargo
ekonomi secara internasional. Padahal Indijnesia masih
sangat tergantung pada barang-barang impor, investasi,
dan hutang dari luar negeri. Di samping itu, kita pun (baca:
Indonesia) juga masih memerlukan pemasaran produk-
produk ke luar negeri. Permasalahannya siapkah kita

• menghadapi persaingan dengan negara '̂ ain yang dalam
banyak hal lebih siap, seperti dari sumber daya
manusianya, ilmu pengetahuan dan teknologinya, serta

-modalnya? Jika tidak mampu, maka kita akan kalah dalam
persaingan global-tersebut.

Soedjatmoko (1991:97) menggambarkan sifat-sifat dan
kemampuan yang harus dimiliki manusia Indonesia di

. masa mendatang sebagai berikut.
a. Orang harus serba tahu (well informed), dan harus

selalu menyadari bahwa proses belajar tidak akan
pernah selesai di dalam dunia yang terus berubah
secara sangat cepat. Dia harus mampu mencerna
mformasi yang banyak t^pi tuntas, itu artinya harus
mempunyai kemampuan analisis yang tajam, mampu
berpikir mtegratif serta dapat bereaksi cepat.

b. Orang harus kreatif dalam memberikan jawaban
terhadap tantangan bam, serta mempunyai
kemampuan mengantisipasi setiap perkembangan.

c. Mempunyai kepekaan terhadap keadilan sosial dan
sohdaritas sosial. Peka terhadap batas-batas toleransi
masyarakat serta terhadap perubahan sosial dan
ketidakadilan.

d. Memiliki harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri
berdasarkan iman yang kuat.

e. Sanggup mengidentifikasi dimensi-dimensi moral dan
etis dalam perubahan sosial dan pilihan teknologi.
Selanjutnya juga sanggup menginterpretasikan
ketentuan-ketentuan agama sehingga terungkaplah
relevansinya dalam pemecahan masalah dan
perkembangan-perkembangan bam. .

$

Sebagai perbandingan Ulrih Teicher (1997:540
mengemukakan bahwa manusia masa depan hams
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mempunyai persyaratan kualitas dan kemampuaii sebagai
berilmt.

a. Fleksibel.
b. Mampu dan bersedia untuk berpartisipasi dalam-

inovasi serta menjadi kreatif. «
c. Mampu menguasai hal-hal yang tidak menentu atau -

seringkali berubah-ubah.
d. Tertarik dan siap belajar seumur hidup.
e. Memiliki kepekaan sosial dan keterampilan

berkomunikasi.

f. Mampu bekerja dalam tim.
g. Mampu mengambil tanggung jawab yang diserahkan

padanya.
h.. Mampu menyiapkan diri untuk melakukan

internasionalisasi pasaran kerja melalui
pengertiannya tentang macam-macam budaya.

i. Cakap dalam bebagai hal, baik keterampilan umum,
maupun keterampilan prof^sional.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
manusia Indonesia yang ideal adalah manusia yang mampu
menghadapi tantangan masa depan yang semakin rumit
dan' tidak menentu. Mereka itu adalah yang memiliki
•beberapa sifat sebagai berikut.
^ a. Mampu meningkatkan produktivitas kerja.

b. Memiliki kemampuan berpikir kreatif dan analitis.
c. Memiliki ilmu dasar yang luas serta keterampilan

keija yang tinggi.
d. Kesiapan untuk belajar sepanjang hidup agar dapat

meningkatkan kemampuannya secara berkelanjutan.
e. Fleksibel dan adaptif, yang keduanya digunakan

untuk menghadapi berbagai perubahan yang sangat
cepat.

f. Memiliki moralitas yang baik, yang bersumb^ pada
agama yang diyakini. ^

Menghadapi globalisasi yang memiliki dampak positif
dan negatif, dibutuhkan komitmen terhadap prinsip-prinsip
moral yang semakin kuat. Diyakini pula bsihwa pendidikan
berada di garis depan untuk mewujudkannya.
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4. Beberapa Efek GlobaUsasi bagi Indonesia
Globalisasi bagi . bangsa Indonesia dimana

masyarakatnya memiliki multi etnis dengan multi budaya,
melahirkan tantangan-tantangan yang tidak ^ringan yang
bisdmengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia.

Tantangan pertama, berupa tekanan-tekanan yang
datang dari luar baik dalam wujud ekonomi, politik
maupun budaya. Ketergantungan atas kekuatan ekonomi
mternasional menyebabkan bangsa Indonesia tidak dapat
melepaskan dari kekuatan-kekuatan tersebut, meski pada
kenyataannya apa yang diperoleh bangsa Indonesia dari
ketergantungan tersebut tidaklah selalu manis.
Ketergantungan ekonomi akan merembet pada
ketergantungan politik. Tekanan tekanan kultural (budaya)
dari luar tidak kurang membahayakannya bagi keutuhan
bangsa dibandingkan tekanan-tekana^i ekonomi dan politik.
Kemajuan media massa menjadikan debit arus informasi
yang masuk ke dalam masyarakat Indonesia sangat tinggi.
Rajman-rayu^n kultural yang dibawa media massa tersebut
sulit untuk ditolak dan amat efektif dalam menghancurkan
budaya dan nilai-nilai yang telah dipegang oleh warga
masyarakat. ^

Tanlangan kedua, berupa munculnya kecenderungan
menguatnya kelompok-kelompok berdasarkan etnis (suku)
di masyarakat. Menguatnya kelompok-kelompok
berdasarkan kesukuan ini tidak mustahil akan menjadikan
sumpah pernuda satu nusa, satu bangsa dan satu hahasa
tmggal menjadi dokumen sejarah belaka. Ketidakpuasan
kelompok-kelompok masyarakat atas kebijakan pemerintah
pusat akan dengan mudah dan segera bermuara pada
ancaman tuntutan merdeka, lepas dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Selanjutnya secara lebih rinci dampak globalisasi bari'
Indonesia baik yang bersifat positif ataupun negatif dapat
diidentifikasikan sebagai berikut.

(1) Indonesia menjadi lebih mudah untuk mendapatkan
barang, jasa maupun informasi yang diperlukan,
baik dandalam negeri maupun dari manca negara. '
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(2) Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200
juta menjadi pasar empuk bagi negara lain. Entah^
itu berupa barang buatan luar negeri, tenaga kerja
asing yang mengisi berbagai jenis keahlian dan
jabatan, maupun banjir informasi yang belum tentu
sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia.

(3) Globalisasi dengan isu utamanya demokratisasirtfian
hak asasi manusia, tanpa sikap waspada dan
bijaksana masyarakat akan mudah termakan isu-
isu yang tidak bertanggung jawab yang berkedok
demokrasi, hak asasi dan kebebasan.

(4) Globalisasi menjadi media yang praktis bagi
menyebarnya nilai-nilai budaya asing ke dalam
wilayah Indonesia, yang hams kita waspadai tentu
sajai yang bersifat negatif.

Globalisasi memang suatu proses dan bukan sebuah
produk akhir. Karena globalisasi mempakan proses, dan
posisi masing-masing bangsa dalam proses tersebut sangat
berbeda berdasarkan penguasaan teknolo'gi komunikasi,
maka globalisasi dalam artian fisik maupun psikologis akan
menimbiilkan massdah-masalah. Sebagai suatu proses,
kehadiran globalisasi tidak terelakkan. Berbagai persoalan
mengikuti hadirnya globalisasi, antara lain di bidang
informasi. Berikut ini dikemukakan berbagai persoalan
khususnya bidang infomasi.

(1) Sejauh mana suatu bangsa dapat tetap
mempertahankan jati dirinya, kepribadiannya di
tengah-tengah derasnya arus informasi yang dirasa
masih asing bagi mayoritas bangsa tersebut.

(2) Sejauh mana globalisasi informasi tidak menjadi
semacam legitimasi untuk melakukan dominasi
informasi dleh bangsa lain dan membentuk pubUk
opinion (opini publik) yang menyesatkan.

(3) Sejauh mana globalisasi informasi tidak mematikan
nilai-nilai budaya asli.

(4) Sejauh mana globalisasi informasi tidak
memperlebar kesenjangan informasi antara
masyarakat kota dengan desa.
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Rangkuman
Istilah globlisasi berasal dari kata globe (peta dunia yang

berbentuk bpla). Dari kata globe, lahir istilah global (yan®
artinya meliputi seluruh duriia). Dari kata global'lahirlah
^tilah globalisasi, yang bermakna s^uah proses mendunia.
Globalisasi adalah suatu proses dibentuknya^ suatu
tatanan, aturan, dan sistem yang berlaku bagi bangsa-
bangsa di seluruh dunia

Gagasan tentang globalisasi di bidang hak asasi
manusia telah ada beberapa abad sebelum Masehi, yakni
ketika Nabi Musa membebaskan umatnya dari perbudakan
di Mesir Kuno yang kemudian diteruskan oleh orang-orang
generasi berikutnya, hingga akhirnya berhasil melahirkan
apa yang disebut dengan Universal Declaration of Human
Rights {Deklarasi Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia
Sedunia) oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948.

Gagasan tentang globalisasi dalam bidang demokrasi
juga telah ada beberapa abad sebelum Masehi yakni ketika
para pemikir di Yunanai Kuno, seperti Aristoteles ataupun
PDlybius memperkenalkan teorinya dan dilaksanakannya
dalam pemerintahan di polis-polis (negara kota) Yunani.
Dan setelah itu diperjuangkan terus menerus oleh umat
manusia hingga sekarang menjadi isu penting dunia.

Abad 21 ditandai sebagai era globalisasi. Era globalisasi
bukan hanya tantangan, tetapi juga sekaligus mempunyai
peluang. Globalisasi memiliki implikasi yang luas terhadap
kehidupan berbangsa dan bernegara, baik ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan

Menghadapi globalisasi yang memiliki dampak positif
dan negatif, dibutuhkan komitmen terhadap prinsip-prinsip
moraJ yang semakin kuat. Diyakini pula bahwa pendidikan
berada di garis depan untuk mewujudkannya.

GlobaJisasi bagi bangsa Indonesia di mana
masyar^atnya memiliki multietnis danfe>multibudaya
melahirkan tantangan-tantangan yang tidak rinfan yang
bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia.
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Latihan

a. Tugas Individual
(1) Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Jelaskan

dengan kalimatmu sendiri!
(2) Jelaskan pengaruh globalisasi terhadap kehidupan

kita dewasa ini!
(3) Kemukakan pendapat Arnold J. Toynbee, sejarawan

kondang tentang sumbangan kebudayaan Barat
terhadap globalisasi dunia!

(4) Jelaskan proses terjadinya globalisasi!
(5) Sebutkan faktor-faktor apa saja yang dapat

mendorong terjadinya globalisasi!
(6) Carilah beberapa contoh budaya Barat yang telah

masuk dan mempengaru'hi kebudayaan
Apakah konser musik Barat yang ada sekarang ini
juga^.akibat dampak globalisasi?

(7) Apa pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya
terhadap kepribadian Indonesia?

(8) Siapa sesungguhnya yang lebih beruntung dengan
sistern perdagangan pasar bebas seperti sekarang

^ ini?

(9) Jelaskan sisi positifdan negatifdari internet!
(10) Jelaskan keuntungan dan kerugian keikutsertaan

Indonesia dalam APEC!
(11) Jelaskan keuntungan dan kerugian dari privatisasi

BUMN!

(12) Uraikan keuntungan dan kerugian masuknya
investasi asing di Indonesia!

b. Tugas Kelompok
Diskusikan dengan temanmu beberapa hal berikut! Jika &

kesulitan bertanyalah pada Bapak/Ibu guru dan
presentasikan hasil diskusimu di depan kelas!

(1) Dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi bagi
Indonesia.

(2) Apa saja yang hams dilakukan Indonesia untuk
menghadapi globalisasi tersebut.

(3) GlobaUsasi merupakan tantangan sekaligus
merupakan peluang bagi bangsa Indonesia.
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B. Hubungan Internasional dan Politik *Luar Neceri
Indonesia

1. Perlunya Hubungan Internasional bagi Suatu Negara
D^am rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia

membentuk kelompok-kelompok sosial karena banyak
manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari kerja sama
dalam kelompok sosial. Didorong oleh keinginan serta
kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, manusia
membentuk kelompok-kelompok sosial demi kelangsungan
hidupnya. Mereka dapat merasakan banyak manfaat serta
keuntungan yang dapat diperoleh dari kerja sama dalam
kelompok itu. Pengalaman hidup dalam kelompok
menumbuhkan berbagai kepentingan kelompok. Berangkat
dan kepentinpn kelompok inilah yang kemudian

•mendorong terjadinya hubungan antara kelompok yang
satu dengan kelompok lainnya. Dalam rangka
mempertahankan kelangsungan hidup dan memenuhi

cara yang dapat ditempuh,y^tti melakukan keija sama melalui tukar menukar segala
sesuatu yang mereka butuhkan, atau penaklukan dengan
cara peperangan.

Proses terbentuknya kelompok sosial itu terus
berlangsung dan menjadi semakin besar. Proses tersebut
sesun^hnya mengarah pada terbentuknya suatu negara.
bama halnya dengan kelompok-kelompok sosial yang ada,
negara-negara inipun saling mengadakan hubungan dalarn
rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Hubungan yang
terjadi antarnegara inilah yang dimaksud dengan
u ungan mternasional. Adapun alasan perlunya^^kerja

sama internasional adalah sebagai berikut. ^
(1) Setiap bangsa tidak hidup sendiri, tetapi dikelilingi

oleh masyarakat bangsa-bangsa.
(2) Pada hakikatnya setiap bangsa ada saling

ketergantungan dengan bangsa lain.
(3) Di era yang disebut globalisasi ini negara yang tidak

menjaHn hubungan dengan negara lain akan
tertinggal, dan bisa terkucil.
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(4) Setiap negara memiliki sumber-sumber kekayaan
yang berbeda dengan negara lain.

(5) Untuk memacu pertumbuhan ekonomi masing-
masing negara.

(6) Untuk menciptakan saling pengertian antar bangsa.

Sebaiknya Kdmu Tahu
Soal Papua mengusik Kedaulatan

Masalah pemberian visa tinggal sementara terhadap 42
warga Papua yang meminta suaka di Australia tidak bisa
dipisahkan dari persoalan kedaulatan RI sehingga
persoalan itu bermakna sangat serius. Pemerintah
Indonesia menunggu tanggapan Pemerintah Australia atas
protes yang telah disampakan^ Hal ini disampaikan Menlu
Hassan Wirajuda seusai menemui Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono di Istana negara, Jakarta 24 Maret 2006.

"Presiden menilai tanggapan yang disampaikan secara
resmi liielalui Deplu sudah cukup", kata Hassan sambil
menambahkan, pemerintah masih menunggu tanggapan
resmi dari Pemerintah Australia sebagai dasar untuk
menentukan sikap selanjutnya. Menko Polhukam Widodo
/tS' seusai rapat koordinasi terbatas bidang Polhukam
menyampaikan, Pemerintah Indonesia berharap Australia
segera membuat kebijakan yang mencerminkan sikap,
posisi dukungan, serta penghormatan mereka terhadap
integritas, keutuhan, serta kedaulatan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Sementara Wakil Presiden
Jusuf Kalla menyatakan, nota diplomatik tersebut
menandakan bahwa Indonesia tidak mau melangka^ ke^
tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu memutuskan hubungan^^
diplomatik dengan Australia.

Menteri luar negeri Australia Alexander , Downer
menyatakan tidak terkejut dengan adanya kemarahan dari
Indonesia, tetapi ia meragukan hal itu akan berlangsung
lama. "Mereka jelas sekali kecewa. Tentu saja akan ada
protes. Saya sudah memperkirakan itu dan saya menduga
hal tersebut akan berlangsung hanya dalam beberapa
minggu" ungkap Downer. Tanggapan lain disampaikan
pemimpin oposisi Australia Kim Beazley. Dia menilai sikap
Indonesia yang memanggil pulang duta besarnya di
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Australia adalah sikap yang berlebihan. la juga
menghimbau agar pemerintah RI mempertimbangkan
kembali keputusannya itu.

Beazley menilai pemanggilan dubes Indonesia itu sangat
mengganggu dan harus dipertimbangkan ulang. "pertama-
tama ini adalah langkah yang serius dan sangat
mengganggu. Saya kan menghimbau Presiden RI dan
pemenntah untuk mempertimbangkannya" ungkapnya.

owner menyatakan, Indonesia adalah masyarakat yang
bebas dan sehat. "Orang akan mengatakan apa-apa yang
mgm dia katakan, dan An.da akan mendapatkan berbagai
macam komentar datang dari Jakarta mengenai masalah
ini. Tetapi, bagaimana ini adalah keputusan yang dibuat di
Australia, terkait dengan hukum kita," katanya. Downer
yang sudah berbicara secara langsung dengan Hassan

, mengenai keputusan pemberian visa, sementara usulan
permmtaan suaka ke-43 warga Papua itu diproses
m^yampaikan. "Saya jelaskan kepada Menteri Luar NegerS
bahwa mi adalah sesuatu yang berada di luar kontrol
pemerintah. Keputusan itu dibuat sesuai dengan hukum
Australia.

Ganggu Atmosfer
Juru Bicara Departemen Luar Negeri Yuri Thamrin

mengungkapkan, keputusan Australia itu telah
mengganggu atmosfer secara umum dalam hubungan dan
keija sama kedua negara. "Atmosfer besarnya akan
terpengaruh. Ketika suasananya seperti ini, tentu tidak
mungkin untuk mendorong lebih jauh hu^ng^ kerja
sama yang saling bermanfaat", katanya nSnjawab
pertanyaan wartawan di Jakarta. Tentang pemanggilan
pulang Dubes Hamzah Thayeb, Yuri menjelaskan
kekecewaan pemenntah itu bisa diekspresikan dalam satu
kesatuan langkah, dari mengirim surat, memanggil dubes
negara asing, nota protes, hingga memanggil dubes kita
untuk konsultasi.

Harus lebih tegas

1 , anggota DPR meminta pemerintah bersikaplebih tegas terhadap Pemerintah Australia karena
tmdakannya dianggap melecehkan martabat Indonesia
sebagai negara berdaulat. "Untuk sementara pulangkan
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saja Dubes Australia di Jakarta,"Icata Tjahjo Kuniolo dari
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan. Ali Mochtar
Ngabalin dari Fraksi Bintang Pelopor Indonesia bahkan
meminta pemutusan hubungan diplomatik. "Bukan
pertama kalinya Australia mengobok-obok negara kita,"
ujarnya. -Nursyahbani Katjasungkana dari Fraksi
Kebangkitan Bangsa meminta DPR membenttik tim
investigasi dahulu agar bisa melihat persoalan ini lebih
obyektif. DPR perlu terlebih dahulu menyelidiki ada
tidsLknya ancaman terhadap 43 warga Papua tersebut.

Dubes Australia untuk RI Bil Farmer dalam siaran
persnya menegaskan, Pemerintah Australia tidak
mendukung separatisme dan kemerdekaan bagi Papua.
Keputusan Departemen Irriigrasi itu juga tidak mengubah
kebijakan Pemerintah Australia terhadap kedaulatan
Indonesia. Dia menyampaikan, Australia dan RI memiliki
hubUngan yang sangat baik dan bekerja sama dalam
banyak hal menyangkut kepentingan bersama. "Penting
untuk diperhatikan agar tidalc ada satu permasalahanpun
-merusak hubungan tersebut," ungkapnya.

(Kompas 25 Maret 2006)

2. Tujuan Kerja Sama Internasional
Betapapun majunya suatu negara, pasti tidak mungkin

dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. la tetap
memerlukan kerja sama dengan negara lain. Negara-negara
yang ada di dunia ini akan saling membutuhk^. Tujuan
keija'sama internasional adalah sebagaiberikut: (i) memacu
pertumbuhan ekonomi dari masing-masing Njggara^ (ii)
menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi
seluruh rakyatnya, (iii) menciptakan saling pengertian
antarbangsa/negara, (iv) mempererat hubungan
persahabatan antarbangsa, dan (v) membina dan
menegakkan perdamaian dunia.

Sebaiknya KamuTahu
Membangun Pemahaman Antara Islam dan Barat

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana
Menteri Inggris Tony Blair sepakat membangun saling
pemahamxxn antara Islam dan Barat. Untuk itu dibentuk
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Badan Penasihat Islam Indonesia-Inggris guna menangkal
radikalisme dan mempromosikan soling pemahaman dan
toleransi.

Bersama-sama kita. ingin memhangun kerja sama untuk
mengurangi kesenjangan antara dunia Islam dan non-Islam
Kita sepakat terus mendorong dan kalau perlu mensponsori
dialog antariman dan antarbudaya. Mengenai badan yanq
dibentuk Blair berharap badan itu membuat dialog kedua

terstruktur dan membawa pemahaman yang
Lebih luas, tidak hanya di antara dua negara, tetapi juga di
antara dua masyarakat yang berbeda iman. "Saya berharap
mi menjadi simbol kepada dunia luar bagaimana kita
percaya bahwa masa depan yang didasarkan pada toleransi
dari salmg hormat akan mengantar pada kemajuan"
ujamya. •'

Di kantor presiden, Yudhoyono dan Blair berdialog
dengan lima tokoh Islam Indonesia yang diundang menteri
sekretans negara sehari sebelumnya. Kelima tokoh itu
adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din
Syamsudm, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
/^yumardi Azra, guru besar Fakultas Usuludin UIN Syarif
Hidayatullah, Nazaruddin Umar,Pemimpin Pondok Pesantren

aarut Tauqid Abdullah Gymnastiar, dan mantan menteri
agama Quraish Shihab.

BZair mengatakan, yang lebih perlu dilakukan bersama
adalah menciptakan pemahaman yang lebih luas untuk
perdamaian berdasarkan keadilan. Keadilan bukan melulu
seperti apa yang kita pikirkan, tetapi juga berdasarkan apa
yang orang lam pikirkan. 'Saya rasa kita sedSig rrmnuju ke
arah itu , ujar Blair.

(Kompas 8 April 2006)

3. Macam-macam Kerja Sama Internasional
Kerja sama antarnegara dapat teijadi antara dua negara

atau lebih. Kerja sama yang diadakan hanya oieh dua
negara disebut sebagai kerja sama bilateral, sedangkan
yang mehbatkan lebih dari dua negara disebut keija sama
multilateral.
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Sebaiknya Kamu Tahu
AFTA Kerja sama Ekonomi ASEAN

AFTA telah disepakati mulai berjalan sejak tahun 2003.
Dengan AFTA ini, negara negara anggota ASEAN akan
mempraktikkan perdagangan (pasar bebas) antarsesama
anggota. Artinya produk salah satu negara anggota ASEAN
bisa dijual dengan leluasa di negara anggota lainnya, tanpa
bea masuk sebagaimana yang selama ini terjadl Tanpa bea
masuk merupakan penghematan luarbiasa bagi produk luar
negeri tersebut. Hal ini akan berbeda dengan praktik selama
ini: yaitu sangat banyak baiya dikeluarkan untuk bea
masuk. Lebih-lebih untuk barang-barang tertentu, karena
ada proteksi dari pemerintah, maka harus dengan bea
rnasuk yang sangat tinggi. Dengan tanpa bea masuk berati
dahwa produk luar negeri mampu menekan biaya sampai
semurah-murahnya. Akibat dengan harga yang sangat
murah, barang impor ini akan mudah bersaing dengan
produk dalam negeri. Jika barang impor tersebut sama
bahkan lebih bagus kualitasnya dibandingkan dengan
produk dalam negeri, maka mau tidak mau konsumen kita
akan memilih barang impor.

AFTA di satu sisi akan menguntungkan konsumen,
karena dapat memperoleh barang bagus dengan harga yang
murah. Di sisi lain tidak mustahU AFTA berdampak negatif
bagi produsen. Bisa jadi produk dalam negeri tidak mampu
bersaing denganproduk luar negeri di negeri sendirt

4. Politik Luar Negeri Indonesia
Politik luar negeri adalah kumpulan kebijaHkn atau

setiap yang ditetapkan oleh suatu negara untuk mengatur
hubungan dengan negara lain yang berpijak kepada
kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Bagi
Indonesia, politik luar negeri adalah kebijakan, sikap dan
langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil
dalam melakukan hubungan dengan negara lain,
organisasi intemasional dan subjek hukurn
internasionalnya guna mencapai tujuan nasion^. Jadi
politik luar negeri Indonesia tidak lain adalah bagian dari
politik nasional yang merupakan penjabaran dari cita-cita
nasional dan tujuan nasional negara Indonesia.
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Sebaiknya Kama Tahu
PMHoward Memahami Kemarahan Jakarta

Juru Bicara Perdana Menteri John Howard, seperti
dikutip sejumlah media Australia Sabtu 25/3/2006

teS " dinnya bisa memahami reaksi Indonesul
h^niMSV"" warga Papua. Disebutkansikap Indonesia yang memanggil
pulang duta besamya di Australia.

(SumberKompas 26 Maret 2006)

Hubungan Jakarta-Canberra memanas setelah Australia
memutuskan untuk memberi visa sementara yang berlaku

tahun bagi 42 warga Papua. Peraerintah
ndonesm memprotes keras langkah Australia yang dinilai
idak mempertimbangkan perasaan dan sensitivitas rakyat

" t'dak membantu upaya Peraerintah RI
L " Pepoalan Papua melalui dialog. LangkahAustraha juga dmilai telah mengonfirmasi kecurigaan

Australia yang membantu gerakan
separatisme di Papua.

bicaranya kemarin menegaskan
Ind^n!i-« ^ n mengakui kedaulatanIndonesia terhadap Papua. Namun, ia membantah bcrlta
sejumlah media bahwa Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono telah menelepon dirinya hari Kamis lalu
menyangkut isu ini. Disebutkan, satu-satunya percakapan
telepon di antara kedua pemimpin itu teijadi beberapa

•pekan lalu. " Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
menelepon beberapa pekan lalu, PM How^d mengatakan
bahwa status ke-42 warga Papua akan ditemuk^ menurut
hukuni Australia", demikian pernyataan Juru Bicara
Howard.

Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto
Juwono, Sabtu malam, kepada Kompas mengatakan
persoalan Warga Papua ini hantya dapat diselesaikai^

^isa tinggal sementara. Jikalangkah itu belum dilakukan Pemerintah Australia
Indonesia hams membawa masalah ini ke level berikutnya.'
Namun jangan sampai memutus hubungan diplomatik
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kedua negara. Menurut Hikmahanto, protes Indonesia
dengan memanggil pulang Duta Besar (Dubes) Hamzah
Thayeb dapat dilanjutkan selama belum ada penankan
suaka dari 42 warga Papua ^itu. Langkah yang dapat
dilakukan Indonesia, antara lain menghentikan bantuan
dari Australia dan kerja sama dalam pemberantasan
terorisme atau menutup sementara Kedutaan Besar
Indonesia di Canbera.

Menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri Australia
Alexander Downer yang menyatakan bahwa reaksi
Indonesia sudah diperkirakan, namun hanya akan
berlangsung beberapa saat itu, menurut HikmaJia^to,
sangat disayangkan. Itu berarti Pemerintah Australia tid^
dapat membaca sikap yang ditunjukkan oleh Indonesia.
"Kalau benar Australia mendukung inte^asi NKRI (Negara
Kesatuan Republik Indonesia), maka pericabutan kembali
visa menjadi simbol vdukungan tersebut. Seharusnya
Australia yang mendukung demokrasi di Indonesia paham
betul bahwa hal ini sensitif bagi publik di Indonesia", ujar
Hikahanto.

'• Secara terpisah, anggota Komisi I DPR Djoko Susilo
(Fraksi Partai Amanat Nasional) menilai, langkah yang
dilakukan Pemerintah Indonesia sudah henar. la juga
mcniinta pihak cksekutifdan legislatif, baik di tingkat pusat
maupun daerah, untuk sementara menunda rencana
kunjungannya ke Australia selama pemasalahan ini belum
tuntas. Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia.
"Setelah reses, kami juga akan mengundang Dubes
Indonesia untuk Australia untuk menjelaskan situasi
resminya seperti apa. Indonesia harus bersikap tegas. Sikap
Australia ini manis di mulut, tapi menusuk dari belakang",
kaia Djoko.

Hal senada dikemukakan Wakil SekretaMs J^nderal
Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Bandung, yang menilai
langkah Pemerintah RI yang mengirimkan nota protes
belum cukup. la menganggap pernyataan Dubes Australia
untuk Indonesia Bill Farmer yang menyatakan tetap
mendukung NKRI dengan kenyataan di lapangan, berupa
pemberian Visa tinggal bagi 42 warga Papua,
mencerminkan bentuk kebijakan yang saling bertentangan.
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"Sudah beberapa kali Pemerintlh Australia mernbuat
kebijakan yang menikam dari belakang pemerintah kita"
katanya.

Dan Papua, Ketua Majelis Pertimbangan Mahasiswa
Universitas Cedrawasih Decky Ovide, Sabtu, mengatakn,
pemberian visa tinggal sementra bagi 42 warga Papua tidak
pantas terjadi karena kondisi keamanan di Papua masih
kondusif. 'Realitas yang terjadi di Papua tidak sebagaimana
yang digembar-gemborkan oleh mereka yang pergi ke luar

^ negeri. Kondisi keamanan rakyat Papua masih terjamin"
katanya. Sedangkan Ketua Persekutuan Gereja Indonesia
Wilayah Papua Hermann Saud menilai masalah ini tidak
perlu dibuat berlarut-Iar^t/'Rakyat Indonesia jumlahnya

? .^^napa kita hams menghabiskan energi
mprli f itu. Lebih penting bagaimana pemerintahmenciptakan kondisi untuk membangun persepsi bahwa
Papua aman", ujarnya. -

Menurut Saud dan Decky, peristiwa pemberian suaka itu
terjadi karena ada orang-orang yang memanfaatkan kasus

^, kerusuhan Abepura. Kelemahan kita adalah banyaknya
penstiwa di masa lalu yang dijadikan referensi oleh pihak
luar negen. Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda
Nusantara juga berpendapat, tidak ada alas an bagi 43
warga Papua untuk menyeberang ke Australia. Meskipun

penting adalah bagaimanaPemerintah Indonesia memberikan gambaran kepada dunia
internasional bahwa kondisi di Papua adalah baik, di mana
hak asasi manusia dihormati.

5. Landasan PoUtlk Luar Negeri Indonesia ^ ®
Landasan ideal Pancasila (Sila kedua). Landasan

konstitusional UUD 1945 (pembukaan UUD 1945 alinea ke-
4, dan batang tubuh UUD 1945 pasal 13 ayat 1, 2 dan 3)

MHN 'V/MPR/1999, tentangGBHN Bab IV sub bidang politik).

Sebaiknya Kamu Tahu
^'^an Polltlk Luar Negeri Republik Indonesia

Indonesia berpijak pada landasan-
IcindcLsan sebagai benkut.
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(1) Landasan Idiil
Landasan idiil adalah Pancasila, bahwa bangsa

Indonesia mengakui semua manusia sebagai ciptaan
Tuhan yang mempunyai martabat yB-ng sama, tanpa
memandang asal-usul keturunan, menolak penindasafl
manusia atas manusia atau penghisapan oleh bangsa
lain, menempatkan persatuan dan kesatuan,
menunjukkan bangsa Indonesia yang memiliki sifat
bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan
menunjukkan pandangan yang menginginkan
terwujudnya keadilan sosial dengan mengembangkan
perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan
suasana kekeluargaan.

(2) Landasan Konstitusional (UUD 1945)
(a) Pembukaan UUD 1945 alinea pertama yang

menyatakan ''Bahwa sesungguhnya kemerdeka-
an itu ialoh hak segala bangsa dan oleh sebab
itu maka penjajahan di atas dunia harus
dihapuskan karena tidak sesuai dengan

'• perikemanusian dan perikeadilan.
(b) Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang

menyatakan. bahwa: "....ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdeka-

2'' an,perdamaian abadi dan keadilan sosial....
(c) Pasal-pasal UUD 1945:

Pasal 11 ayat 1 : Presiden dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat
menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian
dengan negara lain.

^ Pasal 13 ayat 1 ;Presiden mengangkat duta dan
konsul.

Pasal 13 ayat 2 :Dalam mengangkat
Presiden memperhatikan per-
timbangan Dewan Perwakilan
Rakyat

Pasal 13 ayat 3 :Presiden menerima penempat-
an duta negara lain dengan
memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat
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(3) Landasan Opemsionat
(a) Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang

Hubungan. Luar Negeti.
(b) •Kehijakon presiden dalam hentuk keputusan

• presiden.
(c) Kebijakan menteri luar negeri yang membentuk

peraturan yang dibuat oleh menteri luar negeri.

6. Asas Politik Luar Negeri Indonesia
Asas politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif.

Bebas artinya tidak memihak pada kekuatan-kekuatan
yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian
bangsa Indonesia. Aktif artinya tidak pasif atas kejadiah-
kejadian internasional melainkan aktif menjalankan
kebijakan luar negeri. Aktif dalam arti ikut melaksanakan
ketertiban dunia .berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sos^al.

Sebaiknya Kamu Tahu
Ciri-ciri Politik Bebas Aktif

Bebas dan Aktif, hampir dalam semua pemyataan resmi
pemerintah kedua-duanya disebut sebagai sifat politik luar
negeri RI. Tapi dalam pernyataan resmi lainnya
ditambahkan pula sifat-sifat lain seperti antikolonialisme
atau antiimperialime, di samping itu ada pula yang
mencantumkan mengabdi kepada kepentingan nasional dan
sebagainya, sebagai sifat politik bebas aktif. Sebenarnya
jika dokumen-dokumen pemerintah diteliti secara seksama,
maka akan dapat disaksikan bahwa hingga kini belum ada
keseragaman dalam penentuan sifat politik bebas aktif itu.

Sebagai contoh marilah kita lihat Ketetapan MPRS No.
XVlI/5 Juli 1996, yang di dalamnya disebutkan sifat
politik luar negeri adalah sebagai berikut: (i) Bebas aktif
antiimperialisme dan kolonialisme ... dan ikut serta
melaksanakan ketertiban dunia ... dan (ii) mengabdi kepada
kepentingan nasional dan amanatpenderita rakyat.

Dalam dokumen Rencana Strategi Pelaksanaan Politik
Luar Negen Republik Indonesia (1984 - 1989) yang telah
ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
tanggal 19 Mei 1983, dijelaskan bahwa sifat politik luar
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negeri adalah sebagi berikut: (i) bebas Aktif (ii)
antikolonialisme (iii) mengabdi kepada kepentmgan
na'sional dan ..... (iv) demokratis.

Dalam risalah Politik Luar Negeri y<mg disusun oleh
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

' Masalah Luar Negeri Departemen Luar Negeri, yang disebut
sifat politik luar negeri hanya Bebas Aktif serta
Antikolonialisme dan Antiimperialme saja.

Dengan demikian, karena Bebas dan Aktif merupakan
sifat yang melekat secara permanen pada batang tubuh
politik bebas aktif sehingga dapat dikatakan sebagai ciri-ciri
politik bebas aktif sedangkan Antikolonialisme dan
•Antiimperioalisme dapat disebut sebagai sifat.

7. Tiijuan Politik Luar Negeri Indonesia
Ada tiga hal pokok yang menjadi tujuan politik luar

negeri Indonesia, yaitu : (i) mempertahankan kemerdekaan
dan menghapuskan segala bentuk penjajahan, (ii)
memperjuangkan perdamaian yang abadi, (iii)

. memperjuangkan susunan ekonomi dunia yang
berkeadilan. Pembukaan UUD 1945 menyebutkan antara
lain: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu
pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap
b^sigsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
unliuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial, Rumusan ini merupakan sumber
utama bagi politik luar negeri Republik Indonesia.

Sejak bangsa Indonesia berjuang untuk melepaskan
belenggu penjajahan dari Belanda, cita-cita Bangsa
Indonesia tidak terlepas dari pencapaian kemerdekaan.
Pemimpin-pemimpin pergerakan nasional dengan ^gas ^
menyatakan bahwa: "Indonesia merdeka dan berdaulat
hanyalah merupakan sarana, suatu alat untuk mencapai
susunan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh
Rakyat Indonesia. Untuk mengejar serta melaksanakan
cita-cita nasional itu perlu adanya kerja sama dan
hubungan yang baik dengan bangsa-bangsa lain di seluruh
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dunia. Hal-hal inilah yang merupakan titik tolak politik luar
negeri Indonesia".

Sebaiknyd KamuTahu ib
Muhammad Hatta dalam bukunya yang berjudul Dasar

Pohtik Luar Negeri Indonesia menjelaskan tujuan politik luar
ne^en Republik Indonesia. Pokok-pokok tujuan tersebut
adalah sebagai berihut.

(1) UempeHahankan, kemerdekaan bangsa dan
- menjaga keselamatan.

(2) Memperoleh dari luar negeri barang-barang yang
diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat
juka barang-barang tersebut belum dapat dihasilkdn
sendiri, misalnya: barang-barang kapital, barang-
barang industri, obat-obatan dan Iain-lain.

(3) Perdamaian innternasional dengan suasana damai
kita dapat . membangun dan mewujudkan
kemakmuran rakyat.

(4) Persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan
cita-cifa yang tersimpulkan dari Pancasila.

(5) Untuk tujuan politis, pokok-pokok politik yang
diterapkan di Indonesia antara lain:

(6) polvtik damai (tidak suka perang/cara-cara konflik
dalam menyelesaikan permasalahan),

(7) bersahabat dengan segala bangsa atas dasar harga
menghargai tanpa mencampuri soal struktur dan
bentuk pemerintahan negara lain,

(8) memperkuat sendi-sendi hukum intemasional dan
organisasi intemasional untuk menyusun
perdamaian yang kekal,

(9) berusaha melalui Persekutuan Bangsa-Bangsa
mencapai kemerdekaan bangsa-bangs<MHain$ yang
belum merdeka hingga saat ini. (Frans S. Fernandes
1988:100)

8. Perkembangan Politik Luar Negeri Republik Indonesia
Perang Duma II telah membawa perubahan-perubahan

yang besar pengaruhnya terdapat politik bebas aktif, antara
A dari Eropa di satupihak ke Amerika Senkat, dan di pihak lain ke Uni Soviet,
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*>

yang kemudian menjadi dua •kekuatan raksasa dunia.
Perubahan lain yang juga mempunyai pengaruh besar
terhadap politik bebas aktif adalah meledaknya semangat
nasionalisme dan anti penjajahari terutama di Asia Afrika.

Hi

a. Perang Dingin
Berhubung kedua kekuatan raksasa tersebut

mempunyai sistem dan kepentingan yang sangat
berbeda, maka dengan sendirinya terdapat perselisihan
pendapat antara keduanya. Perselisihan itu sebenarnya
telah mulai tampak ketika Perang Dunia II memasuki
babak terakhir, terutama dalam menentukan nasib
negara-negara yang kalah perang. Tetapi perselisihan
tersebut baru memuncak dengan hebat setelah
berakhirnya perang. Perkembangan hubungan kedua
negara raksasa itu dalam massa pasca perang dikenal
dengan nama Perang Dingin yang penuh dengan serba
aneka ketegangan.

Dalam suasana Perang Dingin tersebut kekuatan
raksasa itu berlomba-lomba menyusun dan
mengembangkan kemampuannya di semua bidang, baik
politik, ekonomi, militer, budaya maupun propaganda.

- Kedua kekuatan itu membagi dunia dalam dua blok yang
bersaingan satu sama lain dalam menanamkan
pengaruh masing-masing terhadap negara lain di dunia.

Pembagian dunia dalam dua kutub seperti diiiraikan
di atas dikenal pula dengan sebutan bipolaritas, di mana
masing-masing menuntut supaya semua negara di dunia
ini menjatuhkan pilihannya kepada salah satu blok.
Pilihan itu demikian ketatnya, sehingga sikap tidak "pro"
sudah dianggap "anti", sedangkan sikap netral dikutuk.

b. Lahirnya Politik Bebas Aktif
Perang Dunia II tidak saja menciptakgu^> bipolaritas

dalam hubungan internasional tetapi juga me^bawa
perubahan mendasar dalam proses dekolonisasi. Sebagai
akibatnya semangat kebangsaan secara merata meluap-
luap dan meledak dalam bentuk perjuangan
kemerdekaan terhadap penjajahan. Wilayah jajahan
Belanda, Hindia Timur, yang diduduki Jepang selama
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Perang Pasifik tidak terkecuali. Dua hari sesudah Jepang
menyerah, pada tanli^ 17 Agustus 1945, jajahan
Belanda itu menyatakan kemerdekaannya.

Dengan proklamasi tersebut muncullah Indonesia
sebagai negara merdeka di peta dunia, dan sesuai
dengan tuntlitan pembukaan UUD 1945 yang disahkan
sehari kemudian, tanggal IS^Agustus 1945, yang
dalam pembukaannya disebutkan, bahwa Indonesia
perdamaian abadi dan keadilan sosial", maka lahir
pulalah politik luar negeri pemerintah RI yang dikenal
dengan nama "Politik Bebas Aktif.

Sebaiknya Kamu Tahu
Keterangan Hatta di Depan BP KNIP tentang Politik
Bebas Aktif

Wakil presiden Mohammad Hatta yang waktu itu
memimpin Kabinet Presidensiil dalam memberikan
keterangan di muka Badan Pekerja KNIP (Parlemenl tanqqal
2 September 1948, mengemukakan pemyataan yang
mempakan pe>ijelasan pertama tentang poUtHc bebas aktif.
Dalam keterangannya tersebut PM Hatta bertanya, mestikah
fzita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan
t^ngsa dan. negara kita, hanya hams memiliki antara pro
Rusia atau pro Amerika? Apakah tidak ada pendirian lain
yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita"^" (M
Hatta, 1976:17). ' ' "

M. Hatta menjawab sendiri pertanyaannya dengan
menggansbawahi, Pemerintah berpendapat bahwa pendirian

jangan menjadiobi/efc dalam pertarungan politik intemasional, melainkan
kita harus tetap menjadi subyek yang berhak menentukan
sikap kita sendin, berhak memperjuangkan tujuan kita
senain, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya (M. Hatta,
1976: 18). '

Dalam keterangannya tersebut, M.uHatta tidak sekalipun
menyebut kata-kata politik bebas aktif tdapi hal itu tidak
usah digunakan, karena dalam keterangan pada
/cesempatari lam beliau telah berulang kali menyebut istilah
politik bebas aktif apabila menyebut politik luar negeri RI
Lagipula keterangannya tanggal 2 September 1948 tersebut,
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berjudul 'Mendayung antara Dua Karang" yang artinya tidak
lain dari politik bebas aktif. "Mendayung" sama artinya
dengan upaya (aktif), dan "antara dua karang" adalah tidak
terikat oleh dua kekuatan adikuasa yang ada (bebas).

c. Perkembangan Politik Bebas Aktif daH Kabinet ke
Kabinet

Keterangan Kabinet Natsir kepada Parlemen pada
bulan September 1950, juga meninjau politik luar negen
dari segi. pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni
Soviet, antaxQ- lain disebutkan bahwa: "Antara dua
kekuatan yang timbul, telah muncul persaingan atas
dasar pertentangan ideologi dan haluan yang semakin
meruncing. Kedua belah pihak sedang mencari dan
mendapatkan kawah atau sekutu, membentuk golongan
atau blok: Blok Barat dan Blok Timur. Dengan demikian
pertentangan paham dan haluan makin merluas dan
mendalam, sehingga menimbulkan keadaan perang
dingin dan dikuatirkan sewaktu-waktu akan
menyebabkan perang di daerah perbatasan antara dua
pengaruh kekuasaan itu. Dalam keadaan yang
berbahaya itu Indonesia telah memutuskan untuk
melaksanakan politik luar negeri yang bebas. Dalam
menjalankan politik yang bebas itu kepentingan
rakyatlah yang menjadi pedomannya, di samping itu
pemerintah akan berusaha memban^ ti^-tiap us^a
untuk mengembalikan perdamaian dunia, tanpa jadi
politik oportunis yang hanya didasarkan perhitungan
laba dan rugi dan tidak berdagarkan cita-cita luhur
(Muh. Hatta, 1953:17).

Keterangan Kabinet Sukiman kepada Parlemen pada
bulan Mei 1951 mengatakan antara lain politik luar
negeri RI tetap berdasarkan Pancasila, pandangan hidup
bangsa yang menghendaki perdamaian dunia.
Pemerintah akan memelihara hubunga^n persahabatan
dengan setiap negara dan bangsa yang menganggap
Indonesia sebagai negara dan bangsa bersanabat,
berdasarkan harga-menghargai, hormat-menghormati.
Berhubungan dengan adanya ketegangan politik, yaitu
antara Blok Uni Soviet dan Blok Amerika Serikat, maka

Pendidikan Kewarganegaraan I 417



pemerintah Indonesia tidak akan menambah ketegangan
itu dengan turut campur dalam* perang dingin^ yang
merajalela antara dua blok itu. Atas pendirian di atas,
maka Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) tentu menggunakan forum PBB
tersebut untuk membela cita-cita perdamaian dunia.

Kabinet Wilopo menerangkan kepada Parlemen pada
bulan Mei 1952 antara lain: ... asal mulanya pemerintah
menyatakan sikap bebas dalam perhubungan luar
negeri, ialah untuk menegaskan bahwa berhadapan
dengan kenyataan aadanya dua aliran bertentangan
d^am kalangan internasional yang mewujudkan dua
blok: yaitu Blok Barat dengan Amerika, Serikat dari
sekutu-sekutunya, dan xBlok Timur dengan Soviet dan
teman-temannya. Republik Indonesia bersifat bebas
^rtinya:

(1) tidak memilih salah satu pihak untuk selamanya
dengan mengikat diri kepada salah satu blok
dalam pertentangan itu, dan

(2) tidak mengikat diri untuk selamanya, tidak akan
campur tangan atau akan bersifat netral dalam
tiap-tiap peristiwa yang terbit dari pertentangan
antara Blok Barat dan Blok Timur.

Sebaliknya, oleh karena keterangan sikap yang
semata-mata bersifat negatif itu, ternyata menimbulkan
salah paham atau sedikit keragu-ragLian di kalangan
aliran-aliran politik kepartaian dalam negari ataupun
pada pihak dua blok yang bertentangan. Dalam hal atau
peristiwa yang timbul akibat pertentangari, antara dua
blok Itu Republik Indonesia telah mendasar^n s^l^apnya
kepada politik bebas aktifdengan mengingat:

(1) paham tentang niat dan ti-yuannya sebagai
anggota yang ikhlas, setia dan bersungguh-
sungguh pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan

(2) pandangannya tentang kepentingan negara lain
yang berpengaruh besar pada jangka pendek
ataupun jangka panjang.
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Dengan pengecualian politik luar n^eri R1 di masa
antara 1960 sampai 1965, pemerintah berikutnya^
senantiasa tetap berpegang teguh pada prinsip bebas
aktif dalam pelaksanaan polik luar negerinya sesuai
dengan keterangan Moh. Hatta tanggal 2 September
1948 tersebut.

d. Wujud Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Kebebasan Indonesia dalam menjalankan politik luar

negeri dibuktikan oleh kunjungan Presiden Soeharto ke
Uni Soviet 1989. Kunjungan tersebut diikuti pula adanya
peningkatan hubungan regional dan internasional
sebagai berikut.

(1) Keikutsertaan dalam ASEAN
Indonesia tidak hanya sebagai anggoat ASEAN,
tetapi juga ikut memprakarsai berdirinya ASEAN.
Indonesia juga menyediakan tempat dan gedung
untuk sekretariat ASEAN di Jakarta. Bahkan
Sekjen pertama ASEAN dipercayakan kepada
HR. Dharsono dari Indonesia.

(2) Peran Kontingen Garuda Indonesia
Sumbangan RI dalam mewujudkan perdamaian
dunia dengan mengirimkan kontigen Garuda
sampai empat belas kali.

(3) Peran dalam KTT Non-Blok
Republik Indonesia sebagai salah satu negara
pendiri Gerakan Non Blok tidak pernah absen
pada setiap penyelenggaraan KTT. Indonesia
menjadi tuan rumah KTT Non Blok kesepuluh
pada tahun 1992. Hingga saat Jni telah
berlangsung 12 kali penyelenggraan %TT | Non
Blok.

(4) Peranan dalam Organisasi Konferensi Islam
Walaupun RI bukan negara Islam tetapi
mayoritas penduduknya beragama Islam hingga
dapat diterima sebagai anggota OKI. Melalui OKI,
Indonesia banyak memberikan sumbangan
pemikiran bagi kepentingan umat Islam.

(5) Peran dalam PBB
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Aktivitas Indonesia dalam PBB» semakin nyata
dengan terpilihnya Menlu Indonesia Adam Malik
sebagai Ketua Sidang Umum PBB pada tahun
1974. Keberhasilan Indonesia dalam produksi
pangan menyebabkan dijadikannya Indonesia
sebagai -wakil negara berkembang dalam sidang
FAO di Roma. Keberhasilan dalam Program
Keluarga Berencana menyebabkan Indonesia
menjadi contoh ncgara-negara Iain dalam
program kependudukan.

Rangkuman
Hubungan internasionai adalah hubungan yang terjadi

antarnegara. Adapun alasan ' perlunya kerja sama
mternasional adalah sebagai berikut.

(1) Setjap bangsa tidak hidup sendiri, tetapi dikelilingi
oleh masyarakat bangsa-bangsa.

(2) Pada hakikatnya setiap bangsa ada saling
ketergantungan dengan bangsa lain.

(3) Di era globalisasi ini negara yang tidak menjalin
H hubungan dengan negara lain akan tertinggal, dan

bisa terkucil.
(4) Setiap negara memiliki sumber-sumber kekayaan

yang berbeda dengan negara lain.
(5) Untuk memacu pertumbuhan ekonomi masing-

masing negara.
(6) Untuk menciptakan saling pengertian antarbangsa.

Kerja sama antarnegara dapat terjadi antara dua negara
atau lebih. Kerja sama yang diadakan hanya oleh '̂duas
negara disebut kerja sama bilateral, sedangkan yan?
mehbatkan lebih dari dua negara disebut kerja sama
multilateral.

Politik luar negeri adalah kumpulan kebijakan atau
setiap yang ditetapkan oleh suatu negara untuk mengatur
hubunpn dengan negara lain yang berpijak kepada
Kepentmgan nasional negara yang bersangkutan.

Bagi Indonesia, politik luar negeri adalah kebijakan,
sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia -yang
diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain,
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organisasi iriternasional subjek hukum
internasionalnya guna mencapai tujuan nasional. ^

Jadi politik luar negeri Indonesia tidak lain adalah
bagian dari politik nasional yang merupakan penjabaran
dari cita-cita nasional dan tujuan nasional negara
Indonesia.

Wujud Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
(1) Keikutsertaan dalam ASEAN

Indonesia tidak hanya sebagai anggoat ASEAN,
tetapi juga ikut memprakarsai berdirinya ASEAN.
Indonesia juga menyediakan tempat dan gedung
untuk sekretariat ASEAN di Jakarta. Bahkan Sekjen .
pertama ASEAN dipercayak^ kepada HR.
Dharsono dari Indonesia.

(2) Peran Kontingen Garuda Indonesia
Sumbangan RI dalam mewujudkan perdamaiari
dunia dengan mengirimkan kontigen Garuda sampai
empat belas kali.

(3) Peran dalam KTT Non-Blok
Republik Indonesia sebagai salah satu negara
pendiri Gerakan Non Blok tidak pemah absen pada
setiap penyelenggaraan KTT. Indonesiamenjadi tUQ-n
rumah KTT Non Blok kesepuluh pada tahun 1992.
Hingga saat ini telah berlangsung 12 kali
penyelenggraan KTT Non Blok.

(4) Peranan dalam Organisasi Konferensi Islam
Walaupun RI bukan negara Islam tetapi mayoritas
penduduknya beragama Islam hingga dapat diterima
sebagai anggota OKI. Melalui OKI, Indonesia banyak
memberikan sumbangan pegikiran bagi
kepentingan umat Islam. ^ $

(5) Peran dalam PBB
Aktivitas Indonesia dalam PBB semakin nyata
dengan terpilihnya Menlu Indonesia Adam Malik
sebagai Ketua Sidang Umum PBB pada tahun 1974.
Keberhasilan Indonesia dalam produksi pangan
menyebabkan dijadikannya Indonesia sebagai wakil
negara berkembang dalam sidang FAO di Roma.
Keberhasilan dalam Program Keluarga Berencana
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menyebabkan Indonesia menjadi contoh negara-
negara lain dalam program kependudukan.

Latihan
a. Tugas Individual

(1) Jelaskan pengertian hubungan iniernasional dengan
kalimatmu sendiri!

(2) Mengapa setiap negara perlu menjaJin hubungan
internasional?

(3) Apa tujuan diJakukannya kerja sama internasional?
(4) Apayang kamu ketahui tentang AFTA?
(5) Sebutkan 3 macam saja bentuk kerja sama yang

telah dilakukan oleh Indonesia!
(6) Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri?
(7 Sebutkan landasan politik luar negeri Indonesia!
(0) Jelaskan asas politik luar negeri Indonesia!
(9) Uraikan ciri-ciri politik bebas aktif!
(10) Terangkan tujuan politik luar negeri Indonesia!
(11) Jelaskan perkembangan politik luar negeri

Indonesia!
(12) Tunjukkan wujud pelaksanaan politik luar negeri

Indonesia yang bebas aktif!

b. Tugas Kelompok
Bentuklah empat kelompok di kelasmu, buatlah makalah

sederhana dengan topik di bawah ini, selanjutnya
presentasikan di depan kelas.

(1) Perlunya setiap negara untuk menjalin hubungan
mternasional. ^

(2) ASEAN kerja sama internasional di kawasan Asia
Tenggara.

(3) Perkembangan politik luar negeri Indonesia.
(4) Wujud nyata pelaksanaan politik luar negeri

Indonesia.

C. Dampak Globalisasi bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara

ditandai oleh berakhirnya perang dingin, pada akhir
abad kedua puluh kemarm perkembangan dunia juga ditandai
oleh pesatnya kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi
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elektronik-dan teknologi komputer atau informasi. Televisi
yang merupakan barang mewah pada tahun 1960-an, kini
telah dapat dilihat oleh hampir seluruh, lapisan masyarakat. Di
negara kita, saat ini banyak terdapat stasiun televisi. Siaran-
siaran televisi dari luar negeri juga makin mudah dijangkau.
Jaringan telepon tampak mulai masuk ke pelosok-pelosok.
Telepon seluler dan faksimile merupakan hal biasa. Begitu
pula PC (porsonal computer) pun berkembang dalam format .
yang semakin kecil dan semakin canggih, hingga dalam waktu
dekat akan dapat menjadi bagian sebuah jaringan komunikasi
global. , ^ , 1 •

Paduan antara teknologi komputer dan teknologi
komunikasi akan semakin terasa dampaknya di seluruh
dunia. Kemajuan teknologi ini akan memungkinkan tiap
individu memperoleh informasi dari mana pun dalam waktu
yang amat singkat. Interaksi antarindividu juga makin
meningkat dan melampaui batas-batas negara.

Ada dua hal sekaligus yang dihadirkan oleh kemajuan
teknologi. Pertama, globalisasi informasi, baik dalam bidang
politik, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diakibatkan
oleh luasnya dan cepatnya jaringan komunikasi. Kedua, makin
menonjolnya peran satuan-satuan kecil dalam masyarakat,
seperti suku, golongan, kelompok, dan bahkan individu yang
diakibatkan oleh makin mudahnya individu memperoleh
informasi lengkap yang dibutuhkan untuk mengambil
keputusan bagi diri sendiri, kelompok, suku ataupun
golongan.

Globalisasi informasi di satu pihak memang mempercepat
penambahan khasanah pengetahuan sebagai bahan
pertimbangan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan.
Akan tetapi, informasi yang tersiar dalam proses globalisasi ini
tentu memuat pula kepen^ga^j-kepentingan, nilai-nilai
budaya, ataupun ideologi-ideologi, dari sumber-sumber
informasi tersebut. Kepentingan-kepentingan tersebut
tentunya tidak seluruhnya sejalan dengan kepentmgan
nasional, dan nilai-nilai budaya, serta ideologi yang dijunjung
tinggi yaitu ideologi Pancasila.

Begitu pula, makin besamya peranan kelompok, golongan,
suku, dan bahkan individu mempunyai arti positif dalam
rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia.
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Akan tetapi hal itu juga meminta kewaspadaan karena dapat
menjurus ke arah'̂ pengagungan ' individu, pendewaan
kelompok, sukuisme, merosotnya toleransi beragama
na^onalisme sempit, dan sikap-sikap eksklusif lainnya.

1samping itu, perlu diperhatikan bahwa globalisasi pada
dasamya membentuk jaringan ekonomi global, yang mampu
menjangkau pelosok-pelosok dunia dengan kendali yang
dikuasai oleh kekuatan-kekuatan ekonomi raksasa. Bangsa-
bangsa yang memiliki daya saing mendapatkan peluang yang
baik untuk bermain dalam jaringan ekonomi global, sehingga
mendapatkan keuntungan dan memainkan peran yang berarti
Namun, bagi bangsa-bangsa yang tidak memiliki daya saing
yang memadai, haJ itu dapat mendatangkan masalah baru
karena dapat menimbulkan titik rawan dan menjadi bangsa
y^g makm terfeantung pada bangsa lain. Agar dapat bertahan
nidup, setiap bangsa harus mampu menumbuhkan daya saing
yang optimal. ^

Tanpa daya saing, ketergantungan menjadi makin riil,
mengmgat kekuatan ekonomi yang mengendalikan jaringan
^obal tersebut bukanlah pihak yang ingin mewujudkan rasa
kemanusiaan dan kesetiakawanan global, melainkan mencari
keuntungan di pasar global dan mengambil keuntungan di
mana pun mereka berada. Dengan demikian, terbuka
kemungkinan terjadmya kesenjangan sosial di antara bangsa-

makin kaya dengan bangsa-bangsa
terbelakang yang makin miskin.

1. Pengaruh Globalisasi terhadap Ideologi dan Politik
Pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik adalah

sema^n kuatnya pengaruh ideologiOiber^ dalam mewarnai
perpohtikan negara- negara berkembang yang ditandai oleh
nienguatnya kapitalisme. Ciri khas kapitalisme abad 21 ini
adalah bersifat sangat pragmatis dan imperialis dalam arti

menguasai pihak lain. Implikasi global di bidane
membuka komunikasi serta

nrnterbuka. Tuntutan-tuntutan dari
gerakan hak-hak asasim^usia, gerak^ hngkungan hidup dan gerakan-gerakan

pohtik yang melemahkan paham nasionalisme. Sementara
di sisi lam ideologi komunis sebagai legitimasi kekuasaan
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telah runtuh, sehingga pemasyarakatan ideologi komunis
dalain era globalisasi memudar.

Di bidang ideologi, globalisasi untuk sementara mampu
meyakinkan masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat
Indonesia yakin bahwa liberalisme dapat membawa
manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan
mempengaruhi pikiran mereka, apalagi ketika mereka
menghadapi kesulitan hidup yang berkepanjangan. Bahkan
tidak menutup kemungkinan mereka berpaling dari ideologi
Pancasila mencari- altematif ideologi yang lain seperti
liberalisme ^

Globalisasi dengan jargonnya seperti keterbukaan,
•kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap
pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Apalagi ketika
bangsa dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan maka
rakyat di mana-mana menuntut diadakannya perbaikan -
perbaikan di berbagai bidang kehidupan khususnya di
bidang politik.

Pemerintahan yang dianggap tertutup supaya diubah
menjadi terbuka. Kekuasaan yang terpusat dan otoriter
diubah menjadi demokratis dan memberi banyak kebebasan
dan Iain-lain. Ini akan berjalan terus sesuai dengan
perkembangan masyarakat internasional.

2. Pengaruh Globalisasi terhadap Ekonomi
Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi antara lain

dalam bentuk semakin tumbuhnya perusahaan-perusahaan
transnasional yang beroperasi tanpa me^enal batas-batas
negara. Selanjutnya juga semakin k^tnj^ persaingan
dalam menghasilkan barang dan jasa dalam pasar bebas.

Menguatnya kapitalisme menuntut adanya ekonomi
pasar yang lebih bebas untuk mempertinggi asas manfaat,
kewiraswastaan, akumulasi modal, membuat keuntungan,
serta manajemen yang rasional. Ini semua menuntut
adanya mekanisme global baru berupa struktur
kelembagaaan baru yang ditentukan oleh ekonomi raksasa.
Pertimbangan biaya dan harga serta kualitas produk
menjadi dasar keputusan untuk memproduksi suatu
barang di suatu lokasi atau suatu negara tertentu, di sisi
lain dituntut pula pertimbangan kemampuan menyalurkan
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secara cepat barang-barang yang produknya sedang
digemari. Sehubungan dengan ini. tenaga kerja yang
murah, berlimpahnya bahan baku tidak dapat diandalkan
lagi. Akan tetapi ygng penting ialah kecepatan proses
produksi pada kualitas yang prima. Standar internasional
serta kemampuan menyalurkan pesanan barang dan jasa
{delivery) yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen
sangat penting.

a. Kapitalisme Global
Kapitalisme global adalah upaya meraih keuntungan

dan mengakumulasi modal tanpa batas atau sekat yang
berupa negara. Dalam perkembangannya, kapitalisme
global ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-
hari sebagian orang di berbagai belahan dunia. Sebagai
contoh, dalam penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi, seseorang akan merasa ada sesuatu yang
hilang bila dalam satu hari tidak melihat TV, membaca
koran, ataupun membaca email. Dengan teknologi
informasi dan komunikasi tersebut, seseorang dengan
mudah dapat memindahkan ribuan maupun jutaan
dollar melintasi batas negara dalam hitungan detik
dengan hanya menekan-nekan tombol Personal
Computer (PC) di rumah atau menggunakan telepon
seluler.

Kapitalisme global juga mengubah cara pandang
orang terhadap berbagai hal. Cara pandang tentang uang
misalnya, bukan lagi hanya sebagai alat tukar melainkan
juga sebagai barang dagangan seperti komoditas lainnya.
Adanya profesi pedagang valuta asing membuktikan hal
tersebut. Lebih lanjut, uang yang biasa terlih^t sebagai
lemb^an-lembaran kertas, di tangan lembaga keuangan
saat ini berkembang menjadi b^tul^ yang lebih canggih
seperti bonds, stocks, comercial notes dan sebagainya.
Ttransaksi yang dilakukannyapun tidak berdasakan saat
mi (sekarang), tetapi dapat pula transaksi untuk masa
nanti, sehingga dapat dibayangkan betapa rumitnya
perputaran uang di dunia ini.
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Perkembangan kapitalisme yang semakin mengglobal
mendorong terjadinya berbagai kondisi bam sebagai
berikut.

(1) Terciptanya berbagai inovgsi yang memunculkan
produk-produk yang ada. Kondisf ini
menyebabkan melimpahnya produk dengan
harga yang relatif lebih murah, sehingga
meningkatkan persaingan.

(2) Terjadinya relokasi perusahaan multinasional
untuk memanfaatkan keunggulan komparatif
suatu negara, agar dapat memenangkan
persaingan. Misalnya saja, relohasi atas industri
padat karya untuk mendapatkan pekerja dengan
upah yang lebih murah. Dalam proses ini
muncullah berbagai perusahaan multinasional,
yaitu perusahaan yang mempunyai cabang di
berbagai negara. \

(3) Terjadinya arus internasionalisasi dan
perputaran modal yang sangat cepat yang

/•' menembus batas waktu dan ruang. Modal yang
berputar tersebut bergeralc tidak hanya di sektor
yang produktif tetapi juga di sektor yang
spekulatif.

(4) Terbentuknya suatu tatanan dunia baru yang
dimotori lembaga-lcmbaga internasional dan
forum internasional seperti IMF, World Bank,
WTO dan Isebagainya. Secara serentak lembaga
dan forum internasional tersebut meng-
kampanyekan dan mengarahkan dunia ke arah
kerangka kebijakan baru yang mendukung rezim
liberal dan perdagangan bebas global. Aturan-
aturan liberalisasi, deregulasi, dan priuatisasi
merebak di segala penjuru dunia.

(5) Dari yang berpandangan negatif, mengihggap
bahwa globalisasi tidak banyak manfaatnya atau
bahkan merugikan. Investasi dalam bentuk
penanaman modal asing, akan menguras sumber
daya yang dimiliki oleh suatu bangsa dengan
manfaat paling besar justru tidak dinikmati oleh
bangsa tersebut. Contoh lain yang dapat
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merugikan, adalah liberalisasi arus modal yang
Tnemicu krisis ekonomi di berbagai negara Asia.

{6)- Di samping pand&ngan yang bersifat negatif dari
kapitalisme global, ada pula yang berpandangan
positif. Pandangan itu pada intinya menyatakan
bahwa penanaman modal asing dianggap dapat
memungkinkan akses terhadap teknologi,
manajemen dan pemasaran. Di samping itu, arus
modal juga memungkinkan untuk menutup
kesenjangan antara tabungan dan investasi,
sehingga memungkinkan pertumbuhan ekonomi
yang lebih tinggi.

b. Kapitalisme di Indonesia
Apakah kapitalisme sesuai Xintuk diterapkan di

Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu
merujuk pada UUD 1945. Meskipun saat ini UUD 1945
sudah diamandemen empat kali, namun 3 butir pertama
pada pasal 33 tidak berubah sehingga masih dapat
dirujuk, yaitu (i) perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan, (ii) cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan
menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara, dan
(111) bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
daJamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam penjelasannya dipertegas dengan kalimat yane
antara lam berbunyi: "Hanya perusahaan yang tidak
menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di
tang^ orang seorang". Jadi UUD 1945 mengenal
pembedaan antara barang yang menguasai hajat hidup
orang banyak, dan yang tidak. UUDfiB945Juga mengenal
perbedaan antara barang yang merupakan "bumi, air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", dan
yang tidak. Dua kategori ini, yaitu perusahaan yang
menguasai hajat hidup orang banyak, dan bumi, air dan
kekaya^ alam yang terkandung di dalamnya harus
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat.
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. Di dalam pasal tersebut, kata "dikuasai" dapat berarti
dimiliki atau dieksploitasi oleh negara sendiri.
Pemahaman lain menyatakan bahWa "dikuasai" dapat
diartikan sebagai "diatur". Maka dengan kata
"penguasaan" yang ditafsirkan secara operasional
menjadi "diatur", setelah melalui pengaturan oleh
pemerintah, "barang dan cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang
banyak", dan "bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya" boleh menjadi milik orang
seorang, atau eksploitasinya dikuasakan kepada orang
seorang dengan perolehan laba buat orang perorang.
Seperti yang kita saksikan saat ini perusahaan-
perusaha^n swasta sudah berusaha dalam bidang-
bidang jalan tol, telekomunkasi, listrik, penplolaan
pelabuhan, perusahaan penerbangan dan sebagainya.

Adapun dalam bidang bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya, kita saksikan adanya
kayu, emas, dan pulau-pulau yang pengelolaannya atau
pemilikannya di tangan swasta. Bahwa kata "dikuasai"
tidak mesti berarti "dimiliki", melainkan bisa dijabarkan
secara operasional sebagai "diatur", maka pengelolaan
atau pemilikan swasta tersebut masuk akal. Apakah
pengaturannya in concreto itu lebih dekat dengan
semangat UUD 1945 atau sangat jauh, itu yang bisa kita
perdebatkan.

Paham kapitalisme yang kita harapkan hendaknya
disertai persyaratan bahwa semuanya harus berfungsi
sosial. Di negara-negara lain yang sangat dan teramat
kapitalis, kapital memang selalu dibuat berfungsi sosial
melalui perpajakan, instrtiinen-instrumen distribusi
kekayaan dan pendapatan, sistenfjaminan sosial, sistem
perburuhan dan masih banyak lagi perangkat,
peraturan, lembaga dan sebagainya, yang membuat
kapital berfungsi sosial. Fungsi sosial tidak mengurangi
kenyataan bahwa ekonomi kita adalah atas dasar
kapitalisme. Hak milik perorangan diakui dan
pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan masyarakat. Sehingga pada akhirnya
potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara
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dapat berkembang sepenuhnya dalam batas-batas yang
tidak merugikan kepentingan umum.

c. Kapitalisme Global dan Kemandirian Ekonomi
Indonesia
Sejauh ini dapat dikatakan bahwa Indonesia telah

memasuki kapitalisme global. Dalam masa sebelum
krisis peran penanaman modal asing (PMA) cenderung
meningkat. Hal ini diindikasikan oleh nilai persetujuan
PMA yang meningkat dari US$8,2 miliar pada tahun
1993 menjadi US$39,9 miliar pada tahun 1995.
Meskipun angka itu menumri di tahun 1996, jumlahnya
masih lebih besar yaitu US$29,9 miliar di tahun 2002.
Demikian pula peran investor asing di pasar modal
Dalam,. periode 1993-1996 tersebut, di Bursa Efek
Jakarta pangsa pasar saham yang dimiliki orang asing
berkisar antara 25-30% dari nilai kapitalisasi pasar. Dari
an^a neraca modal dalam neraca pembayaran,
pefnasukan modal swasta meningkat dari US$5,2 miliar

Zdi tahun 1993 menjadi US$11,5 miliar di tahun 1996.
Hal ini beijalan seiring dengan liberalisasi perdagangan
dan juga deregulasi di bidang investasi (Kwik Kian Gie
2003: 9).

Persoalan yang lebih besar dari hadimya modal asing
di Indonesia adalah apakah manfaat seluruhnya yang
diperoleh pemodal asing di Indonesia dibagi secara adil
^tara pemodal asing dan bangsa Indonesia. Selalu
dikatakan bahwa modal asing membawa masuk modal,
transfer teknologi, transfer kemampuan manajemen dan
membuka lapangan kerja. Secara teoretis memang
benar, tetapi sebenarnya belum pernah ada yang
menghitung secara kuantitatif apakah semuanya yang
dikemukakan memang menjadi kenyataan dalam praktik
hadimya modal asing yang sudah sekian lama di
Indonesia.

Sebaliknya, yang kita alami dalam bentuk penderitaan
yang cukup dahsyat adalah bahwa keterbukaan dalam
arus modal telah membawa konsekuensi Indonesia
masuk ke dalam krisis. Aliran masuk modal swasta yang
terus meningkat seperti disebutkan tadi, tiba-tiba
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berbalik menjadi arus keluar scara besar-besaran. Pada
triwulan IV tahun 1997, arus modal swasta (bersih)
tercatat minus US$8,6 miliar dan menurun lebih jauh
menjadi minus US$13,8 miliar pada tahun 1998. Hal ini
mengakibatkan merosotnya nilai rupiah dan
menyebabkan Indonesia memasuki krisis (Kwik Kian Gie,
2003:11).

Berbagai kenyataan di atas memberikan pelajaran
pada kita bahwa kapitalisme global membuka peluang
untuk mengembangkan perekonomian. Namun
demikian, kapitalisme global juga dapat merusak
perekonomian Indonesia. Bahkan juga menghilangkan
kemandirian kita.

Aspek. lain dari ciri negatif kapitalisme global ad^ah
masuknya uang dalam bentuk hutang yang diberikan
kepada Indonesia, baik kepada pemerintah maupun
kepada swasta asing". Mental untuk hutang sebanyak-
banyaknya yang sudah lama membudaya di kalangan
penguasa Indonesia bukannya mengendur, tetapi
bahkan berlangsung terus sampai saat ini. Hutang tanpa
kendali yang akhirnya menjadikan bangsa Indonesia
tidak lagi mandiri juga salah satu kerugian dari
globalisasi modal.

Dampak dari kombinasi antara kebijakan hutang,
serta perumusan kebijakan yaing hanya didasarkan atas
untung rugi material belaka dewasa ini telah membuat
bangsa Indonesia dalam kondisi sebagai berikut.

(1) Indonesia yang kaya akan minyak telah menjadi
importir neto minyak untuk kebutuhan bangsa
sendiri. Negara yang dikarunia hutan yang begitu
lebat dan luas sehingga menjadik^ negara
produsen kayu terbesar di dunia, dihadapkan
pada hutan-hutan yang gun4ul dana
reboisasi yang sama sekali tidak mencukupi
untuk menghutankan kembali pada taraf yang
minimal saja. Sumber daya mineral kita
dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab
dengan manfaat terbesar jatuh pada kontraktor
asing dan para kroninya yang tidak bertanggung
jawab. Rakyat yang merupakan pemilik dari
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bumi, air dan segafa kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya memperoleh manfaat
yang sangat minimal.

(2) Ikan kita dicuri oleh kapal-kapal asing yang
nilainya diperkirakan antara 3 sampai 4 miliar
dollar AS. Hampir semua produk pertanian
diimpor. Pasir kita dicuri dengan nilai yang
minimal sekitar 3 miliar dollar AS. Republik
Indonesia yang demikian besarnya dan sudah 58
tahun merdeka dibuat lima kali bertekuk lutut
hams membebaskan pulau Batam dari
pengenaan pajak pertambahan nilai setiap kali
batas waktu untuk diberlakukannya pengenaan
PPn sudah mendekat.

(3) Industri-industri yang kita banggakan hanyalah
industri manufaktur yang sifatnya industri
tukang jahit dan perakitan yang bekeija atas
upah kerja dari para majikan asing dengan laba
yang berlipat ganda. Pembangunan dibiayai
dengan hutang luar negeri melalui organisasi
yang bemama IGGI/CGI yang penggunaannya
diawasi oleh lembaga-lembaga intemasional.
Sejak tahun 1967 setiap tahunnya pemerintah
mengemis hutang dari IGGI/CGI, sambil dimintai
pertanggungjawaban tentang bagaimana dirinya
mengurus Indonesia. Anehnya setiap tahun kita
merasa bangga bila hutang yang kita peroleh
bertambah. Hutang dipicu terus tanpa kendali,
sehingga sudah lama pemerintah hanya mampu
membayar cicilan hutang p(ikok, dengan hutang
baru atau deng^ cara gali lubar% tutup lubang.
Sementara ini dilakukan terus, sejak tahun 1999
kita sudah tidak mampu membayar cicilan pokok
yang jatuh tempo. Maka dimintalah penjadwalan
kembali.

(4) Bank-bank kita digerogoti oleh pemiliknya
sendiri. Bank yang kalah clearing dan harus
diskors diselamatkan oleh Bank Indonesia
dengan menciptakan apa yang dinamakan
fasilitas diskonto. Uang masyarakat yang
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dipercayakan kepada bank-bank dalam negeri
dipakai sendiri oleh para pemilik bank untuk
pembentukan konglomerat sambil melakukan
mark up. Pelanggaran legal lending limit (batas
pemberian pinjaman pada grupnya sendiri)
dilanggar selama bertahun-tahun dalam jumlah
besar yang menghancurkan bank dengan
perlindungan oleh Bank Indonesia sendiri. Maka
ketika krisis ekonomi melanda Indonesia di akhir
tahun 1997, terkuaklah betapa bank sudah
hancur lebUr.

(5) Pada tahun 1998 kepercayaan masyarakat
terhadap mata uang rupiah menurun drastis.
Rupiah melemah dari Rp2.400 per dolar AS
menjadi Rp 16.000 per dolar AS. Dalam kondisi
yang seperti ini Indonesia yang anggota IMF dan
patuh membayar iurannya menggunakan haknya
untuk minta bantuan. Paket bantuan IMF
disertai dengan syarat yang isinya demikian tidak
masuk akal dan demikian menekan serta
merugikan Indonesia. Juga tidak kita perkirakan
pada awalnya bahwa kehadiran IMF di Indonesia
menjadikan semua lembaga intemasional seperti
CGI, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia
bersatu padu dalam sikap dan persyaratan di
bawah komando IMF. IMF mensyaratkan bahwa
pemerintah harus melaksana^c^ kebijakan dan
program yang ditentukan olc^nya, yang
dituangkan dalam Memorandum of Economic and
Financial Policies (MEFP) atau lebih
memasyarakat dengan nama Letter of Intent atau
LOI.

(6) Bank dunia setiap tahun juga menyusun apa
yang dinamakan Country Strategy Report tentang
Indonesia yang harus dilaksanakan kalau tidak
mau diisolasi oleh negara-negara CGI yang
sampai sekarang setiap tahun memberikan
pinjaman kepada Indonesia. Justru karena
jumlah hutang keseluruhannya yang sudah
melampaui batas-batas kepantasan dan prinsip
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kesinambungan, untuk sementara dan entah
sampai kapan kita tidak dapat hidup tanpa
hutang setiap tahunnya, jika kita tidak mau
puluhan juta anak miskin kekurangan gizi dan
putus sekolah.

(7) Jika kita baca setiap LOI dan setiap Country
Stiategy Report serta setiap keikutsertaan

intemasional dalam perumusan
kebijakan pemerintah, kita tidak dapat
melepaskan diri dari kenyataan bahwa yang
memerintah Indonesia sudali bukan pemerintah
Indonesia sendiri. Jelas sekali bahwa kita sudah
lama merdeka secara politik, tetapi sudah
kehilangan kedaulatan dan kemandirian dalam
mengatur diri sendiri.
Bagaimana mengakhiri kondisi kita yang sudah
kehilangan kemandirian dan kedaulatan
menentukan nasib bangsa kita sendiri. Tidak lain
modal utamanya adalah kepemimpinan yang
kuat, ya^g mempunyai pemahaman yang jelas
bahwa kita sudah tidak mandiri, dan mempunyai
tekad untuk merebut kembali kemandirian kita
(Kwik Kian Gie, 2003:14).

Untuk menghadapi kapitalisme global pemerintah
perlu mengusahakan hal-hal berikut.

(1) Perlunya segera dilakukan pemberantasan KKN
secara bersungguh-sungguh. Pengurangan KKN
hingga kondisi yang sangat mMim ^erupakan
modal yang besar untuk menghadapi era
kapitalisme global. Selanjutnya, kita memerlukan
langkah yang terencana untuk memperoleh
manfaat yang sebesar-besarnya.

(2) Pemerintah perlu meletakkan kerangka kebijakan
untuk memungkinkan pergerakan sumberdaya
ke arah sektor-sektor yang mempunyai prospek
yang cerah. Hal ini dilakukan melalui kebijakan
yang tidak distortif terhadap keputusan investor,
termasuk memungkinkan mereka untuk
mengukur tingkat resiko secara akurat. Untuk itu
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diperlukan good governance (pemerintahan yang
baik dan bersih). Pengalaman kita menunjukkan,
bahwa ketiadaan good governance menyebabkan
pelaku ekonomi melaki^an investasi yang sangat
beresiko dan penggunaan sumberdaya yang tidak
efisien.

(3) Mengupayaksin agar perubahan-perubahan yang
terjadi berlangsung secara bertahap, sehingga
memberikan waktu bagi pelaku ekonomi yang
bergerak di bidang industri yang tidak kompetitif
beralih ke industri yang lebih kompetitif.

(4) Mempersiapkan SDM agar dapat memanfaatkan
peluang yang terbuka. Dalam hal ini termasuk
misalnya, dengan mengupayakan sertifikasi
keahlian yang diakui secara internasional berikut
pelatihan untuk mendapatkan sertifikat tersebut.

•\

Tingkat kemajuan dan kemakmuran di negara-negara
penggagas globalisasi yang relatif baik, apalagi didukung
kemampuannya melakukan lobi-lobi internasional,
membuat bangsa-bangsa dunia ketiga tertarik untuk
menerima tawarannya. Indonesia tidak lepas dan
rangkaian proses tersebut. Itulah sebabnya, maka kita
membuka diri bagi produk-produk luar negeri, menerima
investasi, dan Iain-Iain. Sementara itu anak-anak kita
menjadi tidak kenal lagi makanan tradisional seperti
getuk, tiwul, lentuk, cemplon, dan Iain-lain.

3. Pengaruh Globalisasi terhadap Sosial Budaya
Indonesia

Kini arus globalisasi telah banyak dirasakan terutama di
kota-kota seantero Indonesia. Apa yang dilakukan oleh
orang-orang di luar negeri cepat sekali masi^ dilihat
oleh masyarakat kita dengan mudah. Anehnya la^, semua.
itu berkiblat pada Amerika dan Inggris. Seakan-akan apa
yang dilakukan oleh orang Amerika dan Inggris tersebut
baik dan pantas diikuti. Kalau tidak, dianggap kuno atau
ketinggalan zaman. Karena itulah banyak di kalangan anak
muda kita lupa akan jati diri (identitasjnya sebagai bangsa
Indonesia. Lihat saja sekarang, di kota-kota kecil saja kita
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akan rnelihat remaja-reinaja kita mengenakan dandanan ala
selebritis. Mereka mengenak^i rok atau celana yang tidak
sesuai dengan budaya kita dengan membiarkan bagian
perut atau pinggang terbuka dipadu dengan atasan super
ketat. Rambut asli disembunyikan diganti dengan berbagai
rambut palsu atau dicat beraneka warna dan Iain-lain
Sementara itu remaja pria juga tidak mau ketinggalan.
Mereka mengenakan pakaian yang aneh-aneh. Ada yang
bercelana super ketat, namun ada pula yang super longgar,
rambut dicat, dibentuk beraneka model, disertai asesoris
yang beraneka rupa pula. Pendek kata, kini orang lebih
suka menjadi orang lain dengan cara menutupi identitas
dirinya yang asli.

Konstruksi identitas dalam setiap tahapan sejarah selalu
mengikuti posisi-posibi kuasa. Kuasa negara-negara
totaliter telah membentuk identitas-identitas yang statis
dan membentuk manusia dalam logika " aku sama, maka
aku ada". Jika orientasi kuasa negara adalah menjaga
proses industrialisasi, maka industrialisasi menyerang
berbagai ruang dan nilai kehidupan. Dari gaya hidup yang
kecil-kecil, misalnya gaya berpakaian hingga narasi-narasi
besar, seperti politik atau demokratisasi,

Konstruksi kebudayaan masa kini makin ditentukan
oleh kapasitas distribusi yang dilakukan media ketimbang
otontas regulasi yang diperankan negara. Otoritas seperti
yang dikemukakan oleh Giddens, kini harus bersaing
dengan ketidakpastian. Identitas yang dibangun melalui
citra-citra media massa yang tidak pasti inilah, yang
kemudian memunculkan cunterfiet people, yaitu orang-
orang yang identitasnya diskenariokan dan ^^ipei^askan
untuk menciptakan sejumlah ilusi yang seringkali tidak
memiliki hubungan sama sekali dengan realita asli ( lihat
gaya penampilan orang-orang di televisi). Identitas rekaan
media menjadi pilihan yang mengasyikkan dan menjadi
trend!, meskipun semua itu bersifat/o/ce atau palsu.

Di sampmg itu, dengan adanya globalisasi dapat pula
melahirkan pranata-pranata (lembaga-lembaga) sosial baru.
seperti di bid^g ekonomi, timbul mall [supermarket), pasar
uang (modal^), dan Iain-lain. Di bidang sosial timbul
embaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi-
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organisasi profesi, pesta berdiri, dan Iain-lain. Di bidang
seni budaya, tumbuh pesat cabang-cabang seni-modem
yang dapat menggeser cabging-cabang seni tradisional
seperti band, film, dan Iain-lain, fempat hiburan,, seperti
sanggar seni modern, diskotik, kafe, galeri. Di samping itu
berkembang pula model fcLshion show, kontes ratu
kecantikan dan Iain-lain. Di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi, lahir penemuan-penemuan baru yang kemudian
dilempar di pasaran yang akibatnya menggeser produk-
produk lama atau berpengaruh luas dalam kehidupan
sehari-hari, seperti alat-alat rumah tangga dari bambu
diganti dari plastik, dari tanah liat diganti dengan
aluminium atau stainless. Alat transportasi atau
komunikasi seperti gerobag, andong atau dokar diganti bus,
pesawat terbang, kentongan diganti handphone, dan Iain-
lain. V

4. Dampak Globalisasi terhadap Pertahanan dan
'• Keamanan

Globalisasi yang didasari oleh menguatnya kapitalisme,
jelas memberikan dampak juga terhadap pertahanan dan
keamanan. Menyebamya perdagangan dan industri di
selumh dunia akan meningkatkan kemungkinan teijadinya
konflik kepentingan yang dapat mengganggu keamanan
bangsa.

Semua negara mau tak mau menghadapi tuntutan-
tuntutan akibat dari proses globalisasi, antara lain hak-hak
asasi manusia, lingkungan hidup serta perubahan sistem
politik. Ini semua memberikan peluang dan kendala pada
aspek pertahanan dan keamsinan untuk menjalankan
proses transformasi pembangunan.

5. Dampak Positif dan Negatif Globalisasi ^ ^
Globalisasi dapat dilihat dari dua sisi, pertama sebagai

ancaman dan yang kedua sebagai peluang. Sebagai
ancaman, globalisasi lebih banyak berdampak negatif
seperti merebaknya konsumerisme, materialisme,
hedonisme, sekularisme, mengagung-agungkan ilmu
pengetahuan dan teknologi, kemewahan yang tidak
semestinya, foya-foya, pergaulan bebas, budaya kekerasan,
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pomografi, pomoaksi, dan semacamnya. Pengaruh tersebut
bukan saja lewat dunia film, namun juga lewat media cetak
dan TV dengan sateUtnya, serta yang sekarang sedang
menjadi trend adalah internet ^ementara budaya lokal yang
negatif juga masih banyak dipertahankan $eperti tidak
disiplin waktu, malas, kecurangan, monopoli, korupsi
kolusi, dan nepotisme.

Di sisi lain globalisasi memberi pengaruh positif. Hal ini
hendaknya menjadi peluang bagi bangsa Indonesia untuk
mampu menyerapnya, terutama sekali hal-hal yang tidak
mengalami benturan dengan budaya lokal dan nasional,
maupun agama. Hal-hal positif itu misalnya budaya
disiplin, kebersihan, tanggung jawab, egalitananisme,
kompetisi, kerja keras, penghargaan terhadap orang lain,
demokrasi, jujur, optimis, mandiri, taat aturan dan
sebagainya.

\

a. pampak Positif Globalisasi dalam Bidang Politik
bagi Indonesia
Dampak positif globalisasi di bidangpolitik antara lain

pemerintahan dijaJankan secara transparan, demokratis
dan bertanggungjawab. Pemerintahan yang dijalankan
secara transparan dapat mencegah terjadinya praktik
korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga terwujud
pemerintahan yang bersih. Semakin berkembangnya
demokrasi akan membuat partisipasi rakyat dalam
politik semakin meningkat. Legitimasi pemerintahan
yang sedang berkuasa akan semakin meningkat
sehingga kebijakan yang diambil akan mendapat
dukungan dari rakyat. Demokrasi memungkinkan rakyat
untuk bisa melakukan kontrol pada pemerintah,
sehingga penyalahgunaan kekuasaan bisa diperkecil.'
^hirnya pemerintahan yang baik dan bersih dapat
diwujudkan. ^

b. Dampak Positif Globalisasi dalam Bidang Ekonomi
bagi Indonesia
Dampak positif globalisasi di bidang ekonomi antara

lam sebagai berikut.
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(1) Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil
hasil produksi suatu negara. *

(2) Mendorong kita untuk memproduksi barang yang
berkualitas tinggi.

(3) Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan
efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi.

(4) Dimungkinkan dapat ifleningkatkan kesempatan
kerja dan devisa negara.

c. Dampak Positif Globalisasi dalam Bidang Sosial
Budaya bagi Indonesia
Dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya

antara lain kita dapat mengambil pola pikir yang baik
dari ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa lain y^g
telah maju untuk kemajuan dan kesejaJiteraan kita.
Nilai-nilai yang baik tersebut misalnya, etos kerja yang
tinggi, disiplin, memiliki jiwa kemandirian yang kuat, •
suka membaca, meneliti dan menulis, rasional, sportif,
biasa bekerja secara |;erprogram, dan sebagainya.

d. Dampak Negatif Globalisasi dalam Bidang Ekonomi
bagi Indonesia
Globalisasi dapat menimbulkan dampak negatif

sebagai berikut.
(1) Dengan adanya keterbukaan, maka kita akan

dibanjiri barang-barang produksi luar negeri.
Dari perabot rumah tangga sampai dengan
persenjataan. Jika produk yang kita hasilkan
tidak mampu bersaing dengan produk negara
maju maka kita tidak bisa mengekspor ke luar
negeri dan bahkan tidak bisa dijusil di negeri
sendiri karena tidak laku. Jika hal ini terjadi
maka ekonomi kita akan terpuruk.

(2) Dengan adanya kebebasan masuknya investasi
dari luar negeri, bisa jadi suatu mereka bisa
menguasai perekonomian kit^' y^g pada
gilirannya mereka dapat mendikte pemerintah
dan bangsa.

(3) Dengan adanya persaingan bebas, maka kelak
akan ada pelaku ekonomi yang menang dan
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kalah. Yang menang bisa melakukan monopoli,
ysng kalah akan tersisih dan hanya akan menjadi
penonton. Akibat lebih lanjut yang menang akan
melahirkan kelompok masyarakat kaya dan yang
kalah menjadi kelompok miskin. Dengan
demikian akan terjadi kesenjangan sosial yang
semakin tajam.

e. Aspek Negatif dalam Bidang Sosial Budaya
Aspek negatif globalisasi dalam bidang sosial budaya

antara lain sebagi berikut.
(1) Semakin ketatnya persaingan antar individu,

yang dapat membuat orang semakin individualis.
(2) Munculnya sifat hedonisme, yakni ingin

Aienikmati sepuas-puasnya kenikmatan duniawi.
Dampaknya akan bekembang pola hidup
konsumerisme dan materialisme.

(3). Sifat individualisme yang berlebihan berdampak
semakin menipisnya sifat kekeluargaan.

(4) Kesenjangan yang semakin tajam antara
kelompok kaya dan miskin.

Langkah-Langkah yang perlu diambil dalam
menghadapi dampak globalisasi antara lain sebagai
berikut.

(1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
(2) Mengejar ketertinggalan penguasaan Iptek.
(3) Membenahi kebijakan ekonomi, termasuk

kepastian hukum untuk berusaha,
ketenagakerjaan, l^amanan, perpajakan.
perijinan dan sebagainya. &

(4) Membangun infrastruktur yang memadai seperti
jalan, pelabuhan, bandara, listrik, komunikasi,
transportasi dan sebagainya.

(5) Menumbuhkan semangat nasionalisme kepada
seluruh anak bangsa.

(6) Menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan
dalam setiap kebijakan.

(7) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih
dan memberantas KKN.

I Pendidikan Kewarganegaraan



(8) Mewujudkan supremasi hukum.
(9) Memperbaiki moralitas bangsa dengan acuan

agama masing^asing.

f. Dampak Negatif Globalisasi dalaxn Bidang Hankam
bagi Indonesia
Dengan adanya globalisasi, mampu membuka

cakrawala berpikir masyarakat secara global. Apa yang
terjadi di luar negeri dan dianggap baik bisa memberi
aspirasi (mengilhami) kepada sebagian masyarakat kita
untuk menerapkannya di negara kita. Bila ini terjadi,
maka bisa melahirkan dilematika. Bila dipenuhi
konsekuensinya di satu pihak, hal itu belum tentu cocok
diterapkan di Indonesia, di pihak lain, berarti akan
selalu mengubah yang sudah ada sehingga bisa
menimbulk^in ketidalcpastian. Sementara itu bila tidak
dipenuhi, bisa dianggap tidak aspiratif sehingga mereka
bertindak anarkis, dan eksldusif sehingga dapat
mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional
bahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

g. Dampak Negatif Globalisasi dalam Bidang Sosial
Budaya bagi Indonesia
Dalam aspek ini, adanya globalisasi dapat melaihirkan

dampak negatif bagi perilaku masyarakat sebagai
berikut.

(1) Semakin ketatnya persaingan antarindividu, yang
akhirnya dapat mengarahkan perilaku manusia
menjadi individualis,

(2) Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan
pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup
tertinggi. Hal ini m^mbuat manusia suka
memaksakan diri untuk meni?:apai kepuasan dan
kenikmatan pribadinya. Hedonisrne dapat
berkembang pula menjadi sikap matenalisme dan
konsumerisme.

(3) Adanya sikap individualisme menimbulksin pula
ketidakpedulian antarperilaku sesama manusia
dan akan menghilangkan jiwa kekeluargaan.
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(4) Bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang
semakin tajam antara yang kaya dan yang
mrskin.

Demikianlah hal-hal yang berkaitan dengan
globalisasi dengan aspek-aspek positif dan negatifnya.
Bagaimana sikap Anda? Bagaimana kalian membekali
diri agar kelak menjadi subyek, bukan menjadi obyek
dalam pembangunan ataupun kegiatan ekonomi
nasional maupun global? Silakan rencanakan dengan
baik mulai dari sekarang!

6, Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Pers pada Era
Globalisasi

Kehadiran media massa senantiasa menghadirkan
kontradiksi. Di satu sisi menyediakan hal-hal positif seperti
hiburan, informasi, dan IPTEK untuk memperluas
wawasan. Dengan kata lain media massa baik yang
elektronik maupun nonelektronik bisa memberikan
mformasi yang sehat dan mencerdaskan khalayak serta
melakukan kontrol dan kritik yang konstruktif. Di sisi lain
media massa elektronik dan nonelektronik dapat
menghadirkan hal-hal negatif dengan tayangan yang
menjurus pada sadisme, kekerasan, dan pornografi yang
sering berdampak negatif pada perilaku pemirsa dan
pembacanya.

Adanya sifat kontradiksi dari media massa, di satu sisi
benta-berita yang ditulis merupakan inforrr^si yang aktual
dan sangat diperlukan. bisa dibaca berulang-ulang dan
dijadikan sumber tulisan, di sisi lain pemberitaannya sering
menimbulkan keresahan dan berbau provokasi. Provokasi
itu misalnya berupa penyalahgunaan media massa yang
seharusnya independen dijadikan alat bagi kelompok
tertentu sebagai ajang untuk menyudutkan kelompok lain
sebagai lawan politikatau lawan dalam berkonilik.

Dampak penyalahgunaan kebebasan media massa
sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, karena media
m^sa cetak maupun elektronik senantiasa hadir di
hadapan kita dan senantiasa dinantikan kehadirannya oleh
pembaca atau pemirsa. Banyak perilaku yang ditampilkan
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cenderung merupakan hasil peniruan dari media massa,
baik perilaku yang positif maupun negatif. Dalam
kenyataannya ada kecenderungan perilaku negatif mudah
terbentuk dalam diri kita dibandingkan" perilaku positif.
Misalnya, dorongan menjftdi konsumerisme (boros) akibat
menonton/membaca iklan di media massa lebih kuat
dibandingkan dorongan untuk menjadi produktif. Contoh
lain, ketika kita membaca media cetak atau melihat
tayangan televisi dorongan untuk menikmati hiburan atau
untuk bersantai lebih kuat dibandingkan untuk mencari
inspirasi dan mengembangkan kreativitas. Memang itulah
potensi media massa atau pers, yang bisa menjadi pedang
bermata dua. Hal ini tampak pada pengakuan bahwa pers
sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi, pembentuk
opini publik, yang bisa menyuburkan gagasan berapm
untuk membentuk masyarakat yang plural dan bersikap
toleran, tetapi ;jugabisa menjadi sarana penyebar kebencian
dan mempertajam perbedaan.

Sebenarnya potensi pers di atas yang bersifat
kontradiktif selalu ada di bidang apa saja. Namun dalam
hal ini perlu direnungkan pendapat Albert Camus, novelis
terkenal dari Perancis, bahwa pers bebas bisa baik dan bisa
pula buruk, namun tanpa pers bebas yang ada hanya
celaka. Dengan demikian yang diperlukan adalah
bagaimana kebebasan pers tetap dikembangkan, namun
pada saat yang sama mengurangi dampak negatifnya.

Dampak positif dari kebebasan media massa melalui
para jurnalisnya dapat dirasakan perannya dalam proses
demokratisasi melalui laporan-laporannya. Media massa
yang tercermin dari para jumalis, berani melawan
ancaman, tekanan dan sensor, meliput demonstrasi anti
pemerintah dan mengekspos penyalahgunaan kekuasaan.
Hal ini sangat penting dalam menyebarluaskan gerakan
prodemokrasi.

Dampak negatif pers, terurama apabila film,
pemberitaan/foto/cofer dalam media massa rhenjurus pada
pornografi dan jurnalistik premanisme, karena hal tersebut
dapat berpengaruh negatif terhadap pembaca atau
pemirsanya, khususnya bagi mereka yang kurang dapat
mengendalikan diri. Film, pemberitaan/foto/coyer dan
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bentuk lain yang seperti apa yang digolongkan atau
dikategorikan pornografi? Sesuatu dapat digolongkan
pornografi jika memenufiii dua unsur. Pertama,
penggambaran tingkah laku secara erotis' dengan film,
lukisan atau tulisan yang menibangkitkan nafsu birahi!
Kedua, bahan yang dibuat dengan sengaja dan semata-
mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Adapun yang dapat dikategorikan sebagai "Pers Preman"
seperti yang diajukan pengamat pers Zaini Abar atau ada
yang memberikan istilah lain sebagai "Jumalisme Preman"
memiliki indikator sebagai berikut.

(1) Bahan baku reportase adalah kegiatan premanyang
menyimpang dari norma sosial.

(2) Nilai berita yang dianut adalah yang mengandung
konflik, sa^isme, dan seks.

(3) Angel dan gaya bahasanya bersifat vulgar,
emosional, dan sensasional.

(4) Sumber informasinya adalah aparat keamanan.
(5) Berita yang disiarkan merangsang preman untuk

melakukan kejahatan.

Dalam upaya mengurangi dampak penyalahgunaan
kebebasan media massa yang bersifat negatif, setiap warga
negara perlu mengusulkan kepada pengelola media massa
untuk senantiasa menaati etika pemberitaan dan norma-
norma moral. Misalnya ketika memuat berita tentang
perkosaan agar bisa berdampak positif bagi khalayak,
menurut Soothil & Walby, bila: (1) tidak terkesan sebagai
selingan yang bersifat menghibur; (2) tidak menonjolkan
peristiwa yang bersifat sensasional, dan (3) tidak bersifat
mere^dahkan perempuan. Penulisan yang demikian,
meniinjukkan perhatiannya terhac^p nilai-nilai moral.
Dengan kata lain ketika media massa menyiarkan berita
perkosaan, seharusnya berorientasi pada penyelamatan
korban perkosaan, pengurangan kasus perkosaan, dan
intimidasi terhadap penjahat seksual sehingga mengurangi
frekuensi perkosaan.

Penyalahgunaan kebebasan media massa dapat juga berupa
pengadilan oleh pers (trial by press). Misalnya dengan
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memberitakan bahwa terdakwa yang sedang menjalani- proses
peradilan, benaf-benar orang jahat, biadab, sadis, dan tidak
berkeirianusiaan. Pemberitaan yaAg demikian , akan
membentuk opini publik bahwa terdakwa tersebut memang
patut mendapat hukuman yang berat. Padahal pengadilan
sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengadili masih
dalam proses pencarian bukti-bukti tentang kebenaran
dakwaan. Tetapi karena sudah menjadi opini publik bahwa
terdakwa adalah bersalah, maka hal ini dapat menggiring atau
mempengaruhi para hakim dalam mengambil keputusan.
Kondisi yang demikian akan mengganggu para hakim untuk
mengambil keputusan yang independen, karena berada di
bawah tekanan opini publik.

Contoh kasus trial by press pernah terjadi di Inggris pada
pertengahan Oktober 1995. Hakim Roger Sanders
menghentikan proses penyidkngan Geoffrey Knight, yang
didsLkwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Martin
Davis. Menurut Sanders, pemberitaan media massa terhadap
Knight-' terlalu berlebihan, sehingga dikhawatirkan bisa
mempengaruhi juri. Sanders menganggap media massa Inggris
"telah melanggar hukum, menyesatkan, membuat skandal,
dan memberitakan dengan penuh dendam".

Rangkuman
Globalisasi dapat dilihat dari dua sisi, pertama sebagai

ancaman dan kedua sebagai peluang. Sebagai ancaman,
globalisasi lebih banyak berdampaic negatif seperti
merebaknya konsumerisme, materialisme, hedonisme,
sekularisme, mengagung-agungkan ilmu pengetahuan dan
teknologi, kemewahan yang tidak semestinya, foya-foya,
pergaulan bebas, budaya kekerasan, pomografl, pomoaksi,
dan semacamnya. Sebagad peluang, globalisasi ^rdapipak
positif, misalnya budaya disiplin, kebersihan, tanggung
jawab, egalitarianisme, kompetisi, kerja keras, penghargaan
terhadap orang lain, demokrasi, jujur, optimis, mandiri, taat
aturan dan sebagainya.

Dampak positif globalisasi di bidang politik antara lain
pemerintahan dijalankan secara transparan, demokratis,
dan bertanggung jawab. Dampak positif globalisasi di
bidang ekonomi antara lain sebagai berikut: (i) makin
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terbukanya pasar intehiasional bagi hasil hasil produksi
suatu negara, (ii) mendorong kita untuk memproduksi
barang yang berkualitas tinggi, (iii) mendorong para
pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan
menghilangkan biaya tinggi, dan (iv) dimungkinkan dapat
.meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara.
Dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya antara
lain kita dapat mengambil pola pikir yang baik dari ilmu
pengetahuan dan teknologi bangsa lain yang telah maju
untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Nilai-nilai yang
baik tersebut misalnya, etos kerja yang tinggi, disiplin,
memiliki jiwa kemandirian yang kuat, suka membaca,
meneliti dan menulis, rasional, sportif, biasa bekerja secara
terprogram, da'n sebagainya. Aspek negatif globalisasi
dalam bidang sosial budaya antara lain sebagi berikut: (i)
semakin ketatnya persaingan antarindividu, yang dapat
membuat orang semakin individualis, (ii) munculnya sifat
hedonisme, yakni ingin menikmati sepuas-puasnya
kenikmatan duniawi yang dampaknya akan bekembang
pola hidup konsumerisme dan materialisme, (iii) sifat
individualisme yang berlebihan berdampak semakin
menipisnya sifat kekeluargaan, dan (iv) kesenjangan yang
semakin tajam antara kelompok kaya dan miskin.

Latihan

a. Tugas Individual
(1) Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi

di bidang ekonomi bagi Indonesia?
(2) Apa saja dampak yang ditimb^kan oleh globalisasi

di bidang politik bagi Indonesi^ ^
(3) Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi

di bidang sosial budaya bagi Indonesia?
(4) Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi

di bidang hankam bagi Indonesia?
(5) Jelaskan menurutmu, apa saja yang hsLrus

dilakukan Indonesia untuk menghadapi globalisasi
tersebut!

(6) Apa saja sisi positif dan sisi negatif dari globalisasi
bagi bangsa Indonesia?
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(7) Jelaskan bahwa globalisasi itu merupakan
tantangan tetapi sesungg^hnya juga merupakan
peluang bagi bangsa Indonesia!

(8) Jelaskan mengapa kemampuan untuk berkompetisi
di segala bidang bagi suatu bangsa sangat penting
pada era globalisasi sekarang ini!

b. Tugas Kelompok
Diskusikan dengan teman dan gurumu tentang

bagaimana sebaiknya posisi yang hams diambil bangsa
Indonesia agar dapat mengambil keuntungan serta
menghindari kerugian yang diakibatkan oleh globalisasi!

D. Menyikapi Dampak Globalisasi

1. Menyikapi Derasnya Arus Informasi dari Negara Maju
Kini dunia ini seolah tanpa memiliki lagi batas-batas

wilayah. Di belahan dunia yang satu seseorang dapat
dengan mudah dan jelasnya berbicara lewat telepon atau
satelit dengan seseorang yang tengah berada di belahan
dunia yang lain. Kita bisa menyaksikan Olimpiade Atlanta

' di kota Atlanta Amerika Serikat dari Indonesia lewat satelit,
seperti siaran langsung TV, tanpa ada perbedaan waktu dan
wilayah, persis seperti yang bisa disaksikan oleh orang-
orang di tempat kejadian. Kita juga bisa berbicara lewat
tulisan melalui internet, yang berarti tanpa ada sensor dari
tangan siapapun. Dengan alat canggih tersebut,
keglamouran dan kebebasan berlebihan yang terjadi di
Hollywood Amerika Serikat detik itu juga bisa kita saksikan
di' Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Begitu juga
penderitaan yang terjadi di Etiopia detik itu juga bisa kita
saksikan di sini, jika kejadian itu disiarkan se(^ra langsung
melalui satelit.

Dalam era globalisasi terjadi pertemuan dan gesekan
nilai-nilai budaya dan agama di seluruh dunia yang
memanfaatkan jasa komunikasi, transportasi dan informasi
hasil modernisasi teknologi tersebut. Pertemuan dan
gesekan ini akan menghasilkan kompetisi liar yang berarti
saling dipengaruhi (dicaplok) dan mempengaruhi
(mencaplok).
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Sebagai contoh, dengan antena parabola dan
berlangganan Indovision (TV berlangganan), maka kita bisa
menghadirkan dunia ke kamar kita melalui TV. Kita akan
menerima suguhan berita, adegan, peristiwa, dan
semacamnya yang tidak mungkin bisa kita saksikan secara
langsung. Dari sekian banyak jenis dan dan sekian banyak
negara dan budaya yang bermacam-macam, kita dipaksa
menyaksikan hal-hal tersebut. Sudah barang tentu akan
terjadi gesekan, tabrakan, dan kompetisi nilai budaya dan
semacamnya.

Contoh tersebut bisa dipersempit. Bagaimana dan apa
yang terjadi jika kita menyaksikan semua acara yang ada di
TV (jika perlu seli^ruh saluran), sejak kita bangun tidur
hingga tidur kembali. Itulah contoh kecil globalisasi. Jika
kita pergi ke mall atau pusat perbelanjaan, mode pakaian
serta makanan, adalah contoh lain dari dampak globalisasi.
Kita akan sulit sekali untuk menyaksikan orang Jawa
memakai blangkon, dan ibu-ibu memakai kebaya, kecuali
mereka sedang menjadi penerima tamu dalam acara
perkawinan. Dari sekian contoh tersebut, yang paling
menonjol adalah nilai dan peran materialisme. Hampir
semuanya akan diukur dengan seberapa tebal kantongkita,
ketika kita berada di situasi seperti itu.

Masa depan kita ditandai oleh banjir informasi dan
perubahanyang amat cepat dikarenakan masyarakat dunia
terekpos oleh revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi serta
arus globalisasi, sehingga menuntut kesiapan kita untuk
menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kita harus mampu
menghadapi masyarakat yang dilandasi oleh banjir
informasi. ^

2. Menyikapi Derasnya Informasi Masuk Indonesia
Pada saat Indonesia memutuskan untuk memiliki sistem

komunkasi satelit domestik Palapa di tahun 1974,
sebenamya Indonesia telah siap memasuki era globalisasi'
Apalagi dengan hadimya satelit Palapa, Indonesia segera
mengadopsi kebijakan angkasa terbuka. Tidaklah
mengherankan, apabila kemudian, siaran TV negara
Malaysia, Singapura dan Filipina dapat diterima oleh
masyarakat di tempat-tempat tertentu di Indonesia. Pada
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saat itu orang mulai membandirigkan antara siaran TVRI
dengan TV asing. Apalagi setelah pemilikan parabola
diizinkan kesempatan untuk menikmati TV asing menjadi
sangat te'rbuka. Dengan diizinkannya TV swasta nasidnal
beroperasi, maka kemudahan untuk menikmati tayangan
asing lewat TV domestik juga menjadi terbuka.

Proses globalisasi melalui siaran TV membuka peluang
bagi .masyarakat Indonesia untuk menyaksikan,
mengetahui dan menikmati apa yang disajikan bagi
masyarakat 'dunia oleh pemasok tayangan TV yang terbesar
yakni Amerika Serikat. Intensitas dan frekuensi penyaksian
tayangan asing yang tinggi memungkinkan terjadinya
proses sosialisasi nilai-nilai melalui internalisasi, pemilihan,
dan adopsi nilai-nilai tersebut. ^

3. Menyikapi ' Globalisasi sebagai Tantangan bagi
Indonesia

Dengan alat komunikasi seperti TV, parabola, telepon,
VCD,.|^VD dan internet kita dapat berhubungan dengan
dunia ""luar. Dengan parabola dan internet, kita dapat
menyaksikan hiburan porno dari kamar tidur kita. IGta
dapat terpengaruh oleh segala macam bentuk iklan yang
sangat konsumtif. Anak-anak kita dapat terpengaruh oleh
segala macam film karton dan film-film yang tidak
seharusnya dilihat. Kita dapat dengan mudah terpengaruh
oleh gaya hidup seperti yang terjadi di sinetron. Kita juga
harus mengakui bahwa di TV juga ditayangkan program-
program mimbar agama, ceramah, diskusi dan berita yang
mengandung nilai-nilai positif, baihkan juga agamis. Namun
biasanya hal-hal yang seronok, porno, aneh dan lucu,
bandel, justru lebih berkesan dibandingkan dengan hajgjial
yang datar, serius, dan penuh nilai etika atau agarha.
Adegan kekerasan. akan lebih berkesan di benak anak-anak
dibandingkan dengan petuah agama.

Di kalangan tertentu ada anggota masyarakat yang
merasa naik gengsinya jika mengikuti gaya hidup global.
Untuk kalangan seperti ini, globalisasi merupakan gaya
hidup, yang berarti mentalitasnya sudah terasuki oleh gaya
hidup global. Sebagai contoh, ada gaya pergaulan kelompok
menengah, kelompok ABG gedongan, kelompok eksekutif,
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kelompok anak muda sukses, kelompok anak orang kaya,
dan masih banyak lagi kelompok yang dibangun atas dasar
gengsi. Biasanya kelompok ini mempunyai gaya tersendiri
dalam mendefmisikan keperluan sehari-l^ri. Kemana harus
menonton, kemana harus jalan-jalan, kemana harus makan
dan sebagainya.

Dalam kondisi seperti ini, banyak ancaman budaya
berupa kebebasan yang datang dari dunia Barat. Ketika
kebebasan itu berlebihan, maka nilai-nilai dan norma
budaya lokal serta nasional, terlebih lagi nilai agama, akan
terancam olehnya. Tentu kebebasan di sini bukan dalam
pengertian positif, seperti kebebasan berpikir, kebebasan
menyampaikan pendapat demi kontrol sosial, dan
sejenisnya. Namun, kebebasan yang menjurus pada
kepuasan lahiriah, egoisme, dan hedonisme. Akibat negatif
dari kebebasan seperti ir^ilah yang kemudian berupa
kebebasan penyalahgunaan narkoba, kebebasan seks,
kebebasan makan minum barang haram, dan sejenisnya.

4. Menyikapi Globalisasi sebagai Peluang bagi Indonesia
Di pihak lain, globalisasi memberi pengaruh yang positif

terhadap hal-hal, nilai-nilai, dan praktik kehidupan
sehingga menjadi peluang bagi bangsa Indonesia untuk
menyerapnya. Hal-hal yang diserap hendaknya yang tidak
mengalami benturan dengan budaya lokal atau nasional,
terutama sekali nilai-nilai agama. Dengan demikian,
bagaimana agar nilai-nilai positif yang ada di Barat atau
b^kan di belahan negara lain, dapat masuk ke Indonesia
dan dapat dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat kita.

Adapun budaya positif tersebut misalnya, budaya
disiplin, kebersihan, tanggung jawab, egalitarianisme,
kompetisi, kerja keras, menghargai waktu, menghargai
orang lain, terpanggil untuk membantu or^g lain yang
membutuhkan bantuan, demokrasi, dan seba^inya. Di
sinilah seharusnya agama dan Pancasila mampu memberi
bimbingan ke arah yang terang. Katakankah meniru Barat
dalam hal-hal yang positif, dan membuang budaya Barat
maupun budaya sendiri yang negatif.
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5. Menyikapi Kerasnya Kompetisi di Bra Globalisasi
Kompetisi adalah kata kunci dalam globalisasi. Ketika

kompetisi berkaitan dengan nilai budaya, maka persiapan
mentalitas bangsa menjadi sangat penting. Kompetisi juga
akan melanda pada kemampuan dan prestasi sumber daya
manusia (SDM). Jika selama ini sebelum globalisasi,
tuntutan kompetisi kurang mengemuka, maka kini akan
sangat menonjol. Bahkan kompetisi bukan hanya tahap
lokal atau negara, akan tetapi akan mengglobal, mendunia.
Jika selama ini sebuah negara akan dengan mudah
membuat aturan main yang dapat dijadikan sebagai perisai
untuk mencegah serangan kompetisi dari luar, maka kini
sudah tidak dapat lagi. Kalau dulu para ahli dengan SDM
yang hebat dapat dibatasi, kini hal tersebut sudah tidak
dapat dilakukan lagi. Oleh karena itu dalam menghadapi
kompetisi, yang harus dilakukan adalah persiapan diri,
meliputi kesiapan n\ental untuk berkbmpetisi dalam hal
berprestasi. D^am waktu bersamaan, juga harus ada
persiapan untuk kemampuan, yaitu SDM yang mampu dan
sanggup berkompetisi, meliputi segala aspek seperti
perdagangan, profesional, pelayanan atau jasa.
Perdagangan bebas sudah dicanangkan di Asia Tenggara,
kita kenal AFTA, yang mulai tahun 2003 telah berlaku.
Dalam hal SDM, termasuk penyediaan tenaga profesional,
juga terjadi kompetisi bebas. Kalau dulu Indonesia dapat
mencegah tenaga dari luar dan memberi prioritas penuh
kepada tenaga dari dalam negeri sendiri, kini hal itu sudah
tidak mudah lagi dilakukan.

6. Beberapa Sisi Kelemahan Globalisasi
Berikut ini dikemukakan beberapa sisi kelemahan

globalisasi.
(1) Batas-batas politik antarnegara^^enjadi semakin

kabur. ^
(2) Batas-batas ekonomi antarnegara menjadi tidak

jelas.
(3) Hubungan antarnegara menjadi semakin

transparan.
(4) Pasar bebas, hanya menguntungkan negara maju,

karena telah siap berkompetisi.
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(5) Jati diri suatu bftngsa menjadi terancam.

7. Menyikapi Sisi Positif Globalisasi
Berikut ini dikemukakan sisi positif globalisasi.
(1) Hubungan antarnegara menjadi sangat lancar

karena kemajuan teknologi komunikasi dan
transportasi.

(2) Pasar bebas menjadi tak terelakkan.
(3) Pertukaran informasi antarnegara sangat lancar.
(4) Harga barang menjadi lebih murah karena

persaingan yang ketat.
(5) Produktivitas barang menjadi tinggi.
(6) Efisiensi menjadi tinggi. /

8. Menyikapi Globalisasi dengan Filter Pancasila
Di era globalisasi ini pergesekan dan saling

mempengaruhi antarnilai-nilai budaya tidak bisa
dihindarkan. Untuk itu, bangsa Indonesia bukan saja hams
mampu bertahan, namun juga harus mampu berperan
aktif. Peran bertahan ada kemungkinan akan menimbulkan
isolasi, ketertutupan dan inferiority, peran aktif (usaha
mempengaruhi) akan menghasilkan keterbukaan dan
superiority. Setidaknya kemungkinan ketiga, yaitu
akomodatif, yakni penyesuaian dan penerimaan akan hal-
hal yang datang dari luar sejauh bisa ditolerir. Oleh karna
itu, persiapan intern baik tentang pemahaman maupun
sikap dan mentalitas bangsa harus dibenahi terlebih
dahulu.

Bangsa Indonesia hendaknya mampu menyelamatkan
bangsanya dari dampak negatif %lob^isasi. Lebih lanjut
bagaimana Indonesia dengan Pancasilanya tidak saja
mampu memberi perisai terhadap manusia Indonesia dalam
era globalisasi, namun juga mampu berperan aktif dan
mampu pula menciptakan dan mendorong bangsanya
untuk berperan aktif, bukan menciptakan bangsa yang
mengisolir diri dari era globalisasi.

Pergaulan global sudah tidak dapat dihindari lagi oleh
seseorang ataupun suatu bangsa, kecuali ia sengaja
mengurung diri dengan menjauhi interaksi dan komunikasi
dengan orang lain. Ketika seseorang masih membaca koran,
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menonton TV, menggunakan alat komunikasi, apalagi
internet, ia akan tetap *^tgrperangkap dalam proses dan
model pergaulan global.

Istilah globalisasi yang sangat populer itu, dapat berarti
alat dan dapat pula berarti ideologi. Alat merupakan wujud
keberhasilan ilmu dan teknologi, terutama sekali di bidang
komunikasi. Ketikat^ globalisasi berarti alat, maka
globalisasi sangat netral. Artinya, ia berarti dan sekaligus
mengandung hal-hal positif, ketika dimanfaatkan untuk
tujuan yang baik. Sebaliknya, ia dapat berakibat negatif,
ketika hanyut ke dalam hal-hal negatif. Dengan demikian,
globalisasi akan tergantung pada siapa yang
menggunakannya dan untuk keperluan serta tujuan apa
digunakan. Jadi, sebagai alat dapat bermanfaat dan dapat
pula mengakibatkan bencana. Terobosan teknologi
informasi dapat dijadikan alat untuk hal-hal positif, dalam
waktu bersamaan dapat pula menjadi penye.bab hal-hal
negatif...

Ketika globalisasi sebagai ideologi, sudah mempunyai
arti tersen^iri dan netralitasnya sangat berkurang. Oleh
karena itu, tidak aneh kalau kemudian tidak sedikit yang
menolaknya. Sebab, tidak sedikit akan terjadi benturan
nilai, antara nilai yang dianggap sebagai ideologi globalisasi
dan nilai nilai yang dianut oleh suatu bangsa.

9. Kiat Indonesia Menghadapi Globalisasi
Pengaruh globalisasi yang semeikin kuat perlu disikapi

dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan yang
diarahkan untuk tetap berada pada koridor pencapaian
tujuan nasional sebagai wujud Indonesia baru. Pancasila
sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia
mutlak hams dipertahankan dan diimplementasikan secara
benar. Nilai-nilai Pancasila hams mewarnai semua aspek
kehidupan bangsa, sehingga tetap pada arah yang
ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan nasional..

Di bidang politik, Indonesifik^ ha^s melakukan proses
demokrasi yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan
rakyat. Demokrasi di Indonesia hendaknya diarahkan pada
pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat, dilaksanakan oleh
rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat.
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Di bidang ekonomi, bangsa Indonesia perlu
melaks^nakan pasal 33 UUD 1945 dengan membangun
kerja sama pelaku ekonomi yang terdiri dari badan usaha
koperasi. badan usaha milik negara, dan badan usaha milik
swasta. Daerah harus diberdayakan agar mampu
menghasilkan produk-produk unggulan daerah yang dapat
diangkat menjadi produk unggulan nasional. Dengan
demikian daya saing bangsa yang sangat diperlukan dalam
era pasar bebas dapat tercipta.

Di bidang sosal budaya , bangsa Indonesia harus mampu
mempertahankan nilai-nilai dasar budaya bangsa
sebagaimana termuat dalam Pancasila. Pengembangan
sumber daya manusia berkualitas sangat penting untuk
mengejar ketertinggalan dengari negara maju.

10. Sikap Selektif terhadap Pengaruh GlobaUsasi Bidang
Ekonomi

a. Dampak Globalisasi Ekonomi
Tujuan utama globalisasi ekonomi adalah liberalisasi

ekonomi serta perdagangan bebas. Dengan liberalisasi
ekonomi, mereka dapat menguasai bahkan menjarah
berbagai asetdan sumber daya dunia untuk kepentingan
mereka. Alat yang dipergunakan untuk menguasai aset
negara berkembang antara lain perusahaan
multinasional, lembaga-lembaga keuangan intemasional
(IMF, Bank Dunia), serta berbagai perjanjian multilateral.
Dampaknya kebanyakan negara miskin akan menjadi
semakin tergantung pada negara maju. Sumber-sumber
alam riegara miskin semakin jatuh dan dikuasai oleh
kapitalis-kapitalis dari negara kaya. Adapun bentuk-
bentuk ^jitervensi yang biasa dilakukan negara maju
terhadap ne^ra berkembang sebagai berikut: (i) peran
pemerintah dalam ekonomi harus diminimalisir, karena
dianggap mendistorsi pasar, (ii) privatisasi BUMN, (iii)
penghapusan berbagai bentuk proteksi terhadap
produksi barang, (iv) mempermudah masuknya investasi
asing, dan (v) penghapusan berbagai subsidi.

Dalam rangka mengatasi krisis ekonomi dan moneter
1997/1998 Indonesia mengundang IMF sebagai
konsultan dan pemberi kredit. Indonesia telah
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menjalankan semua program yahg dibuat oleh IMF
bahkan telah menyetujui paket hutang luar negeri yang
jumlahnya sangat besar. Akan tetapi apa yang
disarankan ternyata tidak terbukti. Bahkan sebaliknya
yang teijadi justm pengangguran semakin meningkat,
harga-harga naik, pajak naik, BBM naik, subsidi orang
miskin dihapus, negara semakin tidak melayani rakyat
karena BUMN diswastakan, sementara hutang
menumpuk.

Pelajaran yang dapat diambil adalah kita harus
selektif dalam menaggapi isu dunia. Sebagai bangsa kita
harus berani menentukan sikap, dan menjatuhkan
pilihan yang cerdas dan tepat dalam menghadapi arus
globalisasi ekonomi yang begitu dahsyat. Beberapa kiat
dalam menghadapi arus globalisasi ekonomi antara lain
sebagai berikut.

(1) Industrialisasi harus berdasarkan ketersediaan
bahan baku setempat.

(2) Pertanian dijadikan prioritas, karena bangsa ini
adalah bangsa agraris yang memiliki wilayah luas
dan cukup subur.

(3) Jangan mengadopsi sistem pasar bebas secara
penuh, mengingat kesiapan kita masih minim.

(4) Memilih sisitem ekonomi yang mendahulukan
sektor domestik.

(5) Mengembangkan ekonomi kerakyatan,
mengutamakan kesejahteraan rakyat.

(6) Tidak boleh terlalu tergantung pada hutang luar
negeri. ^

(7) Menjalin kerja sama dengan sesama negara
berkembang dengan semangat saling
menguntungkan.

b. Ekonomi Pancasila Sebagai Solusi
Sistem ekonomi Pancasila ditopang oleh lima pilar

yang membentuk satu kesatuan sistem yang bersifat
holistik. Sila Ketuhanan dan Kemanusiaan adalah dasar
(landasan) sistemnya, sila Persatuan dan Kerakyatan
merupakan cara (operasionalisasinya), dan sila Keadilan
Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia merupakan tujuan
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yang hendak dicapainya. Mengacu pada rumusan
ekonomi Pancasila yang dikemukakan Prof. Mubyarto
dapat dikernjakakan bahwa pilar sistem ekonomi
Pancasila meliputi ekonomika etik dan ekonomika
humanistic (dasar), nasionalisme ekonomi dan
demokrasi ekonomi (cara/metode operasionalisasi), dan
ekonomi berkeadilan sosial (sebagai tujuan). Berikut lima
pilar ekonomi Pancasila tersebut.

(1) Ekonomika Btik (Ketuhanan)
Pilar pertama Sistem Ekonomi Pancasila yaitu
moral agama, yang mengandung prinsip roda
kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh
rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Pada
awalnya para pendiri negara kita merumuskan

V politik kemakmuran, kead'ilan sosial, dan
pembangunan karakter bangsa yang dilandasi
semangat penerapan ajaran moral dan agama.
Itu artinya pembangunan ekonomi harus seiring
dengan pembangunan moral atau karakter
bangsa, dan ditujukan untuk menjamin keadilan
antarsesama makhluk ciptaan Allah, tidak
sekedar pembangunan materiil semata.

(2) Ekonomika Humanistik (Kemanusiaan)
Ekonomika humanistik berfungsi sebagai dasar
ekonomi yang memperjuangkan pemerataan dan
moral kemanusiaan melalui upaya-upaya
pemerataan pendapatan, aset, dan kekayaan. Hal
ini ditempuh melalui optimalisasi penarikan dan
penyaluran zakat dan pajak, serta redistribusi
pendapatan lainnya.

(3) Nasionalisme Ekonomi

gl,obalisasi ini dibutuhkan ekonomi
nasional yang^ kuat, tangguh, dan mandiri.
Pembangunan ekonomi haruslah didasarkan
pada kekuatan lokal dan nasional untuk
peningkatan martabat dan kemandirian bangsa.
Oleh karena itu, perhatian harus dipusatkan
pada pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai
tulang punggung ekonomi nasional.

(4) DemokrasiEkonomi (Kerakyatan)
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Secara garis besar sasaran pokok demokrasi
ekonomi meliputi penciptaan lapangan kerja,
tei^elenggaranya " sistem jaminan sosial bagi
penduduk miskin, pemerataan modal,
terselenggaranya pendidikan murah (gratis), dan
kesempatan mendirikan serikat-serikat ekonomi.

(5) Ekonomi Berkeadilan Sosial
Tujuan keadilan sosial mencakup keadilan
antarwilayah (daerah), yang memungkinkan
seluruh wilayah di Indonesia berkembang sesuai
potensi masing-masing. Pengalaman pahit
sentralisasi politik ekonomi Orde Baru dapat
dijadikan pelajaran untuk menyusun strategi
pembangunan nasional. Inilah substansi negara
kesatuan yang tidak membiarkan terjadinya
ketimpangan sosial ekonomi antardaerah melalui
pemusatan aktivitas ekonomi oleh pemerintah
pusat.

11. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Globalisasi Bidang
Politik

Isu yang menonjol dalam bidang ini adalah hak asasi
manusia, demokrasi, dan keterbukaan. Akan tetapi ketiga
hal tersebut sebenarnya bersifat relatif serta ukurannya
tidak terlalu jelas. Yang ada selama ini adalah ukuran yang
dibuat oleh negara maju khususnya Amerika serikat
maupun negara-negara Eropa Barat pada umumnya. Oleh
karena itu, masalah ini sering dimanipulasi dan dibelokkan
menurut kemauan dan kepentingan mereka.

Hak asasi manusia sebenarnya punya sifat universal,
akan tetapi pengertian, kri^ria, ^aupun implementasinya
di lapangan belum ada persamaan dan kesepakatan.
Selama ini penafsirannya didominasi oleh Amerika Serikat.
Pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang
dilakukan oleh suatu negara bisa dibiarkan saja oleh
Amerika Serikat karena kebetulan ia saihabat dan
menguntungkan kepentingannya. Akan tetapi kalau
dianggap merugikan kepentingannya, negara tersebut akan
diberi sanksi yang keras. Indonesia misalnya diembargo
senjata akibat kasus Timor Timur. Bahkan lewat resolusi
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Dewan Keamanan PBB No. 1316 akan dijatuhi sanksi
ekonomi apabila tidak dapat "menyelesaikan kasus Atambua
dengan baik.

Suka atau tidak suka, setnju atau tidak setuju di dunia
ini terlanjur terbentuk opini, bahwa sistem pemerintahan
terbaik dan diterima bangsa-bangsa di dunia ini adalah
demokrasi. Akan tetapi demokrasi sendiri sebenamya
memiliki banyak ragam. Sebenarnya demokrasi memiliki
nilai universal sebagaimana HAM, namun sering
disesuaikan dengan nilai-nilai lokal, sehingga ada
Demokrasi Pancasila, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi
Liberal, Demokrasi Rakyat yang semua itu kadang-kadang
menghilangkan nilai dasar demokrasi. Selama ini yang
dianggap baik adalah demokrasi ala Amerika Serikat,
padahal mereka sering diskriminatif dan subyektif. Irak
dise;-ang dengan dalih pemerintahannya tidak demokratis.
Kuba dijatuhi sanksi ekonomi karena dituduh tidak
demokratis.

Keterbukaan adalah salah satu isu internasional yang
dihembuskan oleh negara maju. Akan tetapi, sampai saat
ini konsep keterbukaan juga tidak jelas. Ukuran yang
dipakai selama ini menurut kacamata Amerika Serikat dan
para sekutunya. Mereka mengkaanpanyekan konsep
keterbukaan" ke seluruh penjuru dunia lewat media massa

maupun saluran diplomatik. Memang harus diakui isu
keterbukaan ini mendorong negara-negara yang dulu
pemerintahnya otoriter menjadi semakin demokratis dan
terbuka kepada ral^atnya.

12. Sikap Selektif terhadap Pengaruh Globalisasi Bidang
Sosial Budaya
Gaya hidup yang mat^alis. hedonis, individualis dan

sekuler, yang tidak sesuai dengan norma timur (norma
Indonesia) sebaiknya dihindari. Salah satu ciri globalisasi
adalah segala sesuatu dengan cepat bisa mendunia. Tentu
saja yang baik kita ambil sedangkan yang buruk harus kita
hindari. Sayangnya kebanyakan orang menganggap segala
sesuatu yang datang dari negara maju dianggap moderen
dan baik untuk ditiru. Apalagi begitu gencarnya negara
maju mempengaruhi negara-negara berkembang, lewat
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media seperti televisi, dan internet. Di sinilah perlunya
kecerdasan anak«bangsa dalam memilih dan memilah mana
yang baik dan yang sampah. Tentu saja ukurannya adalah
agama masing-masing, Pancasila, budaya, norma
masyarakat dan sebagainya."

13. Sikap Selektif terhadap -Pengaruh Globalisasi Bidang
Hankam

Isu yang sedang marak yang dikampanyekan negara
maju khususnya Araerika Serikat di bidang pertahanan dan
keamanan dewasa ini adalah tentang terorisme. Sementara
itu belum ada kesamaan persepsi mengenai definisi
terorisme, antara negara yang satu dengan negara yang
lain. Bahkan ketika sebuah negara menuduh kelompok
tertentu sebagai teroris, kelompok itu justru menuduh balik
bahwa negara yang menuduh tadi adalah.teroris sejati.

Oleh karena itu, perlu dirumuskan bersama pengertian
terorisme agar ada kesamaan persepsi. Adanya persamaan
persepsi akan menghilangkan perasaan saling curiga, saling
tuduh dan sejenisnya. Jangan sampai teijadi bila suatu
negara ada gerakan yang kebetulan merugikan kepentingan
Amerika Serikat, dengan mudahnya gerakan tersebut
dituduh sebagai terorisme. Bila pemerintah suatu negara
tidak bertindak sesuai dengan keinginannya, maka akan
dengan mudah dianggap melindungi terorisme yang
akibatnya bisa diberi sanksi atau bahkan dapat diserang.

Dalam hal ini kita perlu bertindak cerdas dan bijaksana.
Jangan sampai hanya karena ingin menyenangkan mereka,
tetapi justru kita korbankan kepentingan rakyat sendiri.
Oleh karena itu, perlu kerja sama dengan sesama negara
yang selama ini merasa dirugikan dengan isu tersebut,
untuk berjuang bersama menyamakan persepsi tentang
terorisme, serta langkah-langkah yang hams diambil.

Rangkuman ^ .
Dewasa ini telah terjadi banjir informasi dan negara

maju ke negara berkembang, sehingga menuntut kesiapan
kita untuk mengambil hal-hal positif dan membuang hal-
hal negatif. Melalui siaran TV terbuka peluang bagi
masyarakat Indonesia untuk menyaksikan, mengetahui dan
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menikmati apa y^g disajikan bagi masyarakat dunia oleh
pemasok tayangan TV terbesar yakni Amerika Serikat.

•Intensitas dan frekuensi tayangan asing yang tinggi
memungkinkan terjadinya proses sosialisasi nilai-nilai asing
yang masuk ke Indonesia. Kondisi saat ini, banyak
ancaman budaya berupa kebebasan yang datang dari dunia
Barat. Ketika kebebasan itu berlebihan, nilai-nilai dan
norma budaya lokai serta nasional, terlebih lagi nilai
agama, akan terancam olehnya. Tentu kebebasan disini
bukan dalam pengertian positif, seperti kebebasan berfikir,
kebebasan menyampaikan pendapat demi kontrol sosial,
dan sejenisnya. Namun, kebebasan yang menjurus pada
kepuasan lahiriah, egoisme, dari hedonisme. Akibat negatif
dari kebebasan seperti inilah yang kemudian berupa
kebebasan pehyalah gunaan narkoba, kebebasan seks,
kebebasan makan minum barang haram, dan sejenisnya.

Di pihak lain, globalisasi menjadi peluang bagi bangsa
Indonesia untuk menyerapnya jika memberi pengaruh pada
hal-hal, nilai-nilai dan praktik kehidupan yang positif.
Dengan demikian, bagaimana agar nilai-nilai positif yang
ada di Barat atau bahkan di belahan negara lain, dapat
masuk ke Indonesia dan dapat dipraktikkan di tengah-
tengah masyarakat kita. Beberapa sisi kelemahan
globalisasi sebagai berikut: (i) batas-batas politik
antarnegara menjadi semakin kabur, (ii) batas-batas
ekonomi antarnegara menjadi tidak jelas, (iii) hubungan
antarnegara menjadi semakin transparan, (iv) pasar bebas
hanya men^ntungkan negara maju karena telah siap
berkompetisi, (v) jati diri suatu bangsa n^hjacn terancam.

^ Beberapa sisi positif globalisasi sebagai berikut: (i)
hubungan antarnegara menjadi sangat Iancar karena
kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, (ii) pasar
bebas menjadi tak terelakkan, (iii) pertukaran informasi
antarnegara sangat iancar, (iv) harga barang menjadi lebih
murah karena persaingan yang ketat, (v) produktivitas
barang menjadi tinggi, dan (vi) efisiensi menjadi tinggi.

Di era globalisasi ini pergesekan dan saling
mempengaruhi antarnilai-nilai budaya tidak bisa
dihindarkan. Untuk itu, bangsa Indonesia bukan saja harus
mampu bertahan, namun juga harus mampu berperan

460 I Pendidikan Kewarganegaraan



aktif. . Peran "bertahan" ada kemungkinan akan
menimbulkan isolasi, ketertutupan dan anferiority, peran
"aktif (usaha mempengaruhi) akan menghasilkan
keterbukaan dan superiority. Setidaknya kemungkinan
ketiga, yaitu akomodatif, yakni penyesuaian dan
penerimaan akan hal-hal yang datang dari luar. Gaya hidup
yang materialis, hedonis, individualis dan sekuler, yang
tidak sesuai dengan norma timur (norma Indonesia)
sebaiknya dihindari

Latihan

a. Tugas Individual
(1) Mengapa bisa terjadi banjir informasi di tingkat

dunia n^aupun di Indonesia?
(2) Bagaimana sebaiknya Indonesia menyikapi

dahsyatnya banjir informasi tersebut?
(3) Apa sesungguhnya peran agama, Pancasila, dan

norma-norma ketimuran yang kita anggap baik
terhadap globalisasi?

(4) Jelaskan yang dimaksud globalisasi sebagai
peluang!

(5) Jelaskan yang dimaksud globalisasi sebagai
tantangan!

(6) Menurutmu bagaimana kesiapan Indonesia dalam
menghadapi globalisasi bidang ekonomi?

(7) Jelaskan apa saja kiat-kiat yang sebaiknya
dipersiapkan Indonesia dalam menghadapi
globalisasi agar tidak terlalu jauh tertinggsd!

(8) Mengapa kita hams selektif dalam memilih
informasi pada era globalisa^^seperti dewasa ini?

(9) Dampak apa yang ditinlbull<^ bila bangsa
Indonesia membiarkan begitu saja masuknya semua
budaya dan informasi dari mana saja tanpa seleksi?

(10) Dalam melakukan seleksi masuknya budaya asing,
rambu-rambu apa saja yang harus digunakan
bangsa Indonesia?

(11) Mengapa negara-negara berkembang tidak berdaya
menghadapi dahsyatnya globalisasi?

(12) Jelaskan mengapa pendidikan dan peningkatan
kualitas SDM sangat penting pada era globalisasi!
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(13) Globalisasi yang sekarang sedang berproses, dalam
perkembanganny^ kini menimbulkan pro dan
kontra di dunia. Jelaskan alasan mereka masing-
masing menurut pendapatmu!

(14) Mengapa liberalisasi ekonomi sulit berlaku di negara
yang berpaham komunis?

(15) Apa hubungan revolusi industri dengan globalisasi?

b. Tugas Kelompok
Diskusikan dengan temanmu jika kesulitan

bertanyalah pada Bapak/Ibu guru dan hasilnya
presentasikan di depan kelas!

(1) Mengapa kita harus seJektif dalam memilih
informasi pada era globalisasi seperti dewasa ini.

(2) Dampak apa yang ditimbulkan bila bangsa
Indonesia membiarkan begitu saja masuknya
semua budaya dan informasi dari mana saja tanpa
seleksi.

(3) Dalam melakukan seleksi masuknya budaya
asing, rambu-rambu apa saja yang harus
digunakan bangsa Indonesia.
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